




// AndAl dAn UnggUl 
MelAyAni PekerjA 
indonesiA
Reliability and Excellence to Serve 
Indonesian Workers

Dalam upaya mendukung kinerja unggul Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan, 

Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden 

(Keppres) No.25/P/2016 telah mengesahkan Dewan 

Pengawas dan Direksi BPJS Ketenagakerjaan. Selama 

tahun 2016 BPJS Ketenagakerjaan terus meningkatkan 

jumlah kepesertaan dalam upaya memperluas jangkauan 

perlindungan pekerja di seluruh nusantara. Tiga 

sektor yang menjadi target selama tahun 2016 adalah 

transportasi, pedagang pasar, dan nelayan. 

in an effort to support the superior performance of the labour social 

security Administration Agency (BPjs ketenagakerjaan), the government 

of indonesia through Presidential decree (keppres) no.25/P/2016 has 

authorized the Board of Commissioners and Board of directors of labour 

social security Administration Agency. during 2016 labour social security 

Administration Agency continued to increase the number of participation 

in efforts to expand the coverage of workers protection across the 

archipelago. The three sectors targeted during 2016 were transportation, 

market vendors, and fishermen.
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// TenTAng lAPorAn TAHUnAn 
TerinTegrAsi 2016
ABOUT INTEGRATED ANNUAL REPORT 2016

sesuai Undang-Undang (UU) no.24 Tahun 2011 Tentang 

Badan Penyelenggara jaminan sosial (BPjs), Pasal 37 ayat 

(1), BPjs ketenagakerjaan berkewajiban menyampaikan 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya dalam 

bentuk laporan penyelenggaraan program dan laporan 

keuangan tahunan yang telah diaudit akuntan publik 

kepada Presiden republik indonesia dengan tembusan 

kepada djsn. 

ketentuan mengenai bentuk dan isi laporan pengelolaan 

program diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres). 

Berdasarkan Perpres no.108 Tahun 2013, BPjs 

ketenagakerjaan telah menyampaikan laporan 

pengelolaan program jaminan sosial yang meliputi:

1. laporan keuangan: Program jaminan kecelakaan 

kerja (jkk)

2. laporan keuangan: Program jaminan kematian (jkM)

3. laporan keuangan: Program jaminan Hari Tua (jHT)

4. laporan keuangan konsolidasian: BPjs, entitas Anak 

dan entitas Bertujuan khusus

5. laporan Pengelolaan Program.

According to law no. 24 of 2011 on social security 

Administering Body (BPjs), Article 37 paragraph (1), 

labour social security Administration Agency is required 

to present responsibility report for the execution of its 

duties in the form of program implementation report and 

annual financial statements audited by public accountant 

to the President of the republic of indonesia with a copy 

to the djsn.

Provisions on the form and content of the program 

management report are regulated by Presidential 

regulation (Perpres). Based on Presidential decree 

no.108 of 2013, labour social security Administration 

Agency has submitted reports on the management of 

social security programs that include:

1. Financial statements: Work Accident Benefit Program 

(jkk)

2. Financial statements: death Benefit Program (jkM)

3. Financial statements: Provident Fund Benefit Program 

(jHT)

4. Consolidated Financial statements: BPjs, subsidiaries 

and special Purpose entities

5. Program Management report.

Laporan Tahunan Terintegrasi 2016 diterbitkan BPJS Ketenagakerjaan sebagai bagian dari 

pelaksanaan praktik-praktik Tata Kelola yang Baik. Keberadaan Laporan ini melengkapi 

pelaporan yang disampaikan BPJS Ketenagakerjaan kepada segenap pemangku kepentingan, 

termasuk Presiden republik Indonesia dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

The Integrated annual report 2016 was published by Labour Social Security administration 

agency as part of the implementation of good Corporate governance practices. This report 

complemented the report presented by Labour Social Security administration agency to all 

stakeholders, including the President of the republic of Indonesia and the National Social 

Security Council (DJSN).
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selanjutnya, sesuai Pasal (4) Perpres no.108 Tahun 

2013, BPjs ketenagakerjaan juga telah memublikasikan 

ringkasan atas laporan-laporan tersebut melalui media 

cetak nasional. Penyampaian ringkasan eksekutif ini 

menjadi bentuk kepatuhan BPjs ketenagakerjaan atas 

keterbukaan informasi publik.

laporan Tahunan Terintegrasi 2016 diterbitkan untuk 

melengkapi pelaporan yang sudah dibuat BPjs 

ketenagakerjaan. laporan ini disusun dan diterbitkan 

sebagai wujud komitmen serta inisiatif manajemen 

BPjs ketenagakerjaan, untuk mewujudkan Visi: Menjadi 

Badan Penyelenggara jaminan sosial (BPjs) kebanggaan 

Bangsa, yang Amanah, Bertata kelola Baik, serta Unggul 

dalam operasional dan Pelayanan.

laporan ini memadukan laporan keuangan dengan 

kinerja keberlanjutan termasuk pelaksanaan tanggung 

jawab sosial dan lingkungan. Cakupan informasi dalam 

laporan ini meliputi kinerja dalam kurun waktu 1 januari 

2016 hingga 31 desember 2016. laporan ini merupakan 

kesinambungan dari laporan Tahunan Terintegrasi 2015 

BPjs ketenagakerjaan yang diterbitkan pada tahun 2016. 

[G4-28, G4-29, G4-30]

Furthermore, in accordance with Article (4) of Presidential 

regulation no.108 of 2013, labour social security 

Administration Agency has also published a summary 

of such reports through national print media. The 

publication of this executive summary is a form of labour 

social security Administration Agency’s compliance with 

public information disclosure.

The integrated Annual report 2016 was published to 

complement the reports that have been prepared by 

labour social security Administration Agency. This report 

was prepared and published as a manifestation of labour 

social security Administration Agency’s commitment and 

initiative to realize the Vision to To be a world class social 

security Administering Body, that is trustworthy, friendly 

and excel in operation and services.

This report integrated financial statements with 

sustainability performance including the implementation 

of social and environmental responsibility. The scope 

of information in this report covered performance from  

january 1, 2016 to  december 31, 2016. This report is a 

continuation of labour social security Administration 

Agency integrated Annual report 2015 published in 2016. 

[G4-28, G4-29, G4-30]
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// lAPorAn liMA TAHUn 
TerAkHir

2012 2013 2014

Reports of Last Five Years 
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stanDar peLaporan Dan pernyataan kemBaLI [G4-

22, G4-23, G4-32]

kami melakukan penyesuaian atas standar yang 

digunakan dalam penyusunan pelaporan dengan 

mengadopsi surat edaran otoritas jasa keuangan (ojk) 

no.30/seojk.04/2016 Tentang Bentuk dan isi laporan 

Tahunan emiten Atau Perusahaan Publik. 

sesuai dengan status BPjs ketenagakerjaan sebagai 

badan hukum publik, kami melakukan penyesuaian 

informasi dalam aspek-aspek material pelaporan. Ada 

beberapa informasi yang tidak relevan ditampilkan dalam 

laporan ini karena BPjs ketenagakerjaan bukanlah 

perusahaan publik.

kami juga menggunakan standar pelaporan lain dalam 

menyusun laporan ini:

1. international integrated reporting Council (iirC)

2. sustainability reporting guidelines,  global reporting 

initiative (gri) g4

3. standar Akuntansi keuangan yang berlaku di indonesia

opsi kelengkapan informasi yang dipilih dalam penulisan 

laporan ini adalah in accordance-core. Pada beberapa 

bagian laporan dicantumkan beberapa pernyataan 

kembali, sebagai upaya kami untuk meningkatkan kualitas 

pelaporan.

materIaLItas peLaporan

informasi yang disampaikan dalam laporan ini disusun 

sesuai dengan aspek material yang telah ditentukan. 

Aspek material merupakan hal-hal mendasar yang secara 

signifikan memengaruhi pengambilan kebijakan serta 

berdampak kepada pemangku kepentingan, baik internal 

maupun eksternal. identifikasi aspek material dilakukan 

melalui analisis materialitas, dengan mempertimbangkan 

tingkat kepentingan berbagai topik bagi para 

pemangku kepentingan, serta signifikansinya terhadap 

penyelenggaraan jaminan sosial. Tingkat signifikansi 

kepentingan internal ditentukan berdasarkan analisis 

jangka pendek, strategi dan tujuan jangka panjang, serta 

evaluasi hasil dan kinerja keberlanjutan selama periode 

pelaporan. gabungan hasil identifikasi aspek material 

dari pihak internal dan eksternal Perseroan digambarkan 

dalam sebuah matriks.

reportIng stanDarDs anD restatement [G4-22, G4-

23, G4-32]

We made adjustments to the standards used in the 

reporting by adopting the Circular letter of the Financial 

services Authority (ojk) no.30/seojk.04/2016 on the 

Annual report Form and Content of issuers or Public 

Companies.

in accordance with the status of labour social security 

Administration Agency as a public legal entity, we 

made adjustments of information in material aspects 

of reporting. some information were irrelevant to be 

shown in this report because labour social security 

Administration Agency is not a public company.

We also use other reporting standards in preparing this 

report:

1. international integrated reporting Council (iirC)

2. sustainability reporting guidelines, global reporting 

initiative (gri) g4

3. Financial Accounting standards applicable in indonesia

The information completeness option selected in 

preparing this report is in accordance-core. in some 

sections of the report, a number of restatements were 

included, as our efforts to improve the quality of reporting.

reportIng materIaLIty

The information presented in this report was prepared 

in accordance with material aspects that have been 

predetermined.

Material aspects are fundamental issues that significantly 

affect policy making and impact stakeholders, both 

internal and external. identification of material aspects is 

done through materiality analysis, taking into account the 

importance of various topics for stakeholders, as well as 

their significance to the provision of social security. The 

level of significance for internal parties are determined 

based on short-term analysis, long-term strategy and 

objectives, and evaluation of results and sustainability 

performance during the reporting period. The combined 

results of the material aspect identification of the 

Company’s internal and external parties are described in 

a matrix.

BPJS KetenagaKerJaan
Laporan Terintegrasi 2017

10



Aspek material dalam laporan ini masih mengacu pada 

aspek material yang digunakan dalam laporan Tahunan 

Terintegrasi 2015. Hal ini didasari pertimbangan masih 

relevannya kondisi yang dihadapi BPjs ketenagakerjaan 

pada tahun 2016 dengan kondisi pada tahun 2015. 

Pertimbangan lain karena kondisi pada tahun 2016 masih 

menjadi bagian dari tahapan rencana strategis BPjs 

ketenagakerjaan 2014 – 2018.

The material aspect in this report still referred to the 

material aspects used in the integrated Annual report 

2015. This was based on consideration of the relevant 

conditions faced by labour social security Administration 

Agency in 2016 with conditions in 2015. Another 

consideration was that conditions in 2016 were still part 

of the labour social security Administration Agency 

strategic Plan 2014 - 2018.

aSPeK MaTerIaLITaS
Materiality Aspects
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PeNTINg UNTUK BPJS KeTeNagaKerJaaN

important for labour social security Administration Agency

KeTeNagaKerJaaN
employment

KeHaDIraN PaSar
Market Presence

KOMUNIKaSI 
PeMaSaraN
Marketing 
Communications

KINerJa 
eKONOMI
economic 
Performance

aNTI KOrUPSI
Anti Corruption

PerLINDUNgaN 
KONSUMeN
Consumer Privacy 

KeSeHaTaN & 
KeSeLaMaTaN KerJa (K3)
occupational Health & 
safety

eNergI
energy

PeLaTIHaN & PeNDIDIKaN
Training & education

PeNCaNTUMaN LeBeL 
PrODUK & JaSa
Product & service labeling

proses IDentIfIkasI aspek materIaLItas [G4-18]

Aspek material dan lingkup pelaporan ditentukan dengan 

menyesuaikan kebutuhan penyajian informasi jenis 

kegiatan usaha sebagai penyelenggara jaminan sosial. 

Pendekatan berpedoman pada sustainability reporting 

guidelines (srg) gri g4. 

BPjs ketenagakerjaan melaksanakan focused group 

discussion (Fgd) dengan pihak internal dan eksternal 

Perusahaan untuk menentukan aspek material laporan. 

Penetapan aspek material difokuskan pada identifikasi 

isu-isu keberlanjutan, dengan memperhatikan prinsip 

pelibatan pemangku kepentingan (stakeholders 

materIaLIty aspects of IDentIfIcatIon process 

[G4-18]

Material aspects and scope of reporting were determined 

by adjusting the need for presentation of information 

on the type of business activities as the social security 

administration agency. The approach was based on gri 

g4 sustainability reporting guidelines (srg).

labour social security Administration Agency conducted 

Focus group discussion (Fgd) with internal and external 

parties to determine the material aspects of the report. 

The determination of the material aspect focused on 

the identification of sustainability issues, taking into 

account the principles of stakeholder inclusiveness, 
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Batasan peLaporan Dan konteks keBerLanjutan

keseluruhan materi dalam laporan ini berasal dari BPjs 

ketenagakerjaan, meliputi kantor Pusat, kantor Wilayah, 

kantor Cabang Utama, kantor Cabang Madya, kantor 

Cabang Pratama dan kantor Cabang Perintis. Tidak ada 

materi yang berasal dari anak perusahaan maupun pihak-

pihak lain. [G4-17, G4-20, G4-21, G4-28, G4-30]

reportIng BounDary anD sustaInaBILIty 

context 

All materials in this report were collected from labour 

social security Administration Agency, covering Head 

office, regional offices, Main Branch offices, Branch 

offices, Medium Branch offices, Primary Branches and 

sub-Branch offices. There were no materials collected 

from subsidiaries or other parties. [G4-17, G4-20, G4-21, G4-28, 

G4-30]

•	 Identifikasi	aspek-aspek	
keberlanjutan yang 
relevan 

•	 Menentukan	batasan	
ruang lingkup aspek-
aspek

•	 Identification	of	relevant	
sustainability aspects.

•	 Determine	the	
boundaries of the 
aspects.

Pembuatan prioritas atas 
aspek-aspek keberlanjutan 
yang akan dilaporkan

Prioritization on sustainability 
aspects that will be reported.

Validasi aspek material 
oleh kepala divisi 
komunikasi dan 
disahkan direksi

Validation of the 
material aspects by 
Communication 
division Head and 
authorized by the Board 
of directors. 

kajian ulang atas laporan tahun sebelumnya 
dengan mempertimbangkan saran dari 
pemangku kepentingan

review the previous annual report 
by considering suggestions from the 
stakeholders.

2 TaHaP
step 1 TaHaP

step 

3 TaHaP
step 4TaHaP

step 

[G4-18]

PrOSeS PeNeNTUaN ISI LaPOraN
report Content defining Process

inclusiveness), materialitas (materiality), konteks 

keberlanjutan (sustainability context) dan kelengkapan 

(completeness). Aspek material yang telah ditentukan 

kemudian dilaporkan untuk persetujuan kepala divisi 

komunikasi dan pengesahan oleh direksi, sebagai pejabat 

tata kelola yang bertanggung jawab atas penerbitan 

laporan ini dan untuk memastikan laporan memuat isi 

berimbang antara kinerja positif dan negatif.

 

materiality, sustainability context and completeness. The 

material aspects that have been determined were then 

reported for approval by the Head of Communications 

division and validation by the Board of directors, as the 

governance officer responsible for the publication of this 

report and to ensure that the report contains a balanced 

content between positive and negative performance. 
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IDeNTIFIKaSI BaTaSaN DaN DaMPaK aSPeK MaTerIaL [G4-19, G4-20, G4-21]

identification of Boundaries And Aspect Material impact

Topik Material
Material Topics

aspek Material Merujuk grI dan IIrC
Material Aspects referring to gri and iirC

Dampak Bagi Pemangku Kepentingan
impact on stakeholders

Internal | internal eksternal | external

kinerja ekonomi

economic

Performance

kinerja ekonomi, kehadiran Pasar

economic Performance, Market Presence

Pemerintah, Pekerja

government, 
employees

Peserta, Perbankan dan lembaga 
keuangan, Mitra kerja, Media Massa

Participants, Banking and Financial 
institutions, Partners, Mass media

kinerja sosial

social

Performance

ketenagakerjaan, Pelatihan dan 
Pendidikan, Antikorupsi, Pencantuman 
label Produk dan jasa, komunikasi 
Pemasaran, Perlindungan konsumen, 
kesehatan dan keselamatan kerja

employment, Training and education, Anti 
Corruption, Product and service labeling, 
Marketing Communications, Consumer 
Protection, occupational Health and 
safety (oHs)

Pemerintah, Pekerja

government, 
employees

Peserta, Perbankan dan lembaga 
keuangan, Mitra kerja, Media Massa

Participants, Banking and Financial 
institutions, Partners, Community, 
Mass media

kinerja lingkungan

environmental

Performance

energi

energy

Pemerintah

government

Perbankan dan lembaga keuangan, 
Masyarakat, Media Massa

Banking and Financial institutions, 
Community, Mass media

prInsIp penjamInan [G4-33] [IR10]

seluruh informasi dalam laporan ini dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran yang seimbang dan jelas tentang 

kinerja BPjs ketenagakerjaan selama kurun waktu 

periode pelaporan. di bagian akhir laporan, disertakan 

indeks Pelaporan yang disertai penjelasan atas halaman 

yang memuat informasi dimaksud.

Pada bagian laporan keuangan dalam laporan ini 

disertakan pernyataan auditor independen dari kantor 

Akuntan Publik kAP kanaka Puradireja, suhartono. 

Adapun untuk pelaporan kinerja keberlanjutan, belum 

disertakan penjaminan secara khusus dari pihak 

independen. namun, seluruh informasi yang disampaikan 

telah mendapatkan pengesahan dari direksi, sehingga 

dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. [G4-32]

assurance prIncIpLe [G4-33] [IR10]

All information in this report is intended to provide a 

balanced and clear picture of labour social security 

Administration Agency’s performance during the 

reporting period. At the end of the report, a reporting 

index is included accompanied by explanation of the 

pages containing the information.

The Financial statements section of this report included 

an independent auditor’s statement from the Public 

Accounting Firm of kanaka Puradireja, suhartono. 

Meanwhile, the reporting of sustainability performance 

has not included assurance from an independent party. 

However, all information presented has been approved 

by the Board of directors, thus it can be accounted for. 

[G4-32]

•	Kantor	Pusat	|	Head office
•	Kantor	Wilayah	|	regional offices
•	Kantor	Cabang	Utama	|	Main Branch 

offices
•	Kantor	Cabang	Madya	|	Medium 

Branch office
•	Kantor	Cabang	Pratama	|	Primary 

Branches
•	Kantor	Cabang	Perintis	|	sub-Branch 

offices

•	Anak	Perusahaan	|	subsidiaries
•	Pemerintah	|	governments
•	Peserta	|	Participants
•	Perbankan	dan	Lembaga	
Keuangan	|	Banking and Financial 
institutions

•	Pekerja	|	Workers
•	Mitra	Kerja	|	Partners

BaTaSaN 
PeLaPOraN

reporting 
Boundary

DaLaM 
OrgaNISaSI

inside 
organization

LUar 
OrgaNISaSI

outside 
organization
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// ikHTisAr kinerjA TAHUn 2016
PERFORMANCE OVERVIEW 2016

Uraian
description

Satuan
Unit

Pencapaian
Achievement

Kepesertaan	|	Membership
Perusahaan	| Corporate Unit 361.972

Orang	|	individual Orang	|	People 22.633.082

Total	Iuran	|	Total Contributions

rp Miliar
rp billion

48.527

Total	Dana	Investasi	|	Total investment Fund 261.224

Total	Jaminan	|	Total Benefits 19.562

Total	Aset	|	Total Assets 268.596

Penghasilan	Neto	Tahun	Berjalan	|	Current year nett income 1.072

Total	Pendapatan	Investasi	|	Total investment income 21.765

Pencapaian	YOI	|	yoi Achievement % 100,36%

PenCAPAiAn 2016
Achievements 2016

BPJS KetenagaKerJaan
Laporan Terintegrasi 2017
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No
Keterangan
description

Satuan
Unit

2016 2015 2014

LaPOraN LaBa rUgI | INCOMe STaTeMeNT

1

Pendapatan	Usaha	|	Business revenues

Pendapatan	Operasional	|	operating revenues rp Miliar
rp billion

4.680 3.140 2.436

Pendapatan	Non-operasional	|	non-operating revenues 877 924 1.293

2

Beban	Usaha	|	Business expenses

Beban	Operasional	|	operating expenses

rp Miliar
rp billion

3.559 3.020 2.481

Beban	Non-operasional	|	non-operating expenses 555 249 183

3
Penghasilan sebelum Pajak
earnings Before income Tax

1.443 821 1.066

4 Beban	Pajak	Penghasilan	|	income Tax expenses 370 202 353

5
Penghasilan (Beban) neto Tahun Berjalan
Current year nett income

1.073 618 712

6
Penghasilan (Beban) komprehensif Tahun Berjalan
Current year Comprehensive income

1.538 (308) (1.021)

LaPOraN POSISI KeUaNgaN | FINaNCIaL POSITION STaTeMeNT

7 Jumlah	Aset	|	Total Assets

rp Miliar
rp billion

13.370 11.081 11.581

8 Jumlah	Liabilitas	|	Total liabilities 2.945 2.168 2.311

9 Jumlah	Ekuitas	|	Total equity 10.425 8.913 9.270

raSIO KeUaNgaN | FINaNCIaL raTIOS

10

Likuiditas	|	liquidity

jkk

%

23.847,24 21.705,06 18.730,00

11 jkM 11.543,81 10.321,64 8.371,77

12 BPjs 520,34 800,12 783,25

13
Solvabilitas	|	solvency

jHT 108,13 108,53 107,91

14 jP 100,08 100,65 n/A

15
rasio ekuitas terhadap liabilitas
debt to equity ratio

73,91 81,34 401,12

16 BOPO	|	oeoi 353,95 411,17 79,16

BPjs ketenagakerjaan tidak memiliki entitas asosiasi. sampai dengan akhir periode 
pelaporan, tidak ada dana iuran keanggotaan yang ditempatkan pada instrumen 
investasi entitas asosiasi.

labour social security Administration Agency does not have an associated entity. Up 
to the end of the reporting period, no fund for membership fee was placed in the 
investment instrument of associated entity.

ikHTisAr dATA keUAngAn PenTing [G4-9][IR3]

summary of key Financial information

15
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TINgKaT IMBaL HaSIL | rate of return 

Persentase | Percentage Nominal (rp Miliar) | nominal (rp billion)

Target rKaT 2016
rkAT Target 2016

realisasi
realization

Target rKaT 2016
rkAT Target 2016

realisasi
realization

%

9,5 10,01 21.248 21.765 102,36

JUMLaH KePeSerTaaN aKTIF | number of Active Membership

Uraian
description

rKaT 2016
realisasi 2016

realization 2016
(3:2)

2015 ∆%

1 2 3 4 (4:3)

Perusahaan	|	Corporate 350.000 361.972 103,42 296.791 21,96

Orang	|	individual 21.918.544 22.633.082 103,25 19.275.061 17,41

IUraN DaNa KePeSerTaaN (rP MILIar) | Membership Fund Contribution (rp billion)

rKaT 2016
realisasi 2016

realization 2016
(2:1)

2015 ∆%

1 2 3 (3:2)

42.658 48.527 113,99 36.190 34,35

TOTaL DaNa INVeSTaSI (rP MILIar) | Total investment Fund (rp billion)

rKaT 2016
realisasi 2016

realization 2016
∆% 2015 ∆%

1 2 (2:1) 3 (3:2)

246.521 261.224 105.96 206.585 26.45

PeNCaPaIaN PeNgHaSILaN NeTO TaHUN BerJaLaN (rP MILIar) | Current year nett income (rp billion)

Target rKaT 2016
Target rkAT 2016

realisasi
realization

%

275 1.072 390,18

keBerHAsilAn 2016
Accomplishment 2016

BPJS KetenagaKerJaan
Laporan Terintegrasi 2017
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SISTeM INFOrMaSI JarINgaN SOSIaL TeNaga KerJa (SIJSTK) TerINTegraSI
integrated Manpower social network information system (sijsTk)

Uraian | description Jumlah | Total

Kantor	Pelayanan	BPJS	Ketenagakerjaan	|	service offices of labour social security 
Administration Agency

336

service Point office (sPo) 10.000

ATM	bank	Kerjasama	| ATMs of partner banks 73.000

Payment Point online Banking (PPoB) 24.000

Pelayanan	Terpadu	Satu	Pintu	(PTSP)	Di	Pemerintahan	Daerah	| one stop services (oss) at local government offices

Rumah	Sakit	Trauma	Center	|	Trauma Center Hospital (rsTC)

Aplikasi	web	|	Web application

smart kiosk

Aplikasi	mobile	|	Mobile applications

sMs

PeMBaYaraN KLaIM DaN JUMLaH KaSUS TaHUN 2016 | Claim Payments and number of Cases 2016

Uraian
description

Jumlah Pembayaran Klaim
Amount of Claim Payments 

(rp Miliar | rp billion)

Jumlah Kasus
number of Cases

Jaminan	Hari	Tua	|	Provident fund benefit 17.973 2.190.221

Jaminan	Kematian	|	death benefit 594 21.996

Jaminan	Kecelakaan	Kerja	|	Work accident benefit 833 101.367

Jaminan	Pensiun	|	Pension benefit 162 15.840

JarINgaN LaYaNaN | service network

Uraian | description Jumlah | Total

Kantor	Pusat	|	Head office 1

Kantor	Wilayah	|	regional office 11

Kantor	Cabang	|	Branch office 122

Kantor	Cabang	Perintis	|	sub-branch office 203

service Point office 2.309
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PengHArgAAn dAn serTiFikAsi 2016
Awards and Certifications 2016

PeNgHargaaN [G4-15]

Awards

Nama Penghargaan
Awards

Lembaga Pemberi 
lembaga Pemberi 

Penghargaan government Pr silver Award
Penghargaan government Pr silver Award

Majalah Pr indonesia

new Media

Media internal

Media relations

government Public relation

Customer service Category 
33rd AseAn social security Association (AssA) Board 
Meeting and Conference

The Best of the Best 2016

economic review

The Best insurance Company 2016 for Ceo

The Best insurance Company 2016 for gCg

The Best insurance Company 2016 for Csr

The Best insurance Company 2016 for risk Management

The Best insurance Company 2016 for Human Capital

The Best insurance Company 2016 for Marketing

The Best insurance Company 2016 for iT

The Best Human Capital for government insurance Company

good Corporate governance (gCg) Terbaik dengan Predikat A
good Corporate governance (gCg) Terbaik dengan Predikat A

Best of Ceo Commitment on Human Capital development, Agus 
susanto

indonesia Human Capital studyBest employee nPs (net Promote score) sektor Asuransi
Best employee nPs (net Promote score) sektor Asuransi

Best	Engagement	Sektor	Asuransi	|	Best engagement sektor Asuransi

Best employer Awards 2016 Aon Hewitt

Most diligent Customer relationship Award 2016
Center for Customer satisfaction & loyalty

Most Attentive Customer relationship Award 2016

Best Business impact iCT (information and Communication) system Telkom University & Majalah sWA- Business digest

Top social insurance Business news

The Best in insurance industry gMl Performance Consulting dan Tempo Media group

Public initiatives AseAn risk Management Awards

BPJS KetenagaKerJaan
Laporan Terintegrasi 2017

18



According to the strategic Plan 2014-2018 

of labour social security Administration 

Agency that has been approved by 

the Board of Commissioners through 

the Board of Commissioners’ decree 

number: keP/05/deWAs/042015, we 

prepared the rkAT 2016 with priorities 

and targets: “Model 345” to meet 3 

outcomes (membership-contribution, 

member satisfaction, fund-investment 

returns) requires 4 basic capital in the 

form of culture & leadership, capacity 

& infrastructure, cost consciousness, 

compliance & governance, and 5 

processes namely convenience, 

communication, customer management, 

consistent quality, and collaboration.

The realization of the targets set out in rkAT 2016 

becomes a main part of the   integrated Annual report 

2016 which should be disclosed to all stakeholders.

sesuai rencana strategis 2014–2018 BPjs 

ketenagakerjaan yang telah mendapatkan 

persetujuan dewan Pengawas 

melalui keputusan dewan Pengawas 

nomor:keP/05/deWAs/042015, kami 

menyusun rkAT 2016 dengan prioritas 

dan target: “Model 345” yaitu untuk 

mencapai 3 hasil (kepesertaan-iuran, 

kepuasan peserta, dana-hasil investasi) 

diperlukan 4 modal dasar berupa culture & 

leadership, capacity & infrastructure, cost 

conciousness, compliance & governance 

dan 5 proses yakni convenience, 

communication, customer management, 

consistent quality, dan collaboration.

realisasi dari target yang telah ditetapkan dalam rkAT 

2016 menjadi bagian utama dari informasi laporan 

Tahunan Terintegrasi 2016, yang sepatutnya diketahui 

segenap pemangku kepentingan.

PeLaKSaNaaN rKaT 2016
rkAT 2016 implementation

HaSIL
outcomes

3
PrOSeS

Processes

5MODaL 
DaSar
Basic 

Capitals

4

•	 Kepesertaan	–	Iuran
•	 Kepuasan	Peserta
•	 Dana	–	Hasil	Investasi

•	 Membership	-	
Contribution

•	 Participant	Satisfaction
•	 Funds	-	Investment	

returns

•	 Culture	&	Leadership
•	 Capacity	&	

Infrastructure
•	 Cost	Consciousness
•	 Compliance	&	

governance

•	 Convenience
•	 Communication
•	 Customer	

Management
•	 Consistent	Quality
•	 Collaboration

renCAnA jAngkA PAnjAng dAn rkAT 2016
long Term Plan and rkAT 2016
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komisi Pemberantasan korupsi 

(kPk) memberikan apresiasi kepada 

BPjs ketenagakerjaan yang telah 

menindaklanjuti rekomendasi 

laporan Hasil kajian sistem jaminan 

sosial ketenagakerjaan 2014. BPjs 

ketenagakerjaan masuk dalam 10 besar 

institusi pemerintah yang tanggap 

menindaklanjuti rekomendasi yang 

diberikan kPk.

deputi Bidang Pencegahan kPk Pahala 

nainggolan langsung menyampaikan 

laporan Hasil Pemantauan sistem 

jaminan sosial ketenagakerjaan tahun 

2015 kepada direktur Utama BPjs 

ketenagakerjaan elvyn g. Masassya di 

kantor pusat BPjs ketenagakerjaan di 

jakarta.

BPjs ketenagakerjaan mendeklarasikan 

gerakan nasional revolusi Mental 

(gnrM) dengan tema etos kerja Merajut 

sejahtera di Hari esok, yang dihadiri 

Menteri koordinator Pembangunan 

Manusia dan kebudayaan Puan Maharani, 

yang ditunjuk sebagai koordinator gnrM 

oleh Presiden.

Presiden melantik dewan Pengawas 

dan direksi BPjs ketenagakerjaan 

berdasarkan keppres no.25/P/2016, dan 

akan menjabat hingga 2019

The Corruption eradication Commission 

(kPk) conveyed appreciation to labour 

social security Administration Agency for 

having followed up the recommendation 

of report on the Assessment result of 

labour social security system 2014. 

labour social security Administration 

Agency was among top 10 government 

institutions responding to kPk 

recommendations.

kPk deputy of Prevention division, 

Pahala nainggolan, directly handed over 

the report of Monitoring result of labour 

social security system 2015 to director 

of labour social security Administration 

Agency, elvyn g. Masassya, at the 

head office of labour social security 

Administration Agency in jakarta.

labour social security Administration 

Agency declared the national Movement 

of Mental revolution (gnrM) with 

the theme of Work ethics for Future 

Prosperity, which was attended by 

Coordinating Minister for Human 

development and Culture Puan Maharani, 

who was appointed as the Coordinator of 

gnrM by the President.

The President inaugurated Board of 

Commissioners and Board of directors 

of labour social security Administration 

Agency based on Presidential decree 

no.25/P/2016, and to serve until 2019

Januari 
january08

Maret
March23

Februari
February23

PerisTiWA PenTing 
event Highlights 

BPJS KetenagaKerJaan
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Penandatanganan kerjasama antara 

BPjs ketenagakerjaan dengan kejaksaan 

republik indonesia, dalam hal ini dengan 

jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan 

Tata Usaha negara perihal peningkatan 

koordinasi dalam menangani masalah 

hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha 

negara

Penandatanganan kerja sama antara 

BPjs ketenagakerjaan dengan Bank 

Tabungan negara (Bank BTn) untuk 

menyelenggarakan service point office 

(sPo). Melalui kerjasama ini, Bank BTn 

menjadi salah satu kanal pembayaran 

klaim BPjs ketenagakerjaan, sehingga 

akan lebih banyak menjangkau pelayanan 

kepada tenaga kerja di indonesia.

BPjs ketenagakerjaan meluncurkan 

program gerakan nasional Peduli 

Perlindungan Pekerja rentan (gn 

lingkaran) yang dilakukan oleh direktur 

Utama BPjs ketenagakerjaan Agus 

susanto bersama jajaran direksi

dan dewan Pengawas.

signing of cooperation between labour 

social security Administration Agency 

and the Attorney general’s office of 

the republic of indonesia, represented 

by deputy Attorney general for Civil 

and state Administration concerning 

coordination improvement in handling 

cases of Civil and state Administrative 

laws.

signing of cooperation between labour 

social security Administration Agency 

and Bank Tabungan negara (Bank 

BTn) to operate service point office 

(sPo). Through this partnership, Bank 

BTn became one of claim payment 

channels for labour social security 

Administration Agency, thus will increase 

service coverage to more manpower in 

indonesia.

labour social security Administration 

Agency launched the national Movement 

for Vulnerable Workers Protection Care 

(gn lingkaran) program conducted 

by President director of labour social 

security Administration Agency, Agus 

susanto, together with the Board of 

directors and Board of Commissioners.

april
April27

Mei
May19

Juni
june23

21

BPJS KetenagaKerJaan
2017 Integrated Report



direktur Pelayanan dan kepatuhan BPjs 

ketenagakerjaan evi Afiatin bersama 

direktur Perluasan kepesertaan & HAl e. 

ilyas lubis  dan direktur Pengembangan 

investasi, krishna syarif, melepas 

keberangkatan para pekerja dalam gelar 

mudik bersama yang diikuti sebanyak 

10.020 pekerja dengan 185 bus dari 

delapan kota di indonesia.

director of service and Compliance of 

labour social security Administration 

Agency, evi Afiatin, with director of 

expansion & HAl e. ilyas lubis and 

director of investment development, 

krishna syarif, attended the departure of 

the employees in the joint homecoming 

participated by 10,020 employees by 185 

buses from eight cities in indonesia.

Juli
july02

Launching metode pembayaran iuran 

BPjs ketenagakerjaan melalui indomaret 

oleh direktur Perluasan kepesertaan 

dan HAl BPjs ketenagakerjaan e. ilyas 

lubis, Managing director of Commercial 

Funding, digital Banking and distribution 

Bank BTn Catur Budi Harto, direktur 

Utama Finnet niam dzikri, dan Marketing 

director PT indomarco Prismatama 

(indomaret) Wiwiek yusuf di indomaret 

Point juanda, jakarta.

Penandatangan nota kesepahaman BPjs 

ketenagakerjaan dengan Badan ekonomi 

kreatif (BekrAF). kerjasama terkait 

perlindungan program BPjsTk kepada 

pelaku ekonomi kreatif, mencakup 

seniman, desainer, fotografer, sineas, 

musisi, kuliner, penerbit, dan lainnya.

launching of labour social security 

Administration Agency’s contribution 

payment method through indomaret 

by director of Membership expansion 

and HAl of labour social security 

Administration Agency, e. ilyas lubis, 

Managing director of Commercial 

Funding, digital Banking and distribution 

of Bank BTn, Catur Budi Harto, President 

director Finnet, niam dzikri, and 

Marketing director of PT indomarco 

Prismatama (indomaret), Wiwiek yusuf, at 

indomaret Point juanda, jakarta.

signing of Memorandum of 

Understanding between labour social 

security Administration Agency and 

Creative economy Agency (BekrAF). 

The cooperation related to BPjsTk’s  

protection program for the creative 

economy actors, including artists, 

designers, photographers, filmmakers, 

musicians, culinary, publishers, and 

others.

agustus
August30

September
september13
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Penandatanganan nota kesepahaman 

sinergitas BPjs ketenagakerjaan 

dan kAdin indonesia. sinergitas 

penyelenggaraan program jaminan 

sosial ketenagakerjaan antara BPjsTk 

dan kAdin indonesia dalam bentuk 

sosialisasi bersama, program kerja 

bersama serta dukungan kAdin 

indonesia ke tingkat cabang untuk 

perluasan kepesertaan program jaminan 

sosial ketenagakerjaan.

signing of Memorandum of Understanding 

on synergy between labour social 

security Administration Agency and 

indonesian Chamber of Commerce 

and industry (kAdin). synergy of social 

security for employment programs 

between BPjsTk and kAdin indonesia in 

the form of joint dissemination, joint work 

program and support of kAdin indonesia 

to branches for membership expansion 

of labour social security program.

Oktober
october10

Penandatanganan nota kesepahaman 

(MoU) guna meningkatkan cakupan 

jumlah peserta dengan sasaran 

Penerima Upah (PU) dan Bukan 

Penerima Upah (BPU) serta pemanfaatan 

benefit tambahan untuk peserta 

Badan Penyelenggara jaminan sosial 

ketenagakerjaan (BPjs Tk) di seluruh unit 

bisnis CT Corpora.

Penerbitan dan pemberlakuan Peraturan 

direksi BPjs ketenagakerjaan nomor 

Perdir/48/122016 Tentang Pedoman 

Pembukaan dan evaluasi kantor Cabang 

Perintis BPjs ketenagakerjaan.

gathering bersama HUT BPjs 

ketenagakerjaan di gor Britama jakarta

signing of Memorandum of 

Understanding (MoU) in order to increase 

the coverage of the number of target 

members of Wage earners (PU) and 

non- Wage earners (BPU) and the uses 

of additional benefits to members of the 

labour social security Administration 

Agency (BPjs Tk) in all CT Corpora 

business units.

issuance and enactment of Board of 

directors’ regulation of labour social 

security Administration Agency number 

Perdir/48/122016 on guidance 

for opening and evaluation of sub-

Branch office of labour social security 

Administration Agency.

gathering for labour social security 

Administration Agency Anniversary at 

gor Britama jakarta

November
november11

Desember
december17
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// INFOrMaSI 
SaHaM 
sHAre inForMATion
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inForMAsi HArgA sAHAM  
share Price information

inForMAsi oBligAsi, sUkUk dAn oBligAsi konVerTiBel 
information on Bonds, sukuk and Convertible Bonds

BPjs ketenagakerjaan merupakan Badan Hukum Publik 

dan sampai dengan akhir tahun 2016 tidak melakukan 

perdagangan saham. oleh karena itu, laporan ini tidak 

menyajikan informasi mengenai jumlah saham yang 

beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, harga 

saham terendah, harga saham penutupan, maupun 

volume saham yang diperdagangkan.

Hingga akhir tahun 2016, BPjs ketenagakerjaan tidak 

menerbitkan obligasi, sukuk dan obligasi konversi. 

laporan ini tidak menyajikan informasi terkait jumlah 

obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar, tingkat 

bunga/imbalan, tanggal jatuh tempo dan peringkat 

obligasi/sukuk.

labour social security Administration Agency is a Public 

legal entity and until the end of 2016 did not trade shares. 

Therefore, this report does not provide information about 

the number of outstanding shares, market capitalization, 

the highest stock price, lowest stock price, closing stock 

price and volume of traded shares.

By the end of 2016, labour social security Administration 

Agency did not issue any bonds, islamic bonds (sukuk) 

and convertible bonds. This report does not provide 

information regarding the number of outstanding bonds/

sukuk/convertible bonds, the interest rate/yield, maturity 

date and ratings of bonds/sukuk.

BPJS KetenagaKerJaan
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Aksi korPorAsi 
Aksi korporasi

sebagai badan hukum publik, selama tahun 2016 

BPjs ketenagakerjaan tidak melakukan aksi korporasi 

yang dapat berdampak terhadap jumlah kepemilikan 

saham atau harga saham. oleh karena itu, laporan ini 

tidak menyediakan informasi tanggal pelaksanaan aksi 

korporasi, rasio  pemecahan saham (stock split) maupun 

penggabungan saham (reverse stock), dan jumlah saham 

beredar serta harga saham sebelum dan sesudah aksi 

korporasi. 

As a public legal entity, during 2016 labour social security 

Administration Agency did not make any corporate 

actions that could affect the shareholding or share price. 

Therefore, this report does not provide information on 

the date of corporate action, stock split or reverse stock 

ratio, or the number of outstanding shares and share 

price before and after the corporate action.

PengHenTiAn PerdAgAngAn sAHAM
share Trading suspension

BPjs ketenagakerjaan adalah badan hukum publik 

dan tidak pernah mencatatkan saham di bursa saham 

manapun. dengan demikian selama tahun 2016 BPjs 

ketenagakerjaan tidak pernah dihadapkan pada situasi 

penghentian perdagangan saham sementara (suspension) 

maupun penghapusan pencatatan saham (delisting). 

labour social security Administration Agency is a public 

legal entity and never listed any shares in any stock 

exchange. Thus, during 2016 labour social security 

Administration Agency has never faced the situation of 

temporary share trading suspension and delisting.
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saLam sejahtera.

Para pemangku kepentingan yang terhormat.

selamat datang di laporan Tahunan Terintegrasi 

2016 Badan Penyelenggara jaminan sosial (BPjs) 

ketenagakerjaan. Penerbitan laporan ini adalah 

bentuk komitmen kami dalam mematuhi ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 

sebagai badan hukum publik penyelenggara 

jaminan sosial yang dibentuk Pemerintah 

indonesia, BPjs ketenagakerjaan berkewajiban 

menyampaikan laporan kinerja kepada Pemerintah 

dan dewan jaminan sosial nasional. kewajiban 

tersebut telah dapat kami penuhi pada juli 2017. 

sejalan dengan pemenuhan prinsip transparansi 

dalam penerapan tata kelola yang baik, BPjs 

ketenagakerjaan juga menyampaikan pelaporan 

kinerja kepada pemangku kepentingan yang 

lain. Untuk itulah kami menerbitkan laporan 

Tahunan Terintegrasi 2016, yang berisi informasi 

pencapaian kinerja ekonomi dan keberlanjutan 

BPjs ketenagakerjaan selama tahun 2016.

assalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh.

greetIngs.

Dear stakeholders,

Welcome to the integrated Annual report 2016 of 

the labour social security Administration Agency 

(BPjs ketenagakerjaan). This report is published 

as a form of our commitment to comply with 

applicable laws and regulations.

As a public legal entity of social security 

administration agency established by the 

government of indonesia, labour social security 

Administration Agency is obliged to submit a 

performance report to the government and the 

national social security Council. We have fulfilled 

the obligation in july 2017.

in line with the transparency principle in the good 

governance implementation, labour social security 

Administration Agency also submits performance 

reporting to other stakeholders. Therefore we 

published the integrated Annual report 2016, 

which contains information on achievement of 

labour social security Administration Agency’s 

economic and sustainability performance in 2016.

// LaPOraN 
DIreKSI  
BoArd oF 
direCTors’ rePorT 
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Kinerja BPJS Ketenagakerjaan selama 
tahun 2016 memperlihatkan peningkatan 
dibanding tahun 2015.
The performance of Labour Social Security 
Administration Agency during 2016 showed an 
improvement compared to 2015.
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Pencapaian kinerja ekonomi dituangkan dalam bentuk 

laporan keuangan Teraudit dan indikator lain sesuai 

surat edaran otoritas jasa keuangan nomor 30/

seojk.04/2016 Tentang Bentuk dan isi laporan Tahunan 

emiten Atau Perusahaan Publik dengan menyesuaikan 

kondisi BPjs ketenagakerjaan sebagai badan hukum 

publik penyelenggara jaminan sosial.

Pencapaian kinerja keberlanjutan disajikan dalam bentuk 

uraian pelaksanaan kegiatan sesuai indikator dalam 

sustainability reporting guidelines-global reporting 

initiatives (gri) g4. Pemilihan indikator diselaraskan 

dengan aspek-aspek material, sesuai kegiatan yang 

dijalankan BPjs ketenagakerjaan selama tahun 2016.

pencapaIan Dan kInerja 2016

Para pemangku kepentingan yang terhormat, 

secara umum kinerja BPjs ketenagakerjaan selama 

tahun 2016 memperlihatkan peningkatan dibanding 

tahun 2015. strategi yang diterapkan menjadikan target-

target yang telah ditetapkan dalam rencana kerja dan 

Anggaran Tahunan (rkAT) dapat tercapai, baik dalam 

hal kinerja keuangan maupun kinerja keberlanjutan. 

namun demikian kami juga mencatat beberapa hal yang 

sepatutnya menjadi perhatian bersama demi kinerja yang 

lebih baik lagi di masa mendatang. 

 Strategi dan Kebijakan Strategis 

Memasuki tahun 2016 kami telah menyusun kerangka 

strategi “Model 345” sebagai panduan pelaksanaan rkAT 

2016. Model 345 mendeskripsikan 3 hasil: kepesertaan-

iuran, kepuasan peserta, dan dana-hasil investasi, 

yang dicapai dengan 4 modal dasar berupa culture & 

leadership, capacity & infrastructure, cost consciousness, 

compliance & governance, serta 5 proses yakni 

convenience, communication, customer management, 

consistent quality, dan collaboration.

Melalui Model 345, kami berupaya merealisasikan 

pelaksanaan rencana strategis 2014-2018 Perubahan 

ii, yang menjadikan tahun 2016 sebagai tahapan Menuju 

operasi Unggul (Delivering Operational Excellence). 

The achievement of economic performance is presented 

in the form of Audited Financial statements and other 

indicators according to Circular letter of Financial 

services Authority number 30/seojk.04/2016 on the 

Form and Content of Annual report of issuers or Public 

Companies by adjusting condition of labour social 

security Administration Agency as public legal entity of 

social security administration agency.

The sustainability performance achievements are 

presented by describing the implementation of activities 

based on the indicators in sustainability reporting 

guidelines-global reporting initiatives (gri) g4. 

indicators are selected according to material aspects 

based on the activities carried out by labour social 

security Administration Agency during 2016.

achIevements anD performance 2016

Dear stakeholders,

in general, the performance of labour social security 

Administration Agency during 2016 showed an 

improvement compared to 2015. The strategies that 

have been applied made the targets set in the Annual 

Work Plan and Budget (rkAT) achieved, both in financial 

and sustainability performance. However, we also noted 

some issues that should be a common concern for better 

performance in the future.

 Strategy and Strategic Policy

entering 2016 we have developed the “Model 345” 

strategy framework as a guideline for the implementation 

of rkAT 2016. Model 345 described 3 outcomes: 

membership-contribution, participant satisfaction, 

and fund-investment returns, achieved with 4 basic 

capitals in the form of culture & leadership, capacity 

& infrastructure, cost conciousness, compliance & 

governance, and 5 processes namely convenience, 

communication, customer management, consistent 

quality, and collaboration.

Through Model 345, we strive to realize the 

implementation of 2014-2018 strategic Plan of 

Amendment ii, which made the year 2016 as the stage 

for delivering operational excellence. in accordance 
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 Pencapaian dan Target

selama tahun 2016 terjadi penambahan peserta aktif 

melalui pendaftaran peserta baru sebanyak 16.177.218 

pekerja dan 126.352 perusahaan. realisasi akuisisi 

kepesertaan baru tersebut mencapai 96,29% dari target 

16,80 juta pekerja dan 84,23% dari target 150.000 

perusahaan. dengan demikian jumlah peserta aktif BPjs 

ketenagakerjaan hingga 31 desember 2016 mencapai 

22.633.082 pekerja atau 26,11% dari perkiraan jumlah 

tenaga kerja di indonesia sebanyak 86,67 juta orang, serta 

361.972 perusahaan.

Target penerimaan iuran kepesertaan tahun 2016 sebesar 

rp42,66 triliun, naik rp8,31 triliun atau 24,20% dari target 

tahun 2015. realisasi penerimaan iuran kepesertaan 

tahun 2016 mencapai rp48,53  triliun. jumlah tersebut 

mencakup 113,76%  dari target rkAT dan meningkat 

rp12,43 triliun atau 34,35% dibanding tahun 2015 yang 

mencapai rp36,19 triliun.

Pada tahun 2016 dana investasi ditargetkan mencapai 

rp246,52 triliun atau naik 17,22% dari tahun 2015. dana 

investasi dana jaminan sosial (djs) ditargetkan mencapai 

rp239,17 triliun atau meningkat 17,9% dan dana BPjs 

ditargetkan mencapai rp7,34 triliun atau turun sebesar 

1,47%.

 achievements and Targets

during 2016 there were additional active participants 

through the registration of new participants as many as 

16,177,218 workers and 126,352 companies. realization 

of new membership acquisitions reached 96.29% of 

the target of 16.80 million workers and 84.23% of the 

target of 150,000 companies. Thus the number of active 

participants of labour social security Administration 

Agency by december 31, 2016 reached 22,633,082 

workers or 26.11% of the estimated number of workers in 

indonesia of 86.67 million people, and 361,972 companies

The revenue contribution target in 2016 amounted to 

rp42.66 trillion, up rp8.31 trillion or 24.20% of the target 

in 2015. Contribution revenue realization in 2016 reached 

rp48.53 trillion. The amount included 113,76% of the 

rkAT target and increased by rp12.43 trillion or 34.35% 

compared to 2015 which reached rp36.19 trillion.

in 2016, the investment fund was targeted to reach 

rp246.52 trillion, an increase of 17.22% from 2015. The 

social security Fund (djs) investment fund was targeted 

to reach rp239.17 trillion, increasing 17.9% and BPjs fund 

was targeted to reach rp7.34 trillion or decreased by 

1.47%.

1. kolaborasi untuk 
perluasan jaringan 
dan manfaat utama 
serta manfaat 
tambahan. 

Collaboration for 
network expansion 
and key benefits and 
additional benefits.

2. implementasi sistem 
inspeksi yang efektif. 

implementation 
of an effective 
inspection system.

3. Memperluas 
penggunaan inisiatif 
e-business. 

expanding the 
use of e-business 
initiative.

4. Memperkuat brand 
awareness dan 
meningkatkan 
kepercayaan publik. 

strengthening brand 
awareness and 
increase public trust.

Strategi ini dilakukan antara lain dengan cara:
The strategies were carried out, among others, by:

sesuai tahapan tersebut, kegiatan BPjs ketenagakerjaan 

ditujukan untuk memberikan kemudahan akses dan 

operasional bagi peserta di seluruh indonesia, baik di kota 

besar, kota kecil, bahkan sampai ke daerah pinggiran. 

with these stages, the activities of labour social security 

Administration Agency were intended to provide easy 

access and operational for participants across indonesia, 

both in big cities, small towns, even to the remote areas.
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Hingga akhir periode pelaporan, realisasi total djs yang

dikelola melalui investasi mencapai rp251,43 triliun dan

total dana BPjs yang diinvestasikan sebesar rp9,79 triliun. 

dengan demikian jumlah dana investasi yang dikelola 

mencapai rp261,22 triliun, atau 105,96% dari target rkAT 

2016. jumlah tersebut bertambah 26,45% dibanding 

tahun 2015 sebesar rp206,59 triliun.

Pengelolaan djs dan dana BPjs mendatangkan 

keuntungan dari imbal hasil investasi (yield of investment). 

keuntungan yang diperoleh dari imbal hasil investasi 

pada tahun 2016 sebesar rp21,76 triliun. jumlah tersebut 

meningkat 26,62% dibanding tahun 2015 sebesar rp17,05 

triliun dan melebihi target rkAT 2016 sebesar rp21,25 

triliun.

nilai imbal hasil investasi terbesar pengelolaan djs 

sebesarrp20,99 triliun, atau naik 2,31% dari total imbal 

hasil investasi tahun 2015. sementara untuk nilai imbal 

hasil investasi dana BPjs mencapai rp769 miliar naik 

6,01% dari total imbal hasil investasi tahun 2015.

By the end of the reporting period, total djs realization 

managed through investment reached rp251.43 trillion 

and total BPjs funds invested amounted to rp9.79 

trillion. Thus, total investment funds under management 

reached rp261.22 trillion, or 105.96% of rkAT 2016 

target. The number grew by 26.45% compared to 2015 

of rp206.59 trillion.

The management of djs and BPjs funds generated 

profit from the yield of investment. Profits from return 

on investment in 2016 amounted to rp21.75 trillion. The 

amount increased 26.62% compared to rp17.05 trillion in 

2015 and exceeded the rkAT 2016 target of rp21.25

trillion.

The largest return on investment was djs management 

amounted to rp20.99 trillion, increasing 2.31% of total 

return on investment in 2016. While return on investment 

of BPjs funds reached rp769 billion or increased 6.01% 

of total return on investment in 2015.
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realisasi jumlah jaminan yang telah dibayarkan BPjs 

ketenagakerjaan selama periode pelaporan mencapai 

rp19,56 triliun. Program dengan proporsi pembayaran 

jaminan terbesar adalah program jHT, yaitu sebesar 

rp17,97 miliar atau 79,47% dan dibayarkan untuk 

2.190.221 klaim yang disampaikan peserta. Adapun 

nilai manfaat paling sedikit adalah manfaat Program jP 

sebanyak rp162 miliar dan dibayarkan untuk 15.840 klaim 

yang disampaikan peserta.

Pencapaian total aset seluruh program sampai dengan

akhir tahun 2016 mencapai rp268.595 miliar, naik

rp54.079 miliar atau 25,21% dibanding tahun 2015

sebesar rp214.516 miliar.

kami juga terus meningkatkan kualitas operasi dan 

layanan andal, melalui kegiatan survei untuk mengetahui 

kepuasan peserta atas layanan yang diberikan.  dalam 

survei yang dilakukan tahun 2016, nilai kepuasan peserta 

mencapai 86,0%, kurang dari target rkAT sebesar 90% 

sehingga menjadi catatan bersama demi perbaikan  di 

masa mendatang. 

selain itu, kami melakukan kegiatan untuk mengukur 

brand equity BPjs ketenagakerjaan. Melalui pengukuran 

ini akan diketahui seberapa besar masyarakat mengenal 

BPjs ketenagakerjaan sebagai lembaga yang baik, 

dipersepsikan memiliki kualitas baik, diinginkan oleh 

pekerja, dan dicitrakan sebagai lembaga yang kuat. Hasil 

pengukuran memperlihatkan, nilai brand equity pada 

tahun 2016 mencapai 75,80%, melebihi target yang 

ditetapkan sebesar 70%. 

Hal penting lain yang patut dilaporkan adalah kebijakan 

BPjs ketenagakerjaan untuk meningkatkan kompetensi 

karyawan seiring dengan operasional penuh sebagai 

badan hukum publik penyelenggara jaminan sosial bagi 

tenaga kerja di indonesia. Pengembangan kompetensi 

karyawan dilaksanakan melalui kegiatan pelatihan. 

selama tahun 2016 kami telah menyediakan anggaran 

pelatihan sebanyak rp51,75 miliar dan direalisasikan 

melalui kegiatan pelatihan sebanyak 456  hari pelatihan, 

yang diikuti 3.916 peserta. 

The realization of total benefits that have been paid by 

labour social security Administration Agency during the 

reporting period reached rp19.56 trillion. The program 

with the largest proportion of benefit payments was 

the jHT program, which amounted to rp17.97 billion 

or 79.47% and was paid for 2,190,221 claims filed by the 

participants. The least benefit payments were the benefit 

of jP Program as much as rp162 billion for paid payment 

of 15,840 claims filed by participants.

The achievement of total asset of all programs until the

end of 2016 reached rp268,595 billion, increasing of

rp54,079 billion or 25.21% compared to 2015 with

rp214,516 billion.

We also continued to improve the quality of our operations 

and reliable services, through surveys to find out the 

participants’ satisfaction with the services provided. in a 

survey conducted in 2016, the participants’ satisfaction 

level reached 86.0%, lower than the rkAT target of 90%, 

which was needed to be a common concern for future 

improvements.

in addition, we conducted activities to measure the brand 

equity of labour social security Administration Agency. 

This measurement would identify how much the public 

know labour social security Administration Agency as a 

good institution, perceived to have good quality, desired 

by workers, and portrayed as a solid institution. The 

measurement results showed that the brand equity value 

in 2016 reached 75.80%, exceeding the target set at 70%.

Another important issue to report is labour social security 

Administration Agency’s policy to improve employees’ 

competencies in line with full operation as a public legal 

entity of labour social security administration agency 

in indonesia. employee competency development is 

conducted through training activities. during 2016 we 

have provided training budget of rp51.75 billion and 

realized through training activities of 456 training days, 

which were attended by 3,916 participants.
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Melalui pemenuhan Tanggung jawab sosial dan 

lingkungan (Tjsl), BPjs ketenagakerjaan juga 

memberikan kontribusi pada upaya bersama meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat serta dukungan terhadap 

usaha Pemerintah mewujudkan Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan atau sustainable development goals 

(sdgs). Pemenuhan Tjsl dilaksanakan dengan 

menggunakan dana hasil pengelolaan dana BPjs. sampai 

dengan akhir tahun 2016 ada beberapa program yang 

telah dilaksanakan, di antaranya pembangunan rumah 

susun sederhana sewa (rusunawa) untuk pekerja terutama 

di kawasan yang menjadi kantung-kantung pekerja, 

yakni Makassar (sulawesi selatan), Cirebon (jawa Barat), 

Pasuruan (jawa Timur) dan Batam (kepulauan riau).

kenDaLa yang DIhaDapI Dan soLusInya

Para pemangku kepentingan yang terhormat,

Berbagai kendala dan tantangan dihadapi dalam upaya 

kami meningkatkan kinerja. Hal paling utama adalah 

pengembangan sumber daya manusia (sdM), seiring 

dengan operasi penuh BPjs ketenagakerjaan sebagai 

badan hukum publik penyelenggara jaminan sosial bagi 

tenaga kerja di indonesia. Untuk itulah, mulai tahun 

2016 kami menerapkan Human Capital system yang 

terintegrasi dan berbasis kompetensi serta didukung 

teknologi  Human Capital information system (HCis). 

integrasi ini menjadikan pengelolaan sdM mulai dari 

proses rekrutmen, assessment, penilaian kinerja dan 

hingga talent management benar-benar dilaksanakan 

secara profesional serta menjamin kesinambungan.

kendala lain adalah kebutuhan teknologi informasi, 

mengingat tingginya ekspektasi peserta terhadap kinerja 

BPjs ketenagakerjaan seperti tuntutan pada interaksi 

yang mudah, seamless transaction, cepat dan dengan 

fitur yang beragam. kondisi tersebut menjadikan kami 

terus memperbaharui dan memutakhirkan aplikasi 

teknologi informasi untuk menunjang kinerja dan 

memenuhi ekspektasi peserta. Pada tahun 2016 BPjs 

ketenagakerjaan meluncurkan aplikasi BPjsTk Mobile 

generasi 2. 

Through the fulfillment of social and environmental 

sustainability (Tjsl or ser), labour social security 

Administration Agency also contributes to joint efforts to 

improve community welfare and support for government 

efforts to realize sustainable development goals (sdgs). 

The fulfillment of ser is carried out using the yield of 

management of  BPjs funds. Until the end of 2016 there 

were several programs that had been implemented, 

including the construction of rental flat (rusunawa) for 

workers, especially in areas that become the center of 

workers, namely Makassar (south sulawesi), Cirebon 

(West java), Pasuruan (east java) and Batam (riau islands).

oBstacLes anD soLutIons

Dear stakeholders,

Various obstacles and challenges were encountered in our 

efforts to improve our performance. The most important 

issue was the development of human resources (Hr), 

along with the full operation of labour social security 

Administration Agency as a public legal entity of social 

security administering body for workers in indonesia. 

Therefore, starting in 2016 we have applied integrated 

and competency-based Human Capital system, which is  

supported by Human Capital information system (HCis) 

technology. With this integration, Hr management, 

starting from recruitment, assessment, performance 

assessment up to talent management, has been 

implemented professionally and ensured continuity.

Another obstacle was the need for information 

technology, given the high expectations of participants on 

the performance of labour social security Administration 

Agency such as demands on easy interaction, seamless 

transaction, fast and various features. These conditions 

have driven us to continue renewing and updating 

information technology applications to support 

performance and meet the participants’ expectations. 

in 2016, labour social security Administration Agency 

launched BPjsTk Mobile generation 2 application.
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Aplikasi tersebut membantu peserta mendapatkan 

berbagai informasi kepesertaan. Fitur terbaru dalam 

aplikasi ini di antaranya Menu layanan Pengaduan 

yang memberikan akses kepada pekerja peserta BPjs 

ketenagakerjaan untuk menyampaikan informasi terkait 

status kepesertaan, besaran upah, dan perkiraan jumlah 

tenaga kerja di perusahaan tempatnya bekerja. 

gamBaran tentang prospek usaha 

Berdasarkan Undang Undang (UU) no.24 Tahun 

2011 Tentang BPjs, tanggung jawab utama BPjs 

ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan 

dan jaminan sosial bagi setiap tenaga kerja di seluruh 

indonesia. selain memastikan terus bertambahnya 

jumlah tenaga kerja yang terlindungi dan mendapatkan 

jaminan sosial, peningkatan kepesertaan juga menjamin 

kesinambungan BPjs ketenagakerjaan, karena akan 

meningkatkan penerimaan iuran kepesertaan sebagai 

sumber pendapatan utama.

Hingga akhir periode pelaporan, jumlah pekerja yang 

menjadi peserta BPjs ketenagakerjaan baru mencakup 

30% dari potensi jumlah pekerja di indonesia. dengan 

demikian, pasar sangat terbuka bagi BPjs ketenagakerjaan 

untuk melakukan penambahan peserta baru. kami 

memproyeksikan penambahan peserta baru setiap tahun 

melalui berbagai program dan strategi yang secara rinci 

dijelaskan dalam laporan ini. 

The application helped participants access various 

membership information. The latest features in this 

application include a Complaint service Menu that 

provides access to workers who are participants of 

labour social security Administration Agency to send 

information regarding membership status, amount of 

wage, and estimated workforce in the company where 

they work.

BusIness prospect outLook

Based on law no. 24 of 2011 on BPjs, the main 

responsibility of BPjs is to provide social protection and 

security for every worker in indonesia. in addition to 

ensuring a steady increase in the number of protected 

workers and social security, increased membership 

also ensures the sustainability of labour social security 

Administration Agency, as it will increase membership 

contribution revenue as the main source of revenue.

By the end of the reporting period, the number of 

workers becoming participants of labour social security 

Administration Agency was only 30% of the potential 

number of workers in indonesia. Thus, the market is wide 

open to labour social security Administration Agency 

to add new participants. We projected to add new 

participants each year through various programs and 

strategies described in details in this report.
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rata-rata pertumbuhan peserta aktif selama lima tahun 

sebesar 28,42% dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi 

pada peserta dari perusahaan mikro mencapai 81,34%. 

Adapun untuk perusahaan besar tumbuh 18,15% dan 

perusahaan menengah tumbuh sebesar 26,86%. 

Tahun 2018 target kepesertaan aktif mencakup 83,51% 

dari pekerja penerima upah dan 16,49% dari pekerja 

bukan penerima upah. Pada awal operasional BPjs 

ketenagakerjaan, perluasan kepesertaan difokuskan 

pada tenaga kerja penerima upah sesuai Peta jalan 

Penyelenggaraan jaminan sosial Bidang ketenagakerjaan 

yang disusun oleh Bappenas. dalam peta jalan tersebut, 

direksi memperluas kepesertaan BPU dengan melakukan 

kerjasama kelembagaan dengan kementerian desa dan 

daerah Tertinggal.

Pertumbuhan peserta baru mempengaruhi jumlah iuran 

yang didapat dan dikelola melalui investasi pada berbagai 

instrumen keuangan, termasuk surat Berharga negara 

(sBn). kebijakan Pemerintah dan Bank indonesia untuk 

meningkatkan jumlah sBn sebagai alternatif pembiayaan 

pembangunan nasional membuka peluang pertumbuhan 

imbal hasil investasi sekaligus menegaskan kepatuhan 

BPjs ketenagakerjaan. 

Pengelolaan investasi tidak semata-mata menggunakan 

pendekatan perolehan hasil yang optimal, tetapi 

juga investasi yang berkontribusi pada peningkatan 

kesejahteraan pekerja dan kebutuhan dasar pekerja di 

bidang kepemilikan rumah, makanan, pendidikan, dan 

transportasi yang terjangkau pekerja. 

The average growth of active participants for five years 

was 28.42% with the highest average growth rate in 

participants from micro enterprises reaching 81.34%. 

Meanwhile, large companies grew by 18.15% and 

medium-sized companies grew by 26.86%.

By 2018, the target of active membership to reach 83.51% 

of wage earners and 16.49% of non-wage earners. At 

the beginning of labour social security Administration 

Agency’s operation, the membership expansion was 

focused on the wage earners based on the road Map 

of Manpower social security operations prepared by 

Bappenas. in the roadmap, Board of directors in expands 

non-wage earner (BPU) membership by conducting 

institutional cooperation with the Ministry of rural and 

disadvantaged regions.

The growth of new participants affects the amount of 

contributions earned and managed through investments 

in various financial instruments, including government 

securities (sBn). The policy of the government and 

Bank indonesia to increase the number of sBns as 

an alternative to finance national development opens 

opportunities for growth of return on investment as well 

as confirms the compliance of labour social security 

Administration Agency.

investment management does not solely use an optimal 

returns approach, but also investments that contribute 

to improving workers’ welfare and their basic needs  

in affordable home ownership, food, education, and 

transportation for the workers.

Hasil assessment penerapan tata kelola 
pada tahun 2016 mendapatkan skor 95,49, 
dengan kategori SANGAT BAIK.

The score of governance assessment in  2016 was 
95.49, with VERY GOOD category.
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selama tahun 2014-2018, seluruh dana investasi 

diproyeksikan tumbuh dari rp187 triliun menjadi rp402,7 

triliun, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan 21,14% 

(CAgr). dana djs yang meliputi jHT, jP, jkk, dan 

jkM tumbuh dari rp179,3 triliun tahun 2014 menjadi 

rp393,39 triliun pada tahun 2018, dengan rata-rata 

pertumbuhan tahunan 21,70% (CAgr). dana kelolaan 

BPjs ketenagakerjaan diproyeksikan tumbuh dari rp7,6 

triliun tahun 2014 menjadi rp9,27 triliun pada tahun 2018, 

dengan rata-rata pertumbuhan 4,91% (CAgr). 

penerapan tata keLoLa

kami telah memiliki Peta jalan Tata kelola yang Baik. 

sesuai peta jalan yang dimiliki, penerapan good 

governance pada tahun 2016 di lingkungan BPjs 

ketenagakerjaan telah menjadi budaya kami. Hal ini 

ditandai dari adanya beberapa aktivitas, seperti review 

kelengkapan isi situs mengenai good governance (gg), 

assessment gg secara independen, review kematangan 

Risk Management, sosialisasi gg, Internal Governance 

Award serta membuat Integrated Report.

Assessment dilakukan sebagaimana diatur dalam 

Peraturan direksi no.Perdir/39/092015 Tentang 

indikator/Parameter Penilaian (Assessment), dan 

Pengukuran atas Penerapan Tata kelola yang Baik (Good 

Governance) BPjs ketenagakerjaan. Hasil assessment 

pada tahun 2016 mendapatkan skor 95,49. Pencapaian 

tersebut menunjukkan bahwa penerapan tata kelola yang 

baik di BPjs ketenagakerjaan telah berada dalam kategori 

sAngAT BAik. 

during 2014 to 2018, all investment funds are projected to 

grow from rp187 trillion to rp402.7 trillion, with average 

Compound Annual growth rate (CAgr) of 21.14%. djs 

funds covering jHT, jP, jkk, and jkM grew from rp179.3 

trillion in 2014 to rp393.39 trillion in 2018, with average 

Compound Annual growth rate (CAgr) of 21.70%. 

labour social security Administration Agency’s fund 

under management was projected to grow from rp7.6 

trillion in 2014 to rp9.27 trillion in 2018, with average 

Compound Annual growth rate (CAgr) of 4.91%.

governance ImpLementatIon 

We have established a good governance roadmap. 

According to the roadmap, the good governance 

implementation in 2016 within labour social security 

Administration Agency has become our culture. 

This was marked by some activities, such as review 

on the completeness of the site content on good 

governance (gg), independent gg assessment, review 

of risk Management maturity, gg dissemination, internal 

governance Award as well as integrated report.

The assessment was carried out as stipulated in the 

Board of directors regulation no. Perdir/39/092015 on 

Assessment indicators/Parameters, and Measurements 

on good governance implementation of labour social 

security Administration Agency. Assessment results 

in 2016 received a score of 95.49. This achievement 

showed that the good governance implementation at 

labour social security Administration Agency was under 

the Very good category.
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salah satu bentuk penerapan Tata kelola yang Baik adalah 

kepatuhan pada ketentuan pelaporan harta kekayaan 

penyelenggara negara, seperti diatur dalam Peraturan 

direksi BPjs ketenagakerjaan Tentang Pedoman 

Pengelolaan laporan Harta kekayaan Penyelenggara 

negara (lHkPn), sebagai pelaksanaan UU no.28 Tahun 

1999 Tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih 

dan Bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. lHkPn 

disampaikan kepada komisi Pemberantasan korupsi. 

sejak tahun 2012 kami mewajibkan pejabat struktural 

jenjang 1, 2 dan 3 untuk melaporkan harta kekayaan dan 

perubahannya. sampai dengan akhir tahun 2014, ada 

759 pejabat struktural BPjs ketenagakerjaan yang telah 

menyampaikan maupun memperbaharui lHkPn dari 

total 829 pejabat struktural yang wajib lapor. 

BPjs ketenagakerjaan juga telah memiliki ketentuan yang 

mengatur perihal gratifikasi, yang termuat dalam Peraturan 

direksi no. Perdir/13/08/2015 Tentang Pedoman 

Pengendalian gratifikasi BPjs ketenagakerjaan. sesuai 

ketentuan tersebut, kami melarang bentuk pemberian 

yang merupakan gratifikasi dan wajib melaporkan setiap 

pemberian gratifikasi kepada komisi Pemberantasan 

korupsi (kPk). sampai dengan akhir periode pelaporan, 

kami telah melaporkan 89 peristiwa pemberian gratifikasi 

dengan nilai pemberian mencapai rp308.191.200 dan 

Us868.

peruBahan komposIsI anggota DIreksI

Berdasarkan keputusan Presiden (keppres) no.25/P/2016, 

pada 23 Februari 2016 Presiden telah mengangkat dan 

menetapkan dewan Pengawas serta direksi baru BPjs 

ketenagakerjaan. susunan direksi terdiri dari seorang 

direktur Utama dan enam orang direktur, dengan periode 

menjabat 2016–2021. 

one form of good governance implementation is 

compliance with the requirement to submit wealth 

report of state officials, as stipulated in the regulation of 

labour social security Administration Agency Board of 

directors on guidelines of the Management of Wealth 

report of state officials (lHkPn), as the implementation 

of law no.28 of 1999 on the Clean state Admnistration 

Free From Corruption, Collusion and nepotism. lHkPn 

is submitted to the Corruption eradication Commission 

(kPk). since 2012 we have required structural officers 

of ranks 1, 2 and 3 to report on their assets and their 

changes. Until the end of 2014, there were 759 out of a 

total of 829 structural officers of labour social security 

Administration Agency who have the obligation, have 

submitted or renewed their lHkPn.

labour social security Administration Agency also 

has established provisions regulating gratification, 

contained in regulation of the Board of directors no. 

Perdir/13/08/2015 on guidelines for gratification 

Control of labour social security Administration Agency. 

in accordance with these provisions, we prohibit any 

forms of gratification and shall be obliged to report any 

gratification to the Corruption eradication Commission 

(kPk). Until the end of the reporting period, we have 

reported 89 gratifications with a value of rp308,191,200 

and Us$868

changes In composItIon of BoarD of DIrectors’ 

memBers 

Based on Presidential decree (keppres) no.25/P/2016, 

on February 23, 2016, the President has appointed and 

approved the new Board of Commissioners and Board 

of directors of labour social security Administration 

Agency. The composition of the Board of directors 

consists of a President director and six directors, for the 

period of 2016 to 2021.
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Perubahan ini tidak terlepas dari operasi penuh 

BPjs ketenagakerjaan sebagai badan hukum publik 

penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan bagi tenaga 

kerja di indonesia. keberadaan direksi baru, diharapkan 

menjadikan pengelolaan BPjs ketenagakerjaan lebih 

baik sehingga mampu memberikan perlindungan dan 

jaminan sosial serta manfaat bagi tenaga kerja di seluruh 

indonesia.

penutup

Para pemangku kepentingan yang terhormat, 

kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

di BPjs ketenagakerjaan dan segenap pemangku 

kepentingan yang telah memberikan dedikasinya bagi 

pengelolaan dan kinerja BPjs ketenagakerjaan selama 

tahun 2016. kebersamaan yang terbangun telah mampu 

menjadikan BPjs ketenagakerjaan melewati tahun yang 

penuh dinamika.

Tentu saja kami berharap, kerja keras, kerja cerdas 

dan kerja ikhlas semua pihak dan segenap pemangku 

kepentingan tetap berlanjut pada tahun-tahun 

mendatang, serta menjadi ladang amal kita bersama. 

dengan demikian keberadaan BPjs ketenagakerjaan 

kian dirasakan manfaatnya oleh setiap pekerja di negeri 

ini, dan menjadi jembatan bagi mereka dalam meraih 

kehidupan yang lebih sejahtera. 

The changes were due to the full operation of labour 

social security Administration Agency as a public legal 

entity of social security administering body for manpower 

in indonesia. The new Board of directors, is expected 

to improve the management of labour social security 

Administration Agency in providing protection and 

social security, as well as benefits for manpower across 

indonesia.

cLosIng

Dear stakeholders,

We would like to thank all parties at labour social 

security Administration Agency and all stakeholders who 

have given their dedication to the management and 

performance of labour social security Administration 

Agency during 2016. The built alliance has made labour 

social security Administration Agency able to go through 

the dynamic year.

We hope, the hard work, smart work and sincere work of 

all parties and all stakeholders will continue in the coming 

years, and become our means to do good deeds. Thus 

the existence of labour social security Administration 

Agency has increasingly considered beneficial by every 

worker in the country, and become a bridge for them to 

achieve a more prosperous life.

jakarta, november 2017

agUS SUSaNTO

Direktur	Utama	|	President director

Wassalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh.
saLam sejahtera. Best wIshes.
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saLam sejahtera,

Para pemangku kepentingan yang terhormat.

dewan Pengawas menyambut baik penerbitan 

laporan Tahunan Terintegrasi 2016 Badan 

Penyelenggara jaminan sosial (BPjs) 

ketenagakerjaan. Penerbitan laporan ini 

melengkapi pelaporan kinerja yang telah 

disampaikan kepada Pemerintah dan dewan 

jaminan sosial nasional pada juli 2017. 

Berdasarkan Undang Undang nomor 24 Tahun 

2011 Tentang Badan Penyelenggara jaminan 

sosial (BPjs), dewan Pengawas adalah organ 

BPjs yang bertugas melakukan pengawasan 

atas pelaksanaan pengurusan BPjs oleh direksi. 

dewan Pengawas juga bertugas memberikan 

nasihat dan pertimbangan kepada direksi dalam 

penyelenggaraan program jaminan sosial. 

assalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh.

greetIngs,

Dear stakeholders,

The Board of Commissioners welcomes the 

publication of the integrated Annual report 2016 

of the labour social security Administration 

Agency (BPjs ketenagakerjaan). The Publication of 

this report complemented the performance report 

submitted to the government and the national 

social security Board in july 2017.

Based on law number 24 of 2011 on social 

security Administering Agency (BPjs), Board 

of Commissioners is an organ of BPjs which 

is in charge of overseeing the management of 

BPjs by the Board of directors. The Board of 

Commissioners also has advisory duty to the Board 

of directors in the administering social security 

programs.

// LaPOraN DeWaN 
PeNgaWaS
BoArd oF 
CoMMissioners rePorT
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Dewan Pengawas mencatat bahwa secara umum 
Direksi telah melaksanakan dengan baik tugas 
dan tanggung jawabnya dalam mengelola BPJS 
Ketenagakerjaan.

The Board of Commissioners noted that in general the Board of 

Directors had performed its duties and responsibilities properly in 

managing Labour Social Security Administration Agency.
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dalam bagian ini dewan Pengawas akan menyampaikan 

pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat 

kepada direksi selama tahun 2016. namun sebelumnya, 

izinkan kami  menyampaikan terlebih dahulu perihal 

periode efektif bekerjanya dewan Pengawas. 

sesuai keputusan Presiden nomor M/161 Tahun 2013, 

dewan Pengawas yang diangkat pada masa transisi 

akan selesai pada tanggal 31 desember 2015. sedangkan 

dewan Pengawas yang bertugas saat ini adalah dewan 

Pengawas yang diangkat berdasarkan keputusan Presiden 

nomor 25/P tahun 2016 dan dilantik Presiden pada 

tanggal 23 Februari 2016. susunan dewan Pengawas 

terdiri dari seorang ketua dan enam orang anggota. Tidak 

ada anggota Pewan Pengawas yang berasal dari periode 

sebelumnya.

penILaIan terhaDap kInerja DIreksI 

dewan Pengawas melakukan penilaian terhadap kinerja 

direksi berdasarkan rencana kerja dan Anggaran 

Tahunan (rkAT) Tahun 2016 yang disusun oleh direksi 

dan telah mendapat persetujuan dewan Pengawas. Pada 

pelaksanaannya, dewan Pengawas juga menyarankan 

kepada direksi untuk melakukan evaluasi rkAT setelah 

satu semester apabila asumsi-asumsi yang dipergunakan 

dalam penyusunan rkAT tersebut sudah tidak sesuai dan 

dipandang perlu dilakukan perubahan. 

Pada bulan september, direksi mengajukan rkAT 2016 

Perubahan dengan menyertakan penyesuaian target 

kepesertaan Penerima Upah (PU) dan Penambahan 

target kepesertaan di jasa konstruksi serta penyesuaian 

anggaran pada direktorat Pelayanan dan direktorat 

renstra & Teknologi informasi. Melalui kajian yang 

dilakukan, dan untuk mendorong kepesertaan Penerima 

Upah, dewan Pengawas tetap mendorong direksi untuk 

menyelesaikan rkAT 2016 yang ada.

in this section the Board of Commissioners will report on 

the implementation of supervisory and advisory duties to 

the Board of directors during 2016. However, we would 

like to let you know about the effective working period of 

the Board of Commissioners.

in accordance with Presidential decree no.M/161 of 

2013, the Board of Commissioners appointed during the 

transition period officially will end their duty on december 

31, 2015. Meanwhile, the Board of Commissioners 

currently serving is the Board of Commissioners 

appointed based on Presidential decree no. 25/P of 2016 

and inaugurated by the President on February 23, 2016.

The composition of the Board of Commissioners 

consisted of a Chairman and six members. no member 

of the Board of Commissioners was from the previous

period. 

performance assessment of the BoarD of 

DIrectors

The Board of Commissioners evaluated the performance 

of the Board of directors based on the Annual Work 

Plan and Budget (rkAT) 2016 prepared by the Board 

of directors and had been approved by the Board of 

Commissioners. in its implementation, the Board of 

Commissioners also recommended to the Board of 

directors to conduct an evaluation of the rkAT after one 

semester if the assumptions used in the rkAT preparation 

were not applicable and deemed necessary to revise.

in september, the Board of directors proposed the 

revised rkAT 2016 to include the adjustment to 

Wage earners’ membership target and the addition of 

membership target in Construction services as well as 

budget adjustments at the directorate of services and the 

directorate of strategic Plans &  information Technology. 

Through the review, to boost Wage earner’s membership, 

the Board of Commissioners encouraged the Board of 

directors to complete the existing rkAT 2016.
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Mengacu pada rkAT 2016, dewan Pengawas mencatat 

bahwa secara umum direksi telah melaksanakan dengan 

baik tugas dan tanggung jawabnya dalam mengelola 

BPjs ketenagakerjaan. Hal ini tercermin dari pencapaian

total aset seluruh program sampai dengan akhir tahun 

2016 yang mencapai rp268.595 miliar, naik rp54.079 

miliar atau 25,21% dibanding tahun 2015 sebesar 

rp214.516 miliar. sementara realisasi jumlah jaminan 

yang telah dibayarkan BPjs ketenagakerjaan selama 

tahun 2016 mencapai rp19,56 triliun dengan proporsi 

pembayaran jaminan terbesar adalah program jHT 

sebesar rp17,97 miliar atau 79,47% dan dibayarkan untuk 

2.190.221 klaim yang diajukan peserta. 

namun, ada beberapa hal yang sepatutnya menjadi 

perhatian bersama agar kinerja pada periode mendatang 

menjadi lebih baik lagi. salah satu catatan adalah belum 

terpenuhinya target pendaftaran peserta baru. selama 

tahun 2016 terjadi penambahan peserta aktif melalui 

pendaftaran peserta baru sebanyak 16.177.218 pekerja 

dan 126.352 perusahaan. realisasi akuisisi kepesertaan 

baru mencapai 96,29% dari target 16,80 juta pekerja 

dan 84,23% dari target 150.000 perusahaan. demikian 

pula dengan tingkat kepuasan peserta atas layanan yang 

diberikan.  dalam survei yang dilakukan tahun 2016, nilai 

kepuasan peserta mencapai 86,0%, kurang dari target 

rkAT sebesar 90%. 

dewan Pengawas juga mencatat, selama periode 

pelaporan, BPjs ketenagakerjaan telah menjalankan 

tanggung jawab sosial dan lingkungan (Tjsl) sebagai 

salah satu bentuk kontribusi untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. sumber dana untuk 

pemenuhan program Tjsl berasal dari hasil pengelolaan 

dana BPjs. Program Tjsl juga dilaksanakan sebagai 

bentuk dukungan Pemerintah dalam upaya mewujudkan 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau sustainable 

development goals (sdgs).

referring to rkAT 2016, the Board of Commissioners 

noted that in general the Board of directors had 

performed its duties and responsibilities properly in 

managing labour social security Administration Agency. 

This was reflected in the achievement of total asset of all 

programs until the end of 2016 which reached rp268,595 

billion, increasing of rp54,079 billion or 25.21% compared 

to 2015 with rp214,516 billion. Meanwhile the realization 

of the amount of benefits paid by labour social security 

Administration Agency during 2016 reached rp19.56 

trillion with the largest proportion of benefit payment was 

for jHT program amounted to rp17.97 billion or 79.47% 

and was paid for 2,190,221 claims filed by participants.

However, there are some matters that should become 

our common concerns for performance in the coming 

period to be even better. one of them is that the target for 

registration of new participants has not been achieved. 

during 2016 there were additional active participants 

through the new participant registration as many as 

16,177,218 workers and 126,352 companies. realization 

of new membership acquisition reached 96.29% of the 

target of 16.80 million workers and 84.23% of the target 

of 150,000 companies. it was similar with the participants’ 

satisfaction level with the services provided. in a survey 

conducted in 2016, the participants’ satisfaction level 

reached 86,0%, lower than the rkAT target of 90%.

The Board of Commissioners also noted, during the 

reporting period labour social security Administration 

Agency has attempted to fulfill the implementation of 

social and environmental responsibility (Tjsl or ser) as 

a contribution to joint efforts to improve the community’s 

welfare. The fulfillment of ser was carried out from the  

management of  BPjs funds. The fulfillment of ser also 

supported the government’s efforts to realize sustainable 

development goals (sdgs).
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selain program Tjsl, BPjs ketenagakerjaan juga memiliki 

manfaat lainnya yang salah satunya adalah program 

rumah susun sederhana sewa (rusunawa) untuk pekerja. 

sampai dengan akhir tahun 2016 BPjs ketenagakerjaan 

memiliki 4 lokasi rusunawa yaitu Cikarang, Muka kuning 

Batam, lancang kuning Batam dan kawasan industri kabil 

Batam. Pendirian rusunawa kedepannya direncanakan 

akan diprioritaskan didirikan di daerah kantung-kantung 

pekerja, seperti Makassar (sulawesi selatan), Cirebon 

(jawa Barat), Pasuruan (jawa Timur) dan Batam 

(kepulauan riau).

pengawasan terhaDap ImpLementasI strategI 

secara umum pengawasan oleh dewan Pengawas pada 

kurun waktu periode pelaporan mencakup pelaksanaan 

rapat, kunjungan kerja ke daerah, inspeksi mendadak 

dalam rangka ‘fact finding’ diikuti dengan penyusunan 

laporan, kajian maupun analisa melalui empat komite 

yang dibentuk dewan Pengawas. Pelaksanaan Panel 

diskusi, Focus Group Discussion, Workshop yang 

dilakukan oleh dewan Pengawas diselenggarakan dalam 

rangka memperkuat rekomendasi dewan Pengawas 

kepada direksi.

rekomendasi dewan Pengawas merupakan usulan/

ide-ide yang disampaikan dewan Pengawas kepada 

direksi dalam rangka fungsi pengawasan terhadap 

kinerja direksi dalam mengelola program jaminan 

sosial ketenagakerjaan. secara keseluruhan terdapat 

62 rekomendasi yang disampaikan dewan Pengawas 

kepada direksi untuk ditindaklanjuti, agar kinerja 

BPjs ketenagakerjaan bisa meningkat dan memberi 

nilai tambah kepada Peserta. dewan Pengawas juga 

menghimbau agar setiap rekomendasi yang akan 

disampaikan dapat dipenuhi direksi dengan dukungan 

dari sisi penguatan sumber daya manusia yang kompeten 

dan sistem pengelolaan kinerja yang efektif dan efisien.

in addition to ser programs, labour social security 

Administration Agency also provide other benefits, 

including the construction of rental flat (rusunawa) for 

workers. Until the end of 2016, labour social security 

Administration Agency has four rusunawa locations: 

Cikarang, Muka kuning Batam, lancang kuning Batam 

and kabil Batam industrial Area.  in the future, rusunawa 

construction is prioritized especially in areas that become 

centers of workers, namely Makassar (south sulawesi), 

Cirebon (West java), Pasuruan (east java) and Batam 

(riau islands).

supervIsIon on strategy ImpLementatIon

in general, supervision by the Board of Commissioners 

in the reporting period included the implementation of 

meetings, working visits to the regions, unannounced 

inspections for ‘fact finding’ followed by the preparation 

of reports, reviews and analysis through four committees 

established by the Board of Commissioners. The discussion 

Panel, Focus group discussion, Workshop by the Board 

of Commissioners were held in order to strengthen the 

Board of Commissioners’ recommendation to the Board 

of directors.

The Board of Commissioners’ recommendations were 

in the form of suggestions/ ideas from the Board of 

Commissioners to the Board of directors in terms of the 

oversight function over the Board of directors’ performance 

in managing the social security for employment 

programs. in total there were 62 recommendations 

provided by the Board of Commissioners to the Board 

of directors for follow up, so that the performance of 

labour social security Administration Agency would 

improve and give added value to participants. The Board 

of Commissioners also appealed to Board of directors 

that every recommendation that will be submitted is 

supported with strengthening of competent human 

resources as well as effective and efficient performance 

management system.
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rekomendasi yang disampaikan juga dimaksudkan 

untuk memastikan bahwa pengelolaan telah sesuai 

dengan rencana strategis 2014-2018 Perubahan ii, yang 

menjadikan tahun 2016 sebagai tahapan Menuju operasi 

Unggul (Delivering Operational Excellence). dewan 

Pengawas melihat pengelolaan BPjs ketenagakerjaan 

pada tahun 2016 telah mampu memberikan kemudahan 

akses dan operasional bagi peserta di seluruh indonesia, 

baik di kota besar, kota kecil, bahkan sampai ke daerah 

pinggiran. 

panDangan atas prospek usaha

salah satu pertimbangan direksi dalam mengajukan 

perubahan atas rkAT Tahun 2016 adalah penyesuaian 

target kepesertaan Penerima Upah (PU) dan penambahan 

target kepesertaan di jasa konstruksi. Hal ini tidak 

terlepas dari potensi kepesertaan pekerja di seluruh 

indonesia. Hingga akhir periode pelaporan, jumlah 

pekerja yang menjadi peserta BPjs ketenagakerjaan baru 

mencakup 30% dari potensi jumlah pekerja di indonesia. 

sebagai penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, 

BPjs ketenagakerjaan menargetkan jumlah kepesertaan 

aktif mencakup 83,51% dari pekerja PU dan 16,49% 

dari pekerja bukan penerima upah. dewan Pengawas 

juga mendorong dan membantu direksi dalam rangka 

memperluas kepesertaan BPU dengan melakukan 

kerjasama kelembagaan dengan kementerian desa dan 

daerah Tertinggal. 

Pencapaian target tersebut tentu sangat dipengaruhi oleh 

berbagai faktor, antara lain peningkatan pelayanan dan 

pemanfaatan teknologi informasi yang didukung oleh 

sumber daya manusia yang kompeten dan profesional. 

kedua hal tersebut juga menjadi pertimbangan direksi 

saat mengajukan rkAT Tahun 2016 Perubahan. dewan 

Pengawas berharap kedua hal tersebut menjadi perhatian 

direksi dalam masa-masa mendatang, sehingga akan 

mendukung kesinambungan BPjs ketenagakerjaan 

dalam memberikan jaminan sosial dan perlindungan bagi 

tenaga kerja di seluruh indonesia. 

These recommendations were also intended to ensure 

that management comply with the strategic Plan 2014-

2018 revision ii, which set the year 2016 as the stage 

for delivering operational excellence. The Board of 

Commissioners ensured the management of labour 

social security Administration Agency in 2016 had been 

able to provide easy access and operations for participants 

across indonesia, both in big cities, small towns, even to 

remote areas.

BusIness prospect outLook

one of the Board of directors’ considerations in proposing 

the revision to the rkAT 2016 was the adjustment for 

Wage earners (PU) membership target and the addition 

of membership target in Construction services. This was 

closely related to the potential membership of workers 

across indonesia. By the end of the reporting period, 

the number of workers participating in the new labour 

social security Administration Agency covered 30% of 

the potential number of workers in indonesia. As a labour 

social security administration agency, labour social 

security Administration Agency set active membership 

target at 83.51% of wage earner workers and 16.49% of 

non-wage earner workers. The Board of Commissioners 

also encourages and assists the Board of directors in 

expanding non-wage earner (BPU) membership by 

conducting institutional cooperation with the Ministry of 

rural and disadvantaged regions.

Achieving these targets was strongly influenced by 

various factors, such as improvement of services and 

use of information technology supported by competent 

and professional human resources. These two factors 

were also considered by the Board of directors when 

submitting the revised rkAT 2016. The Board of 

Commissioners expected the two factors to be the Board 

of directors’ attention in the future, which would support 

the continuity of labour social security Administration 

Agency in providing social security and protection for 

workers across indonesia.

45

BPJS KetenagaKerJaan
2017 Integrated Report



Pertumbuhan peserta baru secara langsung 

mempengaruhi jumlah iuran yang didapat dan dikelola 

melalui investasi pada berbagai instrumen keuangan, 

termasuk surat Berharga negara (sBn). dewan Pengawas 

menilai, direksi telah mampu mengelola dana investasi, 

sehingga sangat beralasan bila direksi memproyeksikan 

dana investasi pada kurun waktu tahun 2014-2018 akan 

tumbuh dari rp187 triliun menjadi rp402,7 triliun, dengan 

rata-rata pertumbuhan tahunan 21,14% (CAgr). dana 

djs yang meliputi jHT, jP, jkk, dan jkM tumbuh dari 

rp179,3 triliun tahun 2014 menjadi rp393,39 triliun pada 

tahun 2018, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan 

21,70% (CAgr). dana kelolaan BPjs ketenagakerjaan 

diproyeksikan tumbuh dari rp7,6 triliun tahun 2014 

menjadi rp9,27 triliun pada tahun 2018, dengan rata-rata 

pertumbuhan 4,91% (CAgr). 

panDangan atas penerapan

tata keLoLa yang BaIk

dewan Pengawas berpendapat direksi telah menerapkan 

tata kelola yang baik dalam menyelenggarakan seluruh 

kegiatan di BPjs ketenagakerjaan sesuai Peta jalan Tata 

kelola yang Baik. Hasil assessment yang dilaksanakan 

pada tahun 2016 mendapatkan skor 95,49, mencapai 

kategori sAngAT BAik. 

sebagai bagian dari BPjs ketenagakerjaan, dewan 

Pengawas juga telah menerapkan tata kelola yang baik. 

kami secara berkala melaksanakan rapat/pertemuan, 

baik internal maupun gabungan serta rapat/pertemuan 

lain guna menyampaikan saran, pendapat, dan nasihat 

kepada direksi maupun membahas dan merumuskan 

hasil-hasil pengawasan yang telah dilaksanakan. setiap 

anggota dewan Pengawas juga telah menandatangani 

Pakta integritas yang menegaskan dan memperkuat 

independensi dewan Pengawas dalam menjalankan 

fungsi, tugas, dan kewenangannya sehingga tidak 

memiliki benturan kepentingan dengan direksi.

semua hasil pengawasan dewan Pengawas telah 

didukung dengan analisa dan kajian yang disusun bersama 

komite dewan Pengawas yang terdiri dari para ahli yang 

bekerja secara independen pada kapasitasnya masing-

masing di dalam struktur komite dewan Pengawas. 

The growth of new participants directly affected 

the amount of contributions earned and managed 

through investments in various financial instruments, 

including government securities (sBn). The Board of 

Commissioners deemed that the Board of directors 

had been able to manage the investment funds, thus 

it was rational if the Board of directors projected the 

investment funds in the period of 2014 to 2018 would 

grow from rp187 trillion to rp402.7 trillion, with average 

Compound Annual growth rate (CAgr) of 21.14%. 

djs funds covering jHT, jP, jkk, and jkM grew from 

rp179.3 trillion in 2014 to rp393.39 trillion in 2018, with 

average Compound Annual growth rate (CAgr) of 

21.70%. Meanwhile, labour social security Administration 

Agency’s fund under management was projected to 

grow from rp7.6 trillion in 2014 to rp9.27 trillion in 2018, 

with average Compound Annual growth rate (CAgr) of 

4.91%.

outLook on gooD corporate governance 

ImpLementatIon 

The Board of Commissioners viewed that the Board 

of directors has implemented good governance 

in managing all activities in labour social security 

Administration Agency according to good governance 

roadmap. Assessment results conducted in 2016 scored 

95.49, achieving Very good category.

As part of labour social security Administration Agency, 

the Board of Commissioners has also implemented 

good governance. We periodically conducted meetings, 

both internal, joint and other meetings to deliver 

recommendations, opinions and advice to the Board of 

directors as well as discuss and formulate the results of 

supervisory function that have been implemented. each 

member of the Board of Commissioners has also signed 

an integrity Pact which affirmed and strengthened the 

independence of the Board of Commissioners in carrying 

out functions, duties and authorities, thus had no conflict 

of interest with the Board of directors.

All supervisory results of the Board of Commissioners 

have been supported by analysis and review prepared 

by the Board of Commissioners Committee consisting 

of experts working independently according to their 

respective capacities within the structure of the Board of 

Commissioners Committee.
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frekuensI Dan cara pemBerIan nasIhat kepaDa 

DIreksI

dalam menjalankan fungsi pengawasan, dewan 

Pengawas secara berkala menyelenggarakan pertemuan/

rapat dengan direksi atau rapat gabungan yakni 

rapat dewan Pengawas yang dihadiri oleh seluruh 

anggota dewan Pengawas dan seluruh direksi. rapat 

gabungan merupakan forum dewan Pengawas dalam 

menyampaikan saran, pendapat, dan nasihat kepada 

direksi tentang pelaksanaan BPjs ketenagakerjaan. 

rapat gabungan ini dilaksanakan minimal satu kali dalam 

sebulan. selama tahun 2016, tercatat telah dilakukan 

sebanyak 21 kali rapat gabungan. 

penutup

Para pemangku kepentingan yang terhormat, 

dewan Pengawas mengucapkan terima kasih 

kepada jajaran direksi dan seluruh manajemen 

BPjs ketenagakerjaan serta segenap pemangku 

kepentingan atas dukungannya pada pengelolaan BPjs 

ketenagakerjaan selama tahun 2016. dedikasi yang 

diperlihatkan semua pihak telah mampu menjadikan 

BPjs ketenagakerjaan sebagai badan terbesar dalam 

hal penyelenggara jaminan sosial bagi tenaga kerja di 

indonesia.

Tentu saja kami berharap, pencapaian kinerja pada 

tahun 2016 dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan. 

diperlukan kerja keras, kerja cerdas dan kerja ikhlas semua 

pihak agar manfaat BPjs ketenagakerjaan kian dirasakan 

setiap pekerja di negeri ini.

frequency anD methoD of provIDIng aDvIce to 

the BoarD of DIrectors

in carrying out the oversight function, the Board of 

Commissioners periodically organizes meetings with 

the Board of directors or Board of Commissioners joint 

meetings that are attended by all members of the Board 

of Commissioners and Board of directors. The joint 

meeting is a forum in which the Board of Commissioners 

deliver the recommendations, opinions and advices to 

the Board of directors on the operation of labour social 

security Administration Agency. This joint Meeting is 

held at least once a month. during 2016, a total of 21 

joint meetings were held.

cLosIng

Dear stakeholders,

The Board of Commissioners would like to thank the 

Board of directors and the entire management of 

labour social security Administration Agency as well 

as all stakeholders for the support for the management 

of labour social security Administration Agency during 

2016. The dedication shown by all parties has been able 

to make labour social security Administration Agency 

as the largest social security administering body for 

manpower in indonesia.

We hope the performance achievement in 2016 can be 

maintained and even improved. it takes hard work, smart 

work and sincere work of all parties for the benefits of 

labour social security Administration Agency can be 

increasingly enjoyed by every worker in the country.

Wassalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh.

saLam sejahtera. Best wIshes

jakarta, november 2017

gUNTUr WITJaKSONO

Ketua	Dewan	Pengawas	|	Chairman of Board of Commissioners
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nAMA BAdAn  
organization name 

nama Badan: Badan Penyelenggara jaminan sosial (BPjs) 

ketenagakerjaan. Berlaku sejak tahun 2011, berdasarkan 

UU no.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara 

jaminan sosial (BPjs). Tidak ada perubahan nama badan 

selama kurun waktu periode pelaporan. [G4-3]

 

BPjs ketenagakerjaan dibentuk berdasarkan Undang-

undang (UU) no.24 Tahun 2011 Tentang Badan 

Penyelenggara jaminan sosial. Merujuk pada Pasal 62 

UU tersebut, BPjs ketenagakerjaan tidak lagi memiliki 

akta pendirian, akta perubahan anggaran dasar terakhir, 

modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor penuh.

organization name: labour social security Administration 

Agency (BPjs ketenagakerjaan). Applicable since 2011, 

based on law no.24 of 2011 regarding social security 

Administering Body (BPjs). There was no change of the 

entity’s name during the reporting period. [G4-3]

 

labour social security Administration Agency was 

established based on law no. 24 of 2011 on social security 

Administering Body. referring to Article 62 of the law, 

labour social security Administration Agency no longer 

has the deed of establishment, the latest amendment of 

the articles of association, authorized capital, or issued 

and paid up capital. 

Akses dAn lAyAnAn inForMAsi 
information Access and service

Layanan InformasI

•	 Telepon:	021-520	7797

•	 Faksimili:	021-520	2310

•	 Facebook:	BPJS	Ketenagakerjaan

•	 Twitter:	@BPJSTKinfo

•	 Youtube:	BPJS	Ketenagakerjaan

•	 Contact	Center:	1500.910

•	 Website:	www.bpjsketenagakerjaan.go.id

kontak BaDan [G4-31]

divisi sekretaris Badan

kantor Pusat BPjs ketenagakerjaan [G4-5]

gedung BPjs ketenagakerjaan

jl. gatot subroto no.79

jakarta selatan - 12930

Telepon: 021-520 7797

Faksimili: 021-520 2310

Email:	sbd@bpjsketenagakerjaan.go.id

InformatIon servIce

•	 Telephone:	021-520	7797

•	 Facsimile:	021-520	2310

•	 Facebook:	BPJS	Ketenagakerjaan

•	 Twitter:	@BPJSTKinfo

•	 Youtube:	BPJS	Ketenagakerjaan

•	 Contact	Center:	1500.910

•	 Website:	www.bpjsketenagakerjaan.go.id

contact [G4-31]

secretary of the Body division 

Head office of labour social security Administration 

Agency [G4-5]

BPjs ketenagakerjaan Building

jl. gatot subroto no.79

south jakarta - 12930

Telephone: 021-520 7797

Facsimile: 021-520 2310

Email:	sbd@bpjsketenagakerjaan.go.id
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riWAyAT singkAT BAdAn   
Brief History of the organization

DarI perum astek ke Bpjs ketenagakerjaan

sesuai Amandemen Undang-Undang dasar 1945, Pasal 

34 Ayat (2) Pemerintah mengembangkan sistem jaminan 

sosial. sebagai bentuk pelaksanaan amanah tersebut, 

Pemerintah menerbitkan UU no.40 Tahun 2004 Tentang 

sistem jaminan sosial nasional.

Program jaminan sosial dijalankan berdasarkan funded 

social security yang didanai peserta. Pemerintah 

membentuk Badan Penyelenggara jaminan sosial 

(BPjs) kesehatan dan BPjs ketenagakerjaan, sebagai 

pelaksanaan program jaminan sosial. 

Pembentukan BPjs ketenagakerjaan telah melewati 

rentang waktu panjang, dengan diawali penerbitan PP 

no.33 Tahun 1977 Tentang Asuransi sosial Tenaga kerja 

yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta 

dan BUMn mengikuti program tersebut. Peraturan 

Pemerintah ini kemudian disusul oleh penerbitan PP 

no.34 Tahun 1977 Tentang Pendirian Perusahaan Umum 

Asuransi sosial Tenaga kerja, atau Perum Astek.

from perum astek to LaBour socIaL securIty 

aDmInIstratIon agency

in accordance with the Amendment to the 1945 

Constitution, Article 34 Paragraph (2) the government 

has developed the social security system. As a form of 

implementation of the mandate, the government issued 

law no.40 of 2004 on the national social security 

system.

social security programs are implemented based on 

funded social security by participants. The government 

established the social security Administering Body for 

Health (BPjs kesehatan) and labour social security 

Administration Agency (BPjs ketenagakerjaan), as the 

implementation of the social security program.

The establishment of labour social security 

Administration Agency has been through a long time 

span, with the issuance of government regulation (PP) 

no.33 of 1977 on Manpower social insurance which 

requires every private employer/entrepreneur and soe to 

participate in the program. This government regulation 

was subsequently followed by the issuance of PP no. 34 

of 1977 concerning the establishment of Public Company 

of Manpower social insurance, or Perum Astek.
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Tahun 1992 Pemerintah menerbitkan UU no.3 Tahun 

1992 Tentang jaminan sosial Tenaga kerja (jamsostek). 

Tiga tahun kemudian pada tahun 1995 Pemerintah 

menerbitkan PP no.36 Tahun 1995 yang menetapkan 

PT jamsostek (Persero) sebagai badan penyelenggara 

jaminan sosial tenaga kerja.

Akhir tahun 2004, Pemerintah memberlakukan UU no.40 

Tahun 2004 Tentang sistem jaminan sosial nasional. 

Berikutnya, pada tahun 2011 terbit UU no.24 Tahun 

2011 Tentang Badan Penyelenggara jaminan sosial, dan 

disusul perubahan PT jamsostek (Persero) menjadi BPjs 

ketenagakerjaan pada tahun 2014.

setelah resmi beroperasi sebagai badan yang mengelola 

jaminan sosial ketenagakerjaan, pada 1 juli 2015 BPjs 

ketenagakerjaan menyelenggarakan jaminan Pensiun. 

selanjutnya BPjs ketenagakerjaan menyelenggarakan 

in 1992, the government issued law no. 3 of 1992 on 

Manpower social security (jamsostek). Three years later 

in 1995 the government issued government regulation 

no. 36 of 1995 which stipulates PT jamsostek (Persero) 

as the manpower social security administering body.

At the end of 2004, the government enacted law no. 

40 of 2004 on the national social security system. in 

2011, law no. 24 of 2011 on social security Administering 

Body was issued, and followed by transformation of 

PT jamsostek (Persero) into labour social security 

Administration Agency in 2014.

After officially operating as the agency that manages the 

social security for employment, on july 1, 2015, labour 

social security Administration Agency started to manage 

the Pension Benefit. labour social security Administration 

Pemberlakuan PP no.33/Tahun 1977 
Tentang Asuransi sosial Tenaga kerja

enactment of PP no.33/1977 on 
Manpower social insurance 

Pemberlakuan UU no.3 Tahun 1992 
Tentang jaminan sosial Tenaga kerja

enactment of law no.3 of 1992 on 
Manpower social security 

Pemberlakuan PP no.36 Tahun 
1995 Tentang Penetapan Badan 
Penyelenggara Program jaminan 
sosial Tenaga kerja

enactment of government 
regulation no.36 of 1995 on the 
determination of the Manpower 
social security Program 
Administering Body 

Pemberlakuan PP no.34/1977 Tentang 
Pendirian Perusahaan Umum Asuransi 

sosial Tenaga kerja

enactment of government regulation 
no.34/1977 on establishment of 

Public Company of Manpower social 
insurance

Pendirian Perum 
Astek

establishment of 
Perum Astek

jejak Langkah
Milestone

26
November

1977

05 
Desember 
december

1977

05 
Desember 
december

1977

17 
Februari 
February

1992

22 
September 

1995
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program jaminan sosial tenaga kerja meliputi jaminan 

kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan Hari Tua 

dan jaminan Pensiun. 

seiring dengan upaya mewujudkan operasi unggul, pada 

tahun 2016 BPjs ketenagakerjaan membentuk divisi 

Aktuaria. Pembentukan divisi Aktuaria didasari Peraturan 

direksi nomor Perdir/03/032016 tentang struktur 

organisasi dan Tata kerja BPjs ketenagakerjaan. saat ini 

divisi Aktuaria dipimpin oleh kepala divisi yang dibantu 

kepala Urusan Valuasi Aktuaria dan kepala Urusan Valuasi 

kajian. [G4-13]

Pada tahun 2016 Presiden menerbitkan keputusan 

Presiden (keppres) no.25/P/2016. Berdasarkan keppres 

tersebut, Presiden mengangkat dan menetapkan dewan 

Pengawas serta direksi baru BPjs ketenagakerjaan. [G4-13]

Agency subsequently began managing a manpower 

social security program covering Work Accident Benefit, 

death Benefit and Provident Fund Benefit and Pension 

Benefit.

in bid to achieve operational excellence, in 2016 labour 

social security Administration Agency formed division of 

Actuary. establishment of division of Actuary based on 

regulation of Board of directors no. Perdir/03/032016 

on organizational structure and Work Procedure of 

labour social security Administration Agency. Currently 

the division of Actuary is headed by division Head who 

is assisted by Head of Actuarial Valuation and Head of 

Valuation review. [G4-13]

in 2016 the President issued Presidential decree (keppres) 

no.25/P/2016. Based on the Presidential decree, the 

President appointed new Board of Commissioners and 

Board of directors of BPjs ketenagakerjaan. [G4-13]

Pemberlakuan UU no.40 Tahun 2004 
Tentang sistem jaminan sosial nasional

enactment of law no.40 of 2004 on the 
national social security system

PT jamsostek (Persero) menjadi BPjs 
ketenagakerjaan

PT jamsostek (Persero) transformed into 
labour social security Administration Agency

BPjs ketenagakerjaan 
menyelenggarakan 
jaminan Pensiun

labour social security 
Administration Agency 
manages Pension Benefit

Presiden melantik dewan 
Pengawas dan direksi BPjs 

ketenagakerjaan berdasarkan 
keppres no.25/P/2016

The President inaugurated 
the Board of Commissioners 

and Board of directors 
of labour social security 

Administration Agency based 
on Presidential decree 

(keppres) no.25/P/2016

Pemberlakuan UU no.24 Tahun 2011 Tentang 
Badan Penyelenggara jaminan sosial

enactment of law no. 24 of 2011 on the 
social security Administering Body

19
Oktober 
october 

2004

1
Januari
january

2014

1
Juli
july
2015

23
Februari 
February

2016

25 
November 

2011
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Visi dAn Misi [G4-56] 

Vision and Mission

Menjadi Badan Penyelenggara jaminan sosial (BPjs) 
kebanggaan Bangsa, yang Amanah, Bertata kelola Baik, 
serta Unggul dalam operasional dan Pelayanan.

To be a world class social security Administration Agency, that is trustworthy, 
friendly and excel in operation and services.

VISIVision

Melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan, BPjs 
ketenagakerjaan berkomitmen untuk:
Through the social security for employment program, labour social security 
Administration Agency is committed to:

MISI Mission
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Melindungi dan menyejahterakan seluruh pekerja dan 
keluarganya;
Protect and prosper all workers and their families;

Meningkatkan produktivitas dan daya saing pekerja;
increase workers’ productivity and competitiveness;

Mendukung pembangunan dan kemandirian 
perekonomian nasional
support the development and independence of the national economy.
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ageNT OF 
CHaNge

LOMBa VIDeO 
BUDaYa

Cultural video 
contest

DeKLaraSI 
reVOLUSI 
MeNTaL

Declaration of 
Mental revolution

SOSIaLISaSI VISI DaN MISI
dissemination of Vision and Mission

sosialisasi Visi dan Misi dilakukan secara berkesinambungan 
kepada seluruh pekerja melalui kegiatan:

Vision and Mission is continuously disseminated to all 
employees through the following activities:

MOTTO/SeMBOYaN
Motto

Menjadi jembatan Menuju 
kesejahteraan Pekerja

Becoming the Bridge towards 
Public Welfare

NILaI-NILaI BPJS 
KeTeNagaKerJaaN (eTHIKa) 
Core Values of labour social security 
Administration Agency (eTHikA)

FILOSOFI BPJS 
KeTeNagaKerJaaN
Philosophy of labour social security 
Administration Agency

BPjs ketenagakerjaan dilandasi filosofi kemandirian dan harga diri untuk mengatasi risiko sosial ekonomi. 
kemandirian berarti tidak tergantung orang lain dalam membiayai perawatan pada waktu sakit, kehidupan 
di hari tua maupun keluarganya bila meninggal dunia.

Pelaksanaan program BPjs ketenagakerjaan dilakukan secara gotong royong. Melalui mekanisme ini maka 
mereka yang muda membantu yang tua, yang sehat membantu yang sakit dan yang berpenghasilan tinggi 
membantu yang berpenghasilan rendah.

labour social security Administration Agency is based on the philosophy of self-reliance and self-esteem 
to overcome the socio-economic risks. self-reliance means being independent of others in financing 
treatment in times of sickness, life in the old days or their families when they die.

labour social security Administration Agency’s programs are implemented collectively. Through this 
mechanism, those who are young help the old, the healthy help the sick and those with high income to 
help those with lower income.

IMaN Faith

eKSeLeN excellence 

TeLaDaN role Model 

INTegrITaS integrity

HarMONI Harmony

KePeDULIaN Awareness

aNTUSIaS  enthusiasm [G4-56] 
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PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA
Work Accident Benefit Program

kegiATAn UsAHA dAn ProgrAM 
Business Activities and Programs

Berdasar UU no.24 Tahun 2011 Tentang BPjs, maka BPjs 

ketenagakerjaan menyelenggarakan program: [G4-4] [IR6]

•	 Jaminan	Kecelakaan	Kerja	(JKK)

•	 Jaminan	Hari	Tua	(JHT)

•	 Jaminan	Pensiun	(JP)

•	 Jaminan	Kematian	(JK)

Based on law (UU) no.24 of 2011 on social security 

Administering Body, labour social security Administration 

Agency has functions to organize the social security 

program: [G4-4] [IR6]

•	 Work	Accident	Benefit

•	 Provident	Fund	Benefit

•	 Pension	Benefit

•	 Death	Benefit

•	 Memberikan	 perlindungan	 atas	 risiko-risiko	

kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, 

termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan 

dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan 

penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. 

•	 Manfaat	 JKK	 terdiri	 atas	 pelayanan	 kesehatan	

(perawatan dan pengobatan), santunan berbentuk 

uang, program kembali bekerja (return to work), 

kegiatan promotif dan preventif, rehabilitasi berupa 

alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese), 

dan beasiswa pendidikan anak  

•	 Penerima	 manfaat	 JKK	 adalah	 setiap	 orang,	

termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 

6 (enam) bulan di indonesia, yang telah membayar 

iuran yang terdiri dari Peserta Penerima Upah yang 

bekerja pada Pemberi kerja selain penyelenggara 

negara dan Peserta Bukan Penerima Upah. 

•	 Provide	 protection	 against	 risks	 of	 accidents	

occurring in the work relations, including accidents 

occurring on the way from home to work or vice 

versa and diseases caused by the work environment.

•	 Benefits	 of	 JKK	 consist	 of	 health	 services	 (care	

and treatment), cash compensation, return to 

work program, promotive and preventive activities, 

rehabilitation of orthese and/or prothese, and 

educational scholarships for children

•	 JKK	beneficiary	is	any	person,	including	a	foreigner	

who has worked for a minimum period of 6 (six) 

months in indonesia, who has paid contribution 

consisting of Wage earner participants working at 

the non-state administrator employer and a non-

Wage earner participants.
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PROGRAM JAMINAN HARI TUA
Provident Fund Benefit Program

•	 Jaminan	 Hari	 Tua	 adalah	 program	 perlindungan	

bagi tenaga kerja yang bertujuan untuk memberikan 

jaminan terhadap risiko-risiko sosial ekonomi, pada 

saat tenaga kerja telah memasuki usia pensiun, 

berhenti bekerja karena mengundurkan diri, 

terkena pemutusan hubungan kerja dan sedang 

tidak aktif bekerja di mana pun, atau peserta yang 

meninggalkan wilayah indonesia untuk selamanya. 

•	 Manfaat	 JHT	 adalah	 berupa	 uang	 tunai	 yang	

besarnya merupakan nilai akumulasi iuran ditambah 

hasil pengembangannya, yang dibayarkan.

•	 Penerima	 manfaat	 JHT	 adalah	 pekerja	 yang	 telah	

membayar iuran yang terdiri dari peserta Penerima 

Upah dan Bukan Penerima Upah. 

•	 Provident	Fund	Benefit	(JHT)	is	a	protection	program	

for workers, which aims to provide a guarantee 

against the social and economic risks, when the 

workers are retired, stop working due to resignation, 

affected by layoffs and are not actively working 

anywhere, or participants who leave the territory of 

indonesia forever. 

•	 JHT	is	in	the	form	of	cash	payment,	which	amount	

is the accumulated value of contributions plus 

investment returns.

•	 JHT	 beneficiaries	 are	 workers	 who	 have	 paid	

contributions consisting of Wage and non-Wage 

earners.

PROGRAM JAMINAN PENSIUN
Pension Benefit Program

•	 Jaminan	 Pensiun	 adalah	 jaminan	 sosial	 yang	

bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan 

yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya.

•	 Manfaat	 pensiun	 adalah	 sejumlah	 uang	 yang	

dibayarkan setiap bulan kepada peserta yang 

memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, 

atau kepada ahli waris bagi peserta yang meninggal 

dunia. 

•	 Penerima	 manfaat	 pensiun	 adalah	 peserta	 atau	

ahli waris peserta yang berhak menerima manfaat 

pensiun.

•	 Pension	Benefit	is	a	social	security	aims	to	maintain	

the standard of decent living for participants and/or 

their heirs.

•	 Pension	 benefit	 is	 the	 amount	 of	 money	 paid	

each month to the participants who have reached 

retirement age, suffer permanent total disability, or 

to the heirs of participants who pass away. 

•	 Pension	beneficiaries	are	participants	or	 their	heirs	

who are entitled to receive pension benefits.
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PROGRAM JAMINAN KEMATIAN
Death Benefit Program

•	 Jaminan	 Kematian	 diperuntukkan	 bagi	 ahli	 waris	

dari peserta program BPjs ketenagakerjaan yang 

meninggal bukan karena kecelakaan kerja. 

•	 Jaminan	 Kematian	 diberikan	 dalam	 bentuk	 yang	

terdiri atas santunan sekaligus, santunan berkala, 

biaya pemakaman dan beasiswa pendidikan anak, 

maupun santunan berupa uang.

•	 Manfaat	 Jaminan	Kematian	dibayarkan	 kepada	ahli	

waris peserta, apabila peserta meninggal dunia 

dalam masa aktif.

•	 Death	 benefit	 is	 dedicated	 to	 the	 heirs	 of	 Labour	

social security Administration Agency’s program 

participants who die due to non-work related 

accident. 

•	 Death	 benefit	 is	 paid	 in	 the	 form	 of	 lump	 sum	

compensation, periodic compensation, funeral 

expenses and scholarships for children.

•	 Death	Benefit	is	paid	to	the	participant’s	heirs,	if	the	

participant dies during the active period.

dalam menyelenggarakan program tersebut, BPjs 

ketenagakerjaan bertugas dan melakukan kegiatan 

meliputi:

1. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran 

Peserta; 

2. Memungut dan mengumpulkan iuran dari Peserta 

dan Pemberi kerja; 

3. Menerima Bantuan iuran dari Pemerintah; 

4. Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan 

Peserta; 

5. Membayarkan Manfaat dan/atau membiayai 

pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan 

program jaminan sosial. 

in implementing the programs, labour social security 

Administration Agency has duties and activities as follows:

1. Conducting and/or receiving membership 

registration;

2. Collecting and gathering contributions from 

participants and employers;

3. receiving contribution assistance from the 

government;

4. Managing social security Funds for the benefit of 

participants;

5. Paying benefits and/or financing health services 

in accordance with the provisions of the social 

security program.
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sTrUkTUr orgAnisAsi [G4-12]

organizational structure

struktur organisasi 

BPjs ketenagakerjaan 

ditetapkan sesuai 

dengan Peraturan 

direksi BPjs 

ketenagakerjaan 

nomor: 

Perdir/24/082016 

tentang struktur 

organisasi dan 

Tata kerja BPjs 

ketenagakerjaan.

The organizational 

structure of labour 

social security 

Administration Agency 

is determined based on 

labour social security 

Administration Agency 

Board of directors’ 

regulation no. 

Perdir/24/082016 

on organizational 

structure and Work 

Procedure of BPjs 

ketenagakerjaan.

DIVISI aNaLISa 
POrTOFOLIO

division of Portfolio 
Analysis 

DIVISI INVeSTaSI 
LaNgSUNg 

division of direct 
investment

DIVISI PaSar UaNg 
& PaSar MODaL

division of Money 
Market & Capital 

Market

DIreKTOraT PerLUaSaN & 
HUBUNgaN aNTar LeMBaga

directorate of expansion and 
inter-Agency relations

DIVISI PerLUaSaN 
KePerSerTaaN

division of 
Membership 
expansion

DIVISI PeNgeLOLaaN 
KePerSerTaaN 

division of 
Membership 
Management

DIVISI PeLaYaNaN & 
PeNgaDUaN 

division of services 
and Complaints

DIVISI HUBUNgaN 
aNTar LeMBaga 

WaSrIK

division of inter- 
Agency relations 

DIVISI 
PeNgeMBaNgaN 

JaMINaN

division of security 
development

DIreKTOraT 
PeNgeMBaNgaN 

INVeSTaSI

directorate of investment 
development

DIreKTOraT UTaMa

Main directorate

DIreKTOraT PeLaYaNaN

directorate of services

DeWaN PeNgaWaS

Board of Commissioners

KaNTOr WILaYaH

regional office

KaNTOr CaBaNg

Branch office
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DIVISI HUMaN 
CaPITaL

division of Human 
Capital

DIVISI 
PereNCaNaaN 

STraTegIS

division of strategic 
Planning

LearNINg OFFICe

DIVISI PeNgeMBaNgaN 
TeKNOLOgI INFOrMaSI 

division of information 
Technology 

development

DIVISI PeNgaDaaN

division of 
Procurement

DIVISI PeNgeLOLaaN 
aSeT & LaYaNaN UMUM

division of Assets 
and general Facilities 

Management

DIVISI OPeraSIONaL 
TeKNOLOgI INFOrMaSI

division of information 
Technology 
operations

DIVISI aKTUarI

division of Actuary

DIreKTOraT 
PereNCaNaaN 

STraTegIS & TeKNOLOgI

directorate of strategic 
Planning & information 

Technology

KOMITe gOOD 
gOVeMeNCe

good governance Committee

INSTITUT BPJS

BPjs institute

SaTUaN PeNgaWaS 
INTerNaL

internal Control Unit

DIVISI KePaTUHaN DaN 
HUKUM

division of Compliance and 
legal

DIVISI SeKreTarIS BaDaN

division of Board secretary

DIVISI KOMUNIKaSI

division of Communication

CHaNge MaNageMeNT 
OFFICe

STaF SeNIOr 
MaNaJeMeN

senior Management staff

DIreKTOraT UMUM 
DaN SDM

directorate of general Affairs 
and Human resources

DIVISI KeUaNgaN

division of Finance

DIVISI aKUNTaNSI  

division of 
Accounting

DIVISI MaNaJeMeN 
reSIKO

division of risk 
Management

DIreKTOraT KeUaNgaN

directorate of Finance

KOMITe MaNaJeMeN

Management Committee

KOMITe INVeSTaSI

investment Committee

KaNTOr CaBaNg PerINTIS

sub-branch office
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inForMAsi PeMegAng sAHAM 
shareholder information

enTiTAs AnAk dAn PerUsAHAAn AsosiAsi 
subsidiaries and Associates 

BPjs ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang 

dibentuk Pemerintah indonesia dan bertanggung jawab 

kepada Presiden. dengan demikian tidak ada kepemilikan 

saham atas BPjs ketenagakerjaan. [G4-7]

laporan ini tidak menyertakan informasi mengenai 

pemegang saham utama/pengendali dan jumlah nama 

pemegang saham beserta persentase kepemilikan saham 

masing-masing pada akhir tahun buku, baik pemegang 

saham yang memiliki lima persen atau lebih saham 

kepemilikan, anggota direksi dan dewan Pengawas 

yang memiliki saham, kelompok masyarakat sebagai 

pemegang saham, maupun institusi lokal, asing, individu 

lokal, dan individu asing. 

Hingga akhir tahun 2016 BPjs, ketenagakerjaan memiliki 

dua anak perusahaan. BPjs ketenagakerjaan tidak 

mempunyai kepemilikan saham pada perusahaan asosiasi 

maupun perusahaan ventura. 

labour social security Administration Agency is a public 

legal entity established by the government of indonesia 

and accountable to the President. Thus there is no 

shareholding of labour social security Administration 

Agency. [G4-7]

This report excludes information on the majority/

controlling shareholder, the number of shareholders’ 

names and percentage of shareholding at the end of 

fiscal year, whether shareholders owning five percent or 

more of shares, members of the Board of directors and 

Board of Commissioners who own shares, community as 

shareholders, as well as local and foreign institutions, or 

local and foreign individuals.

Until the end of 2016 labour social security Administration 

Agency has two subsidiaries. labour social security 

Administration Agency has no ownership of shares in 

associates or venture companies.

eNTITaS aNaK
subsidiaries

PT Binajasa abadikarya

kepemilikan saham: 99,99% shareholding: 99.99%

Bidang usaha: jasa pengerahan tenaga kerja dan jasa lainnya line of business: Manpower outsourcing and other services

Total aset: rp42.643.071.942 Total assets: rp42,643,071,942

Alamat:
jl. raya Condet no. 27 jakarta 13760
Telp. 021-8413331
Fax. 021-8414789
www.bijak.co.id

Address:
jl. raya Condet no. 27 jakarta 13760
Tel. 021-8413331
Fax. 021-8414789
www.bijak.co.id
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kronologi PenCATATAn sAHAM dAn 
PenCATATAn eFek lAinnyA 
Chronological listing of shares And other securities

sebagai badan hukum publik, BPjs ketenagakerjaan tidak 

melakukan penawaran dan pencatatan saham di Bursa 

efek indonesia maupun bursa efek lain. dengan demikian 

laporan ini tidak menyertakan informasi mengenai 

kronologi pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal 

dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir 

tahun buku.

sampai dengan akhir periode pelaporan, BPjs 

ketenagakerjaan juga tidak melakukan penawaran dan 

pencatatan efek lainnya. dengan demikian laporan 

ini tidak menyertakan informasi mengenai kronologi 

pencatatan efek lainnya meliputi nama efek, tahun 

penerbitan, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran dan 

peringkat efek.

As a public legal entity, labour social security 

Administration Agency does not conduct offering and 

listing of shares in indonesia stock exchange or other 

stock exchanges. Accordingly, this report does not 

include information regarding the chronology of listing, 

number of shares, nominal value and the offering price 

from the beginning of the listing to the end of the fiscal 

year.

Up to the end of the reporting period, labour social 

security Administration Agency did not offer or listed 

other securities. Therefore, this report does not include 

information on other securities listing chronology 

including name of securities, issue year, maturity date, 

offer value and securities rating.

eNTITaS aNaK
subsidiaries

PT Sinergi Investasi Properti

kepemilikan saham: 80.00 % shareholding: 80.00%

Bidang usaha: Properti line of business: Property

Total aset: rp1.418.713.261 Total assets: rp1,418,713,261

Alamat:
Menara jamsostek, gedung Utara lantai 3
jl. jend. gatot. subroto no.38, jakarta selatan 12930
Telp: 021- 52963929
Fax: 021- 52922421
E-mail:	sinergi.investasi.properti@gmail.com

Address:
jamsostek Tower, north Building 3rd Floor
jl. jend. gatot. subroto no.38, south jakarta 12930
Tel: 021- 52963929
Fax: 021- 52922421
E-mail:	sinergi.investasi.properti@gmail.com

63

BPJS KetenagaKerJaan
2017 Integrated Report



leMBAgA ProFesi PenUnjAng 
supporting Professional institutions

BPjs ketenagakerjaan tidak menggunakan jasa lembaga 

dan/atau profesi penunjang pasar modal, mengingat 

BPjs ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang 

tidak mencatatkan saham maupun efek lainnya. namun 

demikian BPjs ketenagakerjaan menggunakan jasa 

kantor akuntan publik (kAP) dan konsultan hukum, guna 

menunjang kegiatan operasional yang dijalankan.

labour social security Administration Agency does not 

use the services of capital market supporting institutions 

and/or professions, considering labour social security 

Administration Agency is a public legal entity that does 

not list its shares or other securities. However labour 

social security Administration Agency uses the services 

of public accounting firm (kAP) and legal consultants, to 

support its operational activities.

KeaNggOTaaaN PaDa aSOSIaSI [G4-16]

Association Membership

Nama asosiasi
Association name

Status Keanggotaan
Membership status

AseAn social security Association (AssA) Anggota	|	Member

international social security Association (issA) Anggota	|	Member

Asian Workers’ Compensation Forum Chairman

konsultan Hukum
legal Consultant

NINDYO & aSSOCIaTeS 
aTTOrNeY aT LaW 
aND CaPITaL MarKeT 
CONSULTaNT

eFFeNDY reMMY 
aTTOrNeY aND 
COUNSeLOr aT LaW

PerMaDI HarYaNTO 
LaW OFFICe

TSa aDVOCaTeS

alamat | address:
The H Tower, 16th Floor, 

suite B-2, jl. H.r. rasuna said 

kav. C20-21, jakarta, jakarta 

12940

Bentuk jasa diberikan
Type of services:
jasa konsultan hukum/

pembuatan legal opini

legal consultant services/

legal opinion

alamat | address:
lina 2nd Floor Building, suite 

205, jl. H.r. rasuna said kav. 

B-7. south jakarta 12910

Bentuk jasa diberikan
Type of services:
jasa bantuan hukum

legal aid services

alamat | address:
jalan Beunter nomor 1 Buah 

Batu, Bandung

Bentuk jasa diberikan
Type of services:
jasa bantuan hukum

legal aid services

alamat | address:
Batavia Tower,3rd Floor jl.  

k.H. Mas Mansyur kav. 126 

Central jakarta 

Bentuk jasa diberikan
Type of services:
jasa bantuan hukum

legal aid services
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PArA PekerjA 
The employees

jumlah karyawan BPjs ketenagakerjaan hingga akhir 

tahun 2016 ada 5.070 orang. Mereka terdiri dari 4.238 

pegawai tetap dan 832 calon pegawai. Penempatan 

mereka tersebar meliputi kantor pusat, kantor wilayah, 

kantor cabang dan kantor cabang di seluruh indonesia. 

[G4-9, G4-10]

The number of employees of labour social security 

Administration Agency until the end of 2016 there are 5,070 

people. They consist of 4,238 permanent employees and 

832 candidate employees. Their placements are spread 

over head office, regional offices, branch offices and sub 

branch offices across indonesia. [G4-9, G4-10]

KOMPOSISI KarYaWaN BerDaSarKaN STaTUS KePegaWaIaN [G4-10]

employee Composition by employment status

Status Kepegawaian
employment status

2016 2015 2014

Pria
Male

Wanita
Female

Pria
Male

Wanita
Female

Pria
Male

Wanita
Female

karyawan Tetap
Permanent employees

2.406 1.832 2.107 1.804 2.051 1.698

Calon Pegawai
employee Candidates

589 243 464 116 2 2

subtotal 2.995 2.075 2.571 1.920 2.053 1.700

Jumlah
Total

5.070 4.491 3.753

KOMPOSISI KarYaWaN BerDaSarKaN LOKaSI PeNeMPaTaN KerJa [G4-10]

employee Composition by Placement location

Lokasi Penempatan Kerja
Placement location

2016 2015 2014

Pria
Male

Wanita
Female

Pria
Male

Wanita
Female

Pria
Male

Wanita
Female

kantor Pusat
Head office

448 203 387 187 325 184

kantor Wilayah
regional office

163 110 158 110 163 109

kantor Cabang
Branch office

1.992 1.613 1.631 1.481 1.468 1.389

kantor Cabang Perintis
sub-branch office

462 149 395 142 97 18

subtotal 2.995 2.075 2.571 1.920 2.053 1.700

Jumlah
Total

5.070 4.491 3.753
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KOMPOSISI KarYaWaN BerDaSarKaN TINgKaT PeNDIDIKaN [G4-10]

employee Composition by educational level

Tingkat Pendidikan
educational level

2016 2015 2014

Pria
Male

Wanita
Female

Pria
Male

Wanita
Female

Pria
Male

Wanita
Female

Doktoral	|	doctoral 0 0 1 0 1 0

S2	|	graduate 222 103 179 87 169 78

S1	|	Undegraduate 2.437 1.456 1.934 1.370 1.449 1.166

diploma iV 10 0 7 0 7 0

diploma iii 188 432 278 362 182 327

diploma ii 0 0 0 1 0 1

diploma i 2 6 2 6 2 6

SLTA	|	senior High school 120 77 150 94 213 122

SLTP	|	junior High school 14 1 15 0 18 0

SD	|	elementary school 2 0 5 0 12 0

subtotal 2.995 2.075 2.571 1.920 2.053 1.700

Jumlah
Total

5.070 4.491 3.753

KOMPOSISI KarYaWaN BerDaSarKaN KeLOMPOK USIa [G4-10]

employee Composition by Age group

Kelompok Usia
Age group

2016 2015 2014

Pria
Male

Wanita
Female

Pria
Male

Wanita
Female

Pria
Male

Wanita
Female

>51 323 137 316 152 381 158

41 – 50 512 304 528 283 535 332

31 – 40 544 600 555 586 583 588

21 – 30 1.616 1.033 1.172 898 554 662

<20 0 1 0 1 0 0

subtotal 2.995 2.075 2.571 1.920 2.053 1.700

Jumlah
Total

5.070 4.491 3.753
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Berdasarkan keputusan Presiden (keppres) no.25/P/2016, 

pada 23 Februari 2016 Presiden mengangkat dan 

menetapkan direksi BPjs ketenagakerjaan. susunan 

direksi terdiri dari seorang direktur Utama dan enam 

orang direktur. Tidak ada direksi yang merangkap jabatan 

sebagai dewan Pengawas maupun jabatan di tempat lain.

Based on the Presidential decree (keppres) no.25/P/2016, 

on February 23, 2016 the President appointed and 

authorized the Board of directors of labour social 

security Administration Agency. The composition of the 

Board of directors consists of a President director and 

six directors. no Board of directors concurrently served 

as Board of Commissioners or positions at other place.

DIreKSI BPJS KeTeNagaKerJaaN
Board of directors of labour social security Administration Agency

Nama
name

Jabatan
Position

Agus susanto
direktur Utama
President director

krishna syarif
direktur Pengembangan investasi
director of investment development

evi Afiatin
direktur Pelayanan
director of services

e. ilyas lubis
direktur Perluasan kepesertaan dan Hubungan Antar lembaga
director of Membership expansion and inter-Agency relations

Amran nasution
direktur keuangan
director of Finance

sumarjono
direktur Perencanaan strategis dan Teknologi informasi
director of strategic Planning & information Technology

naufal Mahfudz direktur Umum dan sumber daya Manusia
director of general Affairs and Human resources
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Tempat dan tanggal lahir:
Tulungagung, 12 Agustus 1963
Usia 53 tahun

Place and date of birth:
Tulungagung, August 12, 1963
Age: 53 years old

kewarganegaraan indonesia, 
domisili di depok

indonesian citizen, domiciled in 
depok

riwayat Pendidikan
•	 Magister	Manajemen	

Universitas gajah Mada, 
yogyakarta 

•	 Sarjana	Ilmu	Sosial	dan	Ilmu	
Politik Universitas gajah Mada, 
yogyakarta 

•	 INSEAD,	Fontainebleau	
Perancis

History of education
•	 Master	of	Management	

from gajah Mada University, 
yogyakarta

•	 Bachelor	of	Social	and	Political	
sciences from gajah Mada 
University, yogyakarta

•	 INSEAD,	Fontainebleau	France

riwayat jabatan:
•	 Dasar	hukum	penunjukan:	

keppres no.25/P/2016

•	 Pengalaman	kerja:
1. senior Vice President CiMB 

niaga
2. Presiden komisaris PT niaga 

Managemen Citra
3. Presiden direktur dana 

Pensiun Bank CiMB niaga
4. Head of securities services 

and non Bank Financial 
institution CiMB niaga

5. group Head investment 
services Bank niaga

6. division  Head Custody 
services Bank niaga

job History
•	 Legal	basis	for	the	

appointment: Presidential 
decree no.25/P/2016

•	 Work	experience:
1. senior Vice President of 

CiMB niaga
2. President Commissioner of 

PT niaga Manajemen Citra
3. President director of Bank 

CiMB niaga Pension Fund
4. Head of securities services 

and non Bank Financial 
institution of CiMB niaga

5. group Head of investment 
services of Bank niaga

6. division Head of Custody 
services of Bank niaga

Periode jabatan: 2016-2021 Term of office: 2016-2021

agus susanto
direktur Utama
President director
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krIshna syarIf
direktur Pengembangan investasi 
director of investment development

Tempat dan tanggal lahir:
yogyakarta, 28 oktober 1967
Usia 49 tahun

Place and date of birth:
yogyakarta, october 28, 1967
Age: 49 years old

kewarganegaraan indonesia, 
domisili di jakarta

indonesian citizen, domiciled in 
jakarta

riwayat Pendidikan
•	 University	of	Iowa,	USA
•	 University	of	Oxford,	Inggris

History of education
•	 University	of	Iowa,	USA
•	 University	of	Oxford,	UK

riwayat jabatan:
•	 Dasar	hukum	penunjukan:	

keppres no.25/P/2016

•	 Pengalaman	kerja:
1. direktur komersil PT Pupuk 

sriwidjaja
2. direktur keuangan dan 

investasi Tugu Mandiri life 
insurance

3. direktur keuangan PT 
Timah, Tbk (Persero)

4. Plt direktur Utama MVi (PT 
Bahana Artha Ventura)

5. VP investment Banking PT 
Bahana securities

6. relationship Manager 
Citibank

7. Pengalaman di perbankan 
lainnya

job History
•	 Legal	basis	for	the	

appointment: Presidential 
decree no.25/P/2016

•	 Work	experience:
1. Commercial director of PT 

Pupuk sriwidjaja
2. director of Finance and 

investment of Tugu Mandiri 
life insurance

3. Finance director of PT 
Timah, Tbk (Persero)

4. Acting President director 
of MVi (PT Bahana Artha 
Ventura)

5. VP investment Banking of 
PT Bahana securities

6. relationship Manager of 
Citibank

7. other experiences in 
banking

Periode jabatan: 2016-2021 Term of office: 2016-2021
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evI afIatIn
direktur Pelayanan 
director of services

Tempat dan tanggal lahir:
kuningan, 06 Agustus 1969 
Usia 47 tahun

Place and date of birth: 
kuningan, August 6, 1969
Age: 47 years old

kewarganegaraan indonesia, 
domisili di jakarta

indonesian citizen, domiciled in 
jakarta

riwayat Pendidikan
•	 Master	of	Applied	Finance	dari	

Melbourne University, Australia

•	 Master	of	Engineering	dari	
University of Wales, inggris

•	 Sarjana	Teknik	Kimia	dari	
institut Teknologi Bandung

•	 Lulus	Sertifikasi	Manajemen	
risiko level 5

•	 Lulus	CFA	Level	1

History of education
•	 Master	of	Applied	Finance	

from Melbourne University, 
Australia

•	 Master	of	Engineering	from	
the University of Wales, Uk

•	 Bachelor	of	Chemical	
engineering from Bandung 
institute of Technology

•	 Risk	Management	Certification	
level 5

•	 CFA	Level	1

riwayat jabatan:
•	 Dasar	hukum	penunjukan:	

keppres no.25/P/2016

•	 Pengalaman	kerja:
1. direktur Manajemen risiko 

& kepatuhan PT Bank 
Mualamat Tbk

2. kepala Manajemen risiko & 
Credit Approval Bri syariah

3. kepala Credit Underwriting 
PT Bii MayBank Tbk.

4. direktur keuangan & 
Administrasi Bosowa 
nusantara Motor

job History
•	 Legal	basis	for	the	

appointment: Presidential 
decree no.25/P/2016

•	 Work	experience:
1. director of risk & 

Compliance Management of 
PT Bank Mualamat Tbk

2. Head of risk Management 
& Credit Approval of Bri 
syariah

3. Head of Credit Underwriting 
of PT Bii MayBank Tbk.

4. director of Finance & 
Administration of Bosowa 
nusantara Motor

Periode jabatan: 2016-2021 Term of office: 2016-2021

73

BPJS KetenagaKerJaan
2017 Integrated Report



e. ILyas LuBIs
direktur Perluasan kepesertaan dan Hubungan Antar lembaga
director of Membership expansion and inter-Agency relations

Tempat dan tanggal lahir:
jakarta, 12 Agustus 1960
Usia 56 tahun

Place and date of birth: jakarta, 
August 12, 1960
Age: 56 years old

kewarganegaraan indonesia, 
domisili di jakarta

indonesian citizen, domiciled in 
jakarta

riwayat Pendidikan
•	 Sarjana	Ekonomi	Universitas	

jayabaya, jakarta

History of education
•	 Bachelor	of	Economics	of	

jayabaya University, jakarta

riwayat jabatan:
•	 Dasar	hukum	penunjukan:	

keppres no.25/P/2016

•	 Pengalaman	kerja:
1. kepala kantor Wilayah jawa 

Timur BPjs ketenagakerjaan

2. kepala divisi Perluasan 
kepesertaan BPjs 
ketenagakerjaan

3. kepala divisi Pengembangan 
kepesertaan PT jamsostek 
(Persero)

4. kepala divisi operasi PT 
jamsostek (Persero)

5. kepala kantor Wilayah 
jawa Barat PT jamsostek 
(Persero)

6. kepala Biro Humas PT 
jamsostek (Persero)

7. kepala Biro sekretariat 
Perusahaan PT jamsostek 
(Persero)

job History
•	 Legal	basis	for	the	

appointment: Presidential 
decree no.25/P/2016

•	 Work	experience:
1. Head of of east java 

regional office 
labour social security 
Administration Agency

2. Head of Membership 
expansion division of 
labour social security 
Administration Agency 

3. Head of development 
division of PT jamsostek 
(Persero)

4. Head of operations division 
of PT jamsostek (Persero)

5. Head of West java regional 
office of PT jamsostek 
(Persero)

6. Head of Public relations 
Bureau of PT jamsostek 
(Persero)

7. Head of the Corporate 
secretariat of PT jamsostek 
(Persero)

Periode jabatan: 2016-2021 Term of office: 2016-2021
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amran nasutIon
direktur keuangan 
director of Finance

Tempat dan tanggal lahir:
1 desember 1965
Usia 51 tahun.

Place and date of birth: 
december 1, 1965
Age: 51 years old

kewarganegaraan indonesia, 
domisili di jakarta

indonesian citizen, domiciled in 
jakarta

riwayat Pendidikan
•	 Sarjana	Ekonomi	Universitas	

Trisakti, jakarta

History of education
•	 Bachelor	of	Economics	from	

Trisakti University, jakarta

riwayat jabatan:
•	 Dasar	hukum	penunjukan:	

keppres no.25/P/2016

•	 Pengalaman	kerja:
1. direktur PT Bank syariah 

Mandiri
2. kepala korporasi PT Bank 

syariah Mandiri
3. kepala Finance & investment 

Banking PT Bank syariah 
Mandiri

4. kepala Treasury & dana PT 
Bank syariah Mandiri

5. kepala Pembiayaan 
sekunder PT Bank syariah 
Mandiri

6. kepala Cabang Bandung 
Bank susila Bakti

job History
•	 Legal	basis	for	the	

appointment: Presidential 
decree no.25/P/2016

•	 Work	experience:
1. director of PT Bank syariah 

Mandiri
2. Head of Corporations of PT 

Bank syariah Mandiri
3. Head of Finance & 

investment Banking of PT 
Bank syariah Mandiri

4. Head of Treasury & Fund of 
PT Bank syariah Mandiri 

5. Head of secondary 
Financing of PT Bank syariah 
Mandiri

6. Head of Bandung Branch of 
Bank susila Bakti

Periode jabatan: 2016-2021 Term of office: 2016-2021
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sumarjono
direktur Perencanaan strategis dan Teknologi informasi 
director of strategic Planning & information Technology

Tempat dan tanggal lahir:
kulonprogo, 11 september 1968
Usia 48 tahun

Place and date of birth: 
kulonprogo, september 11, 1968
Age: 48 years old

kewarganegaraan indonesia, 
domisili di depok

indonesian citizen, domiciled in 
depok 

riwayat Pendidikan
•	 S2	Jurusan	Matematika	

(konsentrasi Bidang Aktuaria) 
oregon state University, UsA

•	 S1	Jurusan	Matematika	Institut	
Teknologi Bandung

History of education
•	 Master	of	Mathematics	

(Actuarial Concentration) from 
oregon state University, UsA

•	 Bachelor’s	degree	from	
department of Mathematics, 
Bandung institute of 
Technology

riwayat jabatan:
•	 Dasar	hukum	penunjukan:	

keppres no.25/P/2016

•	 Pengalaman	kerja:
1. direktur statistik dan 

informasi iknB – ojk

2. direktur Pengawasan 
khusus dan Penyidikan iknB 
– ojk

3. kepala Bagian Analisis 
keuangan Perasuransian - 
kementerian keuangan

4. kepala Bagian Analisis 
Penyelenggaraan Usaha 
Perasuransian - kementerian 
keuangan

5. kepala sub Bagian 
Pengawasan Asuransi i - 
kementerian keuangan

job History
•	 Legal	basis	for	the	

appointment: Presidential 
decree no.25/P/2016

•	 Work	experience:
1. director of statistics and 

information of non Bank 
Financial institution (iknB) - 
ojk

2. director of special 
supervision and 
investigation of iknB - ojk

3. Head of Financial Analysis 
of insurance - Ministry of 
Finance

4. Head of Analysis of 
insurance Business 
operation- Ministry of 
Finance

5. Head of insurance 
supervision i sub division - 
Ministry of Finance

Periode jabatan: 2016-2021 Term of office: 2016-2021
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naufaL mahfuDz
direktur Umum dan sumber daya Manusia
director of general Affairs and Human resources

Tempat dan tanggal lahir: jakarta, 9 April 
1967 Usia 49 tahun

Place and date of birth: jakarta, April 9, 1967 
Age: 49 years old

kewarganegaraan indonesia, domisili di 
Bogor

indonesian citizen, domiciled in Bogor

riwayat Pendidikan
•	 Kandidat	Doktor	Sekolah	Bisnis	dan	

Manajemen, institut Pertanian Bogor

•	 S2	-	Magister	Manajemen,	PPM	Graduate	
school of Management

•	 S1	-	Jurusan	Sosial	Ekonomi	Perikanan,	
institut Pertanian Bogor

•	 Certified	Assessor	of	Competency,	Badan	
nasional sertifikasi Profesi

•	 Certified	of	Diploma	on	International	
labor standards, internasional labour 
organization (ilo)

•	 Certified	of	Asia	Personnel	Manager	
Training Program, japan Federation of 
employer’s Association

History of education
•	 Doctoral	Candidate	of	Business	School	

and Management, Bogor institute of 
Agriculture

•	 Master	of	Management,	PPM	Graduate	
school of Management

•	 Bachelor’s	degree	-	Department	of	
Fisheries social economics, Bogor 
institute of Agriculture

•	 Certified	Assessor	of	Competency,	
national Board of Professional 
Certification

•	 Certified	of	Diploma	on	International	
labor standards, international labor 
organization (ilo)

•	 Certified	of	Asia	Personnel	Manager	
Training Program, japan Federation of 
employers’ Association

riwayat jabatan:
•	 Dasar	hukum	penunjukan:	Keppres	

no.25/P/2016
•	 Pengalaman	kerja:

1. direktur sdM dan Umum, Perum lkBn 
Antara

2. komisaris PT iMQ Multimedia Utama

3. direktur sdM dan keuangan PT iMQ 
Multimedia Utama

4. general Manager sdM dan Umum, 
Perum lkBn AnTArA

job History
•	 Legal	basis	for	the	appointment:	

Presidential decree no.25/P/2016
•	 Work	experience:
1. director of Human resources and 

general Affairs, Perum lkBn Antara
2. Commissioner of PT iMQ Multimedia 

Utama
3. director of Human resources and 

Finance of PT iMQ Multimedia Utama
4. general Manager of Human resources 

and general, Perum lkBn Antara

Periode jabatan: 2016-2021 Term of office: 2016-2021

information on education and/or training attended by members 

of the Board of directors to improve competencies during the 

fiscal year as well as information on affiliated relations with other 

members of the Board of directors and with members of the 

Board of Commissioners are presented in the good governance 

Chapter. 

informasi mengenai pendidikan dan/atau pelatihan yang 

telah diikuti anggota direksi untuk meningkatkan kompetensi 

dalam tahun buku serta informasi hubungan afiliasi dengan 

anggota direksi lainnya dan dengan anggota dewan Pengawas, 

disampaikan pada Bab Tata kelola yang Baik.
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Berdasarkan keputusan Presiden (keppres) no.25/P/2016, 

pada 23 Februari 2016 Presiden mengangkat dan 

menetapkan dewan Pengawas BPjs ketenagakerjaan. 

susunan dewan Pengawas terdiri dari seorang ketua dan 

enam orang anggota. sesuai dengan Pakta integritas, 

sampai dengan akhir periode pelaporan tidak ada 

anggota dewan Pengawas yang merangkap jabatan 

sebagai pejabat eksekutif atau pejabat tata kelola lain di 

luar BPjs ketenagakerjaan.

Based on the Presidential decree (keppres) no.25/P/2016, 

on February 23, 2016 the President appointed and 

authorized Board of Commissioners of labour social 

security Administration Agency. The composition of the 

Board of Commissioners consisted of a Chairman and six 

members. in accordance with the integrity Pact, until the 

end of the reporting period there was no member of the 

Board of Commissioners who concurrently served as an 

executive officer or other governance officer other than 

for labour social security Administration Agency.

DeWaN PeNgaWaS BPJS KeTeNagaKerJaaN
Board of Commissioners of labour social security Administration Agency

Nama | name Jabatan | Position

guntur Witjaksono Ketua	|	Chairman

syafri Adnan Baharuddin Anggota	|	Member

eko darwanto Anggota	|	Member

rekson silaban Anggota	|	Member

M. Aditya Warman Anggota	|	Member

inda d. Hasman Anggota	|	Member

Poempida Hidayatulloh Anggota	|	Member
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guntur wItjaksono
ketua
Chairman

Tempat dan tanggal lahir:
semarang, 27 november 1960
Usia: 56 tahun

Place and date of birth:
semarang, november 27, 1960
age: 56 years old

Kewarganegaraan indonesia, 
domisili di jakarta

indonesian citizen, domiciled in 
jakarta

riwayat Pendidikan
•	 S2	Tokyo	University	of	

Agriculture and Technology

•	 S1	Institut	Pertanian	Bogor

History of education
•	 Master’s	degree	from	Tokyo	

University of Agriculture and 
Technology

•	 Bachelor’s	degree	from	Bogor	
institute of Agriculture

riwayat Jabatan:
•	 Dasar	hukum	penunjukan:	

keppres no.25/P/2016

•	 Pengalaman	kerja:
1. staf Ahli Menteri Bidang 

kerjasama internasional
2. direktur Penempatan 

Tenaga kerja luar 
negeri, ditjen Binapenta, 
kemnakertrans

3. kepala Pusat Administrasi 
kln, setjen depnakertrans

Job History
•	 Legal	basis	for	the	

appointment: Presidential 
decree no.25/P/2016

•	 Work	experience:
1. expert staff of Minister of 

international Cooperation
2. director of Foreign 

Workers Placement, 
directorate general of 
Manpower development 
and Placement, Ministry 
of Manpower and 
Transmigration

3. Head of kln Administration 
Center, secretariat 
general of Manpower and 
Transmigration

Periode Jabatan: 2016-2021 Term of Office: 2016-2021
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syafrI aDnan BaharuDDIn
Anggota
Member

Tempat dan tanggal lahir:
jakarta, 23 April 1959
Usia: 57 tahun

Place and date of birth:
jakarta, April 23, 1959
age: 57 years old

Kewarganegaraan indonesia, 
domisili di jakarta

indonesian citizen, domiciled in 
jakarta

riwayat Pendidikan
•	 S3	Kebijakan	Publik	di	

Universitas gajah Mada

•	 Master	of	Business	
Administration dari University 
of rochester, new york, UsA

•	 D4	Akuntansi	Sekolah	Tinggi	
Akuntansi negara

History of education
•	 Doctoral	Degree	in	Public	

Policy from gajah Mada 
University

•	 Master	of	Business	
Administration from University 
of rochester, new york, UsA

•	 Diploma	4	in	Accounting	of	
state College of Accounting

riwayat Jabatan:
•	 Dasar	hukum	penunjukan:	

keppres no.25/P/2016

•	 Pengalaman	kerja:
1. duta Besar ri untuk WTo di 

jenewa
2. Tenaga Ahli Menteri 

keuangan Bidang 
Manajemen Akuntansi dan 
Pelaporan keuangan negara

3. komisaris PT PnM Venture 
Capital

4. komisaris PT geo dipa 
energi

5. Pengajar pada Universitas 
indonesia Program s2 
MAksi

Job History
•	 legal basis for the 

appointment: Presidential 
decree no.25/P/2016

•	 Work	experience:
1. indonesian Ambassador to 

WTo in geneva
2. expert at the Minister of 

Finance for Accounting 
Management and state 
Financial reporting

3. Commissioner of PT PnM 
Venture Capital

4. Commissioner of PT geo 
dipa energi

5. lecturer at the University of 
indonesia Master Program 
of Accounting

Periode Jabatan: 2016-2021 Term of Office: 2016-2021
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Tempat dan tanggal lahir:
grobogan, 2 April 1970
Usia: 46 tahun

Place and date of birth:
grobogan, April 2, 1970
age: 46 years old

Kewarganegaraan indonesia, 
domisili di jakarta

Indonesian citizen, domiciled in 
Jakarta

riwayat Pendidikan
•	 Universitas	Nasional,	Fakultas	

sastra, jurusan Bahasa inggris
•	 Akademi	Bahasa	Asing	

indonesia, jurusan Bahasa 
inggris

History of education
•	 National	University,	Faculty	of	

letters, english department
•	 Indonesian	Foreign	Language	

Academy, english department

riwayat Jabatan:
•	 Dasar	hukum	penunjukan:	

keppres no.25/P/2016

•	 Pengalaman	kerja:
1. ketua dewan Pimpinan 

Pusat sArBUMUsi (sarikat 
Buruh Muslimin indonesia)

2. ketua Umum Pimpinan 
Pusat Federasi sArBUMUsi 
rTMM gArTek

3. Pokja sarbumusi tentang 
Hubungan industrial dan 
jamsos

4. sistim jaminan nasional 
Watch ketua yayasan 
Tenaga Terampil nusantara, 
Wiraswasta

Job History
•	 Legal	basis	for	the	

appointment: Presidential 
decree no.25/P/2016

•	 Work	experience:
1. Chairman of the Central 

executive Board of 
sArBUMUsi (indonesian 
Muslim labor Union)

2. Chairman of the Central 
leadership Federation of 
sArBUMUsi rTMM gArTek

3. sarbumusi Working group 
on industrial relations and 
social security

4. national guarantee system 
Watch, Chairman of yayasan 
Tenaga Terampil nusantara, 
entrepreneur

Periode Jabatan: 2016-2021 Term of Office: 2016-2021

eko Darwanto
Anggota

Member

83

BPJS KetenagaKerJaan
2017 Integrated Report



rekson sILaBan
Anggota
Member

Tempat dan tanggal lahir:
siantar, 08 Mei 1966
Usia: 50 tahun

Place and date of birth: Siantar, 
May 8, 1966
age: 50 years old

Kewarganegaraan indonesia, 
domisili di jakarta

Indonesian citizen, domiciled in 
Jakarta

riwayat Pendidikan
•	 Sarjana	Ekonomi	Universitas	

simalungun

History of education
•	 Bachelor	of	Economics	from	

Simalungun University

riwayat Jabatan:
•	 Dasar	hukum	penunjukan:	

keppres no.25/P/2016

•	 Pengalaman	kerja:
1. Penasehat di Majelis 

Penasihat organisasi (MPo) 
ksBsi

2. dewan komisaris di PT 
jamsostek

3. dewan Pengarah di 
international labour 
organization (ilo)

Job History
•	 Legal	basis	for	the	

appointment: Presidential 
Decree No.25/P/2016

•	 Work	experience:
1. advisor in the 

Organizational advisory 
Council (MPO) of KSBSI

2. Board of Commissioners at 
PT Jamsostek

3. advisory Board of the 
International Labor 
Organization (ILO)

Periode Jabatan: 2016-2021 Term of Office: 2016-2021
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m aDItya warman
Anggota
Member

Tempat dan tanggal lahir:
15 januari 1973
Usia: 43 tahun

Place and date of birth: January 
15, 1973
age: 43 years old

Kewarganegaraan indonesia, 
domisili di jakarta

Indonesian citizen, domiciled in 
Jakarta

riwayat Pendidikan
•	 Strategic	General	Management	

di national University of 
singapore

•	 S2	Strategic	Management	di	
Universitas gajah Mada

•	 S1	Psikologi	Industri	di	
Universitas Muhammadiyah 
surakarta

History of education
•	 Strategic	General	

Management at National 
University of Singapore

•	 Master	of	Strategic	
Management at gajah Mada 
University

•	 Bachelor	of	Industrial	
Psychology at Muhammadiyah 
University of Surakarta

riwayat Jabatan:
•	 Dasar	hukum	penunjukan:	

keppres no.25/P/2016

•	 Pengalaman	kerja:
1. secretary general yayasan 

Amaliah Astra
2. Board koperasi PT Astra 

international Tbk
3. Head of Corporate 

industrial relations PT. Astra 
international Tbk.

4. industrial relations dept. 
Head PT Astra international 
Tbk.

5. Hr, gA & eHs senior 
Manager PT yutaka 
Manufacturing indonesia

Job History
•	 Legal	basis	for	the	

appointment: Presidential 
Decree No.25/P/2016

•	 Work	experience:
1. Secretary general of 

amaliah astra Foundation
2. Cooperative Board of  PT 

astra International Tbk
3. Head of Corporate 

Industrial relations of PT. 
astra International Tbk.

4. Industrial relations 
Dept. Head of PT astra 
International Tbk.

5. Hr, ga & eHS Senior 
Manager of PT Yutaka 
Manufacturing Indonesia

Periode Jabatan: 2016-2021 Term of Office: 2016-2021
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Tempat dan tanggal lahir:
jakarta, 29 April 1961 Usia: 55 
tahun

Place and date of birth:
jakarta, April 29, 1961 Age: 55 
years old

kewarganegaraan indonesia, 
domisili di jakarta

indonesian citizen, domiciled in 
jakarta

riwayat Pendidikan
•	 Magister	of	Management	

(MM) in Business dari BinUs 
Business school

•	 Business	Administration	
Course di international 
Correspondence school 
singapore

•	 Program	Spesialisasi	Notaris	
Publik di Universitas indonesia

•	 Sarjana	Hukum	Privat	
internasional dari Universitas 
Padjadjaran

History of education:
•	 Master	of	Management	(MM)	in	

Business from BinUs Business 
school

•	 Business	Administration	
Course at international 
Correspondence school, 
singapore

•	 Public	Notary	Specialization	
Program at University of 
indonesia

•	 Bachelor	of	International	
Private law from Padjadjaran 
University

riwayat jabatan:
•	 Dasar	hukum	penunjukan:	

keppres no.25/P/2016

•	 Pengalaman	kerja:
1. President director dgs Hr 

services (PMA)

2. director kAriM Business 
Consulting

3. division Head of Human 
resources Bank syariah 
Mandiri

4. Vice President Human 
resources relationship 
for Corporate and iB & M 
Business HsBC indonesia

5. Assistant Vice President - 
Human resources division 
ABn AMro Bank n.V. 
jakarta

job History
•	 Legal	basis	for	the	

appointment: Presidential 
decree no.25/P/2016

•	 Work	experience:
1. President director of 

dgs Hr services (Foreign 
investment Company)

2. director of kAriM Business 
Consulting

3. division Head of Human 
resources of Bank syariah 
Mandiri

4. Vice President of Human 
resources relationship 
for Corporate and iB & M 
Business of HsBC indonesia

5. Assistant Vice President - 
Human resources division 
of ABn AMro Bank n.V. 
jakarta

Periode jabatan: 2016-2021 Term of office: 2016-2021

InDa D hasman
Anggota
Member
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Tempat dan tanggal lahir:
sukabumi, 18 Maret 1972 Usia 44 tahun

Place and date of birth: 
sukabumi, March 18, 1972 Age 44 years old

kewarganegaraan indonesia, domisili di 
jakarta

indonesian citizen, domiciled in jakarta

riwayat Pendidikan
•	 Imperial	College	of	Science,	Technology	

and Medicine, Mechanical engineering 
department

•	 Bachelor	of	Engineering	University	of	
Bristol

•	 Tresham	College,	Northamptonshire,	A	
levels

•	 Sarjana	Teknik	Institut	Teknologi	
Bandung

History of education
•	 Imperial	College	of	Science,	Technology	

and Medicine, Mechanical engineering 
department

•	 Bachelor	of	Engineering,	University	of	
Bristol

•	 Tresham	College,	Northamptonshire,	A	
levels

•	 Bachelor	of	Engineering,	Bandung	
institute of Technology 

riwayat jabatan:
•	 Dasar	hukum	penunjukan:	Keppres	

no.25/P/2016
•	 Pengalaman	kerja:

1. Wakil ketua Tim Pengawas Tki dPr ri

2. ketua delegasi gksB dPr ri 
indonesia-spanyol

3. Anggota dPr ri (komisi iX) periode 
2009 – 2014

4. President & Ceo PT Viron energy
5. dosen Fakultas Teknik Universitas 

Mercu Buana – jakarta

job History
•	 Legal	basis	for	the	appointment:	

Presidential decree no.25/P/2016
•	 Work	experience:

1. Vice Chairman of indonesian Migrant 
Worker (Tki) supervisory Team of 
House of representatives (dPr ri)

2. Chairman of gksB delegation of 
House of representatives (dPr ri) 
indonesia-spain

3. Member of the House of 
representatives (Commission iX) for 
the period 2009 - 2014

4. President & Ceo of PT Viron energy
5. lecturer at Faculty of engineering, 

University of Mercu Buana - jakarta

Periode jabatan: 2016-2021 Term of office: 2016-2021

poempIDa hIDayatuLLoh
Anggota
Member

information on education and/or 

training attended by members of the 

Board of Commissioners to improve 

competencies during the fiscal year as 

well as information on affiliated relations 

with other members of the Board of 

Commissioners and with members of the 

Board of directors are presented in the 

good governance Chapter.

informasi mengenai pendidikan dan/

atau pelatihan yang telah diikuti anggota 

dewan Pengawas untuk meningkatkan 

kompetensi dalam tahun buku serta 

informasi hubungan afiliasi dengan 

anggota dewan Pengawas lainnya dan 

dengan anggota direksi disampaikan pada 

Bab Tata kelola yang Baik.

pernyataan InDepenDensI 

dewan Pengawas BPjs ketenagakerjaan tidak memiliki 

anggota independen yang telah menjabat lebih dari dua 

periode. dengan demikian laporan ini tidak menyertakan 

pernyataan independen dari anggota dewan Pengawas 

dimaksud.

statement of InDepenDence

Board of Commissioners of labour social security 

Administration Agency did not have an independent 

member who has served more than two periods. 

Accordingly, this report did not include any statements 

of independence from such members of the Board of 

Commissioners.
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sesuai laporan Badan Pusat statistik (BPs) republik 

indonesia, angka pertumbuhan ekonomi nasional pada 

tahun 2016 mencapai 5,02%. Angka tersebut lebih tinggi 

dari tahun 2015 sebesar 4,88%. 

Pertumbuhan ekonomi nasional dipengaruhi antara 

lain oleh kondisi perekonomian global di kuartal iV 

yang menunjukkan peningkatan. dari  sisi  produksi,  

pertumbuhan  tertinggi  dicapai  oleh  lapangan  Usaha  

jasa  keuangan  dan Asuransi  sebesar  8,90%.  dari  sisi  

pengeluaran,  pertumbuhan  tertinggi  dicapai  oleh  

komponen Pengeluaran konsumsi lembaga non-Profit 

yang melayani rumah tangga  sebesar 6,62%.

According to the Central statistics Agency (BPs) of the 

republic of indonesia, national economic growth rate in 

2016 reached 5.02%. The rate was higher than in 2015 at 

4.88%.

The national economic growth was affected, among 

others, by the global economic conditions that showed 

an increase in the fourth quarter. in terms of production, 

the highest growth was achieved by the Financial services 

and insurance Business at 8.90%. in terms of expenditure, 

the highest growth was achieved by the non-Profit 

institution Consumption expenditure Component which 

served households at 6.62%.

// TinjAUAn UMUM
GENERAL REVIEW
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secara umum, pertumbuhan ekonomi nasional masih 

menunjukkan tren menurun sejak tahun 2011. Hal ini 

berimbas pada kekhawatiran meningkatnya jumlah 

pengangguran terutama di tahun 2015, yang memiliki 

angka pertumbuhan ekonomi terendah sejak tahun 2009. 

kenyataannya, kekhawatiran tersebut tidak sepenuhnya 

terbukti. Pada dasarnya tenaga kerja indonesia memiliki 

daya fleksibilitas cukup baik terhadap siklus ekonomi. 

Mereka akan beralih ke sektor informal saat sektor formal 

mengalami penurunan. Hal ini mengakibatkan penurunan 

tingkat pengangguran sejak tahun 2005 sampai dengan 

tahun 2016, dari 11,24% menjadi 5,50%.

saat bersamaan, Pemerintah berupaya terus 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mendorong 

penyerapan tenaga kerja formal melalui penyediaan 

lapangan kerja. sejak september 2015, Pemerintah 

telah mengeluarkan 15 kebijakan paket ekonomi guna 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga kembali 

menuju tren positif di atas 5 persen pada tahun-tahun 

mendatang.

Pertumbuhan ekonomi mendorong terciptanya lapangan 

kerja dan jumlah tenaga kerja. Hal ini mendorong 

BPjs ketenagakerjaan untuk terus menambah jumlah 

kepesertaan, baik dari jumlah pekerja maupun pemberi 

kerja, seiring dengan kondisi ketenagakerjaan berdasar 

Proyeksi Bappenas 2013-2019. 

in general, the national economic growth was still 

showing a downward trend since 2011. This caused 

concerns of rising unemployment, especially in 2015, 

which had the lowest economic growth rate since 2009.

However, these concerns were not fully proven. 

indonesian workforce has considerable flexibility to 

economic cycle. They would switch to informal sector 

should the formal sector decline. This resulted in a 

decrease in the unemployment rate over 2005 to 2016, 

from 11.24% to 5.50%.

At the same time, the government is continuing to 

improve economic growth to encourage the absorption 

of formal manpower through the provision of jobs. 

since september 2015, the government has issued 15 

economic policy packages to boost economic growth to 

return to a positive trend above 5 percent in the coming 

years.

economic growth will drive job creation and number 

of manpower. This prompted labour social security 

Administration Agency to continue increasing the 

number of participants, both in numbers of workers and 

employers, in line with the employment conditions based 

on Bappenas Projection 2013-2019.

KONDISI KeTeNagaKerJaaN DI INDONeSIa 
employment Condition in indonesia

Uraian
description

2015 2016 2017 2018 Cagr

jumlah Penduduk
Total Population

247,6 250,2 252,7 255,1 1,00%

Penduduk Bekerja
Workforce

120 121,5 122,9 124,4 1,21%

Pekerja Penerima Upah
Wage earner Workers

48 48,6 49,1 49,7 1,17%

Pekerja Bukan Penerima Upah
non Wage earner Workers

72 72,9 73,8 74,7 1,23%

Sumber:	Proyeksi	Bappenas	2013-2019	|	Satuan	dalam	juta.
Source:	Bappenas	Projection	2013-2019	|	In	millions
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sesuai dengan rencana strategis 2014-2018 Perubahan 

ii, tahun 2016 memasuki tahapan Menuju operasi Unggul 

(Delivering Operational Excellence). sesuai tahapan 

tersebut, kegiatan kami ditujukan untuk memberikan 

kemudahan akses dan operasional bagi peserta di seluruh 

pelosok daerah di indonesia. 

kami bertekad, seluruh pekerja di indonesia harus dapat 

terjangkau pelayanan BPjs ketenagakerjaan dengan 

mudah. keberhasilan penerapan rencana strategis 2014 – 

2018 Perubahan ii pada tahun 2016 diukur menggunakan 

tolok ukur keberhasilan meliputi aspek kepesertaan, 

iuran, investasi, biaya dan aspek kualitatif lain termasuk 

pemberian manfaat bagi peserta.

strategi yang dilakukan di tahun 2016 ditujukan untuk 

memberikan kemudahan akses baik jenis maupun jumlah 

dan kemudahan operasional bagi peserta perusahaan 

dan tenaga kerja. Tenaga kerja indonesia yang tersebar 

di seluruh pelosok daerah baik di kota besar, kota 

kecil, bahkan sampai ke daerah pinggiran harus dapat 

menjangkau pelayanan BPjs ketenagakerjaan dengan 

mudah. 

strategi ini akan dilakukan antara lain dengan cara: 

1. kolaborasi untuk perluasan jaringan dan manfaat 

utama serta manfaat tambahan. 

2. implementasi sistem inspeksi yang efektif. 

3. Memperluas penggunaan inisiatif e-business. 

4. Memperkuat brand awareness dan meningkatkan 

kepercayaan publik. 

in accordance with strategic Plan 2014-2018 revision ii, 

the year 2016 entered the stage of delivering operational 

excellence. in accordance with this stage, our activities 

were aimed at providing easy access and operation for 

participants all over indonesia.

We are determined that all workers in indonesia should 

have easy to access labour social security Administration 

Agency services. successful implementation of the 

strategic Plan 2014 - 2018 revision ii in 2016 was 

measured by success benchmarking of membership, 

contribution, investment, expenses and other qualitative 

aspects including benefits for participants.

The strategies undertaken in 2016 were intended 

to provide easy access of both types, amount and 

operational for corporate and worker participants. 

indonesian workers across the regions, whether in big 

cities, small towns, even to the remote areas should be 

able to have easy access to the services of labour social 

security Administration Agency.

The strategies will be carried out, among others, through:

1. Collaboration for network expansion as well as key 

and additional benefits.

2. implementation of an effective inspection system.

3. expanding the use of e-business initiatives.

4. strengthen brand awareness and increase public trust.

// TinjAUAn oPerAsionAl 
kegiATAn 
OPERATIONAL ACTIVITY REVIEW
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LaBOUr SOCIaL SeCUrITY aDMINISTraTION ageNCY rOaDMaP

2018
WOrKerS
WeLFare
eSTaBLISHMeNT

2017
DeLIVerINg 
SerVICe 
exCeLLeNCe

2016
DeLIVerINg 
OPeraTIONaL 
exCeLLeNCe

2015
FULL PrOgraM 
OPeraTION

2014
SUSTaINaBILITY 
BeNeFIT & 
SerVICe

KePeSerTaaN

Membership

INVeSTaSI

investment

KePUaSaN 
PeLaNggaN

Customer satisfaction

BraND

WOrLD CLaSS SOCIaL SeCUrITY aDMINISTraTION

gOOD gOVerNaNCe & ZerO FraUD

eMPLOYer OF CHOICe

WOrLD CLaSS SMarT FINaNCIaL MaNageMeNT

LeaDINg gOOD INVeSTMeNT gOVerNaNCe

SUSTaINaBLe CUSTOMer INTIMaCY

WOrLD CLaSS SerVICeS

77%
Tenga Kerja Penerima Upah

Wage Earner Workers

10%
Tenga Kerja Bukan

Penerima Upah
Non-wage Earner Workers

Dana Kelolaan
Funds Under Management

Rp400
Triliun | Trillion

Indeks Kepuasan Pelanggan 
Customer Satisfaction Index

92%

Indeks Brand Equity
Brand Equity Index

85%

rOaD MaP BPJS KeTeNagaKerJaaN

93

BPJS KetenagaKerJaan
2017 Integrated Report



TUJUaN DaN  SaSaraN BPJS KeTeNagaKerJaaN:
goals and Targets of labour social security Administration Agency:

Tujuan
goal

Sasaran
Target

kepesertaan
Membership

Meningkatkan kepesertaan aktif dari 16,8 juta tenaga kerja pada tahun 2014 menjadi 45,66 juta 
tenaga kerja pada tahun 2018.
increase active membership from 16.8 million workers in 2014 to 45.66 million workers in 2018. 

Cakupan peserta mencapai 77% untuk tenaga kerja penerima upah dan 10% untuk tenaga kerja 
bukan penerima upah pada tahun 2018.
To achieve membership coverage of 77% for wage earner workers and 10% for non-wage 
earner workers in 2018.

keuangan dan investasi
Finance and investment

Meningkatkan dana kelola dan pendapatan investasi dari rp187 triliun dan rp18,1 triliun pada 
tahun 2014 menjadi rp402,66 triliun dan rp31,34 pada tahun 2018. 
To increase funds under management and return from investments from rp187 trillion and 
rp18.1 trillion in 2014 to rp402.66 trillion and rp31.34 in 2018.

layanan dan Manfaat
services and Benefits

Memberikan pelayanan mudah dan ramah hingga dicapai indeks kepuasan peserta 92% di tahun 
2018 dan menurunkan tingkat keluhan dibandingkan dengan jumlah klaim dari 0,05% di tahun 
2014 menjadi 0,01% di tahun 2018.
To provide convenient and friendly services to achieve the participant satisfaction index of 92% 
in 2018 and reduce the level of complaints compared with the number of claims from 0.05% in 
2014 to 0.01% in 2018.

Citra Perusahaan
Corporate Branding

Menggalakkan gerakan nasional jaminan sosial ketenagakerjaan sekaligus mensosialisasikan 
BPjs ketenagakerjaan di kalangan kerja hingga meningkatkan brand equity dari 40% di tahun 
2014 menjadi 85% di tahun  2018. 
Promote national movement of Manpower social security as well as disseminating labour 
social security Administration Agency among working community to improve brand equity 
from 40% in 2014 to 85% in 2018.

sumber daya Manusia
Human resources

Meningkatkan rasio strategic job readiness hingga mencapai 100% di tahun 2018. 
To increase strategic job readiness ratio up to 100% in 2018.

Teknologi informasi
information Technology

Meningkatkan iT readiness level dari 3,5 pada tahun 2014 menjadi 4,25 di tahun 2018. 
To improve iT readiness level from 3.5 in 2014 to 4.25 in 2018. 

organisasi
organization

Menjadikan BPjs ketenagakerjaan sebagai pusat informasi jaminan sosial berskala internasional 
dengan membangun corporate university and internalisasi learning culture.
To make labour social security Administration Agency as an international information center of 
social security by building corporate university and internalize learning culture.

Tata kelola yang Baik
good governance

Meningkatkan indeks ke angka 95 sampai akhir tahun 2018. 
To increase index to 95 by the end of 2018.

inspeksi dan Penegakan Hukum
inspection and law enforcement

Meningkatkan fungsi penegakan hukum atas tingkat kepesertaan tenaga kerja terhadap 
program BPjs ketenagakerjaan hingga meningkatkan kepatuhan peserta 80% di tahun 2018.
To improve law enforcement function on the level of manpower membership toward labour 
social security Administration Agency program to improve participants’ compliance to 80% in 
2018. 

kemitraan lembaga
institution Partnership

Meningkatkan kerja sama strategis dengan melakukan kolaborasi untuk perluasan jaringan dan 
manfaat dengan institusi-institusi di dalam maupun luar negeri.
To improve strategic cooperation by collaborating for expansion of network and benefits with 
institutions at home and abroad.
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TOLOK UKUr KeBerHaSILaN TaHUN 2014 - 2018
Achievement Benchmark 2014 – 2018

Uraian
description

2014 2015 2016

 KePeSerTaaN  MeMBerSHIP

Jumlah	Peserta	Aktif	|	Total Active Participants 19.713.879 19.275.061 22.633.082

COVerage SHare (%)

Pekerja	Penerima	Upah	|	Wage earner Workers 34,04 35,14 40,93

Pekerja	Bukan	Penerima	Upah	|	non Wage earner Workers 0,97 3,10 2,78

IUraN  CONTrIBUTION

Penerimaan	Iuran	(Rp	Miliar)	|	revenues from Contributions (rp billion) 28.534 35.944 48.527

INVeSTaSI

Dana	Investasi	(Rp	Miliar)	|	investment Funds (rp billion) 187.021 210.310 246.521

Hasil	Investasi	(Rp	Miliar)	|	investment returns (rp billion) 18.113 18.751 21.248

BIaYa USaHa  OPeraTINg exPeNSeS

expense ratio (%) 106,37 108,86 89,12

TOLOK UKUr KeBerHaSILaN TaHUN 2014 - 2018
Achievement Benchmark 2014 – 2018

Uraian
description

2017 2018 Cagr (%)

 KePeSerTaaN  MeMBerSHIP

Jumlah	Peserta	Aktif	|	Total Active Participants 29.104.792 45.663.981 28,42

COVerage SHare (%)

Pekerja	Penerima	Upah	|	Wage earner Workers 52,30 76,73 22,53

Pekerja	Bukan	Penerima	Upah	|	non Wage earner Workers 4,64 10,08 79,50

IUraN  CONTrIBUTION

Penerimaan	Iuran	(Rp	Miliar)	|	revenues from Contributions (rp billion) 61.649 106.112 38,91

INVeSTaSI

Dana	Investasi	(Rp	Miliar)	|	investment Funds (rp billion) 302.094 402.664 21,13

Hasil	Investasi	(Rp	Miliar)	|	investment returns (rp billion) 24.716 31.337 14,69

BIaYa USaHa  OPeraTINg exPeNSeS

expense ratio (%) 84,51 81,76 -6,37
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segMen kegiATAn
Activity segment

Berdasarkan UU no.24 Tahun 2011 Tentang BPjs, BPjs 

ketenagakerjaan bertugas dan melakukan kegiatan 

meliputi:

1. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta; 

2. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan 

pemberi kerja; 

3. Menerima bantuan iuran dari pemerintah; 

4. Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan 

peserta; 

5. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan 

kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan 

sosial. 

Program jaminan sosial ketenagakerjaan yang 

diselenggarakan mencakup: [G4-4]

a. jaminan kecelakaan kerja (jkk);

b. jaminan Hari Tua (jHT);

c. jaminan Pensiun (jP);

d. jaminan kematian (jk).

Based on law no.24 year 2011 About BPjs, labour 

social security Administration Agency has the duties and 

perform activities as follows:

1. Conducting and/or receiving membership registration;

2 Collecting and gathering contributions from 

participants and employers;

3. receiving contribution assistance from the 

government;

4. Managing social security Funds for the benefit of 

participants;

5. Paying benefits and/or financing health services in 

accordance with the provisions of the social security 

program.

labour social security programs include: [G4-4]

a. Work Accident Benefit (jkk) Program

b. Provident Fund Benefit (jHT) Program

c. Pension Benefit (jP) Program

d. death Benefit (jk) Program
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segMen kegiATAn PendAFTArAn PeserTA 
Participant registration Activity segment 

selama kurun waktu periode pelaporan, terjadi 

penambahan peserta aktif melalui pendaftaran peserta 

baru sebanyak 16.177.218 pekerja dan 126.352 perusahaan. 

realisasi akuisisi kepesertaan baru tahun 2016 mencapai 

96,29% dari target 16,80 juta pekerja dan 84,23% dari 

target 150.000 perusahaan.

during the reporting period, there were additional active 

participants through new membership registration as 

many as 16,177,218 workers and 126,352 companies. 

realization of new membership acquisition in 2016 

reached 96.29% of the target of 16.80 million workers 

and 84.23% of target of 150,000 companies.

PeNaMBaHaN KePeSerTaaN PerUSaHaaN DaN TeNaga KerJa TaHUN 2016
Additional Corporate and Manpower Membership 2016

Peserta dan Program
Participant and Program

rKaT 2016
realisasi

realization
Pencapaian (%)

Achievement (%)

PeNaMBaHaN PerUSaHaaN
aDDITIONaL COMPaNIeS

Jumlah	| Total 150.000 126.352 84,23%

PeKerJa PeNerIMa UPaH
Wage earNer WOrKerS

1 Program	JKK	|	jkk  Program 6.250.000 5.740.090 91,84%

2 Program	JHT		|	jHT  Program 5.401.218 5.074.376 93,95%

3 Program	JK	|	jk  Program 6.250.000 5.740.090 91,84%

4 Program	JP	|	jP  Program 4.544.000 2.351.522 51,75%

5 Jasa	Konstruksi	|	Construction services 9.250.000 8.573.285 92,68%

Jumlah	| Total (1+5) 15.500.000 14.313.375 92,34%

PeKerJa aKTIF BUKaN PeNerIMa UPaH
aCTIVe NON Wage earNer WOrKerS

1 Program	JKK	|	jkk  Program 1.300.000 1.863.843 143,37%

2 Program	JK	|	jk  Program 1.300.000 1.863.843 143,37%

3 Program	JHT		|	jHT  Program 412.549 122.008 28,56%

Jumlah	| Total (1+3) 1.300.000 1.863.843 143,37%

jumlah Penambahan kepesertaan
Total Additional Membership

16.800.000 16.177.218 96,29%
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jumlah peserta aktif BPjs ketenagakerjaan hingga 

31 desember 2016 mencapai 22.633.082 pekerja 

dan 361.972 pemberi kerja (perusahaan). Pencapaian 

tersebut bertambah dibanding jumlah peserta aktif BPjs 

ketenagakerjaan tahun 2015 yang terdiri dari 19.275.061 

pekerja dan 296.791 perusahaan. 

The number of active participants of labour social 

security Administration Agency as of december 31, 2016 

reached 22,633,082 workers and 361,972 employers 

(companies). The achievement increased compared 

to the number of active participants of labour social 

security Administration Agency in 2015 of 19,275,061 

workers and 296,791 companies. 

KePeSerTaaN PerUSaHaaN DaN TeNaga KerJa
Corporate and Worker Membership

No
Uraian
description

rKaT 2016
realisasi 2016

realization 2016
realisasi 2015

realization 2015
Pencapaian

Achievement

1
Perusahaan aktif
active Companies

350.000 361.972 296.791 103,42%

2
Tenaga Kerja aktif Penerima Upah
active Wage earner Workers

a. Program jkk
Work Accident Benefit Program

15.772.908 14.571.791 14.042.592 92,38%

b. Program jHT
Provident Fund Benefit Program

15.039.321 13.677.912 13.112.283 90,95%

c. Program jP
Pension Benefit Program

11.000.000 9.130.671 6.481.983 83,01 %

d. Program jk
death Benefit Program

15.772.908 14.571.791 14.042.592 99,71%

e. jasa konstruksi
Construction service

5.541.044 6.682.219 4.946.404 120,56%

jumlah Tenaga kerja Aktif Penerima 
Upah (a+e)
Total Active Wage earner Workers (a+e)

21.313.952 21.254.010 18.988.996 99,71%

3
Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah
active Non-Wage earner Workers 

a. Program jkk
Work Accident Benefit Program

604.592 1.379.072 286.065 228,10 %

b. Program jHT
Provident Fund Benefit Program

197.094 95.167 42.503 48,29%

c. Program jk
death Benefit Program

604.592 1.379.072 286.065 228,10 %

jumlah Tenaga kerja Aktif Penerima 
Upah (a+c)
Total Active Wage earner Workers (a+c)

604.592 1.379.072 286.065 228,10 %

4
Jumlah Tenaga Kerja aktif
Total active Workers

21.918.544 22.633.082 19.275.061 103,25%
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kepesertaan BPjs ketenagakerjaan masih didominasi 

pekerja penerima upah sebanyak 21.254.010 orang atau 

93,91% dari total pekerja peserta. Peserta dari pekerja 

bukan penerima upah (BPU) atau pekerja informal 

berjumlah 1.379.072 orang atau 0,06 % dari total pekerja 

peserta.

Wilayah kerja BPjs ketenagakerjaan meliputi seluruh 

wilayah indonesia, yang dilayani 11 kantor wilayah (kanwil). 

Pendaftaran terbanyak peserta baru selama tahun 

2016 ada di kanwil dki jakarta, dengan jumlah peserta 

mencapai 5.304.014 pekerja dan 69.194 perusahaan. 

Membership of labour social security Administration 

Agency Participation is still dominated by wage earners as 

many as 21,254,010 people or 93.91% of the total worker 

participants. Participants from non-wage workers (BPU) 

or informal workers amounted to 1,379,072 persons or 

0.06% of the total participant workers.

The working area of labour social security Administration 

Agency covers all parts of indonesia, which is served by 

11 regional offices (kanwil). The most recent registration 

of new participants during 2016 is in jakarta regional 

office, with the number of participants reaching 

5,304,014 workers and 69,194 companies.

KePeSerTaaN PerUSaHaaN TaHUN 2016 BerDaSarKaN WILaYaH
Corporate Membership 2016 By region

Kantor Wilayah
regional office

rKaT 
realisasi

realization
Pencapaian (%)

Achievement (%)
Komposisi

Composition

sumatera Bagian Utara
northern sumatra

34.903 32.483 93,07% 8,97%

sumatera Bagian selatan
southern sumatra

27.534 25.070 91,05% 6,93%

sumatera Barat dan riau
West sumatra and riau

27.592 24.771 89,78% 6,84%

dki jakarta 67.072 69.194 103,16% 19,12%

Banten 14.041 13.823 98,45% 3,82%

jawa Barat
West java

31.839 32.735 102,81% 9,04%

jawa Tengah dan di yogyakarta
Central java and yogyakarta

34.904 38.752 111,02% 10,71%

jawa Timur
east java

42.388 44.062 103,95% 12,17%

kalimantan 23.481 24.070 102,51% 6,65%

sulawesi dan Maluku
sulawesi and Maluku

27.486 33.861 123,19% 9,35%

Bali, nusa Tenggara dan Papua
Bali, nusa Tenggara and Papua

18.760 23.151 123,41% 6,40%

Jumlah
Total

350.000 361.972 103,42% 100,00%
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KePeSerTaaN TeNaga KerJa TaHUN 2016 BerDaSarKaN KaNTOr WILaYaH
Manpower Membership 2016 By region

Kantor Wilayah
regional office

rKaT 
realisasi

realization
Pencapaian (%)

Achievement (%)
Komposisi

Composition

sumatera Bagian Utara
northern sumatra

1.439.443 2.161.920 150,19% 145,45%

sumatera Bagian selatan
southern sumatra

1.135.427 1.408.919 124,09% 120,17%

sumatera Barat dan riau
West sumatra and riau

1.350.924 1.214.994 89,94% 87,10%

dki jakarta 5.306.663 4.615.233 86,97% 84,22%

Banten 1.314.050 1.168.604 88,93% 86,12%

jawa Barat
West java

3.423.910 3.681.691 107,53% 104,13%

jawa Tengah dan di yogyakarta
Central java and yogyakarta

2.176.180 2.262.333 103,96% 100,68%

jawa Timur
east java

2.159.899 2.442.678 113,09% 109,52%

kalimantan 1.830.956 1.651.568 90,20% 87,35%

sulawesi dan Maluku
sulawesi and Maluku

897.124 1.037.495 115,65% 112,00%

Bali, nusa Tenggara dan Papua
Bali, nusa Tenggara and Papua

883.968 987.647 111,73% 108,20%

Jumlah
Total

21.918.544 22.633.082 103,26% 100,00%
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KOMPOSISI KePeSerTaaN TaHUN 2016
Membership Composition 2016

Uraian
description

rKaT 2016
realisasi

realization
% Pencapaian

% Achievement

KePeSerTaaN  MeMBerSHIP

Perusahaan
Corporate

350.000 361.972 103,42%

Pekerja Aktif
Active Workers

Penerima Upah
Wage earner

21.313.952 21.254.010 99,72%

Bukan Penerima Upah
non Wage earner

604.592 1.379.072 228,10%

jumlah
Total

21.918.544 22.633.082 103,26%

KOMPOSISI  COMPOSITION

Pekerja Penerima Upah
Wage earner Workers

90,75% 93,91% 103,48%

Pekerja Bukan Penerima Upah
non Wage earner Workers

9,25% 6,09% 65,88%

COVerage SHare

Tenaga kerja Aktif Penerima Upah
Active Wage earner Workers

41,44% 28,98% 69,93%

Tenaga kerja Aktif Bukan Penerima Upah
Active non Wage earner Workers

2,82% 21,77% 771,99%

jumlah Tenaga kerja Aktif
Total Active Workers

18,27% 21,77% 119,15%

Pendaftaran peserta baru telah dapat menambah jumlah 

kepesertaan dan meningkatkan coverage share, yakni 

tolok ukur jumlah tenaga kerja yang terlindungi program 

jaminan sosial ketenagakerjaan. sampai dengan akhir 

periode pelaporan, total nilai coverage share adalah 

21,77%, terdiri dari pekerja penerima upah 28,98% dan 

untuk pekerja bukan penerima upah 21,77%. Pencapaian 

tersebut meningkat dibandingkan total coverage share 

tahun 2015 sebesar 16,17%.

registration of new participants has managed to increase 

the number of membership and increase the coverage 

share, ie the benchmark of the number of workers 

protected by labour social security program. Up to the 

end of the reporting period, total coverage share was 

21.77%, comprising 28.98% of wage earner workers and 

21.77% of non-wage earner workers. This achievement 

increased compared to 2015 with total coverage share 

of 16.17%.
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potensI pengemBangan kepesertaan

kami terus berupaya meningkatkan kepesertaan,jaminan 

sosial tenaga kerja. Berdasarkan data Badan Perencanaan 

Pembangunan nasional (Bappenas), jumlah angkatan 

kerja di indonesia tahun 2016 mencapai 121,5 juta jiwa. 

dari jumlah tersebut, sekitar 48,6 juta jiwa adalah pekerja 

penerima upah. sisanya, sebanyak 72,9 juta jiwa bergerak 

di bidang informal atau sebagai pekerja bukan penerima 

upah (BPU).

kondisi tersebut menjadikan kami fokus mendorong 

pertumbuhan peserta, terutama pekerja BPU. Pada tahun 

2016 ada beberapa sektor/subsektor yang menjadi target 

untuk meningkatkan jumlah peserta dan mendorong kami 

bekerjasama dengan beberapa pihak, yakni Pengurus 

Besar nahdlatul Ulama (PBnU), BPjs kesehatan, Badan 

ekonomi kreatif (Bekraf), Perhimpunan Filantropi 

indonesia, kamar dagang dan industri indonesia (kAdin), 

lembaga kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah 

(lkPP), ikatan notaris indonesia, dan beberapa pihak lain. 

kami juga menargetkan peningkatan jumlah peserta 

yang merupakan warga negara asing (WnA) pekerja 

di indonesia. Berdasarkan angka dari kementerian 

ketenagakerjaan, jumlah WnA pekerja di indonesia 

mencapai 660 ribu orang. dari jumlah tersebut sekitar 

350 ribu WnA atau 51%  sudah menjadi peserta BPjs 

ketenagakerjaan. kami menargetkan peningkatan jumlah 

WnA pekerja sebagai peserta sebanyak 70 ribu orang 

selama tahun 2016, dengan realisasi 50.284 orang atau 

71,83% dari target. 

program kepesertaan Baru 

Untuk meningkatkan jumlah kepesertaan, beberapa 

program telah dilaksanakan selama tahun 2016:

1. “Super Weekend” 

dilaksanakan dalam rangka hari ulang tahun (HUT) 

ke-39 BPjs ketenagakerjaan dan diselenggarakan di 

sebelas kota di seluruh indonesia. “super Weekend” 

merupakan media edukasi tentang manfaat program 

jaminan sosial dengan target utama lebih kepada 

awareness, namun juga dimanfaatkan untuk menjaring 

kepesertaan.

memBershIp DeveLopment potentIaL

We continue the efforts to increase membership of social 

security for manpower. Based on data from the national 

development Planning Agency (Bappenas), the number 

of work force in indonesia in 2016 reached 121.5 million 

people. of these, approximately 48.6 million are wage 

earners. The remaining 72.9 million people are engaged 

in informal sector or as non-wage earner workers (BPU).

The condition made us focus on boosting the growth of 

participants, especially BPU workers. in 2016 there were 

several sectors/sub-sectors targeted to increase the 

number of participants and encouraged us to cooperate 

with several parties, namely executive Board of nahdlatul 

Ulama (PBnU), BPjs kesehatan, Creative economy 

Agency (Bekraf), indonesian Philanthropy Association, 

indonesian Chamber of Commerce and industry (kAdin), 

national Public Procurement Agency (lkPP), indonesian 

notary Association, and several other parties.

We also set a target to increase number of participants 

from foreign workers in indonesia. Based on figures 

from the Ministry of Manpower, the number of foreign 

workers (expatriates) in indonesia reached 660,000 

people. of this number around 350,000 foreigners or 

51% have become participants of labour social security 

Administration Agency. We set a target to increase the 

number of foreign workers as participants by 70,000 

people during 2016, with the realization of 50,284 people 

or 71.83% of the target.

new memBershIp program

To increase the number of participants, several programs 

have been implemented during 2016:

1. “Super Weekend” 

Held during the 39th anniversary of labour social 

security Administration Agency in eleven cities across 

indonesia. The “super Weekend” was an educational 

media about the benefits of social security programs 

with the main target to raise awareness, as well as used 

to acquire membership.
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2. Kerjasama Service Point Office (SPO) dengan 

perbankan. 

Pada tahun 2016, BPjs ketenagakerjaan menambah 

jumlah bank sebagai mitra dan menandatangani 

perjanjian kerjasama dengan Bank Tabungan 

negara (Bank BTn). sebelumnya Perusahaan telah 

bekerjasama dengan Bank rakyat indonesia (Bri), 

Bank negara indonesia (Bni) dan Bank Mandiri. Hingga 

akhir tahun 2016, telah ada 2.309 sPo yang tersebar di 

seluruh indonesia. 

2. Service Point Office (SPO) Cooperation with banks.

in 2016, labour social security Administration Agency 

increased the number of banks as partners and 

signed a cooperation agreement with Bank Tabungan 

negara (Bank BTn). Previously, labour social security 

Administration Agency has cooperated with Bank 

rakyat indonesia (Bri), Bank negara indonesia (Bni) 

and Bank Mandiri. Until the end of 2016, there have 

been 2,309 sPos spread across indonesia.

BaNK
BrI

BaNK
BNI

BaNK
BTN

BaNK
MaNDIrI

1.148 UniT 197 UniT 770 UniT 194 UniT

JUMLaH UNIT PaIrINg BPJS KeTeNagaKerJaaN SPO
number of labour social security Administration Agency sPo Pairing Units 

3. agen PerISaI (Penggerak Jaminan Sosial Indonesia).

PerisAi merupakan sistem keagenan yang diadopsi 

dari model bisnis jepang, jimukumiai dan sharoushi, 

dalam mendukung akuisisi dan perluasan kepesertaan 

jaminan sosial sejak tahun 1968 dengan tingkat 

akuisisi peserta jaminan sosial mencapai 98% dari 

angkatan kerja yang ada. jimukumiai merupakan 

organisasi yang mempunyai perizinan dan sertifikasi 

untuk mengakuisisi peserta dan mengumpulkan iuran 

jaminan sosial. sharoushi adalah profesi ahli atau agen 

yang menjadi perpanjangan tangan dari jimukumiai 

untuk melakukan proses administrasi akuisisi 

kepesertaan sekaligus memberikan mediasi, advokasi 

dan informasi tentang program dan manfaat jaminan 

sosial. 

3. PerISaI agent (Indonesian Social Security Movers).

PerisAi is an agency system adopted from japanese 

business model, jimukumiai and sharoushi, to 

support the acquisition and expansion of social 

security membership since 1968 with the acquisition 

rate of social security participants reaching 98% of 

the existing workforce. jimukumiai is a licensed and 

certified organization to acquire participants and 

collect social security contributions. sharoushi is an 

expert profession or agent who becomes the arm 

of jimukumiai to carry out the administration of 

membership acquisition while providing mediation, 

advocacy and information on social security programs 

and benefits.
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kami mengadopsi model bisnis lembaga ini dengan 

nama sentra komunikasi jaminan sosial (skjs). skjs 

adalah organisasi berbadan hukum maupun tidak 

berbadan hukum yang diberi otorisasi dan pelatihan 

oleh BPjs ketenagakerjaan untuk menjalankan fungsi 

mirip seperti jimukumiai. organisasi ini dapat berupa 

lembaga keuangan seperti perbankan, kelompok 

profesi asosiasi pengusaha, serikat pekerja maupun 

paguyuban masyarakat, lembaga adat bahkan agama. 

Adapun ruang lingkup kerjasama dengan organisasi 

atau lembaga lain sebagaimana diatur, yaitu:

•	 Melakukan	 dan/atau	 menerima	 pendaftaran	

peserta;

•	 Memungut	 dan	mengumpulkan	 iuran	dari	 peserta	

dan pemberi kerja;

•	 Menerima	bantuan	iuran	dari	pemerintah;

•	 Mengelola	dana	 jaminan	sosial	untuk	kepentingan	

peserta;

•	 Mengumpulkan	 dan	 mengelola	 data	 peserta	

program jaminan sosial;

•	 Membayarkan	 manfaat	 dan/atau	 membiayai	

pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan 

program jaminan sosial; dan

•	 Memberikan	informasi	mengenai	penyelenggaraan	

program jaminan sosial kepada peserta dan 

masyarakat.  

skjs diterapkan melalui pilot project pada 14 kantor 

Cabang BPjs ketenagakerjaan yaitu kantor Cabang 

Medan kota, Medan Belawan, Binjai, serang, jakarta 

grogol, jakarta rawamangun, Bandung suci, 

yogyakarta, jember, Bali denpasar, Mataram, kupang, 

Makassar dan Manado. selain untuk mendukung akuisisi 

kepesertaan, profesi kjs atau sharoushi berpotensi 

membuka lapangan kerja baru. implementasi pilot 

project PerisAi akan dimulai pada tahun 2017. 

We adopted this institutional business model under the 

name social security Communication Center (skjs). 

skjs is a legal and non-legal organization authorized 

and trained by labour social security Administration 

Agency to perform functions similar to jimukumiai. 

These organizations can be financial institutions 

such as banking, professional groups of employers’ 

associations, labor unions and community groups, 

customary and religious institutions.

The scope of cooperation with other organizations or 

institutions are regulated as follows:

•	 Conducting	 and/or	 receiving	 participant	

registration;

•	 Collecting	 and	 gathering	 contributions	 from	

participants and employers;

•	 Receive	contributions	from	the	government;

•	 Managing	 social	 security	 funds	 for	 the	 benefit	 of	

participants;

•	 Collecting	and	managing	participants’	data	of	social	

security programs;

•	 Paying	 benefits	 and/or	 financing	 health	 services	

in accordance with the provisions of the social 

security program; and

•	 Provide	information	on	the	implementation	of	social	

security programs to participants and communities.

skjs is implemented through pilot project at 14 

Branches of labour social security Administration 

Agency Branch offices in Medan City, Medan Belawan, 

Binjai, serang, jakarta grogol, jakarta rawamangun, 

Bandung suci, yogyakarta, jember, Bali denpasar, 

Mataram, kupang, Makassar and Manado. in addition 

to supporting the acquisition of membership, kjs or 

sharoushi profession has the potential to open up new 

jobs. The implementation of the PerisAi pilot project 

is to start in 2017.
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4. gerakan Nasional Peduli Perlindungan Pekerja rentan 

(gN Lingkaran). 

gn lingkaran merupakan penerapan prinsip gotong 

royong yang diatur dalam Undang-Undang no.40 

Tahun 2004 Tentang sistem jaminan sosial nasional. 

gn lingkaran adalah mekanisme perlindungan 

pekerja rentan melalui sistem crowd funding, 

dengan menyalurkan donasi dana dari individu 

maupun perusahaan-perusahaan untuk membiayai 

kepesertaan BPjs ketenagakerjaan bagi pekerja 

rentan. donatur dapat menentukan siapa saja yang 

akan mendapat donasi. jika donatur tidak memiliki 

data pekerja rentan yang akan diberikan donasi, maka 

BPjs ketenagakerjaan menyediakan bank data berisi 

daftar pekerja sebagai penerima donasi tersebut.

Peserta BPU Program gn lingkaran adalah pekerja 

rentan, yakni pekerja di luar hubungan kerja atau 

pekerja mandiri yang melakukan kegiatan-kegiatan 

ekonomi atau usaha-usaha ekonomi secara mandiri 

untuk memperoleh penghasilan. Peserta BPU melalui 

donasi Program gn lingkaran wajib mengikuti 

program jkk dan jkM, sedangkan untuk program jHT 

bersifat pilihan. 

Alur mekanisme pendaftaran peserta BPU melalui 

donasi program gn lingkaran:

4. National Movement for Vulnerable Workers 

Protection awareness (gN Lingkaran).

gn lingkaran is the application of gotong royong 

(collective work) principle regulated in law no. 40 of 

2004 on national social security system. gn lingkaran 

is a mechanism for vulnerable workers’ protection 

through a crowd funding system, channeling 

donations from individuals and companies to finance 

their labour social security Administration Agency’s 

membership. donors may determine who will get 

the donation. if the donor does not have the data of 

the vulnerable worker to be donated, labour social 

security Administration Agency provides the data bank 

with a list of workers as the recipient of the donation.

Participants of gn lingkaran Program BPU are 

vulnerable workers, ie workers outside the employment 

relations or self-employed who independently engage 

in economic activities or economic ventures to earn 

income. The non wage earner (BPU) participants 

through donation of gn lingkaran Program  are 

required to register to jkk and jkM program, while for 

jHT program is optional.

The flow of BPU membership registration mechanism 

through donation of gn lingkaran program:

•	 Peserta menukarkan kartu sementara
•	 edukasi BPjsTk Hak/ kewajiban peserta

•	 Participant exchanges temporary card
•	 BPjsTk education on rights/obligations 

of participant

4
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donatur menentukan masa perlindungan bagi peserta 

penerima donasi untuk masa tiga bulan, enam bulan 

atau 12 bulan. Besaran iuran kepesertaan yang 

dibayarkan melalui program ini untuk setiap pekerja 

rentan mulai dari rp16.800 per bulan, terdiri atas iuran 

Program jkk rp10.000 dan iuran Program jk rp6.800. 

selama tahun 2016 tercatat ada 136 donatur perorangan 

dan 1.709 donatur perusahaan yang berpartisipasi, 

dengan jumlah penerima iuran kepesertaan sebanyak 

lebih dari 206 ribu orang. Adapun jumlah donasi yang 

disalurkan mencapai rp131.109 miliar.

5. Perlindungan Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja 

Indonesia (TKI)

Merujuk Peraturan Menteri ketenagakerjaan nomor 

22 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Penempatan 

dan Perlindungan Tenaga kerja indonesia di luar 

negeri, tenaga kerja indonesia (Tki) yang ditempatkan 

oleh perusahaan wajib diikutsertakan dalam program 

jaminan sosial tenaga kerja dan/atau memiliki 

polis asuransi. selain itu, Tki berhak mendapatkan 

asuransi atau jaminan sosial sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan di negara penempatan.

BPjs ketenagakerjaan sebagai badan penyelenggara 

jaminan sosial ketenagakerjaan memandang penting 

perlindungan jaminan sosial bagi calon dan Tki 

yang bekerja di luar negeri, baik sebelum, selama, 

maupun sesudah bekerja. seluruh peserta Tki wajib 

mengikuti program yang diselenggarakan oleh BPjs 

ketenagakerjaan, yaitu jHT, jkk, dan jkM. 

donors determine the protection period for recipients 

for a period of three months, six months or 12 months. 

The amount of membership contribution paid through 

this program for each vulnerable worker ranges from 

rp16,800 per month, consisting of the jkk Program 

contribution of rp10,000 and the jkk Program 

contribution of rp6,800.

during 2016, a total of 136 individual donors and 

1,709 corporate donors participated, with more 

than 206,000 participants. The amount of donations 

disbursed reached rp131,109 billion.

5. Social Security Protection for Indonesian Migrant 

Workers (TKI)

referring to the regulation of the Minister of 

Manpower no. 22 of 2014 on the implementation 

of Placement and Protection of indonesian Migrant 

Workers overseas, indonesian Migrant Workers (Tki) 

placed by a company must be included in the social 

security program and/or have an insurance policy. in 

addition, Tki is entitled to insurance or social security 

in accordance with laws and regulations in the country 

of placement.

labour social security Administration Agency as 

an administering agency of labour social security 

deems the importance of social security coverage for 

candidates and migrant workers who work overseas 

either before, during, or after work. All Tki participants 

are required to join the program organized by labour 

social security Administration Agency, namely jHT, 

jkk, and jkM. 

PeNCaPaIaN gN LINgKaraN 2016
Achievement of gn lingkaran 2016

Donatur Individu
individual donor 
(Orang | People)

Donatur Perusahaan
Corporate donor

(Perusahaan | Companies)

Penerima Donasi (Orang)
donor recipient (People) Jumlah Donasi Disalurkan

Total disbursed donation 
 (rp)

JKK & JKM JKK, JKM, JHT

1.745 176 246.768 33.930 24.286.865.100
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6. BPJS Ketenagakerjaan bekerja sama dengan jajaran 

Kejaksaan agung untuk meningkatkan koordinasi 

dalam menangani masalah hukum Bidang Perdata 

dan Tata Usaha Negara (TUN).

salah satu implementasi dari kerja sama ini terkait 

kepatuhan dunia usaha pada perlindungan pekerja 

formal melalui penegakan hukum dan regulasi. sesuai 

amanat UU no.24 tahun 2011 dan Peraturan Presiden 

no.109 Tahun 2013 Tentang Penahapan kepesertaan, 

semua perusahaan wajib mendaftarkan seluruh tenaga 

kerjanya sebagai peserta BPjs ketenagakerjaan. 

dengan demikian, perusahaan yang belum mematuhi 

ketentuan tersebut akan ditindaklanjuti oleh jaksa 

Pengacara negara, sehingga diharapkan perusahaan 

dapat memenuhi kewajiban  mendaftarkan pekerjanya 

sebagai peserta BPjs ketenagakerjaan.

7. Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 

merupakan kerja sama BPJS Ketenagakerjaan dengan 

pemerintah daerah untuk mensinergikan layanan 

kepengurusan perizinan pada dengan pendaftaran 

kepesertaan baru.

Melalui layanan ini, selama tahun 2016 tercatat ada 

30.917 pemberi kerja/perusahaan yang mendaftarkan 

pekerjanya sebagai peserta baru dengan jumlah total 

78.200 orang. saat ini sudah ada 167 kabupaten/

kota yang bekerja sama untuk mensinergikan PTsP 

dengan kepesertaan BPjs ketenagakerjaan. ke depan 

diharapkan jumlah kabupaten/kota yang bekerja sama 

dengan BPjs ketenagakerjaan semakin bertambah.

6. Labour Social Security administration agency is in 

cooperation with the attorney general’s Office to 

improve coordination in dealing with Civil and State 

administration (TUN) law cases. 

one of the implementations of this collaboration is 

business compliance with the protection of formal 

workers through enforcement of laws and regulations. 

As mandated by law no. 24 of 2011 and Presidential 

regulation no. 109 of 2013 on Membership 

mechanism, all companies must register all their 

manpower as participants of labour social security 

Administration Agency. Thus, companies that have not 

complied with these provisions will be followed up 

by the state Attorney, so it is expected the company 

can fulfill the obligation to register its employees as 

participants of labour social security Administration 

Agency.

7. One-Stop Integrated Service System (PTSP) is 

a cooperation between Labour Social Security 

administration agency with local government to 

synergize licensing services with new membership 

registration.

Through this service, during 2016 there were 30,917 

employers/companies enrolling their employees 

as new participants with a total of 78,200 people. 

Currently there have been 167 regencies/cities 

working together to synergize PTsP of labour social 

security Administration Agency’s membership. in the 

future, it is expected that the number of regencies/

cities collaborating with labour social security 

Administration Agency will increase.
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kenDaLa DIhaDapI Dan soLusI

Upaya BPjs ketenagakerjaan untuk meningkatkan 

jumlah peserta selama tahun 2016 dihadapkan kendala 

rendahnya kepatuhan perusahaan dalam mengikuti 

seluruh program serta melaporkan jumlah pekerja dan 

upah yang sebenarnya. Untuk meningkatkan kepatuhan 

perusahaan, kami melakukan beberapa inisiatif berikut:

•	 Upaya	 internal,	 dilakukan	 dengan	 mengoptimalkan	

peran petugas Wasrik. 

•	 Upaya	 eksternal	 melalui	 kerja	 sama	 dengan	 pihak	

kejaksaan Agung berserta jajaran kejaksaan Tinggi 

dan kejaksaan negeri; kerja sama dengan kPknl 

kemenkeu dalam hal pengurusan piutang macet; kerja 

sama dengan dirjen Binawas kemnaker; dan berbagai 

instansi lainnya. 

•	 Kerja	 sama	 dengan	 Tim	 Binawas	 Kemenaker,	 telah	

dilakukan pemeriksaan oleh Tim Terpadu yang 

meliputi kemnaker, BPjs ketanagakerjaan, dan 

disnaker setempat; kader norma ketenagakerjaan 

(knk); kementerian BUMn; komunitas Perusahaan 

Platinum dan komunitas Auditor Buyer kepada BUMn 

dan perusahaan platinum yang belum patuh terutama 

yang belum menjadi peserta jaminan Pensiun. 

jumLah peserta keLuar

selama tahun 2016 kami juga mencatat ada 

12.819.197 peserta yang keluar dari kepesertaan BPjs 

ketenagakerjaan. keluarnya para peserta dilatarbelakangi 

pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) no.60 Tahun 

2015 Tentang Perubahan Atas PP no.46 Tahun 2015 

Tentang Penyelenggaraan Program jaminan Hari Tua. 

Mereka yang keluar dari kepesertaan adalah pekerja yang 

berhenti bekerja atau terkena PHk. dengan demikian, 

mulai 1 september 2015 para pekerja yang menjadi 

peserta BPjs ketenagakerjaan yang berhenti kerja 

atau terkena pemutusan hubungan kerja (PHk), bisa 

mencairkan jaminan Hari Tua (jHT). 

oBstacLes anD soLutIons

efforts labour social security Administration Agency to 

increase the number of participants during 2016 faced 

obstacles of the companies’ lack of compliance in 

participating in the whole programs as well as reporting 

the actual number of workers and wages. To improve 

the company’s compliance, we undertook the following 

initiatives:

•	 Internal	 efforts,	 conducted	by	optimizing	 the	 role	of	

supervision and inspection (Wasrik) officers.

•	 External	efforts	through	cooperation	with	the	Attorney	

general’s office along with the High Prosecutor’s 

office and the district Attorney’s office; cooperation 

with state Asset and Auction service office (kPknl) 

of Ministry of Finance to deal with bad debts; 

cooperation with director general directorate general 

of inspection and supervision (Binawas) of Ministry of 

Manpower; and various other agencies.

•	 Cooperation	with	Inspection	and	Supervision	Team	of	

the Ministry of Manpower, has been investigated by an 

integrated Team covering the Ministry of Manpower, 

the labour social security Administration Agency 

and the local Manpower Agency; employment norm 

Cadre (knk); Ministry of soes; Community of Platinum 

Companies and Community of Auditor Buyer to soes 

and non-compliant platinum companies, especially 

those who have not participated in the Pension Plan.

numBer of wIthDrawIng partIcIpants

during 2016 we also noted there were 12,819,197 

participants who withdrew from membership of 

labour social security Administration Agency. The the 

participants’ withdrawal was based on the implementation 

of government regulation (PP) no.60 of 2015 on the 

Amendment of PP no.46 of 2015 on the implementation 

of old Age security Program. Those who withdraw their 

membership are workers who  resign or are laid off. Thus, 

starting september 1, 2015, workers who become labour 

social security Administration Agency’s participants who 

resign or who face termination of employment (PHk), 

can withdraw their Provident Fund benefit (jHT).
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segMen kegiATAn PengUMPUlAn iUrAn 
dAri PeserTA dAn PeMBeri kerjA 
segMenT oF ConTriBUTion ColleCTion ACTiViTies 
FroM PArTiCiPAnTs And eMPloyers

sesuai UU no.24 Tahun 2011 Tentang BPjs, iuran 

diartikan sebagai sejumlah uang yang dibayar secara 

teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau Pemerintah. 

iuran yang harus dibayarkan setiap bulannya dihitung 

berdasarkan persentase dari gaji pokok dan tunjangan 

tetap, sesuai program perlindungan yang dilaksanakan 

BPjs ketenagakerjaan. 

Iuran program jht

Besaran iuran kepesertaan yang harus dibayarkan setiap 

bulan adalah 5,7% dari upah bulanan pekerja, dengan 

rincian 2% dibayarkan pekerja dan 3,7% dibayarkan 

pemberi kerja.

Iuran program jkk

iuran Program jkk seluruhnya dibayarkan perusahaan 

setiap bulan. Besaran iuran dihitung berdasarkan 

persentase yang disesuaikan dengan tingkat risiko 

lingkungan kerja dikali upah sebulan yang diterima 

pekerja, dengan rincian:

•	 Tingkat	risiko	sangat	rendah,	0,24%	dari	upah	sebulan

•	 Tingkat	risiko	rendah,	0,54%	dari	upah	sebulan

•	 Tingkat	risiko	sedang,	0,89%	dari	upah	sebulan

•	 Tingkat	risiko	tinggi,	1,27%	dari	upah	sebulan

•	 Tingkat	risiko	sangat	tinggi,	1,74%	dari	upah	sebulan

in accordance with law no.24 of 2011 on BPjs, 

contribution is defined as the amount of money 

paid regularly by participants, employers and/or the 

government. The monthly contribution is calculated 

based on a percentage of basic salary and defined benefit, 

in accordance with the protection program managed by 

labour social security Administration Agency.

jht program contrIButIon

The amount of membership contribution to be paid each 

month is 5.7% of a worker’s monthly wage, with details of 

2% paid by the worker and 3.7% paid by employer.

jkk program contrIButIon

The jkk Program contribution is entirely paid by the 

Company every month. The amount of the contribution 

is calculated based on the percentage adjusted for the 

workplace risk level multiplied by the monthly wage 

received by the worker, with details as follows:

•	 Very	low	risk	level,	0.24%	of	monthly	wage

•	 Low	risk	level,	0.54%	of	monthly	wage

•	 Medium	risk	level,	0.89%	of	monthly	wage

•	 High	risk	level,	1.27%	of	monthly	wage

•	 Very	high	risk	level,	1.74%	of	monthly	wage
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tarIf Iuran program jamInan pensIun

Besaran iuran yang dibayarkan setiap bulan adalah 3% 

dari upah pekerja per bulan, dengan rincian 1% dibayarkan 

pekerja dan 2% dibayar pemberi kerja. sejak tahun 2015 

batas paling tinggi upah yang digunakan sebagai dasar 

perhitungan ditetapkan sebesar rp7 juta.

tarIf Iuran program jamInan kematIan

Besaran iuran yang dibayarkan setiap bulan oleh peserta 

penerima upah adalah 0,30% dari upah sebulan dan 

dibayarkan pemberi kerja (perusahaan). Adapun iuran 

bulanan Program jaminan kematian bagi peserta bukan 

penerima upah sebesar rp6.800 dan dibayarkan peserta.

pensIon BenefIt program contrIButIon rate

The monthly contribution is 3% of the worker’s monthly 

wage, with 1% paid by the worker and 2% paid by the 

employer. since 2015 the highest limit of wages used as 

the basis for calculation is set at rp7 million.

Death BenefIt program contrIButIon rate 

The amount of contribution paid each month by wage 

earner participants is 0.30% of monthly wage and is paid 

by employer (the company). The monthly contribution 

of the death Benefit Program for non-wage earner 

participants is rp6,800 and paid by the participants.

BeSaraN IUraN BPJS KeTeNagaKerJaaN
Amount of  labour social security Administration Agency Contribution 

Program
Besaran Iuran
Amount of  Contribution  

Keterangan
description

jaminan Hari Tua
Provident Fund Benefit

3,7% dari upah sebulan
3.7% of wages a month

2% dibayarkan pekerja
2% Paid by workers

1,7% dibayarkan pemberi kerja
1.7% Paid by employers

jaminan kecelakaan kerja
Work Accident Benefit

Tingkat risiko sangat rendah 0,24% dari upah 
sebulan
The risk level is very low 0.24% of monthly wages

dibayarkan oleh pemberi kerja
Paid by workers

Tingkat risiko rendah 0,54% dari upah sebulan
low risk level 0.54% of monthly wages

Tingkat risiko sedang 0,89% dari upah sebulan
Medium risk level 0.89% of monthly wages

Tingkat risiko tinggi 1,27% dari upah sebulan
High risk level 1.27% of monthly wages

Tingkat risiko sangat tinggi 1,76% dari upah 
sebulan
The risk level is very high 1.76% of the monthly 
wages

jaminan Pensiun
Pension Benefit

3% dari upah sebulan
3% of wages a month

1% dibayarkan pekerja
1% Paid workers

2% dibayarkan pemberi kerja
2% Paid by the employer

jaminan kematian
death Benefit

Pekerja penerima upah 0,3% dari upah sebulan
Wage earner workers 0.3% of monthly wages

dibayarkan pemberi kerja
Paid the employer

Pekerja bukan penerima upah rp6.800
non Wage earner workers rp6,800

dibayarkan pribadi (peserta)
Paid personally (participants)
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nILaI penerImaan Iuran kepesertaan

Target penerimaan iuran kepesertaan tahun 2016 sebesar 

rp42,66 triliun, naik rp8,31 triliun atau 24,20% dari target 

tahun 2015. realisasi penerimaan iuran kepesertaan 

tahun 2016 mencapai rp48,53 triliun. jumlah tersebut 

mencapai 113,76% dari target rkAT dan meningkat 

rp12,58 triliun, atau 35,01 % dibanding tahun 2015 

sebesar rp35,94 triliun.

Penerimaan iuran kepesertaan terbesar adalah Program 

jHT dengan nilai rp32,93 triliun. Pencapaian tersebut 

mencakup 67,86% dari total realisasi penerimaan iuran 

kepesertaan pada tahun 2016. 

revenue of memBershIp contrIButIons 

The contribution revenue target in 2016 was rp42.66 

trillion, up rp8.31 trillion or 24.20% of the target in 2015. 

realization of contribution revenue in 2016 reached 

rp48.53 trillion. This amount reached 113.76% of the 

rkAT target and increased by rp12.58 trillion, or 35.01% 

compared to 2015 amounted to rp35.94 trillion.

The largest contribution revenue was from the jHT 

Program amounted to rp32.93 trillion. This achievement 

covered 67.86% of total realized contribution revenue in 

2016. 

NILaI DaN PerSeNTaSe PeNerIMaaN IUraN  BerDaSarKaN PrOgraM (rP MILIar)
Value and Percentage of Contribution revenue by  Program (rp Billion)

Program
realisasi 2015

realization 2015
Target 

realisasi
realization

Pencapaian
Achievement

(%)
%

Pertumbuhan
growth

2015-2016
(%)

Program jkk
jkk Program

3.505 3.917 4.105 104,80 8,46 17,23

Program jHT
jHT Program

28.475 31.841 32.931 103,42 67,86 15,82

Program jk
jk Program

1.590 1.777 1.832 103,10 3,78 15,01

Program jP
jP Program

2.620 5.123 9.660 188,56 19,91 270,41

Total 36.190 42.658 48.527 113,76 100,00 34,35
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kenDaLa DIhaDapI Dan soLusI

Upaya untuk meningkatkan penerimaan iuran kepesertaan 

dihadapkan pada kendala masih rendahnya tingkat 

perusahaan membayar iuran tepat waktu.  Hal tersebut 

menyebabkan banyaknya perusahaan yang menunggak 

dan tingginya piutang. sampai dengan bulan desember 

2016, tingkat perusahaan yang membayar iuran tepat 

waktu sebesar 63,45% dari 361.972 perusahaan aktif.  

namun, selama tahun 2016 BPjs ketenagakerjaan tetap 

dapat meningkatkan penerimaan iuran kepesertaan 

seiring bertambahnya peserta BPjs ketenagakerjaan, 

kenaikan upah minimum pekerja di berbagai daerah, dan 

langkah strategis yang kami lakukan:

1. Peluncuran aplikasi BPJSTK Mobile generasi 2

Aplikasi ini membantu peserta mendapatkan berbagai 

informasi kepesertaan. Fitur terbaru dalam aplikasi 

ini di antaranya Menu layanan Pengaduan yang 

memberikan akses kepada pekerja peserta BPjs 

ketenagakerjaan untuk menyampaikan informasi 

terkait status kepesertaan, besaran upah, dan perkiraan 

jumlah tenaga kerja di perusahaan tempatnya bekerja. 

Apabila data yang tertera tidak sesuai, peserta dapat 

langsung menginformasikan melalui aplikasi tersebut. 

informasi yang dikirimkan menjadi bahan laporan 

awal bagi petugas pemeriksa untuk menindaklanjuti 

kemungkinan adanya ketidakpatuhan perusahaan atau 

pemberi kerja terhadap regulasi yang berlaku. 

sejak diluncurkan, BPjs ketenagakerjaan telah 

menerima laporan pengaduan dari peserta melalui 

layanan aplikasi BPjsTk Mobile. laporan yang 

diterima kemudian ditindaklanjuti sehingga mampu 

meningkatkan penerimaan iuran secara signifikan, 

setelah adanya perbaikan pelaporan sehingga sesuai 

dengan regulasi yang berlaku. 

oBstacLes anD soLutIons

efforts to increase contribution revenue faced with 

the obstacle of the companies’ timeliness in paying 

contributions remained low. This caused large number 

of companies were in arrears and high receivables. As of 

december 2016, the rate of companies paying the dues 

on time was 63.45% of 361,972 active companies.

However, during 2016 labour social security 

Administration Agency still managed to increase the 

membership contribution revenue in line with the 

increase of its participants, rising minimum wages of 

workers in various regions, and strategic steps that we 

implemented, as follows:

 

1. Launch of BPJSTK Mobile generation 2 application

This application helps participants get various 

membership information. The latest features in this 

application include a Complaint service Menu that 

provides access to workers who are participants of 

labour social security Administration Agency to 

submit information regarding membership status, 

wage amount, and estimated number of manpower 

in the company where they work. if the data listed is 

incorrect, the participant can directly inform through 

the application. The information submitted is a 

preliminary reporting material for inspectors to follow 

up on the possible non-compliance by the company 

or employers with applicable regulations.

since its launch, labour social security Administration 

Agency has received reports of complaints from 

participants through BPjsTk Mobile application 

services. The reports received were then followed up to 

be able to increase contribution revenue significantly, 

after corrections were made to the report in order to 

comply with applicable regulations.
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eVaLUaSI BPJSTK MOBILe 2016
evaluation of BPjsTk Mobile 2016

Kantor Wilayah
regional office

Jumlah Laporan 
Upah

Total reports on 
Wage

Jumlah Laporan 
Tenaga Kerja

Total reports on 
Manpower

Jumlah Laporan 
KPJ

Total reports on 
kPj

Total Tenaga 
Kerja Pelapor

Total Manpower 
of reporter

Total 
Perusahaan

Total 
Companies

sumatera Bagian Utara
northern sumatra

425 252 450 1.127 573

sumatera Bagian selatan
southern sumatra

409 224 575 1.208 626

sumatera Barat dan riau
West sumatra and riau

751 425 1.306 2.482 1.074

dki jakarta
jakarta Capital region

8.364 3.414 14.372 26.150 7.149

jawa Barat
West java

2.243 1.272 5.423 8.938 3.067

Banten 1.266 650 2.528 4.444 1.328

jawa Tengah dan diy
Central java and yogyakarta 
special region

673 357 994 2.024 952

jawa Timur
east java

924 522 1.498 2.944 1.340

Bali, nusa Tenggara dan Papua
Bali, nusa Tenggara and Papua

196 123 224 543 317

kalimantan 794 430 1.211 2.435 1.192

sulawesi dan Maluku
sulawesi and Maluku

306 162 370 838 415

Total 16.351 7.831 28.951 53.133 18.033

PeneriMAAn BAnTUAn iUrAn dAri PeMerinTAH  
ConTriBUTion AssisTAnCe FroM THe goVernMenT

BPjs ketenagakerjaan tidak menerima bantuan iuran 

maupun dana apapun dari Pemerintah. Peserta program 

BPjs ketenagakerjaan wajib memberikan data mengenai 

diri sendiri dan anggota keluarganya secara lengkap dan 

benar kepada BPjs dan menyetorkan iuran kepesertaan, 

baik secara langsung maupun melalui perusahaan 

tempatnya bekerja. dana yang disetorkan oleh peserta 

kemudian dikelola oleh BPjs ketenagakerjaan. [G4-EC4]

labour social security Administration Agency does not 

receive any contributions or funds from the government. 

Participants of labour social security Administration 

Agency program are required to provide their personal 

data and their family members completely and accurately 

to BPjs and deposit membership contributions, either 

directly or through the company where they work. 

The participants’ deposited funds are then managed by 

labour social security Administration Agency. [G4-EC4]
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segMen kegiATAn PengelolAAn dAnA jAMinAn sosiAl 
MAnAgeMenT oF soCiAl seCUriTy FUnds ACTiViTy segMenT

sesuai Undang-Undang nomor 24 Tahun 2011 

Tentang Badan Penyelenggara jaminan sosial, BPjs 

ketenagakerjaan bertugas  mengelola dana jaminan 

sosial (djs) untuk kepentingan peserta.

dalam mengelola dana investasi, BPjs ketenagakerjaan 

berwenang untuk menempatkan dana jaminan sosial 

untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang 

dengan memperhatikan aspek likuiditas, solvabilitas, 

kehati-hatian, keamanan dana dan hasil yang memadai. 

BPjs ketenagakerjaan berkewajiban mengembangkan 

aset dana jaminan sosial dan aset BPjs untuk sebesar-

besarnya kepentingan peserta.

Pengelolaan dana investasi BPjs ketenagakerjaan antara 

lain mengacu kepada Peraturan Pemerintah nomor 99 

Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset jaminan sosial 

ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 

2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

nomor 99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset jaminan 

sosial ketenagakerjaan, dan Peraturan direksi BPjs 

ketenagakerjaan nomor: Perdir/20/092015 tentang 

Pedoman Pengelolaan investasi.

Per 31 desember 2016, penempatan dana investasi pada 

deposito sebesar rp31,34 triliun (12,00%), surat Utang 

sebesar rp161,22 triliun (61,72%), saham sebesar rp47,47 

triliun (18,17%), reksadana sebesar rp19,26 triliun (7,37%), 

Properti sebesar rp1,77 triliun (0,68%) dan Penyertaan  

sebesar rp157,46 miliar (0,06%).

sesuai Peraturan otoritas jasa keuangan (Pojk) nomor: 

1/Pojk.05/2016 dan Pojk nomor: 36/Pojk.05/2016, 

penempatan dana djs pada surat Berharga negara (sBn) 

dan obligasi BUMn/BUMd yang penggunaannya untuk 

pembiayaan infrastruktur sebesar rp144,69 triliun atau 

57,55 % dari total dana djs dan telah melampaui batas 

minimal sebesar 50%. sedangkan untuk penempatan 

dana BPjs pada sBn dan obligasi BUMn/BUMd yang 

penggunaannya untuk pembiayaan infrastruktur sebesar 

rp3,31 triliun atau 36,45% dari total dana BPjs serta telah 

melampau batas minimal sebesar 30%. 

in accordance with law number 24 of 2011 on social 

security Administering Body, labour social security 

Administration Agency is in charge of managing social 

security Fund (djs) for the interest of the participants.

in managing investment funds, labour social security 

Administration Agency is authorized to place the social 

security Fund for short-term and long-term investments 

with respect to aspects of liquidity, solvency, prudence, 

security of funds and adequate returns. labour social 

security Administration Agency is required to develop 

the the social security Fund and BPjs assets for the 

maximum interest of the participants.

investment fund management of labour social security 

Administration Agency refers to government regulation 

no. 99 of 2013 on Management of Manpower social 

security Assets, government regulation no. 55 of 2015 

on Amendment to government regulation no. 99 of 2013 

on Management of Manpower social security Assets, and 

regulation of Board of directors of labour social security 

Administration Agency number: Perdir/20/092015 

regarding investment Management guidelines.

As of december 31, 2016, investment fund placement 

in Time deposits amounted to rp31.34 trillion (12.00%), 

Bonds amounted to rp161.22 trillion (61.72%), shares 

of rp47.47 trillion (18.17%), Mutual Fund rp19.26 trillion 

(7.37%), Property of rp1.77 trillion (0.68%) and Placement 

of rp157.46 billion (0.06%).

in accordance with the Financial services Authority 

regulation (Pojk)  number 1/Pojk.05/2016 and Pojk 

number: 36/Pojk.05/2016, the placement of djs funds 

in government securities (sBn) and BUMn/BUMd Bonds 

which are used for infrastructure financing amounted 

to rp144.69 trillion or 57.55% of total djs funds and 

has exceeded the minimum threshold of 50%. As for 

the placement of BPjs funds in sBn and BUMn/BUMd 

Bonds with uses for infrastructure financing amounted 

to rp3.31 trillion or 36.45% of total BPjs funds and has 

exceeded the minimum threshold of 30%.
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Pengelolaan dana investasi BPjsTk dilaksanakan dengan 

mengedepankan prinsip kehati-hatian, keamanan dana, 

hasil yang memadai serta mempertimbangkan Asset 

Liability Management (AlMA). Pada tahun 2016 dana 

investasi ditargetkan mencapai rp246,52 triliun atau 

naik sebesar 17,22% dari tahun 2015. dana investasi djs 

ditargetkan mencapai rp239,17 triliun atau meningkat 

sebesar 17,9%, sedangkan dana BPjs ditargetkan 

mencapai rp7,34 triliun atau turun sebesar 1,47%.

Per 31 desember 2016, realisasi dana investasi djs 

mencapai rp251,43 triliun dan total dana BPjs yang 

sebesar rp9,79 triliun. dengan demikian jumlah dana 

investasi yang dikelola mencapai rp261,22 triliun, 

atau 105,96% dari target rkAT 2016. jumlah tersebut 

meningkat 26,45% dibanding tahun 2015 sebesar 

rp206,59 triliun. 

BPjsTk investment fund management is implemented by 

prioritizing prudential principles, fund security, adequate 

returns and considering Asset liability Management 

(AlMA). in 2016, investment funds were targeted to reach 

rp246.52 trillion, an increase of 17.22% from 2015. djs 

investment funds were targeted to reach rp239.17 trillion, 

an increase of 17.9%, while BPjs funds were targeted to 

reach rp7.34 trillion or a decrease of 1.47%.

As of december 31, 2016, the realization of djs 

investment funds reached rp251.43 trillion and total 

funds BPjs amounting to rp9,79 trillion. Thus, the total 

managed investment funds reached rp261,22 trillion, or 

105.96% of the 2016 rkAT target. The figure increased by 

26.45% compared to 2015 of rp206.59 trillion. 

DaNa INVeSTaSI TaHUN 2016 (rP MILIar)
investment Funds 2016 (rp billion)

No
Uraian
description

rkAT 2016 2015 2014 %

1 2 3 4 2:1

1

Program jkk
jkk Program

17.770 18.698 13.803 11.540 105,22

Program jHT
jHT Program

211.235 214.486 178.793 163.872 101,54

Program jP
jP Program

3.649 11.997 2.380 n/A 328,78

Program jk
jk Program

6.037 6.250 4.542 3.896 103,53

jumlah djs
Total djs

238.691 251.431 199.518 179.308 105,34

2 BPjs ketenagakerjaan 7.830 9.792 7.067 7.656 122,18

3 Total 246.521 261.224 206.585 186.964 105,96%
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Pada kurun waktu periode pelaporan, kami juga 

melakukan investasi di sektor infrastruktur secara tidak 

langsung sebesar 30%. investasi tersebut dilakukan 

melalui pembelian sBn dan obligasi korporasi terkait 

infrastruktur.

profItaBILItas

Pengelolaan djs dan dana BPjs mendatangkan 

keuntungan dari imbal hasil investasi (yield of investment). 

keuntungan yang diperoleh dari imbal hasil investasi 

pada tahun 2016 sebesar rp21,76 triliun. jumlah tersebut 

meningkat 27,62% dibanding tahun 2015 sebesar rp17,05 

triliun dan melampaui target rkAT 2016 sebesar rp21,25 

triliun.

nilai imbal hasil investasi terbesar pengelolaan djs 

sebesar rp20.996 miliar atau 102,31% dari target imbal 

hasil investasi djs tahun 2016. nilai imbal hasil investasi 

dana BPjs mencapai rp769 miliar atau 106,01% dari total 

imbal hasil investasi tahun 2016. 

during the reporting period, we also invested in 

the infrastructure sector indirectly as much as 30%. 

The investment was made through the purchase of 

government bonds and infrastructure related bonds.

profItaBILIty

The management of the djs and BPjs funds generated 

profit from the yield of investment. Profits derived from 

the yield of investment in 2016 amounted to rp21.76 

trillion. The figure increased by 27.62% compared to 2015 

of rp17.05 trillion and exceeded the target of rkAT 2016 

of rp21.25 trillion.

The largest yield of investment from djs management 

amounted to rp20,996 billion or 102.31% of the total 

target yield of investment in 2016. The yield of investment 

of BPjs funds reached rp769 billion or 106.01% of the 

total yield of investment in 2016. 

POSISI PeNDaNaaN PrOgraM TaHUN 2016
Position of Program Funding 2016

aset Keuangan
Financial Assets

Nilai Tercatat (%) | recorded Value (%)

Program JHT
jHT Program

Program JKK
jkk Program

Program JP
jP Program

Program JK
jk Program

Deposito	|	deposit 9,10 22,77 25,01 21,68

Saham	|	stocks 19,40 11,07 12,97 8,59

Reksadana	|	Mutual Funds 7,79 1,39 13,62 2,24

kk-eBA
Collective investment Contract-Asset Backed 
securities

0,05 0,08 0 0,02

Sukuk	|	islamic Bonds 11,66 8,73 8,86 10,27

Obligasi	|	Bonds 51,17 55,96 39,54 57,20

Penyertaan	Langsung	|	direct Placement 0,05 0 0 0

Properti	Investasi	|	investment Property 0,79 0 0 0

Total 100 100 100 100
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IMBaL HaSIL INVeSTaSI TaHUN 2016 (rP MILIar)
yield of investment 2016 (rp billion)

No
Uraian
description

rkAT 2016 2015 2014 %

1 2 3 4 2:1

1

Program jkk
jkk Program

1.480 1.399 1.050 1.569 94,53

Program jHT
jHT Program

18.314 18.479 14.887 20.401 100,90

Program jP
jP Program

229 606 41 n/A 264,81

Program jk
jk Program

500 496 325 467 99,19

jumlah djs
Total djs

20.523 20.996 16.313 22.437 102,23

2 BPjs ketenagakerjaan 725 769 736 851 106,02

3 Total 21.248 21.765 17.049 23.288 102,36

YIeLD OF INVeSTMeNT (YOI) TaHUN 2016 (%)
yield of investment (yoi) 2016 (%)

No
Uraian
description

rkAT 2016 2016 2015 2014 %

1 2 3 4 2:1

1

Program jkk
jkk Program

9,39 8,70 8,76 13,80 92,7

Program jHT
jHT Program

9,40 9,49 8,39 16,12 101,0

Program jP
jP Program

8,01 9,19 9,83 n/A 110,7

Program jk
jk Program

9,47 9,32 8,05 14,89 98,3

2 BPjs ketenagakerjaan 9,71 9,59 9,69 9,5 99,2

3 Total 9,20 9.42 8,94 13,58 100,0
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segMen kegiATAn PeMBAyArAn MAnFAAT  
BeneFiT PAyMenT ACTiViTy segMenT

Mengacu pada UU no.24 Tahun 2011 Tentang BPjs, salah 

satu kegiatan BPjs ketenagakerjaan adalah membayarkan 

manfaat kepada seluruh peserta. Manfaat merupakan 

faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau 

anggota keluarganya. 

Manfaat yang dibayarkan kepada peserta didasarkan 

pada program jaminan sosial yang diselenggarkan BPjs 

ketenagakerjaan, yakni Program jkk, jHT, jaminan 

Pensiun dan jaminan kematian.

•	 Manfaat	 JKK	 diberikan	 antara	 lain	 berupa	 pelayanan	

kesehatan, santunan berbentuk uang, Program 

kembali Bekerja (Return to Work), rehabilitasi berupa 

alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) 

bagi peserta yang kehilangan anggota badannya atau 

anggota badannya tidak berfungsi akibat kecelakaan 

kerja, serta beasiswa pendidikan anak bagi setiap 

peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat 

total tetap akibat kecelakaan kerja.

•	 Manfaat	 JHT	 berupa	 uang	 tunai	 yang	 besarnya	

merupakan nilai akumulasi iuran ditambah hasil 

pengembangannya, dan dibayarkan secara sekaligus 

apabila peserta mencapai usia 56 tahun, meninggal 

dunia, cacat total tetap.

•	 Manfaat	Pensiun	berupa	manfaat	pasti	 dan	diberikan	

kepada peserta yang telah pensiun, termasuk peserta 

yang berhenti bekerja karena mengundurkan diri, 

terkena PHk dan sedang tidak aktif bekerja dimanapun, 

atau peserta yang meninggalkan wilayah indonesia 

untuk selamanya.

•	 Manfaat	 Jaminan	 Kematian	 dibayarkan	 kepada	 ahli	

waris peserta, apabila peserta meninggal dunia dalam 

masa aktif, terdiri atas santunan sekaligus, santunan 

berkala, biaya pemakaman, beasiswa pendidikan 

anak dari peserta yang meninggal dunia bukan akibat 

kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iuran paling 

singkat lima tahun.

referring to the law no.24 of 2011 on BPjs, one of the 

activities of labour social security Administration Agency 

is paying benefits to all participants. The benefits are the 

social security benefits which are the rights of participants 

and/or members of their families.

The benefits paid to participants are based on social 

security programs that are managed by labour social 

security Administration Agency, namely jkk, jHT, 

Pension Benefit and death Benefit programs.

•	 JKK	 benefits	 are	 provided	 in	 the	 form	 of	 health	

services, cash compensation, return to Work program, 

rehabilitation in the form of tools (orthese) and/or 

prothese for participants who lose or impair their limbs 

due to accidents, and educational scholarships for 

the childred of every participant who dies or sustains 

permanent disability due to work accident.

•	 JHT	 benefit	 in	 the	 form	 of	 cash	 with	 value	 of	

accumulated contributions plus the result of its 

development, and paid in full if the participant reaches 

the age of 56 years, dies, or suffers permanent total 

disability.

•	 Pension	benefits	 in	 the	 form	of	defined	benefits	and	

provided to retired participants, including those whose 

employment have been terminated due to resignation, 

are laid off and are not actively working anywhere, or 

participants who leave indonesia permanently.

•	 Death	Benefit	 is	paid	 to	 the	participant’s	heirs,	 if	 the	

participant dies during the active period, consisting 

of compensation, periodic compensation, funeral 

expenses, children’s education scholarship from the 

participant who dies not due to work accident and has 

a contribution period of minimum of five years.
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nILaI manfaat yang DIBayarkan

realisasi jumlah jaminan yang telah dibayarkan BPjs 

ketenagakerjaan selama periode pelaporan mencapai 

rp19,56 triliun. jumlah tersebut naik rp1,64 triliun atau 

9,16% dibanding tahun 2015.  Program dengan proporsi 

pembayaran jaminan terbesar adalah program jHT, 

yaitu sebesar rp17,97 miliar atau 79,47% dan dibayarkan 

untuk 2.190.221 klaim yang disampaikan peserta. Adapun 

nilai manfaat paling sedikit adalah manfaat Program jP 

sebanyak rp162 miliar dan dibayarkan untuk 15.840 klaim 

yang disampaikan peserta.

vaLue of BenefIt payments

The realization of total benefits that labour social security 

Administration Agency have paid during the reporting 

period reached rp19.56 trillion. The amount increased by 

rp1.64 trillion or 9.16% compared to 2015. The program 

with the largest proportion of benefit payment was jHT 

program, which amounted to rp17.97 billion or 79.47% 

and was paid for 2,190,221 claims filed by the participants. 

The least benefit payment was from jP Program of rp162 

billion and paid for 15,840 claims filed by the participants.

PeMBaYaraN MaNFaaT PrOgraM (rP MILIar)
Program Benefit Payment (rp billion)

Program 
realisasi 2015

realization 2015

2016
Pencapaian

Achievement
(%)

Pertumbuhan 
growth 

2015-2016
(%)Target 

realisasi
realization

Program jkk
jkk Program

662 2.170 833 38,37 25,95

Program jHT
jHT Program

16.759 22.616 17.973 79,47 7,25

Program jk
jk Program

464 1.160 594 51,20 28,15

Program jP
jP Program

36 42 162 385,84 351,65

Total 17.921 25.988 19.562 75,27 9,17
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mekanIsme pemBayaran manfaat 

Pembayaran manfaat dilakukan BPjs ketenagakerjaan 

langsung kepada peserta melalui mekanisme transfer 

untuk memastikan manfaat diterima langsung oleh 

penerima manfaat sesuai ketentuan perundang-

undangan.

penerImaan Iuran neto 

selama kurun waktu periode pelaporan, BPjs 

ketenagakerjaan mencatat besaran Penerimaan iuran 

neto, yaitu selisih antara jumlah iuran yang diterima 

dikurangi pembayaran jaminan. Pada tahun 2016 realisasi 

iuran neto mencapai rp29.061 miliar, atau  194% dari 

target rkAT dan lebih besar dibanding tahun 2015 yang 

mencapai rp18.271 miliar. Hal ini menandakan rasio klaim 

selama periode berjalan cukup rendah. 

BenefIt payment mechanIsm

Benefit payments are made by labour social security 

Administration Agency directly to participants through 

a transfer mechanism to ensure benefits are received 

directly by beneficiaries in accordance with laws and 

regulations.

net contrIButIon revenue

during the reporting period, labour social security 

Administration Agency recorded net Contribution 

revenue, ie the difference between the amount of 

contributions received minus benefit payments. in 2016, 

the net Contribution of realization revenue reached 

rp29,061 billion, or 194% of rkAT target and higher than 

2015 which reached rp18,271 billion. This indicated the 

claim ratio during the period was quite low.

PeNerIMaaN IUraN NeTO TaHUN 2016 
net Contribution revenue 2016 

Peserta dan Program
Participants and 
Programs

rKaT
(rp Miliar)
(rp billion)

realisasi
(rp Miliar)
realization 
(rp billion)

Pencapaian 
Achievement 

(%)

Program jkk
jkk Program

1.755 3.276 187%

Program jHT
jHT Program

7.526 15.007 199%

Program jP
jP Program

5.098 9.544 187%

Program jk
jk Program

621 1.235 199%

Total 15.000 29.062 194%
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rasIo kLaIm

kami mencatat pencapaian klaim rasio yang merupakan 

perbandingan antara pembayaran manfaat dibandingkan 

penerimaan iuran. semakin besar nilai rasio, maka semakin 

besar dana jaminan yang dibayarkan sebagai manfaat 

bagi peserta dibandingkan dengan iuran kepesertaan 

yang diterima.

Besaran klaim rasio tahun pada tahun 2016 mencapai 

40,23%, lebih kecil dibanding tahun 2015 sebesar 49,56%. 

Hal ini menandakan telah terjadi peningkatan kualitas 

pertumbuhan kepesertaan dan upah yang dilaporkan 

sehingga iuran yang diperoleh semakin tinggi.

cLaIm ratIo

We record the achievement of Claim ratio which is the 

comparison between benefit payments to contribution 

revenue. The greater the value of the ratio, the greater 

the benefit fund paid to the participants compared to the 

membership contribution received.

Claim ratio in 2016 reached 40.23%, lower than 2015 of 

49.56%. This indicated that there has been an increase in 

the growth quality of participants and wages reported so 

that the contribution revenue was higher.

KLaIM raSIO Per PrOgraM (rP MILIar)
Claim ratio per Program (rp billion)

Uraian Program
Program description

Penerimaan 
Iuran

Contribution 
revenue

Pembayaran 
Manfaat
Benefit 

Payment

rasio Klaim
Claim ratio

(%)

Program jkk
jkk Program

4.108 833 20,27

Program jHT
jHT Program

32.980 17.973 54,50

Program jk
jk Program

1.829 594 32,48

Program jP
jP Program

9.706 162 1,67

Total 48.527 19.562 40,23
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Uraian dalam pembahasan kinerja keuangan komprehensif 

dalam laporan Tahunan Terintegrasi 2016 mengacu pada 

kinerja keuangan masing-masing program dana jaminan 

sosial (djs) dan laporan kinerja keuangan konsolidasian 

BPjs ketenagakerjaan, entitas anak dan entitas bertujuan 

khusus, untuk tahun buku yang berakhir 31 desember 

2016. 

laporan kinerja keuangan konsolidasian tahun buku 

2016 disusun dan disajikan sesuai Pernyataan standar 

Akuntansi keuangan (PsAk) di indonesia. laporan telah 

diaudit kantor Akuntan Publik (kAP) kanaka Puradireja, 

suhartono dengan opini wajar tanpa pengecualian.

kinerja keuangan komprehensif mencakup Analisis Posisi 

keuangan, ekuitas, Profitabilitas, dan Arus kas. 

The description in the discussion of comprehensive 

financial performance in the integrated Annual report 

2016 refers to the financial performance of each social 

security Fund (djs) program and the Consolidated 

Financial Performance report of labour social security 

Administration Agency, subsidiaries and special-purpose 

entities, for the fiscal year ending december 31, 2016.

The Consolidated Financial Performance report for the 

fiscal year 2016 was prepared and presented in accordance 

with statement of Financial Accounting standards (PsAk) 

in indonesia. The report has been audited by Public 

Accounting Firm (kAP) kanaka Puradireja, suhartono with 

unqualified opinion.

Comprehensive Financial Performance included Analysis 

of Financial Position, equity, Profitability, and Cash Flow.

// kinerjA keUAngAn 
koMPreHensiF 
COMPREHENSIVE FINANCIAL PERFORMANCE

AseT, AseT lAnCAr dAn AseT TidAk lAnCAr 
AsseTs, CUrrenT AsseTs And non-CUrrenT AsseTs

aset

nilai Total Aset pada tahun 2016 mencapai rp13.369 

miliar, bertambah rp2.228 miliar dibandingkan tahun 

2015 sebesar  sebesar rp11.081 miliar. nilai Total Aset 

terdiri atas:

•	 Aset	Lancar	Rp7.162	miliar.	

•	 Aset	Tidak	Lancar	Rp6.208	miliar.	

assets

Value of Total Assets in 2016 reached rp13,369 billion, 

increased by rp2,228 billion compared to 2015 amounted 

to rp11,081 billion. Value of Total Assets consists of:

•	 Current	Assets	of	Rp7,162	billion.

•	 Non-current	Assets	of	Rp6,208	billion.
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aset Lancar

nilai Aset lancar selama kurun waktu periode laporan 

mengalami penurunan rp149 miliar atau 2,04% dibanding 

tahun 2015 sebesar rp7.311 miliar. Hal ini disebabkan 

terjadinya penurunan dana investasi pada instrumen 

deposito dan saham yang dialihkan ke obligasi untuk 

memenuhi peraturan otoritas jasa keuangan (ojk) yang 

mengintruksikan untuk menempatkan 30% dari dana 

investasi pada instrumen obligasi Pemerintah.

Current assets

Value of Current Assets during the reporting period 

decreased by rp149 billion or 2.04% compared to 2015 

amounted to rp7,311 billion. This was due to the declined 

investment funds in deposit instruments and shares 

transferred to bonds to meet the rules of the Financial 

services Authority (ojk) which instructed to put 30% of 

investment funds in government bond instrument.

NILaI aSeT LaNCar (rP MILIar)
Value of Current Assets (rp billion)

No
Uraian
description

2016 2015 2014 ∆%

1 2 3 (1-2)/2

1 Kas	dan	Setara	Kas	|	Cash and Cash equivalent 1.042 754* 1.444 38,20

2 Piutang	Dana	Operasional	|	operating Fund receivables

Program	JKK	|	jkk Program 21 33 40 (36,36)

Program	JHT	|	jHT Program 45 25 35 80,00

Program	JP	|	jP Program 6 0 0 n/A

Program	JK	|	jk Program 6 16 15 (62,50)

3 Piutang	Investasi	|	investment receivables 0 2 26 (100)

4 Piutang	Hasil	Investasi	|	yield of investment receivables 70 34 33 105,96

5
Piutang sarana kesejahteraaan Peserta
Participant Welfare Facility receivables

657 738 677 (10,98)

6 Piutang	Lain	|	other receivables 37 32 267 15,63

7 Deposito	|	deposit 3.009 3.465* 2.661 (13,16)

8 Uang	Muka	|	Advance Payment 6 19 10 (68,42)

9 Pajak	Dibayar	Di	Muka	|	Prepaid Taxes 1 2 n/A (50,00)

10 Beban	Dibayar	Di	Muka	|	Prepaid expenses 33 41 32 (19,51)

11 Investasi	Jangka	Pendek	|	short Term investments

Saham	|	stocks 1.692 1.812 2.623 (6,62)

Reksadana	|	Mutual Funds 521 328 405 58,84

12
Piutang Usaha – setelah dikurangi Cadangan kerugian 
Penurunan nilai
Trade receivables – net of Allowance for impairment

33 41 32 (19,51)

13 Perlengkapan	|	supplies 9 7 6 28,57

14 Aset	Dimiliki	Untuk	Dijual	|	Assets Held for sale 0,006 0,004 0,16 50,00

15 Total aset Lancar | Total Current assets 7.162 7.311 8.827 (2,04)

*Disajikan	kembali	|	restated
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aset Tidak Lancar

nilai Aset Tidak lancar pada tahun 2016 mengalami 

peningkatan rp2.438 miliar atau 64,67% menjadi rp6.208 

miliar, dibanding tahun 2015 sebesar rp3.770 miliar. Hal 

ini disebabkan penambahan penempatan dana investasi 

pada instrumen sukuk dan obligasi yang merupakan 

implementasi peraturan otoritas jasa keuangan (ojk) 

yang mengintruksikan untuk menempatkan 30% dari 

dana investasi pada instrumen obligasi Pemerintah.

Non-Current assets

non-Current Assets in 2016 increased by rp2,438 billion 

or 64.67% to rp6,208 billion, compared to rp3,770 billion 

in 2015. This was due to the additional investment fund 

placement in sukuk and bond instruments which was the 

implementation of the Financial services Authority (ojk) 

regulation instructing to place 30% of the investment 

funds in government bond instruments.

NILaI aSeT TIDaK LaNCar (rP MILIar)
Value of non-Current Assets (rp billion)

No
Uraian
description

2016 2015 2014 ∆%

1 2 3 (1-2)/2

1 Investasi	Jangka	Panjang	| long-Term investments

kontrak investasi kolektif – efek Beragunan Aset
Collective investment Contract – Asset Backed securities

31 51 72 (39,22)

Sukuk	|	islamic Bonds (sukuk) 1.470 66 66 2.127

Obligasi	|	Bonds 2.730 1.738 1.722 57,08

2
Penyertaan langsung – setelah dikurangi Penyisihan Penurunan 
nilai
direct Placement – net of Allowance for impairment

27 27 27 0

3
Properti investasi – setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan
investment Property – net of Accumulated depreciation

86 81 80 6,17

4
Aset Tetap – setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan
Fixed Assets – net of Accumulated depreciation

1.251 1.268 891 (1,34)

5
Aset Tak Berwujud – setelah dikurangi Akumulasi Amortisasi
intangible Assets – net of Accumulated Amortization

49 61 53 (19,67)

6 Aset	Pajak	Tangguhan	|	deferred Tax Assets 552 472 383 16,95

7 Aset	Tidak	Lancar	Lain	|	other non-Curent Assets 11 7 10 57,14

8 Total	Aset	Tidak	Lancar	|	Total non-Current Assets 6.208 3.770 3.303 64,67
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liABiliTAs, liABiliTAs jAngkA Pendek dAn 
liABiliTAs jAngkA PAnjAng
liABiliTies, sHorT-TerM liABiliTies And long-TerM liABiliTies

LIaBILItas

Total nilai liabilitas pada tahun 2016 mencapai rp2.944 

miliar. jumlah tersebut naik rp776 miliar atau 35,79% 

dibanding tahun 2015 sebesar rp2.168 miliar. Hal ini 

disebabkan peningkatan pada utang pajak, beban akrual 

dan liabilitas imbalan kerja jangka panjang.

nilai liabilitas pada tahun 2016 terdiri atas:

•	 Liabilitas	Jangka	Pendek	Rp1.376	miliar.

•	 Liabilitas	Jangka	Panjang	Rp1.569	miliar.

Liabilitas Jangka Pendek

liabilitas jangka Pendek merupakan utang-utang yang 

harus dipenuhi dalam tempo satu tahun. Total nilai 

liabilitas jangka Pendek pada tahun 2016 sebesar 

rp1.376miliar, bertambah rp462 miliar atau 50,55% 

dibanding tahun 2015 yang mencapai rp914 miliar. Hal 

ini disebabkan peningkatan nilai utang pajak dan beban 

akrual atas biaya usaha yang akan dibayarkan pada 

periode 2017.

Uraian dalam liabilitas jangka Pendek meliputi Utang 

kepada Pihak ketiga, Utang Pajak, Beban Aktual, 

Pendapatan diterima di Muka, Pinjaman Bank dan 

liabilitas jangka Pendek lain.

LIaBILItIes

Value of Total liabilities in 2016 reached rp2,944 billion. 

The amount was up rp776 billion or 35.79% compared 

to 2015 amounted to rp2,168 billion. This was due to an 

increase in tax debt, accrued expenses and long-term 

employee benefits liabilities.

The value of liabilities in 2016 consisted of:

•	 Short-Term	Liabilities	of	Rp1,376	billion.

•	 Long	Term	Liabilities	of	Rp1,569	billion.

Short-term Liabilities

short-Term liabilities are debts that must be paid within 

one year. Total Value of short-Term liabilities in 2016 

amounted to rp1,376 billion, increased by rp462 billion 

or 50.55% compared to 2015 amounted to rp914 billion. 

This was due to an increase in the value of tax payable 

and accrued expenses on operating costs to be paid in 

the period of 2017.

description in the short-Term liabilities include debt to 

Third Parties, Tax Payable, Accrued expenses, revenue 

received Advance, Bank loans and other short Term 

liabilities.

NILaI LIaBILITaS JaNgKa PeNDeK (rP MILIar)
Value of short Term liabilities (rp billion)

No
Uraian
description

2016 2015 2014 ∆%

1 2 3 (1-2)/2

1 Utang	Bank	Entitas	Anak	|	Bank loans of subsidiaries 0 3* n/A (100,00)

2 Utang	Kepada	Pihak	Ketiga	|	debt to Third Party 11 25 56 (56,00)

3 Utang	Pajak	|	Tax Payable 220 65 337 238,46

4 Beban	Aktual	|	Accrued expenses 964 537 314 79,52

5 Pendapatan	Diterima	Di	Muka	|	Prepaid income 2 4 5 (50,00)

6 Liabilitas	Jangka	Pendek	Lain	|	other short-Term liabilities 179 280 345 (36,07)

7 Total 1.376 914 1.057 50,55
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Liabilitas Jangka Panjang

liabilitas jangka Panjang terdiri atas Manfaat layanan 

Tambahan Untuk operasional, Manfaat layanan 

Tambahan Telah disalurkan, liabilitas imbalan Pascakerja, 

dan liablitas jangka Panjang lain.

Long Term Liabilities

long Term liabilities consist of Additional services for 

operational Benefits, disbursed Additional services 

Benefit, Post-employment Benefit labilities and other 

long-Term liabilities. 

NILaI LIaBILITaS JaNgKa PaNJaNg (rP MILIar)
Value of long Term liabilities (rp billion)

Uraian
description

2016 2015 2014 ∆%

1 2 3 (1-2)/2

liabilitas imbalan kerja jangka Panjang
long Term Compensation liabilities

1.376 914 1.057 50,55

ekUiTAs 
eQUiTy

realisasi besaran nilai Total ekuitas pada tahun 2016 

mencapai rp13.369 miliar, bertambah rp2.289 miliar atau 

20,66% dibanding tahun 2015 sebesar rp8.913 miliar. Hal 

ini terjadi karena adanya peningkatan saldo penghasilan 

dan pemulihan nilai wajar aset investasi yang tersedia 

untuk dijual (AFs).

realization of Total equity Value in 2016 reached rp13,369 

billion, increased by rp2,289 billion or 20.66% compared 

to 2015 amounted to rp8,913 billion. This was due to 

an increase in retained earnings and the recoverable fair 

value of available-for-sale (AFs) investment assets.

NILaI eKUITaS (rP MILIar)
equity Value (rp billion)

No
Uraian
description

2016 2015 2014 ∆%

1 2 3 (1-2)/2

1 Modal	|	Capital 8.917 8.472 7.823 5,25

2
ekuitas yang Berasal dari kombinasi entitas sepengendali 
equity from Combined entities Under Common Control

1.408 1.408 1.413 0

3 Saldo	Penghasilan	Neto	|	net income Balance 713 112 202 536,61

4

saldo Penyesuaian nilai Wajar Aset keuangan Tersedia Untuk 
dijual
Adjustment Balance of Financial Asset Available for sale Fair 
Value 

(508) (1.088) (161) (53,31)

5

saldo keuntungan dan kerugian Aktuaria liabilitas Pascakerja 
imbalan Pasti
Actuarial Profit and losses on Post-employment defined 
Compensation liabilities 

(105) 8 (7) (1.412)

6 subtotal 10.425 8.913 9.270 16,96

7 Kepentingan	Non	Pengendali	|	non-Controlling interests 0,003 0,003 0,003 0

8 Total 10.424 8.913 9.270 16,95
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ProFiTABiliTAs
ProFiTABiliTy

penDapatan usaha

Pendapatan Usaha BPjs ketenagakerjaan terdiri 

dari Pendapatan operasional dan Pendapatan non-

operasional. kami memastikan hingga akhir tahun 2016 

tidak ada Pendapatan Usaha yang kami peroleh sebagai 

bantuan finansial dari Pemerintah maupun perolehan 

sebagai keuntungan dari kebijakan BPjs ketenagakerjaan 

menyikapi fenomena perubahan iklim. [G4-EC2, G4-EC4]

namun sesuai Undang-Undang no.24 Tahun 2011 

Tentang Badan Penyelenggara jaminan sosial (BPjs), 

kami mendapatkan iuran bantuan kepesertaan dari 

Pemerintah, bagi fakir miskin dan orang tidak mampu 

sebagai peserta program jaminan sosial. Uraian tentang 

hal ini disampaikan terpisah pada bahasan lain dalam 

laporan ini.

secara keseluruhan Pendapatan Usaha dari program 

djs pada tahun 2016 mencapai rp74.523 miliar. jumlah 

tersebut naik rp32.970 miliar atau 79,34% dibanding 

tahun 2015 sebesar rp41.553 miliar. Hal ini disebabkan 

tercapainya target penerimaan iuran dan baiknya kinerja 

investasi.

Uraian atas Pendapatan Usaha program djs adalah 

sebagai berikut:

•	 Pendapatan	 Program	 JKK	 pada	 tahun	 2016	 sebesar	

rp6.164 miliar, naik rp2.407 miliar atau 64,07% 

dibanding tahun 2015 yang mencapai rp3.757 miliar.

•	 Pendapatan	 Program	 JHT	 pada	 tahun	 2016	 sebesar	

rp55.638 miliar, naik  rp22.166 miliar atau 66,22% 

dibanding tahun 2015 yang mencapai rp33.472 miliar.

•	 Pendapatan	 Program	 JK	 pada	 tahun	 2016	 sebesar	

rp2.521 miliar, naik rp860 miliar atau 51,78% dibanding 

tahun 2015 yang mencapai rp1.661 miliar. 

•	 Pendapatan	 Program	 JP	 pada	 tahun	 2016	 sebesar	

rp10.200 miliar, naik rp7.537 miliar atau 283,03% 

dibanding tahun 2015 yang mencapai rp2.663 miliar. 

operatIng Income

operating revenues of labour social security 

Administration Agency consist of operational income 

and non-operational income. We ensure that by the 

end of 2016 we had no operating revenue earned from 

the government’s financial assistance and earnings as a 

benefit of labour social security Administration Agency’s 

policy addressing the phenomenon of climate change. 

[G4-EC2, G4-EC4]

However, in accordance with law no.24 of 2011 on the 

social security Administering Body (BPjs), we receive 

membership contributions from the government, for 

poor and disadvantaged as participants of the social 

security program. The description of this subject is 

presented separately in another section of this report.

Total operating revenue from djs program in 2016 

reached rp74,523 billion. The amount increased by 

rp32,970 billion or 79.34% compared to 2015 amounted 

to rp41,553 billion. This was due to the contribution 

revenue target and good investment performance.

description of the djs Program operating revenues is 

as follows:

•	 JKK	Program	revenues	in	2016	amounted	to	Rp6,164	

billion, an increase by rp2,407 billion or 64.07% 

compared to 2015 amounted to rp3,757 billion.

•	 JHT	Program	revenues	in	2016	amounted	to	Rp55,638	

billion, an increase by rp22,166 billion or 66.22% 

compared to 2015 that reached rp33,472 billion.

•	 JK	 Program	 revenues	 in	 2016	 amounted	 to	 Rp2,521	

billion, up rp860 billion or 51.78% compared to 2015 

which reached rp1,661 billion.

•	 JP	Program	revenues	in	2016	amounted	to	Rp10,200	

billion, an increase of rp7,537 billion, or 283.03% 

compared to 2015 amounted to rp2,663 billion.
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PeNDaPaTaN USaHa DaNa JaMINaN SOSIaL (rP MILIar)
operating income of social security Fund (rp Billion) 

Uraian
description

2016 2015 2014 ∆%

1 2 3 (1-2)/2

PeNDaPaTaN PrOgraM JKK | JKK PrOgraM reVeNUeS

Pendapatan	Iuran	|	Contribution revenues 4.108 3.505 3.018 17,20

Kontribusi	BPJS	|	BPjs Contributions 3 4 n/A (25)

Pendapatan	Investasi	|	investment revenues 2.013 244 1.489 725

Pendapatan	Lain	|	other revenues 40 3 3 1.233,33

Total	Pendapatan	Operasional	|	Total operating revenues 6.164 3.756 4.510 64,07

PeNDaPaTaN PrOgraM JHT | JHT PrOgraM reVeNUeS

Pendapatan	Iuran	|	Contribution revenues 32.980 28.475 24.327 15,82

Kontribusi	BPJS	|	BPjs Contributions 22 28 n/A (21,43)

Pendapatan	Investasi	|	investment revenues 22.616 4.877 19.996 363,73

Pendapatan	Lain	|	other revenues 20 91 16 (78,02)

Total	Pendapatan	Operasional	|	Total operating revenues 55.638 33.471 44.339 66,22

PeNDaPaTaN PrOgraM JP | JP PrOgraM reVeNUeS

Pendapatan	Iuran	|	Contribution revenues 9.705 2.620 n/A 270,42

Pendapatan	Investasi	|	investment revenues 486 41  n/A 1.085,37

Pendapatan	Lain	|	other revenues 7 1 n/A 600

Total	Pendapatan	Operasional	|	Total operating revenues 10.200 2.662 n/A 283,03

PeNDaPaTaN PrOgraM JK | JK PrOgraM reVeNUeS

Pendapatan	Iuran	|	Contribution revenues 1.829 1.590 1.375 15,03

Kontribusi	BPJS	|	BPjs Contributions 1 2 n/A (50)

Pendapatan	Investasi	|	investment revenues 670 66 447 915,15

Pendapatan	Lain	|	other revenues 20 2 1 900

Total	Pendapatan	Operasional	|	Total operating revenues 2.520 1.660 1.823 51,78

Perolehan Pendapatan tahun 2016 dari Pendapatan 

Usaha BPjs, sebesar rp5.556 miliar. jumlah tersebut 

naik rp1.466 miliar atau 35,84% dibanding tahun 2015 

sebesar rp4.090 miliar. Hal ini disebabkan tercapainya 

target pendapatan dana operasional yang merupakan 

dampak dari baiknya perolehan pendapatan iuran djs 

dan pendapatan investasi program jHT dan jP.

Total revenues in 2016 from BPjs operating income, 

amounted to rp5,556 billion. The amount increased by 

rp1,466 billion or 35.84% compared to 2015 of rp4,090 

billion. This was due to the achievement of operational 

fund revenue target as the impact of good djs 

contribution revenues and investment revenues from 

jHT and jP programs.
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PeNDaPaTaN USaHa BPJS (rP MILIar)
operating income of BPjs (rp billion)

Uraian
description

2016 2015 2014 ∆%

1 2 3 (1-2)/2

PeNDaPaTaN OPeraSIONaL | OPeraTINg reVeNUeS

Pengelolaan	DJS	–	Program	JKK	| Management of djs-jkk Program 236 349 303 (32,38)

Pengelolaan	DJS	–	Program	JHT	| Management of djs-jHT Program 3.723 2.634 1.997 41,34

Pengelolaan	DJS	–	Program	JP	| Management of djs-jP Program 615 n/A n/A n/A

Pengelolaan	DJS	–	Program	JK	| Management of djs-jk Program 106 157 137 (32,48)

Total	Pendapatan	Operasional	| Total operating revenues 4.680 3.140 2.437 49,04

PeNDaPaTaN NON OPeraSIONaL | NON-OPeraTINg reVeNUeS

Pendapatan	Investasi	|	investment revenues 769 795* 851 (3,27)

Pendapatan	Entitas	Anak	|	subsidiaries’ revenues 62 51 45 21,57

Pendapatan	Lain	|	other revenues 22 78* 400 (71,79)

Pendapatan Peningkatan kapasitas Pelayanan skP
revenues from Capacity improvement of skP services

23 25 n/A (8)

Total Pendapatan non operasional
Total non-operating income

876 949 1.296 (7,79)

TOTaL PeNDaPaTaN | TOTaL reVeNUeS

Jumlah	|	Total 5.556 4.089 3.733 35,84

*Penyajian	kembali	|	restatement
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BeBan usaha

Beban Usaha program djs secara keseluruhan dihitung 

berdasarkan Beban Program, Beban Cadangan Teknis, 

Beban dana operasional BPjs, Beban investasi, Beban 

kerugian Penurunan nilai Piutang, dan Beban lainnya. 

Beban Usaha program djs pada tahun 2016 adalah:

•	 Beban	 Usaha	 Program	 JKK	 sebesar	 Rp1.573	 miliar,	

turun rp387 miliar atau 19,74% dibanding tahun 2015 

yang mencapai rp1.960 miliar. 

•	 Beban	 Usaha	 Program	 JHT	 sebesar	 Rp21.982	miliar,	

naik rp2.299 miliar atau 11,68% dibanding tahun 2015 

yang mencapai rp19.683 miliar.

•	 Beban	Usaha	 Program	 JP	 sebesar	 Rp817	miliar,	 naik	

rp775 miliar atau 1.845,24% dibanding tahun 2015 

yang mencapai rp42 miliar.

•	 Beban	Usaha	Program	JK	sebesar	Rp794	miliar,	turun	

rp55 miliar atau 6,48% dibanding tahun 2015 yang 

mencapai rp849 miliar. 

operatIng expenses

Total djs program operating expenses are calculated 

based on Program expenses, Technical reserves 

expenses, BPjs operating Fund expenses, investment 

expense, loss on impairment of receivables, and other 

expenses. The operating expenses of djs program by 

2016 are as follows:

•	 JKK	 Program	 Operating	 Expenses	 amounted	 to	

rp1,573 billion, down rp387 billion or 19.74% 

compared to 2015 of rp1,960 billion.

•	 JHT	 Program	 Operating	 Expenses	 amounted	 to	

rp21,982 billion, up rp2,299 billion or 11.68% 

compared to 2015 that reached rp19.683 billion.

•	 Operating	 Expenses	 of	 JP	 Program	 amounted	 to	

rp817 billion, an increase of rp775 billion or 1,845.24% 

compared to 2015 amounted to rp42 billion.

•	 Operating	 Expenses	 of	 JK	 Program	 amounted	 to	

rp794 billion, down rp55 billion or 6.48% compared 

to 2015 which reached rp849 billion.
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PeNDaPaTaN USaHa DaNa JaMINaN SOSIaL (rP MILIar)
operating income of social security Fund (rp billion)

Uraian
description

2016 2015 2014 ∆%

1 2 3 2:1

BeBaN PrOgraM JKK | JKK PrOgraM exPeNSeS

Beban	JKK	|	jkk expenses 833 661 651 26,02

Beban	Cadangan	Teknis	|	Technical reserve expenses 307 778 489 (60,54)

Beban	Dana	Operasional	BPJS	|	BPjs operating Fund expenses 236 349 303 (32,38)

Beban	Investasi	|	investment expenses 199 176 137 13,07

Pemulihan Penurunan nilai Piutang
recovery of receivable impairment

(2) (5) (25) (60)

Beban	Lain	|	other expenses 0,33 0,41 0,18 (19,51)

Total	Beban	|	Total expenses 1.573 1.960 1.555 (19,74)

BeBaN PrOgraM JHT | JHT PrOgraM exPeNSeS

Beban	JHT	|	jHT expenses 17.973 16.759 12.894 7,24

Beban	Dana	Operasional	BPJS	|	BPjs operating Fund expenses 3.723 2.634 1.997 41,34

Beban	Investasi	|	investment expenses 245 211 210 16,11

Pemulihan kerugian Penurunan nilai Piutang
recovery of receivable impairment

39 77 70 (49,35)

Beban	Lain	|	other expenses 3 3 0,89 0

Total	Beban	|	Total expenses 21.982 19.683 15.172 11,68

BeBaN PrOgraM JP | JP PrOgraM exPeNSeS

Beban	JP	|	jP expenses 162 36 n/A 350

Beban	Dana	Operasional	BPJS	|	BPjs operating Fund expenses 615 n/A n/A n/A

Beban	Investasi	|	investment expenses 14 0,87 n/A 1.509,20

Pemulihan kerugian Penurunan nilai Piutang
recovery of receivable impairment

25 5 n/A 400

Beban	Lain	|	other expenses 0,35 0,07 n/A 400

Total	Beban	|	Total expenses 817 42 n/A 1.845,24

BeBaN PrOgraM JK | JK PrOgraM exPeNSeS

Beban	JK	|	jk expenses 594 464 455 28,02

Beban	Cadangan	Teknis	|	Technical reserve expenses 31 167 (32) (81,44)

Beban	Dana	Operasional	BPJS	|	BPjs operating Fund expenses 106 157 137 (32,48)

Beban	Investasi	|	investment expenses 65 54 42 20,37

Pemulihan kerugian Penurunan nilai Piutang
recovery of receivable impairment

(2) 7 (6) (128,57)

Beban	Lain	|	other expenses 0,17 0,27 0,10 (37,04)

Total	Beban	|	Total expenses 794 849 597 (6,48)

131

BPJS KetenagaKerJaan
2017 Integrated Report



Total Beban Usaha dihitung sebagai Beban operasional 

dan Beban non-operasional. Pada tahun 2016 nilai total 

Beban Usaha mencapai rp4.114 miliar, naik rp845 miliar 

atau 25,85% dibanding tahun 2015 sebesar rp3.269 miliar. 

Hal ini disebabkan meningkatnya biaya operasional dalam 

rangka pengelolaan program dan adanya pembentukan 

beban pajak atas surat Tagihan Pajak (sTP) sebagai wujud 

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.  

Total operating expenses are calculated as operating 

Cost and non-operating Cost. in 2016 value of Total 

operating expenses reached rp4,114 billion, up rp845 

billion or 25.85% compared to 2015 amounted to rp3,269 

billion. This was due to increased operational costs for 

program management and the formation of tax expenses 

on Tax Collection notice (sTP) as a form of compliance 

with laws and regulations.

BeBaN USaHa BPJS (rP MILIar)
operating expenses of BPjs (rp billion)

Uraian
description

2016 2015 2014 ∆%

1 2 3 2:1

BeBaN OPeraSIONaL | OPeraTINg COST

Penyelenggaraan	DJS	–	Program	JKK	| Management of djs - jkk Program 424 387 397 9,56

Penyelenggaraan	DJS	–	Program	JHT	| Management of djs - jHT Program 2.254 2.164 1.886 4,16

Penyelenggaraan	DJS	–	Program	JP	| Management of djs - jP Program 633 227 n/A 178,85

Penyelenggaraan	DJS	–	Program	JK	| Management of djs - jk Program 248 242 199 2,48

Total	Beban	Operasional	| Total operating Cost 3.559 3.020 2.482 17,85

BeBaN NON OPeraSIONaL | NON OPeraTINg COST

Beban	Investasi	|	investment Cost 114 147 91 (22,45)

Beban	Usaha	Entitas	Anak	|	subsidiary operating Cost 87 68 63 27,94

Beban Tanggung jawab sosial dan lingkungan
social and environmental responsibility Cost

12 12 14 0

Beban	Lain-lain	|	other Cost 342 22 16 1.454,55

Total	Beban	Non	Operasional	|	Total non operating Cost 555 249 184 122,89

TOTaL BeBaN USaHa | TOTaL OPeraTINg COST

Total 4.114 3.269 2.665 25,85
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BeBan pajak

Beban Pajak dihitung sebagai Beban Pajak Badan 

Penyelenggara. nilai Beban Pajak pada tahun 2016 

sebesar rp370 miliar, naik rp168 miliar atau 83,17% 

dibanding tahun 2015 yang mencapai rp202 miliar. 

Hal ini disebabkan tingginya pencapaian penghasilan 

bersih Badan Penyelenggara yang secara otomatis akan 

berdampak terhadap Beban Pajak Badan Penyelenggara.

penghasILan operasIonaL

Penghasilan operasional djs dapat dilihat melalui 

kenaikan Aset neto program yang merupakan hasil 

pengurangan Pendapatan Usaha dengan Beban Usaha di 

masing-masing program, dengan uraian sebagai berikut:

•	 Aset	Neto	Program	JKK	tahun	2016	sebesar	Rp4.590	

miliar, naik rp2.793 miliar atau 155,43% dibading tahun 

2015 yang mencapai rp1.797 miliar.

•	 Aset	Neto	Program	JHT	tahun	2016	sebesar	Rp33.656	

miliar, naik rp19.867 miliar atau 144,08% dibanding 

tahun 2015 yang mencapai rp13.789 miliar.

•	 Aset	 Neto	 Program	 JP	 tahun	 2016	 sebesar	 Rp9.384	

miliar, naik rp6.763 miliar atau 258,03% dibanding 

tahun 2015 yang mencapai rp2.621 miliar.

•	 Aset	 Neto	 Program	 JK	 tahun	 2016	 sebesar	 Rp1.728	

miliar, naik rp916 miliar atau 112,81% dibanding 2015 

yang mencapai rp812 miliar.

tax expenses

Tax expenses are calculated as the tax expenses of the 

Administering Body. The value of tax expenses in 2016 

amounted to rp370 billion, up rp168 billion or 83.17% 

compared to 2015 that reached rp202 billion. This was 

due to the high net income of the Administering Body 

which will automatically affected the tax expenses of the 

Administering Body.

operatIonaL Income

djs operational income can be seen through net Asset 

increase of program which is result of operating income 

minus operating expenses of each program, with the 

following description:

•	 JKK	Program	Net	Assets	in	2016	amounted	to	Rp4,590	

billion, an increase of rp2,793 billion or 155.43% 

compared to 2015 amounted to rp1,797 billion.

•	 JHT	 Program	 Net	 Assets	 in	 2016	 amounted	 to	

rp33,656 billion, an increase of rp19,867 billion or 

144.08% compared to 2015 amounted to rp13,789 

billion.

•	 JP	Program	Net	Assets	in	2016	amounted	to	Rp9,384	

billion, an increase of rp6,763 billion or 258.03% 

compared to 2015 which reached rp2,621 billion.

•	 JK	Program	Net	Assets	in	2016	amounted	to	Rp1,728	

billion, up rp916 billion or 112.81% compared to 2015 

which reached rp812 billion.

BeBaN PaJaK (rP MILIar)
Tax expenses (rp billion)

Uraian
description

2016 2015 2014 ∆%

1 2 3 2:1

Beban	Pajak	Badan	|	Body Tax expenses 370 202 353 83,17

KeNaIKaN aSeT NeTO (rP MILIar)
net Asset increase (rp billion)

Uraian
description

2016 2015 2014 ∆%

1 2 3 2:1

KeNaIKaN aSeT NeTO PrOgraM | NeT aSSeT INCreaSe OF PrOgraMS

Kenaikan	Aset	Neto	Program	JKK	|	increase of jkk Program net Assets 4.590 1.797 2.995 155,43

Kenaikan	Aset	Neto	Program	JHT	|	increase of jHT Program net Assets 33.656 13.789 29.167 144,08

Kenaikan	Aset	Neto	Program	JP	|	increase of jP Program net Assets 9.384 2.621 n/A 258,03

Kenaikan	Aset	Neto	Program	JK	|	increase of jk Program net Assets 1.728 812 1.226 112,81
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Penghasilan sebelum Pajak Badan merupakan hasil 

pengurangan Pendapatan Usaha dengan Beban Usaha. 

Perolehan Penghasilan sebelum Pajak Badan pada tahun 

2016 mencapai rp1.443 miliar, naik rp622 miliar atau 

75,76% dibanding tahun 2015 sebesar rp821 miliar.

Beban Pajak Badan untuk tahun 2016 mencapai rp370 

miliar, naik dibanding tahun 2015 sebanyak rp202 miliar. 

dengan demikian perolehan Penghasilan Tahun Berjalan 

pada tahun 2016 adalah rp1.072 miliar, lebih besar rp455 

miliar atau 73,62% dibanding tahun 2015 sebesar rp618 

miliar.

income Before Tax is the result of operating income 

minus operating expenses. income Before Tax in 2016 

reached rp1,443 billion, up rp622 billion or 75.76% 

compared to 2015 amounted to rp821 billion.

Corporate Tax expenses for 2016 reached rp370 billion, 

up from 2015 of rp202 billion. Thus, the Current year 

income in 2016 was rp1,072 billion, increased by rp455 

billion or 73.62% than in 2015 amounted to rp618 billion.

PerOLeHaN PeNgHaSILaN TaHUN BerJaLaN BPJS (rP MILIar)
Current year income of BPjs (rp billion) 

Uraian
description

2016 2015 2014 ∆%

1 2 3 2:1

Penghasilan	Sebelum	Pajak	| income Before Tax 1.443 821 1.066 75,76

Beban	Pajak	Badan	|	Tax expenses 370 202 353 83,17

Penghasilan	Tahun	Berjalan	| Current year income 1.072 618 713 73,62
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penghasILan komprehensIf tahun BerjaLan

Perolehan Penghasilan komprehensif tahun Berjalan 

pada kurun waktu periode pelaporan adalah rp1.538 

miliar. jumlah tersebut naik rp1.846 miliar atau 599,35% 

dibanding tahun 2015 sebesar rp(308) miliar. Hal ini 

disebabkan adanya pendapatan yang terbentuk akibat 

pemulihan nilai wajar aset investasi yang tersedia untuk 

dijual (AFs). 

penghasILan komprehensIf yang Dapat 

DIatrIBusIkan

sampai dengan akhir periode pelaporan, Penghasilan 

komprehensif tahun Berjalan yang dapat diatribusikan 

kepada Pemilik entitas induk mencapai rp1.538 miliar, 

dan kepada kepentingan non-Pengendali sebesar 

rp(285.165).

current year comprehensIve Income

Current year Comprehensive income in the reporting 

period was rp1,538 billion. The amount was up rp1,846 

billion or 599.35% compared to 2015 of rp(308) billion. 

This was due to the revenues generated by the recovered 

fair value of available-for-sale (AFs) investment assets.

attrIButaBLe comprehensIve Income

Up to the end of the reporting period, the Current year 

Comprehensive income attributable to owners of the 

Parent Company amounted to rp1,538 billion, and to 

non-Controlling interest amounted to rp(285,165).

PeNgHaSILaN KOMPreHeNSIF TaHUN BerJaLaN (rP MILIar)
Current year Comprehensive income (rp billion)

No
Uraian
description

2016 2015 2014 ∆%

1 2 3 2:1

1 Pendapatan	Usaha	|	operating income

Pendapatan	Operasional	|	operating revenues 4.680 3.140 2.437 49,04

Pendapatan	Non	Operasional	|	non-operating revenues 876 950 1.295 (7,79)

2 Beban	Usaha	|	operating expenses

Beban	Operasional	|	operating Cost 3.559 3.020 2.482 17,85

Beban	Non	Operasional	|	non-operating Cost 555 249 184 122,89

3 Penghasilan	Sebelum	Pajak	| income Before Tax 1.443 821 1.066 75,76

4 Beban	Pajak	Badan	|	Corporate Tax Cost 370 202 353 83,17

5 Penghasilan	Tahun	Berjalan	| Current year income 1.072 618 713 73,62

6 Penghasilan	Komprehensif	lain	|	other Comprehensive income 466 (927)  308 150,27

7 Total 1.538 (308) 1.021 599,35
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lAPorAn ArUs kAs
CAsH FloW sTATeMenT

Arus kas BPjs ketenagakerjaan selaku Badan 

Penyelenggara terdiri dari tiga aktivitas, yakni Arus kas 

dari Aktivitas operasi, Arus kas dari Aktivitas investasi, 

dan Arus kas dari Aktivitas Pendanaan.

Cash Flow labour social security Administration Agency 

as an Administering Body consists of three activities, 

namely Cash Flow from operating Activities, Cash Flow 

from investment Activities, and Cash Flow From Financing 

Activities.

NILaI arUS KaS DJS (rP MILIar)
Value of Cash Flow of djs (rp billion)

Uraian
description

2016 2015 2014 ∆%

1 2 3 2:1

arUS KaS PrOgraM JKK | CaSH FLOW OF JKK PrOgraM

Arus	Kas	Dari	Aktivitas	Operasi	|	Cash Flow from operating Activities 3.026 2.548 2.045 18,76

Arus	Kas	Dari	Aktivitas	Investasi	|	Cash Flow from investing Activities (3.077) (2.467) (2.040) 24,73

Arus	Kas	Dari	Aktivitas	Pendanaan	|	Cash Flows from Financing Activities n/A n/A n/A n/A

Kenaikan	(Penurunan)	Kas	dan	Setara	Kas	|	increase (decrease) in Cash and Cash equivalents (51) 81 5 (162,96)

Saldo	Kas	dan	Setara	Kas	Awal	Tahun	|	Balance of Cash and Cash equivalents Beginning of the year 97 16 11 506,25

Saldo	Kas	dan	Setara	Kas	Akhir	Tahun	|	Balance of Cash and Cash equivalents end of year 46 97 16 (52,58)

arUS KaS PrOgraM JK | CaSH FLOW OF JK PrOgraM

Arus	Kas	Dari	Aktivitas	Operasi	|	Cash Flow from operating Activities 1.128 950 796 18,74

Arus	Kas	Dari	Aktivitas	Investasi	|	Cash Flow from investing Activities (1.143) (924) (814) 23,70

Arus	Kas	Dari	Aktivitas	Pendanaan	|	Cash Flows from Financing Activities n/A n/A n/A n/A

Kenaikan	(Penurunan)	Kas	dan	Setara	Kas	|	increase (decrease) in Cash and Cash equivalents (15) 26 (18) (157,69)

Saldo	Kas	dan	Setara	Kas	Awal	Tahun	|	Balance of Cash and Cash equivalents Beginning of the year 37 11 29 236,36

Saldo	Kas	dan	Setara	Kas	Akhir	Tahun	|	Balance of Cash and Cash equivalents end of year 22 37 11 (40,54)

NILaI arUS KaS BPJS (rP MILIar)
Value of Cash Flow of BPjs (rp billion)

Uraian
description

2016 2015 2014 ∆%

1 2 3 2:1

arUS KaS KONSOLIDaSIaN | CONSOLIDaTeD CaSH FLOW

Arus	Kas	Dari	Aktivitas	Operasi	|	Cash Flow from operating Activities 1.371 683 169 100,73

Arus	Kas	Dari	Aktivitas	Investasi	|	Cash Flow from investing Activities (1.052) (1336) 489 (21,26)

Arus	Kas	Dari	Aktivitas	Pendanaan	|	Cash Flows from Financing Activities (21) (46) 500 (54,35)

Kenaikan	(Penurunan)	Kas	dan	Setara	Kas	|	increase (decrease) in Cash and Cash equivalents 298 (699) 1.558 (142,63)

Saldo	Kas	dan	Setara	Kas	Awal	Tahun	|	Balance of Cash and Cash equivalents Beginning of the year 745 1.444 286 (48,41)

Saldo	Kas	dan	Setara	Kas	Akhir	Tahun	|	Balance of Cash and Cash equivalents end of year 1.043 745 1.444 40
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rAsio keMAMPUAn MeMBAyAr UTAng dAn 
TingkAT kolekTiBiliTAs
rATio deBT PAying ABiliTy And ColleCTiBiliTy rATe

soLvaBILItas

kemampuan suatu perusahaan membayar seluruh utang 

dinyatakan dalam rasio solvabilitas. rasio solvabilitas 

program jHT pada tahun 2016 adalah sebesar 101,48%, 

naik dari tahun 2015 sebesar 1,24%. Hal ini disebabkan 

oleh baiknya kinerja investasi yang berdampak terhadap 

peningkatan dana investasi. 

LIkuIDItas

likuiditas adalah rasio yang mencerminkan kemampuan 

memenuhi kewajiban, terutama kewajiban dana jangka 

pendek. rasio likuiditas program jkk pada tahun 2016 

adalah sebesar 23.847%, naik dari tahun 2015 sebesar 

21.705%. Hal ini disebabkan oleh tingginya penerimaan 

iuran dan rendahnya pembayaran jaminan  sehingga 

meningkatkan saldo aset neto. 

rasio likuiditas program jkM pada tahun 2016 adalah 

sebesar 11.544%, naik dari tahun 2015 sebesar 10.322%. 

Hal ini disebabkan oleh tingginya penerimaan iuran dan 

rendahnya pembayaran jaminan  sehingga meningkatkan 

saldo aset neto.

soLvency

The ability of a company to pay its total debts is expressed 

in the solvency ratio. solvency ratio of jHT program in 

2016 was 101.48%, up from 2015 at 1.24%. This was due 

to the good performance of investments that have an 

impact on the increase of investment funds.

LIquIDIty

liquidity is a ratio that reflects the ability to meet liabilities, 

especially short-term fund liabilities. jkk program’s 

liquidity ratio in 2016 was 23,847%, up from 2015 at 

21,705%. This is due to high contribution fees and low 

guarantee payments that increased net asset balance.

jkM program’s liquidity ratio in 2016 was 11,544%, up 

from 2015 at 10,322%. This was due to high contribution 

revenues and low benefit payments that increased net 

asset balance.

raSIO SOLVaBILITaS (%)
solvency ratio (%)

Uraian
description

2016 2015 2014 ∆%

1 2 3 2:1

jHT 101,48 100,26 100,34 0,99

jP ∞ ∞ ∞ -

raSIO LIKUIDITaS (%)
liquidity ratio (%)

Uraian
description

2016 2015 2014 ∆%

1 2 3 2:1

jkk 23.847 21.705 18.730 0,91

jkM 11.544 10.322 8.372 0,89

BPjs 520,34 800,12 783,25 (34,97)
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rasio keuangan lainnya yang dihitung secara konsolidasian 

adalah rasio BoPo dan rasio ekuitas terhadap liabilitas. 

rasio BoPo mengukur kemampuan dalam 

mengendalikan biaya operasional terhadap pendapatan 

operasional. Pada tahun 2016, rasio BoPo adalah 

sebesar 82,30%, turun dari tahun 2015 sebesar 5,94%.

rasio ekuitas terhadap liabilitas mengukur perbandingan 

antara ekuitas terhadap liabilitas. rasio ekuitas terhadap 

liabilitas mencapai 354% atau mengalami penurunan 

sebesar 57% dibanding tahun sebelumnya karena adanya 

peningkatan liabilitas jangka pendek yang disebabkan 

pembentukan utang pajak atas surat Tagihan Pajak (sTP).

The other consolidated financial ratios are Cost ratio 

(BoPo) and the equity to liabilities ratio.

The BoPo ratio measures the ability to control operating 

costs against operating income. in 2016, BoPo ratio was 

82.30%, down from 2015 at 5.94%.

The equity to liabilities ratio measures the comparison 

between equity to liabilities. The equity to liabilities ratio 

reached 354% or decreased by 57% over the previous 

year due to an increase in short-term liabilities caused by 

the establishment of tax debt in the Tax Collection notice 

(sTP).

raSIO KeUaNgaN LaINNYa
other Financial ratios

Uraian
description

2016 2015 2014 ∆%

1 2 3 2:1

BoPo 82,30 88,24 92,53 1,07

rasio ekuitas terhadap liabilitas
equity to liabilities ratio

353,95 411,17 401,45 1,16
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sTrUkTUr ModAl 
CAPiTAl sTrUCTUre

struktur Modal (capital structure) yang menggambarkan 

pembiayaan permanen, dan terdiri atas utang jangka 

panjang dan modal sendiri. struktur Modal yang optimal 

akan menghasilkan pendanaan yang efisien.

secara umum kinerja djs pada tahun 2016 dibanding 

tahun 2015 adalah sebagai berikut:

1. nilai Aset Program tahun 2016 dibanding tahun 2015.

•	 Aset	Program	JKK	naik	Rp4.821	miliar	atau	34,07%

•	 Aset	Program	JHT	naik	Rp35.722	miliar	atau	19,63%

•	 Aset	Program	JP	naik	Rp9.521	miliar	atau	356,06%

•	 Aset	Program	JK	naik	Rp1.725	miliar	atau	37,18%

2. nilai Aset neto Program tahun 2016 dibanding tahun 

2015.

•	 Aset	 Neto	 Program	 JKK	 naik	 Rp4.590	 miliar	 atau	

38,38%

•	 Aset	Neto	Program	JHT	naik	Rp33.656	miliar	atau	

20,07%

•	 Aset	 Neto	 Program	 JP	 naik	 Rp9.383	 miliar	 atau	

357,99%

•	 Aset	 Neto	 Program	 JK	 naik	 Rp1.727	 miliar	 atau	

43,30%

3. nilai liabilitas Program tahun 2016 dibanding tahun 

2015.

•	 Liabilitas	Program	JKK	naik	Rp231	miliar	atau	10,53%

•	 Liabilitas	 Program	 JHT	 naik	 Rp2.066	 miliar	 atau	

14,44%

•	 Liabilitas	Program	JP	naik	Rp138	miliar	atau	260,38%

•	 Liabilitas	Program	JK	turun	Rp2	miliar	atau	0,31%

Capital structure describes permanent financing, and 

consists of long-term debt and equity. The optimal 

Capital structure will result in efficient funding.

in general, djs performance in 2016 compared to 2015 

is as follows:

1. Assets Value of the Program in 2016 compared to 

2015.

•	 Assets	of	JKK	Program	increased	by	Rp4,821	billion	

or 34.07%

•	 Assets	 of	 JHT	 Program	 rose	 Rp35,722	 billion	 or	

19.63%

•	 Assets	of	JP	Program	 increased	Rp9,521	billion	or	

356.06%

•	 Assets	of	JK	Program	 increased	by	Rp1,725	billion	

or 37.18%

2. net Assets Value of the Program in 2016 compared to 

2015.

•	 Net	 Assets	 of	 JKK	Program	 increased	 by	Rp4,590	

billion or 38.38%

•	 Net	Asset	of	JHT	Program	 increased	by	Rp33,656	

billion or 20.07%

•	 Net	Asset	of	JP	Program	increased	Rp9,383	billion	

or 357.99%

•	 Net	 Asset	 of	 JK	 Program	 increased	 by	 Rp1,727	

billion or 43.30%

3. liabilities Value of Program in 2016 compared to 2015.

•	 Liabilities	of	JKK	Program	increased	by	Rp231	billion	

or 10.53%

•	 Liabilities	 of	 JHT	 Program	 increased	 by	 Rp2,066	

billion or 14.44%

•	 Liabilities	of	JP	Program	increased	by	Rp138	billion	

or 260.38%

•	 Liabilities	of	JK	Program	decreased	by	Rp2	billion	or	

0.31%
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STrUKTUr MODaL DJS  
djs Capital structure

Uraian
description

2016 2015 2014

%
rp Miliar
rp billion

%
rp Miliar
rp billion

%
rp Miliar
rp billion

STrUKTUr MODaL PrOgraM JKK | JKK PrOgraM CaPITaL STrUCTUre

Liabilitas	|	liabilities 12,78 2.424 15,5 2.193 13,12 1.535

Aset	Neto	|	net Assets 87,22 16.549 84,5 11.959 86,88 10.162

Aset	|	Assets 100 18.973 100 14.152 100 11.697

STrUKTUr MODaL PrOgraM JHT | JHT PrOgraM CaPITaL STrUCTUre

Liabilitas	|	liabilities 7,52 16.375 7,86 14.309 7,33 12.168

Aset	Neto	|	net Assets 92,48 201.318 92,14 167.662 92,67 153.873

Aset	|	Assets 100 217.693 100 181.971 100 166.041

STrUKTUr MODaL PrOgraM JP | JP PrOgraM CaPITaL STrUCTUre

Liabilitas	|	liabilities 1,57 191 1,98 53 n/A n/A

Aset	Neto	|	net Assets 98,43 12.004 98,02 2.621 n/A n/A

Aset	|	Assets 100 12.195 100 2.674 n/A n/A

STrUKTUr MODaL PrOgraM JK | JK PrOgraM CaPITaL STrUCTUre

Liabilitas	|	liabilities 10,20 649 14,03 651 19,61 775

Aset	Neto	|	net Assets 89,80 5.715 85,97 3.988 80,39 3.176

Aset	|	Assets 100 6.364 100 4.639 100 3.951

STrUKTUr MODaL BPJS
BPjs Capital structure

Uraian
Uraian

2016 2015 2014

%
rp Miliar
rp billion

%
rp Miliar
rp billion

%
rp Miliar
rp billion

STrUKTUr MODaL BPJS KeTeNagaKerJaaN | LaBOUr SOCIaL SeCUrITY aDMINISTraTION 
ageNCY CaPITaL STrUCTUre

Liabilitas	|	liabilities 22,03 2.945 19,56 2.168 19,96 2.311

Ekuitas	|	equity 77,97 10.425 80,44 8.913 80,04 9.270

Aset	|	Assets 100 13.370 100 11.081 100 11.581

secara umum kinerja BPjs ketenagakerjaan pada tahun 

2016 dibanding tahun 2015 adalah sebagai berikut:

 

•	 Nilai	Aset	bertambah	sebesar	20,66%.

•	 Nilai	Ekuitas		meningkat	16,96%.

•	 Nilai	Liabilitas	naik	sebesar	35,84%.

in general, the performance of labour social security 

Administration Agency in 2016 compared to 2015 is as 

follows:

•	 Asset	Value	increased	by	20.66%.

•	 Equity	Value	increased	16.96%.

•	 Liabilities	Value	increased	by	35.84%.
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Ikatan materIaL untuk InvestasI Barang moDaL

selama kurun waktu periode pelaporan kami melakukan 

beberapa ikatan material dengan beberapa pihak yang 

bertujuan menambah aset pendukung kegiatan operasi, 

yakni:

•	 Pengadaan	 tanah	 di	 lima	 belas	 lokasi	 peruntukan	

yang status awalnya sewa dan ditingkatkan menjadi 

milik sendiri untuk pembangunan satu kantor cabang 

utama, empat kantor cabang madya dan delapan 

kantor cabang pratama.

•	 Pembangunan	 gedung	 kantor,	 bangunan	 lain	 dan	

renovasi mencakup pengadaan bangunan satu 

kantor cabang, pembangunan 11 kantor baru dan tiga 

bangunan lain serta renovasi gedung di empat kantor 

cabang.

sumber dana yang digunakan untuk ikatan material berasal 

dari Penyertaan Modal negara (PMn) dan dilaksanakan 

menggunakan mata uang rupiah (idr) sebagai mata uang 

denominasi. sebagian lagi ikatan material dilaksanakan 

menggunakan dolar Amerika serikat (Usd) sebagai mata 

uang denominasi, yakni pembayaran lisensi perangkat 

lunak untuk pengembangan aplikasi.

sampai dengan akhir periode pelaporan, tidak ada risiko 

nilai tukar mata uang yang signifikan atas transaksi yang 

dilakukan karena semua transaksi dilakukan dengan mata 

uang rupiah.

materIaL commItments for capItaL Investments

during the reporting period we made several material 

commitments with several parties aimed at adding assets 

to support operations, namely:

•	 Procurement	of	land	in	15	designated	locations	which	

were originally rented and upgraded status as the 

body’s own for construction of a main branch office, 

four sub-branch offices and eight primary branch 

offices.

•	 Construction	of	office	buildings,	other	buildings	 and	

renovations including provision of one branch office 

building, construction of 11 new offices and three 

other buildings, as well as building renovations at four 

branch offices.

The source of funds used for material commitments comes 

from state equity Participation (PMn) and is implemented 

using rupiah currency (idr) as denominated currency. 

some of the material commitments are implemented 

using the United states dollar (Usd) as denominated 

currency, for payment of application development 

software licensing.

Up to the end of the reporting period, there was no 

significant currency exchange rate risk on transactions 

because all transactions were made in rupiah.

// ikATAn MATeriAl UnTUk 
inVesTAsi dAn BelAnjA ModAl 
MATERIAL COMMITMENTS FOR INVESTMENT AND CAPITAL 
EXPENDITURE
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reaLIsasI BeLanja Barang moDaL

Total Belanja Modal tahun 2016 sebesar rp235 miliar 

dengan sumber pendanaan berasal dari Penyertaan Modal 

negara (PMn) dan dari hasil surplus BPjs. Belanja modal 

bertujuan untuk mempercepat kapasitas organisasi untuk 

mempersiapkan operasional penuh dan meningkatkan 

eksistensi BPjs ketenagakerjaan di seluruh wilayah di 

indonesia. Pengadaan belanja modal juga dilakukan 

untuk mengganti aset tetap yang telah dihapusbukukan 

sebagai dampak atas rusak/hilang dan habis umur 

ekonomisnya, serta penambahan aset tetap baru dengan 

tetap memperhatikan kemampuan keuangan. 

Belanja Modal yang dilakukan meliputi pengadaan 

tanah, pembangunan dan renovasi gedung, pengadaan 

berbagai sarana dan prasarana yakni kendaraan dinas, 

peralatan kantor, peralatan komputer, peralatan lain serta 

pengadaan maupun pembayaran lisensi perangkat lunak.

capItaL expenDItures reaLIzatIon

Total Capital expenditures for 2016 amounted to rp235 

billion with funding sources from state equity Participation 

(PMn) and from surplus of BPjs. Capital expenditures 

aim to accelerate the organizational capacity to prepare 

full operations and improve the existence of labour 

social security Administration Agency in all regions of 

indonesia. The procurement of capital expenditures is 

also made to replace fixed assets that have been written 

off due to damage/losses and pass their economic life, 

and the addition of new fixed assets while maintaining 

financial capacity.

Capital expenditures include procurement of land, 

construction and renovation of buildings, procurement 

of various facilities and infrastructure such as company 

vehicles, office equipment, computer equipment, 

other equipment and the procurement and payment of 

software licenses.

INVeSTaSI BaraNg MODaL (rP MILIar)
Capital goods investments (rp billion)

Jenis Investasi
Type of investment

rkAT 2016 2015 2014 ∆% ∆%

1 2 3 4 2:1 2:3

Tanah	|	land 492 10 148 43 2,03 (93,24)

Bangunan	|	Building 212 65 122 77 30,66 (46,72)

Kendaraan	|	Vehicle 56 38 44 6 67,86 (13,64)

Peralatan	Kantor	|	office equipment 58 32 23 11 55,17 39,13

Peralatan	Komputer	|	Computers 97 29 119 102 29,90 (75,63)

Peralatan	Lain	|	other equipment 80 26 51 33 32,50 (49,02)

Aktiva	Tidak	Berwujud	|	intangible Assets 57 35 27 28 61,40 29,63

Total 1.052 235 534 300 22,34 (55,99)
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selama kurun waktu periode pelaporan, terdapat kejadian 

penting setelah tanggal laporan akuntan. kejadian penting 

setelah tanggal laporan akuntan adalah sebagai berikut:

1. Perubahan nomenklatur direksi sesuai dengan area 

bidang tugas menjadi sebagai berikut:

during the reporting period, there were significant events 

after the date of the accountant’s report. significant 

events after the date of the accountant’s report are as 

follows:

1. Changes in the nomenclature of the Board of directors 

in accordance with the area of duties to be as follows:

// inForMAsi dAn FAkTA 
MATeriAl seTelAH TAnggAl 
lAPorAn AkUnTAn 
MATERIAL INFORMATION AND FACTS AFTER 
ACCOUNTANT REPORTING DATE

•	 direktur Perencanaan 

strategis dan Ti 

: sumarjono

•	 direktur Perluasan 

kepesertaan dan HAl

: e. ilyas lubis

•	 direktur Umum dan sdM : naufal Mahfudz

•	 direktur Pelayanan : M. krisna syarif

•	 direktur keuangan : evi Afiatin

•	 direktur Pengembangan 

investasi

: Amran nasution

•	 director of strategic Planning 

and iT

: sumarjono

•	 director of Membership 

expansion and HAl

: e. ilyas lubis

•	 director of general and 

Human resources

: naufal Mahfudz

•	 director of services : M. krisna syarif

•	 director of Finance : evi Afiatin

•	 director of investment 

development

: Amran nasution

2. Terbitnya surat keputusan kantor Wilayah djP WP 

Besar tentang pengurangan ketetapan pajak atas surat 

Tagihan Pajak BPjs ketenagakerjaan.

3. Putusan Pengadilan negeri subang dalam perkara 

gugatan aset jamian eks MTn PT Voolgren yang 

menyatakan bahwa BPjs ketenagakerjaan berhak 

memperoleh tanah dan bangunan tersebut.

2. The issuance of decree of dgT for Major Taxpayers  

regional office on the reduction of tax assessment 

on labour social security Administration Agency’s Tax 

Collection notice

3. ruling of subang district Court in a lawsuit case of ex-

MTn assets of PT Voolgren stating that labour social 

security Administration Agency is entitled to acquire 

the land and building.
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sebagai penyelenggara jaminan sosial bagi pekerja di 

indonesia, BPjs ketenagakerjaan dihadapkan pada 

potensi pengembangan kegiatan dan pengelolaan 

dana jaminan sosial (djs). Cakupan kepesertaan BPjs 

ketenagakerjaan saat ini baru mencapai 30 persen dari 

total potensi tenaga kerja di indonesia, sehingga sangat 

terbuka peluang bagi pengembangan kepesertaan. 

pengemBangan kepesertaan

Pertambahan jumlah penduduk secara langsung 

berpengaruh pada angkatan kerja di indonesia. kondisi ini 

menandakan peluang bagi BPjs ketenagakerjaan dalam 

pengembangan kepesertaan.

Hingga akhir periode pelaporan, jumlah pekerja yang 

menjadi peserta BPjs ketenagakerjaan baru mencakup 

30% dari potensi jumlah pekerja di indonesia. Pasar sangat 

terbuka bagi BPjs ketenagakerjaan untuk melakukan 

penambahan peserta baru. kami memproyeksikan 

penambahan peserta baru setiap tahun melalui berbagai 

program dan strategi yang secara rinci dijelaskan pada 

bagian lain dalam laporan ini. 

rata-rata pertumbuhan peserta aktif selama lima tahun 

sebesar 28,42% dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi 

pada peserta dari perusahaan mikro mencapai 81,34%. 

Adapun untuk perusahaan besar tumbuh 18,15% dan 

perusahaan menengah tumbuh sebesar 26,86%. 

Tahun 2018 target kepesertaan aktif mencakup 83,51% 

dari pekerja penerima upah dan 16,49% dari pekerja 

bukan penerima upah. Pada awal operasional BPjs 

ketenagakerjaan, perluasan kepesertaan difokuskan 

pada tenaga kerja penerima upah sesuai Peta jalan 

Penyelenggaraan jaminan sosial Bidang ketenagakerjaan 

yang disusun oleh Bappenas. dalam peta jalan tersebut 

ditargetkan pada tahun 2019 seluruh pekerja penerima 

upah sudah menjadi peserta BPjs ketenagakerjaan. 

As a social security provider for workers in indonesia, 

labour social security Administration Agency is faced 

with the potential development of activities and 

management of the social security Fund (djs). labour 

social security Administration Agency’s membership 

coverage is currently only 30 percent of total workforce 

potential in indonesia, so opportunities are widely open 

for membership development.

memBershIp DeveLopment

The increase in population directly affected the number 

of workforce in indonesia. This condition indicated an 

opportunity for labour social security Administration 

Agency in membership development.

By the end of the reporting period, the number of 

workers becoming participants of labour social security 

Administration Agency covered 30% of the potential 

number of workers in indonesia. The market is wide 

open for labour social security Administration Agency to 

add new participants. We have projected additional new 

participants each year through various programs and 

strategies described in detail in other part of this report.

The average growth of active participants for five years 

was 28.42% with the highest average growth rate in 

participants from micro enterprises reaching 81.34%. As 

for large companies grew by 18.15% and medium-sized 

companies grew by 26.86%.

By 2018, active membership is targeted to reach 83.51% 

of wage earners and 16.49% of non-wage earner workers. 

At the beginning of labour social security Administration 

Agency’s operations, the membership development was 

focused on the wage earners according to the road Map 

of the social security operations of employment sector 

established by BAPPenAs. in the roadmap, it is targeted 

that by 2019 all wage earner workers will have become 

participants of labour social security Administration 

Agency.

// ProsPek UsAHA  
BUSINESS PROSPECT
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pengemBangan InvestasI

Pertumbuhan peserta baru mempengaruhi jumlah iuran 

yang didapat dan dikelola melalui investasi pada berbagai 

instrumen keuangan, termasuk surat Berharga negara 

(sBn). kebijakan Pemerintah dan Bank indonesia untuk 

meningkatkan jumlah sBn sebagai alternatif pembiayaan 

pembangunan nasional membuka peluang pertumbuhan 

imbal hasil investasi sekaligus menegaskan kepatuhan 

BPjs ketenagakerjaan. 

Pengelolaan investasi tidak semata-mata menggunakan 

pendekatan perolehan hasil yang optimal, tetapi 

juga investasi yang berkontribusi pada peningkatan 

kesejahteraan pekerja terutama dalam memenuhi 

kebutuhan dasar pekerja di bidang kepemilikan rumah, 

makanan, pendidikan, dan transportasi yang terjangkau 

pekerja. 

selama tahun 2014-2018, dana investasi seluruh dana 

investasi diproyeksikan tumbuh dari rp187 triliun menjadi 

rp402,7 triliun, dengan rata-rata pertumbuhan tahunan 

21,14% (CAgr). dana djs yang meliputi jHT, jP, jkk, 

dan jkM tumbuh dari rp179,3 triliun tahun 2014 menjadi 

rp393,39 triliun pada tahun 2018, dengan rata-rata 

pertumbuhan tahunan 21,70% (CAgr). dana kelolaan 

BPjs ketenagakerjaan diproyeksikan tumbuh dari rp7,6 

triliun tahun 2014 menjadi rp9,27 triliun pada tahun 2018, 

dengan rata-rata pertumbuhan 4,91% (CAgr). 

Investment DeveLopment

The growth of new participants influences the amount of 

contributions earned and managed through investments 

in various financial instruments, including government 

securities (sBn). The policies of the government and 

Bank indonesia to increase the number of sBn as an 

alternative financing for national development have 

opened opportunities for yield of investment growth 

as well as confirmed the compliance of labour social 

security Administration Agency.

investment management does not merely use the 

approach to gain optimal yield, but also investments 

that contribute to improving workers’ welfare 

especially in meeting the basic needs of workers such 

as home ownership, food, education, and affordable 

transportation.

during 2014-2018, projected total investment funds 

grew from rp187 trillion to rp402.7 trillion, with average 

Compound Annual growth rate (CAgr) of 21.14%. djs 

funds consisting of jHT, jP, jkk, and jkM, grew from 

rp179.3 trillion in 2014 to rp393.39 trillion in 2018, with 

average Compound Annual growth rate (CAgr) of 

21.70%. labour social security Administration Agency’s 

fund under management was projected to grow from 

rp7.6 trillion in 2014 to rp9.27 trillion in 2018, with 

average Compound Annual growth rate (CAgr) of 

4.91%.
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kenDaLa Dan strategI

Tentu saja kami menyadari berbagai kendala dan 

tantangan dihadapi, di antaranya pengembangan 

sumber daya manusia (sdM). secara berkesinambungan, 

kami terus meningkatkan sdM yang dimiliki dengan 

menerapkan Human Capital system yang terintegrasi 

dan berbasis kompetensi serta didukung teknologi  

Human Capital information system (HCis). Pengelolaan 

sdM mulai dari proses rekrutmen, assessment, penilaian 

kinerja dan hingga talent management. [IR8]

kendala lain adalah:

•	 Politik	

rendahnya tingkat pemahaman pemangku kebijakan 

politik terhadap program dan BPjs ketenagakerjaan, 

termasuk pada tingkat pemerintah daerah. 

•	 Ekonomi

Belum stabilnya pertumbuhan ekonomi dan masih 

melemahnya nilai tukar rupiah.

•	 Sosio	demografi

Proporsi penduduk yang bekerja di sektor informal 

memiliki persentase besar, sekitar 51% dari seluruh 

penduduk yang bekerja.

•	 Teknologi

Tingginya ekspektasi peserta terhadap BPjs 

ketenagakerjaan seperti tuntutan pada interaksi yang 

mudah, seamless transaction, cepat dan dengan fitur 

yang beragam sebagai perwujudan dari transparansi 

informasi infrastruktur dan literasi teknologi informasi 

yang bervariasi antar kelompok dan geografis

•	 Legal	

sejumlah ketentuan hukum dan peraturan perundang-

undangan yang diberlakukan Pemerintah memberikan 

dampak langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan 

BPjs ketenagakerjaan. Uraian tentang masing-masing 

ketentuan yang dimaksud disampaikan pada bagian 

lain dari laporan ini.

•	 Perusahaan	pesaing

Ada banyak perusahaan asuransi jiwa yang 

menawarkan produk sejenis dengan promosi manfaat 

yang masif bisa menyebabkan beralihnya peserta jHT, 

jkM, jkk. selain itu, banyak perusahaan yang memiliki 

dana pensiun sendiri atau menyerahkan pengelolaan 

dana pensiunnya kepada dPlk. 

oBstacLes anD strategIes

We are aware of various obstacles and challenges 

encountered, including the development of human 

resources (Hr). We continuously improve our 

human resources by implementing an integrated 

and competency-based Human Capital system and 

supported by Human Capital information system (HCis) 

technology. Hr management starts from recruitment 

process, assessment, performance appraisal up to talent 

management. [IR8]

other obstacles are:

•	 Politics

The lack of understanding of political stakeholders on 

the program and labour social security Administration 

Agency, including at the local government level.

•	 Economy

The economic growth that had not been stable and 

weakening rupiah exchange rate.

•	 Socio-demography

large percentage proportion of people working in 

the informal sector, approximately 51% of the total 

working population.

•	 Technology

The participants’ high expectations on labour social 

security Administration Agency, such as demand on 

easy interaction, seamless transaction, fast and various 

features as a manifestation of the transparency of 

information infrastructure and information technology 

literacy that varies between groups and geographic

•	 Legal

A number of provisions of applicable laws and 

regulations issued by the government have direct 

and indirect impacts on the activities of labour social 

security Administration Agency. The description of 

each of the provisions is presented in other part of this 

report.

•	 Competitor	companies

There are many life insurance companies offering 

similar products with massive promotion on benefits 

that can convert jHT, jkM, jkk participants. in 

addition, many companies have their own pension 

funds or hand over their pension fund management to 

dPlk (Financial institution Pension Fund).
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Untuk menghadapi kendala tersebut, Perusahaan telah 

melakukan berbagai upaya strategis, di antaranya:

1. Menetapkan positioning kelembagaan BPjs 

ketenagakerjaan.

2. kampanye strategi (pembuatan poster strategi).

3. Meningkatkan produktivitas akuisisi dan pengelolaan 

kepesertaan.

4. Pengembangan sistem Manajemen Mutu

5. implementasi Aplikasi Aris untuk Peningkatan 

operasional dan Pelayanan kepada Peserta.

6. Pengembangan kapasitas organisasi dan benchmarking 

sistem jaminan sosial.

To address these obstacles, the Company has made 

various strategic efforts, including:

1. establish institutional positioning of labour social 

security Administration Agency.

2. strategy Campaign (making of strategic posters).

3. increase productivity of membership acquisition and 

management.

4. development of Quality Management system

5. implementation of Aris Application for operational 

improvement and services to Participants.

6. organizational capacity building and benchmarking of 

social security systems.

proyeksI penDapatan Djs

BPjs ketenagakerjaan memproyeksikan pencapaian 

Pendapatan djs pada tahun 2017 sebagai berikut:  

•	 Pendapatan	program	JKK	sebesar	Rp6.592	miliar,	naik	

8,76% dari target 2017 sebesar rp6.061 miliar.

•	 Pendapatan	 program	 JHT	 sebesar	 Rp59.319	 miliar,	

naik 5,01% dari target 2017 sebesar rp56.486 miliar.

•	 Pendapatan	program	JP	sebesar	Rp12.010	miliar,	naik	

381,36% dari target 2017 sebesar rp2.495 miliar.

•	 Pendapatan	program	JK	sebesar	Rp2.707	miliar,	turun	

51,97% dari target 2017 sebesar rp5.636 miliar.

Djs revenue projectIon

labour social security Administration Agency projected 

the achievement of djs revenue in 2017 as follows:

•	 JKK	Program	revenues	amounted	 to	Rp6,592	billion,	

up 8.76% from the 2017 target of rp6,061 billion.

•	 JHT	Program	revenues	amounted	to	Rp59,319	billion,	

up 5.01% from the 2015 target of rp56,486 billion.

•	 JP	 Program	 revenues	 amounted	 to	Rp12,010	 billion,	

up 381.36% from the 2017 target of rp2,495 billion.

•	 JK	 Program	 revenues	 amounted	 to	 Rp2,707	 billion,	

down 51.97% from 2017 target of rp5,636 billion.

// PerBAndingAn TArgeT 2016 
dengAn reAlisAsinyA dAn 
Proyeksi TArgeT 2017   
COMPARISON BETWEEN 2016 TARGET WITH 
REALIZATION AND TARGET PROJECTION 2017
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PerBaNDINgaN TargeT 2016 DaN reaLISaSI DaN PrOYeKSI TargeT 2017
Comparison of Target 2016 with realization and Projection of Target 2017

Uraian
description

rKaT 2017 rKaT 2016
realisasi

realization 
2016

realisasi
realization 

2015
∆% %

1 2 3 4 2:1 3:2

PrOgraM JKK | JKK PrOgraM

Pendapatan	|	revenues 6.592 6.061 6.164 3.757 91,94 101,59

Total	Beban	|	Total expenses 1.904 1.531 1.573 1.960 80,41 111,26

kenaikan (Penurunan) Aset neto
increase (decrease) net Assets

4.688 4.530 4.590 1.797 96,63 98,69

PrOgraM JHT | JHT PrOgraM

Pendapatan	|	revenues 59.319 56.486 55.638 33.467 95,22 102,05

Total	Beban	|	Total expenses 29.131 28.039 21.982 19.678 96,25 129,24

kenaikan (Penurunan) Aset neto
increase (decrease) net Assets

30.188 28.447 33.656 13.789 94,23 84,52

PrOgraM JP | JP PrOgraM

Pendapatan	|	revenues 12.010 2.495 2.521 2.673 20,77 101,51

Total	Beban	|	Total expenses 875 1.582 794 53 180,80 216,42

kenaikan (Penurunan) Aset neto
increase (decrease) net Assets

11.135 913 1.727 2.621 8,20 52,87

PrOgraM JK | JK PrOgraM

Pendapatan	|	revenues 2.707 5.636 10.200 1.661 208,20 55,47

Total	Beban	|	Total expenses 1.215 412 816 849 33,91 53,02

kenaikan (Penurunan) Aset neto
increase (decrease) net Assets

1.492 5.224 9.384 812 350,13 55,67

proyeksI penghasILan tahun 2017

BPjs ketenagakerjaan memproyeksikan pencapaian 

Pendapatan Usaha pada tahun 2017 berkurang 1,23% dari 

realisasi Pendapatan Usaha tahun 2016, yang mencapai 

rp4.755 miliar. Adapun untuk proyeksi Penghasilan Tahun 

Berjalan pada tahun 2017 sebesar rp295 miliar.

Untuk mencapai target tersebut, kami telah 

memproyeksikan:

•	 Beban	Usaha	untuk	tahun	2017	sebesar	Rp4.936	miliar

•	 Penghasilan	Sebelum	Pajak	untuk	tahun	2017	sebesar	

168 miliar

•	 Beban	Pajak	untuk	tahun	2017	sebesar	Rp88	miliar.

Income projectIon 2017

labour social security Administration Agency projected 

the achievement of operating revenue in 2017 decreased 

1.23% from the operating revenue realization in 2016, 

which reached rp4,755 billion. As for the projected 

Current year income in 2017 amounted to rp295 billion.

To achieve these targets, we have projected:

•	 Operating	 expenses	 for	 2017	 amounted	 to	 Rp4,936	

billion

•	 Income	Before	Tax	for	2017	amounted	to	Rp168	billion

•	 Tax	expense	for	2017	amounted	to	Rp88	billion.
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PerBaNDINgaN reaLISaSI PeNgHaSILaN BPJS TaHUN 2016 DeNgaN TargeT rKaT 2016 DaN PrOYeKSI PeNgHaSILaN 
TaHUN 2017 (rP MILIar)
Comparison between realization of djs income 2016 with rkAT 2016 Target and 2017 Projection (rp Billion)

Uraian
description

rKaT 2017 rKaT 2016
realisasi

realization 
2016

realisasi
realization 

2015
∆% %

1 2 3 4 2:1 3:2

Pendapatan operasional
operating revenues

4.755 4.260 4.680 3.140 89,59 91,03

Pendapatan non operasional
non operating revenues

733 686 877 950 93,59 78,22

Beban operasi
operating expenses

4.936 4.412 3.559 3.020 89,38 123,97

Beban non operasional
non operating expenses

13 176 555 249 1.353,85 31,71

Penghasilan sebelum Pajak
income Before Tax

168 358 1.443 820 213,10 24,81

Beban Pajak Penghasilan
income Tax expenses

88 83 370 202 94,32 22,43

Penghasilan Tahun Berjalan
Current year income

295 275 1.072 618 93,22 25,63

proyeksI posIsI keuangan tahun 2017

Proyeksi Posisi neraca djs pada akhir tahun 2017:

1. jumlah Aset neto

•	 Program	 JKK	 Rp21.987	 miliar,	 Program	 JHT	

rp222.127 miliar, Program jP rp21.315 miliar, dan 

Program jk rp6.512 miliar.

2. jumlah liabilitas 

•	 Program	JKK	Rp1.703	miliar,	Program	JHT	Rp19.067	

miliar, Program jP rp245 miliar, dan Program jk 

rp1.209 miliar.

3. jumlah Aset 

•	 Program	 JKK	 Rp23.690	 miliar,	 Program	 JHT	

rp241.194 miliar, Program jP rp21.560 miliar, dan 

Program jk rp7.721 miliar.

fInancIaL posItIon projectIon 2017

djs Balance sheet Position Projection by the end of 

2017:

1. Total net Assets

•	 JKK	 Program	 Rp21,987	 billion,	 JHT	 Program	

rp222,127 billion, jP Program rp21,315 billion, and 

jk Program rp6,512 billion.

2. Total liabilities

•	 JKK	 Program	 Rp1,703	 billion,	 JHT	 Program	

rp19,067 billion, jP Program rp245 billion, and jk 

Program rp1,209 billion.

3. Total Assets

•	 JKK	 Program	 Rp23,690	 billion,	 JHT	 Program	

rp241,194 billion, jP Program rp21,560 billion, and 

jk Program rp7,721 billion.

149

BPJS KetenagaKerJaan
2017 Integrated Report



PerBaNDINgaN reaLISaSI POSISI KeUaNgaN TaHUN 2016 DeNgaN TargeT rKaT 2016 DaN PrOYeKSI TaHUN 2017 (rP MILIar)

Comparison Between Financial Position 2016 realization with rkAT 2016 Target and 2017 Projection (rp Billion)

Uraian
description

rKaT 2017 rKaT 2016
realisasi

realization 2016
realisasi

realization 2015
∆% %

1 2 3 4 2:1 3:2

aSSeT | aSSeTS

aSeT LaNCar | CUrreNT aSSeTS

kas dan setara kas
Cash and Cash equivalents

1.561 1.160 1.042 1.245 74,31 111,32

Piutang dana operasional
operating Fund receivables

17 15 78 75 88,24 19,23

Piutang investasi
investment receivables

29 7 0 2 24,14 n/A

Piutang Hasil investasi
investment income receivables

60 56 71 34 93,33 78,87

Piutang sarana kesejahteraan 
Peserta
Participant Welfare investment 
receivables

654 687 657 738 105,05 104,57

Piutang	Lain	|	other receivables 49 48 37 32 97,96 129,73

Deposito	|	deposit 1.616 2.017 3.009 2.966 124,81 67,03

Uang	Muka	|	Prepayments 25 22 6 19 88,00 366,67

Pajak dibayar di Muka
Prepaid Taxes 

3 3 1 2 100,00 300,00

Beban dibayar di Muka
Prepaid expenses 

60 51 33 41 85,00 154,55

investasi jangka Pendek
short-Term investments 

1.863 1.588 2.214 2.140 85,24 71,73

Piutang Usaha – setelah 
dikurangai Cadangan kerugian 
Penurunan nilai
Trade receivables – net of 
Allowance for impairment

n/A n/A 4 11 n/A n/A

Perlengkapan dan Alat Tulis 
kantor
office supplies and stationery

9 8 9 7 88,89 88,89

Aset dimiliki Untuk dijual
Asset Held for sale 

0,0007 0,0012 0.0006 0,0004 171,43 200,00

Total Aset lancar
Total Current Assets

5.946 5.662 7.162 7.311 95,24 79,07

aSeT TIDaK LaNCar | NON-CUrreNT aSSeTS

investasi jangka Panjang
long-Term investments 

4.215 3.918 4.232 1.854 92,95 92,58

Penyertaan langsung – setelah 
dikurangi Penyisihan Penurunan 
nilai
direct Placement - net of 
Allowance for impairment

45 43 27 27 95,56 159,26
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PerBaNDINgaN reaLISaSI POSISI KeUaNgaN TaHUN 2016 DeNgaN TargeT rKaT 2016 DaN PrOYeKSI TaHUN 2017 (rP MILIar)

Comparison Between Financial Position 2016 realization with rkAT 2016 Target and 2017 Projection (rp Billion)

Uraian
description

rKaT 2017 rKaT 2016
realisasi

realization 2016
realisasi

realization 2015
∆% %

1 2 3 4 2:1 3:2

Properti investasi – setelah 
dikurangi Akumulasi Penyusutan
investment Property - net of 
Accumulated depreciation

87 87 86 81 100,00 101,16

Aset Tetap – setelah dikurangi 
Akumulasi Penyusutan
Fixed Assets - net of 
Accumulated depreciation

1.905 1.537 1.251 1.268 80,68 122,86

Aset Tak Berwujud – setelah 
dikurangi Amortisasi
intangible Assets - net of 
Amortization

66 87 49 61 131,82 177,55

Aset Pajak Tangguhan
deferred Tax Assets 

622 542 552 472 87,14 98,19

Aset Tidak lancar lain
other non-Current Assets 

7 7 11 7 116,67 63,64

Total Aset Tidak lancar
Total non-Current Assets

6.947 6.221 6.208 3.770 89,56 100,21

Total aset
Total assets

12.893 11.883 13.370 11.081 92,17 88,88

LIaBILITaS | LIaBILITIeS

LIaBILITaS JaNgKa PeNDeK | SHOrT-TerM LIaBILITIeS

Utang Bank entitas Anak
Bank debt of subsidiaries

33 30 11 25 90,91 272,73

Utang kepada Pihak ketiga
debt to Third Party

310 278 220 64 89,68 129,36

Utang	Pajak	|	Tax Payable 186 167 964 536 89,78 17,32

Beban	Aktual	|	Accrued expenses 0,76 0,80 2 4 105,26 40,00

Pendapatan diterima di Muka
Prepaid income

3 3 0 2 100,00 n/A

liabilitas jangka Pendek lain
other short-Term liabilities

154 121 179 280 78,57 67,60

Total liabilitas jangka Pendek
Total short-Term liabilities

687 599 1.376 914 87,22 43,53

LIaBILITaS JaNgKa PaNJaNg | LONg-TerM LIaBILITIeS

liabilitas imbalan Pascakerja
Post-employment Benefit 
liabilities

1.718 1.467 1.568 1.254 85,39 93,56

Total liabilitas jangka Panjang
Total long-Term liabilities

1.718 1.467 1.568 1.254 85,39 93,56
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PerBaNDINgaN reaLISaSI POSISI KeUaNgaN TaHUN 2016 DeNgaN TargeT rKaT 2016 DaN PrOYeKSI TaHUN 2017 (rP MILIar)

Comparison Between Financial Position 2016 realization with rkAT 2016 Target and 2017 Projection (rp Billion)

Uraian
description

rKaT 2017 rKaT 2016
realisasi

realization 2016
realisasi

realization 2015
∆% %

1 2 3 4 2:1 3:2

eKUITaS | EQuITy

Modal	|	Capital 1.408 1.408 1.408 n/A 100,00 100,00

Performa kombinasi Bisnis 
entitas sepengendali
Combined Performance of 
Business entities Under Common 
Control

(83) (459) (508) 1.088 553,01 90,35

saldo Penyesuaian nilai Wajar 
Aset keuangan 
Balance of Financial Asset Fair 
Value Adjustment

0 (49) 713 112 0 (6,87)

Saldo	Laba	|	retained earnings 10.488 9.817 10.425 8.913 93,60 94,17

ekuitas yang dapat diatribusikan 
kepada Pemilik entitas induk
equity Attributable to owners of
Parent Company

0.002 0,002 0,003 0,003 100,00 66,67

kepentingan non Pengendali
non-Controlling
interests

10.488 9.817 10.425 8.913 93,60 94,17

Total	Ekuitas	|	Total equity 12.892 11.883 13.370 11.081 92,17 88,88

Total liabilitas dan ekuitas
Total liabilities and equity

33 30 11 25 90,91 272,73

PerBaNDINgaN reaLISaSI STrUKTUr MODaL DJS TaHUN 2015 DeNgaN TargeT rKaT 2016 DaN PrOYeKSI TaHUN 2017 (rP 

MILIar)

Comparison Between djs Capital structure realization 2015 with rkAT 2016 Target and 2016 Projection (rp Billion)

Uraian
description

rKaT 2017

rKaT 2016 realisasi 2015 realization 2014

%
Total

Amount
%

Total
Amount

%
Total

Amount

PrOgraM JKK | JKK PrOgraM

Liabilitas	|	liabilities 1.703 6,66 1.234 15,50 2.193 13,12 1.535

Aset	Neto	|	net Assets 21.987 93,34 17.299 84,50 11.959 86,88 10.162

Aset	|	Assets 23.690 100 18.533 100 14.152 100 11.697

PrOgraM JHT | JHT PrOgraM

Liabilitas	|	liabilities 19.067 7.73 16.081 7,86 14.309 7,33 12.168

Aset	Neto	|	net Assets 222.127 92,27 191.940 92,14 167.662 92,67 153.873

Aset	|	Assets 241.194 100 208.021 100 181.971 100 166.041
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Proyeksi Posisi neraca BPjs pada akhir tahun 2017:

•	 Jumlah	Aset	sebesar	Rp12.893	miliar

•	 Jumlah	Liabilitas	Rp2.405	miliar

•	 Jumlah	Ekuitas	Rp10.488	miliar.

Projection of BPjs Balance sheet Position by the end of 

2017:

•	 Total	Assets	Rp12,893	billion

•	 Total	Liabilities	Rp2,405	billion

•	 Total	Equity	Rp10,488	billion.

PerBaNDINgaN reaLISaSI STrUKTUr MODaL DJS TaHUN 2015 DeNgaN TargeT rKaT 2016 DaN PrOYeKSI TaHUN 2017 (rP 

MILIar)

Comparison Between djs Capital structure realization 2015 with rkAT 2016 Target and 2016 Projection (rp Billion)

Uraian
description

rKaT 2017

rKaT 2016 realisasi 2015 realization 2014

%
Total

Amount
%

Total
Amount

%
Total

Amount

PrOgraM JP | JP PrOgraM

Liabilitas	|	liabilities 245 1,09 112 1,98 53 n/A n/A

Aset	Neto	|	net Assets 21.315 98,91 10.180 98,02 2.621 n/A n/A

Aset	|	Assets 21.560 100 10.292 100 2.674 n/A n/A

PrOgraM JK | JK PrOgraM

Liabilitas	|	liabilities 1.209 15,64 931 14,03 651 19,61 775

Aset	Neto	|	net Assets 6.512 84,36 5.020 85,97 3.988 80,39 3.176

Aset	|	Assets 7.721 100 5.951 100 4.639 100 3.951

PerBaNDINgaN reaLISaSI STrUKTUr MODaL DJS TaHUN 2015 DeNgaN TargeT rKaT 2016 DaN PrOYaKSI TaHUN 2017 (rP 

MILIar)

Comparison Between BPjs Capital structure realization 2015 With rkAT 2015 Target and 2016 Projection (rp Billion)

Uraian
description

rKaT 2017

rKaT 2016 realisasi 2015 realization 2014

%
Total

Amount
%

Total
Amount

%
Total

Amount

Liabilitas	|	liabilities 2.405 17,39 2.066 11,65 2.168 19,96 2.311

Aset	Neto	| net Assets 10.488 82,61 9.817 88,53 8.913 80,04 9.270

Aset	|	Assets 12.893 100 11.883 100 11.081 100 11.581

BPjs ketenagakerjaan tidak melakukan pembagian 

dividen. oleh karena itu, laporan ini tidak melaporkan 

mengenai proyeksi kebijakan maupun pembagian dividen.

labour social security Administration Agency did not 

distribute dividends. Therefore, this report does not 

report on policy projection or dividend payout.

153

BPJS KetenagaKerJaan
2017 Integrated Report



AsPek PeMAsArAn 
MArkeTing AsPeCT 

Wilayah kerja BPjs ketenagakerjaan meliputi seluruh 

wilayah republik indonesia dan tidak memiliki perwakilan 

di luar negeri. sampai dengan akhir tahun 2016 jumlah 

kantor BPjs ketenagakerjaan ada 336 unit, meliputi satu 

unit kantor pusat, 11 kantor wilayah, 12 kantor cabang 

dan 203 kantor cabang perintis. [G4-6, G4-8, G4-13]

The working area of labour social security Administration 

Agency covers the entire regions of the republic of 

indonesia and has no overseas representation. Until 

the end of 2016 labour social security Administration 

Agency offices had 336 offices, covering one head office, 

11 regional offices, 12 branch offices and 203 pilot branch 

offices. [G4-6, G4-8, G4-13]

SUMBAGUT (Sumatera Bagian Utara)

SUMBARIAU
(Sumatera Barat & Riau)

SUMBAGSEL
(Sumatera Bagian Selatan)

BANTEN

JAWA BARAT

DKI JAKARTA

JAWA TIMUR

JAWA TENGAH

BALI NUSA TENGGARA PAPUA

KALIMANTAN
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SULAWESI DAN 
MALUKU
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Uraian
Uraian

Kantor Cabang Utama
Main Branch office

Kantor Cabang Madya
sub-Branch office

Kantor Cabang Pratama
Primary Branch office

kantor Cabang Perintis
Pilot Branch office

a B a B a B
Mandiri

independent
Pendukung

support

sumatra Bagian Utara
regional office i 
northern sumatra

0 1 0 2 2 6 16 4

sumatra Barat dan riau
regional office ii 
Western sumatra and 
riau

0 2 0 2 0 7 7 11

sumatra Bagian selatan
regional office iii 
southern sumatra

0 1 1 1 2 3 12 8

dki jakarta
regional office iV 
jakarta special Capital 
region

7 2 3 3 1 1 6 0

Banten
regional office V 
Banten

0 3 0 3 0 0 8 0

jawa Barat
regional office Vi West 
java

3 2 4 5 0 0 11 0

jawa Tengah dan di 
yogyakarta
regional office Vii 
Central java and 
yogyakarta

0 3 0 2 6 1 12 11

jawa Timur
regional office Viii east 
java

0 2 2 4 4 4 12 8

kalimantan
regional office iX 
kalimantan

0 2 2 0 2 5 14 5

sulawesi dan Maluku
regional office X 
sulawesi and Maluku

0 1 0 1 0 6 17 21

Bali, nusa Tenggara dan 
Papua
regional office Xi Bali, 
nusa Tenggara and 
Papua

0 1 0 0 1 5 15 5
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strategI pemasaran Dan kepuasan peserta

BPjs ketenagakerjaan merupakan satu-satunya 

penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan di 

indonesia. namun, bila dilihat dari segi manfaat 

yang diberikan terutama terkait dengan jHT, saat 

ini bermunculan perusahaan-perusahaan yang juga 

menawarkan manfaat perlindungan hari tua sehingga 

menghadirkan persaingan.

Untuk memenangkan persaingan BPjs menerapkan 

strategi, meliputi:

1. Perluasan akses kepada peserta khususnya yang 

terkait dengan jaringan fisik. kerja sama service Point 

office (sPo) dengan perbankan telah meningkatkan 

jumlah jaringan operasional BPjs ketenagakerjaan. 

sPo Merupakan salah satu kanal layanan fisik BPjs 

ketenagakerjaan yang efektif dan efisien karena 

menggunakan sumber daya, sarana dan prasarana dari 

pihak mitra bank. 

kerja sama sPo didasarkan pada Peraturan Pemerintah 

no.85 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Hubungan 

Antar lembaga Badan Penyelenggara jaminan 

sosial. ketentuan tersebut mengatur  bahwa BPjs 

ketenagakerjaan dapat bekerja sama dengan bank 

dalam bidang pendaftaran kepesertaan, pemungutan 

iuran dan pembayaran manfaat.

kerja sama bertujuan memberikan kemudahan bagi 

masyarakat terutama para pekerja untuk mendaftar 

menjadi peserta dan kepengurusan dalam memperoleh 

hak atas program jaminan sosial yang diselenggarakan 

BPjs ketenagakerjaan. selama kurun waktu periode 

pelaporan, keberadaan sPo telah mampu memberikan 

pelayanan kepada 12.030 perusahaan kepesertaan 

baru dan 113.850 pengajuan klaim jHT. 

sampai dengan akhir tahun 2016 kami telah bekerja 

sama dengan empat bank BUMn yakni: Bank Bri, 

Bank Bni, Bank Mandiri dan Bank BTn. selanjutnya 

BPjs ketenagakerjaan akan memperluas kerja sama 

dengan Bank jabar Banten (Bank BjB), Bank Bukopin, 

PT Pos indonesia, Bank Bri syariah, Bank Mega dan 

Bank Mega syariah.

marketIng strategy anD partIcIpant 

satIsfactIon

labour social security Administration Agency is the only 

provider of social security for employment in indonesia. 

However, in terms of benefits provided, primarily related 

to jHT, currently a number of companies emerged that 

also offered the benefits of old age protection thus bring 

competition.

To win the competition BPjs implemented strategies, 

including:

1. expansion of access to participants especially those 

related to the physical network. service Point office 

(sPo) cooperation with banks has increased the 

number of operational networks of labour social 

security Administration Agency. sPo is one of labour 

social security Administration Agency’s effective and 

efficient physical service channels because it uses 

resources, facilities and infrastructure of the partner 

banks.

sPo cooperation is based on government regulation 

no. 85 of 2013 on Procedures of inter-Agency 

relations of social security Administering Body. 

The provision provides that labour social security 

Administration Agency may cooperate with banks in 

membership registration, collection of contributions 

and benefit payments.

The cooperation aims to provide convenience for the 

public, especially the workers to register as participants 

and process of obtaining the rights to social security 

programs administered by labour social security 

Administration Agency. during the reporting period, 

the existence of sPo has been able to provide services 

to 12,030 new membership companies and 113,850 

applications of jHT claims.

Until the end of 2016, we have worked with four 

state-owned banks: Bank Bri, Bank Bni, Bank Mandiri 

and Bank BTn. labour social security Administration 

Agency will expand cooperation with Bank jabar 

Banten (Bank BjB), Bank Bukopin, PT Pos indonesia, 

Bank Bri syariah, Bank Mega and Bank Mega syariah.
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2. Peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan di 

tingkat kantor Cabang dengan pelatihan “Pelayanan 

Prima” di kantor Cabang Utama dan Madya. konsep 

ini juga terus dikembangkan dengan implementasi 

Service Blue Print. 

kami juga menambah unit kantor Cabang Perintis 

(kCP) untuk memperluas jaringan dan meningkatkan 

aksesibilitas bagi seluruh tenaga kerja. Pembentukan unit 

kCP didasari pada Peraturan direksi no.Perdir/48/12 

2016 Tentang Pedoman Pembukaan dan evaluasi kCP 

BPjs ketenagakerjaan. selama tahun 2016 keberadaan 

unit kCP  telah dapat menambah kepesertaan baik 

dari pemberi kerja (perusahaan) maupun tenaga kerja, 

serta menambah iuran kepesertaan.

3. Pengembangan layanan Call Center

sejak masih berbentuk PT jamsostek (Persero), kami 

telah memiliki layanan Call Center yang beroperasi 

pertama kali pada bulan oktober 2010 dan disebut 

sebagai Pusat layanan informasi jamsostek. saat itu 

penyelenggaraan layanan bekerja sama dengan pihak 

eksternal.

setelah BPjs ketenagakerjaan berdiri, keberadaan 

layanan Call Center terus dikembangkan serta 

dikelola oleh divisi layanan dan Pengaduan, dengan 

tenaga kerja dari internal. Memasuki tahun 2016 

kami melakukan piloting pengelolaan contact center 

dengan menempatkan liason officer sebagai Team 

Leader sebagai second tier penanganan pengaduan di 

contact center.

2. improving the quality of services provided at the 

Branch office level by providing training on “service 

excellence” at Branch and sub Branch offices. This 

concept has also continuously been developed with 

the implementation of service Blue Print.

We also added Pilot Branch office (kCP) units to 

expand our network and improve accessibility for the 

entire manpower. The establishment of the kCP units 

was based on the Board of directors regulation no. 

Perdir/48/12 2016 on the guidelines for the opening 

and evaluation of Pilot Branch office of labour social 

security Administration Agency. during 2016, the kCP 

units managed to increase the participation of both 

employers (companies) and manpower, as well as 

increased the membership contributions.

3. development of Call Center services

since it was still under the name of PT jamsostek 

(Persero), we already have had Call Center service 

that first operated in october 2010 and referred to as 

jamsostek information service Center. At that time 

the service was operated in cooperation with external 

party.

When labour social security Administration Agency 

was established, the Call Center services continued 

to be developed and managed by the services and 

Complaint division, with internal manpower. entering 

2016 we conducted a piloting of contact center 

management by placing liason officer for Team leader 

as second tier of complaint handling at the contact 

center.

KINerJa UNIT KCP 2016
Performance of kCP Units 2016

Keterangan
description

Target Tambah
Target of Addition

realisasi Tambah
realized Addition

%

Penambahan Peserta Perusahaan
Additional Corporate Participants

38.284 64.026 167,24

Penambahan Peserta Tenaga kerja
Additional Manpower Participants

1.096.879 1.259.662 114,84

Penambahan iuran
Additional Contributions

3.137.435.183.791 1.313.637.421.867 41,86
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saat ini call center BPjs ketenagakerjaan dilayani pada 

nomor 1500910 dan merupakan layanan one stop 

service dengan moto Cepat, Andal, responsif, efisien 

(CAre).

selama tahun 2016 tercatat jumlah panggilan masuk 

yang diterima call center ada 290.837, terdiri dari 

236.055 adalah permintaan informasi dan 54.775 

merupakan pengaduan. Permintaan informasi tertinggi 

adalah program jHT dengan jumlah 83.899 (35,56%) 

dan keluhan tertinggi adalah e-saldo Bulanan dengan 

jumlah 20.828 (38,03%).

Currently labour social security Administration 

Agency’s call center service at phone number 1500910 

and is a one stop service with Cepat, Andal, responsif, 

efisien (CAre or Fast, reliable, responsive, efficient) 

motto.

during 2016, a total of 290,837 incoming calls were 

received by the call center, consisting of 236,055 

inquiries and 54,775 complaints. The highest number 

of inquiries were about jHT program with 83,899 calls 

(35.56%)  and the highest number of complaints were 

about monthly e-saldo (balance information) with 

20,828 calls (38.03%).

4. Membangun fitur-fitur baru untuk 

mengimplementasikan e-Services seperti implementasi 

Electronic Payment System (ePs), mobile banking, 

e-Registration, e-saldo jHT dan kios-k. 

5. Penerapan konsep smart financial management yang 

lebih efisien dan lebih berorientasi kepada cashless 

transaction.

4. Build new features to implement e-services such as 

implementation of electronic Payment system (ePs), 

mobile banking, e-registration, e-saldo of jHT and 

kiosk-k.

5. Application of smart financial management concept 

that is more efficient and more oriented to cashless 

transaction.
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6. optimalisasi kerja sama BPjsTk dengan kemendagri 

(PTsP dan PATen), Pemerintah daerah, jamdatun, 

kejagung ri, organisasi keagamaan seperti nU.

7. Melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat:

a. Melakukan sosialisasi masif terkait manfaat program 

BPjs ketenagakerjaan melalui asosiasi, organisasi 

profesi, paguyuban, organisasi keagamaan melalui 

berbagai sarana publikasi antara lain media 

elektronik (website BPjsTk, media sosial, TV), media 

cetak, komunitas, grebek pasar, mengadakan acara-

acara di lokasi-lokasi strategis seperti mall, acara car 

free day, pameran, sosialisasi bersama kementerian 

dan lembaga (kementerian Perumahan rakyat, 

kemendagri, BkPM, Badan ekonomi kreatif, 

kemensos, Apindo, Filantropi indonesia).  

b. Membangun komunitas – komunitas di masyarakat 

dengan membentuk “kader BPjs ketenagakerjaan” 

dan mengoptimalkan peran penerima beasiswa 

BPjsTk sebagai Brand Ambassador.

c. Berkoordinasi dengan BPjs kesehatan untuk 

melakukan sosialisasi dan akuisisi bersama.

d. Melakukan sosialisasi bersama dengan Tikornas (Tim 

koordinasi Terintegrasi komunikasi Publik jaminan 

sosial Bidang ketenagakerjaan) ke kementerian, 

lembaga dan Pemerintahan daerah di tahun 2017.

e. Memberikan edukasi melalui sarana publik di lokasi 

strategis dengan videotron, youtube.

8. Meningkatkan kualitas layanan dan manfaat kepada 

peserta:

a. Memberikan manfaat keseharian dengan 

implementasi co-marketing untuk memberikan 

diskon dari berbagai merchant, hotel, tempat wisata 

kepada peserta BPjs ketenagakerjaan.

b. Memperluas layanan TC (Traumatic Centre) untuk 

memberikan kemudahan layanan atas kecelakaan 

kerja. 

c. Melakukan sosialisasi return to work kepada 

perusahaan-perusahaan yang belum menjadi 

peserta BPjs ketenagakerjaan. 

6. optimizing BPjsTk cooperation with Ministry of Home 

Affairs (PTsP and PATen), local government, Civil and 

state Administration junior Attorney, Ago of republic 

of indonesia, religious organizations such as nU.

7. Conducting dissemination to general public:

a. Performing massive dissemination of the benefits 

of labour social security Administration Agency’s 

programs through associations, professional 

organizations, community groups, religious 

organizations through various means of publication 

such as electronic media (BPjsTk website, social 

media, TV), print media, communities, grebek 

pasar (market visit), organizing events at strategic 

locations such as malls, car free day events, 

exhibitions, dissemination with ministries and 

agencies (Ministry of Public Housing, Ministry of 

Home Affairs, investment coordinating Board, 

Creative economy Agency, Ministry of social Affairs, 

employers’ Association of indonesia, Philanthropy 

indonesia).

b. developing communities in the society by 

establishing “labour social security Administration 

Agency Cadres” and optimizing the role of BPjsTk’s 

scholarship recipients as Brand Ambassadors.

c. Coordinating with BPjs kesehatan to conduct 

dissemination and joint acquisition.

d. Conducting joint dissemination with Tikornas 

(integrated Coordinating Team of Public 

Communication of social security for employment) 

to the ministries, agencies and regional governments 

in 2017.

e. Providing education through public facilities at 

strategic locations with videotron, youtube.

8. improving the quality of services and benefits for 

participants:

a. Providing daily benefits with the implementation 

of co-marketing to give discounts from various 

merchants, hotels, tourist attractions to participants 

of labour social security Administration Agency.

b. expanding TC (Traumatic Center) services to 

provide ease of service for workplace accidents.

c. disseminating return to work program to companies 

that have not become participants of labour social 

security Administration Agency.
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co-marketIng, samBIL menyeLam mInum aIr

inovasi produk dan layanan bagi para peserta BPjs 

ketenagakerjaan, memberikan nilai tambah bagi para 

pemegang kartu peserta BPjs ketenagakerjaan melalui 

program co-marketing. Program ini memungkinkan 

peserta mendapatkan “manfaat keseharian” berupa 

potongan harga di merchant, tenant ataupun produk dan 

jasa lain yang bekerja sama dengan BPjs ketenagakerjaan.

Program co-marketing merupakan bentuk kerja 

sama promosi maupun penjualan (business to 

business) dari produk atau jasa yang menjadi peserta 

BPjs ketenagakerjaan. dari kerja sama antara BPjs 

ketenagakerjaan dengan pelaku usaha ini, diharapkan 

dapat menguntungkan seluruh peserta, baik tenaga kerja 

maupun perusahaan.

 

Besaran potongan harga yang diberikan berkisar 15% 

hingga 70%. kerja sama pemasaran ini diharapkan akan 

meningkatkan jumlah peserta BPjs ketenagakerjaan. 

sampai dengan akhir periode pelaporan sudah ada 

411 merchant yang telah bekerja sama dengan BPjs 

ketenagakerjaan, tersebar di 121 kantor Cabang serta. 

informasi mengenai merchant yang bekerja sama dengan 

BPjs ketenagakerjaan dalam Program Co-Marketing 

dapat di aksesi pada situs resmi BPjs ketenagakerjaan 

di link: https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/co-

marketing/

co-marketIng, kILLIng two BIrDs wIth one 

stone

Product and service innovations for participants of 

labour social security Administration Agency, provided 

added value for the cardholders through co-marketing 

program. This program allows participants to get “daily 

benefits” in the form of discounts at merchants, tenants 

or other products and services collaborating with labour 

social security Administration Agency.

Co-marketing program is a form of promotion and sales 

cooperation (business to business) of products or services 

that become participants of labour social security 

Administration Agency. The cooperation between labour 

social security Administration Agency and businesses is 

expected to benefit all participants, both manpower and 

companies.

 

The amount of discounts given ranges from 15% to 70%. 

This marketing cooperation is expected to increase the 

number of labour social security Administration Agency’s 

participants. Up to the end of the reporting period there 

have been 411 merchants who have partnered with 

labour social security Administration Agency, scattered 

in 121 Branch offices. information about merchants 

collaborating with labour social security Administration 

Agency in Co-Marketing Program may be accessed at 

labour social security Administration Agency official 

website: https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/co-

marketing/

d. improving ease and expanding access to 

participants in both the registration channel, 

contribution payment (Banking service Point office, 

Aggregators, Banking organization and switching, 

eservices).

d. Meningkatkan kemudahan dan memperluas 

akses kepada peserta baik channel pendaftaran, 

pembayaran iuran (service Point office Perbankan, 

Agregator, Wadah dan switching Perbankan, 

eservices).
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kami juga terus meningkatkan kualitas operasi dan 

layanan andal melalui kegiatan survei untuk mengetahui 

kepuasan peserta atas layanan yang diberikan. survei 

yang dilakukan adalah survei kepuasan pelanggan atau 

customer satisfaction measurement (CsM) dan dilakukan 

bekerja sama dengan lembaga independen untuk 

memperoleh hasil objektif. kegiatan survei dilaksanakan 

dua kali dalam setiap tahun, yakni  di semester i dan 

semester ii.

indeks kepuasan peserta akan dapat menjadi bahan 

penilaian terhadap unsur pelayanan yang masih perlu 

perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan. Pada tahun 2016 survei dilakukan 

secara independen oleh integrity Consultant. 

dalam survei yang dilakukan, nilai kepuasan peserta 

mencapai 88,2%. nilai tersebut kurang dari target rkAT 

sebesar 90%, dan lebih rendah dibanding hasil survei 

kepuasan pelanggan tahun 2015 sebesar 90,2%. [G4-PR5]

We also continuously improve the quality of our operations 

and service excellence through survey to find out the 

participants’ satisfaction with the services provided. 

The survey is a customer satisfaction measurement 

(CsM) survey and is conducted in collaboration with 

independent institutions to obtain objective results. The 

survey is conducted twice a year, in the first half and 

second half.

The satisfaction index of participants is used as 

an assessment of service elements that still need 

improvement and become a driver to improve the 

quality of services. in 2016 the survey was conducted 

independently by integrity Consultant.

in the survey conducted, participants’ satisfaction rate 

reached 88.2%. The index was lower than the rkAT 

target of 90%, and lower than the results of  customer 

satisfaction survey in 2015 of 90.2%. [G4-PR5]

NILaI KePUaSaN PeLaNggaN
Customer satisfaction rate

Uraian
description

2016 2015 2014

Target	RKAT	|	rkAT Target 90% 90% 90%

Hasil	Survei	|	survey results 86,0% 90,2% 88,2%

pangsa pasar Dan BranD equIty [G4-8] 

sampai dengan akhir tahun 2016 jumlah peserta aktif 

BPjs ketenagakerjaan mencapai 22,63 juta orang, terdiri 

dari pekerja penerima upah 14,57 juta orang, pekerja 

BPU 1,38 juta orang, dan pekerja jasa konstruksi 6,68 juta 

orang. jumlah tersebut mencapai 26,11% dari perkiraan 

jumlah tenaga kerja di indonesia sebanyak 86,67 juta 

orang. 

market share anD BranD equIty [G4-8]

Until the end of 2016 the number of active participants 

of labour social security Administration Agency reached 

22.63 million people, consisting of wage earner workers 

of 14.57 million people, non-wage earner (BPU) workers 

of 1.38 million people, and construction workers of 

6.68 million people. The figure accounted 26.11% of 

the estimated number of workers in indonesia of 86.67 

million people.
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selain itu, kami juga melakukan mengukur seberapa 

besar BPjs ketenagakerjaan dikenal masyarakat dan 

dinilai sebagai lembaga yang baik, dipersepsikan memiliki 

kualitas yang baik, diinginkan oleh pekerja dicitrakan 

sebagai lembaga yang kuat. Pengukuran brand equity 

dilakukan berdasarkan seberapa baik responden (pekerja 

dan calon pekerja) merespon komponen ukuran brand 

equity tersebut

kami menargetkan pencapaian nilai brand equity sebesar 

70%. dalam pengukuran yang dilakukan oleh PT Axia 

World indonesia sebagai pihak independen, didapat 

nilai brand equity pada tahun 2016 sebesar 75,8%. Hal 

tersebut menunjukkan bahwa promosi dan publikasi 

yang dilakukan oleh BPjs ketenagakerjaan dinilai cukup 

efektif melalui media konvensional dan digital.

in addition, we also measure public awareness of labour 

social security Administration Agency and perception 

as a good institution, has good quality, preferred by 

workers with image as a strong agency. Brand equity 

measurements are based on how well respondents 

(workers and candidate workers) respond to the brand 

equity measurement components.

We set a brand equity achievement target at 70%. in the 

measurement conducted by PT Axia World indonesia as 

an independent party, the score of brand equity in 2016 

was 75.8%. it showed that promotion and publication 

conducted by labour social security Administration 

Agency were considered quite effective through 

conventional and digital media.

KOMPOSISI DaN PerSeNTaSe PeSerTa aKTIF BPJS KeTeNagaKerJaaN
Composition and Percentage of Active Participants of labour social security Administration Agency

Uraian
description

2016 2015 2014

Jumlah (Juta)
Total (million)

%
Jumlah (Juta)
Total (million)

%
Jumlah (Juta)
Total (million)

%

Pekerja Penerima Upah
Wage earner Workers

14,57 64,38 14,04 72,85 13,07 66,27

Pekerja Bukan Penerima Upah
non Wage earner Workers

1,38 6,09 0,29 1,48  0,55   2,77

Pekerja jasa konstruksi
Construction Workers

6,68 29,52 4,95 25,66 6,10 30,95

Total 22,63 100,00 19,28 100,00 19,71 100,00

Target rKaT 
rkAT Target

realisasi
realization

% Terhadap 
Target

% of Target

NILaI	BraND	EQuITy	2016
Brand equity Value 2016

70
%

75
,8

%

10
8

,2
9

%
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sebagai badan hukum publik, BPjs ketenagakerjaan 

tidak melakukan pembagian dividen. dengan demikian 

laporan ini tidak menyajikan informasi mengenai 

kebijakan dividen dan tanggal pembayaran dividen dan/

atau tanggal distribusi dividen non-kas.

BPjs ketenagakerjaan juga turut berkontribusi pada 

penerimaan negara, berupa penerimaan negara yang 

bersumber dari pembayaran pajak dan penerimaan 

negara bukan pajak (PnBP). BPjs ketenagakerjaan juga 

berkontribusi kepada negara melalui peran sebagai 

pemotong pajak terhadap setiap objek kena pajak.

Pada kurun waktu periode pelaporan, kami membayarkan 

setoran pajak sebesar rp370 miliar, naik rp168 miliar 

atau 83,17% dibanding tahun 2015 yang mencapai rp202 

miliar. Pajak yang dibayarkan meliputi Pajak Penghasilan 

(PPh) karyawan, PPh Badan, Pajak Pertambahan nilai 

(PPn) serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

As a public legal entity, labour social security 

Administration Agency does not distribute dividends. 

Accordingly, this report does not provide information 

on the dividend policy and the date of dividend payment 

and/or the date of distribution of non-cash dividend.

labour social security Administration Agency also 

contributes to state revenues, in the form of tax state 

revenues and non-tax state revenues (PnBP). labour 

social security Administration Agency also contributes 

to the state through the role as a tax collector on any 

taxable objects.

during the reporting period, we paid taxes amounted 

to rp370 billion, up rp168 billion or 83.17% compared 

to 2015 that was rp202 billion. The taxes paid included 

income Tax (PPh) of employees, Corporate income Tax, 

Value Added Tax (VAT) and land and Building Tax (PBB).

// inForMAsi dAn keBijAkAn 
MengenAi diViden 
INFORMATION AND POLICIES ABOUT DIVIDENDS

2016

2015

2014

370

202*

353

PeMBaYaraN PaJaK DaN PNBP (rP MILIar)

Tax Payment and non-Tax state revenues (rp billion)

*Disajikan	kembali	|	restatement
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ProgrAM kePeMilikAn sAHAM BAgi PekerjA  
eMPloyee sToCk oWnersHiP PlAn

reAlisAsi PenggUnAAn dAnA HAsil PenAWArAn UMUM  
reAliZATion oF PUBliC oFFering ProCeeds

sebagai badan hukum publik penyelenggara jaminan 

sosial bagi tenaga kerja di indonesia, BPjs ketenagakerjaan 

tidak memiliki mekanisme yang memungkinkan pekerja 

maupun perwakilan manajemen, menjadi Pemegang 

saham dan/atau memiliki saham. dengan demikian 

laporan ini tidak menyertakan informasi terkait program 

kepemilikan saham oleh pekerja maupun perwakilan 

manajemen.

BPjs ketenagakerjaan belum pernah melakukan 

Penawaran Umum kepemilikan saham di bursa efek. 

dengan demikian laporan ini tidak menyertakan 

informasi terkait perolehan dana hasil penawaran umum 

dan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum 

beserta perubahan atas rencana penggunaan dana hasil 

penawaran umum.

As a public legal entity providing social security 

for manpower in indonesia, labour social security 

Administration Agency does not have a mechanism that 

allows employees or management representatives to 

become shareholders and/or own shares. This report 

therefore does not include information on the share 

ownership program by employees or management 

representatives.

labour social security Administration Agency has never 

conducted a Public offering of shares at the stock 

exchange. Thus, there is no information regarding 

proceeds from the Public offering, the realization of the 

proceeds and  changes in the uses of proceeds from 

Public offering.
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inForMAsi PenTing MengenAi inVesTAsi, eksPAnsi, 
diVesTAsi, AkUisisi, resTrUkTUrisAsi, dAn PriVATisAsi  
iMPorTAnT inForMATion ABoUT inVesTMenT, eXPAnsion, diVesTMenT, 
ACQUisiTion, resTrUCTUring And PriVATiZATion

InvestasI

nilai investasi yang direalisasikan selama tahun 2016 

mencapai rp157,46 miliar. jumlah tersebut meningkat 

rp7,4 miliar atau 4,93% dibanding 2015 yang nilainya 

sebesar rp150,06 miliar. Peningkatan ini disebabkan 

laba PT Binajasa Adikarya sebesar rp2,15 miliar dan 

penambahan modal PT Binajasa Adikarya sebesar rp5,25 

miliar.

DIvestasI

divestasi adalah strategi untuk mencapai tujuan jangka 

panjang dengan mengurangi sebagian atau seluruhnya 

dana yang diinvestasikan, dalam bentuk saham pada 

perusahaan yang tidak tercatat di Bursa efek. 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah no.55 

Tahun 2015 pasal 28 ayat butir (b) yang menyatakan 

bahwa “Pengembangan aset BPjs ketenagakerjaan 

dalam bentuk investasi berupa penyertaan langsung 

hanya dapat dilakukan dengan kriteria badan usaha 

yang tidak bergerak di bidang usaha jasa keuangan yang 

diatur permodalannya secara ketat sehingga berpotensi 

menimbulkan kewajiban memenuhi permodalan secara 

berkelanjutan”.  divisi investasi langsung berencana 

melaksanakan proses pelepasan saham penyertaan 

(divestasi) dalam sektor perbankan, yaitu Bank syariah 

Bukopin dan Bank Muamalat indonesia. Pada tahun 

2016 telah dilakukan penjajakan kepada beberapa pihak, 

termasuk para pemegang saham di masing-masing bank, 

walau belum ada kata sepakat untuk dilakukan pembelian. 

Pada tahun 2016 telah dilakukan valuasi terhadap saham 

yang di miliki BPjs ketenagakerjaan pada Bank syariah 

Bukopin dan Bank Muamalat indonesia. 

Investment

investment value realized during 2016 reached rp157.46 

billion. The amount increased by rp7.4 billion or 4.93% 

compared to 2015, which amounted to rp150.06 billion. 

The increase was attributable to PT Binajasa Adikarya’s 

profit of rp2.15 billion and PT Binajasa Adikarya’s 

additional capital amounted to rp5.25 billion.

DIvestment

divestment is a strategy to achieve long-term goals by 

reducing part or all of the funds invested, in the form 

of shares in companies that are not listed on the stock 

exchange.

in accordance with government regulation no. 55 

of 2015 Article 28, paragraph (b) which stipulates that 

“development of labour social security Administration 

Agency’s assets in the form of investments in the form 

of direct placement can only be conducted by business 

entities that are not engaged in financial services, whose 

capital is strictly regulated thus potentially require to 

meet the capital obligation in a sustainable manner”. 

direct investment division has planned to carry out the 

process of divestment in the banking sector, namely Bank 

syariah Bukopin and Bank Muamalat indonesia. in 2016, 

a number of stakeholders, including shareholders in 

each bank, have not yet agreed to buy. in 2016 valuation 

has been conducted of shares owned by labour social 

security Administration Agency in Bank syariah Bukopin 

and Bank Muamalat indonesia.
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akuIsIsI Dan restrukturIsasI

selama tahun 2016 BPjs ketenagakerjaan tidak melakukan 

akuisi dan restrukturisasi dengan pihak manapun.

ekspansI

Untuk pengembangan kegiatan dan meningkatkan 

manfaat bagi peserta, pada tahun 2016 BPjs 

ketenagakerjaan melakukan perluasan (ekspansi) 

kegiatan usaha, yakni:

1. PT sinergi investasi Properti (siP) yang terbentuk 

tanggal 15 november 2015 merupakan perusahaan 

patungan (joint venture) antara BPjs ketenagakerjaan 

dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. BPjs 

ketenagakerjaan memiliki saham mayoritas sebesar 

80% dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. 

sebanyak 20%. 

Pada tahun 2016 PT siP memulai pembangunan social 

security Tower (ssT) dengan investasi senilai rp650 

miliar, dan dijadwalkan akan dioperasikan pada tahun 

2019. ssT nantinya akan disewakan untuk perkantoran. 

2. Menyelenggarakan Manfaat layanan Tambahan 

(MlT) program perumahan untuk peserta BPjs 

ketenagakerjaan, yang meliputi kredit kepemilikan 

rumah, pinjaman uang muka perumahan, kredit 

konstruksi, pinjaman renovasi rumah. Target 

penyaluran MlT program perumahan sebesar 25.000 

rumah, sebagai bagian dari program 1 juta rumah yang 

dicanangkan pemerintah. 

acquIsItIon anD restructurIng

during 2016 labour social security Administration 

Agency did not make any acquisitions or restructuring 

with any party.

expansIon

To develop activities and increase benefits for participants, 

in 2016 labour social security Administration Agency 

made business expansions, as follows:

1. PT sinergi investasi Properti (siP), formed on november 

15, 2015 is a joint venture between labour social 

security Administration Agency and PT Pembangunan 

Perumahan (Persero) Tbk. labour social security 

Administration Agency owns 80% shares and PT 

Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk. owns 20%.

in 2016 PT siP starts the construction of social security 

Tower (ssT) with an investment of rp650 billion, and is 

scheduled to be operated in 2019. ssT will be leased 

for offices. 

2. implementing Additional Benefit service (MlT) 

of housing program for labour social security 

Administration Agency’s participants, which includes 

home ownership loans, housing down payment loans, 

construction loans, home renovation loans. The target 

set for MlT of housing program was 25,000 homes, as 

part of a program of 1 million homes launched by the 

government.
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inForMAsi MATeriAl yAng MengAndUng BenTUrAn 
kePenTingAn dAn/ATAU TrAnsAksi dengAn PiHAk AFiliAsi 
MATeriAl inForMATion on ConFliCT oF inTeresT And/or 
TrAnsACTions WiTH AFFiliATed PArTy

jumlah transaksi Aset yang yang berkaitan dengan pihak 

berelasi pada tahun 2016 sebesar rp211 miliar. jumlah 

tersebut bertambah dibanding 2015 yang mencapai 

rp153,21 miliar. 

dari seluruh transaksi yang telah dilakukan, manajemen 

menilai bahwa semua transaksi berada dalam batas 

wajar sesuai dengan BAPePAM-lk no.iX e.1 “Benturan 

kepentingan” dan PsAk no.7 “Pengungkapan Pihak-Pihak 

Berelasi”.

Total asset transactions with related parties in 2016 

amounted to rp211 billion. The amount was increased 

compared to 2015 which was rp153.21 billion.

The management considered that all conducted 

transactions were within reasonable limits in accordance 

with BAPePAM-lk no.iX e.1 on “Conflict of interest” and 

PsAk no.7 on “related Party disclosures”.

TraNSaKSI DeNgaN PIHaK-PIHaK BereLaSI
Transaction with related Parties

No
Pihak Berelasi
related Party

Sifat Hubungan
nature of relation

1
negara republik indonesia
The state of the republic of indonesia

Penempatan investasi – obligasi
Placement of investments - Bonds

2 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Penempatan giro, penempatan deposito, penempatan investasi - saham, 
Penempatan investasi - obligasi, virtual account, penitipan surat berharga, 
rekening kustodi
Placements of giro, placement in time deposits, placement of stocks, 
placement of bonds, virtual accounts, custody of securities, custodial accounts

3 PT Bank negara indonesia (Persero) Tbk

Penempatan giro, penempatan deposito, penempatan investasi – saham, 
Penempatan investasi - reksadana, Penempatan investasi - obligasi, Virtual 
Account, Co Branding, penitipan surat berharga
Placements of giro, placement in time deposits, placement of stocks, 
placement of mutual funds, placement of bonds, virtual Account, Co Branding, 
custody of securities

4 PT Bank Tabungan negara (Persero) Tbk

Penempatan giro, Penempatan deposito, penempatan investasi - kik-eBA, 
penempatan investasi – obligasi,  Penempatan investasi - saham, Pinjaman 
Uang Muka Perumahan kerjasama Bank (PUMP-kB)
Placement of giro, placement in time deposits, placement of kik-eBA, 
placement of bonds, placement of stocks, housing loan advance with banks 
(PUMP-kB)

5 PT Bank syariah Mandiri
Penempatan deposito, penempatan investasi - sukuk
Placement in time deposits and placement of islamic bonds (sukuk)

6 PT jasa Marga (Persero) Tbk
Penempatan investasi - saham, penempatan investasi – obligasi
Placement of investments - stocks, placement of investments - bonds

7 PT Aneka Tambang (Persero) Tbk
Penempatan investasi - saham, penempatan investasi – obligasi
Placement of investments - stocks, placement of investments - bonds

8 PT krakatau steel (Persero) Tbk Penempatan	investasi	–	saham	|	Placement of investments - stocks
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TraNSaKSI DeNgaN PIHaK-PIHaK BereLaSI
Transaction with related Parties

No
Pihak Berelasi
related Party

Sifat Hubungan
nature of relation

9 PT Perusahaan gas negara (Persero) Tbk Penempatan	investasi	–	saham	|	Placement of investments - stocks

10 PT semen indonesia (Persero) Tbk Penempatan	investasi	–	saham	|	Placement of investments - stocks

11 PT Tambang Batubara Bukit Asam Penempatan	investasi	–	saham	|	Placement of investments - stocks

12 PT Telekomunikasi indonesia (Persero) Tbk
Penempatan investasi - saham, penempatan investasi – obligasi
Placement of investments - stocks, placement of investments - bonds

13 PT Timah (Persero) Tbk Penempatan	investasi	–	saham	|	Placement of investments - stocks

14 PT danareksa (Persero)
Penempatan investasi - reksadana, penempatan investasi – obligasi
Placement of investments - mutual funds, placement of investments - bonds

15 PT Perusahaan listrik negara (Persero)
Penempatan investasi - sukuk, penempatan investasi – obligasi
Placement of investments – islamic bonds (sukuk), placement of investments 
- bonds

16 PT Adhi karya (Persero) Tbk

Penempatan investasi – saham, Penempatan investasi- sukuk, Penempatan 
investasi – obligasi
Placement of investments - stocks, placement of investments - islamic bonds 
(sukuk), placement of investments - bonds 

17 PT Mandiri Tunas Finance Penempatan	investasi	–	saham	|	Placement of investments - stocks

18 PT Pegadaian (Persero)
Penempatan investasi - saham, penempatan investasi – obligasi
Placement of investments - stocks, placement of investments - bonds

19 PT Bank rakyat indonesia (Persero) Tbk

Penempatan giro, penempatan deposito, Penempatan investasi - obligasi, 
Penempatan investasi - saham, Virtual Account, rekening kustodian, Pinjaman 
Uang Muka Perumahan kerjasama Bank (PUMP-kB)
Placement of giro, placement in time deposits, placement of bonds,  
placement of stocks, virtual account, custodial accounts, housing loan advance 
with banks (PUMP-kB)

20 PT Bank danamon Tbk Penempatan	investasi	|	Placement of investments

21 PT semen gresik Persero Penempatan	investasi	|	Placement of investments

22 PT Permodalan nasional Madani (Persero) Penempatan	investasi	-	Obligasi	|	placement of investments - bonds

23 PT Pupuk kalimantan Timur Penempatan	investasi	-	Obligasi	|	placement of investments - bonds

24 PT sarana Multigriya Finansial (Persero) Penempatan	investasi	-	Obligasi	|	placement of investments - bonds

25 lembaga Pembiayaan ekspor indonesia Penempatan	investasi	-	Obligasi	|	placement of investments - bonds

26 PT Hutama karya (Persero) Penempatan	investasi	-	Obligasi	| placement of investments - bonds

27 PT garuda indonesia (Persero) Tbk Penempatan	investasi	-	Saham	|	placement of investments - stocks

28 PT semen Baturaja (Persero) Tbk Penempatan	investasi	-	Saham	|	placement of investments - stocks

29 Bank Pembangunan daerah Penempatan	deposito	|	placement in time deposits

30 PT Waskita karya (Persero) Tbk
Penempatan investasi - saham, penempatan investasi – obligasi
Placement of investments - stocks, placement of investments - bonds

31
Personel Manajemen kunci
key Management Personnel

Beban gaji, tunjangan dan imbalan kerja
salary expenses, benefits and emoluments

32

kementerian keuangan atas nama 
Pemerintah ri.
Ministry of Finance on behalf of the 
government of the republic of indonesia

Penempatan investasi - obligasi
Placement of investment - bonds
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PerUBAHAn PerATUrAn PerUndAng-UndAngAn 
yAng BerPengArUH signiFikAn TerHAdAP BPjs 
keTenAgAkerjAAn
CHAnges oF lAWs And regUlATions THAT signiFiCAnTly AFFeCT 
lABoUr soCiAl seCUriTy AdMinisTrATion AgenCy

No
Peraturan Perundang-Undangan
laws and regulations

Pengaruh Terhadap Kinerja BPJS Ketenagakerjaan
impact on labour social security Administration Agency’s 
Performance

1 Peraturan Menteri ketenagakerjaan  no 1 Tahun 2016 (Tata 
Cara Penyelenggaraan Program jkk, jkM dan jHT Bagi 
Peserta BPU) 

regulation of the Minister of Manpower no. 1 of  2016 
(Procedure of implementation of jkk Program, jkM and 
jHT For BPU Participants)

Adanya regulasi tentang kepesertaan Pekerja Bukan Penerima 
Upah (BPU)

The existence of regulations on the participation of non-Wage 
earner Workers (BPU)

2 Peraturan Menteri ketenagakerjaan  no 10 Tahun 2016 
(Tata Cara Pemberian Program kembali kerja serta 
kegiatan Promotif dan kegiatan Preventif kecelakaan kerja 
dan Penyakit Akibat kerja)

regulation of the Minister of Manpower no. 10 of 
2016 (Procedure for the return to Work Program and 
Promotion and Preventive Activities for Work Accident and 
occupational disease)

Adanya regulasi Tata Cara Pemberian Program kembali kerja 
serta kegiatan Promotif dan kegiatan Preventif kecelakaan kerja 
dan Penyakit Akibat kerja

The existence of regulation on Procedure of Providing return 
to Work Program and Promotive and Preventive Activities for 
Work Accident and occupational disease 

3 Peraturan Menteri ketenagakerjaan  no 11 Tahun 
2016 (Pelayanan kesehatan dan Besaran Tarif dalam 
Penyelenggaraan Program jaminan kecelakaan kerja)

regulation of the Minister of Manpower no. 11 of 2016 
(Health service and Tariff rates in the operation of Work 
Accident security Program) 

Adanya regulasi tentang Pelayanan kesehatan dan Besaran Tarif 
dalam Penyelenggaraan Program jaminan kecelakaan kerja

The existence of regulation on Health service and Tariff rates in 
the operation of Work Accident security Program

4 Peraturan Menteri ketenagakerjaan  no 23 Tahun 2016 
(Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan sanksi Administratif 
Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi 
kerja selain Penyelenggara negara)

regulation of the Minister of Manpower no. 23 of 2016 
(Procedures to impose and revoke Administrative 
sanctions of not obtaining Certain Public services For 
employers other Than state Administrator)

dengan adanya regulasi tentang Tata Cara Pengenaan dan 
Pencabutan sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan 
Publik Tertentu Bagi Pemberi kerja selain Penyelenggara 
negara, sehingga diharapkan dapat membantu upaya BPjs 
ketenagakerjaan dalam meningkatkan coverage kepesertaan. 
Akan tetapi implementasi Permenaker ini belum optimal. 

With the issuance of regulation on Procedures to impose 
and revoke Administrative sanctions of not obtaining 
Certain Public services For employers other Than 
state Admministrator, it is expected to support BPjs 
ketenagakerjaan’s  effort in increasing membership coverage. 
However, the implementation of the ministerial regulation has 
not yet optimal.
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keBijAkAn AkUnTAnsi
ACCoUnTing PoliCies

kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten 

dalam penyusunan laporan keuangan Tahunan BPjs 

ketenagakerjaan, untuk tahun buku yang berakhir 

31 desember 2016 dan tahun-tahun sebelumnya. 

Penyusunan laporan keuangan Tahunan Perusahaan 

telah sesuai standar Akuntansi keuangan di indonesia 

(PsAk).

laporan keuangan Tahunan telah disusun sesuai standar 

Akuntansi keuangan di indonesia. laporan disusun 

berdasarkan konsep harga perolehan, aset keuangan 

tersedia untuk dijual dan liabilitas keuangan (termasuk 

instrumen derivatif ) diukur pada nilai wajar melalui 

laporan laba rugi, serta menggunakan dasar aktual kecuali 

untuk laporan arus kas.

laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode 

langsung dan mengklasifikasi arus kas menjadi kegiatan 

operasi, investasi dan pendanaan. laporan keuangan 

disajikan dalam mata uang rupiah, kecuali dinyatakan 

lain.

peruBahan paDa stanDar akuntansI keuangan 

Dan InterprestasI stanDar akuntansI keuangan

1. PsAk nomor 46 (revisi 2013) “Pajak Penghasilan”

2. PsAk nomor 48 (revisi 2014) “Penurunan nilai Aset”

3. PsAk nomor 50 (revisi 2014) “instrumen keuangan: 

Penyajian”

4. PsAk nomor 55 (revisi 2014) “instrumen keuangan: 

Pengakuan dan Pengukuran”

5. PsAk nomor 60 (revisi 2014) “instrumen keuangan: 

Pengungkapan”

6. PsAk nomor 65 “laporan keuangan konsolidasian”

7. PsAk nomor 66 “Pengaturan Bersama”

8. PsAk nomor 67 “Pengungkapan kepentingan dalam 

entitas lain”

9. PsAk nomor 68 “Pengukuran nilai Wajar”

10. isAk nomor 26 (revisi 2014) “Penilaian kembali 

derivatif Melekat”

Accounting policies have been consistently applied 

in the preparation of the Annual Financial statements 

of labour social security Administration Agency for 

the fiscal year ended december 31, 2016 and previous 

years. The preparation of Annual Financial statements of 

the Company has been in accordance with indonesian 

Financial Accounting standards (PsAk).

The Annual Financial statements have been prepared 

in accordance with indonesian Financial Accounting 

standards. The statements were prepared on the basis of 

the cost concept, and financial assets available for sale 

and liabilities (including derivative instruments) measured 

at fair value through profit or loss, and using accrual basis 

except for the statement of cash flows.

The statement of cash flows was prepared using the 

direct method and classifying cash flows into operating, 

investing and financing activities. The financial statements 

were presented in indonesian rupiah, unless otherwise 

stated. 

changes to fInancIaL accountIng stanDarDs 

anD InterpretatIon of fInancIaL accountIng 

stanDarDs 

1. PsAk number 46 (2013 revision) “income Tax”

2. PsAk no. 48 (2014 revision) “impairment of Assets”

3. PsAk number 50 (2014 revision) “Financial 

instruments: Presentation”

4. PsAk no. 55 (2014 revision) “Financial instruments: 

recognition and Measurement”

5. PsAk no. 60 (2014 revision) “Financial instruments: 

disclosures”

6. PsAk no. 65 “Consolidated Financial statements”

7. PsAk number 66 “Collective Arrangement”

8. PsAk no. 67 “disclosure of interest in other entities”

9. PsAk no. 68 “Measurement of Fair Value”

10. isAk number 26 (2014 revision) “reassessment of 

embedded derivatives”
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// KePaTUHaN DaN 
TaTa KeLOLa 
YaNg BaIK 
CoMPliAnCe And good 
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sebagai badan hukum publik yang dibentuk Pemerintah 

indonesia untuk menyelenggarakan jaminan sosial bagi 

tenaga kerja di indonesia, Badan Penyelenggara jaminan 

sosial (BPjs) ketenagakerjaan berkomitmen senantiasa 

mematuhi setiap ketentuan perundang-undangan dan 

menerapkan Tata kelola yang Baik (Good Governance). 

Melalui kepatuhan pada regulasi dan penerapan Tata 

kelola yang Baik, setiap keputusan manajemen diambil 

melalui proses yang berlangsung proper, bijaksana dan 

beretika.

Pengembangan dan penerapan praktik-praktik terbaik 

tata kelola diharapkan dapat memenuhi kebutuhan 

segenap pemangku kepentingan secara berimbang. 

Untuk itu BPjs ketenagakerjaan harus dapat memastikan 

memperoleh kepercayaan publik atas infrastruktur tata 

kelola khususnya aspek transparansi, akuntabilitas, dan 

independensi.

kesungguhan kami dalam menerapkan Tata kelola 

yang Baik telah membuahkan pengakuan dari berbagai 

pihak. BPjs ketenagakerjaan mendapatkan penghargaan 

Predikat A (sangat Baik) indonesia good Corporate 

governance (gCg) Award 2016, untuk sektor keuangan 

dan asuransi. 

Penghargaan tersebut diharapkan semakin mendorong 

semua pihak di internal BPjs ketenagakerjaan untuk 

bekerja dengan lebih berintegritas dan kian menumbuhkan 

kepercayaan dari masyarakat, sejalan dengan Peta jalan 

Tata kelola yang Baik. 

As a public legal entity established by the government 

of indonesia to manage social security for manpower 

in indonesia, the labour social security Administration 

Agency (BPjs ketenagakerjaan) is committed to comply 

with any applicable provisions and implement good 

governance. Through compliance with regulations 

and implementation of good governance, every 

management decision is made through proper, prudent 

and ethical processes.

The development and implementation of governance 

best practices is expected to meet the needs of 

all stakeholders proportionally. Therefore labour 

social security Administration Agency should be able 

to gain public trust in governance infrastructure, 

especially aspects of transparency, accountability and 

independence.

our seriousness in implementing good governance 

has earned the recognition from various parties. labour 

social security Administration Agency was rated A (Very 

good) at indonesia good Corporate governance (gCg) 

Award 2016, for financial and insurance sector.

The award was expected to further encourage all parties 

within labour social security Administration Agency to 

work with more integrity and to build public trust, in line 

with good governance roadmap.
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dAsAr dAn ACUAn TATA kelolA yAng BAik
BAsis And reFerenCes oF good goVernAnCe

•	 Undang-Undang	 Nomor	 28	 Tahun	 1999	 Tentang	

Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas dari 

korupsi, kolusi dan nepotisme

•	 Undang-Undang	 Nomor	 31	 Tahun	 1999	 Tentang	

Pemberantasan Tindak Pidana korupsi

•	 Undang-Undang	No.40	 Tahun	 2004	 Tentang	 Sistem	

jaminan sosial nasional.

•	 Undang-Undang	 Nomor	 14	 Tahun	 2008	 Tentang	

keterbukaan informasi Publik

•	 Undang-Undang	 No.24	 Tahun	 2011	 Tentang	 Badan	

Penyelenggara jaminan sosial.

•	 Peraturan	 Pemerintah	 Nomor	 85	 Tahun	 2013	

Tentang Tata Cara Hubungan Antar lembaga Badan 

Penyelenggara jaminan sosial

•	 Peraturan	Pemerintah	Nomor	88	Tahun	2013	Tentang	

Tata Cara Pengenaan sanksi Adminstratif bagi 

Anggota dewan Pengawas dan Anggota direksi Badan 

Penyelenggara jaminan sosial

•	 Peraturan	Pemerintah	Nomor	99	Tahun	2013	Tentang	

Pengelolaan Aset jaminan sosial ketenagakerjaan.

•	 Keputusan	Presiden	Republik	Indonesia	Nomor	161/M	

Tahun 2013 Tentang pengangkatan dewan komisaris 

dan direksi PT jamsostek (Persero) menjadi dewan 

Pengawas dan direksi Badan Penyelenggara jaminan 

sosial ketenagakerjaan

•	 Peraturan	 Dewan	 Pengawas	 Nomor	 PER-01/

deWAs/072014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Fungsi, Tugas dan Wewenang dewan Pengawas Badan 

Penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan

•	 Peraturan	Direksi	Nomor	PERDIR/01/042014	Tentang	

Tata Cara Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang 

direksi Badan Penyelenggara jaminan sosial 

ketenagakerjaan

•	 Peraturan	Direksi	Nomor	PERDIR/18/092015	Tentang	

Pedoman Tata kelola yang Baik (Good Governance) 

BPjs ketenagakerjaan

•	 Keputusan	Presiden	Nomor	25/P	Tahun	2016	Tentang	

Pengangkatan dewan Pengawas dan direksi BPjs 

ketenagakerjaan Masa jabatan 2016 – 2021.

•	 Law	No.	28	of	1999	on	the	Implementation	of	Clean	

state Administration and Free from Corruption, 

Collusion and nepotism

•	 Law	No.	31	of	1999	on	Corruption	Eradication	

•	 Law	 No.40	 of	 2004	 on	 the	 National	 Social	 Security	

system.

•	 Law	 No.	 14	 of	 2008	 on	 Transparency	 of	 Public	

information

•	 Law	No.	24	of	2011	on	the	Social	Security	Administering	

Body.

•	 Government	Regulation	No.	85	of	2013	on	Procedures	

for inter-Agency relations of social security 

Administering Body.

•	 Government	Regulation	No.	88	of	2013	on	Procedures	

for imposing Administrative Penalties for Members of 

the Board of Commissioners and Member of the Board 

of directors of social security Administering Body.

•	 Government	 Regulation	 No.	 99	 of	 2013	 on	 Asset	

Management of social security for employment.

•	 Decree	of	the	President	of	the	Republic	of	Indonesia	

number 161/M of 2013 on the appointment of the 

Board of Commissioners and directors of PT jamsostek 

(Persero) to become the Board of Commissioners 

and the Board of directors of labour social security 

Administration Agency.

•	 Board	 of	 Commissioners	 Regulation	 No.	 PER-01/

deWAs/072014 on implementation Procedures 

for Functions, duties and Authorities of the Board 

of Commissioners of labour social security 

Administration Agency.

•	 Board	of	Directors	Regulation	No.	PERDIR/01/042014	

on implementation Procedures for Functions, duties 

and Authorities of the Board of directors of labour 

social security Administration Agency.

•	 Board	of	Directors	Regulation	No.	PERDIR/18/092015	

on guidelines for good governance of labour social 

security Administration Agency.

•	 Presidential	Decree	No.	25/P	of	2016	on	Appointment	

of Board of Commissioners and Board of directors of 

labour social security Administration Agency Period 

2016 - 2021.
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MAnFAAT TATA kelolA yAng BAik 
BeneFiTs oF good goVernAnCe

TUjUAn TATA kelolA yAng BAik 
good goVernAnCe PUrPoses

1. Mendorong keberhasilan usaha BPjs ketenagakerjaan

2. Memperoleh kepercayaan publik atas infrastruktur tata 

kelola

3. Menjadi badan hukum publik yang kredibel dan 

menjadi benchmark Citizenship bagi kebadanan publik 

di indonesia.

tujuan umum 

1. Memaksimalkan nilai BPjs ketenagakerjaan dengan 

cara menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, 

pertanggungjawaban, kemandirian, keadilan, 

prediktabilitas, partisipasi dan dinamis agar BPjs 

ketenagakerjaan dapat dikelola secara profesional.

2. Mendorong agar pengelola BPjs ketenagakerjaan 

dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan 

dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan, serta 

kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BPjs 

ketenagakerjaan terhadap pemangku kepentingan.

3. Meningkatkan kontribusi BPjs ketenagakerjaan dalam 

perekonomian nasional.

tujuan khusus

1. Tercapainya kesinambungan usaha BPjs 

ketenagakerjaan melalui pengelolaan yang didasarkan 

pada asas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, 

independensi, kewajaran dan kesetaraan, 

prediktabilitas, partisipasi dan dinamis.

2. Pemberdayaan fungsi dan kemandirian masing-

masing organ BPjs ketenagakerjaan.

1. supporting labour social security Administration 

Agency’s business achievements 

2. gaining public trust in the governance infrastructure

3. Becoming a credible public legal entity and a 

Citizenship benchmark for public institutions in 

indonesia.

generaL purpose

1. To maximize the value of labour social security 

Administration Agency by implementing the principles 

of Transparency, Accountability, responsibility, 

independency, Fairness, Predictability, Participation 

and dynamism to manage labour social security 

Administration Agency professionally.

2. To support the decision making and actions related 

to the management of labour social security 

Administration Agency based on high moral values 

and compliance with  laws and regulations, as well as 

awareness of social responsibility to the stakeholders.

3. increasing the contribution of labour social security 

Administration Agency to national economy.

specIaL purposes

1. Achievement of labour social security Administration 

Agency’s business continuity through management 

based on the principles of transparency, accountability, 

responsibility, independence, fairness and equality, 

predictability, participation and dynamism.

2. empowerment of function and independence of 

each organ of labour social security Administration 

Agency.
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PrinsiP-PrinsiP TATA kelolA yAng BAik 
good goVernAnCe PrinCiPles

Prinsip-prinsip tata kelola dipahami sebagai fondasi bagi 

terbentuknya Good Governance di BPjs ketenagakerjaan 

secara terencana, sistemik, dan berkelanjutan serta 

melandasi visi dan komitmen dalam tata kelola 

sebuah lembaga. sebagai badan hukum publik, BPjs 

ketenagakerjaan menerapkan tata kelola yang baik 

dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang dikeluarkan 

oleh:

•	 Komite	Nasional	Kebijakan	Governance	(KNKG)

Transparansi (transparency), akuntabilitas 

(accountability), tanggung jawab (responsibility), 

kemandirian (independency) dan kewajaran (fairness). 

•	 International	Social	Security	association	(ISSa)

Prediktabilitas (predictability), partisipasi (participation) 

dan dinamika (dynamism).

The governance principles are believed to be the 

foundation for good governance in labour social 

security Administration Agency in a planned, systemic, 

and sustainable manner and the basis for vision and 

commitment in the governance of an institution. As a 

public legal entity, labour social security Administration 

Agency implements good governance by adopting the 

principles issued by:

•	 National	Committee	on	Governance	Policy	(KNKG)

Transparency, accountability, responsibility, 

independency and fairness.

•	 International	Social	Security	association	(ISSa)

Predictability, participation and dynamism.

3. Anggota dewan Pengawas, dan Anggota direksi dalam 

membuat keputusan dan menjalankan tindakannya 

dilandasi oleh nilai moral yang tinggi dan kepatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan.

4. Terciptanya kesadaran dan tanggung jawab sosial BPjs 

ketenagakerjaan terhadap masyarakat dan kelestarian 

lingkungan, terutama di sekitar BPjs ketenagakerjaan.

5. optimalisasi nilai BPjs ketenagakerjaan dengan tetap 

memperhatikan pemangku kepentingan lainnya. 

6. Peningkatan daya saing BPjs ketenagakerjaan secara 

nasional maupun internasional, sehingga menimbulkan 

kepercayaan pasar yang dapat mendorong arus 

investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional yang 

berkesinambungan.

3. Members of the Board of Commissioners and the 

Board of directors in making decisions and carrying 

out their actions are based on high moral values and 

compliance with laws and regulations.

4. Awareness and social responsibility of labour social 

security Administration Agency for community and 

environmental sustainability, especially around labour 

social security Administration Agency.

5. optimizing the value of labour social security 

Administration Agency with due regard for other 

stakeholders.

6. increasing the competitiveness of labour social 

security Administration Agency both nationally and 

internationally, to build market confidence that can 

boost investment flows and continuous national 

economic growth.
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PrINSIP-PrINSIP TaTa KeLOLa YaNg BaIK DaN PeNeraPaN
good governance Principles and implementation

Prinsip-prinsip Tata 
Kelola yang Baik
good governance 
Principles

Uraian 
description 

Pedoman Pokok Pelaksanaan
Basic guidelines for implementation

Transparansi

Transparency

keterbukaan dalam Pengambilan 
keputusan dan keterbukaan dalam 
pengungkapan informasi yang 
material dan relevan.

Transparency in decision-making 
and transparency in the disclosure 
of material and relevant information.

Penyediaan informasi yang cepat, akurat, dan tepat waktu serta 
mudah diakses oleh para pemangku kepentingan sesuai dengan 
haknya.

Provision of information that is fast, accurate, timely and accessible to 
all stakeholders according to their rights.

informasi yang harus disediakan meliputi nama dan tempat 
kedudukan, maksud, tujuan dan jenis kegiatan, susunan dewan 
Pengawas dan direksi, laporan tahunan dan laporan keuangan, 
potensi benturan kepentingan, sistem manajemen risiko, sistem 
pengawasan dan pengendalian intern, sistem dan pelaksanaan Good 
Governance serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang 
dapat mempengaruhi kondisi BPjs ketenagakerjaan.

information to be provided includes the name and domicile, purpose, 
objectives and types of activities, Board of Commissioners and the 
Board of directors, annual reports and financial statements, conflicts 
of interest potential, risk management system, supervisory system and 
internal control system, good governance implementation, as well 
as the level of compliance, and significant events that may affect the 
condition of labour social security Administration Agency. 

BPjs ketenagakerjaan wajib untuk mengumumkan informasi BPjs 
ketenagakerjaan secara berkala yang meliputi:
a. informasi yang berkaitan dengan BPjs ketenagakerjaan;
b. informasi mengenai kegiatan dan kinerja BPjs ketenagakerjaan;
c. informasi mengenai laporan keuangan;
d. informasi lain.

labour social security Administration Agency is obliged to disclose its 
information periodically that includes:
a. information relating to labour social security Administration 

Agency;
b. information on the activities and performance of labour social 

security Administration Agency;
c. information on the financial statements;
d. other information. 

Pengungkapan informasi kepada publik dan pemangku kepentingan 
dilakukan secara wajar dengan memperhatikan klasifikasi informasi, 
kepentingan BPjs ketenagakerjaan dan kebutuhan pihak yang 
berkepentingan.

disclosure of information to the public and stakeholders conducted 
properly by taking into account the classification of information, the 
interests of labour social security Administration Agency and needs 
of interested parties. 

kebijakan BPjs ketenagakerjaan harus tertulis dan secara 
proporsional dikomunikasikan kepada para pemangku kepentingan.

labour social security Administration Agency’s policies must be in 
writing and proportionally communicated to stakeholders. 

insan BPjs ketenagakerjaan berkewajiban menjaga kerahasiaan 
informasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

labour social security Administration Agency’s personnel are obliged 
to maintain the confidentiality of information according to applicable 
laws and regulations. 
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PrINSIP-PrINSIP TaTa KeLOLa YaNg BaIK DaN PeNeraPaN
good governance Principles and implementation

Prinsip-prinsip Tata 
Kelola yang Baik
good governance 
Principles

Uraian 
description 

Pedoman Pokok Pelaksanaan
Basic guidelines for implementation

Akuntabilitas

Accountability

kejelasan fungsi, pelaksanaan dan 
pertanggungjawaban dari organ 
BPjs ketenagakerjaan.

Clarity of function, implementation 
and accountability of labour social 
security Administration Agency’s 
organs.

Menetapkan rincian tugas dan tanggung jawab masing-masing organ 
BPjs ketenagakerjaan dan karyawan secara jelas dan selaras dengan 
visi, misi, sasaran usaha dan strategi Badan.

determine job description and responsibilities of each organ of 
labour social security Administration Agency and employee clearly 
and in line with the vision, mission, business targets and strategies of 
the Body. 

Meyakini bahwa semua organ BPjs ketenagakerjaan dan karyawan 
mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas, tanggung jawab, dan 
perannya dalam pelaksanaan Good Governance.

Believe that all organs and employees of labour social security 
Administration Agency have the ability according to their duties, 
responsibilities, and roles in the implementation of good governance.

Memastikan adanya sistem pengendalian intern yang efektif dalam 
pengelolaan BPjs ketenagakerjaan.

ensure the effective system of internal control in the management of 
labour social security Administration Agency. 

Memiliki ukuran kinerja untuk semua jajaran yang konsisten dengan 
nilai-nilai, sasaran utama dan strategi BPjs ketenagakerjaan.

Have performance measurement for all levels that are consistent 
with the values, the main objectives and strategies of labour social 
security Administration Agency. 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, insan BPjs 
ketenagakerjaan harus berpegang pada peraturan dan kode etik.

in carrying out their duties and responsibilities, personnel of labour 
social security Administration Agency must adhere to the regulations 
and code of ethics.

direksi beserta seluruh jajarannya harus membuat 
pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya secara periodik dan 
berkesinambungan.

The Board of directors and staff must prepare accountability report 
on the performance of their duties periodically and continuously. 

Pertanggung-
jawaban

responsibility

kesesuaian di dalam pengelolaan 
BPjs ketenagakerjaan terhadap 
peraturan perundang-undangan.

Compliance with laws and 
regulations in labour social 
security Administration Agency 
management.

organ BPjs ketenagakerjaan harus berpegang pada prinsip kehati-
hatian dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

organs of labour social security Administration Agency must adhere 
to prudential principle and ensure compliance with the applicable 
laws and regulations. 

Bertanggung jawab atas risiko usaha yang terjadi sesuai ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

responsible for the business risks that occur in accordance with the 
applicable laws and regulations. 

Pelaksanaan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat dan 
lingkungan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang 
memadai, sehingga terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka 
panjang.

implementation of social responsibility towards community and the 
environment by making adequate planning and implementation, so 
that business continuity is maintained in the long term. 
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PrINSIP-PrINSIP TaTa KeLOLa YaNg BaIK DaN PeNeraPaN
good governance Principles and implementation

Prinsip-prinsip Tata 
Kelola yang Baik
good governance 
Principles

Uraian 
description 

Pedoman Pokok Pelaksanaan
Basic guidelines for implementation

independensi

independency

Pengelolaan yang profesional yang 
bebas dari benturan kepentingan 
atau tekanan dan pengaruh pihak 
lain.

Professional management that is 
free from conflicts of interest or 
other pressures and influences from 
other parties.

Menghindari terjadinya dominasi oleh pihak manapun, tidak 
terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan 
kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga 
pengambilan keputusan dapat dilakukan secara obyektif.

Avoid domination by any party, unaffected by particular interests, 
free from conflicts of interest and any influence or pressure, so that 
decisions can be made objectively. 

Pelaksanakan fungsi dan tugas sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku agar terwujud sistem pengendalian intern 
yang efektif.

implement the functions and duties in accordance with applicable 
laws and regulations in order to realize an effective internal control 
system. 

insan BPjs ketenagakerjaan melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai 
dengan uraian tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan, sehingga tidak dapat diintervensi oleh pihak 
lain.

The personnel of labour social security Administration Agency carry 
out their functions and duties in accordance with the job description 
and responsibilities in accordance with laws and regulations, so that 
no intervention by other parties. 

seluruh jajaran BPjs ketenagakerjaan harus dapat saling 
menghormati kewajiban, tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak 
dari masing-masing organ.

All lines of labour social security Administration Agency must be able 
to mutually respect the obligations, duties, authorities, responsibilities 
and rights of each organ. 

kewajaran

Fairness

keadilan dan kesetaraan dalam 
memenuhi hak-hak para pemangku 
kepentingan.

Fairness and equality in fulfilling the 
rights of stakeholders.

BPjs ketenagakerjaan harus memberikan perlakuan yang setara dan 
wajar kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat 
dan kontribusi yang diberikan kepada BPjs ketenagakerjaan.

labour social security Administration Agency must provide fair and 
equal treatment to the stakeholders according to the benefits and 
contribution to labour social security Administration Agency. 

BPjs ketenagakerjaan harus memberikan kesempatan yang sama 
dalam penerimaan karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya 
secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras, gender, dan 
kondisi fisik.

BPjs ketenagakerjaan must provide equal opportunity in employee 
recruitment, career and carries out its duties professionally regardless 
of ethnicity, religion, race, gender, and physical condition. 

BPjs ketenagakerjaan harus menerapkan secara konsisten sistem 
penghargaan dan sanksi (reward and punishment system) kepada 
karyawan.

labour social security Administration Agency must consistently apply 
reward and punishment system to employees. 
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PrINSIP-PrINSIP TaTa KeLOLa YaNg BaIK DaN PeNeraPaN
good governance Principles and implementation

Prinsip-prinsip Tata 
Kelola yang Baik
good governance 
Principles

Uraian 
description 

Pedoman Pokok Pelaksanaan
Basic guidelines for implementation

Prediktabilitas

Predictability

Penerapan hukum, kebijakan dan 
peraturan secara konsisten.

The implementation of laws, policies 
and regulations consistently.

Peserta dan penerima manfaat secara teratur dan berkala mendapat 
informasi tentang tugas dan tanggung jawab BPjs ketenagakerjaan, 
sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang, kebijakan atau 
peraturan yang menetapkan program jaminan sosial.

Participants and beneficiaries regularly and periodically are informed 
about the duties and responsibilities of labour social security 
Administration Agency, as mandated by laws, policies or regulations 
that establish social security programs. 

Peserta dan penerima manfaat secara teratur dan berkala diberikan 
informasi mengenai hak dan manfaat tambahan lainnya sebagai 
peserta, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Participants and beneficiaries are regularly and periodically provided 
with information on their rights and other additional benefits as a 
participant, in accordance with laws and regulations. 

Partisipasi

Participation

Memberikan edukasi secara aktif 
dan kesempatan keterlibatan 
pemangku kepentingan secara 
efektif.

Actively provide education and 
opportunities for stakeholder 
engagement effectively. 

BPjs ketenagakerjaan harus memberikan kesempatan kepada 
para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan 
menyampaikan pendapat.

labour social security Administration Agency must give opportunities 
for stakeholders to provide input and opinions.

dinamis

dynamism

inovasi dalam tata kelola atau 
perubahan yang positif, efeknya 
adalah untuk menciptakan efisiensi 
dan meningkatkan performance 
badan.

innovation in governance or positive 
changes aims to create efficiency 
and improve the performance of the 
agency. 

Melakukan pengelolaan badan untuk meningkatkan produktivitas 
dan menciptakan inovasi sehingga efisiensi dan performance badan 
meningkat.

Managing the agency to improve productivity and create innovations 
that increase agency’s efficiency and performance.
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inFrAsTUkTUr TATA kelolA yAng BAik
good goVernAnCe inFrAsTrUCTUre

BPjs ketenagakerjaan memiliki komitmen untuk 

menerapkan Tata kelola yang Baik. komitmen tersebut 

diwujudkan melalui kelengkapan yang diterapkan 

oleh BPjs ketenagakerjaan mencakup kelengkapan 

pendukung dan infrastruktur tata kelola. 

struktur tata kelola terdiri atas bangunan hard structure 

dan soft structure.

•	 Hard structure merupakan organ badan yang 

mendapat mandat untuk menjalankan pengurusan 

dan pengawasan termasuk organ pendukungnya yaitu 

unit kerja dan komite.

•	 Soft structure merupakan instrumen yang membuat 

hard structure dapat menjalankan tugasnya secara baik 

dan akuntabel. Soft structure di BPjs ketenagakerjaan 

terdiri atas pedoman, manual dan berbagai kebijakan 

pendukung.

labour social security Administration Agency is 

committed to implementing good governance. The 

commitment is realized through the facilities applied by 

labour social security Administration Agency includes 

supporting facilities and governance infrastructure.

The governance structure consists of hard structure and 

soft structure.

•	 Hard	 structure	 is	 an	 organization’s	 organ	 that	 is	

mandated to run the management and supervision 

including the supporting organs, namely work units 

and committees.

•	 Soft	 structure	 is	 an	 instrument	 that	 enables	 hard	

structure to perform its duties properly and 

accountable. soft structure in labour social security 

Administration Agency consists of guidelines, manuals 

and various supporting policies.
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INFraSTrUKTUr TaTa KeLOLa
governance infrastructure

BPjs ketenagakerjaan selaku lembaga publik telah 

membangun dan melengkapi kebutuhan akan hard 

dan soft structure dengan mengacu kepada peraturan 

perundang-undangan, kebijakan yang berlaku dan sesuai 

kebutuhan lembaga.

labour social security Administration Agency as a public 

institution has built and complemented the need for hard 

and soft structures with reference to laws and regulations, 

applicable policies and as required by the institution.

PreSIDeN
President

•	Otoritas Jasa 
Keuangan

•	Badan Pemeriksa 
Keuangan

•	Kantor akuntan 
Publik

•	Financial services 
Authority

•	supreme Audit 
Agency

•	Public Accounting 
Firm

DeWaN JaMINaN SOSIaL 
NaSIONaL (DJSN)

national social security 
Council

Organ BPJS Ketenagakerjaan
organs of labour social security 

Administration Agency

DeWaN PeNgaWaS
Board of Commissioners

DIreKSI
Board of directors

•	Sekretaris Dewan 
Pengawas

•	Komite audit dan 
aktuaria

•	Komite Pemantau 
Manajemen risiko

•	Komite Pengawas 
Kebijakan Pengelolaan 
dan Kinerja

•	secretary of the Board 
of Commissioners

•	Audit & Actuarial 
Committee

•	risk Management 
oversight Committee

•	Management Policy & 
Performance oversight 
Committee

•	Sistem Manajemen risiko
•	Sistem Teknologi Informasi
•	Sistem Pengendalian Intern
•	Pengawasan atas kepatuhan 

peserta dan pemberi kerja 

•	risk Management system
•	information Technology system
•	internal Control system
•	supervision over compliance 

participants and employers

•	Divisi	Sekretaris	Badan

•	Satuan	Pengawas	
Internal

•	Divisi	Manajemen	
risiko

•	Divisi	Kepatuhan	dan	
Hukum

•	Komite	Manajemen	
risiko

•	Komite	Good	
governance

•	Board secretary 
division

•	internal supervisory 
Unit

•	risk Management 
division

•	Compliance and legal 
division

•	risk Management 
Committee

•	good governance 
Committe
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HIrarKI PeraTUraN, KeBIJaKaN DaN PeDOMaN gOOD gOVerNaNCe BPJS KeTeNagaKerJaaN
Hierarchy of regulations, Policies and guidelines of good governance of labour social security Administration Agency

1. Pedoman Tata kelola yang Baik (Good 
Governance) BPjs ketenagakerjaan

2. Tata Cara Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan 
Wewenang direksi BPjs ketenagakerjaan

3. Tata Cara Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan 
Wewenang dewan Pengawas

1. BPjs ketenagakerjaan Code of good governance

2. Procedures for the implementation of Functions, 
duties and Authorities of  BPjs ketenagakerjaan 
Board of directors

3. Procedures for the implementation of the 
Functions, duties and Authorities of the Board of 
Commissioners

1. kode etik BPjs ketenagakerjaan
2. Pedoman Benturan kepentingan
3. Pedoman sistem Pengendalian internal
4. Pedoman lHkPn
5. kebijakan Manajemen risiko
6. Pedoman kepatuhan
7. Fraud Control system

1. Code of ethics of BPjs ketenagakerjaan
2. Conflict of interest guidelines
3. internal Control system guidelines
4. state official Wealth report guidelines
5.  risk Management Policy
6.  Compliance guidelines
7.  Fraud Control system guidelines

1. Penunjukan direktur Umum sebagai 
Penanggung jawab Good Governance

2. Pedoman Tjsl
3. Pedoman orientasi Bagi direksi

4. Pedoman Pengendalian informasi
5. Pedoman Pengendalian gratifikasi
6. Pedoman sistem Pelaporan Pelanggaran/ WBs
7. Pedoman Tingkat kesegeraan Pengambilan 

keputusan rapat direksi
8. indikator/Parameter (Assessment dan 

Pengukuran atas Penerapan Tata kelola yang 
Baik (Good Governance) BPjs ketenagakerjaan

1. Appointment of director of general Affairs as 
officer in charge of good governance

2. ser guidelines
3. guidelines for the Board of directors 

orientation
4. information Control guidelines
5. gratification Control guidelines
6. Whistleblowing system (WBs) guidelines
7. guidelines on the decision-Making immediacy 

of the Board of directors’ Meeting 
8. indicators/Parameters (Assessment and 

Measurement of good governance 
implementation) of BPjs ketenagakerjaan

Charter satuan 
Pengawas internal
internal supervisory 
Charter

DIreKSI
BOarD OF DIreCTOrS 

1. Charter komite Audit dan Aktuari

2. Charter komite Pemantau 
Manajemen risiko

3. Charter komite Pengawas 
kebijakan Pengelolaan dan 
kinerja

1. Audit and Actuarial Committee 
Charter

2. risk Management Monitoring 
Committee Charter

3. Policy Management and 
Performance supervisory 
Committee Charter

DeWaN PeNgaWaS
BOarD OF COMMISSIONerS

LeveL
2

LeveL
3

LeveL
4

LeveL
1
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PeTA jAlAn TATA kelolA yAng BAik
good goVernAnCe roAd MAP

BPjs ketenagakerjaan telah memiliki Peta jalan Tata kelola 

yang Baik, untuk mendukung penerapan Tata kelola yang 

Baik. sesuai dengan peta jalan yang dimiliki, penerapan 

good governance pada tahun 2016 di lingkungan BPjs 

ketenagakerjaan telah menjadi budaya (kultur) Badan. Hal 

ini ditandai dari adanya beberapa aktivitas, seperti review 

kelengkapan isi situs mengenai good governance (gg), 

assessment gg secara independen, review kematangan 

Risk Management, sosialisasi gg, Internal Governance 

Award serta membuat sustainability reporting dan 

Annual reporting.

dengan aktivitas serta dukungan infrastruktur yang telah 

terbangun dapat dilihat pada hasil yang dicapai termasuk 

kelengkapan infrastruktur tata kelola melebihi ketentuan 

(beyond compliance), peningkatan kepuasan pengguna 

jasa dengan produk dan jasa BPjs ketenagakerjaan, serta 

lembaga memperoleh pengakuan sebagai Most Trusted 

institution.

labour social security Administration Agency has 

established good governance roadmap, to support the 

implementation of good governance. in accordance with 

the roadmap, the implementation of good governance 

in 2016 within labour social security Administration 

Agency has become the organization’s culture. This 

is marked by the existence of some activities, such as 

review the completeness of the content of the site on 

good governance (gg), gg assessment independently, 

maturity review of risk Management, gg dissemination, 

internal governance Award as well as sustainability 

reporting and Annual reporting.

With the activitis and infrastructure support can be 

seen in the achievement, including the governance 

infrastructure beyond compliance, the increase in service 

user satisfaction with products and services of labour 

social security Administration Agency, as well as the 

institution obtained recognition as the Most Trusted 

institution.

PeTa JaLaN TaTa KeLOLa YaNg BaIK BPJS KeTeNagaKerJaaN
good governance roadmap of labour social security Administration Agency

gg TraNSFOrMeD
Transisi governance 

lembaga Publik

gg OrIeNTaTION
•	gg Transition
•	 infrastructure review
•	gap Analysis Performance

MaIN DrIVer

•	regulatory driven

•	Market driven

MaIN INDICaTOr
1. governance infrastructure
2. Tranparency & disclosure
3. internal stakeholder 

engagement
4. internal governance Award & 

Awareness
5. governance Assessment

MaIN INDICaTOr
1. governance Culture
2. Tranparency & Accountability
3. external stakeholder 

engagement
4. internal governance Award 

& initiative
5. governance Assessment

MaIN INDICaTOr
1. sustainability Performance
2. Tranparency & Accountability
3. external stakeholder 

engagement
4. internal governance Award 

& initiative
5. governance Assessment

MaIN INDICaTOr
1. Benchmark of Citizenship
2. Performance & 

Accountability
3. stakeholder engagement
4. Market & Public recognitif
5. governance Assessment

MaIN DrIVer
•	Market driven
•	stakeholder driven

MaIN DrIVer
•	stakeholder driven
•	Culture driven

MaIN DrIVer
•	Culture driven
•	ethical driven

gg OrIeNTaTION
•	strong gg identity
•	Beyond Compliance
•	Triple Bottom line

gg OrIeNTaTION
•	 inclusion & deepening
•	Corporate Culture
•	Public Accountability

gg OrIeNTaTION
•	Corporate Citizenship
•	Business ethic
•	World Class standard

gg TrUSTeD
Pengakuan sebagai Most 

Trusted institution

gg SUSTaINeD
Good Governance telah 
menjadi kultur lembaga

gg CITIZeNSHIP
BPjs Menjadi Motor 

Penerapan gC

2015 201820172016

Product & 
Services

StructurePerformance

Product & 
Services

PlanetStakeholder

Product & 
Services

PlanetPeople

Product & 
Services

PlanetPeople
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PeTa JaLaN TaTa KeLOLa YaNg BaIK BPJS KeTeNagaKerJaaN
good governance roadmap of labour social security Administration Agency

TraNSFOrMeD SUSTaINeD CITIZeNSHIP
TrUSTeD

(2016)

TUJUaN
Purpose

aKTIVITaS
activity

INDIKaTOr
Indicator

HaSIL
result

Memastikan lembaga 
memperoleh kepercayaan 
public atas infrastruktur 
tata kelola khususnya aspek 
Transparansi, Akuntabilitas, dan 
independensi

ensure the agency gains 
public trust in governance 
infrastructure, especially 
aspects of Transparency, 
Accountability and 
independence

1. Review kelengkapan content 
gg website

2. Assessment gg secara 
independen

3. Membuat Master Plan Csr 
(citizenship)

4. Review kematangan Risk 
Management

5. sosialisasi gg
6. Internal Governance Award
7. Mengikuti lomba laporan 

Tahunan (ArA)
8. Mengikuti lomba sustainability 

reporting

1. review on the completeness 
of gg website content

2. independent gg Assessment 
3. Prepare Csr Master Plan 

(citizenship)
4. review of risk Management 

maturity 
5. dissemination of gg 
6. internal governance Award
7. Participation in the Annual 

report Awards (ArA)
8. Participation in the 

sustainability reporting 
Awards Mengikuti lomba 
sustainability reporting

a. Stakeholder Enggagement
b. Master Plan Csr
c. Benchmark Disclosure 

Governance
d. Risk Maturity Level - 

“Terkelola”
e. Peningkatan awareness dan 

involvement gg oleh insan 
BPjs

a. stakeholders engagement
b. Csr Master Plan
c. Benchmark of governance 

disclosure
d. risk Maturity level –  

“Managed”
e. increased awareness and 

involvement of gg by BPjs 
personnel

1. BPjs ketenagakerjaan 
memiliki kelengkapan 
infrastruktur Governance 
melebihi ketentuan (beyond 
compliance)

2. Pengguna jasa puas dengan 
produk dan jasa BPjs 
ketenagakerjaan

3. BPjs ketenagakerjaan 
memperoleh pengakuan 
sebagai Trusted atau Most 
Trusted Institution

1. BPjs ketenagakerjaan has 
governance infrastructure 
that is beyond compliance  

2. service users are satisfied 
with products and services 
of BPjs

3. BPjs ketenagakerjaan is 
recognized as the Trusted  
or Most Trusted institution
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PedoMAn dAn koMiTMen PenerAPAn 
TATA kelolA yAng BAik 
good goVernAnCe gUidelines And 
iMPleMenTATion CoMMiTMenT

Penerapan Tata kelola yang Baik dilaksanakan sesuai 

Pedoman Tata kelola yang Baik yang disusun mengacu 

pada: [G4-15]

•	 International	Social	Security	Association	Guidelines

•	 Pedoman	 Good	 Corporate	 Governance	 dari	 Komite	

nasional kebijakan governance (knkg)

•	 Pedoman	Good	Public	Governance	dari	KNKG

•	 Praktik-praktik	 terbaik	 Good	 Corporate	 Governance	

BUMn di indonesia

•	 Asean	Corporate	Governance	Scorecard

•	 Public	 Sector	 Governance	 dari	 Australian	 Nasional	

Audit office.

Uraian lengkap mengenai Pedoman Tata kelola yang 

Baik dapat disimak dan diunduh melalui situs BPjs 

ketenagakerjaan.  

komItmen penerapan tata keLoLa yang BaIk

sesuai dengan hirarki infrastruktur Tata kelola yang Baik, 

komitmen pada kepatuhan dan penerapan praktik-

praktik terbaik tata kelola diwujudkan antara lain melalui 

kode etik BPjs ketenagakerjaan, Pedoman Benturan 

kepentingan, Pedoman sistem Pengendalian internal, 

Pedoman laporan Harta kekayaan Penyelenggara 

negara, kebijakan Manajemen risiko, Pedoman 

kepatuhan dan Fraud Control System. 

The good governance is implemented in accordance 

with the Code of good governance with reference to: 

[G4-15]

•	 International	Social	Security	Association	Guidelines.

•	 Code	of	Good	Corporate	Governance	of	the	National	

Committee on governance (knkg).

•	 Code	of	Good	Public	Governance	from	KNKG.

•	 Best	 practices	 of	 Good	 Corporate	 Governance	 of	

soes in indonesia.

•	 ASEAN	Corporate	Governance	Scorecard.

•	 Public	Sector	Governance	from	the	Australian	National	

Audit office.

A complete description of the Code of good governance 

can be found and downloaded through labour social 

security Administration Agency website.

 

commItment to ImpLementIng gooD corporate 

governance

in accordance with the good governance 

infrastructure hierarchy, commitment to compliance 

and implementation of governance best practices are 

manifested through, among other things, the labour 

social security Administration Agency Code of Conduct, 

Conflict of interest guidelines, internal Control system 

guidelines, state Asset Management guidelines, risk 

Management Policies, Compliance and Fraud Control 

system guidelines.

Uraian masing-masing pedoman disampaikan pada bagian terpisah dalam laporan ini, 
sesuai dengan informasi yang menjadi pembahasan.

The description of each of the guidelines is presented in a separate section of this 
report, according to the information subject. 
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PeningkATAn PenerAPAn TATA kelolA yAng BAik
good goVernAnCe iMPleMenTATion iMProVeMenT

pengukuran tIngkat kematangan tata keLoLa 

yang BaIk

Pengukuran tingkat kematangan penerapan Tata kelola 

yang Baik dilakukan bekerja sama komite nasional 

kepatuhan gCg (knkg). Pengukuran meliputi 10 aspek, 

yakni komitmen, struktur, infrastruktur, pengawasan 

internal dan manajemen risiko, assessment, disclosure, 

pelibatan pemangku kepentingan, tanggung jawab sosial 

dan keberlanjutan, budaya tata kelola. 

kematangan entitas bisnis dalam implementasi Good 

Governance dapat dikategorikan ke dalam lima level 

standar kematangan penerapan Tata kelola yang Baik 

(Good Governance), yaitu:

•	 Level	ad	Hoc

level Ad Hoc menggambarkan bahwa entitas bisnis 

belum menyadari dan belum memilki komitmen 

pentingnya penerapan good governance, sebagai 

sarana mencapai keunggulan daya saing berkelanjutan. 

entitas bisnis tersebut sudah memiliki infrastruktur 

dasar dalam penerapan good governance, namun 

dalam skala sangat terbatas. kewenangan struktur 

penanggung jawab masih bersifat ad hoc. 

•	 Level	Initial

entitas bisnis memiliki komitmen menerapkan tata 

kelola yang baik serta mulai menyusun infrastruktur 

standar dan kelengkapan pedoman good governance. 

Pemahaman dan kesadaran good governance masih 

bersifat terbatas pada manajemen dan kelompok 

tertentu (bersifat eksklusif). sosialisasi mulai dilakukan 

terbatas disertai pengukuran kinerja penerapan good 

governance (tata kelola yang baik).

measurement of gooD governance maturIty 

LeveL

The level of maturity of good governance implementation 

measurement is conducted in collaboration with national 

Committee of gCg Compliance (knkg). Measurement 

covers 10 aspects, namely commitment, structure, 

infrastructure, internal control and risk management, 

assessment, disclosure, stakeholder engagement, social 

responsibility and sustainability, governance culture.

The maturity of business entity in the implementation 

of good governance can be categorized into five 

levels of maturity standard for the good governance 

implementation, namely:

•	 ad	Hoc	Level

The Ad Hoc level illustrates that a business entity 

has not yet aware and has no commitment to the 

importance of implementing good governance, as a 

means of achieving sustainable competitive advantage. 

The business entity already has a basic infrastructure 

in the implementation of good governance, but on 

a very limited scale. The authority of the responsible 

structure is still ad hoc.

•	 Initial	Level

Business entity has a commitment to implement 

good governance and begins to develop standardized 

infrastructure and good governance guidelines. 

Understanding and awareness of good governance 

are still limited to management and certain groups 

(exclusive). dissemination is started at limited scale 

along with self assessment of good governance 

implementation performance.
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•	 Level	Managed

Pada tingkat kematangan ini, entitas bisnis memiliki 

komitmen kuat untuk mendorong penerapan good 

governance di semua lini bisnis. Penerapan good 

governance berdampak pada peningkatan kinerja 

operasional, keuangan secara umum dan good 

governance telah tumbuh menjadi faktor penggerak 

sistem manajemen.  Manfaat penerapan good 

governance mulai dirasakan dan tumbuh kesadaran 

karyawan untuk menerapkan good governance 

serta secara teratur melakukan pengukuran kinerja 

penerapan good governance, baik sendiri maupun 

independen (self assessment maupun independent 

assessment).

•	 Level	Governed

Pada tingkat kematangan ini, suatu entitas bisnis 

dikenal sebagai pelopor dan mulai menjadi benchmark 

penerapan good governance. Penerapan good 

governance berorientasi pada outward looking untuk 

meningkatkan citra dan reputasi entitas bisnisnya. 

Mereka menerapkan good governance melebihi 

kepatuhan (beyond compliance). Good governance 

telah dipahami dan telah menjadi bagian dari budaya 

kerja dan menjadi kultur, diikuti penghargaan terkait 

bidang good governance, manajemen risiko, dan Csr.

•	 Level	Citizenship

suatu entitas bisnis telah dikenal dengan standar 

tata kelola yang tinggi serta telah menerapkan 

praktik bisnis beretika. Mereka mendapat pengakuan 

dan penghargaan karena secara luas karena telah 

menerapkan praktik bisnis berkelanjutan atau triple 

bottom line. entitas bisnis dan pemangku kepentingan 

mendapat manfaat atas komitmen penerapan good 

governance secara berkesinambungan. status 

sebagai good corporate citizen tergambar dari visi, 

misi, dan strategi yang mengedepankan pentingnya 

kesinambungan usaha dan kesinambungan sosial dan 

lingkungan.

•	 Managed	Level

At this maturity level, the business entity has a strong 

commitment to promote the implementation of 

good governance in all lines of business. The good 

governance implementation has an impact on the 

improvement of operational performance, finance 

in general and good governance has grown into a 

driver of management system. The benefits of good 

governance implementation begins to materialize and 

raise employees’ awareness to apply good governance 

and regularly perform performance measurement 

of good governance implementation, both self 

assessment and independent assessment.

•	 Governed	Level

At this level of maturity, a business entity is known as a 

pioneer and begins to benchmark the implementation 

of good governance. The implementation of good 

governance is oriented to outward looking to improve 

the image and reputation of the business entity. it 

applies good governance beyond compliance. good 

governance has been understood and has become 

part of the work culture and become a culture, 

followed by awards related to good governance, risk 

management, and Csr.

•	 Citizenship	Level

A business entity has been known for high standards of 

governance and has applied ethical business practices. 

it is receiving recognition and appreciation for the 

extensive use of sustainable business practices or triple 

bottom line. The business entity and stakeholders 

benefit from the commitment to the good governance 

continuous implementation. status as a good corporate 

citizen is reflected in the vision, mission, and strategy that 

prioritizes the importance of business continuity as well 

as social and environmental sustainability.
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Ada 10 aspek yang dilakukan pengukuran untuk 

menentukan Maturity Level atas penerapan good 

governance di BPjs ketenagakerjaan yaitu:

1. komitmen

2. struktur

3. infrastruktur

4. Internal Control dan Risk Management

5. Assessment

6. Disclosure

7. Stakeholders Engagement

8. Governance Outcome

9. Social Responsibility dan Sustainability

10. Governance Culture

Pengukuran atas tingkat kematangan atau maturity 

level penerapan good governance yang telah dilakukan 

memperlihatkan bahwa penerapan tata kelola yang baik 

di lingkungan BPjs ketenagakerjaan telah berada di 

standar 4 atau level governed.

There are 10 aspects of the measurement to determine 

the Maturity level on the implementation of good 

governance in labour social security Administration 

Agency, namely:

1. Commitment

2. structure

3. infrastructure

4. internal Control and risk Management

5. Assessment

6. disclosure

7. stakeholders engagement

8. governance outcome

9. social responsibility and sustainability

10. governance Culture

Measurement of the maturity level of good governance 

implementation that has been done showed that the 

good governance implementation at labour social 

security Administration Agency environment has been in 

standard 4 or governed level.

aSPeK PeNgUKUraN TINgKaT KeMaTaNgaN gOOD gOVerNaNCe
Measurement Aspects of good governance Maturity level

LeVeL 1
Ad Hoc

LeVeL 2
initial

LeVeL 3
Managed

LeVeL 4
governed

LeVeL 5
Citizenship

komitmen
Commitment

disclosure

struktur
structure

stakeholder 
engagement

infrastruktur
infrastructure

gevernance 
outcome

internal
Control & Mr 

Csr & 
sustainability

Assessment

governance 
Culture

BPjs ketenagakerjaan telah dikelola dengan komitmen dan spirit Tata kelola yang Baik dan secara 
internal insan lembaga telah memahami pentingnya penerapan tata kelola dan mulai tumbuh 

berbagai inisiatif dalam pembentukan budaya organisasi berbasis governance dan business ethic.

BPjs ketenagakerjaan telah dikelola dengan komitmen dan spirit Tata kelola yang Baik dan secara 
internal insan lembaga telah memahami pentingnya penerapan tata kelola dan mulai tumbuh 

berbagai inisiatif dalam pembentukan budaya organisasi berbasis governance dan business ethic.
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assessment tata keLoLa yang BaIk [G4-44]

BPjs ketenagakerjaan juga melakukan assessment 

untuk mengetahui tingkat penerapan Tata kelola yang 

Baik. Assessment dilakukan sebagaimana diatur dalam 

Peraturan direksi no.Perdir/39/092015 Tentang 

indikator/Parameter Penilaian (Assessment), dan 

Pengukuran atas Penerapan Tata kelola yang Baik (Good 

Governance) BPjs ketenagakerjaan.

Assessment dilaksanakan oleh assessor independen, 

dengan kriteria-kriteria penilaian meliputi:

1. komitmen Penerapan gCg;

2. dewan Pengawas dan organ pendukung;

3. direksi dan organ pendukung;

4. Manajemen risiko dan Pengendalian internal;

5. Pengungkapan informasi dan Transparansi;

6. Tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Pada assessment yang dilakukan tahun 2016, BPjs 

ketenagakerjaan memperoleh skor 95,49. Pencapaian 

tersebut menunjukkan bahwa penerapan tata kelola yang 

baik di BPjs ketenagakerjaan telah berada dalam kategori 

sAngAT BAik. 

gooD governance assessment [G4-44]

labour social security Administration Agency also 

conducts assessment to determine the level of good 

governance implementation. Assessment is carried 

out as stipulated in the Board of directors regulation 

no. Perdir/39/092015 on Assessment indicators/

Parameters, and Measurement of the good governance 

implementation of labour social security Administration 

Agency.

The assessment is carried out by an independent assessor, 

with assessment criteria including:

1. gCg implementation Commitment;

2.  Board of Commissioners and supporting organs;

3. Board of directors and supporting organs;

4. risk Management and internal Control;

5. information disclosure and Transparency;

6. social and environmental responsibility.

in an assessment conducted in 2016, labour social 

security Administration Agency scored 95.49. This 

achievement showed that the good governance 

implementation in labour social security Administration 

Agency has been in the Very good category.

HaSIL aSSeSSMeNT TaTa KeLOLa YaNg BaIK 
results of good governance Assessment

No
aspek Pengujian 
aspect of assessment

Bobot
Weight

(%)

Persentase Pencapaian
achievement Percentage

2016 2015 2014

i komitmen Penerapan Good Governance
gCg implementation Commitment

10,00 97,00 97,00 95,30

ii dewan Pengawas
Board of Commissioners

25,00 97,56 97,56 05,12

iii direksi
Board of directors

25,00 100 100 99,80

iV Manajemen risiko dan Pengendalian internal
risk Management and internal Control

15,00 98,30 96,30 100

V Pengungkapan informasi dan Transparansi
information disclosure and Transparency

15,00 88,00 88,00 93,33

Vi Tanggung jawab sosial dan lingkungan
social and environmental responsibility

10,00 84,00 84,00 80,00

Vii Total 100 95,49 95,49 95,26

191

BPJS KetenagaKerJaan
2017 Integrated Report



InternaL governance awarD

setiap tahun BPjs ketenagakerjaan menyelenggarakan 

Internal Governance Award (igA). kegiatan ini 

dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran penerapan 

Tata kelola yang Baik. Pelaksanaan igA pada tahun 2016 

mengusung tema “Memperkokoh kebadanan Melalui Tata 

kelola yang Baik, Manajemen risiko dan Pengendalian 

internal” kegiatan diikuti dan melibatkan seluruh unit 

kerja, karyawan dan mitra kerja. Ada delapan paremeter 

yang menjadi kriteria penilaian.

InternaL governance awarD

every year labour social security Administration Agency 

organizes the internal governance Award (igA) event. 

This event aims to raise awareness of good governance 

implementation. igA in 2016 was held with the theme 

of “strengthening the Body through good governance, 

risk Management and internal Control” The event was 

participated and involved all work units, employees and 

partners. There are eight parameters that become the 

assessment criteria.

KrITerIa PeNILaIaN Iga 
igA Assessment Criteria

No
Kriteria
Criteria

Bobot (%)
Weight (%)

1

Pelaksanaan sosialisasi Good Governance	|	good governance dissemination implementation

a. sosialisasi Good Governance	|	good governance dissemination 15

b.	Uji	Pemahaman	|	Comprehension Test 10

2

Pengendalian	Gratifikasi	|	gratification Control

a. inisiatif terkait pengendalian gratifikasi, suap, dan korupsi
initiatives related to gratification, bribery and corruption control

5

b. laporan penolakan/penerimaan atas pemberian benda gratifikasi atau pernyataan tidak pernah menerima 
benda gratifikasi
reports of rejection/acceptance of gratification items or statements on never received any gratification 
items

5

3 Pemenuhan Self Compliance Test	|	self Compliance Test Fulfillment 5

4
Hasil pemeriksaan yang membuktikan pelanggaran berkategori fraud
investigation results proving violation in the fraud category

15

5

Kepatuhan	|	Compliance

a.	Pakta	Integritas	Unit	Kerja	|	integrity Pact of Work Unit 2,5

b.	Pakta	Integritas	Mitra	Kerja	|	integrity Pact of Partner 2,5

c.	LHKPN	|	lHkPn 15

6
Employee Volunteering untuk mempercepat pencapaian Good Citizenship bagi badan
employee Volunteering to accelerate good Citizenship for the body

5

7

Manajemen	Risiko	|	risk Management

a. ketepatan penyelesaian risk & Control self Assessment (rCsA) triwulanan
Timely completion of quarterly risk & Control self Assessment (rCsA) 

8

b. Pengisian indikator Tingkat kesadaran risiko (iTkr) oleh setiap pejabat struktural pada unit kerja
Fulfillment of risk Awareness indicator (iTkr) by each structural officer of work unit

2

8

Kantor	Pusat:	Penulisan	Artikel	|	Head office: Article Writing

5
kantor Wilayah dan Cabang: Penghargaan dari badan lain yang diterima unit kerja atau berita positif di media 
(Press Release)
regional and Branch offices: Awards from other organizations received by work units or positive news 
reports in media (Press release)

SUB TOTaL 95

9 Babak	Final	(Bagi	Kandidat	Juara)	|	Final round (for Candidate Winners) 5

TOTaL 100
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Atas hasil penilaian Internal 

Governance Award 2016, direksi 

menetapkan pemberian Honorable 

Mention untuk divisi yang menjadi 

pilar Good Governance BPjs 

ketenagakerjaan.

Based on the results of the internal 

governance Award 2016, the Board 

of directors approved the award of 

Honorable Mention for the division 

that become good governance 

pillar of labour social security 

Administration Agency.

HaSIL PeNILaIaN Iga 2016 
Assessment results of igA 2016

No
Identitas
identity

Skor
score

1 Kantor	Wilayah	Jawa	Timur	|	east java regional office 95,522

2 Kantor	Wilayah	Jateng	&	DIY	|	C. java & yogyakarta regional office 95,032

3 Kantor	Wilayah	Banuspa	|	Banuspa regional office 93,099

4 Kantor	Cabang	Palopo	|	Palopo Branch office 98,295

5 Kantor	Cabang	Jember	|	jember Branch office 98,238

6 Kantor	Cabang	Samarinda	|	samarinda Branch office 98,223

7 Divisi	Pengadaan	|	Procurement division 95,940

8 Divisi	Investasi	Langsung	|	direct investment division 94,293

9 Divisi	Pengelolaan	Kepesertaan	|	Membership Management division 94,286

HONOraBLe MeNTION 

No
Identitas
identity

Skor
score

1
divisi sekretaris Badan
Board secretary division

93,115

2
divisi kepatuhan dan Hukum
Compliance and legal division

88,365

3
divisi Manajemen risiko
risk Management division

87,973

HaSIL ONLINe SeLF-aSSeSSMeNT ISSa gUIDeLINeS DaLaM TaTa KeLOLa
results of issA guidelines online self-Assessment in governance 

No
aspek
Aspect

Total Pedoman
Total guideline 

Points

Pedoman yang 
Tidak relevan

irrelevant 
guideline Points

Total Pedoman
Total guideline 

Points

Pedoman yang 
Tidak relevan

irrelevant 
guideline Points

relevansi (%)
relevance (%)

Level 
Implementasi 

implementation 
level 

1 Tata	Kelola	|	governance 85 3 82 2 96 98%

2
dana jaminan sosial
social security Fund

33 6 33 3 81 89%

InternatIonaL socIaL securIty assocIatIon 

recognItIon [G4-15]

kami juga melakukan pengukuran penerapan tata kelola 

yang baik secara online menggunakan 85 butir issA 

guidelines. BPjs ketenagakerjaan secara konsisten 

terus mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip yang 

terdapat dalam pedoman issA melalui mekanisme self 

assessment baik secara offline maupun online pada 

portal issA. ke depannya, BPjs ketenagakerjaan akan 

melakukan pengukuran tingkat implementasi pedoma 

issA guidelines secara berkesinambungan.

InternatIonaL socIaL securIty assocIatIon 

recognItIon [G4-15]

We also perform measurement of good governance 

implementation online using 85 points of issA 

guidelines. labour social security Administration Agency 

consistently evaluates the application of the principles 

contained in the issA guidelines through self assessment 

mechanisms both offline and online on the issA portal. 

in the future, labour social security Administration 

Agency will measure the implementation level of the issA 

guidelines continuously.
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AnTikorUPsi
AnTi CorrUPTion

kami berkomitmen menjunjung tinggi etika kerja dan 

tidak melakukan korupsi, suap, gratifikasi. seluruh direksi, 

dewan Pengawas, karyawan dan mitra kerja memiliki 

tanggung jawab untuk: 

1. Wajib melakukan pencegahan tindak pidana korupsi

2. dilarang menerima, memberikan atau menawarkan 

baik langsung ataupun tidak langsung sesuatu yang 

berharga/gratifikasi

3. Wajib mengembangkan mekanisme penyampaian 

informasi mengenai indikasi ataupun pelanggaran 

terhadap kecurangan melalui sistem pelaporan 

pelanggaran (whistleblowing system). 

We are committed to upholding work ethic and are 

against corruption, kickbacks, gratification. All members 

of Board of directors directors, Board of Commissioners, 

employees and partners have the following 

responsibilities:

1. Compulsory to prevent corruption

2. Prohibition from directly or indirectly accepting, giving 

or offering anything of value/gratification

3. Compulsory to develop mechanism of information 

delivery about indication or violation of fraud through 

whistleblowing system.
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komItmen pencegahan korupsI terIntegrasI

 

kesungguhan memerangi korupsi diwujudkan antara 

lain dengan penandatanganan komitmen Pencegahan 

Terintegrasi oleh direktur Utama dan ketua dewan 

Pengawas bersama dengan komisi Pemberantasan 

korupsi (kPk). Penandatanganan dilakukan di jakarta 

pada 14 september 2016. [G4-SO4]

komitmen tersebut berisi tentang: 

1. komitmen BPjs ketenagakerjaan sebagai mitra 

strategis kPk dalam membangun sistem integritas 

nasional dengan pendekatan Budaya kerja dan spirit 

Memakmurkan negeri melalui:

a. Penguatan peran komite Good Governance yang 

ditujukan untuk menyelaraskan komite-komite dan 

berbagai upaya pencegahan korupsi yang sudah 

ada, menjadi lebih terintegrasi dalam pencapaian 

tujuan, mengevaluasi, mengarahkan dan memantau 

sistem integritas BPjs ketenagakerjaan.

b. Penguatan kebijakan, peraturan dan rencana 

program untuk memastikan tersedianya sumber 

daya secara berkelanjutan untuk penguatan 

komite Good Governance, pembangunan sistem 

integritas BPjs ketenagakerjaan dan partisipasi 

BPjs ketenagakerjaan dalam pembangunan sistem 

integritas nasional.

c. Pembuatan panduan umum pencegahan terintegrasi 

dan partisipasi aktif dalam pembangunan sistem 

integritas nasional yang sesuai dengan karakteristik 

dan kondisi BPjs ketenagakerjaan.

d. Penyelarasan upaya BPjs ketenagakerjaan terkait 

Change leader, Change Champion dan Change 

Agent dengan pembentukan Tunas integritas yang 

terdiri dari: (i) Penggerak integritas, pegawai yang 

akan meiaksanakan pembangunan sistem integritas 

BPjs ketenagakerjaan: (ii) Agen Penggerak integritas, 

pegawai yang mewakili organisasi berkontribusi 

dalam pembangunan sistem integritas nasional.

e. Penguatan sistem integritas BPjs ketenagakerjaan 

melalui Wistleblowing system, Unit Pengendalian 

gratifikasi, Unit Pengendalian Fraud, Unit Pelayanan 

Pengaduan, Pelaporan Benturan kepentingan, 

Pelaporan lHkPn, kode etik dan nilai Budaya 

IntegrateD corruptIon preventIon 

commItment

The determination in fighting corruption is manifested, 

among others, by the signing of the integrated 

Prevention Commitment by the President director and 

the Chairman of the Board of Commissioners together 

with the Corruption eradication Commission (kPk). The 

signing was held in jakarta on september 14, 2016. [G4-

SO4]

The commitment contains:

1. labour social security Administration Agency’s 

commitment as a strategic partner of kPk in 

establishing the national integrity system with the 

approach of Work Culture and spirit Memakmurkan 

negeri (spirit to Prosper the nation) through:

a. strengthening the role of good governance 

Committee aimed at aligning existing committees 

and prevention efforts against corruption, to be 

more integrated in achieving the target, evaluating, 

directing and monitoring the integrity system of 

labour social security Administration Agency.

b. strengthening policies, regulations and program 

plans to ensure the availability of sustainable 

resources for the strengthening of the good 

governance Committee, the development of 

labour social security Administration Agency 

integrity system and labour social security 

Administration Agency’s participation in the 

development of national integrity system.

c. establishment of integrated prevention common 

guidelines and active participation in the 

development of the national integrity system in 

accordance with the characteristics and conditions 

of labour social security Administration Agency.

d. Alignment of labour social security Administration 

Agency’s efforts related to Change leader, 

Change Champion and Change Agent with the 

establishment of Tunas integritas consisting of: 

(i) integrity Mover, ie employees who implement 

labour social security Administration Agency’s 

integrity system: (ii) integration Mover Agents, 

employees representing organization contributing 

to the development of the national integrity system.

e. strengthening the integrity system of labour 

social security Administration Agency through 

Wistleblowing system, gratification Control Unit, 

Fraud Control Unit, Complaint service Unit, Conflict 

of interest reporting, Wealth reporting (lHkPn), 
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untuk memastikan tidak ada kesempatan korupsi di 

internal ataupun dengan pihak ekstemal.

2. komitmen BPjs ketenagakerjaan untuk menerapkan 

pengendalian gratifikasi guna mendukung upaya 

pemberantasan tindak pidana korupsi di lingkungan 

BPjs ketenagakerjaan dengan prinsip-prinsip sebagai 

berikut:

a. Prinsip dasar: 

i. BPjs ketenagakerjaan tidak akan menawarkan 

atau memberikan suap, gratifkasi atau uang 

pelicin dalam bentuk apapun kepada lembaga 

pemerintah, perseorangan atau kelembagaan, 

perusahaan domestik atau asing untuk 

mendapatkan berbagai bentuk manfaat/ 

kemudahan sebagaimana dilarang oleh peraturan 

perundang-undangan yang berlaku;

ii. BPjs ketenagakerjaan tidak akan meminta atau 

menerima suap, gratifikasi dan uang pelicin dalam 

bentuk apapun baik secara langsung ataupun 

tidak langsung, baik di dalam negeri maupun di 

luar negeri, baik dengan menggunakan sarana 

elektronik atau tanpa sarana elektronik dari 

perseorangan atau lembaga terkait dengan 

pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana 

dilarang oleh peraturan perundang-undangan 

yang berlaku; dan

iii. BPjs ketenagakerjaan bertanggung jawab untuk 

mencegah dan mengupayakan pencegahan 

korupsi di lingkungannya dengan meningkatkan 

integritas, pengawasan, dan perbaikan sistem 

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. BPjs ketenagakerjaan menerapkan dan 

melaksanakan fungsi pengendalian gratifikasi di 

lingkungan BPjs ketenagakerjaan melalui Unit 

Pengendalian gratifikasi. 

c. BPjs ketenagakerjaan menyediakan sumber daya 

yang diperlukan dalam penerapan pengendalian 

gratifikasi di lingkungan BPjs ketenagakerjaan yang 

meliputi antara lain kegiatan harmonisasi peraturan, 

sosialisasi/diseminasi, pemrosesan pelaporan 

penerimaan hadiah/ fasilitas serta monitoring dan 

evaluasi.

Code of Conduct and Cultural Values to ensure 

there is no chance of corruption either internally or 

with external parties.

2. Commitment of labour social security Administration 

Agency to apply gratification control to support 

eradication of corruption at labour social security 

Administration Agency with the following principles:

a. Basic principles:

i. labour social security Administration Agency 

shall not offer or give any bribe, gratification or 

kickback in any form to any government agency, 

individual or institutional, domestic or foreign 

company to obtain various forms of benefit /

leniency as prohibited by applicable laws and 

regulations;

ii. labour social security Administration Agency 

shall not solicit or accept bribe, gratification or 

kickback of any kind, either directly or indirectly, 

both within the country or overseas, either by 

electronic or non-electronic means from an 

individual or agency related to the performance 

of duties and functions as prohibited by 

applicable laws and regulations; and

iii. labour social security Administration Agency 

is responsible for preventing and attempting 

to prevent corruption in its environment by 

improving the integrity, supervision and system 

in accordance with its duties and function.

b. labour social security Administration Agency shall 

apply and implement the gratification control 

function in labour social security Administration 

Agency’s environment through the gratification 

Control Unit.

c. labour social security Administration Agency 

provides necessary resources in the application 

of gratification control in labour social security 

Administration Agency’s environment that includes 

regulatory harmonization activities, propagation/

dissemination, processing of reports on gifts/

facilities acceptance, as well as monitoring and 

evaluation.
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d. BPjs ketenagakerjaan akan menjaga kerahasiaan 

data pelapor penerima hadiah/ fasilitas kepada pihak 

manapun, kecuali diminta berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku.

3. komitmen kPk untuk mendukung BPjs 

ketenagakerjaan dalam membangun sistem integritas 

nasional serta penerapan pengendalian gratifikasi 

guna pemberantasan korupsi di lingkungan BPjs 

ketenagakerjaan.

sebagai tindak lanjut dari penandatanganan komitmen 

Pencegahan korupsi Terintegrasi, BPjs ketenagakerjaan 

menerbitkan surat edaran nomor: se/15/092016 

Tentang Tindak lanjut komitmen Pencegahan korupsi 

Terintegrasi. isi surat ederan memerintahkan seluruh 

insan BPjs ketenagakerjaan: [G4-SO4]

1. Melakukan pengendalian gratifikasi baik yang 

melibatkan pihak ekternal (instansi terkait, perusahaan 

peserta, pengawas eksternal, serikat buruh/ pekerja, 

mitra kerja, peserta, dan lainnya) maupun pihak internal 

(karyawan, direksi dan dewan Pengawas) 

2. Memerintahkan seluruh kepala kantor cabang untuk 

memasang spanduk “Anti korupsi dan gratifikasi” yang 

ditempatkan di kantor cabang dan di tempat yang 

mudah terlihat, sesuai surat divisi komunikasi internal 

nomor: B/9826/092016.

3. Memerintahkan seluruh kepala kantor cabang untuk 

memutaran video motion graphic terkait antikorupsi 

BPjs ketenagakerjaan di ruang pelayanan pada kantor 

cabang. 

d. labour social security Administration Agency shall 

maintain data confidentiality of whistleblower on 

gift/facility recipients to any party, unless requested 

under applicable laws and regulations.

3. kPk’s commitment to support labour social 

security Administration Agency in establishing the 

national integrity system as well as the application 

of gratification control to eradicate corruption in the 

environment of labour social security Administration 

Agency.

As a follow up to the signing of the integrated 

Corruption Prevention Commitment, labour social 

security Administration Agency issued Circular letter 

number: se/15/092016 on Follow Up of Commitment 

on integrated Corruption Prevention. The circular letter 

stipulates that all personnel of labour social security 

Administration Agency to do the following: [G4-SO4]

1. Carry out gratification control either involving external 

parties (related institutions, corporate participants, 

external supervisors, labor unions/workers, partners, 

participants, etc.) or internal parties (employees, Board 

of directors and Board of Commissioners)

2. instruct all heads of branch offices to place 

“Anti-Corruption and gratification” banners at 

branch offices and at visible places, according to 

internal Communication division letter number: 

B/9826/092016.

3. instruct all heads of branch offices to screen motion 

graphic video on anti corruption of labour social 

security Administration Agency in service room at 

branch office.
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4. Memerintahkan seluruh insan BPjs ketenagakerjaan 

melakukan updating penandatanganan pakta integritas 

karyawan dan mitra kerja sesuai Peraturan direksi 

nomor: Perdir/103/092015 Tentang kode etik BPjs 

ketenagakerjaan.

5. Memerintahkan pejabat wajib lapor untuk 

melaporkan lHkPn, sesuai Peraturan direksi nomor: 

Perdir/123/092015 Tentang Pedoman Pengelolaan 

laporan Harta kekayaan Penyelenggara negara.

6. Mengoptimalkan dan mendukung fungsi Change 

Agent - Tunas integritas di unit kerja masing-masing 

sebagai agent yang dapat memberikan informasi dan 

mengkoordinir pelaksanaan anti korupsi di masing-

masing unit kerjanya.

7. Memerintahkan seluruh insan BPjs ketenagakerjaan 

dan menghimbau pihak lainnya wajib melaporkan 

benturan kepentingan atau pelanggaran penerimaan 

gratifikasi oleh insan BPjs ketenagakerjaan lain 

melalui menu Pelaporan indikasi Fraud siPatuh 

atau Whistleblowing system/WBs (https://wbs.

bpjsketenagakerjaan.go.id), 

8. Pelanggaran terhadap komitmen tersebut akan 

diberikan sanksi sesuai ketentuan Manajemen 

kepegawaian dan penghargaan bagi Pelapor yang 

terbukti benar akan diberikan penghargaan sesuai 

ketentuan tentang sistem Pelaporan Pelanggaran.

9. sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, pada 

tanggal 29 november 2016, BPjs ketenagakerjaan 

mengeluarkan surat pemberitahuan larangan 

pemberian gratifikasi dan sapu bersih pungli yang di 

terbitkan dalam harian kompas.

Laporan harta kekayaan penyeLenggara 

negara

salah satu bentuk penerapan pada Tata kelola yang 

Baik adalah kepatuhan pada ketentuan pelaporan harta 

kekayaan penyelenggara negara, seperti diatur dalam 

Peraturan direksi BPjs ketenagakerjaan Tentang Pedoman 

Pengelolaan laporan Harta kekayaan Penyelenggara 

negara (lHkPn), sebagai pelaksanaan UU no.28 Tahun 

1999 Tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih 

dan Bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. lHkPn 

disampaikan kepada komisi Pemberantasan korupsi.

4. instruct all personnel of labour social security 

Administration Agency to update the signing 

of integrity pact of employees and partners in 

accordance regulation of Board of directors number: 

Perdir/103/092015 on labour social security 

Administration Agency Code of Conduct.

5. instruct officials required to report lHkPn to submit 

their reports, in accordance with the regulation of the 

Board of directors number: Perdir/123/092015 on 

guidelines for the Management of Wealth report of 

state officials.

6. optimize and support the function of Change Agent 

- Tunas integritas at each work unit as an agent that 

can provide information and coordinate the anti-

corruption effort implementation at each work unit.

7. instruct all personnel of labour social security 

Administration Agency and encourage other parties 

to report any conflict of interest or violation of 

gratification acceptance by fellow personnel of labour 

social security Administration Agency through siPatuh 

fraud indication reporting menu or Whistleblowing 

system/WBs (https://wbs.bpjsketenagakerjaan.go.id),

8. Violations of the commitment shall be liable to 

sanctions in accordance with the provisions of the 

Personnel Management and appreciation for the 

Whistleblower who is proven true in accordance with 

the provisions of the Whistleblowing system.

9. As a form of transparency and accountability, 

on november 29, 2016, labour social security 

Administration Agency issued a notice of gratification 

prohibition and sapu Bersih Pungli (illegal levies 

eradication) task force, which was published in 

kompas daily.

weaLth report of state offIcIaL

one form of good governance implementation is 

compliance with the provisions of wealth report of 

state officials, as stipulated in labour social security 

Administration Agency  Board of directors regulation on 

guidelines for the Management of Wealth report of state 

official (lHkPn), as the implementation of law no. 28 of 

1999 on the implementation of Clean state Administration 

Free From Corruption, Collusion and nepotism. lHkPn is 

submitted to the Corruption eradication Commission.
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LaPOraN LHKPN 
lHkPn report

Tahun
year

Wajib Lapor
required to report

Telah Lapor
submitted

%

2016 985 917 95,72

2015 972 770 29,27

2014 829 759 91,56

sesuai ketentuan tersebut, sejak tahun 2012 kami 

mewajibkan pejabat struktural jenjang 1, 2 dan 3 untuk 

melaporkan harta kekayaan dan perubahannya. sampai 

dengan akhir tahun 2016 ada 917 pejabat struktural BPjs 

ketenagakerjaan yang telah menyampaikan maupun 

memperbaharui lHkPn dari total 985 pejabat struktural 

yang wajib lapor. 

perIhaL gratIfIkasI 

BPjs ketenagakerjaan telah memiliki ketentuan yang 

mengatur perihal gratifikasi, yang termuat dalam 

Peraturan direksi no. Perdir/13/08/2015 Tentang 

Pedoman Pengendalian gratifikasi BPjs ketenagakerjaan. 

dalam pedoman tersebut dinyatakan bahwa BPjs 

ketenagakerjaan melarang bentuk pemberian yang 

merupakan gratifikasi.

gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yakni meliputi 

pemberian uang, barang, rabat, komisi, pinjaman tanpa 

bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan 

wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya baik 

yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan 

yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik 

atau tanpa sarana elektronik.

sesuai Pedoman Pengendalian gratifikasi BPjs 

ketenagakerjaan dan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku, kami mewajibkan setiap karyawan maupun 

pimpinan untuk melaporkan setiap pemberian gratifikasi 

kepada komisi Pemberantasan korupsi. Pelaporan harus 

disampaikan dalam tempo 30 hari. sampai dengan akhir 

periode pelaporan, kami telah melaporkan 89 peristiwa 

pemberian gratifikasi melalui ±523 item Barang dengan 

nilai pemberian mencapai rp308.191.200 dan Usd 868.

Accordingly, since 2012 we have requires structural 

officers at levels 1, 2 and 3 to report their assets and their 

changes. Until the end of 2016, there have been 917 

structural officials of BPjs ketenagakerjaan who have 

submitted or renewed their lHkPn reports, out of a total 

of 985 structural officials who are required to report.

aBout gratIfIcatIon

labour social security Administration Agency already has 

provisions regulating gratification, contained in regulation 

of the Board of directors no. Perdir/13/08/2015 on 

gratification Control guidelines of labour social security 

Administration Agency. The guidelines stipulate that 

labour social security Administration Agency prohibits 

gift offer in the form of gratification.

gratification is offer in the broad sense that includes 

money, goods, rebates, commissions, interest-free 

loans, travel tickets, lodging facilities, travel, free medical 

treatment, and other facilities both received within the 

country and abroad, and is carried out via electronic 

means or non-electronic means.

in accordance with the labour social security 

Administration Agency’s gratification Control guidelines 

and applicable laws and regulations, we require every 

employee or management to report any gratifications 

to the Corruption eradication Commission (kPk). The 

report must be submitted within 30 days. As of the end of 

the reporting period, we have reported 89 graitification 

cases in the form of ± 523 items of goods with value of 

rp308,191,200 and Usd868.
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kode eTik [G4-56]

Code oF CondUCT

kode etik adalah sekumpulan norma atau nilai yang 

tertulis dan tidak tertulis dari BPjs ketenagakerjaan yang 

diyakini sebagai standar perilaku berlandaskan peraturan 

perundang-undangan dan etika kerja. kode etik berfungsi 

sebagai panduan bagi seluruh karyawan maupun dan 

pejabat tata kelola tanpa terkecuali.  

kode etik memiliki fungsi: 

•	 Panduan	 bagi	 seluruh	 Direksi	 dan	 Karyawan	 BPJS	

ketenagakerjaan dalam melaksanakan tugasnya secara 

profesional dan bertanggung jawab. 

•	 Panduan	 bagi	 seluruh	 Direksi	 dan	 Karyawan	 BPJS	

ketenagakerjaan dalam melakukan interaksi dengan 

pihak lain. 

•	 Etika	kerja	yang	harus	dipatuhi	oleh	seluruh	Direksi	dan	

karyawan BPjs ketenagakerjaan.

•	 Upaya	pencapaian	tujuan	BPJS	Ketenagakerjaan	harus	

sesuai dengan etika kerja. 

Code of Conduct as a set of written norms or values of 

labour social security Administration Agency that are 

believed to be the standard of behavior based on laws and 

regulations, as well as work ethics. The Code of Conduct 

serves as a guidance for all employees and governance 

officials without exception.

The Code of Conduct has the following functions:

•	 Guidelines	for	all	Directors	and	Employees	of	Labour	

social security Administration Agency in performing 

their duties professionally and responsibly.

•	 Guidelines	for	all	Directors	and	Employees	of	Labour	

social security Administration Agency in interaction 

with other parties.

•	 Work	ethics	to	be	complied	with	by	all	Directors	and	

employees of labour social security Administration 

Agency.

•	 Efforts	to	achieve	the	goals	of	Labour	Social	Security	

Administration Agency should be in accordance with 

work ethics.
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pokok-pokok koDe etIk 

•	 Patuh	dan	taat	pada	ketentuan	peraturan	perundang-

undangan yang berlaku.

•	 Melakukan	 pencatatan	 yang	 benar	 mengenai	 segala	

transaksi yang bertalian dengan kegiatan keuangan. 

•	 Menghindarkan	diri	dari	persaingan	yang	tidak	sehat.

•	 Tidak	menyalahgunakan	wewenang	untuk	kepentingan	

pribadi.

•	 Menghindarkan	 diri	 dari	 keterlibatan	 dalam	

pengambilan keputusan dalam hal terdapat 

pertentangan kepentingan.

•	 Memperhitungkan	dampak	yang	merugikan	dari	setiap	

kebijakan yang ditetapkan terhadap keadaan ekonomi, 

sosial dan lingkungan.

•	 Tidak	menerima	hadiah	atau	imbalan	yang	memperkaya	

diri pribadi maupun keluarga.

•	 Tidak	 melakukan	 perbuatan	 tercela	 yang	 dapat	

merugikan citra BPjs ketenagakerjaan.

pokok-pokok koDe etIk 

•	 Comply	 with	 and	 subject	 to	 applicable	 laws	 and	

regulations.

•	 Make	 proper	 records	 of	 all	 transactions	 of	 financial	

activities.

•	 Avoid	unfair	competition.

•	 No	abuse	of	authority	for	personal	gain.

•	 Avoid	involvement	in	decision-making	in	the	event	of	

a conflict of interest.

•	 Take	 into	 account	 the	 unfavorable	 impact	 of	 any	

established policies on the economic, social and 

environmental condition.

•	 Do	not	accept	gifts	or	 rewards	 to	enrich	 themselves	

and their families.

•	 Do	not	misconduct	which	can	harm	the	image	of	BPJS	

ketenagakerjaan.

DIreksI Dan karyawan Bpjs 

ketenagakerjaan BerkewajIBan : 

directors and employees labour social security 

Administration Agency are reQUired to: 

1. Memenuhi hak-hak peserta sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

2. Tanggap terhadap keluhan dan 

menyelesaikannya dengan cepat dan tuntas. 

3. Melayani peserta dengan sepenuh hati. 

1. Meet the rights of participants in accordance 

with applicable provisions.

2. respond to complaints and resolve them 

quickly and thoroughly.

3. servethe participants sincerely.

DIreksI Dan karyawan Bpjs 

ketenagakerjaan DILarang: 

directors and employees of labour social security 

Administration Agency are ProHiBiTed from:

1. Melakukan pekerjaan lain pada jam kerja.

2. Mengaitkan bisnis pribadi dan keluarganya 

dengan aktivitas BPjs ketenagakerjaan. 

3. Mengikuti pembahasan dan pengambilan 

keputusan yang mengandung unsur benturan 

kepentingan. 

4. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan 

atau keuntungan pribadi, keluarga atau pihak-

pihak lain. 

1. doing other work during working hours.

2. Mixing personal and family business with 

labour social security Administration Agency’s 

activities.

3. Participating in discussion and decision-making 

that contains elements of conflict of interest.

4. Abusing the position for personal, family or 

other party’s benefits.
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tata nILaI ethIka

sesuai dengan Perdir 16/06/2016

1. IMaN

Perilaku yang diharapkan:

•	 Beriman	 dan	 bertaqwa	 kepada	 Tuhan	 Yang	 Maha	

esa;

•	 Bersyukur	 atas	 anugrah	 dan	 karunia	 Tuhan	 Yang	

Maha esa;

•	 Bekerja	 dengan	 ikhlas	 sebagai	 bagian	 dari	 ibadah	

kepada Tuhan yang Maha esa.

2. eKSeLeN

Perilaku yang diharapkan:

•	 Selalu	memberikan	yang	terbaik	dalam	bekerja;

•	 Senantiasa	 meningkatkan	 kompetensi	

(pengetahuan, keterampilan, sikap);

•	 Bekerja	dengan	cerdas,	adaptif,	kreatif,	inovatif,	dan	

pantang menyerah.

3. TeLaDaN

Perilaku yang diharapkan:

•	 Senantiasa	membangun	karakter	positif;

•	 Menjaga	perilaku	sesuai	norma,	etika,	dan	peraturan	

yang berlaku;

•	 Menjadi	panutan	bagi	lingkungan	sekitar.

core vaLues ethIka

According to Board of directors regulation 16/06/2016

1. FaITH

expected Behavior:

•	 Faithful	and	devoted	to	God	Almighty;

•	 Grateful	for	the	grace	and	blessing	of	God	Almighty;

•	 Work	sincerely	as	part	of	worship	to	God	Almighty.

2. exCeLLeNT

expected Behavior:

•	 Always	provide	the	best	at	work;

•	 Always	 improve	 competence	 (knowledge,	 skills,	

attitude);

•	 Work	 smart,	 adaptive,	 creative,	 innovative,	 and	

resolute.

3. MODerN

expected Behavior:

•	 Always	build	a	positive	character;

•	 Maintain	behavior	in	accordance	with	norms,	ethics	

and regulations;

•	 Be	a	role	model	for	the	surrounding	environment.

Iman

e t h I k a
ekselen teladan harmoni Integritas kepedulian antusias
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4. HarMONI

Perilaku yang diharapkan :

•	 Menghargai	perbedaan	pendapat	dan	menghormati	

sesama;

•	 Membangun	 komunikasi	 dan	 kolaborasi	 untuk	

tercapainya sinergi baik dengan pihak internal 

maupun eksternal;

•	 Menjaga	 keseimbangan	 dalam	 kehidupan	 dan	

pekerjaan untuk meningkatkan produktivitas kerja.

5. INTegrITaS

Perilaku yang diharapkan:

•	 Satunya	kata	dan	perbuatan;

•	 Senantiasa	 bersikap	 jujur,	 menunjung	 tinggi	

komitmen, dan amanah terhadap tanggung jawab 

yang diberikan;

•	 Memegang	 prinsip	 dan	 tidak	 tergoda	 untuk	

melakukan hal-hal yang melanggar moralitas.

6. KePeDULIaN

Perilaku yang diharapkan:

•	 Memberikan	pelayanan	dengan	sepenuh	hati;

•	 Peduli	 terhadap	 lingkungan	 kerja	 dan	 lingkungan	

masyarakat;

•	 Proaktif	 dan	 cepat	 tanggap	 memberikan	 bantuan	

dan dukungan kepada sesama.

7. aNTUSIaS

Perilaku yang diharapkan :

•	 Senantiasa	 bekerja	 dengan	 penuh	 semangat	 dan	

sukacita;

•	 Memiliki	 semangat	 belajar	 tinggi,	 haus	 akan	

pengetahuan baru, dan selalu memperbaiki diri;

•	 Berani	 mengambil	 keputusan	 dengan	 risiko	 yang	

terukur.

4. HarMONY

expected Behavior:

•	 Respect	for	differences	of	opinion	and	respect	for	

others;

•	 Build	communication	and	collaboration	to	achieve	

synergy with both internal and external parties;

•	 Maintain	 balance	 in	 personal	 life	 and	 work	 to	

improve productivity.

5. INTegrITY

expected Behavior:

•	 Walk	the	talk;

•	 Always	 be	 honest,	 uphold	 commitment,	 and	

responsible;

•	 Uphold	principles	and	unwavering	towards	immoral	

conduct.

6. Care

expected Behavior:

•	 Provide	service	sincerely;

•	 Care	about	the	work	environment	and	community	

environment;

•	 Proactive	and	responsive	to	provide	assistance	and	

support to others.

7. eNTHUSIaSTIC

expected Behavior:

•	 Always	work	with	passion	and	joy;

•	 Have	a	high	learning	spirit,	thirst	for	new	knowledge,	

and always self-improve;

•	 Dare	to	make	decisions	with	measurable	risks.
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sosIaLIsasI Dan penegakan koDe etIk

BPjs ketenagakerjaan terus melakukan sosialisasi kode 

etik kepada karyawan dan pejabat tata kelola. Beberapa 

bentuk sosialisasi yang telah dilakukan sepanjang tahun 

2016:

1. sosialisasi Visi, Misi dan nilai Budaya iman eTHikA 

sekaligus penandatanganan komitmen para pejabat 

tingkat i dan ii BPjs ketenagakerjaan

2. Workshop sosialisasi dan internalisasi Visi, Misi dan 

nilai Budaya BPjs ketenagakerjaan kanwil sumbagut 

di Aceh pada tanggal 18-20 Agustus 2016

3. Workshop sosialisasi dan internalisasi Visi, Misi dan 

nilai Budaya BPjs ketenagakerjaan kanwil sumbariau 

di Pekanbaru pada tanggal 5-6 oktober 2016 

4. Workshop sosialisasi dan internalisasi Visi, Misi dan 

nilai Budaya BPjs ketenagakerjaan kanwil sumbariau 

di lampung pada tanggal 21-22 november 2016 

5. lomba foto budaya iman dan eTHikA 

seluruh insan BPjs ketenagakerjaan, termasuk dewan 

Pengawas dan direksi telah menandatangani pakta 

integritas yang berisikan tentang:

•	 Kepatuhan	atas	kode	etik	BPJS	Ketenagakerjaan

•	 Tindakan	 pencegahan	 korupsi,	 gratifikasi,	 suap	 dan	

kecurangan.

•	 Menghindari	 tindakan	 yang	 berpotensi	 terhadap	

terjadinya benturan kepentingan.

•	 Pelaporan	penerimaan	gratifikasi.

•	 Penyampaian	LHKPN	bagi	pejabat	wajib	lapor.

•	 Menjaga	kerahasiaan	informasi	BPJS	Ketenagakerjaan	

serta melaporkan setiap pelanggaran melalui saluran 

pelaporan pelanggaran.

•	 Melaporkan	 setiap	 pelanggaran	 melalui	 saluran	

pelaporan pelanggaran.

coDe of conDuct DIssemInatIon anD 

enforcement 

labour social security Administration Agency continues 

to disseminate the Code of Conduct to employees and 

governance officials. some forms of dissemination have 

been done throughout 2016:

1. dissemination of Vision, Mission and Faith Culture 

Values of eTHikA as well as signing commitment 

of level i and ii officials of labour social security 

Administration Agency

2. dissemination and internalization Workshop on 

Vision, Mission and Cultural Values of labour social 

security Administration Agency of the regional office 

of northern sumatra in Aceh on August 18-20, 2016

3. dissemination and internalization Workshop on 

Vision, Mission and Cultural Values of labour social 

security Administration Agency of West sumatra & 

riau regional office in Pekanbaru on october 5-6, 

2016

4. Workshop on dissemination and internalization of 

Vision, Mission and Cultural Values of labour social 

security Administration Agency of West sumatra & 

riau regional office in lampung on  november 21-

22, 2016

5. Cultural photo contest of Faith and eTHikA

All personnel of labour social security Administration 

Agency, including Board of Commissioners and Board of 

directors have signed an integrity pact that contains:

•	 Compliance	with	Labour	Social	Security	Administration	

Agency code of conduct

•	 Measures	 to	prevent	corruption,	gratification,	bribery	

and fraud.

•	 Avoid	 any	 actions	 that	 potentially	 cause	 conflicts	 of	

interest.

•	 Gratification	reporting.

•	 Submission	of	LHKPN	for	officials	required	to	report.

•	 Maintain	 confidentiality	 of	 Labour	 Social	 Security	

Administration Agency information and report any 

violations through whistleblowing channel.

•	 Report	any	violations	through	whistleblowing	system.

BPJS KetenagaKerJaan
Laporan Terintegrasi 2017

204



sTrUkTUr TATA kelolA yAng BAik
good goVernAnCe sTrUCTUre

sesuai Undang-Undang no.24 Tahun 2011 Tentang 

Badan Penyelenggara jaminan sosial (BPjs), organ BPjs 

terdiri atas: [G4-34]

•	 Presiden

sebagai badan eksekutif yang bertugas melaksanakan 

UU no.40 Tahun 2004 Tentang sistem jaminan 

sosial nasional dan UU no.24 Tahun 2011 Tentang 

Badan Penyelenggara jaminan sosial. Presiden 

bertugas mengangkat dan memberhentikan dewan 

Pengawas dan direksi serta menerima laporan 

pertanggungjawaban dewan Pengawas dan direksi.

•	 Dewan	Pengawas

dewan Pengawas berfungsi melakukan pengawasan 

atas pelaksanaan kegiatan operasional BPjs 

ketenagakerjaan oleh direksi. dewan Pengawas 

dibantu sekretaris dewan Pengawas, komite Audit 

& Aktuaria, komite Pemantau Manajemen risiko dan 

komite Pengawas kebijakan Pengelolaan & kinerja.

•	 Direksi

direksi berfungsi melaksanakan penyelenggaraan 

kegiatan operasional BPjs ketenagakerjaan, yang 

menjamin peserta untuk mendapatkan manfaat 

sesuai dengan haknya. direksi dibantu oleh jajaran 

manajemen.

dalam melaksanakan tugas/tanggung jawabnya, 

dewan Pengawas dan direksi menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban kepada Presiden. laporan 

pertanggungjawaban disampaikan satu kali dalam setiap 

tahun. [G4-44]

According to law no.24 of 2011 concerning social 

security Administering Body (BPjs), BPjs organs 

composed of: [G4-34]

•	 President

As an executive institution in charge of implementing 

law no.40 of 2004 on national social security system 

and law no. 24 of 2011 on social security Administering 

Body, the President is in charge of appointing and 

dismissing the Board of Commissioners and the Board 

of directors, as well as accepts their accountability 

reports.

•	 Board	of	Commissioners

Board of Commissioners serves to oversee labour 

social security Administration Agency’s operational 

activities by the Board of directors. Board of 

Commissioners is assisted by the secretary of the 

Board of Commissioners, the Audit & Actuarial 

Committee, risk Management oversight Committee, 

and Management Policy & Performance oversight 

Committee.

•	 Board	of	Directors

Board of directors serves to carry out the 

implementation of labour social security 

Administration Agency’s operational activities, which 

guarantees participants to get benefits in accordance 

with their rights. The Board of directors is assisted by 

the management.

in performing their duties/responsibilities, the Board 

of Commissioners and the Board of directors submit 

accountability reports to the President. The accountability 

reports are submitted once a year. [G4-44]
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deWAn PengAWAs
BoArd oF CoMMissioners

Berdasarkan Undang-Undang no.24 Tahun 2011 tentang 

Badan Penyelenggara jaminan sosial (BPjs), dewan 

Pengawas adalah organ BPjs yang berfungsi melakukan 

pengawasan atas pelaksanaan tugas.  Pengurusan BPjs 

oleh direksi dan memberikan nasihat kepada direksi 

dalam penyelenggaraan program jaminan sosial.

dalam melaksanakan fungsinya, dewan Pengawas 

mengacu kepada beberapa ketentuan, yakni:

•	 UU	No.40	Tahun	2004	Tentang	Sistem	Jaminan	Sosial	

nasional; 

•	 UU	No.24	Tahun	2011	Tentang	Badan	Penyelenggara	

jaminan sosial; 

•	 Keputusan	Presiden	Republik	Indonesia	Nomor	161/M	

Tahun 2013 Tentang Pengangkatan dewan komisaris 

dan direksi PT jamsostek (Persero) menjadi dewan 

Pengawas dan direksi Badan Penyelenggara jaminan 

sosial ketenagakerjaan. 

•	 PER-01/DEWAS/072014	 Tentang	 Tata	 Cara	

Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang dewan 

Pengawas Badan Penyelenggara jaminan sosial 

ketenagakerjaan. 

dewan Pengawas dibantu sekretaris dewan Pengawas 

serta komite penunjang, yakni: [G4-34]

1. komite Anggaran, Audit & Aktuaria

2. komite Pemantau Manajemen risiko dan Teknologi 

informasi (Ti)

3. komite kebijakan Pengelolaan kinerja organisasi dan 

sdM

4. komite Perluasan kepesertaan dan Pelayanan

komposIsI Dewan pengawas

komposisi dewan Pengawas menurut Pasal 21 UU no.24 

Tahun 2011 Tentang BPjs adalah sebagai berikut: [G4-38]

•	 Dewan	Pengawas	terdiri	dari	tujuh	orang	profesional.	

•	 Dewan	Pengawas	terdiri	atas	unsur	Pemerintah,	unsur	

Pekerja, unsur Pemberi kerja dan tokoh masyarakat.

Based on law no.24 of 2011 on social security 

Administering Body (BPjs), the Board of Commissioners 

is BPjs organ in charge of overseeing the implementation 

of BPjs management by the Board of directors and 

provides advice to the Board of directors on the operation 

of social security programs.

in carrying out the oversight and advisory functions to the 

Board of directors, the Board of Commissioners refers to 

several provisions, namely:

•	 Law	No.40	of	2004	on	National	Social	Security	System;

•	 Law	No.	24	of	2011	on	Social	Security	Administering	

Body;

•	 Decree	of	the	President	of	the	Republic	of	Indonesia	

number 161/M of 2013 on the appointment of the 

Board of Commissioners and Board of directors 

of PT jamsostek (Persero) to become the Board of 

Commissioners and the Board of directors of labour 

social security Administration Agency.

•	 PER-01/DEWAS/072014	 on	 the	 Implementation	

Procedures of Functions, duties and Authorities of 

the Board of Commissioners of labour social security 

Administration Agency.

Board of Commissioners is assisted by the secretary of 

the Board of Commissioners and supporting committees, 

namely: [G4-34]

1. Audit & Actuarial Committee

2. risk Management oversight and information 

Technology (iT) Committee

3. organizational and Hr Performance Policy Committee

4. Membership expansion and services Committee 

composItIon of BoarD of commIssIoners

The composition of the Board of Commissioners 

according to Article 21 of law no.24 of 2011 on BPjs is 

as follows: [G4-38]

•	 Board	 of	 Commissioners	 consists	 of	 seven	

professionals.

•	 Board	 of	 Commissioners	 consists	 of	 elements	 from	

government, workers, employers and community 

figures.
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seiring pengoperasian penuh BPjs ketenagakerjaan, 

Presiden telah mengangkat dan menetapkan keanggotan 

baru dewan Pengawas berdasarkan keppres no.25/P/

Tahun 2016. Pelantikan dewan Pengawas baru 

dilaksanakan pada 23 Februari 2016 di istana negara. 

keanggotaan dewan Pengawas per 31 desember, terdiri 

dari enam orang pria dan seorang wanita. Uraian tentang 

profil masing-masing anggota dewan Pengawas disajikan 

pada bagian Profil dewan Pengawas dalam laporan ini.

proses pemILIhan Dan pengangkatan anggota 

Dewan pengawas

Presiden menetapkan anggota dewan Pengawas dari 

unsur Pemerintah. Untuk memilih anggota dewan 

Pengawas dari unsur pekerja, pemberi kerja dan tokoh 

masyarakat, Presiden membentuk panitia seleksi. 

selanjutnya panitia seleksi bertugas mengumumkan 

penerimaan pendaftaran calon anggota dewan Pengawas 

dan menentukan nama calon anggota dewan Pengawas 

untuk disampaikan kepada Presiden. nama calon anggota 

dewan Pengawas yang ditetapkan Presiden selanjutnya 

diajukan ke dewan Perwakilan rakyat untuk dipilih, 

kemudian menetapkan calon terpilih. [G4-40]

Along with the full operation of labour social security 

Administration Agency, the President has approved and 

appointed new members of the Board of Commissioners 

based on Presidential decree no.25/P/2016. The 

inauguration of the Board of Commissioners was held on 

February 23, 2016 at the state Palace.

Members of the Board of Commissioners as of 

december 31, consisting of six male and one female 

members. description of profile of each member of the 

Board of Commissioners is presented in the Board of 

Commissioners Profile section of this report.

seLectIon process anD appoIntment of BoarD 

of commIssIoners’ memBers 

The President shall appoint members of the Board of 

Commissioners from the government elements. To elect 

members of the Board of Commissioners from workers, 

employers and community figures, the President forms 

a selection committee. Furthermore, the selection 

committee is tasked to announce the registration of 

candidate members of the Board of Commissioners 

and to determine the names of candidate members of 

the Board of Commissioners to be submitted to the 

President. The names of the candidates for Board of 

Commissioners approved by the President are then 

submitted to the House of representatives to be elected, 

then appointed the elected candidates. [G4-40]

SUSUNaN DeWaN PeNgaWaS Per 31 DeSeMBer 2016
Composition of Board of Commissioners as of december 31, 2016

No
Nama
name

Jabatan
Position

Latar Belakang Perwakilan
representation Background

Usia
Age

Jenis Kelamin
gender

1 guntur Witjaksono Ketua	|	Chairman Pemerintah	|	government 56 Pria	|	Male

2 syafri Adnan Baharuddin Anggota	|	Member Pemerintah	|	government 57 Pria	|	Male

3 eko darwanto Anggota	|	Member Masyarakat	|	Community 46 Pria	|	Male

4 rekson silaban Anggota	|	Member Masyarakat	|	Community 50 Pria	|	Male

5 M. Aditya Warman Anggota	|	Member Masyarakat	|	Community 43 Pria	|	Male

6 inda d Hasman Anggota	|	Member Masyarakat	|	Community 55 Wanita	| Female

7 Poempida Hidayatulloh Anggota	|	Member Masyarakat	|	Community 44 Pria	|	Male
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salah seorang dari anggota dewan Pengawas ditetapkan 

sebagai ketua dewan Pengawas oleh Presiden. dewan 

Pengawas BPjs ketenagakerjaan dipilih dan ditetapkan 

Presiden melalui surat keputusan Presiden (keppres) 

nomor 25/P Tahun 2016 Tentang Pengangkatan 

dewan Pengawas dan direksi BPjs ketenagakerjaan 

Masa jabatan 2016 – 2021. Anggota dewan Pengawas 

diangkat untuk jangka waktu lima tahun tahun dan dapat 

diusulkan diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan 

berikutnya. sampai dengan akhir periode pelaporan tidak 

ada anggota dewan Pengawas yang merangkap jabatan 

sebagai pejabat eksekutif atau pejabat tata kelola lain di 

lingkungan BPjs ketenagakerjaan. [G4-39]

peDoman kerja Dan pakta IntegrItas 

dewan Pengawas menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya dengan berpedoman pada Peraturan 

dewan Pengawas BPjs ketenagakerjaan no.Per/01/

deWAs/072014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Fungsi, Tugas dan Wewenang dewan Pengawas BPjs 

ketenagakerjaan.

one of the Board of Commissioners’ members is 

designated as Chairman of the Board of Commissioners 

by the President. Board of Commissioners of labour 

social security Administration Agency is elected and 

approved by the President through Presidential decree 

(keppres) number 25/P of 2016 on Appointment of Board 

of Commissioners and Board of directors of labour 

social security Administration Agency Period 2016 - 2021. 

Members of the Board of Commissioners are appointed 

for a period of five years and may be proposed to be re-

appointed for the next term of office. Up to the end of the 

reporting period there was no member of the Board of 

Commissioners who concurrently served as an executive 

officer or other governance officer within labour social 

security Administration Agency. [G4-39]

BoarD manuaL anD IntegrIty pact

The Board of Commissioners carries out its duties 

and responsibilities by referring to BPjs Board of 

Commissioners regulation no.Per/01/deWAs/072014 

regarding implementation Procedures of the Functions, 

duties and Authority of the Board of Commissioners of 

labour social security Administration Agency.

ISI PeDOMaN KerJa DeWaN PeNgaWaS
Content of Board of Commissioners Manual

 Bab
Chapter

Uraian
description

i Ketentuan	Umum	|	general Provisions

ii
Prinsip dan Pelaksanaan Tata kelola
governance Principles and implementation

iii
Fungsi, Tugas dan Wewenang dewan Pengawas
Functions, duties and Authorities of Board of 
Commissioners

iV
Hak dan kewajiban dewan Pengawas
rights and obligations of Board of Commissioners

V
komposisi dan organisasi Pengawas
Composition and organization of Board of 
Commissioners

Vi
Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan oleh dewan 
Pengawas
oversight Procedures by Board of Commissioners 

ISI PeDOMaN KerJa DeWaN PeNgaWaS
Content of Board of Commissioners Manual

 Bab
Chapter

Uraian
description

Vii Rencana	Strategis	|	strategic Plans

Viii
rapat dewan Pengawas
Board of Commissioners Meetings 

iX
Program orientasi dan Peningkatan kompetensi
orientation and Competency enhancement 
Program

X
Hubungan kerja dewan Pengawas dengan direksi
Work relations of Board of Commissioners With 
Board of directors

Xi
kerahasiaan informasi
Confidentiality of information

Xii Ketentuan	Peralihan	|	Transitional Provisions

Xiii Penutup	|	Conclusion
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selain itu setiap anggota dewan Pengawas 

menandatangani Pakta integritas, yang memuat tentang:

1. Menjadikan BPjs ketenagakerjaan sebagai Badan 

Penyelenggaran jaminan sosial yang berintegritas.

2. Melaksanakan kode etik BPjs ketenagakerjaan dengan 

penuh tanggung jawab.

3. Melakukan tindakan pencegahan korupsi, gratifikasi, 

suap dan kecurangan.

4. Menghindari tindakan yang berpotensi terjadinya 

benturan kepentingan.

5. Menjaga kerahasiaan informasi BPjs ketenagakerjaan 

dan tidak menyalahgunaan untuk kepentingan lain 

sesuai dengan peraturan Perusahaan.

6. Menjunjung tinggi prinsip kewajaran dan kesetaraan.

7. Menolak praktik-praktik diskriminasi.

8. Menjaga citra dan kredibilitas institusi melalui 

pelaksanaan tata kelola yang baik (good governance)

uraIan fungsI, tugas Dan wewenang Dewan 

pengawas

dewan Pengawas menjalankan tugas dan tanggung 

jawabnya dengan berpedoman pada Peraturan dewan 

Pengawas BPjs ketenagakerjaan nomor Per/01/

deWAs/052014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Fungsi, Tugas dan Wewenang dewan Pengawas BPjs 

ketenagakerjaan.

•	 Fungsi	Dewan	Pengawas	

Melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas BPjs 

ketenagakerjaan. 

•	 Tugas	Dewan	Pengawas

dalam menjalankan fungsi pengawasan atas 

pelaksanaan tugas BPjs ketenagakerjaan dewan 

Pengawas bertugas: 

a. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan 

BPjs ketenagakerjaan dan kinerja direksi.

b. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan 

pengelolaan dan pengembangan dana jaminan 

sosial oleh direksi.

c. Memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan 

kepada direksi mengenai kebijakan dan pelaksanaan 

pengelolaan BPjs ketenagakerjaan.

in addition, every member of the Board of Commissioners 

signs the integrity Pact, containing:

1. Making labour social security Administration Agency 

as a social security Administering Body with integrity.

2. implementing Code of Conduct of labour social 

security Administration Agency with full responsibility.

3. Preventing corruption, gratification, bribery and fraud.

4. Avoiding actions with potential conflict of interest.

5. Maintaining confidentiality of labour social security 

Administration Agency information and never abuse 

it for other interest in accordance with Company 

regulations.

6. Upholding the fairness and equality principles.

7. Against practices of discrimination.

8. Maintaining the image and credibility of institution 

through the implementation of good governance 

DescrIptIon of functIons, DutIes anD 

authorItIes of BoarD of commIssIoners

Board of Commissioners conducts its duties and 

responsibilities based on regulation of labour social 

security Administration Agency Board of Commissioners 

no. Per/01/deWAs/052014 on the implementation 

Procedures of Functions, duties and Authorities of 

the Board of Commissioners of labour social security 

Administration Agency.

•	 Board	of	Commissioners’	Function

supervise the implementation of duties of labour 

social security Administration Agency. 

•	 Duties	of	Board	of	Commissioners

in performing the supervisory function on the 

management of labour social security Administration 

Agency, Board of Commissioners carries out the 

following duties:

a. supervise the management policy of labour social 

security Administration Agency and the Board of 

directors’ performance;

b. supervise the implementation of the management and 

development of the social security Fund by the Board 

of directors;

c. Provide suggestion, advice, and judgment to the Board 

of directors regarding the policy and implementation 

of BPjs management;
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d. Menyampaikan laporan pengawasan 

penyelenggaraan jaminan sosial sebagai bagian 

dari laporan BPjs ketenagakerjaan kepada Presiden 

dengan tembusan kepada djsn. 

•	 Wewenang	Dewan	Pengawas	

dalam pelaksanaan tugas Pengawasan dan pemberian 

nasihat kepada direksi, dewan Pengawas berwenang 

untuk: 

a. Menetapkan rencana kerja anggaran tahunan BPjs 

ketenagakerjaan; 

b. Mendapatkan dan/atau meminta laporan dari 

direksi.

c. Mengakses data dan informasi mengenai 

penyelenggaraan BPjs ketenagakerjaan;

d. Melakukan penelaahan terhadap data dan informasi 

mengenai penyelenggaraan BPjs ketenagakerjaan;

e. Memberikan saran dan rekomendasi kepada 

Presiden mengenai kinerja direksi; 

f. Menetapkan rencana strategis Program jaminan 

sosial BPjs ketenagakerjaan;

g. Menetapkan Auditor eksternal;

h. Melakukan review atas perhitungan dan valuasi 

cadangan teknis atau atas sebagian dari cadangan 

teknis secara berkala;

i. Memberikan persetujuan atas penunjukan Aktuaris 

independen yang dilakukan oleh direksi;

j. Meminta direksi melalui aktuaris untuk mengkaji 

ulang kecukupan cadangan teknis atau sebagian 

dari cadangan yang dianggap tidak wajar;

k. Menetapkan Piagam komite-komite.

d. submit a monitoring report of the implementation of 

social security as part of BPjs report to the President 

with a copy to the national social security Council 

(djsn).

•	 Board	of	Commissioners’	Authorities

in the implementation of oversight and advisory duties to 

the Board of directors, the Board of Commissioners has 

the authorities as follows:

a. establish annual work plans and budget of labour 

social security Administration Agency.

b. obtain and/or request a report from the Board of 

directors.

c. Access data and information regarding the operation 

of labour social security Administration Agency.

d. review the data and information on the operation of 

labour social security Administration Agency.

e. Provide advice and recommendations to the President 

on the Board of directors’ performance.

f. establish a strategic plan of labour social security 

Administration Agency social security Program;

g. Assign the external Auditor;

h. review the calculation and valuation of technical 

reserves or some parts of the technical reserves 

regularly;

i. Approve the appointment of independent actuary by 

the Board of directors.

j. Ask the Board of directors through the actuary to 

review the adequacy of technical reserves or part of 

the reserves that are considered unreasonable.

k. establish Charter of Committees. 
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Laporan program kerja Dan reaLIsasI 

pengawasan 

Pelaporan program kerja dan realisasi pengawasan pada 

tahun 2016, disampaikan dewan Pengawas kepada 

Presiden. laporan telah disampaikan dan diterima 

Presiden pada 11 juli 2017.

secara umum program kerja dewan Pengawas dan 

realisasinya selama tahun 2016 meliputi:

1. Penyusunan Produk Hukum Turunan dewan Pengawas

2. Menetapkan rencana kerja dan Anggaran Tahunan 

(rkAT) Tahun 2016 

3. Persetujuan laporan Pengelolaan Program dan 

laporan keuangan Audited Program jaminan sosial 

ketenagakerjaan Tahun 2015

4. Persetujuan dewan Pengawas atas Bentuk dan isi 

Publikasi laporan

sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun oleh 

dewan Pengawas, pada tahun 2016 fungsi pengawasan 

diutamakan pada evaluasi penyelenggaraan program dan 

strategi perluasan kepesertaan dan pelayanan melalui 

efektivitas kinerja organisasi dan sdM. Pelaksanaan 

tugas-tugas dewan Pengawas tahun 2016 tercermin dari 

laporan masing-masing komite yang menjadi lampiran 

yang tidak terpisahkan dari laporan ke Presiden.

remunerasI Dewan pengawas

remunerasi yang diberikan kepada dewan Pengawas 

ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden no.110 Tahun 

2013 Tentang gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan 

lainnya serta insentif Bagi Anggota dewan Pengawas dan 

Anggota direksi Badan Penyelenggara jaminan sosial. 

dengan demikian, Presiden atau pihak yang ditunjuk 

menjadi pihak/pemangku kepentingan yang memiliki 

akses dalam proses menentukan dan menetapkan 

remunerasi bagi dewan Pengawas. [G4-52, G4-53]

oversIght work program anD reaLIzatIon 

report

The oversight work program and realization reporting in 

2016, has been submitted by the Board of Commissioners 

to the President. The report was delivered and received 

by the President on july 11, 2017.

in general the work program of the Board of 

Commissioners and its realization during 2016 included:

1. Preparation of bylaw products of the Board of 

Commissioners 

2. establishment of Annual Work Plan and Budget (rkAT) 

2016

3. Approval of Program Management report and Audited 

Financial statement of social security for employment 

Program 2015

4. Approval of the Board of Commissioners on the Form 

and Content of report Publication

in accordance with the work plan that has been prepared 

by the Board of Commissioners, in 2016 the function of 

supervision was prioritized to evaluate implementation 

of programs and strategy of membership expansion and 

service through the effectiveness of organizational and 

human resources performance. The implementation of 

the Board of Commissioners’ duties in 2016 was reflected 

in the report of each Committee as attachment of the 

report to the President.

remunerasI Dewan pengawas

remuneration for the Board of Commissioners is 

determined based on the Presidential regulation no. 

110 of 2013 on salary or Wages and other Additional 

Benefits as well as incentives for Members of the Board 

of Commissioners and the Board of directors of social 

security Administering Body. Accordingly, the President 

or the party designated as party/stakeholder who has 

access to the process of determining and approving 

remuneration for the Board of Commissioners. [G4-52, G4-

53]
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sesuai ketentuan tersebut, dewan Pengawas mendapatkan 

penghasilan berupa gaji atau upah dasar. Besaran gaji 

yang diberikan disesuaikan dengan tanggung jawab 

serta tuntutan profesional dalam menjalankan tugasnya, 

dan memperhatikan tingkat kewajaran yang berlaku 

dengan mempertimbangkan faktor pengelolaan dana, 

aset, kondisi dan kemampuan BPjs ketenagakerjaan, 

tingkat inflasi maupun faktor lain yang relevan. dewan 

Pengawas juga memperoleh insentif maupun manfaat 

tambahan lain seperti tunjangan dan fasilitas pendukung 

pelaksanaan tugas.[G4-51]

in accordance with these provisions, the Board of 

Commissioners’ members earn income in the form of 

salary or basic wage. The amount of salary provided 

is adjusted to their professional responsibilities and 

demands in carrying out their duties, and to consider 

the level of fairness by taking into account the factors 

of fund management, assets, conditions and ability of 

labour social security Administration Agency, inflation 

rate as well as other relevant factors. The Board of 

Commissioners also receives additional incentives and 

benefits such as benefits and support facilities for the 

implementation of duties. [G4-51]

FOrMULa DaN STrUKTUr reMUNeraSI DeWaN PeNgaWaS
Board of Commissioners’ remuneration Formula and structure

Formula Penghitungan Penghasilan dewan Pengawas:
gaji atau upah dasar X Faktor Penyesuaian inflasi X 
Faktor jabatan. 

Formula for Board of Comissioners’ income:
Basic salary or wage X inflation Adjustment Factor X 
Position Factor. 

struktur remunerasi
•	 Remunerasi	bagi	Ketua	Dewan	Pengawas	adalah	

60% dari gaji direktur Utama
•	 Remunerasi	bagi	Anggota	Dewan	Pengawas	lain	

adalah 54% dari direktur Utama
•	 Pajak	atas	gaji	atau	honorarium	Dewan	

Pengawas ditanggung dan menjadi beban BPjs 
ketenagakerjaan.

remuneration structure
•	 Remuneration	for	Board	of	Commissioners’	

Chairman is 60% of the salary of President director
•	 Remuneration	for	other	Board	of	Commissioners’	

members is 54% of President director
•	 Tax	on	salary	or	honorarium	of	Board	of	

Commissioners shall be borne and subject to 
labour social security Administration Agency.

TUNJaNgaN DaN FaSILITaS BagI DeWaN PeNgaWaS
Benefits and Facilities for Board of Commissioners

TUNJaNgaN UNTUK DeWaN PeNgaWaS
Benefits for Board of Commissioners

No
Jenis Tunjangan
Type of Benefit

1
Tunjangan Hari raya keagamaan
religious holiday allowance

2 Santunan	Purnajabatan	|	retirement compensation 

3 Tunjangan	Cuti	Tahunan	|	Annual leave allowance

4 Tunjangan	Asuransi	Sosial	|	social insurance benefit 

5 Tunjangan	Perumahan	|	Housing allowance

FaSILITaS UNTUK DeWaN PeNgaWaS
Facilities for Board of Commissioners

No
Bentuk Fasilitas
Form of Facility

1 Kendaraan	Dinas	|	Company vehicle

2 Kesehatan	|	Health

3 Pendampingan	Hukum	|	legal assistance

4 Olahraga	|	sports

5 Pakaian	Dinas	|	Uniform

6 Biaya	Representasi	|	representation costs 

7 Biaya	Pengembangan	|	development costs 
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remunerasi bagi dewan Pengawas dibayarkan perbulan. 

jumlah keseluruhan gaji atau upah dewan Pengawas 

pada tahun 2016 mencapai rp759.696.000. Besaran 

remunerasi yang diterima dewan Pengawas pada tahun 

2016 mengalami kenaikan 20% dibanding tahun 2015 

yang mencapai rp663.080.000. Persentase kenaikan 

remunerasi dewan Pengawas lebih besar/lebih kecil 

dibanding dengan kenaikan gaji/upah rata-rata yang 

dibayarkan kepada karyawan. [G4-55]

remuneration for Board of Commissioners is paid 

monthly. The total salary or wages of the Board of 

Commissioners in 2016 was rp759,696,000. The amount 

of remuneration received by the Board of Commissioners 

in 2016 increased by 20% compared to 2015, which 

was rp663,080,000. The percentage of remuneration 

increase of the Board of Commissioners was higher/

lower than the average salary/ wage increase paid to 

employees. [G4-55]

reKaPITULaSI gaJI DaN eMOLUMeN DeWaN PeNgaWaS TaHUN 2016
recapitulation of the Board of Commissioners’ salaries and emoluments 2016 (rp)

No
Nama
name

Jabatan
Position

gaji | salary (rp)

1

1 guntur Witjaksono Ketua	|	Chairman 90.000.000

2 syafri Adnan Baharuddin Anggota	|	Member 81.000.000

3 eko darwanto Anggota	|	Member 81.000.000

4 rekson silaban Anggota	|	Member 81.000.000

5 M. Aditya Warman Anggota	|	Member 81.000.000

6 inda d Hasman Anggota	|	Member 81.000.000

7 Poempida Hidayatulloh Anggota	|	Member 81.000.000

ToTAl 576.000.000

reKaPITULaSI gaJI DaN eMOLUMeN DeWaN PeNgaWaS TaHUN 2016 (rP)

recapitulation of the Board of Commissioners’ salaries and emoluments 2016 (rp)

No

Fasilitas
Facilities 

Jumlah
Amount

Potongan
deduction
(2%	x	3)

Jumlah Diterima
Amount received

 2 3 4 3-4

1 30.000.000 120.000.000 2.400.000 117.600.000

2 28.200.000 109.200.000 2.184.000 107.016.000

3 28.200.000 109.200.000 2.184.000 107.016.000

4 28.200.000 109.200.000 2.184.000 107.016.000

5 28.200.000 109.200.000 2.184.000 107.016.000

6 28.200.000 109.200.000 2.184.000 107.016.000

7 28.200.000 109.200.000 2.184.000 107.016.000

Total 199.200.000 775.200.000 2.184.000 759.696.000
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PerBaNDINgaN gaJI DaN eMOLUMeN DeWaN PeNgaWaS TaHUN 2016 (rP)

Comparison of the Board of Commissioners’ salaries and emoluments 2016 (rp)

Jabatan
Position

 2016 2015 2014 ∆%

1 2 3 1:2

Ketua	|	Chairman 117.600.000 98.000.000 70.560.000 20

Anggota	|	Member 107.016.000 89.180.000 70.560.000 20

Anggota	|	Member 107.016.000 89.180.000 70.560.000 20

Anggota	|	Member 107.016.000 89.180.000 70.560.000 20

Anggota	|	Member 107.016.000 89.180.000 70.560.000 20

Anggota	|	Member 107.016.000 89.180.000 70.560.000 20

Anggota	|	Member 107.016.000 89.180.000 70.560.000 20

Total 759.696.000 633.080.000 451.496.000 20

JeNIS raPaT DeWaN PeNgaWaS DaN FreKUeNSI PeLaKSaNaaN
Type of Board of Commissioners Meeting and Frequency of implementation

Jenis rapat | Type of Meeting Frekuensi | Frequency

Rapat	Dewan	Pengawas	|	Board of Commissioners Meetings Dua	kali	dalam	setiap	minggu	|	Twice a week

rapat gabungan dengan mengundang direksi
joint meeting by inviting directors

Satu	kali	dalam	setiap	bulan	|	once a month

Rapat	komite	|	Committee meetings Satu	kali	dalam	setiap	minggu	| once a week

rapat Dewan pengawas

dewan Pengawas melakukan proses pengawasan 

terhadap pengelolaan BPjs ketenagakerjaan dengan:

1. rapat gabungan dengan mengundang direksi BPjs 

ketenagakerjaan;

2. rapat dewan Pengawas berupa rapat internal dewan 

Pengawas atau rapat yang dihadiri oleh direksi dan/

atau Unit kerja terkait;

3. rapat komite;

4. kunjungan kerja ke kantor Wilayah dan/atau kantor 

Cabang.

rapat membahas dan merumuskan hasil-hasil 

pengawasan yang telah dilaksanakan guna penyusunan 

materi saran, pendapat, dan nasihat kepada direksi. 

Hingga akhir periode pelaporan, dewan Pengawas telah 

menyelenggarakan kegiatan rapat dewan Pengawas 

sebanyak 21 kali. Tingkat kehadiran rata-rata setiap 

anggota dewan Pengawas adalah 88,44%.

BoarD of commIssIoners meetIngs

The Board of Commissioners conducts a supervisory 

process on the management of labour social security 

Administration Agency through:

1. joint Meeting by inviting the Board of directors of 

labour social security Administration Agency;

2. Board of Commissioners Meetings in the form of Board 

of Commissioners internal meetings or meetings 

attended by the relevant directors and/or Work Units;

3. Committee Meetings;

4. Working Visit to regional offices and/or Branch 

offices.

The meetings discuss and formulate the results of the 

supervision that has been implemented for the preparation 

of advice, opinion and advice material to the Board of 

directors. Until the end of the reporting period, the Board 

of Commissioners has held the Board of Commissioners 

meeting 21 times. The average attendance rate of each 

member of the Board of Commissioners was 88.44%.
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JUMLaH raPaT DaN TINgKaT KeHaDIraN aNgOTa DeWaN PeNgaWaS Per 31 DeSeMBer 2016
number of Meetings and Attendance of Board of Commissioners’ Members as of december 31, 2016

Nama
name

rapat Dewan Pengawas
Board of Commissioners Meeting

rapat gabungan Dengan Direksi
joint Meeting with Bod

Jumlah rapat
Total Meetings

Jumlah 
Kehadiran

Total 
Attendance

Tingkat 
Kehadiran %
Attendance 

rate %

Jumlah rapat
Total Meetings

Jumlah 
Kehadiran

Total 
Attendance

%

guntur Witjaksono 21 19 90,48 43 41 95,35

syafri Adnan Baharuddin 21 19 90,48 43 30 69,77

eko darwanto 21 20 95,24 43 39 90,70

rekson silaban 21 18 85,71 43 31 72,09

M. Aditya Warman 21 18 85,71 43 29 67,44

inda d. Hasman 21 19 90,48 43 40 93,02

Poempida Hidayatulloh 21 17 80,95 43 32 74,42

sesuai Peraturan dewan Pengawas nomor Per-01/

deWAs/072014, kesepakatan dalam rapat dewan 

Pengawas dilakukan secara kolegial berdasarkan 

musyawarah dan mufakat. rapat dewan Pengawas adalah 

sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat, 

apabila dihadiri atau diwakili oleh paling sedikit lebih dari 

satu per dua dari jumlah anggota dewan Pengawas. 

keputusan yang diambil dalam rapat dewan Pengawas 

telah dicatat dan didokumentasikan dengan baik 

dalam risalah rapat dewan Pengawas. risalah rapat 

ditandatangani pimpinan rapat dan seluruh peserta yang 

hadir, serta didistribusikan kepada semua anggota dewan 

Pengawas. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) 

yang terjadi dalam rapat akan dicantumkan dalam risalah 

rapat disertai alasan mengenai perbedaan pendapat.

Pelaksanaan rapat dewan Pengawas menjadi salah satu 

mekanisme evaluasi pelaksanaan tugas, kewenangan dan 

tanggung jawab dewan Pengawas, termasuk dalam hal 

pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan. [G4-

47]

in accordance with Board of Commissioners regulation 

no. Per-01/deWAs/072014, Agreements in Board of 

Commissioners Meetings are made in collegiality based 

on deliberation and consensus. The Meeting of the 

Board of Commissioners is valid and may make binding 

decisions, when attended or represented by at least more 

than one-quarter of the total members of the Board of 

Commissioners.

decisions taken at the Board of Commissioners meeting 

have been properly documented and recorded in the 

minutes of the Board of Commissioners meeting. Minutes 

of the meeting shall be signed by the chairman of the 

meeting and all participants present, and distributed to all 

members of the Board of Commissioners. The dissenting 

opinion that occurs in the meeting will be included in the 

minutes of the meeting with the reasons for dissenting 

opinions.

The Board of Commissioners meeting is one of the 

mechanisms for evaluating the implementation of 

duties, authorities and responsibilities of the Board of 

Commissioners, including the fulfillment of social and 

environmental responsibility. [G4-47]
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Pelaksanaan fungsi pengawasan juga dilakukan dengan 

melakukan kunjungan ke kantor wilayah maupun kantor 

cabang, serta jaringan kerja dan jaringan pemasaran yang 

dimiliki BPjs ketenagakerjaan. Hingga akhir periode 

pelaporan telah dilakukan kunjungan anggota dewan 

Pengawas sebanyak 147 kali. 

implementation of supervisory function is also 

implemented by making visits to regional offices and 

branch offices, as well as networks and marketing 

network owned labour social security Administration 

Agency. Until the end of the reporting period, members 

of the Board of Commissioners have made 147 visits.

JUMLaH DaN DaeraH KUNJUNgaN aNggOTa DeWaN PeNgaWaS TaHUN 2016
number and region of Members of the Board of Commissioners’ Visits 2016

Nama
name

Jumlah Kunjungan
Total Visits

Lokasi Dikunjungi
Visited locations

guntur Witjaksono
1 kantor Cabang
1 Branch office

kantor Cabang (surakarta)
Branch office (surakarta)

syafri Adnan Baharuddin

3 kantor Wilayah, 6 
kantor Cabang dan 1 
kantor Cabang Perintis

3 regional offices, 6 
Branch offices and 1 
Pilot Branch office

kantor Wilayah (sulawesi Maluku, kalimantan, Bali nusa Tenggara Papua), 
kantor Cabang (Banjarmasin, kendari, Mataram, yogyakarta, Ambon, 
jayapura) dan kantor Cabang Perintis (Bau-bau Betoambari)

regional offices (sulawesi Maluku, kalimantan, Bali nusa Tenggara Papua), 
Branch offices (Banjarmasin, kendari, Mataram, yogyakarta, Ambon, 
jayapura) and Pilot Branch office (Bau-bau Betoambari)

eko darwanto

7 kantor Wilayah, 25 
kantor Cabang, 23 
kantor Cabang Perintis

7 regional offices, 25 
Branch offices and 23 
Pilot Branch offices

kantor Wilayah (jawa Barat, jawa Tengah dan diy, jawa Timur, dki jakarta, 
sumatera Bagian Utara, kalimantan, sulawesi Maluku), kantor Cabang 
(Padang, Bukittinggi, Banda Aceh, lhokseumawe, Pekalongan, kudus, 
Banyuwangi, Malang, Tanjung Pinang, Batam nagoya, Pluit, Mataram, Bali 
denpasar, Bali gianyar, Pontianak, samarinda, Madiun, jayapura, Timika, 
Manado, Ternate, surakarta, klaten, Magelang, yogyakarta) dan kantor 
Cabang Perintis (lima Puluh koto, Bandung suci, Pidie dan Bireun, Batang, 
grobogan, karo, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, lombok Tengah, 
lombok Timur, Badung, karang Asem, kutai kertanegara, Maros, Pare-pare, 
Bone, ngawi, Merauke, Bitung, Halmahera Utara, jombang, sleman)

regional offices (West java, Central java and yogyakarta, east java, jakarta, 
northern sumatra, kalimantan, sulawesi Maluku), Branch offices (Padang, 
Bukittinggi, Banda Aceh, lhokseumawe, Pekalongan, kudus, Banyuwangi, 
Malang, Tanjung Pinang, Batam nagoya, Pluit, Mataram, Bali denpasar, 
Bali gianyar, Pontianak, samarinda, Madiun, jayapura, Timika, Manado, 
Ternate, surakarta, klaten, Magelang, yogyakarta), and Pilot Branch offices 
(lima Puluh koto, Bandung suci, Pidie dan Bireun, Batang, grobogan, karo, 
Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, lombok Tengah, lombok Timur, 
Badung, karang Asem, kutai kertanegara, Maros, Pare-pare, Bone, ngawi, 
Merauke, Bitung, Halmahera Utara, jombang, sleman)

rekson silaban

4 kantor Wilayah, 17 
kantor Cabang, 17 kantor 
Cabang Perintis

4 regional offices, 17 
Branch offices and 17 
Pilot Branch offices

kantor Wilayah (jawa Tengah dan diy, dki jakarta, sumatera Bagian 
Utara, sulawesi Maluku), kantor Cabang (Pekalongan, kudus, Tanjung 
Pinang, Batam nagoya, Pluit, Mataram, Bali denpasar, Bali gianyar, 
Madiun, jayapura, Timika, Manado, Ternate, surakarta, klaten, yogyakarta, 
Magelang), kantor Cabang Perintis (Batang, grobogan, karo, Humbang 
Hasundutan, Tapanuli Utara, lombok Tengah, lombok Timur, Badung, 
karang Asem, Maros, Pare-Pare, Bone, ngawi, Merauke, Bitung, Halmahera 
Utara, jombang, sleman)

regional offices (Central java and yogyakarta, jakarta, northern sumatra, 
sulawesi Maluku), Branch offices (Pekalongan, kudus, Tanjung Pinang, 
Batam nagoya, Pluit, Mataram, Bali denpasar, Bali gianyar, Madiun, 
jayapura, Timika, Manado, Ternate, surakarta, klaten, yogyakarta, 
Magelang), and Pilot Branch offices  (Batang, grobogan, karo, Humbang 
Hasundutan, north Tapanuli, Central lombok, east lombok, Badung, karang 
Asem, Maros, Pare-Pare, Bone, ngawi, Merauke, Bitung, north Halmahera, 
jombang, sleman)
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JUMLaH DaN DaeraH KUNJUNgaN aNggOTa DeWaN PeNgaWaS TaHUN 2016
number and region of Members of the Board of Commissioners’ Visits 2016

Nama
name

Jumlah Kunjungan
Total Visits

Lokasi Dikunjungi
Visited locations

M Aditya Warman

3 kantor Wilayah, 6 
kantor Cabang, 1 kantor 
Cabang Perintis

3 regional offices, 6 
Branch offices and 1 
Pilot Branch office

kantor Wilayah (jawa Timur, kalimantan, Bali nusa Tenggara Papua),  kantor 
Cabang (Banjarmasin, kendari, Ambon, jayapura, Manado, Mataram), kantor 
Cabang Perintis (Bau-bau botoambari)

regional offices (east java, kalimantan, Bali nusa Tenggara Papua), Branch 
offices (Banjarmasin, kendari, Ambon, jayapura, Manado, Mataram), Pilot 
Branch office (Bau-bau Botoambari) 

inda d Hasman

5 kantor Wilayah, 11 
kantor Cabang, 6 kantor 
Cabang Perintis

5 regional offices, 11 
Branch offices and 6 
Pilot Branch offices

kantor Wilayah (jawa Timur, Bali nusa Tenggara Papua, jawa Tengah dan 
diy, sumatera Bagian Barat – riau, dki jakarta), kantor Cabang (Padang, 
Bukittinggi, Bandung suci, Banda Aceh, lhokseumawe, Pekalongan, kudus, 
Bali gianyar, Banyuwangi, Malang, Pluit) dan kantor Cabang Perintis (lima 
Puluh koto, Piddie dan Bireun, Batang, grobogan, karang Asem)

regional offices (east java, Bali nusa Tenggara Papua, Central 
java andyogyakarta, Western sumatra – riau, dki jakarta), Branch 
offices(Padang, Bukittinggi, Bandung suci, Banda Aceh, lhokseumawe, 
Pekalongan, kudus, Bali gianyar, Banyuwangi, Malang, Pluit), Pilot Branch 
offices (lima Puluh koto, Piddie dan Bireun, Batang, grobogan, karang 
Asem)

Poempida Hidayatulloh
11 kantor Wilayah

11 regional offices

kantor Wilayah (sumatera Bagian Utara, sumatera Bagian Barat riau, 
sumatera Bagian selatan, dki jakarta, jawa Barat, Banten, jawa Tengah dan 
diy, jawa Timur, kalimantan, sulawesi Maluku, Bali nusa Tenggara Papua)

regional offices (northern sumatra, Western sumatra-riau, southern 
sumatra, jakarta, West java, Banten, Central java and yogyakarta, east java, 
kalimantan, sulawesi Maluku, Bali nusa Tenggara Papua)

penILaIan terhaDap kInerja Dewan pengawas

Penilaian terhadap kinerja dewan Pengawas dilakukan 

oleh dewan jaminan sosial nasional (djsn). sesuai 

ketentuan dalam UU no.24 Tahun 2011 Tentang BPjs, 

dewan Pengawas memiliki kewajiban untuk menyusun 

laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan jaminan 

sosial sebagai bagian dari laporan BPjs kepada Presiden 

dengan tembusan djsn.

 

Penyusunan laporan dimaksud mengacu pada Peraturan 

Presiden nomor 108 Tahun 2013 tentang Bentuk dan isi 

laporan Pengelolaan Program jaminan sosial. laporan 

tersebut disampaikan kepada Presiden dengan tembusan 

djsn paling lambat tanggal 30 juni tahun berikutnya.

selain hal tersebut di atas, untuk kepentingan akuntabilitas 

dan monitoring pelaksanaan rencana kerja dewan 

Pengawas maka secara internal dewan Pengawas akan 

menyusun realisasi rencana kerja dewan Pengawas 

secara triwulan. Pelaporan tersebut menjadi dasar 

penilaian kinerja dewan Pengawas oleh djsn. 

BoarD of commIssIoners performance 

assessment

Assessment of the Board of Commissioners’ Performance 

is conducted by the national social security Council 

(djsn). in accordance with the provisions of law no.24 

of 2011 on BPjs, the Board of Commissioners has 

an obligation to prepare social security Performance 

oversight report as part of BPjs report to the President 

with a copy to djsn.

 

The reporting refers to Presidential regulation no. 108 of 

2013 on the Form and Content of social security Program 

Management report. The report shall be submitted to the 

President with a copy of the djsn no later than juni 30 

of the following year.

in addition, for accountability and monitoring of the 

Work Plan implementation, the Board of Commissioners 

shall internally prepare the realization of the Work Plan 

on a quarterly basis. such reporting becomes the basis 

for Board of Commissioners’ performance evaluation by 

djsn.
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dewan Pengawas telah memenuhi kewajiban 

menyampaikan laporan Hasil Pengawasan 

Penyelenggaraan jaminan sosial Tahun 2016, pada 

30 desember 2017 laporan telah disampaikan kepada 

Presiden dan djsn, yang selanjutnya memberikan 

penilaian terhadap kinerja fungsi pengawasan oleh dewan 

Pengawas selama kurun waktu periode pelaporan. 

penILaIan terhaDap kInerja komIte DI Bawah 

Dewan pengawas

dewan Pengawas dibantu sekretaris dewan Pengawas 

serta komite penunjang, yakni:

•	 Komite	Anggaran,	Audit	&	Aktuaria

•	 Komite	 Pemantau	 Manajemen	 Risiko	 dan	 Teknologi	

informasi (Ti)

•	 Komite	Kebijakan	Pengelolaan	Kinerja	Organisasi	dan	

sdM

•	 Komite	Perluasan	Kepesertaan	dan	Pelayanan

sekretariat dewan Pengawas, bertugas untuk: 

a. Melakukan kegiatan administrasi dan fungsi supporting 

atas setiap kegiatan dewan Pengawas; 

b. Memfasilitasi hubungan komunikasi dan korespondensi 

antara dewan Pengawas dan direksi; 

c. Mengoordinasikan kegiatan rapat internal yang terkait 

dengan dewan Pengawas; 

d. Mengumpulkan bahan rapat; 

e. Menyusun dan mendistribusikan serta memonitor 

tindak lanjut hasil rapat; 

f. Mengoordinasikan, memonitor, dan mengendalikan 

kecepatan, ketepatan, dan keamanan distribusi 

alur dokumen untuk kelancaran kegiatan dewan 

Pengawas; 

g. Membina hubungan dengan direksi dan dewan 

Pengawas untuk dapat menyampaikan informasi yang 

diperlukan dengan cepat, tepat, dan efisien; dan 

h. Mengelola sarana komunikasi internal. 

The Board of Commissioners has fulfilled the obligation 

to submit the report on the social security oversight for 

the period of 2016, on december 30, 2017. The report 

has been submitted to the President and djsn, who then 

assessed the performance of supervisory function by the 

Board of Commissioners during the reporting period.

performance assessment of commIttees unDer 

the BoarD of commIssIoners

The Board of Commissioners is assisted by the secretary 

of the Board of Commissioners and the supporting 

committees, namely:

•	 Budget,	Audit	&	Actuarial	Committee

•	 Risk	 Management	 Monitoring	 and	 Information	

Technology Committee (iT)

•	 Organizational	Performance	Policy	and	HR	Committee

•	 Membership	Expansion	and	Services	Committee	

The secretariat’s duties are:

a. Conducting administrative activities and supporting 

functions for every activity of the Board of 

Commissioners;

b. Facilitating communications and correspondence 

between the Board of Commissioners and the Board 

of directors;

c. Coordinating internal meetings related to the Board of 

Commissioners;

d. Collecting meeting materials;

e. developing, distributing and monitoring follow-up of 

meeting results;

f. Coordinating, monitoring and controlling the 

speed, accuracy, and security of document flow 

distribution for smooth implementation of the Board 

of Commissioners’ activities;

g. establishing a relationship with the Board of directors 

and Board of Commissioners to be able to deliver 

the necessary information quickly, accurately and 

efficiently; and

h. Managing internal communication means.
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•	 Komite	Anggaran,	Audit	&	Aktuaria

Bertugas membantu dewan Pengawas dalam hal:

a. Melakukan penelaahan dalam proses penetapan 

rencana kerja dan anggaran tahunan; 

b. Pemberian persetujuan dalam menetapkan bentuk 

dan isi publikasi laporan pengelolaan program dan 

laporan keuangan tahunan; 

c. Menunjuk akuntan publik dan koordinasi dengan 

satuan Pengawas internal dalam melakukan 

pengawasan internal; 

d. Membantu penunjukan aktuaris independen oleh 

direksi dalam melakukan evaluasi ulang atas 

cadangan teknis; dan 

e. Melakukan penelaahan dalam proses penyiapan 

saran, nasihat, dan pertimbangan kepada direksi 

atas kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan BPjs 

ketenagakerjaan termasuk rekomendasi kepada 

Presiden republik indonesia sesuai kewenangan 

dewan Pengawas. 

•	 Budget,	Audit	&	Actuarial	Committee

Assigned to assist the Board of Commissioners in the 

following activities:

a. reviewing the process of determining the annual 

work plan and budget;

b. Approval in determining the form and content of 

publication on program management reports and 

annual financial statements;

c. Appointing a public accountant and coordinate 

with the internal supervisory Unit in the conduct of 

internal control;

d. Assisting the appointment of independent actuaries 

by the Board of directors in reevaluation of technical 

reserves; and

e. reviewing the process of preparing suggestions, 

advice and considerations to the Board of directors 

on the policy and implementation of labour social 

security Administration Agency’s management 

including recommendations to the President of the 

republic of indonesia according to the authority of 

the Board of Commissioners.
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•	 Komite	Pemantau	Manajemen	Risiko	dan	TI

Bertugas membantu dewan Pengawas dalam hal:

a. Melakukan identifikasi risiko BPjs ketenagakerjaan 

berdasarkan proses bisnis; 

b. Melakukan koordinasi dengan divisi Manajemen 

risiko untuk memastikan bahwa risiko yang 

dimitigasi telah sesuai dengan prioritas; 

c. Melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak 

lanjut pengendalian risiko oleh direksi; dan 

d. Menyusun saran dan pertimbangan kepada dewan 

Pengawas mengenai pelaksanaan Manajemen 

risiko oleh direksi sebagai bahan bagi dewan 

Pengawas untuk memberikan saran kepada direksi. 

•	 Komite	Kebijakan	Pengelolaan	Kinerja	Organisasi	dan	

sdM

Bertugas membantu dewan Pengawas dalam hal:

a. Melakukan proses penelaahan dalam rangka 

menetapkan: 

•	 Rencana	strategis;	

•	 Rencana	kerja	anggaran	tahunan;	

•	 Pengawasan	 atas	 kebijakan	 pengelolaan	 BPJS	

ketenagakerjaan dan kinerja direksi; dan 

•	 Pengawasan	atas	pelaksanaan	pengelolaan	dan	

pengembangan dana jaminan sosial; 

b. Melakukan penelaahan dalam proses penyiapan 

saran, nasehat, dan pertimbangan kepada direksi 

atas kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan BPjs 

ketenagakerjaan termasuk rekomendasi kepada 

Presiden republik indonesia sesuai dengan 

kewenangan dewan pengawas. 

•	 Komite	Perluasan	Kepesertaan	dan	Pelayanan

Bertugas membantu dewan Pengawas dalam hal:

a. menilai dan memastikan efektivitas kebijakan 

pengelolaan yang terkait dengan perluasan 

kepesertaan dan pelayanan,

b. menilai dan memastikan target kinerja kepesertaan 

dan pelayanan tercapai,

•	 Risk	Management	Monitoring	and	IT	Committee

 Assigned to assist the Board of Commissioners in the 

following activities:

a. To identify labour social security Administration 

Agency’s risks based on business processes;

b. To coordinate with the risk Management division 

to ensure that the mitigated risks are in line with the 

priorities;

c. To monitor and evaluate the follow up of risk 

control by the Board of directors; and

d. To prepare advice and consideration to the Board 

of Commissioners regarding the implementation 

of risk Management by the Board of directors as 

material for the Board of Commissioners to advise 

the Board of directors. 

•	 Organizational	Performance	Policy	and	HR	Committee

Assigned to assist the Board of Commissioners in the 

following activities:

a. To conduct review in order to establish:

•	 Strategic	plan;

•	 Annual	budget	work	plan;

•	 Monitoring	 management	 policies	 of	 Labour	

social security Administration Agency and 

performance of the Board of directors; and

•	 Supervision	 over	 the	 implementation	 of	

management and development of social security 

funds;

b. reviewing the process of preparation of 

suggestions, advice and considerations to the Board 

of directors on the policy and implementation 

of BPjs Manpower management including 

recommendations to the President of the republic 

of indonesia in accordance with the authority of the 

Board of Trustees.

•	 Membership	Expansion	and	Services	Committee	

Assigned to assist the Board of Commissioners in the 

following activities:

a. to assess and ensure the effectiveness of 

management policies related to the membership 

expansion and services,

b. to assess and ensure that membership and service 

performance targets are achieved,
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c. memastikan efektivitas pelaksanaan tugas direktorat 

kepesertaan & HAl dan direktorat Pelayanan & 

kepatuhan,

d. melakukan penelaahan khususnya di bidang 

kepesertaan dan pelayanan untuk menetapkan 

rencana strategis, rencana kerja dan anggaran 

tahunan BPjs ketenagakerjaan,

e. menilai dan memastikan efektivitas seleksi dan 

pelaksanaaan tugas lembaga Audit kelola dan 

kinerja kepesertaan & Pelayanan atau lembaga 

setara lainnya dan bila diperlukan dapat melakukan 

survei yang mengevaluasi kebijakan kepesertaan 

dan pelayanan,

f. memastikan bahwa telah terdapat evaluasi dan 

monitoring yang memadai terhadap kebijakan 

perluasan kepesertaan dan pelayanan, guna 

menjamin tercapainya target penambahan 

kepesertaan dan tingkat kepuasan pelayanan,

g. melakukan penelaahan dalam proses penyiapan 

saran, nasehat dan pertimbangan dewan Pengawas 

kepada direksi atas kebijakan dan pelaksanaan 

pengelolaan kepesertaan dan Pelayanan BPjs 

ketenagakerjaan,

h. melakukan evaluasi dan memberikan masukan 

mengenai strategi perluasan kepesertaan baik untuk 

pekerja formal (PU) maupun informal (BPU),

i. melakukan penelaahan proses penyiapan pemberian 

saran dan pertimbangan kepada Presiden dan 

instansi terkait lainnya sesuai kewenangan dewan 

Pengawas, dan

j. melakukan penelaahan lainnya terkait perluasan 

kepesertaan dan pelayanan yang memerlukan 

perhatian dewan Pengawas.

Penilaian terhadap kinerja masing-masing komite 

dilakukan melalui mekanisme pertemuan atau rapat:

•	 Rapat	 internal	 Dewan	 Pengawas	 dengan	 masing-

masing atau seluruh komite organ pendukung dewan 

Pengawas.

•	 Rapat	 komite	 organ	 pendukung	 Dewan	 Pengawas,	

dilaksanakan satu kali setiap minggu untuk membahas 

pelaksanaan tugas-tugas komite dan perumusan 

rekomendasi/laporan kepada dewan Pengawas.

c. to ensure the effectiveness of duty implementation 

of the directorate of Membership & HAl and the 

directorate of services & Compliance,

d. to conduct review especially of membership and 

services to determine the strategic plan, work 

plan and annual budget of labour social security 

Administration Agency,

e. to assess and ensure the effectiveness of selection 

and execution of duties of the Audit Agency 

Management and Performance of Membership & 

services or other similar institutions and, if necessary, 

to conduct surveys evaluating membership policies 

and services,

f. to ensure the adequacy of evaluation and 

monitoring of the policy on membership expansion 

and services, in order to ensure the achievement of 

the membership increase target and the satisfaction 

level of services,

g. to conduct review in the process of preparing 

the Board of Commissioners’ suggestions, advice 

and considerations to the Board of directors on 

the policy and implementation of labour social 

security Administration Agency’s Membership and 

services,

h. to evaluate and provide input on the strategy of 

membership expansion for both formal (PU or 

wage earner) and informal workers (BPU or non-

wage earner),

i. to review the preparation of providing advice and 

consideration to the President and other relevant 

agencies in accordance with the authority of the 

Board of Commissioners, and

j. to perform other reviews related to the membership 

expansion and services that require the Board of 

Commissioners’ attention.

Assessment of each committee’s performance is done 

through mechanism of meeting, as follows:

•	 Internal	meeting	of	the	Board	of	Commissioners	with	

each or all supporting organ committees of the Board 

of Commissioners.

•	 Board	of	Commissioners’	supporting	organ	committee	

meeting, which is held once a week to discuss the 

implementation of the committees’ duties and the 

formulation of recommendations/reports to the Board 

of Commissioners.
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dewan Pengawas menilai masing-masing 

komite telah menunjukkan kinerja yang baik dalam 

membantu dewan Pengawas dalam melaksanakan 

fungsi pengawasan. seluruh program yang telah disusun 

telah dapat diselesaikan dengan baik oleh masing-masing 

komite. 

Dewan pengawas tIDak memBentuk komIte 

nomInasI Dan remunerasI

sampai dengan akhir periode pelaporan, dewan 

Pengawas tidak membentuk komite nominasi dan 

remunerasi. Hal ini didasari pertimbangan:

•	 Sesuai	 dengan	 UU	 No.24	 Tahun	 2011	 Tentang	

BPjs, proses seleksi anggota dewan Pengawas dan 

direksi dilakukan oleh Panitia seleksi yang dibentuk 

Pemerintah dengan persyaratan dan mekanisme yang 

sudah ditentukan UU.

•	 Remunerasi	 bagi	Dewan	Pengawas	dan	Direksi	 telah	

diatur dalam Peraturan Presiden no.110 Tahun 2013 

Tentang gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan 

lainnya serta insentif Bagi Anggota dewan Pengawas 

dan Anggota direksi Badan Penyelenggara jaminan 

sosial.

program pengemBangan kompetensI Dewan  

pengawas

Pada tahun 2016 BPjs ketenagakerjaan menyertakan 

anggota dewan Pengawas dalam berbagai kegiatan untuk 

meningkatkan kompetensi mereka, termasuk dalam hal 

pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. [G4-

43] [IR1]

The Board of Commissioners viewed that each 

committee has performed well in assisting the Board of 

Commissioners in exercising its oversight function. All 

the prepared programs have been completed properly 

by each committee.

the BoarD of commIssIoners Does not estaBLIsh 

nomInatIon anD remuneratIon commIttee

Up to the end of the reporting period, the Board of 

Commissioners has not established the nomination and 

remuneration Committee. This is based on consideration:

•	 In	 accordance	 with	 Law	 No.	 24	 of	 2011	 on	 BPJS,	

the selection process for members of the Board 

of Commissioners and Board of directors shall be 

conducted by the selection Committee established 

by the government with the requirements and 

mechanisms set by the law.

•	 Remuneration	 for	 Board	 of	 Commissioners	 and	

Board of directors has been stipulated in Presidential 

regulation no.110 of 2013 on salary or other 

Additional Benefits and incentives for Members of 

Board of Commissioners and Board of directors of the 

social security Administering Board.

competency DeveLopment program of the 

BoarD of commIssIoners

in 2016, labour social security Administration Agency 

included members of the Board of Commissioners in 

various activities to improve their competencies, including 

in the implementation of social and environmental 

responsibility. [G4-43] [IR1]
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PrOgraM PeNgeMBaNgaN KOMPeTeNSI DeWaN PeNgaWaS TaHUN 2016
Board of Commissioners Competency development Program of 2016

No
Nama
name

Bentuk Kegiatan Activity Type

1
guntur 
Witjaksono

1. Workshop good governance
2. The essential director’s Update 2016
3. Fgd Manajemen risiko
4. Peningkatan Peran internal kontrol BPjs 

ketenagakerjaan – ketua BPkP

5. AseAn global leadership Program

1. good governance Workshop 
2. The essential director’s Update 2016
3. Fgd on risk Management
4. increasing internal Control role of labour social 

security Administration Agency - Chairman of 
BPkP

5. AseAn global leadership Program

2
syafri Adnan 
Baharuddin

1. Workshop good governance
2. The essential director’s Update 2016
3. Peningkatan Peran internal kontrol BPjs 

ketenagakerjaan – ketua BPkP

4. konferensi nasional The indonesia institute of 
internal Audit

5. executive education
6. seminar iAi

1. good governance Workshop 
2. The essential director’s Update 2016
3. increasing internal Control role of labour social 

security Administration Agency - Chairman of 
BPkP

4. The indonesia institute of internal Audit national 
Conference

5. executive education
6. iAi seminar

3
eko 
darwanto

1. Workshop Good Governance
2. The essential director’s Update 2016
3. Peningkatan Peran internal kontrol BPjs 

ketenagakerjaan – ketua BPkP

4. industrial relation Conference
5. issA Conference

1. good governance Workshop
2. The essential director’s Update 2016
3. increasing internal Control role of labour social 

security Administration Agency - Chairman of 
BPkP

4. industrial relation Conference
5. issA Conference

4
rekson 
silaban

1. Workshop Good Governance
2. The essential director’s Update 2016
3. Peningkatan Peran internal kontrol BPjs 

ketenagakerjaan – ketua BPkP

4. 105th session of The international labour 
Conference

5. industrial relation Conference

1. good governance Workshop
2. The essential director’s Update 2016
3. increasing internal Control role of labour social 

security Administration Agency - Chairman of 
BPkP

4. 105th session of the international labor 
Conference

5. industrial relation Conference

5
M. Aditya 
Warman

1. Workshop Good Governance
2. The essential director’s Update 2016
3. Peningkatan Peran internal kontrol BPjs 

ketenagakerjaan – ketua BPkP
4. 105th session of The international labour 

Conference
5. industrial relation Conference

1. good governance Workshop
2. The essential director’s Update 2016
3. increasing internal Control role of labour social 

security Administration Agency - Chairman of 
BPkP

4. 105th session of the international labor 
Conference

5. industrial relation Conference

6
inda d 
Hasman

1. Workshop Good Governance
2. The essential director’s Update 2016
3. Peningkatan Peran internal kontrol BPjs 

ketenagakerjaan – ketua BPkP

4. industrial relation Conference

1. good governance Workshop
2. The essential director’s Update 2016
3. increasing internal Control role of labour social 

security Administration Agency - Chairman of 
BPkP

4. industrial relation Conference

7
Poempida 
Hidayatulloh

1. Workshop Good Governance
2. The essential director’s Update 2016
3. Peningkatan Peran internal kontrol BPjs 

ketenagakerjaan – ketua BPkP
4. 105th session of The international labour 

Conference
5. executive education

1. good governance Workshop
2. The essential director’s Update 2016
3. increasing internal Control role of BPjs 

ketenagakerjaan - Chairman of BPkP
4. 105th session of the international labor 

Conference
5. executive education
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direksi 
BoArd oF direCTors

sesuai Undang-undang no.24 Tahun 2011 Tentang 

BPjs, direksi BPjs ketenagakerjaan memiliki fungsi 

melaksanakan penyelenggaraan kegiatan operasional 

BPjs ketenagakerjaan yang menjamin peserta 

untuk mendapatkan manfaat sesuai haknya. dalam 

melaksanakan fungsinya, direksi mengacu kepada 

beberapa ketentuan, yakni:

•	 UU	No.40	Tahun	2004	Tentang	Sistem	Jaminan	Sosial	

nasional; 

•	 UU	No.24	Tahun	2011	Tentang	Badan	Penyelenggara	

jaminan sosial; 

•	 Keputusan	Presiden	Republik	Indonesia	Nomor	161/M	

Tahun 2013 Tentang Pengangkatan dewan komisaris 

dan direksi PT jamsostek (Persero) menjadi dewan 

Pengawas dan direksi Badan Penyelenggara jaminan 

sosial ketenagakerjaan. 

•	 Peraturan	 Pemerintah	 Republik	 Indonesia	 Nomor	

85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar 

lembaga Badan Penyelenggara jaminan

•	 Peraturan	Pemerintah	Nomor	86	Tahun	2013	tentang	

Tata Cara Pengenaan sanksi Administratif kepada 

Pemberi kerja selain Penyelenggara negara dan setiap 

orang selain Pemberi kerja, Pekerja dan Penerima 

Bantuan iuran dalam Penyelenggaraan jaminan sosial

•	 Peraturan	Pemerintah	Nomor	88	Tahun	2013	tentang	

Tata Cara Pengenaan sanksi Administrasi bagi 

Anggota dewan Pengawas dan Anggota direksi Badan 

Penyelenggara jaminan sosial

•	 Peraturan	Pemerintah	Nomor	99	Tahun	2013	tentang	

Pengelolaan Aset jaminan sosial ketenagakerjaan

•	 Peraturan	 Presiden	 Nomor	 108	 Tahun	 2013	 tentang	

Bentuk dan isi laporan Pengelolaan Program jaminan 

sosial

•	 Peraturan	 Presiden	 Republik	 Indonesia	 Nomor	 109	

Tahun 2013 tentang Penahapan kepesertaan Program 

jaminan sosial

•	 Peraturan	 Presiden	 Nomor	 110	 Tahun	 2013	 tentang	

gaji atau Upah dan Manfaat tambahan lainnya serta 

insentif bagi Anggota dewan Pengawas dan direksi 

BPjs ketenagakerjaan

in accordance with law no.24 of 2011 on BPjs, the Board 

of directors of labour social security Administration 

Agency has the function of carrying out operational 

activities of labour social security Administration Agency 

to ensure participants to get the benefits according 

to their rights. in performing its function, the Board of 

directors refers to several provisions, namely:

•	 Law	No.40	of	2004	on	National	Social	Security	System;

•	 Law	No.24	of	2011	on	the	Social	Security	Administering	

Body;

•	 Decree	of	the	President	of	the	Republic	of	Indonesia	

no. 161/M of 2013 on the Appointment of the Board 

of Commissioners and Board of directors of PT 

jamsostek (Persero) to the Board of Commissioners 

and Board of directors of the labour social security 

Administration Agency.

•	 Government	Regulation	of	the	Republic	of	Indonesia	

number 85 of 2013 on Procedures of inter-Agency 

relations of the security Administering Body 

•	 Government	 Regulation	 Number	 86	 of	 2013	 on	

Procedures for imposing Administrative sanctions to 

employer other than the state Administrator and Any 

Person other than employer, Worker and Beneficiary 

of the Contribution Assistance in the social security 

Management

•	 Government	 Regulation	 Number	 88	 of	 2013	 on	

Procedures for imposing Administrative sanctions 

for Members of the Board of Commissioners and 

Members of the Board of directors of social security 

Administering Body

•	 Government	 Regulation	 No.	 99	 of	 2013	 on	 Assets	

Management of social security for employment 

•	 Presidential	Regulation	No.	108	of	2013	on	the	Form	

and Content of social security Program Management 

reporting

•	 Presidential	 Regulation	 Number	 109	 of	 2013	 on	

staging of social security Program Membership

•	 Presidential	Regulation	Number	110	of	2013	on	Salary	

or other Wage and Additional Benefits and incentives 

for Members of the Board of Commissioners and Board 

of directors of labour social security Administration 

Agency
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•	 Peraturan	Presiden	Nomor	81	Tahun	2015	tentang	Tata	

Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Pengganti 

Antar Waktu dewan Pengawas dan direksi Badan 

Penyelenggara jaminan sosial

•	 Peraturan	Pemerintah	Nomor	44	Tahun	2015		tentang	

Penyelenggaraan Program jaminan kecelakaan kerja 

dan jaminan kematian

•	 Peraturan	Pemerintah	Nomor	45	Tahun	2015	tentang	

Penyelenggaraan Program jaminan Pensiun

•	 Peraturan	Pemerintah	Nomor	46	Tahun	2015	tentang	

Penyelenggaraan Program jaminan Hari Tua

•	 Peraturan	Pemerintah	Nomor	60	Tahun	2015	tentang	

Perubahan Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 

2015 tentang Penyelenggaraan Program jaminan Hari 

Tua

•	 Peraturan	Pemerintah	Nomor	70	Tahun	2015		tentang	

jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian Bagi 

Pegawai Aparatur sipil negara

•	 Keputusan	Presiden	Nomor	25/P	Tahun	2016	tentang	

Pengangkatan dewan Pengawas dan direksi BPjs 

ketenagakerjaan Masa jabatan 2016 – 2021

direksi dibantu sekretaris Badan serta komite penunjang, 

yakni: [G4-34]

1. komite Manajemen risiko

2. komite Good Governance

3. komite integritas

•	 Presidential	 Regulation	 Number	 81	 of	 2015	 on	

Procedures for the selection and Appointment of 

interim Members of Board of Commissioners and 

Board of directors of social security Administering 

Body

•	 Government	 Regulation	 Number	 44	 of	 2015	 on	 the	

implementation of Work Accident security and death 

security Programs

•	 Government	 Regulation	 Number	 45	 of	 2015	 on	 the	

implementation of Pension Benefit Program

•	 Government	 Regulation	 Number	 46	 of	 2015	 on	 the	

implementation of old Age security Program

•	 Government	 Regulation	 Number	 60	 of	 2015	 on	

Amendment to government regulation number 46 of 

2015 on implementation of old Age security Program

•	 Government	 Regulation	 No.	 70	 of	 2015	 on	 Work	

Accident insurance and death insurance for state Civil 

servant employees

•	 Presidential	 Decree	 Number	 25/P	 of	 2016	 on	

Appointment of Board of Commissioners and Board 

of directors of labour social security Administration 

Agency Period 2016 - 2021

The Board of directors is assisted by the Board secretary 

and supporting committees, namely: [G4-34]

1. risk Management Committee

2. good governance Committee

3. integrity Committee
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komposIsI DIreksI

komposisi direksi menurut Pasal 23 UU no.24 Tahun 2011 

Tentang BPjs terdiri kalangan profesional. Berdasarkan 

keputusan Presiden ri nomor 25/P Tahun 2016, 

dinyatakan bahwa direksi BPjs ketenagakerjaan terdiri 

tujuh orang. Tidak ada direksi yang merangkap jabatan 

sebagai dewan Pengawas maupun jabatan di tempat lain. 

[G4-34, G-38, G4-39]

komposisi dan nomenklatur jabatan direksi adalah 

sebagai berikut: 

1. direktur Utama

2. direktur Umum dan sdM

3. direktur Perencanaan strategis dan Teknologi 

informasi

4. direktur kepesertaan dan Hubungan Antar-lembaga

5. direktur Pelayanan

6. direktur Pengembangan investasi

7. direktur keuangan

Uraian tentang profil masing-masing anggota direksi 

disajikan pada bagian Profil direksi dalam laporan ini.

proses pemILIhan Dan pengangkatan anggota 

DIreksI

Anggota direksi diangkat dan diberhentikan Presiden. 

Proses pemilihan direksi dilakukan melalui pembentukan 

panitia seleksi, sesuai Pasal 28 UU no.24 Tahun 2011 

Tentang BPjs. Panitia seleksi untuk memilih anggota 

direksi BPjs ketenagakerjaan dibentuk berdasarkan 

keppres no.116/P/Tahun 2015. [G4-40]

Anggota direksi diangkat untuk jangka waktu lima tahun 

tahun dan dapat diusulkan diangkat kembali untuk satu 

kali masa jabatan berikutnya. sesuai Pakta integritas yang 

ditandatangani masing-masing anggota direksi, sampai 

dengan akhir periode pelaporan tidak ada anggota direksi 

yang merangkap jabatan sebagai pejabat eksekutif atau 

pejabat tata kelola lain di luar BPjs ketenagakerjaan. [G4-

39]

composItIon of the BoarD of DIrectors

Composition of the Board of directors according to 

Article 23 of law no.24 of 2011 on BPjs consists of 

professionals. decree of the President of the republic 

of indonesia no. 25/P of 2016 stated that the Board of 

directors of labour social security Administration Agency 

consisted of seven people. There was no member of the 

Board of directors concurrently served as member of the 

Board of Commissioners or other position elsewhere. [G4-

34, G-38, G4-39]

The composition and nomenclature of the Board of 

directors are as follows:

1. President director

2. director of general Affairs and Hr

3. director of strategic Planning and information 

Technology

4. director of Membership and inter-Agency relations

5. director of services

6. director of investment development

7. director of Finance

description of the profile of each member of the Board 

of directors is presented in the Board of directors Profile 

section of this report.

seLectIon process anD appoIntment of 

memBers of the BoarD of DIrectors

Members of the Board of directors are appointed and 

dismissed by the President. The selection process of the 

Board of directors is conducted through the formation 

of selection committee, in accordance with Article 28 

of law no.24 of 2011 on BPjs. The selection committee 

to select members of the Board of directors of labour 

social security Administration Agency is formed based on 

Presidential decree no.116/P/2015. [G4-40]

Members of the Board of directors shall be appointed 

for a term of five years and may be re-appointed for a 

subsequent term of office. According to the integrity Pact 

signed by each member of the Board of directors, until 

the end of the reporting period, no member of the Board 

of directors has concurrently served as an executive 

officer or other governance officer other than at labour 

social security Administration Agency. [G4-39]
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peDoman kerja Dan pakta IntegrItas 

direksi menjalankan tugas dan tanggung jawabnya 

dengan berpedoman pada Peraturan direksi BPjs 

ketenagakerjaan no.Perdir/01/042014 Tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang direksi 

BPjs ketenagakerjaan. Pedoman tersebut diharapkan 

menjadikan kinerja direksi dapat mencapai standar kerja 

yang tinggi selaras dengan prinsip-prinsip Tata kelola 

yang Baik.

BoarD manuaL anD IntegrIty pact

The Board of directors performs its duties and 

responsibilities by referring to regulation of Board of 

directors of labour social security Administration Agency 

no. Perdir/01/042014 regarding Procedures for the 

implementation of the Functions, duties and Authorities 

of the Board of directors of BPjs ketenagakerjaan. The 

manual is expected to make the performance of the 

Board of directors able to meet high standards of work in 

line with the principles of good governance.

setiap anggota direksi menandatangani Pakta integritas 

yang memuat tentang:

•	 Menjadikan	 BPJS	 Ketenagakerjaan	 sebagai	 Badan	

Penyelenggaran jaminan sosial yang berintegritas,

•	 Melaksanakan	Kode	Etik	BPJS	ketenagakerjaan	dengan	

penuh tanggung jawab,

•	 Melakukan	 tindakan	 pencegahan	 korupsi,	 gratifikasi,	

suap dan kecurangan,

•	 Menghindari	 tindakan	 yang	 berpotensi	 terjadinya	

benturan kepentingan,

•	 Menjaga	kerahasiaan	informasi	BPJS	Ketenagakerjaan	

dan tidak menyalahgunakan untuk kepentingan lain 

sesuai dengan peraturan Perusahaan,

•	 Menjunjung	tinggi	prinsip	kewajaran	dan	kesetaraan,

•	 Menolak	praktik-praktik	diskriminasi,

•	 Menjaga	 citra	 dan	 kredibilitas	 institusi	 melalui	

pelaksanaan tata kelola yang baik (good governance).

each member of the Board of directors signs an integrity 

Pact containing:

•	 Make	Labour	Social	Security	Administration	Agency	as	

a social security Administering Body with integrity,

•	 Implement	 the	 Code	 of	 Conduct	 of	 Labour	 Social	

security Administration Agency with full responsibility,

•	 Take	prevention	measures	of	corruption,	gratification,	

bribery and fraud,

•	 Avoid	actions	with	potential	conflict	of	interest,

•	 Maintain	 confidentiality	 of	 Labour	 Social	 Security	

Administration Agency’s information and in 

accordance with Company regulations not misuse the 

information for other purposes,

•	 Uphold	the	principle	of	fairness	and	equality,

•	 Refuse	discriminatory	practices,

•	 Maintain	 the	 image	 and	 credibility	 of	 the	 institution	

through the implementation of good governance.

PeDOMaN KerJa DIreKSI 
Work guidelines of Board of directors

 Bab
Chapter

Uraian
description

i Ketentuan	Umum	|	general Provisions

ii
Prinsip dan Pelaksanaan Tata kelola
governance Principles and implementation

iii
Fungsi dan Tugas direksi
Functions and duties of the Board of directors

iV
Wewenang direksi
Authority of the Board of directors

V

Hak, kewajiban, tanggung jawab dan larangan 
Bagi direksi
rights, obligations, responsibilities and 
Prohibitions for the Board of directors

Vi
struktur organisasi dan organ Pendukung direaksi
organizational structure and supporting organ of 
the Board of directors

PeDOMaN KerJa DIreKSI 
Work guidelines of Board of directors

 Bab
Chapter

Uraian
description

Vii
Pelaksanaan kerja dan Monitoring
Work implementation and Monitoring

Viii
Program orientasi dan Peningkatan kompetensi
orientation and Competence development 
Program

iX Pelaporan	|	reporting

X
Hubungan kerja direksi dengan dewan Pengawas
Work relations between Board of directors and 
Board of Commissioners

Xi
Hubungan Antar-lembaga
inter-Agency relations

Xii
kerahasiaan informasi
information Confidentiality

Xiii Penutup	|	Conclusion
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fungsI, tugas Dan wewenang DIreksI

 Fungsi Direksi 

secara umum, direksi BPjs ketenagakerjaan berfungsi 

melaksanakan penyelenggaraan kegiatan operasional 

BPjs ketenagakerjaan yang menjamin Peserta untuk 

mendapatkan manfaat sesuai dengan haknya. 

Pelaksanaan fungsi direksi dilakukan dengan cara:

1. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran Peserta,

2. Memungut dan mengumpulkan iuran dari Peserta dan 

Pemberi kerja,

3. Mengelola dana jaminan sosial ketenagakerjaan 

untuk kepentingan Peserta,

4. Mengelola dana BPjs ketenagakerjaan untuk 

kepentingan Peserta,

5. Mengumpulkan dan mengelola data Peserta program 

jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, 

jaminan Pensiun dan jaminan Hari Tua,

6. Membayarkan Manfaat dan/atau membiayai pelayanan 

kesehatan program jaminan kecelakaan kerja sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan, dan

7. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan 

program jaminan kecelakaan kerja, jaminan 

kematian, jaminan Hari Tua dan jaminan Pensiun 

kepada pemangku kepentingan,

 Tugas Direksi 

dalam menjalankan fungsinya direksi bertugas untuk: 

1. Melaksanakan pengelolaan BPjs ketenagakerjaan, 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan 

evaluasi.

2. Mewakili BPjs ketenagakerjaan di dalam dan di luar 

pengadilan; dan

3. Menjamin tersedianya fasilitas dan akses bagi dewan 

Pengawas untuk melaksanakan fungsinya. 

functIons, DutIes anD authorItIes of the 

BoarD of DIrectors

 Board of Directors’ Function

in general, the Board of directors of labour social 

security Administration Agency’s function is to carry 

out the operational activities of labour social security 

Administration Agency that ensures the participants to 

obtain benefits according to their rights.

The Board of directors’ function is implemented by:

1. Conducting and/or receiving registration of 

participants,

2. Collecting and gathering contributions from 

participants and employers,

3. Managing social security for employment Funds for 

the benefit of participants,

4. Managing labour social security Administration 

Agency’s Funds for the benefit of Participants,

5. Collecting and managing data Participants of Work 

Accident Benefit, death Benefit, Pension Benefit and 

Provident Fund Benefit programs

6. Paying Benefits and/or financing the health services 

of the Work Accident Benefit program in accordance 

with laws and regulations, and

7. Providing information on the implementation of the 

Work Accident Benefit, death Benefit, Pension Benefit 

and Provident Fund Benefit programs to stakeholders.

 Board of Directors’ Duties 

in performing its function the Board of directors is 

assigned to:

1. implement management of labour social security 

Administration Agency, including planning, 

implementation, supervision, and evaluation.

2. representing labour social security Administration 

Agency inside and outside the court; and

3. ensure the availability of facilities and access for the 

Board of Commissioners to perform its function.
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Tugas direksi dalam melaksanakan pengelolaan BPjs 

ketenagakerjaan dilakukan dengan cara antara lain: 

a. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha 

dan kegiatan BPjs ketenagakerjaan sesuai dengan 

maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya;

b. Menyiapkan pada waktunya rencana strategis serta 

rencana kerja dan Anggaran Tahunan (rkAT) Program 

jaminan sosial ketenagakerjaan, dan perubahannya 

serta menyampaikannya kepada dewan Pengawas 

untuk mendapatkan penetapan;

c. Menunjuk aktuaris independen dengan persetujuan 

dewan Pengawas untuk melakukan review perhitungan 

dan valuasi cadangan teknis;

d. Menentukan besaran alokasi surplus aset BPjs 

ketenagakerjaan pada satu tahun dengan persetujuan 

dewan Pengawas;

e. Menyusun kebijakan, strategi dan prosedur yang 

komprehensif terkait penerapan manajemen risiko;

f. Menyusun prinsip tata kelola dalam setiap kegiatan 

usaha BPjs ketenagakerjaan pada seluruh tingkatan 

atau jenjang organisasi;

g. Menyusun kebijakan, strategi dan prosedur yang 

komprehensif terkait penerapan sistem pengendalian 

intern;

h. Menyusun dan menerapkan dokumentasi, administrasi 

dan akuntansi;

i. Menyusun kriteria kesehatan keuangan BPjs 

ketenagakerjaan;

j. Membuat laporan pengelolaan program dan laporan 

keuangan tahunan yang diaudit oleh akuntan publik 

yang ditunjuk oleh dewan Pengawas;

k. Memberikan penjelasan kepada dewan Pengawas 

mengenai rencana strategis Program jaminan sosial 

ketenagakerjaan dan rencana kerja dan Anggaran 

Tahunan Program jaminan sosial ketenagakerjaan;

l. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang 

ditanyakan atau diminta anggota dewan Pengawas; 

dan

m. Menyusun dan menetapkan road map organisasi BPjs 

ketenagakerjaan.

The duties of the Board of directors in implementing the 

management of labour social security Administration 

Agency shall be conducted by, among others:

a. Undertaking and ensuring the implementation of 

labour social security Administration Agency’s 

business and activities in accordance with the purpose 

and objectives and business activities;

b. Preparing the strategic Plan and the Annual Work 

Plan and Budget (rkAT) of the social security for 

employment Program, and its revisions and submit it 

to the Board of Commissioners to be approved;

c. Appointing an independent actuary with the approval 

of the Board of Commissioners to review the 

calculation and valuation of technical reserves;

d. determining the amount of asset surplus allocation of 

labour social security Administration Agency’s in one 

year with the approval of the Board of Commissioners;

e. Preparing comprehensive policies, strategies and 

procedures related to the implementation of risk 

management;

f. Preparing the governance principles in every business 

activity of labour social security Administration 

Agency at all levels or ranks of the organization;

g. establishing comprehensive policies, strategies and 

procedures related to the implementation of the 

internal control system;

h. Preparing and applying documentation, administration 

and accounting;

i. Preparing financial criteria of labour social security 

Administration Agency;

j. developing an annual program management report 

and financial statements audited by a public accountant 

appointed by the Board of Commissioners;

k. Providing the Board of Commissioners’ explanation 

regarding the strategic Plans of the social security for 

employment Program and the Annual Work Plan and 

Budget of social security for employment Program 

and; 

l. Providing explanation of all matters questioned or 

requested by members of the Board of Commissioners; 

and

m. Preparing and establishing the roadmap of labour 

social security Administration Agency’s organization.
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 Wewenang Direksi 

dalam menjalankan tugas, direksi berwenang untuk: 

1. Melaksanakan wewenang BPjs ketenagakerjaan;

2. Menetapkan struktur organisasi beserta tugas 

pokok dan fungsi, tata kerja organisasi, dan sistem 

kepegawaian;

3. Menyelenggarakan manajemen kepegawaian 

BPjs ketenagakerjaan termasuk mengangkat, 

memindahkan, dan memberhentikan pegawai BPjs 

ketenagakerjaan serta menetapkan penghasilan 

pegawai BPjs ketenagakerjaan;

4. Mengusulkan kepada Presiden penghasilan bagi 

dewan Pengawas dan direksi BPjs ketenagakerjaan;

5. Menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan 

barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan tugas 

BPjs ketenagakerjaan dengan memperhatikan prinsip 

transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

6. Melakukan pemindahtanganan aset tetap BPjs 

ketenagakerjaan yang bernilai paling banyak 

rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dengan 

persetujuan dewan Pengawas;

7. Melakukan pemindahtanganan aset tetap 

BPjs ketenagakerjaan yang bernilai lebih dari 

rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) sampai 

dengan rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar 

rupiah) dengan persetujuan Presiden; dan 

8. Melakukan pemindahtanganan aset tetap 

BPjs ketenagakerjaan yang bernilai lebih dari 

rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar rupiah) 

dengan persetujuan dewan Perwakilan rakyat 

republik indonesia.

selain wewenang sebagaimana dimaksud diatas, direksi 

juga berwenang untuk;

1. Menetapkan kebijakan BPjs ketenagakerjaan meliputi:

a. Menagih pembayaran iuran;

b. Menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi 

jangka pendek dan jangka panjang dengan 

mempertimbangkan aspek likuditas, solvabilitas, 

kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang 

memadai;

 authorities of the Board of Directors

in performing its duties, the Board of directors is 

authorized to:

1. exercise the authority of labour social security 

Administration Agency;

2. establish the organizational structure and the main 

duties and functions, organizational structure, and 

personnel system;

3. Carry out labour social security Administration 

Agency of personnel management including 

promotion, transfer, and dismissal of employees, as 

well as determine compensation of labour social 

security Administration Agency’s employees;

4. Propose the compensation for the Board of 

Commissioners and the Board of directors of labour 

social security Administration Agency to the President;

5. establish provisions and procedures of the procurement 

of goods and services for the implementation of 

labour social security Administration Agency’s duties 

by taking into account the principles of transparency, 

accountability, efficiency, and effectiveness.

6. To handover fixed assets of labour social security 

Administration Agency with maximum value of 

rp100,000,000,000.00 (one hundred billion rupiah) 

with the approval of the Board of Commissioners;

7. To handover fixed assets of labour social 

security Administration Agency worth more than 

rp100,000,000,000.00 (one hundred billion rupiah) 

up to rp500,000,000,000.00 (five hundred billion 

rupiah) with the approval of the President; and

8. To handover fixed assets of labour social 

security Administration Agency worth more than 

rp500,000,000,000.00 (five hundred billion rupiah) 

with the approval of the House of representatives of 

the republic of indonesia.

in addition to the authorities above, the Board of directors 

is also authorized to;

1. exercise authority in establishing policies of labour 

social security Administration Agency that include:

a. Collecting contribution payment;

b. Placement of social security Fund into short-term 

and long-term investments by considering aspects 

of liquidity, solvency, prudence, security of funds 

and adequate returns;
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c. Membuat kesepakatan tarif dan fasilitas antara 

BPjs ketenagakerjaan dengan penyedia fasilitas 

kesehatan mengenai perawatan dan pengobatan 

program jaminan kecelakaan kerja;

d. Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan 

penyedia fasilitas kesehatan;

e. Melakukan kerja sama dengan pihak lainnya 

dalam rangka penyelenggaraan program jaminan 

kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan 

Pensiun dan jaminan Hari Tua;

f. Mengenakan sanksi administratif kepada peserta 

selain Penyelenggara negara yang tidak memenuhi 

kewajibannya;

g. Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang 

berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam 

membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban 

lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

h. Melakukan kerja sama hubungan antar lembaga 

dengan pihak lain baik di dalam negeri maupun di 

luar negeri.

2. Mengikat BPjs ketenagakerjaan dengan pihak lain serta 

menjalankan segala tindakan yang tidak bertentangan 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Memberikan kuasa tertulis kepada seorang atau 

beberapa orang anggota direksi, seorang atau 

lebih karyawan BPjs ketenagakerjaan, atau kepada 

orang atau badan lain, untuk dan atas nama BPjs 

ketenagakerjaan;

4. Melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana 

yang diuraikan dalam surat kuasa, baik sendiri maupun 

bersama-sama;

5. Mengangkat dan memberhentikan karyawan 

berdasarkan peraturan BPjs ketenagakerjaan dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Menetapkan kinerja direksi BPjs ketenagakerjaan;

7. Menetapkan struktur organisasi beserta tugas 

pokok dan fungsi, tata kerja organisasi dan sistem 

kepegawaian;

8. Menyiapkan susunan organisasi BPjs ketenagakerjaan 

lengkap dengan perincian tugasnya;

9. Mengusulkan kepada Presiden fasilitas, tunjangan lain, 

dan insentif bagi dewan Pengawas dan direksi.

c. Making agreement on rates and facilities between 

labour social security Administration Agency 

and medical facility providers regarding care and 

treatment of Work Accident Benefit program;

d. Forming or terminating work contracts with 

providers of healthcare facilities;

e. Cooperating with other parties in the implementation 

of Work Accident Benefit, death Benefit, Pension 

Benefit and Provident Fund Benefit programs;

f. impose administrative sanctions on participants 

other than the state Administrator that do not fulfill 

their obligations;

g. report employers to relevant authorities regarding 

noncompliance in paying contribution or other 

obligations under the provisions of laws and 

regulations;

h. Cooperate in inter-agency relations with other 

parties both in the country and overseas.

2. Bind labour social security Administration Agency 

with other parties and carries out all actions that do not 

conflict with the provisions of laws and regulations;

3. Provide written authorization to one or several 

members of the Board of directors, one or more 

employees of labour social security Administration 

Agency, or to any other individuals or entities, for and 

on behalf of labour social security Administration 

Agency 

4. Perform certain legal actions as described in the power 

of attorney, either individually or collectively;

5. Appoint and dismiss employees based on labour 

social security Administration Agency’s applicable 

laws and regulations;

6. determine the performance of the Board of directors 

of labour social security Administration Agency;

7. establish the organizational structure as well as the 

main duties and functions, working procedures of the 

organization and personnel system;

8. Prepare the organizational structure of labour social 

security Administration Agency complete with job 

descriptions;

9. Propose compensation for the Board of Commissioners 

and the Board of directors to the President;
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tanggung jawaB masIng-masIng DIreksI

dalam rangka menjalankan tugas pengurusan badan, 

berdasarkan Peraturan direksi no.Perdir/01/072014 

Pasal 23 dinyatakan tugas khusus masing-masing 

anggota direksi.

 Direktur Utama 

direktur Utama mempunyai fungsi perencanaan, 

pengembangan dan penetapan kebijakan umum BPjs 

ketenagakerjaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, efektif 

dan efisien, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan institusi; 

mengembangkan kebijakan komunikasi, pengawasan 

internal, kesekretariatan institusi, kepatuhan dan hukum; 

serta fungsi lintas integrasi aktivitas-aktivitas unit kerja 

sehingga terjadi keselarasan operasional dengan strategi.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana disebut 

sebelumnya, direktur Utama mempunyai tugas:

a. Merencanakan, mengarahkan, mengembangkan dan 

menetapkan kebijakan umum dan strategi pengelolaan 

BPjs ketenagakerjaan sesuai visi, misi, dan tujuan 

institusi;

b. Mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan 

institusi serta melakukan koordinasi dan konsolidasi 

dalam pelaksanaan program jaminan sosial 

ketenagakerjaan;

c. Merencanakan dan menentukan kebijakan komunikasi, 

pengawasan internal, kesekretariatan institusi serta 

kepatuhan dan hukum;

d. Mengarahkan, mengoordinasikan dan mengendalikan 

pelaksanaan strategi komunikasi, pengawasan internal 

dan kesekretariatan, serta kepatuhan dan hukum; 

e. Mengintegrasikan dan mengoordinasikan aktivitas-

aktivitas lintas fungsi sehingga terjadi keselarasan 

operasional dengan strategi; 

f. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas para direktur;

g. Merencanakan dan menetapkan kebijakan sistem 

pengendalian intern BPjs ketenagakerjaan; dan

h. Membentuk satuan Pengawas internal yang 

independen, objektif, dan profesional.

responsIBILItIes of each DIrector

in order to carry out the agency’s management, 

regulation of Board of directors no. Perdir/01/072014 

Article 23 stipulates the duties of each member of the 

Board of directors.

 President Director

President director has the functions to plan, develop 

and establish general policies of labour social security 

Administration Agency based on the principles of 

prudence, effectiveness and efficiency, in accordance 

with the vision, mission and the instution’s goals, as well as 

the develop policies on communication, internal control, 

secretariat of the instution, compliance and legal; as well 

as function of inter-work units’ activities integration to 

harmonize operations and strategies.

To carry out these functions, the President director has 

the following duties:

a. Plan, direct, develop and establish general policies 

and management strategies labour social security 

Administration Agency in accordance with the vision, 

mission and objectives of the institution;

b. Control and evaluate all activities of the institution, 

coordinate and consolidate the implementation of 

social security program for employment;

c. Plan and determine communication policies, internal 

control, institutional secretariat as well as compliance 

and legal;

d. direct, coordinate and control the implementation 

of communication strategy, internal control and 

secretariat, as well as compliance and legal;

e. integrate and coordinate cross-function activities for 

harmonized operations with the strategy;

f. Coordinate the duties of the directors;

g. Plan and establish labour social security Administration 

Agency’s internal control system policy; and

h. establish an independent, objective, and professional 

internal Control Unit.
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 Direktur Pengembangan Investasi

direktur Pengembangan investasi mempunyai fungsi 

perencanaan, pengarahan, pengoordinasian, penetapan 

dan pengendalian kebijakan dan strategi pengelolaan 

dana dalam berbagai portofolio berdasarkan prinsip hasil 

dan keamanan dana investasi sesuai ketentuan yang 

berlaku.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana diatas, direktur 

Pengembangan investasi mempunyai tugas: 

a. Merencanakan dan menetapkan kebijakan portofolio 

dan strategi pengelolaan dana dalam bentuk-bentuk 

investasi; 

b. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan strategi 

pengusahaan penempatan dana; 

c. Mengendalikan diversifikasi penempatan dana 

sehingga memberikan hasil yang optimal dengan 

memperhatikan keamanan dana; 

d. Mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan 

pengukuran kinerja portofolio investasi; 

e. Mengoordinasikan pengelolaan aset dalam 

pengawasan khusus; dan

f. Memantau proses analisa dan pengelolaan risiko 

investasi.

 Direktur Perluasan Kepesertaan dan Hubungan antar 

Lembaga

direktur Perluasan kepesertaan dan Hubungan Antar 

lembaga mempunyai fungsi perencanaan, pengarahan, 

pengoordinasian, penetapan dan pengendalian kebijakan 

dan strategi operasional kepesertaan dan hubungan antar 

lembaga guna memperluas dan mengelola kepesertaan 

program jaminan sosial untuk tenaga kerja.

Untuk melaksanakan fungsinya, direktur Perluasan 

kepesertaan dan Hubungan Antar lembaga mempunyai 

tugas:

a. Merencanakan dan menetapkan kebijakan 

pengembangan, pengelolaan kepesertaan dan 

hubungan antar lembaga;

b. Mengawasi dan memeriksa kepatuhan peserta dan 

calon peserta terhadap program jaminan sosial 

ketenagakerjaan;

c. Mengarahkan dan mengoordinasikan pelaksanaan 

strategi bidang kepesertaan; 

d. Mengendalikan tercapainya kebijakan kepesertaan 

yang telah ditetapkan.

 Director of Investment Development

director of investment development has the functions 

of planning, directing, coordinating, determining and 

controlling policies and fund management strategies 

in various portfolios based on the principles of result 

and security of investment funds in accordance with 

applicable regulations.

To carry out the above functions, the director of 

investment development has the following duties:

a. Plan and establish portfolio policies and fund 

management strategies in investment forms;

b. direct and control the implementation of fund 

placement strategy;

c. Control the diversification of fund placements so as 

to provide optimal results with regard to security of 

funds;

d. Coordinate the implementation of the evaluation and 

measurement of investment portfolio performance;

e. Coordinate the management of assets under special 

surveillance; and 

f. Monitor the process of investment risk analysis and 

management.

	Director	of	Membership	Expansion	and	Inter-agency	

relations

The director of Membership expansion and inter-Agency 

relations has the functions of planning, directing, 

coordinating, determining and controlling policies and 

operational strategies of membership and inter-agency 

relations in order to expand and manage the membership 

of social security for manpower programs.

To carry out the functions, the director of Membership 

expansion and inter-agency relations has the following 

duties:

a. Plan and establish policies on development, 

membership management and inter-agency relations;

b. supervise and evaluate the compliance of participants 

and prospective participants with the social security 

for employment programs;

c. To direct and coordinate the implementation of 

participatory strategy;

d. Controlling the achievement of a defined membership 

policy.
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 Direktur Pelayanan 

direktur Pelayanan mempunyai fungsi perencanaan, 

pengarahan, pengoordinasian, penetapan dan 

pengendalian kebijakan dan strategi pengelolaan manfaat 

program, pelayanan dan pengaduan guna tercapainya 

kepuasan pelayanan bagi peserta.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana disebut diatas, 

direktur Pelayanan dan mempunyai tugas:

a. Merencanakan dan menetapkan kebijakan pelayanan-

pengaduan;

b. Merencanakan dan menetapkan kebijakan 

pengembangan manfaat program;

c. Mengarahkan  dan  mengoordinasikan  pelaksanaan 

strategi bidang pelayanan dan pengelolaan manfaat 

program; dan

d. Mengendalikan tercapainya kebijakan pelayanan 

dan pengaduan, baik fisik maupun elektronik, serta 

pengelolaan manfaat yang telah ditetapkan.

 Direktur Umum dan SDM

direktur Umum dan sdM mempunyai fungsi 

perencanaan, pengarahan, pengoordinasian, penetapan 

dan pengendalian kebijakan dan strategi di bidang 

sumber daya Manusia (sdM), pengelolaan dan 

pengembangan kompetensi, pengadaan serta layanan 

umum guna tercapainya efektivitas sumber daya BPjs 

ketenagakerjaan.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, direktur Umum dan 

sdM mempunyai tugas:

a. Merencanakan, menetapkan dan mengendalikan 

kebijakan di bidang sumber daya manusia, pengelolaan 

dan pengembangan kompetensi, pengadaan dan 

pengelolaan layanan umum;

b. Mengarahkan dan mengoordinasikan pelaksanaan 

strategi pengusahaan di bidang sumber daya manusia, 

pengelolaan dan pengembangan kompetensi, 

pengadaan dan pengelolaan layanan umum; dan

c. Mengendalikan terlaksananya kebijakan sumber 

daya manusia, pengelolaan dan pengembangan 

kompetensi, pengadaan dan pengelolaan layanan 

umum.

 Director of Services

The director of services has the functions of planning, 

directing, coordinating, determining and controlling 

policies and strategies for managing the benefits of 

programs, services and complaints in order to meet 

satisfaction of service for the participants.

To carry out the functions above, the director of services 

has the following duties:

a. Plan and establish policies on service-complaint;

b. Plan and establish policies on program benefit 

development;

c. direct and coordinate the implementation of service 

strategies and program benefit management; and

d. Control the achievement of the policy on services and 

complaints, both physical and electronic, as well as 

the management of defined benefits.

 Director of general affairs and Human resources

director of general Affairs and Human resources has 

the functions of planning, directing, coordinating, 

determining and controlling policies and strategies in 

the field of Human resources (Hr), management and 

competence development, procurement and general 

services to achieve labour social security Administration 

Agency’s effectiveness.

To perform the functions, the director of general Affairs 

and Human resources has the following duties:

a. Plan, establish and control policies in the field of 

human resources, management and competence 

development, procurement and management of 

general services;

b. direct and coordinate the implementation of the 

strategies on human resources, management 

and competence development, procurement and 

management of general services; and

c. Control the implementation of policies on 

human resources, management and competence 

development, procurement and management of 

general services.
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 Direktur Keuangan

direktur keuangan mempunyai fungsi perencanaan, 

pengarahan, pengoordinasian, penetapan dan 

pengendalian kebijakan pengelolaan keuangan BPjs 

ketenagakerjaan dan dana jaminan sosial, pembukuan 

dan penyusunan laporan transaksi keuangan secara 

efektif dan efisien serta transparan dengan pengelolaan 

risiko yang baik.

Untuk melaksanakan fungsi di atas, direktur keuangan 

mempunyai tugas:

a. Merencanakan dan menetapkan kebijakan dan strategi 

pengelolaan keuangan serta pelaporan keuangan;

b. Mengarahkan dan mengoordinasikan pelaksanaan 

strategi pengusahaan bidang keuangan;

c. Mengarahkan dan mengendalikan anggaran BPjs 

ketenagakerjaan yang efektif dan efisien;

d. Mengendalikan tercapainya kebijakan keuangan dan 

pelaporan yang telah ditetapkan; dan

e. Mengarahkan dan mengoordinasikan pengelolaan 

risiko di lingkungan BPjs ketenagakerjaan.

 Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi 

Informasi

direktur Perencanaan strategis dan Teknologi informasi 

mempunyai fungsi perencanaan, pengarahan, 

pengoordinasian, penetapan, pengelolaan, dan 

pengendalian kebijakan pengembangan strategis BPjs 

ketenagakerjaan, teknologi informasi, serta keaktuariaan 

program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana diatas, 

direktur Perencanaan strategis dan Teknologi informasi, 

mempunyai tugas:

a. Merencanakan dan menetapkan kebijakan perencanaan 

strategis, pengembangan dan operasional  teknologi 

informasi BPjs ketenagakerjaan;

b. Merencanakan dan mengoordinasikan penyusunan 

rencana strategis BPjs ketenagakerjaan;

c. Mengarahkan pemantauan dan kajian atas proses bisnis 

dan sistem manajemen mutu BPjs ketenagakerjaan;

d. Mengendalikan pengelolaan knowledge management 

dan kemitraan strategis di industri penyelenggaraan 

jaminan sosial;

 Director of Finance

The director of Finance has the functions of planning, 

directing, coordinating, determining and controlling 

financial management policy of labour social security 

Administration Agency and social security Fund, 

bookkeeping and preparation of financial transactions 

reports effectively, efficiently and transparently with 

good risk management.

To perform the above functions, the director of Finance 

has the following duties:

a. Plan and establish financial management policies and 

strategies as well as financial reporting;

b. direct and coordinate the implementation of financial 

management strategies;

c. direct and control labour social security 

Administration Agency’s effective and efficient budget;

d. Control the achievement of the established financial 

policies and reporting; and

e. direct and coordinate risk management within labour 

social security Administration Agency.

 Director of Strategic Planning and Information 

Technology

The director of strategic Planning and information 

Technology has the functions of planning, directing, 

coordinating, determining, managing, and controlling 

labour social security Administration Agency’s strategic 

development policy, information technology, as well as 

actuary of social security programs.

To carry out the functions, the director of strategic 

Planning and information Technology, has the following 

duties:

a. Plan and establish strategic planning policies, 

information technology development and operation 

of labour social security Administration Agency;

b. Plan and coordinate the drafting of labour social 

security Administration Agency’s strategic Plan;

c. direct monitoring and review of business processes 

and quality management system of labour social 

security Administration Agency;

d. Control the administration of knowledge management 

and strategic partnership in the industry of social 

security provider;
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e. Mengendalikan tercapainya kebijakan perencanaan 

dan pengembangan teknologi informasi di BPjs 

ketenagakerjaan yang telah ditetapkan;

f. Mengendalikan pengelolaan operasional teknologi 

informasi; dan

g. Mengarahkan dan mengoordinasikan aktivitas 

aktuaria, valuasi aktuaria sesuai standar praktik aktuaria  

untuk menjaga kesesuaian asset dan liabilitas dana 

BPjs ketenagakerjaan dan dana jaminan sosial 

ketenagakerjaan.

Pelaksanaan tugas direksi di fasilitasi oleh sekretaris 

Badan sebagai liason officer atau fasilitator penunjang 

kelancaran kegiatan, pengendalian, ketepatan dan 

keamanan pelaksanaan kegiatan direksi.

rapat DIreksI

direksi melakukan pertemuan atau rapat untuk 

membahas permasalahan dalam pengelolaan BPjs 

ketenagakerjaan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan dan evaluasi, berkaitan dengan pelaksanaan 

fungsi maupun wewenangnya. sesuai ketentuan 

Peraturan direksi nomor: Perdir/01/042014 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang 

direksi BPjs ketenagakerjaan, pengambilan putusan 

maupun kesepakatan dalam rapat direksi dilakukan 

secara kolegial. rapat direksi juga menjadi mekanisme 

evaluasi pelaksanaan tanggung jawab direksi dalam 

melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. 

[G4-47]

rapat direksi sah dan dapat mengambil keputusan 

yang mengikat, apabila dihadiri oleh lebih dari setengah 

anggota direksi atau wakilnya yang sah.

keputusan yang diambil dalam rapat direksi telah dicatat 

dan didokumentasikan dengan baik dalam risalah rapat 

dan ditandangani oleh seluruh peserta yang hadir, serta 

didistribusikan kepada semua anggota direksi. 

e. Control the achievement of information technology 

planning and development policy at labour social 

security Administration Agency that has been 

established;

f. Control the information technology operational 

management; and

g. direct and coordinate actuarial activity, actuarial 

valuation in accordance with actuarial practice 

standards to maintain conformity of assets and liabilities 

of labour social security Administration Agency Fund  

and social security Fund for employment.

implementation of the Board of directors’ duties is 

facilitated by the Board secretary as a liason officer or 

facilitator to support the smooth implementation of 

activities, control, accuracy and security of the Board of 

directors.

BoarD of DIrectors meetIng

The Board of directors holds meetings to discuss 

problems in the management of labour social 

security Administration Agency, starting from planning, 

implementation, supervision and evaluation, related 

to the implementation of functions and authorities. in 

accordance with the provisions of the regulation of 

the Board of directors number: Perdir/01/042014 on 

Procedures for the implementation of the Functions, 

duties and Authorities of the Board of directors of labour 

social security Administration Agency, decision-making 

or agreement in the Board of directors Meeting shall be 

conducted collegially. The Board of directors Meeting 

is also a mechanism for evaluating the implementation 

of the responsibilities of the Board of directors in 

implementing social and environmental responsibilities. 

[G4-47]

The Board of directors meetings are valid and may take 

binding decisions, when attended by more than half of 

the members of the Board of directors or their authorized 

representatives.

decisions made during the Board of directors Meeting 

have been properly documented and recorded in the 

minutes of the meeting and signed by all participants 

present and distributed to all members of the Board of 

directors.
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JUMLaH raPaT DaN TINgKaT KeHaDIraN aNgOTa DIreKSI Per 31 DeSeMBer 2016
number of Meetings and Attendance rate of directors as of december 31, 2016

Nama Direksi
name of director

rapat gabungan | joint Meeting rapat Direksi | Board of directors Meeting

Jumlah rapat
Total Meetings

jumlah 
kehadiran

Total 
Attendance

Tingkat 
kehadiran %
Attendance 

rate (%)

Jumlah rapat
Total Meetings

jumlah 
kehadiran

Total 
Attendance

Tingkat 
kehadiran %
Attendance 

rate (%)

Agus susanto 21 20 95,24% 42 42 100%

krishna syarif 21 19 90,48% 42 38 90,48%

evi Afiatin 21 15 71,43% 42 39 92,86%

e. ilyas lubis 21 17 80,95% 42 37 88,10%

Amran nasution 21 17 80,95% 42 38 90,48%

sumarjono 21 20 95,24% 42 40 95,24%

naufal Mahfudz 21 18 85,71% 42 40 95,24%

remunerasI DIreksI

remunerasi yang diberikan kepada direksi ditetapkan 

berdasarkan Peraturan Presiden no.110 Tahun 2013 

Tentang gaji atau Upah dan Manfaat Tambahan lainnya 

serta insentif Bagi Anggota dewan Pengawas dan 

Anggota direksi. Badan Penyelenggara jaminan sosial. 

dengan demikian Presiden atau pihak lain yang ditunjuk 

menjadi pihak/pemangku kepentingan yang memiliki 

akses dalam proses menentukan dan menetapkan 

remunerasi bagi direksi. [G4-52, G4-53]

selain mendapat penghasilan berupa upah atau gaji, 

direksi dan dewan Pengawas memperoleh insentif yang 

besarannya ditetapkan oleh Presiden atau pejabat yang 

ditunjuk. direksi juga memperoleh insentif maupun 

manfaat tambahan lain seperti tunjangan dan fasilitas 

pendukung pelaksanaan tugas.[G4-51]

BoarD of DIrectors’ remuneratIon

The remuneration provided to the Board of directors shall 

be determined by Presidential regulation no.110 of 2013 

on salary or other Additional Benefits and incentives for 

Members of the Board of Commissioners and Members 

of the Board of directors of social security Administering 

Body. Thus the President or other designated party 

becomes a party/stakeholder who has access in the 

process of determining and approving remuneration for 

the Board of directors. [G4-52, G4-53]

in addition to earning wage or salary, the Board of 

directors and the Board of Commissioners shall 

receive an incentive specified by the President or the 

designated official. The Board of directors’ members also 

receive incentives and other additional benefits such as 

allowances and support facilities for the execution of 

duties. [G4-51]

FOrMULa DaN STrUKTUr reMUNeraSI DIreKSI
Benefits and Facilities for Board of directors

Formula Penghitungan Penghasilan Direksi:
gaji atau Upah dasar X Faktor Penyesuaian inflasi X 
Faktor jabatan

Formula for Directors’  Income:
Base salary of Wage x inflation Adjustment Factor x 
Position Factor

Struktur remunerasi
gaji anggota direksi lain adalah 90% dari gaji direktur 
Utama

remuneration Structure
The salary of other members of the Board of directors 
is 90% of the salary of the President director
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reKaPITULaSI gaJI DaN eMOLUMeN DeWaN PeNgaWaS TaHUN 2016
recapitulation of Board of directors’ salaries and emoluments 2016

No Nama | name Jabatan | Position

gaji | salary  (rp)

1

1 Agus susanto Direktur	Utama	| President director 150.000.000

2 naufal Mahfudz
direktur Umum dan sdM
director of general Affairs and Hr

135.000.000

3 sumarjono
direktur Perencanaan strategis dan  Teknologi informasi
director of strategic Planning of information Technology

135.000.000

4 e. ilyas lubis
direktur  kepesertaan dan Hubungan Antar lembaga
director of Membership and inter-agency relations

135.000.000

5 krishna syarif Direktur	Pelayanan	|	director of services 135.000.000

6 Amran nasution
direktur Pengembangan investasi
director of investment development

135.000.000

7 evi Afiatin Direktur	Keuangan	|	director of Finance 135.000.000

ToTAl 960.000.000

TUNJaNgaN DaN FaSILITaS BagI DIreKSI
Benefits and Facilities for Board of directors

remunerasi bagi direksi dibayarkan per bulan. jumlah 

keseluruhan gaji atau upah direksi pada tahun 2016 

mencapai rp1,13 miliar. jumlah tersebut sama dengan 

tahun sebelumnya. [G4-55]

remuneration for the Board of directors is paid monthly. 

Total salary or wages of the Board of directors in 2016 

reached rp1.13 billion. The amount was the same as the 

previous year. [G4-55]

No
Jenis Tunjangan
Type of Benefit

1
Tunjangan Hari raya keagamaan
religious holiday allowance

2 Santunan	Purnajabatan	|	retirement compensation 

3 Tunjangan	Cuti	Tahunan	|	Annual leave allowance

4 Tunjangan	Asuransi	Sosial	|	social insurance benefit 

5 Tunjangan	Perumahan	|	Housing allowance

No
Bentuk Fasilitas
Form of Facility

1 Kendaraan	Dinas	|	Company vehicle 

2 Kesehatan	|	Health

3 Pendampingan	Hukum	|	legal assistance

4 Olahraga	|	sports

5 Pakaian	Dinas	|	Uniform

6 Biaya	Representasi	|	representation costs 

7 Biaya	Pengembangan	|	development costs 
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PerBaNDINgaN gaJI DaN eMOLUMeN DeWaN PeNgaWaS TaHUN 2016 (rP)
Comparison of Board of Commissionerss’ salaries and emoluments 2016 (rp)

Jabatan
Position

 2016 2015 2014 ∆%

1 2 3 1:2

direktur Utama
President director

174.440.000 174.440.000 138.180.000 0

direktur Umum dan sdM
director of general Affairs and Hr

159.740.000 159.740.000 126.420.000 0

direktur Perencanaan strategis dan  
Teknologi informasi
director of strategic Planning of 
information Technology

159.740.000 159.740.000 126.420.000 0

direktur  kepesertaan dan Hubungan 
Antar lembaga
director of Membership and inter-
agency relations

159.740.000 159.740.000 126.420.000 0

direktur Pelayanan
director of services

159.740.000 159.740.000 126.420.000 0

direktur Pengembangan investasi
director of investment development

159.740.000 159.740.000 126.420.000 0

direktur keuangan
director of Finance

159.740.000 159.740.000 126.420.000 0

Jumlah	|	Total 1.132.880.000 1.132.880.000 896.700.000 0

reKaPITULaSI gaJI DaN eMOLUMeN DIreKSI TaHUN 2016
recapitulation of Board of directors’ salaries and emoluments 2016

No

Fasilitas
Facility 

Jumlah
Amount

Potongan
jamsostek deduction

(2%	x	3)

Jumlah Diterima
Amount received

 2 3 4 3-4

1 28.000.000 178.000.000 3.560.000 174.440.000

2 28.000.000 163.000.000 3.260.000 159.740.000

3 28.000.000 163.000.000 3.260.000 159.740.000

4 28.000.000 163.000.000 3.260.000 159.740.000

5 28.000.000 163.000.000 3.260.000 159.740.000

6 28.000.000 163.000.000 3.260.000 159.740.000

7 28.000.000 163.000.000 3.260.000 159.740.000

Total 196.000.000 1.156.000.000 23.120.000 1.132.880.000
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InformasI mengenaI keputusan rups

BPjs ketenagakerjaan adalah badan hukum publik 

penyelenggara jaminan sosial bagi tenaga kerja di 

indonesia. Hingga akhir periode pelaporan, kami tidak 

pernah menyelenggarakan rapat Umum Pemegang 

saham (rUPs). dengan demikian laporan ini tidak 

menyertakan informasi mengenai keputusan rUPs satu 

tahun sebelumnya maupun keputusan rUPs pada tahun 

buku, beserta informasi keputusan-keputusan yang 

direalisasikan pada tahun buku dan alasan dalam hal 

terdapat keputusan yang belum direalisasikan.

penILaIan terhaDap kInerja komIte DI Bawah 

DIreksI

dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, direksi dibantu 

komite penunjang, yakni:

1. Komite Manajemen risiko

Bertugas membantu direksi dalam hal:

a. konsultasi kepada direksi khususnya direktur 

Utama guna mendukung pengambilan keputusan 

pada tingkat strategis

b. Menyangkut kebijakan manajemen risiko serta 

pertimbangan risiko dalam pengambilan keputusan 

operasional, keuangan maupun investasi, serta 

c. Hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis 

yang belum tercakup dalam prosedur normal 

(irregularities)

2. Komite Good Governance

Bertugas membantu direksi dalam hal:

a. Penyusunan parameter assessment Good 

Governance 

b. Penyusunan infrastruktur Good Governance yang 

melibatkan beberapa divisi

c. Mendorong inovasi atas pelaksanaan Good 

Governance

d. sosialisasi dan edukasi Good Governance pada 

seluruh unit kerja, serta 

e. Pelaksanaan Internal Governance Award

3. Komite Integritas

Bertugas membantu direksi dalam hal memantau 

pelaksanaan dan kegiatan investasi berdasarkan 

batasan-batasan transaksi dengan tetap mengacu 

kepada pedoman investasi yang ditetapkan sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

InformatIon on gms resoLutIons

labour social security Administration Agency is a public 

legal entity administering social security for manpower in 

indonesia. Until the end of the reporting period, we have 

never held a general Meeting of shareholders (gMs). 

Accordingly, this report does not include information 

regarding the resolutions of the previous gMs and 

resolutions of gMs in the fiscal year, together with 

information on resolutions realized in the fiscal year and 

the reasons for unrealized resolutions.

assessment of commIttees unDer the BoarD of 

DIrectors’ performance

in performing its functions and duties, the Board of 

directors is assisted by supporting committees, namely:

1. risk Management Committee

Assigned to assist the Board of directors in terms of:

a. Consultation to the Board of directors, especially 

the President director to support strategic decision-

making 

b. Matters related to risk management policies and 

risk considerations in operational, financial and 

investment decision making, as well as

c. Matters related to business decisions that have 

not been covered under normal procedures 

(irregularities)

2. good governance Committee

Assigned to assist the Board of directors in terms of:

a. Preparation of good governance assessment 

parameters

b. Preparation of good governance infrastructure 

involving several divisions

c. support innovation on good governance 

implementation

d. dissemination and education of good governance 

at all work units, as well as

e. organizing internal governance Award

3. Integrity Committee

Assigned to assist the Board of directors in monitoring 

the implementation and investment activities based on 

transaction restrictions by referring to the investment 

guidelines established in accordance with applicable 

laws and regulations.
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Penilaian terhadap kinerja masing-masing komite 

dilakukan melalui mekanisme pertemuan atau rapat:

•	 Rapat	 internal	 Direksi	 dengan	 menyertakan	 masing-

masing atau seluruh komite organ pendukung direksi 

dan dilaksanakan setiap minggu 1 kali

•	 Rapat	komite	organ	pendukung	Direksi,	dilaksanakan	

dalam rangka membahas pelaksanaan tugas-tugas 

komite dan perumusan rekomendasi/laporan kepada 

direksi.

direksi menilai, selama tahun 2016 masing-masing 

komite telah menunjukkan kinerja baik dalam membantu 

dalam melaksanakan fungsi dan wewenang direksi. 

secara umum semua program yang telah disusun telah 

dapat diselesaikan dengan baik oleh masing-masing 

komite.  

program penIngkatan kompetensI DIreksI

selama tahun 2016 BPjs ketenagakerjaan menyertakan 

direksi dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk 

pengembangan kompetensi. Program dan kegiatan yang 

diikuti mencakup pula dalam hal pemenuhan tanggung 

jawab sosial dan lingkungan. [G4-43] [IR1]

Assessment of each committee’s performance is done 

through a meeting mechanism:

•	 Internal	meeting	of	the	Board	of	Directors	by	including	

each or all of the organ committees supporting the 

Board of directors and held once a week

•	 Meetings	 of	 the	 supporting	 organ	 committee	 of	

the Board of directors, held in order to discuss 

the implementation of the committees’ duties and 

formulation of recommendations/reports to the Board 

of directors. 

The Board of directors assessed that during 2016 

each Committee has performed well in assisting the 

implementation of functions and authorities of the 

Board of directors. in general all the programs that have 

been prepared have been properly completed by each 

Committee.

competency enhancement program of the 

BoarD of DIrectors

during 2016, labour social security Administration 

Agency included directors in various activities aimed 

at competence development. The attended programs 

and activities also included the fulfillment of social and 

environmental responsibilities. [G4-43] [IR1]

PrOgraM PeNINgKaTaN KOMPeTeNSI DIreKSI TaHUN 2016
Competency enhancement Program of the Board of directors 2016

No
Nama Kegiatan
name of Activity

Tanggal Pelaksanaan
date of implementation

Nama Direksi
name of director

1
sosialisasi tentang rusun di kementerian BUMn
dissemination on Flats at Ministry of soes

19 januari 2016
january 19, 2016

•	 Direktur	Perluasan	Kepesertaan	dan	
Hubungan Antar lembaga

•	 Direktur	Keuangan
•	 Director	of	Membership	Expansion	and	

inter-agency relations
•	 Director	of	Finance

2

Menjadi narasumber sosialisasi Pks Antara 
kemendagri-BPjs ketenagakerjaan -BPjs kesehatan 
(optimalisasi BPjs  ketenagakerjaan sebagai 
jembatan Menuju kesejahteraan Peserta)
As speaker of dissemination on Cooperation 
Agreement between Ministry of Home Affairs 
-labour social security Administration Agency 
-BPjs kesehatan (optimization labour social 
security Administration Agency as a Bridge Towards 
Participants’ Welfare)

21 januari 2016
january 21, 2016

direktur Perluasan kepesertaan dan Hubungan 
Antar lembaga
director of Membership expansion and inter-
agency relations

3

sebagai Panelis dlm Acara kemnaker dan ilo 
"Perluasan jaminan sosial Bagi Pertumbuhan 
ekonomi inklusif"
As Panelist at Ministry of Manpower and ilo’s event 
“expansion of social security for inclusive economic 
growth”

17 Februari 2016
February 17, 2016

direktur Perluasan kepesertaan dan Hubungan 
Antar lembaga
director of Membership expansion and inter-
agency relations
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PrOgraM PeNINgKaTaN KOMPeTeNSI DIreKSI TaHUN 2016
Competency enhancement Program of the Board of directors 2016

No
Nama Kegiatan
name of Activity

Tanggal Pelaksanaan
date of implementation

Nama Direksi
name of director

4

Memberikan Materi "Pengembangan salemanship & 
selling skills gelombang i (satu) Tahun 2016" Untuk 
Marketing officer
Material Presentation on “development of 
salesmanship & selling skills Batch i of 2016” for 
Marketing officer

04 Maret 2016
March 4, 2016

direktur Perluasan kepesertaan dan Hubungan 
Antar lembaga
director of Membership expansion and inter-
agency relations

5

Memberikan Materi "Pengembangan salemanship & 
selling skills gelombang ii (dua) Tahun 2016" Untuk 
Marketing officer
Material Presentation on “development of 
salesmanship & selling skills Batch ii of 2016” for 
Marketing officer

16 Maret 2016
March 16, 2016

direktur Perluasan kepesertaan dan Hubungan 
Antar lembaga
director of Membership expansion and inter-
agency relations

6

rapat koordinasi djsn "Membangun interaksi dan 
Tata kerja djsn _ BPjs ketenagakerjaan  dalam 
implementasi Penyelenggaraan sjsn"
djsn Coordination Meeting “Building interaction and 
Working Procedures of djsn _ BPjs keetnagakerjaan 
in sjsn implementation”

31 Maret 2016
March 31, 2016

•	 Direktur	Perluasan	Kepesertaan	dan	
Hubungan Antar lembaga

•	 Direktur	Keuangan
•	 Director	of	Membership	Expansion	and	Inter-

agency relations
•	 Director	of	Finance

7

Memberikan Materi dalam rapat koordinasi Teknis 
rumpun Pemasaran se-kanwil non jawa-sumatera
Material Presentation at Technical Coordination 
Meeting of Marketing Cluster for non java-sumatra 
regional offices

01 April 2016
April 1, 2016

direktur Perluasan kepesertaan dan Hubungan 
Antar lembaga
director of Membership expansion and inter-
agency relations

8

Workshop / Board Update: implementasi gg dan Risk 
Management
Workshop/Board Update: gg and risk Management 
implementation

12- 13 April 2016
April 12 - 13, 2016

•	 Direktur	Umum	dan	Sumber	Daya
•	 Direktur	Perencanaan	Strategis	dan	

Teknologi
•	 Direktur	Keuangan
•	 Direktur	Perluasan	9Kepesertaan	dan	

Hubungan Antar lembaga
•	 Director	of	General	Affairs	and	Resources
•	 Director	of	Strategic	Planning	and	

information Technology
•	 Director	of	Finance
•	 Director	of	Membership	Expansion	and	Inter-

agency relations

9 "Friendly service" Workshop for Frontliner
15-16 April 2016

April 15 - 16, 2016
direktur Pelayanan
director of services

10

Menjadi narasumber dalam Focus group disccusion 
tentang Tki 
As speaker at Focus group disccusion on indonesian 
Migrant Workers

25 April 2016
April 25, 2016

direktur Perluasan kepesertaan dan Hubungan 
Antar lembaga
director of Membership expansion and inter-
agency relations

11 strategic Management Workshop 
29 April 2016
April 29, 2016

•	 Direktur	Utama
•	 Direktur	Pengembangan	Investasi
•	 Direktur	Pelayanan
•	 Direktur	Perluasan	Kepesertaan	dan	

Hubungan Antar lembaga
•	 Direktur	Keuangan
•	 Direktur	Perencanaan	Strategis	dan	

Teknologi informasi
•	 Direktur	Umum	dan	Sumber	Daya	Manusia
•	 President	Director
•	 Director	of	Investment	Development
•	 Director	of	Services
•	 Director	of	Membership	Expansion	and	Inter-

agency relations
•	 Director	of	Finance
•	 Director	of	Strategic	Planning	and	

information Technology
•	 Director	of	General	Affairs	and	Human	

resources
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PrOgraM PeNINgKaTaN KOMPeTeNSI DIreKSI TaHUN 2016
Competency enhancement Program of the Board of directors 2016

No
Nama Kegiatan
name of Activity

Tanggal Pelaksanaan
date of implementation

Nama Direksi
name of director

12

Workshop Presentasi Ahli strategic struktur organisasi 
neo Boon siong
Workshop expert Presentation of strategic 
organizational structure by neo Boon siong

29 April 2016
April 29, 2016

direktur Perluasan kepesertaan dan Hubungan 
Antar lembaga
director of Membership expansion and inter-
agency relations

13

Menjadi narasumber Workshop Pkjsn "Mencari 
Format ideal Untuk Asuransi nelayan"
As speaker at Pkjsn Workshop “Finding ideal Format 
for Fishermen insurance”

2 Mei 2016
May 2, 2016

direktur Perluasan kepesertaan dan Hubungan 
Antar lembaga
director of Membership expansion and inter-
agency relations

14

Workshop "dialog nawacita 10 juta kesempatan 
kerja" Undangan kemnaker
Workshop on “dialogue on nawacita’s 10 Million 
job opportunity dialogue” Ministry of Manpower 
invitation

10 Mei 2016
May 2, 2016

direktur Perluasan kepesertaan dan Hubungan 
Antar lembaga
director of Membership expansion and inter-
agency relations

15

Memberikan Materi dalam rapat koordinasi Petugas 
Wasrik 
Coordination Meeting of supervision and inspection 
officers

11 Mei 2016
May 11, 2016

direktur Perluasan kepesertaan dan Hubungan 
Antar lembaga
director of Membership expansion and inter-
agency relations

16 Workshop strategic Management
12 - 13 Mei 2016
May 12-13, 2016

•	 Direktur	Umum	dan	Sumber	Daya
•	 Direktur	Perencanaan	Strategis	dan	

Teknologi
•	 Direktur	Perluasan	Kepesertaan	dan	

Hubungan Antar lembaga
•	 Direktur	Keuangan
•	 Director	of	General	Affairs	and	Human	

resources
•	 Director	of	Strategic	Planning	and	

information Technology
•	 Director	of	Membership	Expansion	and	Inter-

agency relations
•	 Director	of	Finance

17

Workshop internal Control (Tema : Peran sPi dalam 
Pencapaian Good Governance di lingkungan BPjs 
ketenagakerjaan oleh Adnan Adi Perdana kepala 
Badan Pengawasan keuangan dan Pembangunan 
(BPkP)
internal Control Workshop (Theme: sPi role in 
Achieving good governance in The environment 
of labour social security Administration Agency 
By Adnan Adi Perdana, Head of Financial and 
development Board of Commissioners (BPkP)

16 Mei 2016
May 16, 2016

•	 Direktur	Perluasan	Kepesertaan	dan	
Hubungan Antar lembaga

•	 Direktur	Perencanaan	Strategis	dan	
Teknologi

•	 Direktur	Keuangan
•	 Director	of	Membership	Expansion	and	Inter-

agency relations
•	 Director	of	Strategic	Planning	and	

information Technology
•	 Director	of	Finance

18
Workshop issA - invitation Tenth issa Forum For 
Technical Commissions dan issa Bereau

21 - 29 Mei 2016
May 21-29, 2016

direktur Perluasan kepesertaan dan Hubungan 
Antar lembaga
director of Membership expansion and inter-
agency relations

19
Pelatihan "jiCA knowledge Co-Creation Program"
Training on “jiCA knowledge Co-Creation Program”

22-28 Mei 2016
May 22-28, 2016

direktur Perencanaan strategis dan Teknologi
director of strategic Planning and information 
Technology

20
Workshop rkAT 2017
Workshop on rkAT 2017

30-31 Mei 2016
May 30-31, 2016

direktur Perencanaan strategis dan Teknologi
director of strategic Planning and information 
Technology

21

Menjadi narasumber dalam Focus group discussion 
ttg Pengembalian Program jHT 5 thn 1 bulan
As speaker at Focus group discussion on Payment of 
jHT Program for 5 years 1 month

31 Mei 2016
May 31, 2016

direktur Perluasan kepesertaan dan Hubungan 
Antar lembaga
director of Membership expansion and inter-
agency relations

22
Fgd "smart Card BPjs ketenagakerjaan"
Fgd “labour social security Administration Agency 
smart Card”

22 juni 2016
june 22, 2016

direktur Perluasan kepesertaan dan Hubungan 
Antar lembaga
director of Membership expansion and inter-
agency relations
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PrOgraM PeNINgKaTaN KOMPeTeNSI DIreKSI TaHUN 2016
Competency enhancement Program of the Board of directors 2016

No
Nama Kegiatan
name of Activity

Tanggal Pelaksanaan
date of implementation

Nama Direksi
name of director

23

Fgd "implementasi Perluasan kepesertaan Melalui 
sistem jimukumiai jepang"
Fgd “implementation of Membership expansion 
through japanese jimukumiai system”

22 juni 2016
june 22, 2016

direktur Perluasan kepesertaan dan Hubungan 
Antar lembaga
director of Membership expansion and inter-
agency relations

24 The Victoria-indonesia leadership Program
15 - 24 juli 2016
july 15 - 24, 2016

direktur Pengembangan investasi
director of investment development

25

Workshop Penjabaran Visi, Misi dan Penentuan 
destination statement rencana strategis BPjs 
ketenagakerjaan 2017 - 2021
Workshop on Presentation of Vision, Mission and 
destination statement of labour social security 
Administration Agency strategic Plan 2017 - 2021

1 - 2 Agustus 2016
August 1 – 2, 2016

•	 Direktur	Perluasan	Kepesertaan	dan	
Hubungan Antar lembaga

•	 Direktur	Keuangan
•	 Direktur	Perencanaan	Strategis	dan	

Teknologi
•	 Director	of	Membership	Expansion	and	Inter-

agency relations
•	 Director	of	Finance
•	 Director	of	Strategic	Planning	and	

information Technology

26

studi Banding dengan institusi jaminan sosial dan 
Penjajakan Peluang kerjasama Proyek investasi 
Comparative study with social security institutions 
and Assessment of investment Projects Cooperation 
opportunity

3-5 Agustus 2016
August 3 – 5, 2016

direktur Pengembangan investasi
director of investment development

27

Benchmarking ke employess Provident Fund (ePF) , 
kumpulan Wang Parsaraan (kWAP) dan Pertumbuhan 
keselamatan sosial (Perkeso)
Benchmarking ke employess Provident Fund (ePF), 
kumpulan Wang Parsaraan (kWAP) and Pertumbuhan 
keselamatan sosial (Perkeso)

08-10 Agustus 2016
August 8 – 10, 2016

direktur Pelayanan
director of services

28

Menghadiri Workshop Tentang konsep Terbaru 
Pembinaan Ukm "small Bussines Framework -Asia To 
The World" oleh Hermawan kerjaya
Attending Workshop on The latest Concept of sMe 
development “small Business Workshop – Asia to the 
World” by Hermawan kertajaya

09 Agustus 2016
August 9, 2016

direktur Perluasan kepesertaan dan Hubungan 
Antar lembaga
director of Membership expansion and inter-
agency relations

29 indonesia Corporate day 2016
11-13 Agustus 2016

August 11 – 13, 2016
direktur Pengembangan investasi
director of investment development

30

Workshop lanjutan Penjabaran Visi, Misi dan 
destination statement rencana strategis BPjs 
ketenagakerjaan Tahun 2017 - 2021
Continuation of Workshop on Presentation of Vision, 
Mission and destination statement of labour social 
security Administration Agency strategic Plan 2017 - 
2021

12 Agustus 2016
August 12, 2016

direktur Perencanaan strategis dan Teknologi
director of strategic Planning and information 
Technology

31

Workshop setengah hari dengan ibu Haiyani 
rumondang (dirjen PHi) "struktur dan Pemetaan 
serikat Pekerja di indonesia "
Half day workshop with Mrs. Haiyani rumondang 
(diretor general of PHi) “labor Union structure and 
Mapping in indonesia” 

16 Agustus 2016
August 16, 2016

•	 Direktur	Perluasan	Kepesertaan	dan	
Hubungan Antar lembaga

•	 Direktur	Perencanaan	Strategis	dan	
Teknologi

•	 Direktur	Keuangan
•	 Direktur	Umum	dan	Sumber	Daya
•	 Director	of	Membership	Expansion	and	Inter-

agency relations
•	 Director	of	Strategic	Planning	and	

information Technology
•	 Director	of	Finance
•	 Director	of	General	Affairs	and	Human	

resources

BPJS KetenagaKerJaan
Laporan Terintegrasi 2017

244



PrOgraM PeNINgKaTaN KOMPeTeNSI DIreKSI TaHUN 2016
Competency enhancement Program of the Board of directors 2016

No
Nama Kegiatan
name of Activity

Tanggal Pelaksanaan
date of implementation

Nama Direksi
name of director

32

Half day Workshop Pengawasan Pelaksanaan 
Anggaran dalam Upaya Pencapaian Misi dan Tujuan 
BPjsTk
Half day Workshop on Budget implementation 
supervision in the effort to Achieve Mission and goals 
of BPjsTk

18 Agustus 2016
August 18, 2016

•	 Direktur	Perluasan	Kepesertaan	dan	
Hubungan Antar lembaga

•	 Direktur	Keuangan
•	 Director	of	Membership	Expansion	and	Inter-

agency relations
•	 Director	of	Finance

33

Menjadi instuktur Program Upgrading kepala Bidang 
Pemasaran Thn 2016
As instructor of Upgrading Program for Marketing 
division Head

23 Agustus 2016
August 23, 2016

direktur Perluasan kepesertaan dan Hubungan 
Antar lembaga
director of Membership expansion and inter-
agency relations

34

Menjadi narasumber dalam rapat koordinasi PTsP 
kanwil sulama
As speaker at PTsP Coordination Meeting of sulama 
regional office 

07 september 2016
september 7, 2016

direktur Perluasan kepesertaan dan Hubungan 
Antar lembaga
director of Membership expansion and inter-
agency relations

35

Membuka dan Memberikan Materi Pada Acara 
Fgd Terhadap implementasi Program 4dX di BPjs 
ketenagakerjaan Untuk Batch i dan ii
opening and Material Presentation at Fgd on 4dX 
Program implementation at labour social security 
Administration Agency for Batch i and ii

19 september 2016
september 19, 2016

direktur Perluasan kepesertaan dan Hubungan 
Antar lembaga
director of Membership expansion and inter-
agency relations

36

Menjadi narasumber dalam sosialisasi Terintegrasi 
Program jaminan sosial ketenagakerjaan BPjs 
ketenagakerjaan dengan APindo
As speaker at integrated dissemination of social 
security Program for employment of labour social 
security Administration Agency and APindo

22 september 2016
september 22, 2016

direktur Perluasan kepesertaan dan Hubungan 
Antar lembaga
director of Membership expansion and inter-
agency relations

37 The AssA Boarding Meeting and Coference
21-24 september 2016
september 21-24, 2016

direktur Pengembangan investasi
director of investment development

38

Menghadiri workshop AseAn global leadership 
program
Attending AseAn global leadership program 
workshop

26-30 september 2016
september 26-30, 2016

•	 Direktur	Perluasan	Kepesertaan	dan	
Hubungan Antar lembaga

•	 Direktur	Keuangan
•	 Director	of	Membership	Expansion	and	Inter-

agency relations
•	 Director	of	Finance

39

sharing session dan kunjungan ke Contact Center 
HAlo BCA
sharing session and Visit to HAlo BCA Contact 
Center

30 september 2016
september 30, 2016

direktur Pelayanan
director of services

40

Memberikan Materi pada diklat Pengembangan Teknis 
Bagi PMAP
Material Presentation at Technical development 
Training for PMAP

06 oktober 2016
october 6, 2016

direktur Perluasan kepesertaan dan Hubungan 
Antar lembaga
director of Membership expansion and inter-
agency relations

41
Manulife Asset Management 2016 global summit 
“Meeting the Challenge of a difficult investing 
environtment”

14 - 25 oktober 2016
october 14-25, 2016

direktur Pengembangan investasi
director of investment development

42
Workshop international risk Management 
refreshment Program - europe Class 2016

15 - 23 oktober 2016
october 15-23, 2016

direktur Pelayanan
director of services

43

Memberikan Materi pada diklat oPk rumpun 
Pelayanan dan Pemasaran
Material Presentation at job orientation Training of 
service and Marketing Cluster

17 oktober 2016
october 17, 2016

direktur Perluasan kepesertaan dan Hubungan 
Antar lembaga
director of Membership expansion and inter-
agency relations

44

Menjadi narasumber dalam rapat koordinasi PTsP 
kanwil sumbagut
As speaker at PTsP Coordination Meeting of northern 
sumatra regional office

19 oktober 2016
october 19, 2016

direktur Perluasan kepesertaan dan Hubungan 
Antar lembaga
director of Membership expansion and inter-
agency relations
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PrOgraM PeNINgKaTaN KOMPeTeNSI DIreKSI TaHUN 2016
Competency enhancement Program of the Board of directors 2016

No
Nama Kegiatan
name of Activity

Tanggal Pelaksanaan
date of implementation

Nama Direksi
name of director

45

Workshop Pengembangan Collection Contact Center 
(3C)
Workshop Pengembangan Collection Contact Center 
(3C)

03 november 2016
november 3, 2016

direktur Perluasan kepesertaan dan Hubungan 
Antar lembaga
director of Membership expansion and inter-
agency relations

46

Menjadi instruktur pada Program Pengembangan 
Teknis Bagi Manager kasus Tahun 2016
As instructor at Technical development Program for 
Manager of Cases 2016

04 november 2016
november 4, 2016

direktur Pelayanan
director of services

47 The 5th Asian Corporate University summit 2016
08 november 2016
november 8, 2016

•	 Direktur	Perluasan	Kepesertaan	dan	
Hubungan Antar lembaga

•	 Direktur	Keuangan
•	 Director	of	Membership	Expansion	and	Inter-

agency relations
•	 Director	of	Finance

48
“short lecture of labor And social security Attorney 
(sharoushi) system And social security Premium 
Collection (jimukumiai) system in japan”

12 - 16 november 2016
november 12-16, 2016

•	 Direktur	Perluasan	Kepesertaan	dan	
Hubungan Antar lembaga 

•	 Direktur	Keuangan
•	 Director	of	Membership	Expansion	and	Inter-

agency relations
•	 Director	of	Finance

48

Undangan Workshop Penyusunan Anggaran (dewan 
Pengawas, direksi, sPi, kadiv, kaur, kanwil, kacab)
Attendee of Budgeting Workshop (Board of 
Commissioners, Board of directors, sPi, div. Head, 
Bureau Head, Coordinators, regional offices,Branch 
offices) 

15 november 2016
november 15, 2016

direktur keuangan
director of Finance

49

Menjadi narasumber dalam rapat koordinasi PTsP 
kanwil jatim
As speaker at PTsP Coordination Meeting of e. java 
regional office

16 november 2016
november 16, 2016

direktur Perluasan kepesertaan dan Hubungan 
Antar lembaga
director of Membership expansion and inter-
agency relations

50
43rd ArTdo international World Conference on 
leadership and Talent development "engaging, 
enriching and enabling global leaders"

16 - 18 november 2016
november 16-18, 2016

direktur Umum dan sumber daya
director of general Affairs and Human 
resources

51

Fgd Permenaker 23 dengan dirjen Binawas kemnaker
Fgd on regulation of Minister of Manpower no. 23 
with dg of development and supervision of Ministry 
of Manpower

21 november 2016
november 21, 2016

direktur Perluasan kepesertaan dan Hubungan 
Antar lembaga
director of Membership expansion and inter-
agency relations

52

Menjadi narasumber dalam Forum konsultasi 
nasional Tentang jaminan sosial (judul : 
implementasi, Tantangan dan Harapan Program 
jaminan sosial Tenaga kerja di indonesia)
As speaker at the national Consultation Forum on 
social security (Title: implementation, Challenges 
and expectations of social security Program for 
Manpower in indonesia)

22 november 2016
november 22, 2016

direktur Perluasan kepesertaan dan Hubungan 
Antar lembaga
director of Membership expansion and inter-
agency relations

53

Menjadi narasumber dalam konsinyering komite 
Perluasan kepesertaan dan Pelayanan (sesi ii: 
Pembentukan desa sadar jaminan sosial Aspek 
Teknis dan yuridis)
As speaker at Consignation Meeting of Committee 
of Membership expansion and services Committee 
(session ii: Formation of social security Aware Village 
for Technical and judicial Aspects)

24 november 2016
november 24, 2016

direktur Perluasan kepesertaan dan Hubungan 
Antar lembaga
director of Membership expansion and inter-
agency relations

54

sosialisasi, Monitoring dan evaluasi kerjasama 
kejaksaan se-Aceh
dissemination, Monitoring and evaluation of 
Partnership with Attorney’s offices in Aceh

14-16 desember 2016
december 14-16, 2016

direktur Pelayanan
director of services
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PengUngkAPAn HUBUngAn AFiliAsi AnTArA 
AnggoTA deWAn PengAWAs dengAn direksi
disClosUre oF AFFiliATed relATions BeTWeen MeMBers oF 
BoArd oF CoMMissioners And BoArd oF direCTors

Hubungan afiliasi menyangkut hubungan kekeluargaan 

dan hubungan bisnis antara dewan Pengawas, direksi 

dan dewan jaminan sosial nasional (djsn). BPjs 

ketenagakerjaan memberikan perhatian pada hubungan 

afiliasi, karena dapat mempengaruhi kemandirian dalam 

pengambilan keputusan. 

Peraturan Pemerintah nomor 88 Tahun 2013 Tentang Tata 

cara Pengenaan sanksi Administratif bagi anggota dewan 

Pengawas dan Anggota direksi Badan Penyelenggara 

jaminan sosial, mengatur tentang larangan bagi anggota 

dewan Pengawas dan direksi:

1. larangan memiliki hubungan keluarga sampai dengan 

derajat ketiga antar-anggota dewan Pengawas, antar-

anggota direksi, dan antar-anggota dewan Pengawas 

dan anggota direksi;

2. larangan memiliki bisnis yang mempunyai keterkaitan 

dengan penyelenggaraan jaminan sosial;

3. larangan merangkap jabatan sebagai anggota partai 

politik, pengurus organisasi masyarakat atau organisasi 

sosial atau lembaga swadaya masyarakat yang terkait 

dengan program jaminan sosial, pejabat struktural dan 

fungsional pada lembaga pemerintahan, pejabat di 

badan usaha dan badan hukum lainnya.

sampai dengan akhir periode pelaporan, dipastikan tidak 

ada hubungan keluarga semenda sampai derajat ketiga, 

baik di antara anggota dewan Pengawas, direksi dan 

djsn maupun di antara mereka. BPjs ketenagakerjaan 

juga memastikan tidak ada hubungan bisnis di antara 

anggota dewan Pengawas, direksi dan djsn maupun di 

antara mereka.

Affiliation relationships regarding family and business 

relationships between the Board of Commissioners, 

the Board of directors and the national social security 

Council (djsn). labour social security Administration 

Agency pays attention to affiliated relations, because it 

can affect the independence in decision making.

government regulation number 88 of 2013 on the 

imposition of Administrative sanctions for members of 

the Board of Commissioners and Members of the Board 

of directors of the social security Administering Body, 

stipulates the prohibition of members of the Board of 

Commissioners and Board of directors:

1. Prohibition of having a family relation up to the 

third degree between members of the Board of 

Commissioners, between members of the Board 

of directors, and between members of the Board 

of Commissioners and members of the Board of 

directors;

2. Prohibition of having a business that is related to the 

management of social security;

3. Prohibition of concurrent positions as members 

of political parties, administrators of community 

organizations or social organizations or non-

governmental organizations related to social security 

programs, structural and functional officials in 

government agencies, officials in business entities and 

other legal entities.

Up to the end of the reporting period, there was no family 

relations by marriage up to third degree, either between 

fellow members of the Board of Commissioners, the 

Board of directors and the djsn or fellow members. 

labour social security Administration Agency also 

ensured that there was no business relation between 

members of the Board of Trustees, the Board of directors 

and the djsn or fellow members.
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Tidak ada rangkap jabatan anggota dewan Pengawas 

sebagai direksi atau pejabat eksekutif lain di lingkungan 

BPjs ketenagakerjaan, maupun jabatan lain sebagai 

anggota partai politik, pengurus organisasi masyarakat 

atau organisasi sosial atau lembaga swadaya masyarakat 

yang terkait dengan program jaminan sosial, pejabat 

struktural dan fungsional pada lembaga pemerintahan, 

pejabat di badan usaha dan badan hukum lainnya. [G4-39]

There were no members of the Board of Commissioners 

held concurrent positions as a director or other executive 

officer within labour social security Administration 

Agency, or other position as a member of a political 

party, the board of a community organization or 

social organization or non-governmental organization 

associated with social security programs, structural and 

functional official at government agencies, officials in 

business and other legal entities. [G4-39]

HUBUNgaN aFILIaSI aNTara DeWaN PeNgaWaS DeNgaN DIreKSI DaN DJSN
Affiliated relations between Board of Commissioners with Board of directors and djsn

No
Nama Dewan Pengawas

name of Board of Commissioners

Hubungan Keluarga | Family relation

Dewan Pengawas
Board of Commissioners

Direksi
Board of director

DJSN
djsn

Ya | yes Tidak | no Ya | yes Tidak | no Ya | yes Tidak | no

1 guntur Witjaksono √ √ √

2 syafri Adnan Baharuddin √ √ √

3 eko darwanto √ √ √

4 rekson silaban √ √ √

5 M. Aditya Warman √ √ √

6 inda d. Hasman √ √ √

7 Poempida Hidayatullah √ √ √

HUBUNgaN aFILIaSI aNTara DIreKSI DeNgaN DeWaN PeNgaWaS DaN DJSN
Affiliated relations between Board of directors with Board of Commissioners and djsn

No
Nama Direksi

name of Board of directors

Hubungan Keluarga | Family relation

Dewan Pengawas
Board of Commissioners

Direksi
Board of director

DJSN
djsn

Ya | yes Tidak | no Ya | yes Tidak | no Ya | yes Tidak | no

1 Agus susanto √ √ √

2 naufal Mahfudz √ √ √

3 sumarjono √ √ √

4 e. ilyas lubis √ √ √

5 krishna syarif √ √ √

6 Amran nasution √ √ √

7 evi Afiatin √ √ √
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penghInDaran Benturan kepentIngan [G4-56, G4-

57, G4-58]

Benturan kepentingan adalah suatu situasi adanya konflik 

antara kepentingan ekonomi BPjs ketenagakerjaan 

dengan kepentingan ekonomi pribadi dewan Pengawas, 

direksi, dan seluruh insan BPjs ketenagakerjaan. 

sesuai Peraturan Pemerintah no.88 Tahun 2013 

Tentang Tata Cara Pengenaan sanksi Administratif Bagi 

anggota dewan Pengawas dan Anggota direksi Badan 

Penyelenggara jaminan sosial, maka anggota dewan 

Pengawas maupun direksi  dilarang untuk membuat 

atau mengambil keputusan yang mengandung unsur 

benturan kepentingan; dan/atau mendirikan atau memiliki 

seluruh atau sebagian badan usaha yang terkait dengan 

program jaminan sosial. komitmen dalam membangun 

integritas untuk menghindari benturan kepentingan juga 

diwujudkan dengan kewajiban setiap anggota dewan 

Pengawas dan direksi untuk menandatangani Pakta 

integritas.

dewan Pengawas juga memiliki beberapa komitmen lain 

atas benturan kepentingan:

1. Menjadikan BPjs ketenagakerjaan sebagai Badan 

Penyelenggara jaminan sosial yang Berintegritas.

2. Melaksanakan kode etik BPjs ketenagakerjaan dengan 

penuh tanggung jawab.

3. Melakukan tindakan pencegahan korupsi, gratifikasi, 

suap dan kecurangan.

4. Menghindari tindakan yang berpotensi terjadinya 

benturan kepentingan.

5. Menjaga kerahasiaan informasi BPjs ketenagakerjaan 

dan tidak menyalahgunakan untuk kepentingan lain.

6. seluruh jajaran dewan Pengawas wajib melaksanakan 

Pakta integritas secara konsisten dan bertanggung 

jawab.

direksi juga memiliki pula beberapa komitmen lain atas 

benturan kepentingan:

1. Menjadikan   BPjs   ketenagakerjaan   sebagai   Badan   

Penyelenggara jaminan sosial yang berintegritas.

2. Melaksanakan kode etik BPjs ketenagakerjaan dengan 

penuh tanggung jawab.

3. Melakukan tindakan pencegahan korupsi, gratifikasi, 

suap dan kecurangan.

avoIDance of confLIct of Interest [G4-56, G4-57, G4-

58]

A conflict of interest is a situation of conflict between 

the economic interests of labour social security 

Administration Agency with the personal economic 

interests of the Board of Commissioners, the Board of 

directors, and all personnel of labour social security 

Administration Agency.

in accordance with government regulation no.88 

of 2013 on Procedures for imposing Administrative 

sanctions For members of the Board of Commissioners 

and Members of the Board of directors of the social 

security Administering Body, members of the Board of 

Commissioners or Board of directors are prohibited to 

make or take decisions containing elements of conflict 

of interest; and/or establish or own all or part of business 

entity associated with social security programs. The 

commitment in building integrity to avoid conflicts 

of interest is also realized with the obligation of each 

member of the Board of Commissioners and the Board 

of directors to sign the integrity Pact.

The Board of Commissioners also has several other 

commitments on the conflict of interest:

1. Making labour social security Administration Agency 

as the social security Administering Body with integrity.

2. implementing the Code of Conduct of labour social 

security Administration Agency with full responsibility.

3. Preventing acts of corruption, gratification, bribery 

and fraud.

4. Avoiding acts with potential conflict of interest.

5. Maintaining confidentiality of labour social security 

Administration Agency’s information and not misuse it 

for other purposes.

6. The entire Board of Commissioners shall implement 

the integrity Pact consistently and responsibly.

The Board of directors also has several other 

commitments to the conflict of interest:

1. Making labour social security Administration Agency 

as a social security Administering Body with integrity.

2. implementing the Code of Conduct of labour social 

security Administration Agency with full responsibility.

3. Preventing corruption, gratification, bribery and fraud.
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4. Menghindari tindakan yang berpotensi terjadinya 

benturan kepentingan.

5. Menjaga kerahasiaan informasi BPjs ketenagakerjaan 

dan tidak menyalahgunakan untuk kepentingan lain.

6. seluruh  jajaran  direksi  wajib  melaksanakan  Pakta  

integritas secara konsisten dan bertanggung jawab. 

7. Melalui penerapan tata kelola termasuk pelaksanaan 

sistem pengendalian internal, BPjs ketenagakerjaan 

memastikan selama tahun 2015 tidak terjadi transaksi 

yang patut diduga mengandung benturan kepentingan.

kami juga melarang praktik rangkap jabatan, termasuk 

dalam hal terjadi penggantian pejabat pada jabatan 

tertentu. sesuai Peraturan Pemerintah no.88 Tahun 2013 

Tentang Tata Cara Pengenaan sanksi Adminsitratif Bagi 

Anggota dewan Pengawas dan Anggota direksi Badan 

Penyelenggara jaminan sosial, yang salah satunya berisi 

larangan rangkap jabatan bagi direksi, kepala kantor 

Wilayah dan kepala Cabang.

4. Avoiding acts with potential conflict of interest.

5. Maintaining confidentiality of labour social security 

Administration Agency’s information and not misuse it 

for other purposes.

6. The entire Board of directors shall implement the 

integrity Pact consistently and responsibly.

7. Through the implementation of governance including 

the implementation of the internal control system, 

labour social security Administration Agency ensures 

that by 2015 no allegedly conflicting transactions 

occur.

We also prohibit the practice of double positions, 

including in the event of replacement of officials in 

certain positions. in accordance with government 

regulation no.88 of 2013 on Procedures for imposing 

Adminsitrative sanctions for Members of the Board of 

Commissioners and Members of the Board of directors 

of the social security Administering Body, one of which 

contains a double position ban for the Board of directors, 

Head of regional office and Head of Branch.

KeTeNTUaN LaraNgaN raNgKaP JaBaTaN
Concurrent Position Prohibition 

DIreKSI 
Board of directors 

DILaraNg DIraNgKaP 
prohibited concurrent position

DILaraNg DIraNgKaP 
prohibited concurrent position

DILaraNg DIraNgKaP 
prohibited concurrent position

DIreKTUr UTaMa DeNgaN 
DIreKTUr INVeSTaSI

President director and director of 
investment

DIreKTUr UTaMa DeNgaN 
DIreKTUr KeUaNgaN

President director and director of 
Finance

DIreKTUr KeUaNgaN DeNgaN 
DIreKTUr INVeSTaSI

director of Finance and director of 
investment

DIreKTUr KeUaNgaN DeNgaN 
DIreKTUr UMUM SDM

director of Finance and director of 
general Affairs & Hr

KaKaNWIL DeNgaN KePaLa 
KeUaNgaN WILaYaH

regional office Head and regional 
Finance division Head

KaKaCaB DeNgaN KaBID 
KeUaNgaN

Branch office head and Finance 
department Head

KaBID KeUaNgaN DeNgaN 
KaBID PeLaYaNaN

Finance department Head and 
service department Head

KaBID KeUaNgaN DeNgaN 
KaBID UMUM SDM

Finance department Head and 
general Affairs & Hr department 

Head

KePaLa KeUaNgaN WILaYaH 
DeNgaN KePaLa UMUM SDM 

WILaYaH
regional Finance division Head 

and regional general Affairs & Hr 
division Head

KaNWIL 
Board of directors 

KaCaB 
Board of directors 
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BPjs ketenagakerjaan memiliki mekanisme dalam 

pengungkapan dugaan adanya benturan kepentingan. 

Pengungkapan dugaan adanya benturan kepentingan 

disampaikan dengan menyertakan informasi nama pihak 

yang memiliki benturan kepentingan, masalah pokok dan 

dasar pertimbangan pengambilan keputusan.

Bila pihak yang dilaporkan adalah karyawan, maka 

informasi akan ditindaklanjuti oleh kepala unit kerja. jika 

direksi yang menjadi pihak dilaporkan, maka informasi 

akan ditindaklanjuti oleh dewan Pengawas.

labour social security Administration Agency has a 

mechanism in disclosing alleged conflicts of interest. 

disclosure of alleged conflicts of interest is submitted 

by including information on the names of parties with 

conflict of interest, key issues and basic consideration for 

decision-making.

if the party reported is an employee, then the information 

will be followed up by the work unit head. if the Board 

of directors who becomes a party being reported, then 

the information will be followed up by the Board of 

Commissioners.

MeKaNISMe PeNgUNgKaPaN DUgaaN BeNTUraN KePeNTINgaN
disclosure Mechanism of Alleged Confilict of interest 

PeNgUNgKaPaN  BeNTUraN KePeNTINgaN 
disclosure of Conflict of interest

SUraT PerNYaTaaN/ rISaLaH raPaT, YaNg BerISI: 
letter of statement/Minutes of Meeting, containing:

INFOrMaSI NaMa PIHaK YaNg MeMILIKI BeNTUraN KePeNTINgaN
information on name of the party who has conflict of interest

MaSaLaH POKOK
key issue

DaSar PerTIMBaNgaN PeNgaMBILaN KePUTUSaN
Basic consideration for decision making

TeMBUSaN
Carbon copy

kHk

KarYaWaN 
employee

KePaLa UNIT KerJa 
Work Unit Head

TeMBUSaN
Carbon copy

DIreKTUr UMUM SDM
director of general 

Affairs & Hr

DeWaN PeNgaWaS 
Board of Commissioners

DIreKSI 
Board of directors

DISaMPaIKaN KePaDa 
submitted to
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koMiTe AnggArAn, AUdiT dAn AkTUAriA (kAAA)
BUdgeT, AUdiT And ACTUAriAl CoMMiTTee (kAAA)

komite Anggaran, Audit dan Aktuaria (kAAA) dibentuk 

berdasarkan Peraturan dewan Pengawas nomor Per/08/

deWAs/052016 tentang perubahan Atas Peraturan dewan 

Pengawas nomor Per/01/deWAs/072014 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Fungsi, Tugas dan Wewenang dewan 

Pengawas BPjs ketenagakerjaan tanggal 10 Mei 2016. 

secara struktural, komite Anggaran, Audit, dan Aktuaria 

bertanggung jawab kepada dewan Pengawas. komite 

memiliki tugas membantu dewan Pengawas BPjs 

ketenagakerjaan dalam menjalankan fungsi pengawasan 

dan pemberian nasehat serta bekerja berdasarkan 

sebuah piagam komite yang tertuang dalam keP/44/

deWAs/102016 tentang Penetapan Piagam komite 

Anggaran, Audit dan Aktuaria. [G4-34]

keanggotan komIte anggaran, auDIt Dan 

aktuarIa

Berdasarkan Peraturan dewan Pengawas BPjs 

ketenagakerjaan nomor: Per/09/deWAs/052016 

Tentang organ Pendukung dewan Pengawas BPjs 

ketenagakerjaan. ketua dan Wakil ketua komite adalah 

anggota dewan Pengawas, sementara anggota komite 

Anggaran, Audit dan Aktuaria yang bukan dewan 

Pengawas maksimal terdiri dari 3 orang ahli senior, 2 

orang ahli junior dan 2 orang asisten ahli. [G4-38]

The Budget, Audit and Actuarial Committee (kAAA) 

was established based on Board of Commissioners 

regulation no. Per/08/deWAs/052016 on amendment 

to the regulation of the Board of Commissioners 

number Per/01/deWAs/072014 on Procedures for the 

implementation of the Functions, duties and Authorities 

of Board of Commissioners of labour social security 

Administration Agency on May 10, 2016.

structurally, the Budget, Audit and Actuarial Committee 

reports to the Board of Commissioners. The Committee 

has the duty to assist the Board of Commissioners 

of labour social security Administration Agency in 

performing its supervisory and advisory functions and 

to work based on the Committee Charter set forth in 

keP/44/deWAs/102016 on the Charter of the Budget, 

Audit and Actuarial Committee. [G4-34]

memBershIp of BuDget, auDIt anD actuarIaL 

commIttee

Based on Board of Commissioners of labour social 

security Administration Agency regulation number: 

Per/09/deWAs/052016 on supporting organs of 

Board of Commissioners of labour social security 

Administration Agency. The Chairman and Vice 

Chairmen of the Committee are members of the Board 

of Commissioners, while members of the Budget, Audit 

and Actuarial Committee who are not in the Board of 

Commissioners consist of a maximum of 3 senior experts, 

2 junior experts and 2 expert assistants. [G4-38]

Profil anggota komite Anggaran, Audit dan Aktuaria 

disajikan di bagian profil dewan Pengawas. 

The profile of the Budget, Audit and Actuarial Committee’s 

members is presented in the profile of Board of 

Commissioners section.

KOMPOSISI KeaNggOTaaN KOMITe aNggaraN, aUDIT DaN aKTUarIa Per 31 DeSeMBer 2016
Membership Composition of Budget, Audit and Actuarial Committee As of december 31, 2016

No
Nama
nama

Jabatan
Position

Usia
Age

Warga Negara
Citizenship

1 syafri Adnan Baharuddin Ketua	|	Chairman 57 indonesia

2 M. Aditya Warman Wakil	Ketua	I	|	Vice Chairman i 43 indonesia

3 Poempida Hidayatulloh Wakil	Ketua	II	|	Vice Chairman ii 44 indonesia
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InDepenDensI komIte anggaran, auDIt Dan 

aktuarIa

komite Audit dan Aktuaria secara kolektif mempunyai 

kompetensi dan pengalaman di bidang akuntansi, 

keuangan dan operasional. Baik ketua, wakil ketua 

maupun anggota komite Audit dan Aktuaria adalah 

independen terhadap direksi, auditor internal maupun 

auditor eksternal.

Untuk memenuhi syarat independensi, anggota komite 

Audit dan Aktuaria tidak ditunjuk dari anggota eksekutif 

kantor akuntan publik yang memberikan jasa audit dan/

atau jasa non-audit kepada Perusahaan dalam jangka 

waktu enam bulan terakhir.

rapat komIte anggaran, auDIt Dan aktuarIa

secara berkala komite Anggaran, Audit dan Aktuaria 

menyelenggarakan rapat, untuk membahas realisasi dari 

rencana kerja yang telah disusun. selama tahun 2016, 

komite telah mengadakan rapat sebanyak 44 kali, dengan 

rata-rata tingkat kehadiran anggota yang berasal dari 

dewan Pengawas sebanyak 46,67%.

Laporan peLaksanaan kegIatan tahun 2016

komite Anggaran, Audit dan Aktuaria bekerja dengan 

didasari Piagam komite yang ditetapkan berdasarkan 

keputusan dewan Pengawas BPjs ketenagakerjaan 

nomor: keP/44/deWAs/122016 tentang Piagam komite 

Anggaran, Audit dan Aktuaria BPjs ketenagakerjaan. 

selama tahun 2016 komite Anggaran Audit dan Aktuaria 

telah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan 

tugas-tugasnya, yakni:

1. Workshop/seminar/Fgd terkait pengawasan 

pelaksanaan anggaran

2. gelar hasil audit satuan Pengawas internal

3. Review rkAT 2017

4. Proses Pengadaan kAP untuk Audit laporan keuangan 

2016

5. inisiasi inventarisasi Aset

InDepenDence of BuDget, auDIt anD actuarIaL 

commIttee

The Budget, Audit and Actuarial Committee collectively 

has competencies and experience in accounting, finance 

and operations. The chairman, vice chairman and 

members of the Budget, Audit and Actuarial Committee 

are independent of the Board of directors, internal or 

external auditors.

To qualify for independence, members of the Budget, 

Audit and Actuarial Committee are not appointed from 

an executive member of a public accounting firm that 

provides audit and/or nonaudit services to the Company 

within the last six months.

meetIngs of BuDget, auDIt anD actuarIaL 

commIttee 

Periodically the Budget, Audit and Actuarial Committee 

holds meetings, to discuss the realization of the work 

plans that have been established. during 2016, the 

Committee held 44 meetings with average attendance 

rate of Board of Commissioners’ members was 46.67%.

report of actIvIty ImpLementatIon 2016

The Budget, Audit and Actuarial Committee works under 

the Committee Charter of established under the decision 

of the Board of Commissioners of labour social security 

Administration Agency number: keP/44/deWAs/122016 

on the Charter of the Budget, Audit and Actuarial 

Committee of labour social security Administration 

Agency. during 2016 the Budget, Audit and Actuarial 

Committee has performed activities related to its duties, 

namely:

1. Workshop/seminar/ Fgd related to supervision of 

budget implementation

2. expose of audit results of the internal supervisory Unit

3. review of rkAT 2017

4. Procurement Process of Public Accounting Firm for 

Financial statement 2016 Audit

5. initiation of Asset inventory

JUMLaH raPaT DaN KeHaDIraN aNggOTa KOMITe KOMITe aNggaraN, aUDIT DaN aKTUarIa 
number of Meetings and Attendance of Budget, Audit and Actuarial Committee’s Members

No
Nama
name

Jabatan
Position

Jumlah rapat
Number of 
Meetings

Jumlah Kehadiran
Number of 
attendance

% Kehadiran
% attendance

1 syafri Adnan Baharuddin Ketua	|	Chairman 44 40 90%

2 M. Aditya Warman Wakil	Ketua	I	|	Vice Chairman i 44 22 50%

3 Poempida Hidayatulloh Wakil	Ketua	II	|	Vice Chairman ii 44  0 0%
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koMiTe PeMAnTAU MAnAjeMen risiko dAn Teknologi 
inForMAsi (kPMrTi)
risk MAnAgeMenT MoniToring And inForMATion TeCHnology CoMMiTTee 

Pembentukan komite Pemantau Manajemen risiko dan 

Teknologi informasi (kPMrTi) dilandasi Peraturan dewan 

Pengawas nomor Per/08/deWAs/052016 tentang 

perubahan Atas Peraturan dewan Pengawas nomor 

Per/01/deWAs/072014 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Fungsi, Tugas dan Wewenang dewan Pengawas BPjs 

ketenagakerjaan tanggal 10 Mei 2016. komite dibentuk 

untuk membantu dewan Pengawas dalam melakukan 

penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi 

tentang risiko yang dapat mengakibatkan kegagalan dalam 

mencapai tujuan BPjs ketenagakerjaan.

secara struktural komite Pemantau Manajemen risiko 

bertanggung jawab kepada dewan Pengawas. komite 

memiliki tugas membantu dewan Pengawas BPjs 

ketenagakerjaan dalam pelaksanaan tugas pengawasan 

yang efektif khususnya atas penerapan Manajemen risiko 

yang merupakan bagian dari pelaksanaan tata kelola yang 

baik. [G4-34]

keanggotan komIte pemantau manajemen 
rIsIko Dan teknoLogI InformasI 
Berdasarkan Peraturan dewan Pengawas BPjs 

ketenagakerjaan nomor: Per/09/deWAs/052016 

Tentang organ Pendukung dewan Pengawas BPjs 

ketenagakerjaan. ketua dan Wakil ketua komite adalah 

anggota dewan Pengawas, sementara anggota komite 

Pemantau Manajemen risiko dan Teknologi informasi yang 

bukan dewan Pengawas maksimal terdiri dari 3 orang ahli 

senior, 2 orang ahli junior dan 2 orang asisten ahli. [G4-38]

risk Management Monitoring and information Technology 

Committee (kPMrTi) is established based on Board of 

Commissioners regulation no. Per/08/deWAs/052016 

concerning amendment to regulation of Board of 

Commissioners number Per/01/deWAs/072014 on 

Procedures for implementation of Functions, duties 

and Authorities of Board of Commissioners of labour 

social security Administration Agency on May 10, 2016. 

The Committee was established to assist the Board of 

Commissioners in conducting regular assessments and 

providing recommendations on risks that may result in 

failure to achieve the labour social security Administration 

Agency’s goals.

structurally the Committee is under the Board of 

Commissioners. The Committee has the duty of assisting 

the Board of Commissioners of labour social security 

Administration Agency for effective implementation of 

its supervisory duties particularly on the application of 

risk Management which is part of good governance the 

implementation. [G4-34]

memBershIp of rIsk management monItorIng 
anD InformatIon technoLogy commIttee
Based on regulation of Board of Commissioners of 

labour social security Administration Agency number: 

Per/09/deWAs/052016 on supporting organs of Board 

of Commissioners of labour social security Administration 

Agency. The Chairman and Vice Chairmen of the 

Committee are members of the Board of Commissioners, 

while members of the risk Management Monitoring and 

information Technology Committee who are not members 

of the Board of Commissioners are a maximum of 3 senior 

experts, 2 junior experts and 2 expert assistants. [G4-38]

KOMPOSISI KeaNggOTaaN KOMITe PeMaNTaU MaNaJeMeN rISIKO DaN TeKNOLOgI INFOrMaSI Per 31 DeSeMBer 2016
Composition of risk Management Monitoring and information Technology Committee’s members As of december 31, 2016

No Nama | name Jabatan | Position Usia | Age Warga Negara | Citizenship

1 Poempida Hidayatulloh Ketua	|	Chairman 57 indonesia

2 M. Aditya Warman Wakil	Ketua	I	|	Vice Chairman i 43 indonesia

3 syafri Adnan Baharuddin Wakil	Ketua	II	|	Vice Chairman ii 44 indonesia

Profil anggota komite Pemantau Manajemen risiko 

disajikan di bagian profil dewan Pengawas. 

Profile of the risk Management Monitoring Committee’s 

members is presented in the Board of Commissioners’ 

profile section.
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Laporan peLaksanaan kegIatan tahun 2016
komite Pemantau Manajemen risiko dan Teknologi 

informasi bekerja dengan mengacu pada Piagam komite 

yang ditetapkan berdasarkan keputusan dewan Pengawas 

nomor: keP/45/deWAs/122016 tentang Piagam komite 

Pemantau Manajemen risiko dan Teknologi informasi 

BPjs ketenagakerjaan. selama tahun 2016 komite telah 

melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan tugas-

tugasnya, yakni:

1. Penyusunan Piagam komite baru atas perubahan 

nomenklatur nama komite

2. kajian struktur organisasi divisi Teknologi informasi 

3. Focused group discussion (Fgd) Manajemen risiko di 

Bandung bulan juni 2016

4. Pembuatan kuisioner kepada kantor cabang mengenai 

performance, isu-isu, kendala, permasalahan, sekaligus 

saran dan masukan kepada Manajemen

5. Praktik Manajemen risiko, Teknologi informasi dan 

investasi

report of actIvIty ImpLementatIon 2016
The risk Management Monitoring and information 

Technology Committee works by referring to the 

Committee Charter established under the deree of the 

Board of Commissioners number: keP/45/deWAs/122016 

on the Charter of the risk Management Monitoring 

and information Technology Committee of labour 

social security Administration Agency. during 2016, the 

Committee has performed its duties, including:

1. Preparation of the new Committee Charter on changes 

to the nomenclature of the Committee’s name

2. organizational structure review of information 

Technology division 

3. Focus group discussion (Fgd) of risk Management in 

Bandung in june 2016

4. Preparation of questionnaires for branch offices on 

performance, issues, obstacles, problems, as well as 

advice and inputs to the Management

5. risk Management, information Technology and 

investment practices.

JUMLaH raPaT DaN KeHaDIraN TaHUN 2016 aNggOTa KOMITe PeMaNTaU MaNaJeMeN rISIKO DaN TeKNOLOgI INFOrMaSI
number of Meetings and Attendance 2016 Members of risk Management Monitoring and information Technology Committee

No
Nama
name

Jabatan
Position

Jumlah rapat
number of Meetings

Jumlah Kehadiran
number of Attendance

% Kehadiran
% Attendance

1 Poempida Hidayatulloh Ketua	|	Chairman 36 33 92%

2 M. Aditya Warman Wakil	Ketua	I	|	Vice Chairman i 36 22 61%

3 syafri Adnan Baharuddin Wakil	Ketua	II	|	Vice Chairman ii 36  0 0%

InDepenDensI komIte pemantau manajemen 
rIsIko Dan teknoLogI InformasI

komite Pemantau Manajemen risiko dan Teknologi 

informasi secara kolektif mempunyai kompetensi dan 

pengalaman di bidang keuangan atau hukum serta 

mempunyai pengetahuan di bidang manajemen risiko, 

teknologi informasi dan peraturan perundang-undangan. 

Baik ketua, wakil ketua maupun anggota komite adalah 

independen terhadap direksi dan manajemen lain di 

lingkungan BPjs ketenagakerjaan. 

rapat komIte pemantau manajemen rIsIko Dan 
teknoLogI InformasI

secara berkala komite Pemantau Manajemen risiko 

menyelenggarakan rapat, untuk membahas realisasi dari 

rencana kerja yang telah disusun. selama tahun 2016, 

komite telah mengadakan rapat sebanyak 36 kali, dengan 

rata-rata tingkat kehadiran anggota yang berasal dari 

dewan Pengawas sebanyak 50,93%.

InDepenDence of rIsk management monItorIng 
anD InformatIon technoLogy commIttee
The risk Management Monitoring and information 

Technology Committee collectively has competencies 

and experiences in the finance or legal fields and has 

knowledge in risk management, information technology, 

as well as laws and regulations. Chairman, vice chairman 

and members of the Committee are independent of the 

Board of directors and other management within labour 

social security Administration Agency’s environment.

meetIngs of the rIsk management anD 
InformatIon technoLogy monItorIng 
commIttee
Periodically, the risk Management Monitoring Committee 

holds meetings to discuss the realization of the work plans 

that have been established. during 2016, the Committee 

held 36 meetings with average attendance rate of the 

Board of Commissioners’ members was 50.93%.
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koMiTe keBijAkAn PengelolAAn kinerjA orgAnisAsi dAn 
sdM (kkPkos)
PerForMAnCe MAnAgeMenT PoliCy oF orgAniZATion And Hr 
CoMMiTTee (kkPkos)

Pembentukan komite kebijakan Pengelolaan kinerja 

organisasi dan sdM  (kkPkos) didasari Peraturan dewan 

Pengawas nomor Per/08/deWAs/052016 tentang 

perubahan Atas Peraturan dewan Pengawas nomor 

Per/01/deWAs/072014 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Fungsi, Tugas dan Wewenang dewan Pengawas BPjs 

ketenagakerjaan tanggal 10 Mei 2016. secara struktural 

komite bertanggung jawab kepada dewan Pengawas. 

komite memiliki tugas membantu dewan Pengawas BPjs 

ketenagakerjaan dalam pelaksanaan tugas pengawasan 

yang efektif khususnya atas penerapan Manajemen risiko 

yang merupakan bagian dari pelaksanaan tata kelola yang 

baik. [G4-34]

keanggotan keBIjakan pengeLoLaan kInerja 
organIsasI Dan sDm  
Berdasarkan Peraturan dewan Pengawas BPjs 

ketenagakerjaan nomor: Per/09/deWAs/052016 

Tentang organ Pendukung dewan Pengawas BPjs 

ketenagakerjaan. ketua dan Wakil ketua komite adalah 

anggota dewan Pengawas, sementara anggota komite 

kebijakan Pengelolaan kinerja organisasi dan sdM  yang 

bukan dewan Pengawas maksimal terdiri dari 3 orang ahli 

senior, 2 orang ahli junior dan 2 orang asisten ahli.

Anggota komite tidak merangkap jabatan lain baik di 

BPjs ketenagakerjaan maupun di tempat lain. [G4-38]

establishment of Performance Management Policy of 

organization and Human resources Committee (kkPkos) 

was based on Board of Commissioners regulation no. 

Per/08/deWAs/052016 on amendment to regulation of 

Board of Commissioners number Per/01/deWAs/072014 

on Procedures for implementation of Functions, duties 

and Authorities of Board of Commissioners of labour 

social security Administration Agency on May 10, 2016. 

structurally the Committee reports to the Board of 

Commissioners. The Committee has the duty of assisting 

the labour social security Administration Agency’s Board 

of Commissioners for effective implementation of its 

supervisory duties particularly on the application of risk 

Management which is part of the implementation of 

good governance. [G4-34]

memBershIp of performance poLIcy 
management of organIzatIon anD hr
Based on Board of Commissioners on labour social 

security Administration Agency regulation number: 

Pe/09/deWAs/052016 on supporting organs of Board of 

Commissioners of labour social security Administration 

Agency. The Chairman and Vice Chairmen of the 

Committee are members of the Board of Commissioners, 

while members of the organizational Performance 

Management Policy of organization and Hr Committee 

who are not members of the Board of Commissioners 

consist of a maximum of 3 senior experts, 2 junior experts 

and 2 expert assistants.

Members of the Committee do not hold other positions 

either at BPjs ketenagakerjaan or elsewhere. [G4-38]

Profil Anggota komite kebijakan Pengelolaan kinerja 

organisasi dan sdM dapat dilihat di bagian profil dewan 

Pengawas. 

Profile of Performance Management Policy of 

organization and Hr Committee’s members can be seen 

on the profile of Board of Commissioners section.

KOMPOSISI KeaNggOTaaN Per 31 DeSeMBer 2016 KOMITe KeBIJaKaN PeNgeLOLaaN KINerJa OrgaNISaSI DaN SDM  
Membership Composition as of december 31, 2016 Performance Management Policy of organization and Hr Committee 

No Nama | nama Jabatan | Position Usia | Age Warga Negara | Citizenship

1 inda d. Hasman Ketua	|	Chairman 55 indonesia

2 eko darwanto Wakil	Ketua	I	|	Vice Chairman i 46 indonesia

3 rekson silaban Wakil	Ketua	II	|	Vice Chairman ii 50 indonesia
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Laporan peLaksanaan kegIatan tahun 2016
komite kebijakan Pengelolaan kinerja organisasi dan 

sdM  bekerja sesuai dengan Piagam komite yang 

ditetapkan berdasarkan keputusan dewan Pengawas 

nomor: keP/47/deWAs/122016 tentang Piagam komite 

kebijakan Pengelolaan kinerja organisasi dan sdM. 

selama tahun 2016 komite telah melaksanakan kegiatan 

yang berkaitan dengan tugas-tugasnya, yakni:

1. kunjungan kerja terkait dengan pencapaian kinerja 

wilayah dan cabang

2. kunjungan kerja terkait Pengelolaan kinerja organisasi 

dan sdM

3. Penyelesaian Masalah ex-TkAd BPjs ketenagakerjaan

4. Penyusunan rkAT 2017

5. Review kPi direksi

6. Hasil Focused Group Discussion (Fgd) dan survei 

engagement and readiness to Change

InDepenDensI komIte keBIjakan pengeLoLaan 
kInerja organIsasI Dan sDm  
komite kebijakan Pengelolaan kinerja organisasi dan sdM  

secara kolektif mempunyai kompetensi dan pengalaman 

di bidang kebijakan publik, ketenagakerjaan, audit kelola 

dan kinerja, manajemen perusahaan dan sdM serta 

memiliki kemempuan komunikasi yang baik. Baik ketua, 

wakil ketua maupun anggota komite adalah independen 

terhadap direksi dan manajemen lain di lingkungan BPjs 

ketenagakerjaan. 

rapat komIte keBIjakan pengeLoLaan kInerja 
organIsasI Dan sDm  
secara berkala komite kebijakan Pengelolaan kinerja 

organisasi dan sdM  menyelenggarakan rapat, untuk 

membahas realisasi dari rencana kerja yang telah disusun. 

selama tahun 2016, komite telah mengadakan rapat 

sebanyak 36 kali, dengan rata-rata tingkat kehadiran 

anggota yang berasal dari dewan Pengawas sebanyak 

54,63%.

report of actIvIty ImpLementatIon 2016
Performance Management Policy of organization and 

Hr Committee works in accordance with the Committee 

Charter established based on the decree of the Board 

of Commissioners number: keP/47/deWAs/122016 

on the Charter of the Performance Management Policy 

of organization and Hr Committee. during 2016, the 

Committee has conducted activities related to its duties, 

as follows:

1. Working visits related to regional and branch 

performance achievements

2. Working visit related to Performance Management of 

organization and Hr

3. resolution for Problems of ex-TkAd labour social 

security Administration Agency 

4. Preparation of rkAT 2017 

5. review of the Board of directors’ kPi 

6. Focus group discussion (Fgd) and survey on 

engagement and readiness to Change 

InDepenDence of performance management 
poLIcy of organIzatIon anD hr commIttee
The Performance Management Policy of organization 

and Hr Committee collectively has competencies and 

experience in the field of public policy, employment, 

management and performance audits, corporate 

and human resource management, as well as good 

communication skills. Chairman, vice chairmen or 

members of the Committee are independent of the Board 

of directors and other members of the management 

within the environment of labour social security 

Administration Agency.

meetIngs of performance management poLIcy 
of organIzatIon anD hr commIttee
Periodically the Performance Management Policy of 

organization and Hr Committee holds meetings to 

discuss the realization of the work plan that has been 

established. during 2016, the Committee held 36 

meetings with average attendance rate of the Board of 

Commissioners’ members was 54.63%.

JUMLaH raPaT DaN KeHaDIraN aNggOTa TaHUN 2016 KOMITe KeBIJaKaN PeNgeLOLaaN KINerJa OrgaNISaSI DaN SDM  
number of Meetings and Attendance of Members 2016 Performance Management Policy of organization and Hr Committee

No
Nama
nama

Jabatan
Position

Jumlah rapat
number of Meetings

Jumlah Kehadiran
number of Attendance

% Kehadiran
% Attendance

1 inda d. Hasman Ketua	|	Chairman 36 32 89%

2 eko darwanto Wakil	Ketua	I	|	Vice Chairman i 36 27 75%

3 rekson silaban Wakil	Ketua	II	|	Vice Chairman ii 36  0 0%
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koMiTe PerlUAsAn kePeserTAAn dAn PelAyAnAn (kPkP)
MeMBersHiP eXPAnsion And serViCes CoMMiTTee (kPkP)

Pembentukan komite Perluasan kepesertaan dan 

Pelayanan  (kPkP) didasari Peraturan dewan Pengawas 

nomor Per/08/deWAs/052016 tentang perubahan 

Atas Peraturan dewan Pengawas nomor Per/01/

deWAs/072014 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Fungsi, Tugas dan Wewenang dewan Pengawas BPjs 

ketenagakerjaan tanggal 10 Mei 2016. secara struktural 

komite bertanggung jawab kepada dewan Pengawas. 

komite memiliki tugas membantu dewan Pengawas BPjs 

ketenagakerjaan dalam pelaksanaan tugas pengawasan 

yang efektif khususnya atas penerapan pelayanan dan 

kepesertaan. [G4-34]

keanggotan komIte perLuasan kepesertaan 

Dan peLayanan (kpkp)  

Berdasarkan Peraturan dewan Pengawas BPjs 

ketenagakerjaan nomor: Per/09/deWAs/052016 

Tentang organ Pendukung dewan Pengawas BPjs 

ketenagakerjaan. ketua dan Wakil ketua komite adalah 

anggota dewan Pengawas, sementara anggota komite 

Perluasan kepesertaan dan Pelayanan  yang bukan 

dewan Pengawas maksimal terdiri dari 3 orang ahli 

senior, 2 orang ahli junior dan 2 orang asisten ahli.

Anggota komite tidak merangkap jabatan lain baik di 

BPjs ketenagakerjaan maupun di tempat lain. [G4-38]

Membership expansion and services Committee (kPkP) 

was established based on Board of Commissioners 

regulation no. Per/08/deWAs/052016 on amendment 

to the regulation of the Board of Commissioners 

number Per/01/deWAs/072014 on Procedures for the 

implementation of the Function, duties and Authorities 

of Board of Commissioners of labour social security 

Administration Agency on May 10,2016. structurally the 

Committee reports to the Board of Commissioners. 

The Committee has the duty of assisting the Board of 

Commissioners of labour social security Administration 

Agency for effective implementation of supervisory 

duties particularly on the application of services and 

membership[. [G4-34]

composItIon of memBershIp expansIon anD 

servIces commIttee 

Based on Board of Commissioners regulation labour 

social security Administration Agency number: Per/09/

deWAs/052016 on supporting organs of Board of 

Commissioners of labour social security Administration 

Agency. The Chairman and Vice Chairman of the 

Committee are members of the Board of Commissioners, 

while members of the Membership expansion and services 

Committee who are not in the Board of Commissioners 

consist of up to 3 senior experts, 2 junior experts and 

2 expert assistants.Members of the Committee do not 

hold other positions either at labour social security 

Administration Agency or elsewhere. [G4-38]

Profil Anggota komite Pengawasan Pengelolaan 

kebijakan dan kinerja dapat dilihat di bagian profil dewan 

Pengawas. 

The profile of Membership expansion and services 

Committee’s members can be found in the profile of 

Board of Commissioners’ section.

KOMPOSISI KeaNggOTaaN Per 31 DeSeMBer 2016 KOMITe PerLUaSaN KePeSerTaaN DaN PeLaYaNaN (KPKP)  
Membership Composition as of december 31, 2016 Membership expansion and services Committee

No
Nama
nama

Jabatan
Position

Usia
Age

Warga Negara
Citizenship

1 rekson silaban Ketua	|	Chairman 50 indonesia

2 eko darwanto Wakil	Ketua	I	|	Vice Chairman i 46 indonesia

3 inda d. Hasman Wakil	Ketua	II	|	Vice Chairman ii 55 indonesia
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Laporan peLaksanaan kegIatan tahun 2016

komite Perluasan kepesertaan dan Pelayanan bekerja 

sesuai dengan Piagam komite yang ditetapkan 

berdasarkan keputusan dewan Pengawas nomor: 

keP/46/deWAs/122016 tentang Piagam komite Perluasan 

kepesertaan dan Pelayanan BPjs ketenagakerjaan. 

selama tahun 2016 komite telah melaksanakan kegiatan 

yang berkaitan dengan tugas-tugasnya, yakni:

1. rapat rutin internal kPkP sebanyak  24  (dua puluh 

empat) kali. 

2. rapat dengan direktorat Perluasan kepesertaan dan 

Hubungan Antar lembara sebanyak 1 (satu) kali. 

3. rapat dengan direktorat Pelayanan sebanyak 1 (satu) 

kali. 

InDepenDensI komIte komIte perLuasan 

kepesertaan Dan peLayanan komIte

komite Perluasan kepesertaan dan Pelayanan secara 

mempunyai kompetensi, pengalaman, keahlian di bidang 

pemasaran atau pelayanan/kesehatan, serta memiliki 

kemampuan komunikasi yang baik. Baik ketua, wakil 

ketua maupun anggota komite adalah independen 

terhadap direksi dan manajemen lain di lingkungan BPjs 

ketenagakerjaan. 

rapat komIte perLuasan kepesertaan Dan 

peLayanan

secara berkala komite Perluasan kepesertaan dan 

Pelayanan menyelenggarakan rapat, untuk membahas 

realisasi dari rencana kerja yang telah disusun. selama 

tahun 2016, komite telah mengadakan rapat sebanyak 

31 kali, dengan rata-rata tingkat kehadiran anggota yang 

berasal dari dewan Pengawas sebanyak 78,49%.

report of actIvIty ImpLementatIon 2016

The Membership expansion and services Committee 

works in accordance with the Committee Charter 

established under the decree of the Board of 

Commissioners number: keP/46/deWAs/122016 on 

the Charter of Membership expansion and services 

Committee of labour social security Administration 

Agency. during 2016 the Committee has conducted 

activities related to its duties, namely:

1. kPkP regular internal meetings for 24 (twenty four) 

times.

2. one meeting with the directorate of Membership 

expansion and inter-agency relations.

3. one meeting with the directorate of services.

InDepenDence of memBershIp expansIon anD 

servIces commIttee

The Membership expansion Committee and services 

has competencies, experiences, expertise in the 

field of marketing or service/health, and has good 

communication skills. Chairman, vice chairmen and 

members of the Committee are independent of the Board 

of directors and other management members within the 

environment of labour social security Administration 

Agency.

meetIngs of memBershIp expansIon anD 

servIces commIttee 

Periodically the Membership expansion and services 

Committee holds meetings to discuss the realization of 

the work plan that has been established. during 2016, the 

Committee held 31 meetings with average attendance 

rate of the Board of Commissioners’ members was 

78.49%.

JUMLaH raPaT DaN KeHaDIraN aNggOTa TaHUN 2016 KOMITe PerLUaSaN KePeSerTaaN DaN PeLaYaNaN  
number of Meetings and Attendance of Members 2016 Membership expansion and services 

No
Nama
nama

Jabatan
Position

Jumlah rapat
number of Meetings

Jumlah Kehadiran
number of Attendance

% Kehadiran
% Attendance

1 rekson silaban Ketua	|	Chairman 31 26 84%

2 eko darwanto Wakil	Ketua	I	|	Vice Chairman i 31 28 90%

3 inda d. Hasman Wakil	Ketua	II	|	Vice Chairman ii 31  19 61%
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4. rapat dengan direktorat lainnya yang tergabung 

dalam direktorat Perencanaan strategis dan Teknologi 

informasi, direktorat Perluasan kepesertaan dan 

Hubungan Antar lembaga, direktorat Umum dan 

sdM sebanyak 5 (lima) kali.

5. kunjungan daerah ke kantor Wilayah, kantor Cabang 

dan atau kantor Cabang Perintis sebanyak 11 kali.

6. diskusi terbatas (Fgd) terkait perluasan kepesertaan 

dengan asosiasi-asosiasi di bidang industri dan jasa. 

7. Penyusunan rkAT 2017 untuk kPkP

8. konsinyering mengenai pemanfaatan potensi desa 

dalam rangka perluasan kepesertaan dan pembentuk 

pilot percontohan desa sadar jaminan sosial 

ketenagakerjaan

9. kajian dan analisis terhadap peta jalan BPjs 

ketenagakerjaan.

10. kajian dan tanggapan terhadap Tor Pengadaan 

kAP untuk audit Pengelolaan Program BPjs 

ketenagakerjaan Tahun 2015 

11. survei keberlanjutan Program stimulus 2015

4. Five joint meetings with other directorates, namely 

the directorate of strategic Planning and information 

Technology, directorate of Membership expansion 

and inter-agency relations, directorate of general 

Affairs and Hr.

5. eleven regional visits to the regional offices, Branch 

offices and/or Pilot Branch offices times.

6. Focus group discussion (Fgd) on membership 

expansion with associations in industrial and services 

sectors.

7. Preparation of rkAT 2017 for kPkP

8. Consignation meeting regarding the utilization of 

village potential for membership expansion and 

forming pilot Village of social security for employment 

Awareness

9. Assessment and analysis of labour social security 

Administration Agency road map.

10. Assessment and response to Tor of Procurement of 

kAP for audit of labour social security Administration 

Agency Program Management 2015

11. stimulus Program sustainability survey 2015

sekreTAris BAdAn
BoArd seCreTAry

Pembentukan sekretaris Badan didasarkan 

pada keputusan direksi BPjs ketenagakerjaan 

no.keP/151/052014 Tentang struktur organisasi dan 

Tata kerja BPjs ketenagakerjaan. divisi sekretaris Badan 

berada dalam direktorat Utama, langsung di bawah 

direktur Utama.

divisi sekretaris Badan mempunyai misi menjadi unit kerja 

yang bertanggung jawab untuk memastikan kelancaran 

tugas dewan Pengawas, direksi serta menjalin hubungan 

baik dengan pemangku kepentingan melalui tata kelola 

yang baik dan pengelolaan dokumen secara modern.

The establishment of the secretary of the Agency 

is based on the decree of the Board of directors of 

BPjs ketnagakerjaan no.keP/151/052014 on the 

organizational structure and Work Procedure of labour 

social security Administration Agency. Board secretary 

division is in the Main directorate, directly under the 

President director.

The Board secretary division has the mission of becoming 

a work unit responsible to ensure the smooth functioning 

of the Board of Commissioners, the Board of directors 

and establishing good relationships with stakeholders 

through good governance and modern document 

management.
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divisi sekretaris Badan memiliki fungsi dalam perencanaan, 

pengoordinasian, pengarahan, pengendalian, dan 

memfasilitasi hubungan korespondensi antarunit kerja 

serta komunikasi korporat guna mencapai keteraturan 

tata naskah dalam menunjang kelancaran hubungan 

kerja dilingkungan internal Badan maupun eksternal. 

divisi sekretaris Badan terdiri dari:

1. Urusan Tata kelola

2. Urusan sekretariat dewan Pengawas

3. Urusan sekretariat Pimpinan Badan

4. Urusan sekretariat Badan.

fungsI Dan tanggung jawaB

Berdasarkan lampiran keputusan direksi BPjs 

ketenagakerjaan no.keP/158/052014 Tentang jabatan, 

Uraian jabatan dan Persyaratan jabatan, Fungsi dan 

Tanggung jawab sekretaris Badan meliputi:

•	 Tanggung	Jawab	utama	

1. Pengelolaan organisasi

a. Mengelola kinerja divisi sekretaris Badan, sehingga 

tujuan jangka pendek dan panjang divisi tercapai;

b. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan sdM 

di divisi sekretaris Badan, sehingga sdM berkualitas 

untuk efektivitas kerja;

c. Mengarahkan proses penilaian kinerja untuk seluruh 

jajarannya sesuai prosedur guna memastikan 

tersedianya hasil penilaian kinerja yang valid dan 

akurat.

2. Pengelolaan operasional

a. Mengkoordinasikan penyusunan usulan kebijakan, 

sistem dan prosedur kerja, guna mewujudkan 

kinerja yang bekualitas;

b. Menyusun usulan rencana kerja jangka Panjang 

divisi sekretaris Badan, guna memperoleh acuan 

kerja;

c. Mengkoordinasikan penyusunan dan memantau 

implementasi rencana kerja dan Anggaran Tahunan 

divisi sekretaris Badan, guna menjaga efektivitas 

kerja dan efisiensi biaya;

The Board secretary division has functions in planning, 

coordinating, directing, controlling, and facilitating 

correspondence between work units and corporate 

communications in order to achieve the order of 

documentation in supporting the smooth working 

relations of the Body’s internal and external parties. Board 

secretary division consists of:

1. governance Affairs

2. secretariat of Board of Commissioners Affairs 

3. secretariat of Board leadership Affairs

4. secretariat of Board Affairs.

functIons anD responsIBILItIes

Based on the attachment of the decree of the Board of 

directors labour social security Administration Agency 

no.keP/158/052014 regarding Position, job description 

and job requirements, Functions and responsibilities of 

the Board secretary include:

•	 Main	responsibilities

1. organizational Management

a. Manage the performance of the Board secretary 

division, in order to meet short-term and long-

term goals of the;

b. increase the knowledge and ability of Hr in the 

Board secretary division, to create qualified human 

resources for work effectiveness;

c. direct the performance assessment process for 

all personnel in accordance with the procedures 

to ensure the availability of valid and accurate 

performance assessment results.

2. operational Management

a. Coordinate the preparation of policy proposals, 

work systems and procedures, in order to achieve 

quality performance;

b. Prepare the proposed long Term Work Plan of 

Board secretary division, in order to get work 

reference;

c. Coordinate the preparation and monitoring of the 

implementation of the Agency’s Work Plan and 

Annual Budget division of the Board secretary 

division, in order to maintain work effectiveness 

and cost efficiency;
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d. Memantau kepatuhan di internal BPjs 

ketenagakerjaan terhadap penerapan Tata kelola, 

guna memastikan terpenuhinya ketentuan yang 

berlaku; 

e. Mengendalikan kecepatan, ketepatan dan 

keamanan distribusi dan administrasi dokumen, 

serta terpeliharanya pusat arsip (record center); 

f. Mengarahkan dan memfasilitasi pemenuhan 

kebutuhan dewan Pengawas dan direksi (dari sisi 

pengaturan kegiatan, hubungan komunikasi dan 

korespondensi dengan pihak internal dan eksternal 

serta pemenuhan sarana prasarana kerja), guna 

penunjang kelancaran kegiatan pimpinan;

g. Mengarahkan implementasi kegiatan keprotokolan 

Pimpinan, guna memenuhi tata cara keprotokolan;

h. Menjalin dan membina hubungan baik dengan pihak 

terkait (pemerintah pusat dan daerah serta asosiasi 

media) untuk memudahkan dalam penerapan 

strategi dan kebijakan BPjs ketenagakerjaan;

i. Mengkoordinasikan penyusunan laporan divisi 

sekretaris Badan, guna memperoleh laporan final 

kegiatan;

j. Mengelola manajemen risiko di divisi sekretaris 

Badan, sehingga terlaksana sesuai ketentuan.

jabatan kepala divisi sekretaris Badan ditunjuk 

dan ditetapkan oleh direktur Utama, dengan 

memperhatikan persyaratan memiliki keahlian dan 

latar belakang dalam bidang: 

a. diklat kepemimpinan Utama

b. Teknik operasional Program jaminan sosial

c. Human Resources Management

d. komunikasi

e. Pedoman kepatuhan Tata kelola

f. strategi Bisnis

g. Planning & Organizing

h. Management Information System

i. seminar bisnis yang berkaitan dengan Corporate 

secretary

d. Monitor compliance with governance 

implementation within labour social security 

Administration Agency, to ensure compliance with 

applicable regulations;

e. Control the promptness, accuracy and security of 

the distribution and administration of documents, 

as well as maintain the record center;

f. direct and facilitate the fulfillment of the needs 

of the Board of Commissioners and the Board of 

directors (in terms of arrangement of activities, 

communication and correspondence with 

internal and external parties and the provision 

of work infrastructure), to support the smooth 

implementation of leadership activities;

g. direct protocol of leadership activities, in order to 

comply with protocol procedures;

h. establish and maintain good relationships 

with related parties (central and regional 

governments, and media associations) to facilitate 

the implementation of labour social security 

Administration Agency’s strategies and policies;

i. Coordinate the reporting preparation of the Board 

secretary division, in order to obtain the final report 

of the activities;

j. Managing risk in the Board secretary division, to be 

implemented in accordance with provisions.

The position of the Head of Board secretary division 

shall be appointed and determined by the President 

director, taking into account the requirements of 

having expertise and background in the areas of:

a. Main leadership Training

b. operational Technique of social security Program

c. Human resources Management

d. Communication

e. governance Compliance guidelines

f. Business strategy

g. Planning & organizing

h. Management information system

i. Business seminars related to Corporate secretary
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penDIDIkan Dan peLatIhan BagI sekretarIs 

BaDan

selama tahun 2016 kami menyertakan sekretaris Badan 

pada berbagai pendidikan dan pelatihan, yang ditujukan 

untuk meningkatkan kapasitas maupun kapabilitas.

eDucatIon anD traInIng for BoarD secretary

during 2016 we included the Board secretary on various 

education and training, aimed at increasing capacity and 

capability.

PrOFIL SeKreTarIS BaDaN | Profile of Board secretary

Uraian Nama | nama description

Tempat dan tanggal lahir: jakarta, 31 Agustus 1962

dedy PrAMiAdi

Place and date of birth: jakarta, August 31, 1962

dasar hukum penunjukan:
keputusan direksi nomor: keP/130/042013 dan 
keputusan direksi nomor: keP/183/062014

legal basis for the appointment:
decree of the Board of directors number: 
keP/130/042013 and decree of the Board of 
directors number: keP/183/062014

riwayat Pendidikan:
s2 sekolah Tinggi Manajemen PPM

educational background:
Master’s degree from PPM school of Management 

riwayat jabatan
•	 Kepala	Biro	Pengadaan	(2012-2013)
•	 Kepala	Biro	Sarana	dan	Prasarana	(2010-2012)
•	 Kepala	Biro	Pasar	Uang	Pasar	Modal	(2006-2010)

job History:
•	 Bureau	Head	of	Procurement	(2012-2013)
•	 Bureau	Head	of	Facilities	and	Infrastructure	

(2010-2012)
•	 Bureau	Head	of	Capital	Market	Money	Market	

(2006-2010).

Periode jabatan
•	 Menjabat	sejak	tahun	2013

Term of office
•	 Having	served	since	2013

PeNDIDIKaN DaN PeLaTIHaN BagI SeKreTarIS BaDaN TaHUN 2016 
education and Training for Board secretary 2016

Nama
name

Kegiatan yang Diikuti
attended activity

Tanggal
Date

Board Update good 
governance dan risk 
Management
Board Update good 
governance and risk 
Management

1. Board duties, liabilities and responsibilities dewan Pengawas dan direksi
2. implementasi good governance: komitmen, infrastruktur dan Best Practices
3. risk Management
1. Board duties, liabilities and responsibilities of Board of Commissioners and 

Board of directors
2. implementation of good governance: Commitment, infrastructure dan Best 

Practices
3. risk Management

13 April 2016
April 13, 2016

Laporan peLaksanaan kegIatan tahun 2016

1. implementasi digitalisasi Arsip Usia 11 – 15 tahun di 

kantor Pusat

2. Pelatihan dan sosialisasi Tata naskah dan kearsipan

3. Penyelesaian Produk Hukum Turunan dewan 

Pengawas

4. implementasi e-Travel order Untuk Validitas Pengisian 

Formulir Travel order sebagai salah satu Persyaratan 

Pemesanan Melalui Mekanisme Travel Management

5. Penyempurnaan  Pedoman infrastruktur Good 

Governance BPjs ketenagakerjaan 

6. Pelaksanaan Internal Governance Award (igA) 2016

7. Mereviu kesesuaian issA guideline (on Good 

Governance) dengan peraturan internal.

report of actIvIty ImpLementatIon 2016

1. digitalization of Archives Aged 11-15 years at the Head 

office

2. Training and dissemination of documentation and 

Archive Filing

3. Completion of the Board of Commissioners’ Bylaw 

Products 

4. implementation of e-Travel order for Validity of Travel 

order Form Filling As Booking requirement Through 

Travel Management Mechanism

5. refining good governance infrastructure guidelines

6. organizing internal governance Award (igA) 2016

7. review the conformity of issA guideline (on good 

governance) with internal regulations.
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koMiTe lAin di BAWAH direksi
oTHer CoMMiTTees Under THe BoArd oF direCTors

BPjs ketenagakerjaan juga memiliki beberapa komite lain 

yang berada di bawah direksi, yakni:

•	 Komite	Manajemen	Risiko

•	 Komite	Good Governance

•	 Komite	Integritas

komite-komite tersebut tidak bersifat independen dan 

bertugas membantu direksi dalam penyelenggaraan 

kegiatan operasional BPjs.

komIte manajemen rIsIko

secara struktural, komite Manajemen risiko 

beranggotakan seluruh direktur sesuai dengan bidang 

dan tanggung jawabnya serta kepala divisi Manajemen 

risiko. dasar pembentukan komite adalah Peraturan 

direksi no. 24/Perdir/082016 Tentang struktur 

organisasi BPjs ketenagakerjaan.

Fungsi komite adalah memberikan konsultasi kepada 

direksi khususnya direktur Utama guna pengambilan 

keputusan pada pada tingkat strategis, menyangkut 

kebijakan manajemen risiko serta pertimbangan risiko 

dalam pengambilan keputusan operasional, keuangan 

maupun investasi serta hal-hal yang terkait dengan 

keputusan bisnis yang belum tercakup dalam prosedur 

normal.

komIte gooD governance 

Untuk mendukung pelaksanaan Tata kelola yang Baik, 

BPjs ketenagakerjaan memiliki komite Good Governance 

yang beranggotakan personil lintas divisi. komite Good 

Governance dibentuk berdasarkan surat Perintah direksi 

no. sPrinT/27/012016 yang diperbaharui menjadi 

sPrin/437/082016 Tentang Pembentukan komite Good 

Governance BPjs ketenagakerjaan.

secara struktural komite Good Governance dipimpin 

oleh seorang ketua. komite Good Governance bertugas 

melaksanakan koordinasi dengan unit-unit kerja lain, 

terkait penerapan Tata kelola yang Baik di lingkungan 

BPjs ketenagakerjaan. 

labour social security Administration Agency also has 

several other committees under the Board of directors, 

namely:

•	 Risk	Management	Committee

•	 Good	Governance	Committee

•	 Integrity	Committee

These committees are not independent and are in charge 

of assisting the Board of directors in the operations of 

BPjs.

rIsk management commIttee

structurally, the risk Management Committee is 

composed of all directors according to their respective 

areas and responsibilities as well as the Head of risk 

Management division. The basis for of the Committee’s 

establishment is the regulation of the Board of directors 

no. 24/Perdir/082016 on organizational structure of 

labour social security Administration Agency.

The Committee’s function is to provide consultation to the 

Board of directors, especially the President director for 

strategic decision making, concerning risk management 

policies and risk considerations in operational, financial 

and investment decision making and matters related to 

business decisions that are not covered under normal 

procedures.

gooD governance commIttee

To support the implementation of good governance, 

labour social security Administration Agency has a 

good governance Committee that consists of cross-

division personnel. The good governance Committee 

was established based on the letter of instruction of 

the Board of directors no. sPrinT/27/012016, which is 

updated to sPrin/437/082016 on the establishment of 

good governance Committee of labour social security 

Administration Agency.

structurally, the good governance Committee is headed 

by a Chairman. The good governance Committee is 

in charge of coordinating the implementation of good 

governance with other work units at labour social 

security Administration Agency.
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dalam melaksanakan tugasnya, komite berpedoman pada 

Peraturan direksi nomor: Perdir/18/092015 tentang 

Pedoman Tata kelola yang Baik (Good Governance) BPjs 

ketenagakerjaan.

selama tahun 2016 komite governance telah 

menyelesaikan berbagai kegiatan, yang ditujukan untuk 

mendukung penerapan tata kelola yang baik. selain itu, 

secara berkala dan berkesinambungan kami melakukan 

kegiatan pemantauan dan valuasi terkait dengan 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

in performing its duties, the Committee shall refer 

to the regulation of the Board of directors number: 

Perdir/18/092015 on the good governance guidelines 

of labour social security Administration Agency.

during 2016, the governance Committee has completed 

various activities, aimed at supporting the implementation 

of good governance. in addition, we periodically and 

continuously conduct monitoring and valuation activities 

related to the performance of our respective duties and 

responsibilities.

STrUKTUr OrgaNISaSI 
KOMITe gOOD gOVerNaNCe
organizational structure of 
good governance Committee
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No
MaIN INDIKaTOr
MAin indiCATor

aKTIVITaS
ACTiViTy

HaSIL
oUTCoMe

1 governance 
infrastructure

Melakukan Harmonisasi 
Perdir/01/042014 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Fungsi, Tugas 
dan Wewenang direksi Badan 
Penyelenggara jaminan sosial 
ketenagakerjaan
Harmonizing Perdir/01/042014 
on Procedures for the 
implementation of the Functions, 
duties and Authorities of the Board 
of directors of the social security 
Administering Body

draft Perdir/kePdir telah direview oleh divisi kepatuhan 
dan Hukum dan saat ini sedang dalam proses review dan 
paraf direksi
The draft Perdir/kePdir has been reviewed by the 
Compliance and legal division and is currently in the 
process of review and signing of the Board of directors

2 governance Assessment Telah dilakukannya governance 
Assessment BPjs ketenagakerjaan 
oleh Assessor eksternal 
labour social security 
Administration Agency has 
conducted governance 
Assessment by external Assessor

Berdasarkan hasil assessment penerapan Good Governance 
tahun 2015, BPjs  ketenagakerjaan memperoleh skor 
sebesar 95,49 (SaNgaT BaIK)
Based on the assessment results of good governance 
implementation in 2015, labour social security 
Administration Agency earned score of 95.49 (exCeLLeNT)

3 Master Plan Csr kegiatan dijalankan berdasarkan 
program kerja sebagaimana rkAT 
2016 dan pedoman program Tjsl
Activities are conducted based on 
work programs according to rkAT 
2016 and ser program guidelines

Masih dilakukan review oleh direksi
still being reviewed by the Board of directors

4 Review kematangan Risk 
Management
review of risk 
Management Maturity

Assessment Tingkat kematangan 
Manajemen risiko
Assessment of risk Management 
Maturity level

sedang dilaksanakan assessment oleh lembaga Manajemen 
Fakultas ekonomi Universitas indonesia mulai 11 oktober 
2016 sd  8 Februari 2017
An assessment has been undertaken by the institute of 
Management, Faculty of economics, University of indonesia 
from october 11, 2016 until February 8, 2017

5 internal governance 
Award & initiative

Asistensi ke seluruh unit kerja 
terkait parameter igA 2016
Assistance to all work units related 
to igA 2016 parameters

•	 Telah	dilakukan	kunjungan	dan	asistensi	di	11	Kanwil	
terkait parameter penilaian igA 2016.

•	 Komunikasi	via	telepon,	email	dan	grup	WA	masing-
masing kanwil terkait parameter igA 2016.

•	 Visits	and	assistance	have	been	conducted	in	11	Regional	
offices related to igA 2016 assessment parameters.

•	 Communication	via	phone,	email	and	WA	group	of	
respective regional offices related to parameters igA 
2016.

Penjurian igA 2016
igA 2016 judging

•	 Telah	dilakukan	penilaian	pada	babak	penyisihan	atas	3	
kategori peserta igA.

•	 Pelaksanaan	final	IGA	2016	di	Patra	Jasa	Hotel,	Tuban	Bali	
yang diikuti oleh 3 kandidat masing-masing kategori.

•	 Assessment	has	been	conducted	in	the	preliminary	round	
of 3 categories of igA participants.

•	 Implementation	of	the	final	IGA	2016	at	Patra	Jasa	Hotel,	
Tuban Bali followed by 3 candidates of each category.

Penetapan dan pengumuman 
pemenang igA 2016
determination and announcement 
of igA 2016 winners

Telah dilakukan pengumuman pemenang pada tanggal 5 
desember 2016.
Winners were announced on december 5, 2016.

Pembuatan dan pendistribusian 
Buku igA 2016
The preparation and distribution of 
igA Book 2016

Buku igA yang berisi rekapitulasi dan dokumentasi igA 
didistribusikan ke seluruh unit kerja pada januari 2016.
The igA books that containing igA’s recapitulation and 
documentation are distributed to all work units in january 
2016.
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No
MaIN INDIKaTOr
MAin indiCATor

aKTIVITaS
ACTiViTy

HaSIL
oUTCoMe

6 Transparency & 
disclosure

Pengungkapan informasi dan 
update good governance
disclosure of information and 
updates on good governance

Update info gg pada website
Update gg info on the website

7 internal stakeholder 
engagement

Membangun awareness karyawan 
dengan presentasi dalam rangka 
pengambangan individu
Build awareness of employees 
with presentations for individual 
development

•	 Telah	dilakukannya	sosialisasi	dan	edukasi	di	2	Divisi,	11	
kantor Wilayah dan 7 kantor Cabang

•	 Telah	dilakukannya	sosialisasi	dan	edukasi	di	Entitas/
perusahaan afiliasi PT. Bijak

•	 Workshop	seminar	Implementasi	Good Governance di 
otoritas jasa keuangan dan industri jasa keuangan

•	 Dissemination	and	education	have	been	conducted	in	2	
divisions, 11 regional offices and 7 Branch offices

•	 Dissemination	and	education	have	been	done	at	affiliated	
entities/companies of PT Bijak

•	 Workshop	seminar	of	Good	Governance	Implementation	
in Financial services Authority and Financial services 
industry

8 Annual report dan 
sustainability report
Annual report and 
sustainability report

Telah disusun integrity report 
yang merupakan gabungan dari 
Annual report dan sustainability 
report
integrity report has been 
prepared, which is a combination 
of Annual report and sustainability 
report

•	 Dalam	penyusunan	Integrity	report,	Divisi	Komunikasi	
sebagai PiC  melibatkan Trisakti sustainability Center

•	 Keikutsertaan	dalam	award	belum	dapat	dilakukan	karena	
belum adanya kategori untuk Badan Hukum Publik.

•	 In	preparing	the	Integrity	report,	the	Communications	
division as a PiC involves the Trisakti sustainability Center

•	 Participation	in	the	award	can	not	be	made	because	there	
has been no category for Public legal entity
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PengelolAAn risiko [G4-45, G4-46, G4-47]

risk MAnAgeMenT

BPjs ketenagakerjaan menetapkan operasi unggul 

(operational excellence) sebagai strategi tahun 2016. 

kami menyadari upaya untuk mewujudkan operasi 

unggul tidaklah mudah dan senantiasa dihadapkan pada 

risiko. diperlukan kebijakan pengelolaan risiko yang 

ditujukan untuk memberikan keyakinan yang memadai 

dalam pencapaian strategi dan sasaran strategis Badan. 

tantangan paDa tahun 2016 

kami terus berupaya meningkatkan pengelolaan risiko, 

meski dalam pelaksanaannya dihadapkan pada sejumlah 

tantangan, di antaranya kualitas profil risiko yang disusun 

masing-masing unit kerja masih rendah dan belum sesuai 

dengan Fundamental Risk Management. Hal tersebut 

disebabkan karena :

a. kurang tepatnya identifikasi risiko pada saat 

penyusunan Profil risiko tingkat kantor Wilayah, 

kantor Cabang dan tingkat divisi.

b. kurang tepatnya pengukuran risiko (eksposur risiko) 

pada saat penyusunan Profil  risiko tingkat kantor 

Wilayah, kantor Cabang dan tingkat divisi.

c. ketidaksesuaian penanganan risiko (mitigasi) dalam 

penyusunan Profil  risiko tingkat kantor Wilayah, 

kantor Cabang dan tingkat divisi.

d. Tidak selarasnya  risiko kantor Wilayah, kantor Cabang 

dengan risiko Badan.

Tantangan lain:

1. Penyusunan profil risiko di beberapa unit kerja tidak 

tepat waktu.

2. Tidak adanya umpan balik dari divisi Manajemen risiko 

atas kualitas Profil risiko kantor Wilayah

3. Tidak adanya umpan balik dari kantor Wilayah atas 

kualitas Profil risiko kantor Cabang.

4. kurangnya pemantauan dan evaluasi terhadap 

pengelolaan risiko dari setiap unit kerja.

5. Pemantauan eksekusi rencana penanganan tidak 

dilakukan oleh pemilik risiko kunci (key risk owner/

kro) 

labour social security Administration Agency established 

operational excellence as a strategy of 2016. We realize 

that efforts to realize operational excellence are not 

easy and are always exposed to risk. A risk management 

policy is required to provide sufficient confidence in 

the achievement of the Agency’s strategy and strategic 

objectives. 

chaLLenges In 2016

We continue our effort to improve risk management, 

although in its implementation it is faced with a number 

of challenges, including the poor quality of risk profile 

prepared by each work unit and not in accordance with 

Fundamental risk Management. The causes were as 

follows:

a. inaccurate risk identification at the time of risk Profile 

preparation of regional offices, Branch offices and 

divisions.

b. inaccurate measurement of exposure at the time of 

risk Profile preparation of regional offices, Branch 

offices and divisions.

c. inappropriate risk mitigation during risk Profile 

preparation of regional offices, Branch offices and 

divisions.

d. inconsistent risk of regional offices, Branch offices 

with the Agency’s risks.

other challenges:

1. Untimely risk profile preparation at some units.

2. Absence of feedback from risk Management division 

on risk Profile of regional offices

3. Absence of feedback from the regional office on the 

quality of Branch office risk Profile.

4. lack of monitoring and evaluation of risk management 

of each work unit.

5. no monitoring on the execution mitigation planby the 

key risk owner (kro)
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strategI Dan InIsIatIf yang DIjaLankan

1. Melaksanakan rencana kerja sesuai timeline yang telah 

ditentukan di awal tahun 2016

2. Peningkatan kualitas proses pengelolaan risiko dengan 

melakukan hal-hal sebagai berikut :

a. Melakukan kunjungan ke kantor Wilayah dan kantor 

Cabang untuk memberikan edukasi, sosialisasi dan 

review dalam melakukan pengelolaan risiko yang 

tepat dan tata cara penyusunan profil risiko  melalui 

aplikasi siMrk sesuai Fundamental risk Manajement

b. Membuat format umpan balik standar untuk divisi 

Manajemen risiko dan kantor Wilayah  atas kualitas 

penyusunan Profil risiko kantor Wilayah dan kantor 

Cabang

c. Melakukan konfirmasi dan mengirimkan umpan ke 

kantor Wilayah terkait penyusunan profil risiko yang 

tidak berkualitas.

d. Melaksanakan pertemuan group Head Manajemen 

risiko kantor Wilayah setiap triwulan.

e. Melakukan identifikasi dan analisa atas kualitas 

penyusunan profil risiko kantor Wilayah dan kantor 

cabang. 

3. Melakukan rapat internal urusan operasional secara 

rutin setiap minggu untuk membahas rencana kerja 

dan lainnya.

4. Membuat kajian tepat waktu sesuai service level 

agreement (slA).

kami juga melakukan sejumlah inisiatif, di antaranya:

1. Melakukan kajian risiko operasional atas kecukupan 

identifikasi, risk assesment, rencana dan pelaksanaan 

penanganan risiko dengan eksposur signifikan di 

tingkat strategis.

2. Menyusun dan mengajukan laporan profil risiko Badan 

berdasarkan rangkaian proses Manajemen risiko 

yang dilaksanakan oleh risk owner dilengkapi dengan 

analisis tambahan dari divisi Manajemen risiko.

strategIes anD InItIatIves 

1. implement work plan according to the timeline that 

has been determined in early 2016

2. improving the quality of the risk management process 

by conducting the following:

a. Visits to regional offices and Branch offices to 

provide education, dissemination and review in 

performing appropriate risk management and 

procedures for risk profile preparation through 

siMrk application in accordance with Fundamental 

risk Management

b. Create a standardized feedback format for the risk 

Management division and regional offices on the 

quality of risk profile of regional offices and Branch 

offices

c. Confirm and send the feed to the regional offices 

related to the preparation unqualified risk profile.

d. organize group risk Management group Head 

meetings quarterly.

e. identify and analyze the quality of risk profile 

preparation of regional offices and Branch offices.

3. organize internal meetings of operational affairs 

regularly every week to discuss work plans and others.

4. Make a timely review according to the service level 

Agreement (slA).

We also undertook a number of initiatives, including:

1. Conduct operational risk assessment on adequacy 

of identification, risk assessment, plan and 

implementation of risk management with significant 

exposure at the strategic level.

2. Prepare and submit risk profile report of the Agency 

based on a series of risk Management process 

implemented by the risk owner supplemented by 

additional analysis of the risk Management division.
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3. Melakukan kunjungan ke kantor Wilayah dan kantor 

Cabang untuk memberikan edukasi, sosialisasi dan 

review dalam melakukan pengelolaan risiko yang tepat 

dan tata cara penyusunan profil risiko  melalui aplikasi 

siMrk sesuai Fundamental risk Manajement.

4. Melakukan pengkinian/revisi daftar Pustaka 

risiko kantor cabang, kantor wilayah dan BPjs 

ketenagakerjaan dalam rangka  harmonisasi pustaka 

risiko untuk memudahkan dalam pengelolaan risiko di 

BPjs ketenagakerjaan.

5. Memberikan usulan rencana pengendalian atau 

penanganan risiko.

6. Membuat format umpan balik standar untuk divisi 

Manajemen risiko dan kantor Wilayah atas kualitas 

penyusunan Profil risiko kantor Wilayah dan kantor 

Cabang.

7. Melaksanakan pertemuan group Head Manajemen 

risiko kantor Wilayah setiap triwulan dalam rangka 

meningkatkan pemahaman dan monitoring 

pengelolaan risiko kantor Wilayah dan kantor Cabang.

8. Membuat analisa, monitoring dan evaluasi terkait 

pengelolaan risiko di kantor Wilayah dan kantor 

Cabang.

3. Visits to regional offices and Branch offices to provide 

education, dissemination and review in performing 

appropriate risk management and procedures for the 

risk profile preparation through siMrk application in 

accordance with Fundamental risk Management.

4. Update/revise risk register of branch offices, regional 

offices and labour social security Administration 

Agency in order to harmonize the risk register to 

facilitate risk management in labour social security 

Administration Agency.

5. Provide proposed control plan or risk handling.

6. Create a standardized feedback format for risk 

Management division and regional offices on the 

quality of risk profile preparation of regional offices 

and Branch offices.

7. organize risk Management group Head meetings 

quarterly in order to improve understanding and 

monitoring of risk management of regional offices 

and Branch offices.

8. Performing analysis, monitoring and evaluation related 

to risk management at regional offices and Branch 

offices.
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Dasar penerapan manajemen rIsIko

Manajemen risiko dilaksanaan sebagai bentuk 

strategi pencegahan dalam menjaga akuntabilitas 

penyelenggaraan jaminan sosial nasional. Penerapan 

pengelolaan risiko merupakan amanat Undang-Undang 

no.24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara 

jaminan sosial dan Peraturan Pemerintah no.99 Tahun 

2013 Tentang Pengelolaan Aset Badan Penyelenggara 

jaminan sosial. 

Pengelolaan risiko juga diatur dalam beberapa ketentuan 

lain:

1. Peraturan direksi BPjs ketenagakerjaan 

no.Perdir/18/092015 Tentang Pedoman Tata kelola 

yang Baik (Good Governance) BPjs ketenagakerjaan, 

yang menjelaskan manajemen risiko sebagai bagian 

penting dari tata kelola Badan;

2. Peraturan direksi BPjs ketenagakerjaan 

no.Perdir/27/092015 Tentang kebijakan Manajemen 

risiko BPjs ketenagakerjaan, yang menjelaskan 

mengenai infrastruktur, tata kelola dan proses 

manajemen risiko Badan;

3. Peraturan direksi BPjs ketenagakerjaan 

no.Perdir/28/092015 Tentang selera dan Toleransi 

risiko BPjs ketenagakerjaan, yang menjelaskan tingkat 

dan skala selera serta toleransi risiko yang bersedia 

diambil oleh direksi dalam pengelolaan risiko-risiko 

Badan;

4. Peraturan direksi BPjs ketenagakerjaan 

no.Perdir/29/092015 Tentang kebijakan 

Manajemen keberlangsungan Bisnis (Business 

Continuity Management) BPjs ketenagakerjaan, yang 

menjelaskan mengenai tindakan antisipatif yang perlu 

disiapkan Badan dalam rangka keberlangsungan bisnis 

saat terjadi gangguan, krisis, atau bencana.

rujukan penerapan manajemen rIsIko

Pengelolaan risiko dilaksanakan dengan merujuk pada 

kerangka kerja Coso (erM Coso Framework). semua 

bagian di dalam organisasi memiliki tanggung jawab 

terhadap pengelolaan risiko, sehingga penerapan 

manajemen risiko harus mencakup seluruh tingkatan unit 

kerja.

BasIs of rIsk management ImpLementatIon

risk Management is implemented as a form of 

prevention strategy in maintaining accountability for the 

management of national social security. risk management 

implementation is a mandate of law no.24 of 2011 on 

the social security Administering Body and government 

regulation no.99 of 2013 on Asset Management of the 

social security Administering Body.

risk management is also stipulated in several other 

provisions:

1. regulation of labour social security Administration 

Agency’s Board of directors no. Perdir/18/092015 

on governance guidelines of labour social security 

Administration Agency, which describes risk 

management as an important part of the governance 

of the Agency;

2. regulation of labour social security Administration 

Agency’s Board of directors no. Perdir/27/092015 

on labour social security Administration Agency’s 

risk Management Policy, which describes the 

infrastructure, governance and risk management 

process of the agency;

3. regulation of labour social security Administration 

Agency’s Board of directors no. Perdir/28/092015 on 

risk Appetite and Tolerance of labour social security 

Administration Agency, which describes the level and 

scale of risk appetite and tolerance that is willing to be 

taken by the Board of directors in managing the risks 

of the Agency;

4. regulation of labour social security Administration 

Agency’s Board of directors no. Perdir/29/092015 

on the Business Continuity Management Policy of 

labour social security Administration Agency, which 

describes the anticipatory measures that need to be 

prepared by Agency for business continuity during 

disturbances, crisis, or disaster.

rIsk management ImpLementatIon reference

risk management is implemented by referring to the erM 

Coso Framework. All sections within the organization 

have responsibility for risk management, thus the 

implementation of risk management should cover all 

levels of work unit.
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Pengelolaan risiko dimulai sejak proses penetapan sasaran 

kinerja, dengan mengkategorikan dan menurunkan risiko 

berdasarkan sasaran strategis, operasional, pelaporan, 

dan pemenuhan (kepatuhan). kerangka kerja Coso 

membagi proses pengelolaan risiko ke dalam delapan 

komponen proses, yaitu:

1. identifikasi lingkungan internal;

2. Penetapan sasaran;

3. identifikasi kejadian;

4. Penilaian risiko;

5. respon risiko;

6. Aktivitas pengendalian;

7. informasi dan komunikasi;

8. Pemantauan

risk management begins since the process of setting 

performance goals, by categorizing and lowering risk 

based on strategic objectives, operations, reporting, 

and compliance. The Coso Framework divides the risk 

management process into eight process components:

1. identification of internal environment;

2. Target setting;

3. identification of events;

4. risk assessment;

5. risk response;

6. Controlling activities;

7. information and communication;

8. Monitoring

STrUKTUr PeNgeLOLaaN rISIKO
risk Management structure

UNIT KERJA (CABANG, 
WILAyAH, DIvISI)

DIvISI
MANAJEMEN RISIKo 

DIvISI
KEPATUHAN & HUKUM

GRUP MANAJEMEN 
MUTU & RISIKo WILAyAH

SATUAN PENGAWAS 
INTERNAL

DEWAN PENGAWAS

KoMITE PEMANTAU 
MANAJEMEN RISIKo & TI

KoMITE
AUDIT

KoMITE
MANAJEMEN RISIKo 

KoMITE 
INvESTASI

DIREKSI

1ST LINE of DEfENCE 2ND LINE of DEfENCE 3RD LINE of DEfENCE
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 Dewan Pengawas

Bertugas melakukan pengawasan pelaksanaan 

pengurusan BPjs ketenagakerjaan oleh direksi dan 

memberikan arahan atau nasihat kepada direksi yang di 

dalamnya mencakup aspek manajemen risiko. dewan 

Pengawas membentuk komite Pemantau risiko guna 

mendukung fungsi pemantauan pelaksanaan manajemen 

risiko di BPjs ketenagakerjaan.

 Direksi

sebagai pemangku akuntabilitas utama dalam 

memastikan pengelolaan risiko di tingkat Badan berjalan 

efektif. direksi memastikan terlaksananya pengelolaan 

risiko secara efektif, proaktif, dan berkesinambungan.

 Unit kerja di kantor pusat dan kantor daerah

divisi, kantor Wilayah, kantor Cabang adalah 1st line 

of defence dalam melakukan pengelolaan risiko 

yang berkaitan dengan pelaksanaan proses bisnis. 

divisi kepatuhan Hukum sebagai 2nd line of defence, 

memastikan bahwa semua prosedur kerja dalam 

melaksanakan proses bisnis melalui uji kepatuhan.

 Unit Manajemen risiko Wilayah

Berkewajiban membina, mengarahkan dan memantau 

pelaksanaan manajemen risiko dan efektivitas 

penanganan risiko pada kantor-kantor cabang sesuai 

kebijakan dan Petunjuk Teknis Manajemen risiko.

 Divisi Manajemen risiko

Bertanggung jawab dalam mengembangankan kebijakan, 

prosedur, metode dan alat bantu manajemen risiko, 

melakukan fungsi fasilitasi, konsultansi dalam penerapan 

manajemen risiko serta pelaporan risiko di level strategis 

Badan kepada direksi.

 Satuan Pengawas Internal 

Bertanggungjawab memastikan dilaksanakannya proses 

pengelolaan risiko pada unit kerja sesuai kebijakan dan 

prosedur melalui fungsi audit internal.

 agen risiko (risk agent)

dibentuk pada setiap unit kerja dan berperan menjalankan 

fungsi konsultasi & fasilitasi manajemen risiko di unit 

kerjanya.

 Board of Commissioners

in charge of overseeing the implementation of labour 

social security Administration Agency’ management by 

the Board of directors and provide guidance or advice or 

direction to the Board of directors, which include aspects 

of risk management. in carrying out oversight on the 

risk management aspects, the Board of Commissioners 

formed a risk Monitoring Committee to support the 

functions of monitoring the implementation of risk 

management in labour social security Administration 

Agency.

 Board of Directors

As a major accountability holder in ensuring effective risk 

management at Agency level. The Board of directors is 

to ensure the governance principles are implemented 

in every aspect of Agency’s activities, as well as the 

implementation of effective, proactive, and continuous 

risk management.

 Work units at head office and regional offices

divisions, regional offices, Branch offices carrying out 

activities of business processes are the 1st line of defense 

in managing risks at the operational level related to the 

implementation of business processes. legal Compliance 

division on the 2nd line of defense is to ensure that all 

working procedures in conducting business processes 

undergo compliance test.

 regional risk Management Unit

obliged to maintain, direct and monitor the 

implementation of risk management and the effectiveness 

of risk handling at branch offices according to risk 

Management Policies and Technical instructions.

 risk Management Division

responsible for developing policies, procedures, 

methods and tools of risk management, performing the 

functions of facilitation, consultancy in the application 

of risk management and risk reporting at the Agency’s 

strategic levels to the Board of directors.

 Internal Supervisory Unit

responsible for ensuring the implementation of the risk 

management process at the work units in accordance 

with policies and procedures through the internal audit 

function.

 risk agent

established at each work unit and plays the role in 

carrying out risk management consulting and facilitation 

functions in their respective work unit.
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metoDoLogI penyusunan profIL rIsIko 

Profil risiko dalam rencana kerja dan Anggaran Tahunan 

(rkAT) 2016 disusun sesuai sasaran-sasaran strategis 

yang akan diterapkan pada kurun waktu periode 

pelaporan. Profil risiko pada masing-masing sasaran 

strategis merupakan risiko yang dapat menimbulkan 

dampak signifikan pada upaya pencapaian sasaran 

strategis sehingga harus dikelola BPjs ketenagakerjaan.

Profil risiko strategis disusun melalui proses identifikasi 

risiko yang diperkirakan timbul dari setiap rencana 

dan inisiatif strategis BPjs ketenagakerjaan tahun 

2016. identifikasi dilakukan dengan terlebih dahulu 

mengidentifikasi faktor-faktor kritikal pada setiap rencana 

dan inisiatif strategis. Pada setiap faktor kritikal dilakukan 

identifikasi risiko kunci yang diperkirakan akan berdampak 

signifikan pada implementasi strategi dan pencapaian 

sasaran strategis. 

Penetapan risiko kunci diperoleh sesuai dengan hasil 

asesmen potensi peristiwa yang diperkirakan menjadi 

penghambat keberhasilan dan dilakukan dalam kerangka 

kebijakan strategi 2016. Hasil asesmen selanjutnya 

menjadi risiko kunci yang menjadi prioritas untuk dikelola. 

Proses pengelolaan risiko dilengkapi dengan rencana 

mitigasi risiko dan menjadi dasar dalam perencanaan 

kerja strategis masing-masing risk owner selama tahun 

2016.

methoDoLogy of rIsk profILe preparatIon

The risk profile in the Annual Work Plan and Budget (rkAT) 

2016 was prepared according to the strategic targets that 

were to be applied during the reporting period. The risk 

profile of each strategic objective was a risk that might 

have a significant impact on the effort to achieve the 

strategic objectives so that it must be managed by labour 

social security Administration Agency.

 

strategic risk profile was prepared through a risk 

identification process predicted to arise from any 

labour social security Administration Agency’s strategic 

Plans and strategic initiatives 2016. The first step was 

identification of critical factors in each strategic plan 

and initiative. key risk identification was performed for 

each critical factor predicted to have a significant impact 

on strategy implementation and the achievement of 

strategic objectives.

The key risk was determined in accordance with the 

assessment results of potential events that were expected 

to hinder achievement and was carried out within the 

framework of the strategic policy 2016. The assessment 

results then became key priority risk to be managed. 

The risk management process was complemented by a 

risk mitigation plan and became the basis for strategic 

planning for each risk owner during 2016.
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perIstIwa rIsIko prIorItas 

Peristiwa-peristiwa risiko yang berpotensi menjadi suatu 

tantangan untuk dihadapi BPjs ketenagakerjaan dalam 

mengimplementasikan sasaran strategis, dikategorikan 

menjadi tiga tingkat risiko yaitu: 

•	 Peristiwa	 risiko	 yang	 memiliki	 tingkat	 risiko	 rendah	

dengan nilai risiko dibawah batas selera risiko, 

•	 Peristiwa	 risiko	 yang	 memiliki	 tingkat	 risiko	 sedang,	

dan 

•	 Peristiwa	risiko	yang	memiliki	tingkat	risiko	tinggi.	

Peristiwa risiko yang memiliki nilai risiko di bawah batas 

selera risiko dan dapat dikendalikan dengan internal 

kontrol BPjs ketenagakerjaan. sedangkan peristiwa risiko 

yang berada di atas batas selera risiko merupakan risiko 

yang memerlukan strategi mitigasi dan menjadi inisiatif 

strategis tambahan maupun penyempurna terhadap 

inisiatif dalam rkAT 2016. 

secara keseluruhan terdapat 66 peristiwa risiko prioritas 

dari 25 sasaran strategis BPjs ketenagakerjaan yang 

mendapatkan perhatian khusus. Pengelolaan terhadap 

peristiwa risiko-peristiwa risiko tersebut diperlukan, 

karena jika peristiwa risiko dimaksud benar-benar terjadi 

maka akan mempengaruhi secara signifikan kualitas dan 

kuantitas pencapaian hasil sasaran strategis. 

keBIjakan manajemen rIsIko BaDan Dan 

manajemen rIsIko Dana

sesuai amanat UU no.24 Tahun 2011 Tentang Badan 

Penyelenggara jaminan sosial, BPjs ketenagakerjaan 

diamanatkan mengelola dana jaminan sosial dengan 

prinsip kehati-hatian. Berdasarkan surat keputusan direksi 

BPjs ketenagakerjaan no.keP/221/072014 Tentang 

kebijakan Manajemen risiko BPjs ketenagakerjaan, BPjs 

ketenagakerjaan melakukan pengelolaan risiko-risiko 

sebagai badan penyelenggara serta pengelolaan risiko 

dana, baik dana badan (BPjs) maupun dana program.

prIorIty rIsk event

risk events that potentially become a challenge for 

labour social security Administration Agency in the 

achievement of strategic objectives were categorized 

into three levels of risk:

•	 Risk	events	with	a	low	risk	level	with	a	risk	value	below	

the risk appetite limit,

•	 Risk	event	with	a	moderate	risk	level,	and

•	 Risk	event	with	a	high	risk	level.

risk events with a risk value below the risk appetite 

limit and could be controlled by labour social security 

Administration Agency’s internal control unit. While risk 

events that were above the risk appetite were risks that 

required mitigation strategies and became additional 

strategic initiatives as well as improved the initiatives in 

the rkAT 2016.

There were a total of 66 priority risk events from 

25 labour social security Administration Agency’s 

strategic objectives that receive special attention. The 

management of such risk events is necessary, because 

if these risk events actually occurs will significantly affect 

the quality and quantity of achievement of the strategic 

objectives.

poLIcy of agency rIsk management anD funD 

rIsk management

As mandated by law no.24 of 2011 on the social 

security Administering Body, labour social security 

Administration Agency is mandated to manage the 

social security Fund with prudential principle. Based on 

the decree of the Board of directors of labour social 

security Administration Agency no.keP/221/072014 

on risk Management Policy of labour social security 

Administration Agency, it manages the risks as an 

operating body as well as fund risk management, both 

agency funds (BPjs) and program funds.
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•	 Dalam	 menghitung	 tingkat	 Risiko	 Dana	 Program	

(jHT, jkk, jP dan jHT)  BPjs ketenagakerjaan 

mempertimbangkan risiko-risiko terkait investasi yaitu:

a. risiko Pasar;

b. risiko kredit;

c. risiko likuiditas;

d. risiko solvabilitas;

e. risiko investasi lainnya yang relevan.

Tingkat risiko-risiko dana dihitung menggunakan 

metode internal investment risk scoring, dengan 

memasukkan berbagai parameter penilaian risiko investasi 

yang lazim digunakan sehingga menghasilkan skor risiko 

dana (srd). BPjs ketenagakerjaan menetapkan eksposur 

risiko investasi dana (dana Badan maupun dana 

Program) dengan tingkatan, rentang nilai skor risiko 

dana (srd) dan warna risiko sebagai berikut:

•	 Jenis	-jenis	risiko	yang	dikelola	BPJS	Ketenagakerjaan	

dalam melaksanakan aktivitas operasionalnya sebagai 

Badan Pengelola atau disebut risiko Badan adalah:

a. risiko strategis;

b. risiko reputasi;

c. risiko operasional;

d. risiko Hukum;

e. risiko Teknologi informasi;

f. risiko kepatuhan;

g. risiko Pelaporan;

h. risiko Pasar;

i. risiko kredit;

j. risiko likuiditas.

•	 In	calculating	the	Program	Fund	Risk	level	(JHT,	JKK,	

jP and jHT) labour social security Administration 

Agency considers investment related risks as follows:

a. Market risk;

b. Credit risk;

c. liquidity risk;

d. solvency risk;

e. other relevant investment risks.

Fund risk levels are calculated using the internal 

investment risk scoring method, incorporating various 

commonly used investment risk assessment parameters, 

which generates Fund risk score (srd). labour social 

security Administration Agency specifies the exposure 

of investment Fund risks (Agency Funds and Program 

Funds) by level, value range of Fund risk scores (srd) 

and risk colors as follows:

•	 The	types	of	risks	managed	by	Labour	Social	Security	

Administration Agency in carrying out its operational 

activities as an operating Agency or referred to as 

Agency risks, namely:

a. strategic risk;

b. reputation risk;

c. operational risk;

d. legal risk;

e. information Technology risk;

f. Compliance risk;

g. reporting risk;

h. Market risk;

i. Credit risk;

j. liquidity risk.

NO
RENTANG NILAI
VALuE RANGE

TINGKAT RISIKO
RISK LEVEL

WARNA RISIKO
RISK COLOR

1 0 < SRD < 2,3 LOW

2 2,3 < SRD < 3,7 MEDIUM

3 3,7 < SRD < 5 HIGH
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Tingkat risiko-risiko Badan dihitung dengan 

menggunakan metode pengukuran dua parameter, 

yaitu besarnya dampak yang ditimbulkan dan besarnya 

peluang (probabilitas) terjadinya risiko, dengan rentang 

skala 1-6. BPjs ketenagakerjaan, menetapkan eksposur 

risiko Badan dengan tingkatan, rentang nilai dan warna 

risiko sebagai berikut:

notasi “e” dalam kolom rentang nilai adalah eksposur (nilai) risiko yang 
merupakan perkalian antara Probabilitas (P) dan dampak (d) risiko.

The “e” notation in the Value range column is exposure (Value) of risk 
which is the multiplication between Probability (P) and impact (d) of risk.

aLat Bantu manajemen rIsIko

Untuk membantu Risk Owner dalam melakukan 

assessment dan menyusun profil risikonya, BPjs 

ketenagakerjaan mengembangkan alat bantu berupa 

Aplikasi sistem Manajemen risiko korporasi atau disingkat 

siMrk. selain itu juga dilakukan dengan menyusun 

Pustaka risiko yang disusun berdasarkan rencana kerja 

BPjs ketenagakerjaan setiap tahun.

Melalui Aplikasi siMrk pemilik risiko dapat melakukan 

pemutakhiran penanganan risiko serta eksposur risiko 

setiap saat.  Pemimpin risiko juga dapat menampilkan 

Dashboard risiko berupa Peta risiko, grafik Penyebab, 

grafik Pergerakan risiko serta kertas kerja rCsA. 

peta jaLan penerapan manajemen rIsIko

BPjs ketenagakerjaan telah menyusun road Map 

Penerapan Manajemen risiko 2014-2018. Peta jalan 

tersebut secara garis besar menggambarkan tahapan-

tahapan (milestone) yang harus dilalui mulai dari 

terstandarisasi, budaya, komitmen, konsistensi, hingga 

tahap terintegrasi.

levels of Agency risks are calculated using two parameters 

of measurement methods, namely the magnitude of the 

impact and the probability of occurrence of risk, with the 

scale range 1 to 6. labour social security Administration 

Agency, established the risk exposure of the Agency with 

the following risk levels, risk value ranges and colors:

rIsk management tooL

To assist the risk owner in conducting the assessment 

and preparing the risk profile, labour social security 

Administration Agency has developed tools in the form 

of Corporate risk Management system Application or 

referred to as siMrk. it is also done by preparing the 

risk library compiled based on the Work Plan of labour 

social security Administration Agency every year.

Through the siMrk application, the risk owner can 

update risk handling and risk exposure at any time. The 

risk owner can also display risk dashboard in the form of 

risk Map, Cause Chart, risk Movement graph and rCsA 

Worksheet.

roaDmap for ImpLementatIon of rIsk 

management

labour social security Administration Agency has 

developed roadmap of risk Management implementation 

2014-2018. The roadmap outlines the milestones that 

must be passed from standardized, culture, commitment, 

consistency, up to integrated stage.

NO
RENTANG NILAI
VALuE RANGE

TINGKAT RISIKO
RISK LEVEL

WARNA RISIKO
RISK COLOR

1 1 < E < 9 LOW

2 9 < E < 16 MEDIUM

3 16 < E < 36 HIGH
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PETa Jalan PEnERaPan 
ManaJEMEn RIsIKo
Risk Management 
Implementation Roadmap

S.d. 2016 2017 2018 2019 2020

1. Pengkinian Kebijakan dan 
Prosedur  MR

 Risk Management Policy 
and Procedure Updating 

1. Penguatan RKAT berbasis 
risiko

 Risk-based RKAT 
Strengthening

1. Penguatan RKAT berbasis 
risiko

 Risk-based RKAT 
Strengthening

1. Pelaporan Risiko Prioritas 
Bulanan

 Monthly Priority Risk 
Reporting

1. Proses assurance dan 
Pelaporan GRC yg efektif 

 Effective assurance and GRC 
reporting process

2. Pengkinian Risk Appetite dan 
Tolerance

 Risk Appetite and Tolerance 
Updating

2. Quantitative Assesment 2. Implementasi EWS
 EWS implementation

2. Proses Assurance (GRC) yg 
terintegrasi

 Integrated Assurance (GRC) 
Process

2. Risk Management yg efektif 
dalam membantu proses 
pengambilan keputusan 

 Effective Risk Management 
in supporting decision-
making process

3. Penguatan Sistem Informasi 
MR (SIMRK & CRIC)
Risk Management 
Information System (SIMRK 
&CRIC)  Strengthening

3. Pembangunan KRI , Sistem 
EWS serta Risk Scoring Tools.
Development of KRI, EWS 
System ans Risk Scoring 
Tools

3. Implementasi Pelaporan 
GRC
GRC Reporting 
Implementation

3. Budaya MR yang melekat di 
setiap level organisasi
Embedded Risk 
Management Culture at 
every level of organization

3. Identifikasi peluang selain 
risiko sebagai kekuatan
Identification of non-risk 
opportunity as strength 

4. Penguatan Crisis 
Management Team (CMT)
Crisis Management Team 
(CMT) Strengthening

4. Uji Coba BCP (Table Top) dan 
ICP
Trial of BCP (Table Top) 
and ICP

4. Uji Coba BCP  (Simulasi), ICP 
serta CMT yg efektif
Trial for effective BCP 
(simulation), ICP and CMT

4. Uji Coba BCP, ICP, DRP 
(Simulasi) dan CMT yg 
efektif
Trial for effective BCP, ICP, 
DRP (simulation), and CMT

4. Edukasi  / Penguatan 
Kompetensi Manajemen 
Risiko berkelanjutan
Sustainable Risk 
Management Education/
Competence Enhancement

5. Uji Coba BCP (Walk Through)
Trial of BCP (Walk Through)

6. Penguatan Sistem Informasi 
GRC
GRC Information System 
Strengthening

5. Edukasi Manajemen Risiko
Risk Management 
Education

6. Dashboard EWS sebagai 
Decision Making Tools
EWS Dashboard as Decision 
Making Tools

5. Edukasi / Penguatan 
Kompetensi Manajemen 
Risiko seluruh Key Risk 
Owner
Risk Management 
Education/Competence 
Enhancement of all Key Risk 
Owners

7. Edukasi / Penguatan 
Kompetensi Manajemen 
Risiko seluruh Risk Owner 
dan Risk Agent
Risk Management 
Education/Competence 
Enhancement of all Risk 
Owners and Risk Agents

5. Edukasi / Peguatan 
Kompetensi Manajemen 
Risiko Risk Owner dan Risk 
Agent
Risk Management 
Education/Competence 
Enhancement of all Risk 
Owners and Risk Agents

6. Edukasi  / Penguatan 
Kompetensi Manajemen 
Risiko berkelanjutan
Sustainable Risk 
Management Education/
Competence Enhancement

3,80

4,00
BudAyA
Culture

TERINTEGRASI
Integrated

3,28

3,40

3,60
KOmITmEN
Commitment

KuALITAS
Quality

KONSISTENSI
Consistency

TERKElola
MANAGED

(2015 - 2019)

TERInTEGRasI
INTEGRATED

(2020)

FoKUs PEnERaPan ManaJEMEn RIsIKo 2016 - 2020
Risk Management Implementation Focus 2016 - 2020
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rIsIko-rIsIko DIhaDapI [G4-45, G4-47]

Melalui proses identifikasi yang dilakukan, selama tahun 

2016 ada  21 risiko prioritas pada tahun 2016 terkait 

sasaran strategis yang perlu diperhatikan. 

rIsks faceD [G4-45, G4-47]

Through the identification process undertaken, during 

2016 there were 21 priority risks in 2016 related to 

strategic targets that need attention.

rISIKO PrIOrITaS BaDaN USaHa 2016 | Business entity’s Priority risks 2016

No Sasaran dan Program Kerja Strategis | Target and strategic Work Program

1
kelebihan beban (overload) server aplikasi utama dalam menangani operasional BPjs ketenagakerjaan.
Main application server overload in handling the operations of labour social security Administration Agency.

2
Tidak berjalannya sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu terhadap perusahaan yang tidak patuh pada peraturan 
jaminan sosial.
The absence of certain public services sanctions against companies that do not comply with social security regulations. 

3
ketidaklengkapan data administrasi Pemasaran (sPP, sP Pds, sPi, berita acara kunjungan).
insufficient Marketing administration data (sPP, sP Pds, sPi, minutes of visit). 

4
Tidak tercapainya target akuisisi kepesertaan Tenaga kerja Bukan Penerima Upah (BPU).
Unachieved target of the acquisition of non-Wage earner (BPU) Workers’ membership.

5
Terlepasnya peluang kepesertaan BPjs ketenagakerjaan dari Pegawai Pemerintah Bukan Aparatur sipil negara (PPBAsn).
losing the opportunity of labour social security Administration Agency’s membership from non Civil servant government 
employee (PPBAsn).

6
Tidak optimalnya pengelolaan perusahaan tidak produktif.
Unoptimized management of unproductive companies. 

7

Tidak terjualnya saham BsB dan Bank Muamalat pada Tahun 2016 dengan harga perolehan sesuai dengan batasan waktu 
Peraturan Pemerintah nomor 99 Tahun 2013 sebagaimana perubahan terakhir dalam Peraturan Pemerintah nomor 55 
Tahun 2015
The unsold shares of BsB and Bank Muamalat in 2016 at acquisition cost according to the time limitation of government 
regulation no. 99 of 2013, with the latest amendment government regulation no. 55 of 2015

8
Belum optimalnya fungsi perluasan kepesertaan dan pelayanan klaim di kCP.
Unoptimized function of membership expansion and claim service at kCP.

9 Belum optimalnya penggunaan layanan e-Services.	|	Unoptimized use of e-services application.

10
Tidak terpenuhinya slA Pelayanan dalam pembayaran klaim semua program.
Unfulfilled slA of services in payment of claims of all programs.

11
Meningkatnya jumlah potensi fraud di kantor Cabang BPjs ketenagakerjaan
increasing number of potential frauds in labour social security Administration Agency’s Branch offices

12
Terjadinya peningkatan risiko pasar (yang diukur dengan Value at risk) pada portofolio investasi BPjs ketenagakerjaan.
increasing market risk (as measured by Value at risk) on investment portfolio of labour social security Administration 
Agency.

13
Terdapat potensi salah saji dalam laporan keuangan Badan dan/atau Program.
Potential misstatements in the Financial statements of Agency and/or Program. 

14
Terbentuknya idle fund dengan jumlah yang signifikan sekitar rp2,4 miliar sampai dengan rp3,3 miliar.
The forming of idle funds with a significant amount of about rp2.4 billion to rp3.3 billion. 

15
kurang efektifnya kerja sama dengan sPo terkait akuisisi kepesertaan dan pelayanan peserta.
ineffective cooperation with sPo concerning membership acquisition and services to participants. 

16
Terganggunya kelangsungan penyelenggaraan program jaminan Pensiun BPjs ketenagakerjaan
disruption to operation continuity of labour social security Administration Agency’s Pension Benefit program. 

17
Tidak adanya dukungan dari konsultan implementor CrM (PT. Phintraco Teknologi) untuk post implementation review
no support from CrM implementor consultant (PT Phintraco Teknologi) for post implementation review

18 Terjadinya	gagal	bayar	manfaat	jaminan	pensiun	berkala	|	The occurrence of default for pension benefit periodic payment. 

19 Tidak	terbayarkannya	klaim	JK/JKK	kepada	peserta	|	Unpaid jk/ jkk claims to participants

20 Tidak	tercapainya	target	kepesertaan	TK	Aktif	PU.	|	Unachieved membership target of active wage earner workers (PU). 

21
Potensi tidak tercatatnya Penempatan deposito di Bank kantor Cabang terkait program sPo pada kantor Pusat Banknya
Potential unrecorded deposit Placement at Bank Branch offices due to sPo program of the banks’ head office 
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PeTa POPULaSI rISIKO 
risk Population Map

evaLuasI Dan tIngkat kematangan manajemen 

rIsIko

secara berkala BPjs ketenagakerjaan melakukan 

assessment terhadap praktik dan sistem manajemen 

risiko korporasi. Hal ini dilakukan sebagai evaluasi dan 

peningkatan kualitas penerapan manajemen risiko 

korporasi BPjs ketenagakerjaan yang melekat pada 

seluruh aktivitas bisnis, mengukur tingkat efektivitas serta 

kesesuaian dengan kondisi organisasi.

Assessment dilakukan pihak independen dengan melihat 

aspek-aspek lingkungan eksternal, penetapan sasaran, 

identifikasi peristiwa, penilaian risiko, penanganan 

risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan konsultasi 

serta pemantauan dengan mengukur secara kuantitatif 

berdasarkan bobot dari masing-masing aspek. 

Hasil assessment penerapan manajemen risiko secara 

umum pada tahun 2016 mencapai total skor sebesar 

3,30 dari skala 5, lebih tinggi dibanding tahun 2015 

yang mencapai 3,26. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

penerapan manajemen risiko pada BPjs ketenagakerjaan 

telah mencapai klasifikasi “TerkelolA”.

evaLuatIon anD LeveL of rIsk management 

maturIty

Periodically labour social security Administration Agency 

conducts an assessment of corporate risk management 

practices and system. This is done as an evaluation 

and quality improvement of labour social security 

Administration Agency’s corporate risk management 

implementation inherent in all business activities, 

measure the level of effectiveness and conformity with 

the condition of the organization.

Assessment is conducted by independent parties over 

the aspects of the external environment, targeting, 

event identification, risk assessment, risk management, 

controlling activities, information and consultation as 

well as monitoring by quantitative measurement based 

on the weight of each aspect.

in general, assessment results of risk management 

implementation in 2016 reached a total score of 3.30 on 

a scale of 5, higher than that of 2015 at 3.26. it showed 

that the implementation of risk management at labour 

social security Administration Agency has reached the 

“MAnAged” classification.
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TargeT SKOr, TINgKaT KeMaTaNgaN DaN FOKUS PeNeraPaN PeNgeLOLaaN rISIKO 2016 - 2020
score Target , Maturity level and implementation Focus risk Management 2016 - 2020

Uraian
description

2016 2017 2018 2019 2020

Target skor 
score target

3,28 3,40 3,60 3,80 4,00

realisasi skor
score realization

3,30

klasifikasi Tingkat kematangan
Maturity level Classification

Terkelola
Managed

Terkelola
Managed

Terkelola
Managed

Terkelola
Managed

Terintegrasi
integrated

realisasi klasifikasi Tingkat 
kematangan
Maturity level Classification 
realization

Terkelola
Managed

Fokus Penerapan
implementation Focus

komitmen
Commitment

kualitas
Quality

konsistensi
Consistency

Budaya 
Culture

Terintegrasi
integrated

realisasi Fokus Penerapan
implementation Focus 
realization

komitmen 
Commitment

TargeT SKOr, TINgKaT KeMaTaNgaN DaN FOKUS PeNeraPaN PeNgeLOLaaN rISIKO 2016 - 2020
score Target , Maturity level and implementation Focus risk Management 2016 - 2020

No
aspek
Aspect

Bobot (%)
Weight (%)

Skor
score

Skor Tertimbang
Weighted score

Persentase Capaian
Achievement 
Percentage

1
lingkungan internal
internal environment

20 3,15 0,63 63,00%

2
Penetapan Tujuan
goal setting

15 3,57 0,54 71,04%

3
identifikasi Peristiwa
event identification

20 3,37 0,67 67,40%

4
respon risiko
risk response

10 4,00 0,40 80,00%

5
Aktivitas Pengendalian
Controlling Activities

10 3,61 0,36 72,20%

6
informasi dan komunikasi
information and Communication

10 2,51 0,25 50,20%

7
Pengawasan
supervision

7,50 3,40 0,26 68,00%

8
Peranan dan Tanggung jawab
roles and responsibilities

7,50 2,52 0,19 50,40%

ToTAl 3,30 66,00%

klasifikasi Tingkat Maturitas Penerapan Manajemen risiko
Maturity level Classification of risk Management 

implementation

“TerkelolA”
“MAnAged”
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sisTeM PengendAliAn inTernAl
inTernAl ConTrol sysTeM

BPjs ketenagakerjaan berkomitmen menerapkan sistem 

Pengendalian internal. kami telah mempunyai sistem 

Pengendalian yang ditetapkan dalam keputusan direksi 

no.keP/213/072014 Tentang sistem Pengendalian intern 

BPjs ketenagakerjaan.

sistem Pengendalian internal merupakan mekanisme 

pengawasan berkesinambungan pada semua tingkatan 

fungsional sesuai struktur organisasi. sistem didesain 

untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya 

tujuan yang meliputi :

Penerapan sistem Pengendalian di BPjs ketenagakerjaan 

berbasis pada kerangka kerja Coso, meliputi 

pengendalian keuangan dan pengendalian operasi. 

Tujuan utama adalah mengidentifikasi faktor-faktor 

yang menyebabkan penggelapan laporan keuangan 

dan membuat rekomendasi untuk mengurangi kejadian 

tersebut. 

sistem Pengendalian BPjs ketenagakerjaan terdiri dari 

lima komponen:

 Lingkungan Pengendalian

a. Menunjukkan komitmen terhadap nilai integritas dan 

etika;

b. dewan Pengawas menunjukkan independensi dari 

manajemen dan menjalankan fungsi oversight dalam 

pengembangan dan pelaksanaan pengendalian intern;

labour social security Administration Agency is 

committed to implementing internal Control system. We 

already have a Control system set out in the decree of 

the Board of directors no.keP/213/072014 on internal 

Control system of labour social security Administration 

Agency.

The internal Control system is a continuous monitoring 

mechanism at all functional levels according to the 

organizational structure. The system was designed to 

provide adequate assurance on the achievement of 

objectives that include:

implementation of Control system in labour social 

security Administration Agency is based on the Coso 

Framework, including financial control and operation 

control. The main objective is to identify the factors that 

led to misappropriation in the financial statements and 

make recommendations to curb such incidences.

labour social security Administration Agency’s Control 

system consists of five components:

 Control environment

a. demonstrate commitment to integrity and ethical 

values;

b. Board of Commissioners shows independence of 

management and performs the oversight function 

in the development and implementation of internal 

control;

operasIonaL
Operational

eFekTiViTAs dAn 
eFisiensi oPerAsionAl

operational effectiveness 
and efficiency

ketaatan
Compliance

PerATUrAn PerUndAng-

UndAngAn

laws and regulations

peLaporan
reporting

keAndAlAn PelAPorAn

reliability of reporting
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c. Manajemen dalam mengembangkan struktur, garis 

pelaporan dan wewenang serta tanggungjawab dalam 

rangka pencapaian tujuan organisasi tetap berada 

dalam oversight dewan Pengawas;

d. BPjs ketenagakerjaan menunjukkan komitmen untuk 

merekrut, mengembangkan dan mempertahankan 

sumber daya manusia yang kompeten yang selaras 

dengan pencapaian tujuan;

e. BPjs ketenagakerjaan mendorong insan BPjs 

ketenagakerjaan untuk bertanggungjawab terhadap 

pengendalian internal mereka dalam mencapai tujuan.

 Penilaian risiko

a. BPjs ketenagakerjaan menetapkan tujuan yang jelas 

sehingga memungkinkan dilakukannya identifikasi dan 

penilaian risiko yang berkaitan dengan tujuan tersebut;

b. BPjs ketenagakerjaan mengidentifikasi risiko 

terhadap pencapaian tujuan diseluruh unit kerja dan 

menganalisis serta mengelola risiko tersebut;

c. BPjs ketenagakerjaan senantiasa mempertimbangkan 

potensi terjadinya fraud dalam menilai risiko terhadap 

pencapain tujuan;

d. BPjs ketenagakerjaan mengidentifikasi dan 

mengevaluasi perubahan yang signifikan yang dapat 

mempengaruhi sistem pengendalian internal.

 aktivitas Pengendalian

a. BPjs ketenagakerjaan memilih dan mengembangkan 

aktivitas pengendalian yang mendukung kegiatan 

mitigasi risiko sampai pada tingakat yang bisa diterima;

b. BPjs ketenagakerjaan memilih dan mengembangkan 

aktivitas pengendalian secara umum atas teknologi 

informasi untuk mendukung tercapainya tujuan;

c. BPjs ketenagakerjaan menerapkan aktivitas 

pengendalian melalui penetapan suatu kebijakan 

sebagai sesuatu yang diharapkan dan menetapkan 

prosedur sebagai penerapan kebijakan dalam tindakan.

c. Management in developing the structure, line of 

reporting, as well as authority and responsibility in the 

achievement of organizational objectives remain in 

the oversight of the Board of Commissioners;

d. labour social security Administration Agency 

demonstrates a commitment to recruit, develop and 

retain competent human resources in line with the 

achievement of objectives;

e. labour social security Administration Agency 

encourages its personnel to be responsible for internal 

control in achieving their goals.

 risk assessment

a. labour social security Administration Agency set 

clear objectives so as to enable the identification and 

assessment of risks associated with these objectives;

b. labour social security Administration Agency identifies 

risks to the achievement of the objectives at all work 

units and to analyze and manage these risks;

c. labour social security Administration Agency always 

considers the potential for fraud in assessing risks to 

achieve the objectives;

d. labour social security Administration Agency 

identifies and evaluates signicant changes that may 

affect internal control system.

 Control activities

a. labour social security Administration Agency selects 

and develops control activities that support risk 

mitigation activities to acceptable level.

b. labour social security Administration Agency selects 

and develops control activities in general on information 

technology to support target achievement;

c. labour social security Administration Agency applies 

control activities through the establishment of a 

policy as something to be expected and establishes 

procedures as the application of the policy into action.
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 Informasi dan konfirmasi

a. BPjs ketenagakerjaan memperoleh atau menghasilkan 

dan menggunakan, informasi yang berkualitas dan 

relevan dalam mendukung fungsi pengendalian intern;

b. BPjs ketenagakerjaan mengkomunikasikan informasi 

secara internal, termasuk tujuan dan tanggung jawab 

untuk pengendalian intern;

c. BPjs ketenagakerjaan berkomunikasi dengan pihak 

eksternal mengenai hal yang berkaitan dengan 

pelaksanaaan fungsi pengendalian intern.

 Pemantauan

a. BPjs ketenagakerjaan memilih, mengembangkan dan 

melakukan evaluasi berkelanjutan dan/atau evaluasi 

terpisah untuk memastikan komponen pengendalian 

intern eksis dan berfungsi dengan baik;

b. BPjs ketenagakerjaan mengevaluasi dan 

mengomunikasikan kekurangan pengendalian 

intern secara tepat waktu kepada pihak-pihak yang 

bertanggung jawab untuk mengambil tindakan 

korektif, termasuk manajemen senior dan direksi.

 Information and confirmation

a. labour social security Administration Agency obtains 

or produces and uses quality and relevant information 

in support of the internal control function.

b. labour social security Administration Agency 

communicates information internally, including the 

objectives and responsibilities for internal control;

c. labour social security Administration Agency 

communicates with external parties on matters related 

to the internal control function implementation.

 Monitoring

a. labour social security Administration Agency selects, 

develops and conducts continous evaluation and/

or separate evaluation to ensure the internal control 

components exist and function properly;

b. labour social security Administration Agency 

evaluates and communicates the inadequacies of 

internal control timely to parties responsible for taking 

corrective action, including senior management and 

the Board of directors.

sATUAn PengAWAsAn inTernAl
inTernAl sUPerVisory UniT

DIvIsI satuan pengawas InternaL

Pengawasan internal di lingkungan BPjs ketenagakerjaan, 

sesuai dengan UU no.24 Tahun 2011 Tentang BPjs, 

dilaksanakan oleh dewan Pengawas dan satuan 

Pengawas internal (sPi). ruang lingkup pengawasan 

internal mencakup pengawasan internal terhadap 

dana investasi BPjs ketenagakerjaan, aset BPjs 

ketenagakerjaan, pembinaan sumber daya manusia, 

belanja modal untuk operasional BPjs ketenagakerjaan, 

dan kegiatan operasional BPjs ketenagakerjaan, baik di 

pusat maupun di daerah.

Pengawas internal juga melakukan penilaian risiko 

dalam pengelolaan dan pengembangan dana BPjs 

ketenagakerjaan dan Aset BPjs ketenagakerjaan 

yang meliputi proses-proses identifikasi, analisis, dan 

pengukuran risiko yang relevan sesuai tujuan BPjs 

ketenagakerjaan dalam penyelenggaraan program-

program BPjs ketenagakerjaan.

DIvIsIon of InternaL supervIsory unIt

internal supervision within the environment of labour 

social security Administration Agency, in accordance 

with law no.24 of 2011 on BPjs, is carried out by the 

Board of Commissioners and internal supervisory Unit 

(sPi). The scope of internal supervision includes internal 

supervision of labour social security Administration 

Agency’s investment funds, assets, human resources 

development, capital expenditure for labour social 

security Administration Agency’s operations, and labour 

social security Administration Agency’s opetating 

activities both at the central and regional levels.

internal supervisors also conduct risk assessments in 

the management and development of labour social 

security Administration Agency’s funds and assets, 

which includes identification process, analysis, and 

measurement of relevant risks according to labour 

social security Administration Agency’s objectives in the 

implementation of labour social security Administration 

Agency’s programs.
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struktur organIsasI satuan pengawas 

InternaL

Berdasar keputusan direksi BPjs ketenagakerjaan 

nomor Perdir/24/082016 tentang struktur organisasi 

dan Tata kerja BPjs ketenagakerjaan, satuan Pengawas 

internal dipimpin oleh seorang kepala. Pada akhir periode 

pelaporan tahun 2016, kepala satuan Pengawas internal 

dijabat oleh yogi dharmawanto.

dalam melaksanakan tugasnya, kepala satuan Pengawas 

internal dibantu oleh beberapa kepala Urusan dan 34 

orang auditor.

organIzatIonaL structure of InternaL 

supervIsory unIt

Based on decree of the Board of directors of labour 

social security Administration Agency number 

Perdir/24/082016 on the organizational structure 

and Working Procedure of labour social security 

Administration Agency, internal supervisory Unit is led by 

a Head of Unit. At the end of 2016 reporting period, the 

Head of the internal supervisory Unit has been held by 

yogi dharmawanto.

in performing the duties, the Head of the internal 

supervisory Unit is assisted by several Heads of Affairs 

and 34 auditors.

STrUKTUr OrgaNISaSI SPI
sPi organizational structure

MUTaSI PerSONeL aUDITOr SaTUaN PeNgaWaS INTerNaL TaHUN 2016
Transfer of Auditor Personnel of internal supervisory Unit 2016

No
Uraian

description
Jumlah Personel

number of Personnel

1 Jumlah	Auditor	per	31	Desember	2015	|	number of Auditors as of december 31, 2015 24

2 Penambahan	|	Addition 12

3 Promosi	Struktural	Keluar	SPI	|	structural Promotion outside sPi 1

4 Mengundurkan	Diri	|	resignation 1

5 Jumlah	Auditor	per	31	Desember	2016	|	number of Auditors as of december 31, 2016 34

SATUAN PENGAWAS 
INTERNAL

SENIoR AUDIToRURUSAN TATA KELoLA 
DAN AUDIT KHUSUS

URUSAN oPERASIoNAL 
AUDIT

URUSAN 
PERENCANAAN AUDIT

SEKERTARIS SATUAN 
PENGAWAS INTERNAL

AUDIToR 1 - 4

PENATA MADyA URUSAN 
PERENCANAAN AUDIT

PENATA MADyA 
oPERASIoNAL AUDIT

PENATA MADyA 
URUSAN TATA KELoLA 

DAN AUDIT KHUSUS
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selama tahun 2016 BPjs ketenagakerjaan telah 

menyertakan para auditor pada satuan Pengawas internal 

untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi. sampai dengan 

akhir periode pelaporan ada 30 auditor yang mengikuti 

pelatihan dan sertifikasi Qualified internal Audit (QiA), dan 

Certified Fraud examiner (CFe).

during 2016, labour social security Administration 

Agency has included auditors at the internal supervisory 

Unit to attend training and certification. Up to the end 

of the reporting period, there have been 30 auditors 

attended Qualified internal Auditor (QiA) training and 

certification, and Certified Fraud examiner (CFe).

PeLaTIHaN DaN SerTIFIKaSI PerSONeL aUDITOr PaDa SPI TaHUN 2016
Training and Certification for Auditor Personnel at sPi 2016

Jabatan
Position

Jumlah
Total

Sertifikasi | Certification

QIa CFe CISa

Pelatihan
Training

Sertifikasi
Certification

Pelatihan
Training

Sertifikasi
Certification

Pelatihan
Training

Sertifikasi
Certification

kepala Urusan
Head of Affairs

3 3 2 1 1 0 0

senior Auditor 0 0 0 0 0 0 0

Auditor 1 3 3 3 0 0 1 1

Auditor 2 5 5 1 0 0 0 0

Auditor 3 4 4 1 0 0 0 0

Auditor 4 15 15 2 0 0 0 0

Total 30 30 9 1 1 1 1

PrOFIL KePaLa SaTUaN PeNgaWaS INTerNaL | Profile of internal supervisory Unit Head

Tempat dan tanggal lahir:
Malang, 02 juni 1967

YOgI
DHarMaWaNTO

Place and date of birth
Malang, june 2, 1967

dasar hukum penunjukan:
keputusan direksi BPjs ketenagakerjaan nomor 
keP/351/102015 tanggal 29 oktober 2015

legal Basis of Appointment
decree of the Board of directors of labour 
social security Administration Agency number 
keP/351/102015 dated october 29, 2015

riwayat Pekerjaan dan Periode Bekerja
1. kepala divisi Perencanaan strategis, 

2014-sekarang
2. kepala divisi Biro Perencanaan strategis, 2014
3. kepala divisi Analisa Portofolio, 2012-2014
4. kepala Urusan Analisa Pasar Utang dan 

reksadana, 2010-2012
5. kepala Urusan Pasar Hutang, 2006-2010

job History and Working Period
1. Head of strategic Planning division, 

2014-present
2. Head of strategic Planning Bureau division, 2014
3. Head of Portfolio Analysis division, 2012-2014
4. Head of Market Analysis of debt and Mutual 

Funds, 2010-2012
5. Head of debt Market Affairs, 2006-2010

Pendidikan dan sertifikasi 
1. sarjana Akuntansi Universitas Padjajaran tahun 

1985
2. Master of Finance studies, University of 

Colorado denver tahun 1997

education and Certification 
1. Bachelor of Accounting, Padjadjaran University, 

1985
2. Master of Finance studies, University of 

Colorado denver, 1997
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uraIan tugas Dan tanggung jawaB

satuan Pengawas internal BPjs ketenagakerjaan memiliki 

tugas dan tanggung jawab:

1. Membantu Manajemen dalam memenuhi tanggung 

jawab pengelolaan Badan dan dana jaminan sosial, 

dengan memonitor kecukupan dan efektivitas 

manajemen risiko dan pengendalian internal.

2. Membantu Manajemen dalam meningkatkan tata 

kelola Badan dan dana jaminan sosial, terutama 

dengan mendorong efektivitas organ – organ tata 

kelola, serta efektivitas implementasi etika bisnis, dan 

pengukuran kinerja Badan dan dana jaminan sosial.

3. Mengembangkan staf profesional yang memiliki 

pengetahuan, keterampilan, pengalaman dan 

sertifikasi profesi yang memadai untuk memenuhi misi 

dan tanggungjawab satuan Pengawas internal.

4. Menerbitkan laporan periodik kepada Manajemen 

mengenai ikhtisar hasil-hasil kegiatan pengawasan.

5. Melaksanakan investigasi atas indikasi kecurangan/

fraud, dan melaporkan hasilnya kepada Manajemen.

pIagam auDIt InternaL seBagaI peDoman

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, 

satuan Pengawas internal berpedoman pada Piagam 

Audit internal. Berdasarkan Peraturan direksi BPjsk 

ketenagakerjaan no.Perdir/45/092015, satuan 

Pengawas internal telah memiliki Piagam Audit internal 

yang telah disetujui dan disahkan oleh direktur Utama. 

Piagam Audit internal mengatur tujuan, kewenangan, 

kewajiban, ruang lingkup, akuntabilitas, independensi 

dan objektivitas, standar & kode etik serta program 

asuransi dan peningkatan kualitas. Piagam Audit internal 

merupakan dokumen formal yang mendefinisikan tujuan, 

wewenang, dan tanggung jawab aktivitas Audit internal 

BPjs ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh satuan 

Pengawas internal, yang disetujui dan disahkan oleh 

direksi, dewan Pengawas serta komite Audit dan Aktuaria. 

joB DescrIptIon anD responsIBILIty

internal supervisory Unit of labour social security 

Administration Agency has the following duties and 

responsibilities:

1. Assist Management in fulfilling the responsibility of 

management of the Agency and social security Fund, 

by monitoring the adequacy and effectiveness of risk 

management and internal control.

2. Assist Management in improving the governance of the 

Agency and social security Fund, primarily by boosting 

the effectiveness of governance organs, as well as the 

effectiveness of business ethics implementation, and 

measuring the performance of the Agency and social 

security Fund.

3. developing professional staff who have sufficient 

knowledge, skills, experience and professional 

certification to fulfill the missions and responsibilities 

of the internal supervisory Unit.

4. Publish periodic reports to Management on the 

summary of supervisory  activity results.

5. Carry out investigations on fraud indications, and 

report the results to the Management.

InternaL auDIt charter as a guIDeLIne

in carrying out its duties, the internal supervisory Unit 

refers to the internal Audit Charter. Based on regulation 

of labour social security Administration Agency’s 

Board of directors no. Perdir/45/092015,  the internal 

supervisory Unit has had the internal Audit Charter that 

was approved and authorized by the President director.

The internal Audit Charter stipulates the purpose, 

authorities, obligations, scope, accountability, 

independence and objectivity, standards & codes of 

ethics, as well as assurance and quality improvement 

program. The internal Audit Charter is a formal document 

that defines the purpose, authorities and responsibilities 

of labour social security Administration Agency’s internal 

Audit activities conducted by the internal supervisory 

Unit, which was approved and authorized by the Board of 

directors, Board of Commissioners as well as Audit and 

Actuarial Committee.
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sosialisasi Piagam Audit internal satuan Pengawas internal  

dilakukan kepada seluruh pemangku kepentingan, 

guna memahami serta meningkatkan kerja sama yang 

baik dengan seluruh pemangku kepentingan. dengan 

demikian satuan Pengawas internal dapat melaksanakan 

tugas pokok, fungsi dan tanggungjawabnya secara efektif 

dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan BPjs 

ketenagakerjaan.

program kerja auDIt tahunan (pkat ) Dan 

peLaksanaan kegIatan

selama tahun 2016 satuan Pengawas internal telah 

menyusun Program kerja Audit Tahunan (PkAT) 

berbasis risiko sebanyak 37 Auditee. PkAT telah melalui 

pembahasan dengan komite Audit dan Aktuaria, serta 

telah mendapat persetujuan direktur Utama. PkAT terdiri 

dari 9 kantor Wilayah dan 28 kantor Cabang.

selain itu satuan Pengawas internal juga melakukan 

Audit investigatif dan audit tujuan tertentu, yang bukan 

termasuk dalam PkAT karena sifatnya bukan merupakan 

audit rutin.

The  internal Audit Charter of internal supervisory Unit is 

disseminated to all stakeholders, in order to understand 

and improve the good cooperation with all stakeholders. 

Thereby the internal supervisory Unit can perform its 

main duties, functions and responsibilities effectively in 

efforts to realize the vision, mission, and goals of labour 

social security Administration Agency.

annuaL auDIt work program (pkat) anD 

ImpLementatIon of actIvItIes

during 2016 the internal supervisory Unit has prepared 

37 Auditees of risk-based Annual Audit Work Program 

(PkAT). PkAT has been discussed with the Audit and 

Actuarial Committee, and has been approved by the 

President director. PkAT consisted of 9 regional offices 

and 28 Branch offices.

in addition, the internal supervisory Unit also conducts 

investigative Audit and specific purpose audit, which are 

not included in the PkAT because they are not routine 

audits.

PeLaKSaNaaN KegIaTaN SaTUaN PeNgaWaS INTerNaL TaHUN 2016
implementation of Activities of internal supervisory Unit 2016

No
Kegiatan
Activity

Uraian
description

Jumlah
Total

1 Assurance

Audit	Operasional	|	Audit operasional 37

Audit	Investigatif	|	investigative Audit 4

Audit	dengan	Tujuan	Tertentu	|	Audits with specific Purpose 2

Audit	Kinerja	|	Performance Audit 4

Assessment Penerapan Tata kelola yang Baik
good governance implementation Assessment

1

2 konsultasi

Counterpart	Auditor	Eksternal	|	Counterpart external Auditor 2

Pemutakhiran Tindak lanjut Temuan Audit internal dan eksternal
Updating Follow-Up of internal and external Audit Findings

5

kegiatan Asistensi atau konsultansi sesuai Permintaan Unit kerja
Activities of Assistance or Consulting on Working Unit request

35

kegiatan Peer Review	|	Peer review Activities 1

Penyusunan dan Penyempurnaan Pedoman sPi
Preparation and improvement of sPi guidelines

1

Penyusunan	Laporan	Manajemen	SPI	|	Preparation of sPi Management report 1
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KegIaTaN aUDIT OLeH KaNTOr aKUNTaN PUBLIK
Audit Activity by Public Accounting Firm

Tahun
year

Kantor akuntan Publik
Public Accounting Firm

Signing Partner
Fee 

(rp Miliar)
(rp billion

Jenis Pekerjaan
Type of Work

2016 kanaka Puradireja, suhartono suhartono 1,32

•	 General	Audit
•	 Audit	Kepatuhan	terhadap	Peraturan	

Perundangan
•	 General	Audit
•	 Audit	on	Compliance	with	Laws	and	

regulations 

2015
kAP Aryanto, Amir jusuf, Mawar 
& saptono (AAj)

saptoto Agustama 3,13

•	 General	Audit,	
•	 Review laporan 
•	 Pengelolaan	Program
•	 General	Audit	
•	 Report	Review	
•	 Program	Management

2014
kAP Aryanto, Amir jusuf, Mawar 
& sabtono (AAj)

rudi Hartono 2,64 general Audit

2013
kAP Aryanto, Amir jusuf, Mawar 
& saptono (AAj)

rudi Hartono 2,82

•	 General	Audit
•	 Laoan	Keuangan
•	 Laporan	Keuangan	Penutup
•	 Laporan	Keuangan	Pembuka
•	 General	Audit	
•	 Financial	Statements
•	 Opening	Financial	Statements
•	 Closing	Financial	Statements

2012
kAP Aryanto, Amir jusuf, Mawar 
& saptono (AAj)

rudi Hartono 1,76 general Audit

AkUnTAn PUBlik
PUBliC ACCoUnTAnT

setiap tahun BPjs ketenagakerjaan melaksanakan audit 

atas laporan keuangan Tahunan. Audit dilakukan oleh 

Auditor independen, yakni kantor Akuntan Publik (kAP).  

selain itu laporan keuangan Tahunan juga diaudit oleh 

Badan Pemeriksa keuangan (BPk).

Audit atas laporan keuangan Tahun 2016 dilakukan 

oleh kAP kanaka Puradireja, suhartono sebagai Auditor 

independen dengan pendapat “Wajar Tanpa Pengecualian”  

dan biaya rp1.320.000.000. Pelaksanaan audit laporan 

keuangan Tahunan oleh kAP sebagai Auditor independen 

sudah berlangsung selama beberapa tahun.

every year, labour social security Administration Agency 

conducts an audit of the Annual Financial statement. 

The audit is conducted by public accounting firm as an 

independent auditor. The Annual Financial statement is 

also audited by the supreme Audit Agency (BPk).

The audit on the Financial statements 2016 was 

conducted by Public Accounting Firm kAP kanaka 

Puradireja, suhartono as independent Auditor with the 

opinion “Unqualified” and the fee was rp1,320,000,000. 

The audit on Annual Financial statements by kAP as 

independent Auditor has been going on for several years.
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PerkArA PenTing diHAdAPi
MATeriAl liTigATions

kami berkomitmen untuk mematuhi ketentuan hukum 

dan peraturan perundang-undangan. Hingga akhir 

periode pelaporan, BPjs ketenagakerjaan tidak pernah 

mendapatkan sanksi denda finansial maupun sanksi 

hukum lain, terkait dugaan ketidakpatuhan terhadap 

regulasi yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan, 

persaingan usaha tidak sehat dan tanggung jawab produk. 

[G4-EN29, G4-SO8, G4-PR9]

selama tahun 2016, ada beberapa perkara penting yang 

dihadapi oleh BPjs ketenagakerjaan, entitas anak, direksi 

dan/atau anggota dewan Pengawas. dari perkara yang 

dihadapi dan telah mendapatkan putusan peradilan yang 

berkekuatan hukum tetap, BPjs ketenagakerjaan tidak 

pernah mendapatkan sanksi apapun termasuk sanksi 

administratif.

We are committed to comply with laws and regulations. 

Until the end of the reporting period, labour social 

security Administration Agency has never received any 

financial penalties or other legal sanctions over alleged 

non-compliance with regulations on environmental 

management, unfair business competition and product 

responsibility. [G4-EN29, G4-SO8, G4-PR9]

during 2016, there were several material litigations 

faced by labour social security Administration Agency, 

subsidiaries, Board of directors and/or members of the 

Board of Commissioners. of the cases faced and having 

received a legal and binding judicial decision, labour 

social security Administration Agency never received any 

sanctions including administrative sanction.

PerKara PeNTINg DIHaDaPI TaHUN 2016
Material litigations Faced in 2016

Pokok Perkara
subject of Case

Status Penyelesaian dan Sanksi Diterima
status  of settlement and sanction 

received

Pengaruh Terhadap BPJS Ketenagakerjaan
impact on labour social security 

Administration Agency

Perselisihan Hubungan industrial TkAd

industrial relations disputes of 
outsourced employees (TkAd)

Perkara hukum tidak dilanjutkan, karena 
permasalahan tersebut diselesaikan oleh 
divisi Human Capital diluar Pengadilan.

The lawsuit did not proceed, as the case 
was resolved by the Human Capital 
division outside the Court.

Menunjukkan bahwa BPjs 
ketenagakerjaan tetap berkomitmen 
melaksanakan Good Govenance 
dalam hal ini patuh terhadap ketentuan 
perundang-undangan yang berlaku yaitu  
ketentuan  Peraturan Menteri Tenaga 
kerja dan Transmigrasi nomor : 19 Tahun 
2012 tentang syarat-syarat Penyerahan 
pelaksanaan Pekerjaan pada Perusahaan 
lain.

showing that labour social security 
Administration Agency remains 
committed to implementing good 
govenance, particularly in compliance 
with applicable laws and regulations, 
namely the regulation of the Minister 
of Manpower and Transmigration no. 
19 of 2012 on Terms of submission of 
the implementation of Work at other 
Companies.
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PerKara PeNTINg DIHaDaPI TaHUN 2016
Material litigations Faced in 2016

Pokok Perkara
subject of Case

Status Penyelesaian dan Sanksi Diterima
status  of settlement and sanction 

received

Pengaruh Terhadap BPJS Ketenagakerjaan
impact on labour social security 

Administration Agency

gugatan di Pengadilan negeri 
Payakumbuh berupa gugatan perkara 
perdata wanprestasi terkait penyaluran 
Program kemitraan usaha kecil dan 
koperasi yang disalurkan oleh PT 
jamsostek (Persero) pada tahun 2009 
kepada koperasi Peternak Telur saiyo luak 
Puluah di kabupaten lima Puluh kota 

lawsuit in Payakumbuh district Court 
as a civil case lawsuit on default of 
disbursement for small business and 
cooperatives partnership programs 
distributed by PT jamsostek (Persero) 
in 2009 to the saiyo luak Puluah egg 
Farmers Cooperative in lima Puluh kota 
regency

Perkara tersebut masih dalam persidangan. 

The case is still in court.

Membuktikan bahwa  koperasi Peternak 
Telur saiyo luak Puluah di kabupaten 
lima Puluh kota melakukan pinjaman 
dana Program kemitraan usaha kecil 
dan koperasi tidak sesuai dengan 
peruntukannya.

Proving that saiyo luak Puluah egg 
Farmers Cooperative in lima Puluh kota 
regency did not follow the designated 
allocation in applying loans of small 
business and cooperatives partnership 
program. 

gugatan di Pengadilan negeri Tangerang 
oleh PT Pacific Paint kepada BPjs 
ketenagakerjaan terkait klaim jaminan 
kecelakaan kerja terhadap tenaga kerja 
yang telah non aktif.

lawsuit at Tangerang district Court by 
PT Pacific Paint to labour social security 
Administration Agency concerning work 
accident claims against workers who have 
been inactive.

Pada tanggal 24 november 2016 Majelis 
Hakim memutuskan menolak gugatan 
penggugat untuk seluruhnya. Purtusan 
telah berkekuatan hukum tetap (incracht 
van gewijsde)

on november 24, 2016 the Panel of 
judges decided to reject the plaintiff’s 
claim at all parts. The verdict has been final 
and binding (incracht van gewijsde)

i. Memberikan kepastian hukum bahwa 
Tenaga kerja yang telah non Aktif tidak 
berhak atas klaim jaminan kecelakaan 
kerja ataupun jaminan kematian.

ii. dapat memberikan pemahaman 
kepada peserta Tk maupun Perusahaan  
bahwa terdapat perubahan regulasi 
pada program jaminan sosial 
ketenagakerjaan saat berlakunya UU no 
24 Tahun 2011

i. Provide legal certainty that non-Active 
Workers are not entitled to a Work 
Accident or death Benefit claim.

ii. Provide understanding to participants, 
both workers and Companies, that 
there has been a change of regulation 
on the social security for employment 
program following the enactment of 
law no. 24 of 2011

gugatan di Pengadilan negeri jakarta 
Timur oleh mantan karyawan PT dai 
nippon Printing indonesia kepada 
perusahaannya terkait pembayaran hak-
hak pekerja. BPjs ketenagakerjaan sebagai 
Turut Tergugat, digugat untuk tunduk dan 
patuh pada putusan.

The lawsuit at the east jakarta district 
Court by former employee of PT dai 
nippon Printing indonesia against 
the company over the payment of 
workers’ rights. labour social security 
Administration Agency Co defendant, was 
sued to abide and comply with the ruling.

Perkara telah diputus pada tanggal 21 
november 2016 dengan gugatan tidak 
dapat diterima (niet ovantkrlijk Verklard)

The case has been decided as 
unacceptable lawsuit (niet ovantkrlijk 
Verklard) on november 21, 2016. 

Tidak timbul pengaruh kepada 
BPjs ketenagakerjaan, karena BPjs 
ketenagakerjaan hanya sebagai  turut 
tergugat dan pokok perkaranya gugatan 
perdata wanpresetasi antara karyawan 
dengan perusahaannya. 

no impact on labour social security 
Administration Agency, because labour 
social security Administration Agency acts 
only as a defendant and the subject of 
the case was civil suit on default between 
employees with the company.
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PerKara PeNTINg DIHaDaPI TaHUN 2016
Material litigations Faced in 2016

Pokok Perkara
subject of Case

Status Penyelesaian dan Sanksi Diterima
status  of settlement and sanction 

received

Pengaruh Terhadap BPJS Ketenagakerjaan
impact on labour social security 

Administration Agency

Perkara gugatan perbuatan melawan 
hukum dilakukan oleh H.Hasan dan 
yayasan rumah duka Abadi atas 
penyerobotan tanah milik BPjs 
ketenagakerjaan di grogol

The lawsuit on unlawful act against H. 
Hasan and yayasan rumah duka Abadi for 
encroachment of labour social security 
Administration Agency’s land in grogol

Telah terbit Putusan Mahkamah Agung ri 
nomor : 104 k/Pdt/2016 tanggal 31 Mei 
2016 : Bahwa amar putusan Mahkamah 
Agung ri tersebut menyatakan :
1.1. Mengabulkan permohonan kasasi dari 

Pemohon kasasi, PT. jaminan sosial 
Tenaga kerja (Persero);

1.2. Menyatakan Tergugat i dan Tergugat ii 
telah melakukan perbuatan melawan 
hukum;

1.3. Menyatakan Penggugat (PT. jamsostek) 
sebagai pemilik tanah ex. sHgB nomor 
4487/jelambar luas 2.239 m2 terletak 
di jalan daan Mogot nomor 100A rT. 
006 rW. 03 kel. jelambar, kec. grogol, 
Petamburan, jakarta Barat;

1.4. Menghukum Tergugat i, Tergugat ii, 
Tergugat iii, Tergugat iV, Tergugat V 
dan Tergugat Vi, atau pihak-pihak lain 
yang mendapat manfaat dari Tergugat i, 
untuk membongkar pagar tembok dan 
mengosongkan tanah sHgB nomor 
4487/jelambar luas 2.239 m2 terletak 
di jalan daan Mogot nomor 100A rT. 
006 rW. 03 kel. jelambar, kec. grogol, 
Petamburan, jakarta Barat;

1.5. Menghukum Turut Tergugat untuk 
patuh dan taat terhadap putusan ini.

The verdict of the supreme Court of the 
republic of indonesia number: 104 k/
Pdt/2016 dated May 31, 2016: That the 
verdict of the supreme Court of the 
republic of indonesia states:
1.1. granting the Cassation Application 

from the Cassation Appellant, PT. 
jaminan sosial Tenaga kerja (Persero);

1.2. declare defendant i and defendant ii 
have committed unlawful acts;

1.3. declare the Plaintiff (PT jamsostek) as 
the land owner ex. sHgB no. 4487/
jelambar with an area of 2,239 m2, 
located at jalan daan Mogot number 
100A rT. 006 rW. 03 jelambar sub-
district, grogol Petamburan district, 
West jakarta;

1.4. Punishing defendant i, defendant ii, 
defendant iii, defendant iV, defendant 
V and defendant Vi, or other parties 
benefiting from defendant i, to 
dismantle the wall fence and vacate the 
land of sHgB no. 4487/jelambar with 
an area of 2,239 m2, located at jalan 
daan Mogot number 100A rT. 006 
rW. 03 jelambar sub-district, grogol 
Petamburan district, West jakarta;

1.5. Punishing the defendants to be abide 
and comply with this verdict.

1. Memberikan kepastian hukum bahwa 
tanah seluas 624 M2 yang diklaim 
oleh H.Hasan merupakan milik BPjs 
ketenagakerjaan.

2. Menjadi dasar BPjs ketenagakerjaan 
mengajukan perpanjangan sHgB  
nomor 4487/jelambar luas 2.239 m2 
terletak di jalan daan Mogot nomor 
100A rT. 006 rW. 03 kel. jelambar, kec. 
grogol, Petamburan, jakarta Barat.

3. dapat segera dimanfaatkan untuk 
dilakukan pembangunan gedung  kantor 
cabang jakarta grogol

1. Provide legal certainty that the land with 
an area of 624 m2 claimed by H. Hasan 
is owned by labour social security 
Administration Agency.

2. Become the basis of labour social 
security Administration Agency to 
apply for extension of sHgB no. 4487/
jelambar, with an area of 2,239 m2 
located at jalan daan Mogot number 
100A rT. 006 rW. 03, jelambar sub-
district, grogol Petamburan district, 
West jakarta.

3. immediately can be used for the 
construction of jakarta grogol branch 
office building 
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PerKara PeNTINg DIHaDaPI TaHUN 2016
Material litigations Faced in 2016

Pokok Perkara
subject of Case

Status Penyelesaian dan Sanksi Diterima
status  of settlement and sanction 

received

Pengaruh Terhadap BPJS Ketenagakerjaan
impact on labour social security 

Administration Agency

Pendampingan hukum atas nama pelapor 
dennya Andrian kusdayat, s. H. Tentang 
dugaan tindak pidana di bidang BPjs.

legal accompaniment on behalf of the 
reporter denny Andrian kusdayat, s. H. 
About alleged offenses in the field of BPjs.

divisi kepatuhan dan Hukum melakukan 
pendampingan kepada staf kantor Cabang 
slipi untuk dimintai keterangan. Perkara 
tersebut masih dalam status penyelidikan.

The Compliance and legal division 
assisted the staff of slipi Branch office 
for questioning. The case is still under 
investigation status.

Perkara laporan masyarakat atas 
penyaluran pinjaman uang muka Tenaga 
kerja Bongkar Muat (TkBM) Pelabuhan 
Belawan, sumatera Utara.

Case based on the community’s reports 
over the disbursement of down Payment 
loan for loading and Unloading Workers 
(TkBM) at Belawan Port, north sumatra.

divisi kepatuhan dan Hukum melakukan 
pendampingan kepada staf kanwil 
sumbagut. gelar perkara telah dilakukan 
dan dinyatakan bahwa tidak ada cukup 
bukti adanya tindak pidana korupsi dalam 
penyaluran PUMP. 

The Compliance and legal division 
assisted the staff of northern sumatra 
regional office. The expose of the case 
has been made and stated that there was 
not enough evidence of corruption in 
PUMP distribution. 

Penanganan aset eks. MTn PT Volgren 
indonesia

Handling of asset ex MTn of PT Volgren 
indonesia

divisi kepatuhan dan Hukum melakukan 
upaya hukum litigasi dan non-litigasi untuk 
penanganan aset-aset terkait.

The Compliance and legal division took 
legal remedies in litigation and non-
litigation for the handling of related assets. 

Penanganan aset eks. MTn PT sapta Prana 
jaya 

Handling of asset ex MTn of PT sapta 
Prana jaya 

divisi kepatuhan dan Hukum melakukan 
upaya hukum litigasi dan non-litigasi untuk 
penanganan aset-aset terkait.

The Compliance and legal division took 
legal remedies in litigation and non-
litigation for the handling of related assets.
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sisTeM PelAPorAn PelAnggArAn
WHisTleBloWing sysTeM

BPjs ketenagakerjaan telah memiliki sistem Pelaporan 

Pelanggaran (sPP) atau Whistleblowing system (WBs), 

yang menjadi bagian dari penerapan Tata kelola yang 

Baik. WBs adalah sistem yang mengelola pengaduan/

pengungkapan perilaku melawan hukum, perbuatan 

tidak etis/tidak semestinya, secara rahasia, anonim dan 

mandiri. 

peDoman Insan Bpjs ketenagakerjaan 

kami mendorong semua pihak di BPjs ketenagakerjaan, 

yakni para karyawan dan pimpinan, untuk mematuhi 

Pedoman sistem Pelaporan Pelanggaran (sPP) atau 

Whistleblowing system (WBs) BPjs ketenagakerjaan. 

Penerapan sistem Pelaporan Pelanggaran BPjs 

ketenagakerjaan berdasarkan Peraturan direksi 

no. Perdir/48/092015 tentang Pedoman sistem 

Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing system) BPjs 

ketenagakerjaan.

Tujuan penerapan Pedoman sistem Pelaporan 

Pelanggaran (sPP) atau Whistleblowing system (WBs) 

BPjs ketenagakerjaan adalah:

1. Menciptakan iklim yang kondusif dan mendorong 

pelaporan terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan 

kerugian financial dan non financial BPjs 

ketenagakerjaan. 

2. Memudahkan manajemen untuk menangani 

secara efektif laporan pelanggaran dan melindungi 

kerahasiaan identitas pelapor. 

3. Membangun infrastruktur untuk melindungi pelapor 

dari balasan pihak internal dan eksternal. 

4. Meningkatkan efektivitas tata kelola, pengendalian 

intern dan kinerja pegawai maupun kinerja BPjs 

ketenagakerjaan. 

5. Mendukung budaya dan etos kerja BPjs 

ketenagakerjaan 

6. Meningkatkan reputasi BPjs ketenagakerjaan.

labour social security Administration Agency has 

established Whistleblowing system (WBs), which is part 

of the implementation of good governance. WBs is a 

system that manages complaints/disclosures of unlawful 

acts, unethical/inappropriate conduct, in confidentiality, 

anonymous and independent manner.

guIDeLIne of LaBour socIaL securIty 

aDmInIstratIon agency’s personneL 

We encourage all personnel at labour social security 

Administration Agency, ie employees and managers, to 

comply with the labour social security Administration 

Agency Whistleblowing system (WBs) guidelines. 

implementation of labour social security Administration 

Agency Whistleblowing system is based on Board 

of directors’ regulation no. Perdir/48/092015 on 

Whistleblowing system guidelines of labour social 

security Administration Agency.

The purposes of Whistleblowing system guidelines of 

labour social security Administration Agency are:

1. Creating a conducive climate and encouraging 

reporting on matters that can cause financial and non 

financial losses to labour social security Administration 

Agency.

2. Facilitating management to effectively address 

violation reports and protect the confidentiality of the 

whistleblower’s identity.

3. Building the infrastructure to protect the whistleblower 

from internal and external reprisals.

4. improving the effectiveness of governance, internal 

control and employee performance and labour social 

security Administration Agency’s performance.

5. supporting the work culture and work ethic of labour 

social security Administration Agency

6. improving the reputation of labour social security 

Administration Agency.
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pakta IntegrItas 

seluruh insan BPjs ketenagakerjaan wajib berpartisipasi 

aktif untuk ikut melaporkan bila menemukan adanya 

potensi dan/atau pelanggaran. kewajiban tersebut 

secara teknis termuat dalam Pakta integritas, sehingga 

diharapkan akan mendorong terbentuknya budaya 

keterbukaan dan kejujuran serta budaya melaporkan 

setiap pelanggaran.

pengeLoLaan wBs

kami juga telah membentuk komite integritas, yang 

bertanggung jawab atas pengelolaan WBs. komite 

integritas memiliki tugas:

1. Membantu terlaksanakannya Pakta integritas di 

lingkungan BPjs ketenagakerjaan.

2. Memantau sistem pelaporan pelanggaran (WBs) 

3. Memantau tindak lanjut penanganan atas laporan 

pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan oleh 

insan BPjs ketenagakerjaan.

4. Menjamin kerahasiaan identitas saksi/pelapor 

pelanggaran Pakta integritas.

IntegrIty pact

All personnel of labour social security Administration 

Agency are obliged to participate actively to report 

when found potential and/or violation. The obligation 

is technically contained in the integrity Pact, which is 

expected to foster a culture of transparency and honesty 

as well as culture to report any violations.

wBs management

We have also established the integrity Committee, 

which is responsible for WBs management. The integrity 

Committee has the following tasks:

1. Assisting the integrity Pact implementation within 

labour social security Administration Agency.

2. Monitoring whistleblowing system (WBs)

3. Monitoring follow-up handling of reports of violations/

irregularities committed by labour social security 

Administration Agency’s personnel.

4. ensuring the identity confidentiality of the witness/

whistleblower of the integrity Pact violation.

STrUKTUr KeaNggOTaaN KOMITe INTegrITaS
Membership structure of integrity Committee

No
Jabatan
Position

Pejabat
official

1 Ketua	|	Chairman Direktur	Umum	dan	SDM	|	director of general Affairs and Human resources

2 Sekretaris	|	secretary Kepala	Satuan	Pengawas	Internal	|	Head of internal supervisory Unit

3 Anggota	|	Member

Kepala	Divisi	Kepatuhan	dan	Hukum	|	Head of Compliance and legal division

Kepala	Divisi	SDM	|	Head of Hr division

ketua serikat Pekerja BPjs ketenagakerjaan
Chairman of labour social security Administration Agency Workers Union
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BPjs ketenagakerjaan telah memiliki standar Prosedur 

operasi (sPo) untuk penyampaian pelaporan pelanggaran 

dan tindak lanjut pelaporan pelanggaran. Pelaporan 

pelanggaran ditujukan melalui suatu mekanisme baku 

dan dikelola secara profesional.

labour social security Administration Agency already has 

standard operating Procedures (soP) for the submission 

and follow-up of violation reporting. The violation 

reporting (whistleblowing) is handled through a standard 

and professionally managed mechanism.

STaNDar PrOSeDUr OPeraSI WBS
WBs standard operating Procedures

Prosedur Penyampaian Laporan Pelanggaran
Procedure for submitting reports of Violations

Pengelolaan Laporan Pelanggaran
Whistleblowing Management

•	 Laporan	menyertakan	identitas	pihak	pelapor	dan	isi	laporan.
•	 Laporan	disampaikan	melalui	saluran	yang	tersedia	dan	

diterima satuan Pengawas internal.
•	 Komite	Integritas	menerima	laporan	pelanggaran	dari	Satuan	

Pengawas internal.
•	 Komite	Integritas	memeriksa	kepenuhan	persyaratan	dan	

kelayakan informasi yang disampaikan.
•	 Bila	dinilai	layak	diteruskan	maka	Direktur	Utama	

memerintahkan investigasi.
•	 Komite	Integritas	melakukan	pemantauan	tindak	lanjut.	

•	 Reports	include	the	identity	of	the	whistleblower	and	content.
•	 Reports	are	submitted	through	available	channels	and	

received by the internal supervisory Unit.
•	 The	Integrity	Committee	receives	violation	report	from	the	

internal supervisory Unit.
•	 The	Integrity	Committee	examines	the	fulfillment	of	

requirements and the eligibility of the information submitted.
•	 If	deemed	appropriate	to	be	forwarded	then	the	President	

director shall order an investigation.
•	 The	Integrity	Committee	conducts	follow-up	monitoring.

•	 Setiap	pelaporan	wajib	ditindaklanjuti	dan	didokumentasikan.
•	 Pelaporan	diharapan	mengungkapkan	identitasnya.
•	 Identitas	pelaporan	wajib	dirahasiakan.
•	 Klasifikasi	status	laporan	pelanggaran.
•	 Status	dan	progres	dilaporkan	secara	berkala.
•	 Investigasi	berdasarkan	Surat	Perintah	Direktur	Utama.

•	 Every	report	must	be	followed	up	and	documented.
•	 Whistleblower	is	expected	to	reveal	his/her	identity.
•	 The	identity	of	the	whistleblower	must	be	kept	confidential.
•	 Classifying	violation	report	status.
•	 Status	and	progress	are	reported	periodically.
•	 Investigation	under	the	Order	of	President	Director.
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perLInDungan peLapor Dan penanganan 

peLaporan

sesuai dengan sPo penanganan WBs, maka BPjs 

ketenagakerjaan berkewajiban untuk memberikan 

perlindungan kepada pelapor. Perlindungan yang 

diberikan meliputi kerahasiaan identitas pelapor serta 

memastikan tidak ada perlakuan yang dapat merugikan 

pelapor. 

whIstLeBLower protectIon anD report 

hanDLIng

in accordance with soP of WBs handling, labour social 

security Administration Agency shall be obliged to provide 

protection to the whistleblower. The protection provided 

includes the confidentiality of the whistleblower’s identity 

and ensures that no treatment that may be damaging to 

the whistleblower.

TaTa LaKSaNa PeNaNgaNaN PeLaPOraN
Procedures of report Handling
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Cara PeNYaMPaIaN PeLaPOraN PeLaNggaraN
Whistleblowing Mechanism 

peLaporan pengaDuan tahun 2016 Dan tInDak 

Lanjutnya

selama periode pelaporan, kami menerima 524 data/

laporan, terdiri dari:

•	 Klasifikasi	pelanggaran	sebanyak	5	data/laporan.

•	 Klasifikasi	pelayanan	sebanyak	337	data/laporan.

•	 Klasifikasi	 sampah	 (garbage) sebanyak 182 data/

laporan.

Tindak lanjut pelaporan:

setiap data/pelaporan yang terkait dengan dugaan 

pelanggaran dan pelayanan, akan ditindaklanjuti oleh 

unit kerja yang berwenang. Adapun data/laporan yang 

bersifat sampah tidak akan ditindaklanjuti.

Tindak lanjut terkait pelanggaran yang bersifat personal 

ditindaklanjuti oleh divisi Human Capital, sedangkan 

pelanggaran yang bersifat materiil ditindaklanjuti oleh 

satuan Pengawas internal. Tindak lanjut laporan terkait 

pelayanan diserahkan kepada divisi Pelayanan dan 

Pengaduan untuk tindak lanjut tersebut.

compLaInt reportIng of 2016 anD foLLow-up

during the reporting period, we received 524 data/

reports, consisting of:

•	 Classification	of	violations	as	many	as	5	data/reports.

•	 Classification	of	services	as	many	as	337	data/reports.

•	 Classification	of	garbage	as	many	as	182	data/reports.

report Follow-up:

Any data/report concerning alleged violations and 

services, will be followed up by authorized work units. 

The data/reports that are classified as garbage will not be 

followed up.

Personal violations are followed up by the Human Capital 

division, while material violations are followed up by the 

internal supervisory Unit. Follow-up of service-related 

reports is handed over to the division of services and 

Complaints for the follow-up.
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BPjs ketenagakerjaan 

memberikan penghargaan 

bagi setiap pelaporan yang 

terbukti kebenarannya. 

sementara bagi pihak-pihak 

yang terbukti terlibat dalam 

perbuatan pelanggaran yang 

dilaporkan, akan dikenakan 

sanksi.

labour social security 

Administration Agency 

rewards any verifiable 

reports. As for those parties 

who are proven to be 

involved in the reported 

violation, sanctions will be 

imposed.

aLUr PeNaNgaNaN LaPOraN
Flow of report Handling 

Klasifikasi
Classification

Unit Kerja Berwenang
Authorized Work Unit

Keterangan
remarks

Pelayanan	|	service
divisi layanan dan Pengaduan
division of services and Complaints

Ditindaklanjuti	|	Followed up

Pelanggaran	|	Violation
Satuan	Pengawas	Internal	|	internal supervisory Unit

Ditindaklanjuti	|	Followed up
Divisi	SDM	|	division of Hr

Sampah	|	garbage Tidak	Ditindaklanjuti	| not Followed up

KLaSIFIKaSI PeLaPOraN TaHUN 2016
report Classification 2016

No
Saluran
Channel

Pelanggaran
Violation

Layanan
service

Sampah
garbage 

Total %

1 sMs 0 236 83 319 69

2 Telepon	|	Telephone 1 30 48 79 9

3 Website 4 71 51 126 22

4 Faksimili	|	Facsimile 0 0 0 0 0

5 Po Box 0 0 0 0 0

6 Surat	Elektronik	|	email 0 0 0 0 0

7 Jumlah	|	Total 5 337 182 524 100

PeNgHargaaN DaN SaNKSI
rewards and sanctions
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keTerBUkAAn inForMAsi
inForMATion disClosUre

sebagai penerapan dari prinsip transparansi dalam 

pelaksanaan Tata kelola yang Baik, BPjs ketenagakerjaan 

mengelola saluran informasi yang dapat diakses oleh 

publik maupun segenap pemangku kepentingan. Hingga 

akhir periode pelaporan, ada beberapa saluran informasi 

yang dikelola BPjs ketenagakerjaan.

penerBItan Laporan tahunan terIntegrasI

sejak tahun 2015 BPjs ketenagakerjaan telah 

meningkatkan penyusunan laporan Tahunan yang telah 

diterbitkan sejak tahun 2006, menjadi laporan Tahunan 

Terintegrasi. Tahun 2016 adalah tahun kedua penerbitan 

laporan Tahunan Terintegrasi, yang disusun berdasarkan 

praktik-praktik terbaik pelaporan dengan mengacu pada 

referensi Bapepam-lk, global reporting initiative (gri) 

dan iirC. selanjutnya setiap tahun kami akan menerbitkan 

laporan Tahunan Terintegrasi secara berkesinambungan.

As an implementation of the transparency principle in 

the good governance implementation, labour social 

security Administration Agency manages information 

channels that can be accessed by the public as well as all 

stakeholders. Until the end of the reporting period, there 

are several information channels managed by labour 

social security Administration Agency.

puBLIcatIon of IntegrateD annuaL report

since 2015, labour social security Administration Agency 

has improved the preparation of Annual reports that 

have been published since 2006 into the integrated 

Annual report. The year 2016 is the second year of 

publishing the integrated Annual report, which is based 

on best reporting practices with reference to Bapepam-

lk reference, global reporting initiative (gri) and iirC. 

in addition, each year we will continually publish an 

integrated Annual report.
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kami menyediakan mekanisme evaluasi maupun 

penyampaian informasi lain oleh pemangku kepentingan 

melalui lembar Umpan Balik di bagian akhir laporan 

Tahunan Terintegrasi 2016. selanjutnya, segala hal yang 

disampaikan dalam lembar Umpan Balik akan digunakan 

sebagai masukan demi peningkatan kualitas pelaporan. 

[G4-49]

pernyataan fInansIaL

di dalam laporan Tahunan Terintegrasi disampaikan 

informasi Pernyataan Finansial (Financial statement) 

BPjs ketenagakerjaan. Pernyataan Finansial disusun 

berdasarkan standar akuntansi yang berlaku di indonesia 

serta mengungkapkan informasi secara lengkap dan 

akurat mengenai aktivitas keuangan selama tahun 2016.

saLuran InformasI LaIn

•	 Website:	www.bpjsketenagakerjaan.go.id

•	 Facebook:	BPJS	Ketenagakerjaan

•	 Twiter:	@BPJSTKinfo

•	 Youtube:	BPJS	Ketenagakerjaan

•	 Surat	 Elektronik:	 biro.humas@bpjsketenagakerjaan.

go.id

•	 Telepon:	021-5207797

•	 Faksimili:	021-5202310

•	 Contact	Center:	1500	910

•	 Majalah	Internal:	Bright

•	 Majalah	Eksternal	:	Bridge

 Website

BPjs ketenagakerjaan terus mengembangkan 

penampilan maupun isi dari website (situs). dengan 

demikian keberadaan situs akan lebih menarik, lebih 

mudah diakses, lebih banyak aplikasi yang memudahkan 

peserta mendapatkan informasi produk maupun layanan.

 Media Sosial

seiring dengan meningkatnya jumlah pemakai internet, 

BPjs ketenagakerjaan juga menyediakan akses informasi 

dalam bentuk media sosial. Pengelolaan saluran media 

sosial dilakukan oleh Urusan komunikasi internal divisi 

komunikasi.

We provide other stakeholder evaluation and information 

delivery mechanisms through Feedback Form at the end 

of the integrated Annual report 2016. every response 

that is conveyed in the Feedback sheet will be used as 

input for reporting quality improvement. [G4-49]

fInancIaL statement

The integrated Annual report has presented Financial 

statement information of labour social security 

Administration Agency. The financial statements were 

prepared under the accounting standards applicable 

in indonesia and disclosed complete and accurate 

information about financial activities during 2016.

other InformatIon channeLs

•	 Website:	www.bpjsketenagakerjaan.go.id

•	 Facebook:	BPJS	Ketenagakerjaan

•	 Twiter:	@BPJSTKinfo

•	 Youtube:	BPJS	Ketenagakerjaan

•	 Email:	biro.humas@bpjsketenagakerjaan.go.id

•	 Phone:	021-5207797

•	 Facsimile:	021-5202310

•	 Contact	Center:	1500	910

•	 Internal	Magazine:	Bright

•	 External	Magazine:	Bridge

 Website

labour social security Administration Agency continues 

to improve the appearance and content of the website. 

Thus the site will be more interesting, more accessible, 

have more applications that facilitate participants get 

information on products and services.

 Social Media

Along with the increasing number of internet users, 

labour social security Administration Agency also 

provides access to information in the form of social 

media. The social media channel is managed by the 

Communications Affairs of internal Communication 

division.
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Media sosial menjadi media efektif untuk menyampaikan 

sosialisasi kepada masyarakat, mengenai berbagai hal 

berkaitan dengan BPjs ketenagakerjaan. kami terus 

mencatat penambahan jumlah orang yang mengakses 

media sosial BPjs ketenagakerjaan.

majaLah eksternaL

BPjs ketenagakerjaan menerbitkan majalah eksternal: 

Bridge, yang diterbitkan reguler setiap dua bulan sekali. 

sasaran penerbitan majalah ini adalah segenap pemangku 

kepentingan BPjs ketenagakerjaan. Tema-tema yang 

ditampilkan pada setiap edisi penerbitan pada tahun 

2016 berisi informasi perkembangan dan kinerja BPjs 

ketenagakerjaan pada kurun waktu periode pelaporan.

social media becomes an effective media for dissemination 

to the public, on various matters related to labour social 

security Administration Agency. We continue to record 

the addition of the number of people accessing social 

media of labour social security Administration Agency.

externaL magazIne

labour social security Administration Agency publishes 

an external magazine: Bridge, which is published 

regularly every two months. The magazine publishing 

target is all the stakeholders of labour social security 

Administration Agency. The themes carried in each issue 

during 2016 contained information on the development 

and performance of labour social security Administration 

Agency during the reporting period.

JUMLaH PeNgaKSeS MeDIa SOSIaL BPJS KeTeNagaKerJaaN
number of social Media Visitors of labour social security Administration Agency

Media Sosial
social Media

Pengakses
Visitor

Jumlah | Total

2016 2015

Facebook Fan page 96.964 67.794

Twitter Follower 42.339 25.737

youtube View 43.598 26.668
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pemBerItaan DI meDIa massa

secara berkesinambungan kami menerbitkan publikasi 

dan pemberitaan di media massa, mengenai berbagai hal 

terkait kinerja BPjs ketenagakerjaan serta pemenuhan 

tangung jawab sosial dan lingkungan (Tjsl). Publikasi dan 

pemberitaan di media massa tidak hanya disampaikan oleh 

kantor Pusat BPjs ketenagakerjaan, tetapi juga kantor 

Wilayah maupun kantor Cabang melalui media massa 

setempat. dengan demikian informasi yang disampaikan 

menjangkau lebih banyak pemangku kepentingan.

BPjs ketenagakerjaan juga memberikan akses kepada 

media massa untuk mendapatkan informasi terkait kinerja 

BPjs ketenagakerjaan. setiap tahun BPjs ketenagakerjaan 

juga menyelenggarakan lomba penulisan karya jurnalistik 

tentang BPjs ketenagakerjaan dan memberikan 

penghargaan journalistic Award kepada karya jurnalistik 

terbaik.

mass meDIa coverage

We continually publish and news coverage in the mass 

media on various matters related to the performance of 

labour social security Administration Agency as well as 

the fulfillment of social and environmental responsibility 

(Tjsl or ser). Publications and news in the mass media 

are not only made by the Head office of labour social 

security Administration Agency, but also the regional 

offices or Branch offices through local mass media. 

Thus the information reaches more stakeholders.

labour social security Administration Agency also 

provides access to mass media to gather information 

related to the performance of labour social security 

Administration Agency. every year labour social security 

Administration Agency also holds a writing contest of 

journalistic work on labour social security Administration 

Agency and present journalistic Award to the best 

journalistic work.

PeMeNaNg JOUrNaLISTIC aWarD TaHUN 2016
Winners of journalistic Award 2016

Kategori
Category

Nama dan Media Massa
name and Mass Media

Judul artikel
Title of Article

juara i
1st Winner

edi Hardum, Berita satu

jHT kembalikan ke Filosofinya, Pemerintah jangan Tunduk kepada 
desakan Massa (jakarta)
jHT returns to its Philosophy, government not to give out to 
Masses’ demand (jakarta)

juara ii
2nd Winner

Feril nawali, rakyat Merdeka online (rMol)

Pemerintah Mesti Perkuat regulasi jaminan sosial, Biar Tak Ada 
Manula Terlantar (jakarta)
government Must strenghten social security regulations to 
Prevent neglected elders (jakarta)

juara iii
3rd Winner

dani Tri Wahyudi, indopos
Pengambilan jHT Utang Budi ke BPjs ketenagakerjaan  (jakarta)
jHT Withdrawal and indebtedness to labour social security 
Administration Agency 

Harapan i
1st place of 
consolation 
prize

erwan Maluyu, jobMedia online
revitalisasi & solusi Pengelolaan Program jaminan sosial 
revitalization & social security Management Program solutions

Harapan ii
2nd place of 
consolation 
prize

Wahyu Atmaji, suara Merdeka
Program jaminan Hari Tua dan realitas Pekerja kita (semarang)
old Age security Program and reality of our Workers (semarang) 

Harapan iii
3rd place of 
consolation 
prize

Heru Prayitno, radar sampit
Menjaga esensi Program jaminan Hari Tua (kalimantan Tengah)
Maintaining the essence of the old Age security Program (Central 
kalimantan) 
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inForMAsi lAin
oTHer inForMATion

laporan ini tidak menyertakan informasi terkait penerapan 

atas Pedoman Tata kelola Perusahaan Terbuka bagi 

perusahaan yang menerbitkan efek Bersifat ekuitas, 

mengingat sampai dengan akhir periode pelaporan BPjs 

ketenagakerjaan tidak menerbitkan efek Bersifat ekuitas.

BPjs ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang 

sepenuhnya dikendalikan oleh Pemerintah indonesia. 

dengan demikian laporan ini tidak menyampaikan 

informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan 

otoritas Pasar Modal kepada anggota dewan Pengawas 

dan direksi.

kami juga memastikan, sampai dengan akhir periode 

pelaporan tidak ada sanksi administratif dari otoritas jasa 

keuangan (ojk) terhadap anggota dewan Pengawas dan 

direksi.

This report does not include information on the 

implementation of the governance guidelines for Public 

Company for companies that issue equity securities, 

given up to the end of the reporting period labour social 

security Administration Agency did not issue equity 

securities.

labour social security Administration Agency is a 

public legal entity fully controlled by the government 

of indonesia. Therefore, this report does not present 

information about administrative sanctions imposed by 

the Capital Market authority to members of the Board of 

Commissioners and Board of directors.

We also ensure that until the end of the reporting period, 

there has been no administrative sanction from the 

Financial services Authority (ojk) on the members of the 

Board of Commissioners and the Board of directors.
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// TaNggUNg 
JaWaB SOSIaL 
DaN LINgKUNgaN
soCiAl And enVironMenTAl 
resPonsiBiliTy
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Badan Penyelenggara jaminan sosial (BPjs) 

ketenagakerjaan berkomitmen dalam memenuhi 

tanggung jawab sosial dan lingkungan (Tjsl). kami 

mendefinisikan Tjsl merupakan bentuk tanggung 

jawab BPjs ketenagakerjaan untuk membangun kualitas 

kehidupan lebih baik; yang dilaksanakan secara transparan 

dan beretika, sebagai kontribusi terhadap pembangunan 

berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; 

dengan memperhatikan kebutuhan pemangku 

kepentingan, serta mematuhi regulasi dan norma-norma 

internasional yang berlaku.”

Dasar peLaksanaan 

•	 Undang-Undang	RI	No.24	tahun	2011	tentang	Badan	

Penyelenggara jaminan sosial 

•	 Peraturan	 Pemerintah	 RI	 No.99	 Tahun	 2013	 tentang	

Pengelolaan Aset jaminan sosial ketenagakerjaan. 

•	 ISO	26000	Guidance	on	Social	Responsibility.

•	 Peraturan	 Direksi	 BPJS	 Ketenagakerjaan	

no.Perdir/04/032015 Tentang Pedoman Tanggung 

jawab sosial dan lingkungan.

unsur-unsur program tjsL 

disusun menggunakan pendekatan terpadu holistik 

berdasarkan iso 26000, dengan memperhatikan unsur-

unsur yang berperan sebagai prinsip dasar pelaksanaan 

Tjsl BPjs ketenagakerjaan.

labour social security Administration Agency (BPjs 

ketenagakerjaan)  is committed to fulfilling social and 

environmental responsibility (ser or Tjsl). We define 

ser as a form of labour social security Administration 

Agency’s responsibility to build a better quality of life; 

which is implemented in a transparent and ethical 

manner, as a contribution to sustainable development 

and the improvement of people’s welfare; taking into 

account the needs of stakeholders, as well as complying 

with applicable international regulations and norms.”

BasIs of ImpLementatIon

•	 Law	 of	 the	 Republic	 of	 Indonesia	 No.24	 of	 2011	 on	

social security Administering Body

•	 Government	Regulation	No.99	of	2013	on	Management	

of social security for employment’s Assets.

•	 ISO	26000	Guidance	on	Social	Responsibility.

•	 Labour	 Social	 Security	 Administration	 Agency	 Board	

of directors regulation no. Perdir/04/032015 

regulation on social and environmental responsibility 

guidelines.

eLements of ser program

Compiled using a holistic integrated approach based on 

iso 26000, taking into account the elements that serve 

as the basic principles of the implementation of ser of 

labour social security Administration Agency.

BPJS KetenagaKerJaan
Laporan Terintegrasi 2017

308



Menjadi Tjsl terpercaya dan profesional yang 
berkontribusi dalam mencapai tujuan pembangunan 
berkelanjutan.
To become a trusted and professional ser that contribute in achieving 
sustainable development goals.

VISIVision

jeMBATAn BersAMA
(Berkelanjutan, Tepat sasaran, Bermanfaat)

Bridge oF TogeTHer (sustainable, right on Target, Beneficial)

Motto Motto

1. Memenuhi kebutuhan dasar bagi tenaga kerja. 
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama 

peserta BPjs ketenagakerjaan. 
3. Berupaya secara aktif dalam pelestarian dan perbaikan 

lingkungan. 
4. Menciptakan hubungan yang harmonis dengan 

pemangku kepentingan. 

1. To fulfill basic needs of workers.
2. To increase the welfare of society, the members of labour social security 

Administration Agency in particular.
3. To actively involve in preservation and improvement of the environment.
4. To create harmonious relationships with stakeholders.

MISI Mission
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krIterIa program tjsL

1. Tepat sasaran. Program dibuat sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat. 

2. skala luas. Hasil program bermanfaat signifikan bagi 

masyarakat luas. 

3. Berkesinambungan. Program bukan bersifat ad hoc, 

tetapi sudah melalui proses perencanaan yang baik 

dan dilaksanakan secara berkesinambungan. 

crIterIa of ser program

1. right on target. The programs are tailored to the 

community’s needs.

2. large scale. The program results are significantly 

beneficial to the wider community.

3. Continuous. The programs are not ad hoc, but have 

been through good planning process and implemented 

continuously.

1 2 3

Kriteria Program/Kegiatan TJSL | Criteria of SER Program/Activities

Program dibuat sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat.

The program should be made 
according to the needs of society

TEPAT SASARAN
RIght on taRget

Hasil program bermanfaat signifikan 
bagi masyarakat luas.

The benefits of the program should 
be significant for wider community

SKALA LuAS
WIde CoveRage

Program bukan bersifat adhoc, tetapi sudah 
melalui proses perencanaan yang baik dan 

dilaksanakan secara berkesinambungan.

The nature of the program is not adhoc, 
but it has to go through a proper 

planning process and to be implemented 
sustainably

BERKESINAmBuNGAN
SuStaInable
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pILar peLaksanaan program 

a. jembatan kesejahteraan; yaitu program Tjsl 

yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan 

masyarakat. 

b. jembatan kemandirian, yaitu program Tjsl yang 

bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat 

menjadi mandiri. 

c. jembatan Hati, yaitu program Tjsl yang bertujuan 

untuk menunjukkan kepedulian dan empati terhadap 

masyarakat. 

d. jembatan kelestarian, yaitu program Tjsl yang 

bertujuan untuk pemeliharaan dan kelestarian 

lingkungan. 

the pILLars of program ImpLementatIon

a. The Bridge to Welfare: ser program aims to improve 

people’s welfare.

b. The Bridge to independence: ser program aims 

at economic empowerment of the people to be 

independent.

c. The Bridge to Heart: ser program aims at raising 

awareness and empathy for the community.

d. The Bridge to Preservation: ser program aims at 

conservation and preservation of the environmental.

Jembatan Kesejahteraan

Jembatan Kemandirian

Jembatan Hati

Jembatan Kelestarian

Program TJSL yang bertujuan untuk peningkatan 
kesejahteraan masyarakat.

SER program that aims to improve people's 
welfare.

Program TJSL yang bertujuan untuk pemberdayaan 
ekonomi masyarakat menjadi mandiri.

SER program aims at the economic empowerment 
of the people to be independent. 

Program TJSL yang bertujuan untukmenunjukkan 
kepedulian dan empati terhadap masyarakat.

SER program aims at raising awareness and 
empathy for the community. 

Program TJSL yang bertujuan untuk pemeliharaan 
dan kelestarian lingkungan.

SER program aims at the conservation and 
preservation of the environment.

Pilar TJSL | SER Pillars
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organIsasI tjsL

Pengelolaan Tjsl menjadi tugas dan tanggung jawab 

Fungsi Urusan Tjsl yang dipimpin oleh kepala divisi 

komunikasi dan bertanggung jawab kepada direktur 

Utama. dalam mengelola pelaksanaan Tjsl, Fungsi 

Urusan Tjsl mewakili manajemen melakukan komunikasi 

dan dialog dengan para pemangku kepentingan. 

komunikasi yang terbangun juga menjadi mekanisme 

dalam mengidentifikasi dan meminimalkan dampak dari 

kegiatan usaha yang dilakukan BPjs ketenagakerjaan 

terhadap para pemangku kepentingan [G4-14, G4-35, G4-36, 

G4-37]

pemBIayaan tjsL

jumlah dana pembiayaan program Tjsl yang 

ditempatkan pada tahun 2016 sebesar rp13,26 miliar, 

turun rp590 juta atau 4% dibanding tahun 2015 yang 

mencapai rp13,85 miliar. sumber dana untuk pemenuhan 

Tjsl berasal dari surplus BPjs ketenagakerjaan sehingga 

tidak memberikan dampak terhadap kinerja keuangan 

BPjs ketenagakerjaan. 

ser organIzatIon

The management of ser becomes the duty and 

responsibility of the ser Affairs Function led by the Head 

of Communications division and responsible to the 

President director. in managing the implementation of 

ser, the ser Affairs Function represents management 

communicating and dialogue with stakeholders. 

Communications built also become a mechanism in 

identifying and minimizing the impact of business activities 

undertaken labour social security Administration Agency 

of stakeholders [G4-14, G4-35, G4-36, G4-37]

ser fInancIng

The amount of ser program financing disbursed in 2016 

amounted to rp13.26 billion, down rp590 million or 4% 

compared to 2015 which reached rp13.85 billion. The 

source of funding for the fulfillment of ser comes from 

the surplus labour social security Administration Agency 

so as not to have an impact on the financial performance 

of labour social security Administration Agency.

dIREKTuR 
uTAmA

President 
Director

KEPALA dIVISI 
KOmuNIKASI

Head of 
Communication 

Division

PENATA mAdyA 
TJSL

SER Manager

PENATA uTAmA 
TJSL

SER Senior 
Manager

KEPALA 
uRuSAN TJSL

Head of SER 
Affairs 

Struktur Organisasi Fungsi urusan TJSL Sebagai Pengelola TJSL
organizational Structure of SER Affairs function As SER Management
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Pemanfaatan dana diprioritaskan untuk membiayai 

program pada bidang:

1. jembatan kesejahteraan

2. jembatan kemandirian

3. jembatan Hati

4. jembatan kelestarian

Fund utilization is prioritized to finance the program in 

the areas of:

1. The Bridge to Welfare

2. The Bridge to independence

3. The Bridge to Heart

4. The Bridge to Preservation

DaNa TJSL
ser Fund

Uraian
description

2016 2015

Jumlah (rp)
Amount (rp)

%
Jumlah (rp)
Amount (rp)

%

Jembatan	Kelestarian	|	The Bridge to Preservation 267.518.350 2,06 10.000.000 0,08

Jembatan	Hati	|	The Bridge to Heart 8.829.496.982 67,85 5.398.124.797 45,79

Jembatan	Kemandirian	|	The Bridge to independence 2.989.890.000 22,97 144.000.000 1,22

Jembatan	Kesejahteraan	|	The Bridge to Welfare 927.272.584 7,13 6.235.904.324 52,90

Jumlah	|	Total 13.014.177.916 100 11.788.029.121 100
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MenjAdi UnggUl BersAMA PeMAngkU kePenTingAn 
ACHieVing eXCellenCe WiTH sTAkeHolders 

para pemangku kepentIngan [G4-24, G4-25, G4-26, G4-

27]

Aspek utama pelaksanaan Tjsl adalah pemenuhan 

kebutuhan masing-masing pemangku kepentingan. 

kami telah mengidentifikasi para pemangku kepentingan, 

yakni pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak 

langsung mempengaruhi kesinambungan operasional 

serta kegiatan usaha BPjs ketenagakerjaan.

Proses identifikasi para pemangku kepentingan dilakukan 

berdasarkan interaksi yang terjalin. selanjutnya melalui 

pelibatan yang dilakukan, BPjs ketenagakerjaan berupaya 

memenuhi kebutuhan yang menjadi isu utama masing-

masing pemangku kepentingan.

the stakehoLDers [G4-24, G4-25, G4-26, G4-27]

The main aspect of ser implementation is the fulfillment 

of each stakeholder’s needs. We have identified 

stakeholders, those who directly or indirectly affecting 

the operational sustainability and business activities of 

labour social security Administration Agency.

The process of stakeholder identification was done 

based on the existing interactions. Through engagement, 

labour social security Administration Agency attempted 

to meet each stakeholder’s needs that became the main 

issues.

PeNDeKaTaN PeMaNgKU KePeNTINgaN TaHUN 2016
stakeholder Approach 2016

Pemangku 
Kepentingan
stakeholders

Isu Utama
Main issues

respon BPJS Ketenagakerjaan
responses of labour social security Administration Agency

Pemerintah
•	 Pemerintah	Pusat
•	 Pemerintah	Daerah
•	 Badan	

Pemerintahan 
Terkait

government
•	 Central	

government
•	 Local	Government
•	 Related	

government 
Agencies

1. Tata kelola yang Baik.
2. kepatuhan pada peraturan perundang-

undangan yang berlaku.
3. kontribusi pada kesejahteraan 

masyarakat.

1. good governance
2. Compliance with applicable laws and 

regulations.
3. Contribution to community’s welfare

a. Penerapan kode etik dan penandatanganan Pakta 
integritas. 

b. komunikasi dan konsultasi dengan pemerintah dan 
badan pemerintahan terkait.

c. Penyampaian berkala laporan kinerja.
d. Pemenuhan kewajiban pembayaran pajak dan retribusi 

yang dikelola daerah.

a. implementation of Code of Conduct and signing of 
integrity Pact.

b. Communication and consultation with government and 
relevant government agencies.

c. Periodic performance reporting.
d. Fulfillment of taxes and levies managed by regional 

governments.

Pekerja

employees

1. Pemenuhan hak-hak normatif pekerja 
sesuai UU ketenagakerjaan dan regulasi 
lain di bidang ketenagakerjaan.

2. Menjamin kesetaraan kesempatan 
pengembangan karir dan kompetensi 
setiap pekerja.

3. kepatuhan dan integritas.

1. Fulfillment of the employees’ basic 
rights of in accordance with law on 
Manpower and other regulations.

2. guarantee equal opportunities for 
career and competence development 
of each employee.

3. Compliance and integrity.

a. Pembentukan serikat pekerja.
b. Pemberlakukan Perjanjian kerja Bersama.
c. Penghindaran praktik-praktik diskriminasi.
d. Penerapan Human Capital information system (HCis).
e. Penandatanganan Pakta integritas karyawan.

a. Formation of workers union.
b. enforcement of Collective labor Agreement (ClA).
c. Avoidance of discriminatory practices 
d. implementation of Human Capital information system 

(HCis).
e. employees’ integrity Pact.
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PeNDeKaTaN PeMaNgKU KePeNTINgaN TaHUN 2016
stakeholder Approach 2016

Pemangku 
Kepentingan
stakeholders

Isu Utama
Main issues

respon BPJS Ketenagakerjaan
responses of labour social security Administration Agency

Peserta

Participants

1. layanan mudah dan cepat.
2. jaminan pembayaran dan penerimaan 

manfaat program.

1. easy and fast services.
2. guarantee of payment and receipt of 

program benefits.

a. survei kepuasan pelanggan.
b. layanan pengaduan dan tindak lanjut setiap keluhan yang 

disampaikan.
c. Pengembangan layanan berbasis aplikasi teknologi 

informasi.
d. Perluasan jaringan layanan.
e. Pembayaran manfaat program bagi yang berhak bila 

telah jatuh tempo.
f. kerja sama dengan merchant untuk mendapatkan 

manfaat lebih kepesertaan.

a. Customer satisfaction survey.
b. service for complaints and follow-up of any filed 

complaints.
c. development of information technology application 

based services.
d. service network expansion.
e. Payment of program benefits for the rightful recipients 

when mature.
f. Cooperate with merchants to gain more membership 

benefits.

Mitra kerja (Vendor)

Vendors

1. Tata laksana kontrak kerja yang 
transparan dan wajar.

2. kepatuhan pada UU dan ketentuan lain 
yang berlaku.

1. Management of transparent and fair 
work contract.

2. Compliance with laws and other 
applicable provisions.

a. Mekanisme lelang elektronik.
b. Perumusan kontrak kerja yang beretika.
c. evaluasi pelaksanaan kerja sama.
d. komunikasi dan konsultasi.
e. Penerapan Pakta integritas Mitra kerja.

a. electronic auction mechanism.
b. Formulation of ethical work contract.
c. evaluation of cooperation implementation.
d. Communication and consultation.
e. implementation of Partner integrity Pact.

Masyarakat

Community

Peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Community welfare improvement.

kegiatan filantropis dan tanggung jawab sosial sesuai 
dengan kegiatan BPjs ketenagakerjaan.

Philanthropic and social responsibility activities according to 
labour social security Administration Agency’s activities. 

Media

Media

keterbukaan dan kemudahan akses 
informasi.

disclosure and easy access to information.

a. Penyediaan informasi mengenai kinerja Perusahaan 
dalam bentuk press release maupun advetorial kepada 
media massa baik lokal, nasional maupun regional.

b. Penyelenggaraan journalistic Award.

a. Provision of information about the Company’s 
performance in the form of press releases and 
advertorials to the local, national, and regional media.

b. organize journalistic Awards event.
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// PeNCaPaIaN KINerJa 
eKONOMI DaN 
TaNggUNg JaWaB 
PrODUK OPeraSI 
UNggUL UNTUK 
KeSINaMBUNgaN 
USaHa

ACHieVeMenT oF eConoMiC 
PerForMAnCe And ProdUCT 
resPonsiBiliTy oF oPerATionAl 
eXCellenCe For BUsiness 
ConTinUiTy
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kinerjA ekonoMi
eConoMiC PerForMAnCe

sejalan dengan kebijakan untuk mewujudkan operasi 

unggul, BPjs ketenagakerjaan menaikkan target 

pencapaian kinerja dalam rencana kerja dan Anggaran 

Tahunan (rkAT) 2016. realisasi hingga akhir periode 

pelaporan memperlihatkan operasi unggul BPjs 

ketenagakerjaan telah dapat mencapai target kinerja 

yang ditetapkan. secara umum operasi unggul yang 

dijalankan telah dapat menambah jumlah kepesertaan 

dan peningkatan iuran kepesertaan. dengan demikian 

manfaat perlindungan dan jaminan sosial ketenagakerjaan 

yang diselenggarakan BPjs ketenagakerjaan, dapat 

dirasakan oleh semakin banyak pekerja di indonesia. 

Termasuk pekerja bukan penerima upah yang selama ini 

belum  tersentuh oleh perlindungan dan jaminan sosial 

ketenagakerjaan. [G4-DMA]

pencapaIan nILaI ekonomI

Penambahan jumlah kepesertaan selama tahun 2016 

mencapai 16.177.218 pekerja. Penambahan jumlah 

kepesertaan menjadikan penerimaan iuran meningkat 

dan menambah jumlah dana jaminan sosial (djs) 

yang dikelola, sehingga turut mempengaruhi perolehan 

imbal hasil investasi yang dilakukan, sebagai sumber 

Pendapatan Usaha BPjs ketenagakerjaan. 

sampai dengan akhir periode pelaporan, total Pendapatan 

Usaha BPjs ketenagakerjaan yang diterima sebesar 

rp5.556 miliar. Pencapaian tersebut meningkat rp1.466 

miliar atau 35,84% dibanding tahun 2015 sebesar rp4.090 

miliar. [G4-EC1]

sebagian dari Pendapatan Usaha yang diperoleh, 

didistribusikan sesuai dengan kepentingan operasional 

dan kebutuhan pemangku kepentingan. Total nilai 

ekonomi yang didistribusikan pada tahun 2016 mencapai 

rp4.482 miliar. jumlah tersebut naik rp1.010 miliar atau 

29% dibanding tahun 2015 sebanyak rp3.472 miliar. [G4-

EC1]

in line with the policy to achieve operational excellence, 

labour social security Administration Agency raised 

the target of performance achievement in the  Annual 

Work Plan and Budget (rkAT) 2016. The realization until 

the end of the reporting period showed the operational 

excellence of labour social security Administration 

Agency has been able to achieve the specified 

performance targets. in general, operational excellence 

carried out has been able to increase the number of 

membership and increase membership contributions. 

Thus the benefits of protection and social security for 

manpower that are managed by labour social security 

Administration Agency, can be felt by more and more 

workers in indonesia. This includes non-wage earner 

workers who have not been covered by the manpower 

protection and social security. [G4-DMA]

economIc vaLue achIevement 

The increase in the number of membership during 2016 

reached 16,177,218 workers. The additional number 

of participants increased the contribution revenues 

and increase the amount of social security Fund (djs) 

managed, thus affected the investment returns as a 

source of operating revenues for labour social security 

Administration Agency.

Up to the end of the reporting period, total operating 

revenues of labour social security Administration 

Agency was rp5,556 billion. This achievement increased 

rp1,466 billion or 35.84% compared to 2015 amounted 

to rp4,090 billion. [G4-EC1]

A portion of the operating revenues generated is 

distributed in accordance with the operational purposes 

and stakeholders’ needs. Total economic value distributed 

in 2016 reached rp4,482 billion. The amount increased 

by rp1,010 billion or 29% compared to 2015 of rp3,472 

billion. [G4-EC1]
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Terwujudnya operasi unggul diyakini akan terus 

meningkatkan kinerja BPjs ketenagakerjaan. Hal ini 

tidak hanya memperluas jangkauan kepesertaan dan 

penyelenggaraan jaminan sosial terhadap para pekerja. 

kinerja yang meningkat juga menjamin kesinambungan 

usaha dan kegiatan BPjs ketenagakerjaan pada masa 

mendatang. 

praktIk pengaDaan Dan peLIBatan mItra kerja

keberhasilan BPjs ketenagakerjaan mewujudkan operasi 

unggul, tidak terlepas dari dukungan mitra kerja/vendor 

yang menjadi bagian dari rantai pasok kebutuhan barang 

dan jasa. sampai dengan akhir tahun 2016, terdapat 1.143 

perusahaan sebagai mitra kerja/vendor yang memasok 

kebutuhan penunjang operasional dan kegiatan usaha 

BPjs ketenagakerjaan. keberadaan mitra kerja/vendor 

lokal juga menjadi bentuk manfaat tidak langsung 

yang dirasakan masyarakat dari keberadaan BPjs 

ketenagakerjaan, karena dapat menyediakan lapangan 

kerja. [G4-EC8]

The realization of operational excellence is believed to 

continue to improve the performance of labour social 

security Administration Agency. This not only extends 

the coverage of membership and the provision of social 

security to workers. improved performance also ensures 

labour social security Administration Agency’s business 

continuity and activities in the future.

procurement practIces anD  InvoLvement of 

partners

labour social security Administration Agency’s 

achievement to realize operational excellence, was 

partly due to support of partners/vendors as part of the 

supply chain of goods and services. Until the end of 2016, 

there have been 1,143 companies as partners/vendors 

that have been supplying the needs of operational 

support and business activities of labour social security 

Administration Agency. The existence of local partners/

vendors is also a form of indirect benefits that people get 

from labour social security Administration Agency, as it 

can provide jobs. [G4-EC8]

NILaI eKONOMI LaNgSUNg DIDaPaT DaN DIDISTrIBUSIKaN (rP MILIar)
direct economic Value generated and distributed (rp Billion)

No Uraian | description 2016 2015 2014

NILaI eKONOMI LaNgSUNg | Direct economic Value

1 Pendapatan	Usaha	|	operating revenues 5.556 4.090 3.732

NILaI eKONOMI DIDISTrIBUSIKaN  | economic Value Distributed 

2 Beban	Operasional	|	operating expenses 3.557 3.020 2.482

3

Beban non-operasional (Termasuk pengeluaran kepada 
masyarakat)
non-operating expenses (including expenditure to the 
community) 

555 249 184

4
jumlah pembayaran kepada penyandang dana
Payments to providers of capital

370 203 353

NILaI eKONOMI DITaHaN  | economic Value retained

5 Penghasilan	Setelah	Pajak	|	income After Tax 1.072 618 713

PeNgaDaaN BaraNg DaN JaSa TaHUN 2016 MITra KerJa NaSIONaL
Procurement of goods and services 2016 national Partners

Jumlah	Mitra	Kerja/Vendor	|	number of Partners/Vendors 163

Nilai	Kontrak	Kerja	Mitra	Kerja/Vendor	|	Contract Value of Partners/Vendors rp506.666.602.456
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program kemItraan

BPjs ketenagakerjaan terus mengembangkan 

pengelolaan investasi dengan paradigma baru (new 

investment paradigm). Pengelolaan dana investasi selain 

menjadi mitra kepesertaan untuk mengoptimalkan 

peranan mitra investasi juga mengembangkan konsep 

total benefit pelengkap program utama. selama kurun 

waktu tahun 2016 ada beberapa program kemitraan yang 

telah direalisasikan.

partnershIp program

labour social security Administration Agency continues 

to develop investment management with a new 

investment paradigm. The management of investment 

funds in addition to being a membership partner to 

optimize the role of investment partners also develop 

the concept of total benefit  complementary to the main 

program. during the period of 2016 there were several 

partnership programs that have been realized.

PrOgraM KeMITraaN BPJS KeTeNagaKerJaaN
Partnership Program of labour social security Administration Agency

Nama Program
name of Program

Uraian
description

realisasi Tahun 2016
realization 2016

Program Food Benefit / 
Manfaat sembako

Food Benefit Program/Benefits 
of staple food

Penyediaan Program Food Benefit untuk peserta 
BPjs ketenagakerjaan berupa Pembangunan gerai 
BPjs ketenagakerjaan yang bekerja sama dengan 
mitra bisnis selaku supplier dan pihak ketiga 
sebagai pemilik gerai di beberapa wilayah seluruh 
indonesia

Provision of Food Benefit Program for Participants 
of labour social security Administration Agency in 
the form of Construction of labour social security 
Administration Agency’s outlets in cooperation 
with business partners as suppliers and third parties 
as the owner of outlets in several regions across 
indonesia

•	 Penyediaan	Food	Benefit	untuk	peserta	
BPjs ketenagakerjaan di kota Mataram 
nusa Tenggara Barat

•	 Penyediaan	Manfaat	Sembako	untuk	
Peserta BPjs ketenagakerjaan di 
rusunawa kabil Batam

•	 Provision	of	Food	Benefit	for	Labour	
social security Administration Agency’s 
Participants in Mataram City, West nusa 
Tenggara

•	 Provision	of	staple	food	benefits	for	
Participants of labour social security 
Administration Agency at rusunawa 
kabil, Batam
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kinerjA TAnggUng jAWAB ProdUk
PerForMAnCe oF ProdUCT resPonsiBiliTy

InformasI Dan komunIkasI proDuk

sesuai Undang-Undang no.24 Tahun 2011 Tentang 

Badan Penyelenggara jaminan sosial, maka BPjs 

ketenagakerjaan menjadi satu-satunya penyelenggara 

jaminan sosial ketenagakerjaan di indonesia. namun 

demikian bukan berarti kami tidak dihadapkan pada 

persaingan usaha. Bila dilihat dari segi manfaat yang 

diberikan terutama terkait dengan jHT, saat ini telah ada 

perusahaan-perusahaan yang juga menawarkan manfaat 

perlindungan hari tua. 

kondisi ini pada akhirnya memunculkan persaingan usaha 

atau kompetisi. BPjs ketenagakerjaan dituntut untuk 

meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada 

para pekerja. selain itu kami juga dituntut melakukan 

komunikasi pemasaran dengan lebih baik, termasuk 

menyampaikan informasi produk dengan sebenar-

benarnya. 

sampai dengan akhir periode pelaporan, kami telah 

melaksanakan penyampaian informasi produk dengan 

benar. Hal ini dibuktikan dari bertambahnya jumlah 

peserta. selain itu hingga akhir periode pelaporan tidak 

ada produk perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan 

yang dihentikan atau dilarang penyelenggaraanya oleh 

pihak berwenang. [G4-PR4, G4-PR6]

sesuai dengan UU no.24 Tahun 2011 Tentang BPjs, 

program jaminan sosial bagi tenaga kerja yang 

diselenggarakan BPjs ketenagakerjaan meliputi: 

•	 Program	Jaminan	Kecelakaan	Kerja	(JKK)

•	 Program	Jaminan	Hari	Tua	(JHT)

•	 Program	Jaminan	Pensiun	(JP)

•	 Program	Jaminan	Kematian	(JK)

sepanjang tahun 2016, kami juga terus melakukan 

sosialisasi dan edukasi secara masif terhadap masyarakat, 

mengenai pentingnya jaminan sosial. selain untuk 

memberikan pemahaman karena masih banyak 

masyarakat yang belum mengenal jaminan sosial, upaya 

yang kami lakukan juga menjadi strategi pemasaran dan 

promosi untuk menambah jumlah kepesertaan aktif.

proDuct InformatIon anD communIcatIon 

in accordance with law no.24 of 2011 on the social 

security Administering Body, labour social security 

Administration Agency has become the only provider of 

social security for employment in indonesia. However 

that does not mean we are not faced with business 

competition. in terms of benefits provided primarily 

related to jHT, there are companies that also offer the 

benefits of old age protection.

This condition led to business competition. labour social 

security Administration Agency is required to improve the 

quality of services provided to workers. in addition we are 

also required to make better marketing communications, 

including delivering product information truthfully.

Up to the end of the reporting period, we have 

implemented proper delivery of product information. This 

was evidenced by the increasing number of participants. 

in addition, until the end of the reporting period there 

was no social security protection products that were 

discontinued or prohibited by the authorities. [G4-PR4, G4-

PR6]

in accordance with law no.24 year 2011 About BPjs, 

social security programs for manpower organized by 

labour social security Administration Agency includes:

•	 Work	Accident	Benefit	Program	(JKK)

•	 Provident	Fund	Benefit	Program	(JHT)

•	 Pension	Benefit	Program	(JP)

•	 Death	Benefit	Program	(JK)

Throughout 2016, we also continued to disseminate 

and educate massively to the public, on the importance 

of social security. in addition, we also provided 

understanding because there were still many people 

who were unfamiliar with social security, our efforts also 

included marketing and promotion strategy to increase 

the number of active participation.
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dalam melakukan pemasaran dan promosi, BPjs 

ketenagakerjaan tetap memperhatikan ketentuan yang 

berlaku. selama kurun waktu periode pelaporan kami 

tidak pernah mendapatkan sanksi dari pihak berwenang, 

terkait dugaan pelanggaran maupun ketidakpatuhan 

terhadap ketentuan yang mengatur bentuk-bentuk 

komunikasi pemasaran maupun penyampaian informasi 

produk. [G4-PR7]

pemutakhIran Data Dan ketIDakpatuhan 

Layanan 

sesuai ketentuan yang berlaku, peserta BPjs 

ketenagakerjaan berkewajiban menyampaikan data 

dengan benar saat proses pendaftaran berlangsung. 

selama tahun 2016 kami melakukan pengawasan 

dan pemeriksaan terkait kepatuhan peserta dalam 

memberikan informasi data kepesertaan. Hingga akhir 

periode pelaporan terdapat 40.324 kasus ketidakpatuhan 

layanan terhadap peraturan. sebanyak 29.604 kasus 

merupakan ketidakpatuhan yang mengakibatkan denda 

dan 321 kasus hanya mengakibatkan peringatan. [G4-PR4]

in conducting marketing and promotion, labour social 

security Administration Agency still paid attention to the 

applicable provisions. during the reporting period we 

never received any sanctions from the authorities, over 

alleged violation or non-compliance with the provisions 

on marketing communications as well as the delivery of 

product information. [G4-PR7]

Data upDate anD servIce non-compLIance

in accordance with applicable provisions, labour social 

security Administration Agency’s participants are required 

to submit data correctly during the registration process. 

during 2016 we conducted supervision and examination 

related to the compliance of participants in providing 

membership data. By the end of the reporting period 

there were 40,324 cases of service non-compliance 

with regulations. A total of 29,604 cases were non-

compliance resulting in fines and 321 cases resulted in 

warnings. [G4-PR4]

KaSUS KeTIDaKPaTUHaN LaYaNaN TerHaDaP PeraTUraN
Cases of service non-Compliance with regulations

No
Kantor Wilayah 
regional office

Perusahaan Diproses
Companies in process

Perusahaan Baru
new Companies

Perusahaan Patuh
Compliant Companies

1
kanwil sumatera Bagian Utara
northern sumatra regional office

1.523 395 665

2
kanwil sumatera Barat dan riau
West sumatra and riau regional office

3.071 67 2.212

3
kanwil sumatera Bagian selatan
southern sumatra regional office

2.946 85 1.394

4 Kanwil	DKI	Jakarta	|	jakarta regional office 15.872 1.021 6.834

5 Kanwil	Banten	|	Banten regional office 2.558 98 1.381

6 Kanwil	Jawa	barat	|	West java regional office 3.497 348 2.232

7
kanwil jawa Tengah dan di yogyakarta
Central java and yogyakarta regional office

3.112 542 1.296

8 Kanwil	Jawa	Timur	|	east java regional office 3.558 499 2.281

9 Kanwil	Kalimantan	|	kalimantan regional office 1.317 395 665

10
kanwil sulawesi dan Maluku
sulawesi and Maluku regional office

1.937 111 1.301

11
kanwil Bali, nusa Tenggara dan Papua
Bali, nusa Tenggara and Papua regional office

933 116 736

12 Jumlah	|	Total 40.324 3.382 21.004
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TINDaK LaNJUT KaSUS KeTIDaKPaTUHaN LaYaNaN TerHaDaP PeraTUraN
Follow Up of service non-Compliance with regulation Cases

No
Kanwil

regional office
THP

Surat 
Teguran 1
reprimand 

1

Surat 
Teguran 2
reprimand 

2

Denda
Fine

Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu

do not receive Particular Public services 

Permintaan
request

Pencabutan
revocation

1
kanwil sumatera Bagian Utara
northern sumatra regional office

37 3 3 2 0 0

2
kanwil sumatera Barat dan riau
West sumatra and riau regional 
office

201 10 6 0 0 0

3
kanwil sumatera Bagian selatan
southern sumatra regional office

244 3 2 0 0 0

4 
kanwil dki jakarta
jakarta regional office

234 5 2 0 0 0

5
kanwil Banten
Banten regional office

37 14 1 0 0 0

6
kanwil jawa barat
West java regional office

11 13 6 0 0 0

7

kanwil jawa Tengah dan di 
yogyakarta
Central java and yogyakarta 
regional office

359 197 139 7 0 0

8
kanwil jawa Timur
east java regional office

47 12 5 2 0 0

9
kanwil kalimantan
kalimantan regional office

58 29 20 0 0 0

10
kanwil sulawesi dan Maluku
sulawesi and Maluku regional 
office

126 33 25 11 5 0

11

kanwil Bali, nusa Tenggara dan 
Papua
Bali, nusa Tenggara and Papua 
regional office

112 13 6 0 0 0

12 Jumlah	|	Total 1.481 321 209 22 5 0
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penanganan pengaDuan 

BPjs ketenagakerjaan memiliki mekanisme untuk 

menerima dan menangani keluhan yang disampaikan 

peserta. layanan keluhan di kantor Pusat dilaksanakan 

oleh unit kerja BPjs ketenagakerjaan sesuai dengan kanal 

layanan pengaduan.

compLaInt hanDLIng

labour social security Administration Agency has a 

mechanism to receive and handle complaints filed 

by participants. The complaint handling service at the 

Head office is implemented by labour social security 

Administration Agency’s work unit in accordance with 

the complaint service channel.

UNIT KerJa LaYaNaN KeLUHaN 
Complaint Handling Work Unit

aLUr PeNYeLeSaIaN KeLUHaN 
Flow of Complaint resolution 

sepanjang tahun 2016, kami telah menerima 79.565 

pengaduan yang disampaikan peserta melalui berbagai 

kanal. selain itu BPjs ketenagakerjaan juga membuka 

layanan pengaduan melalui media sosial Facebook dan 

Twitter. [G4-PR8]

Throughout 2016, we have received 79,565 complaints 

filed by participants through various channels. in 

addition, labour social security Administration Agency 

also has opened complaint service through social media 

Facebook and Twitter. [G4-PR8]

Information Service Officer Kantor Cabang | Branch Office

Kotak Saran
Suggestion Box

Kantor Wilayah dan Kantor Cabang
Regional Office and Branch Office

Call Center Kantor Pusat | Head Office

Media Sosial | Social Media Kantor Pusat | Head Office

Email Kantor Pusat | Head Office

SMS/Surat Direksi
SMS/BOD Letter

Kantor Pusat | Head Office

Surat Kabar | Newspaper Seluruh Unit Kerja | All Work Units

Rekomendasi Pihak ke 3
3rd Party Recommendation

Kantor Pusat dan Kantor Cabang 
Head Office and Branch Office
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InDeks kepuasan peserta Dan BranD equIty

komitmen pada operasi unggul telah mendorong BPjs 

ketenagakerjaan untuk terus meningkatkan layanan 

kepada peserta. secara berkesinambungan kami 

melakukan survei untuk mengetahui dan mengukur 

indeks kepuasan Pelanggan. survei melibatkan pihak 

ketiga sebagai pelaksana untuk mendapatkan hasil yang 

objektif, dan dilaksanakan dengan metode face to face 

interview dengan menggunakan kuesioner sebagai 

instrumen survei.

dari survei yang dilakukan pada tahun 2016, diperoleh 

hasil indeks kepuasan Pelanggan pada tahun 2016 

mencapai 88,2%. indeks kepuasan Pelanggan tahun 

2016 lebih rendah dibanding indeks kepuasan Pelanggan 

tahun 2015 yang mencapai hasil 90,2%. [G4-PR5]

selain indeks kepuasan Pelanggan, kami juga melakukan 

survei untuk mengetahui seberapa besar nama BPjs 

ketenagakerjaan untuk dikenal atau Brand equity. 

Melalui survei ini akan diketahui sejauh mana masyarakat 

menilai BPjs ketenagakerjaan sebagai badan yang baik, 

dipersepsikan memiliki kualitas yang baik, diinginkan oleh 

pekerja dicitrakan sebagai badan yang kuat.

Pengukuran brand equity dilakukan berdasarkan seberapa 

baik responden (pekerja dan calon pekerja) merespon 

komponen ukuran brand equity tersebut. Pada tahun 

2016 kami menargetkan nilai brand equity adalah 70%, 

yang berarti 7 dari 10 responden memilki pandangan 

positif terhadap BPjs ketenagakerjaan. 

dari hasil survei yang dilakukan, nilai brand equity BPjs 

ketenagakerjaan adalah 75,8%. Hasil tersebut lebih 

tinggi dari target dan mengindikasikan menunjukkan 

bahwa promosi dan publikasi yang dilakukan oleh BPjs 

ketenagakerjaan dinilai cukup efektif melalui media 

konvensional dan digital.

partIcIpant satIsfactIon InDex anD BranD 

equIty

Commitment to operational excellence has driven 

labour social security Administration Agency to continue 

to improve services to participants. We continually 

conduct surveys to find out and measure the Customer 

satisfaction index. The surveys involve a third party as the 

operator to obtain objective results, and implemented 

by face to face interview method using questionnaire as 

survey instrument.

From the survey conducted in 2016, the results of 

Customer satisfaction index in 2016 reached 88.2%. The 

index was  lower than the  Customer satisfaction index in 

2015 that reached 90.2%. [G4-PR5]

in addition to the Customer satisfaction index, we also 

conducted survey to find out how well-known the name 

of labour social security Administration Agency or Brand 

equity. This survey will identify public perception towards 

labour social security Administration Agency as a good 

agency, having good quality, desired by workers, having 

an image as a strong agency.

Brand equity measurements are based on how well 

respondents (workers and candidate workers) respond to 

components of the brand equity. in 2016 we set target of 

the brand equity value at 70%, which indicated 7 out of 10 

respondents to have a positive outlook on labour social 

security Administration Agency.

From the results of the survey, the brand equity value of 

labour social security Administration Agency was 75.8%. 

The results were higher than the target and indicated that 

promotion and publication conducted by labour social 

security Administration Agency was considered quite 

effective through conventional and digital media.

JUMLaH PeNgaDUaN TaHUN 2016
number of Complaints 2016

Kanal
Channel

Jumlah Pengaduan
number of Complaints

Call Center 59.904

Facebook 6.457

Twitter 6.602

lapor go.id 6.602

Total 79.565
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teknoLogI InformasI Dan Layanan DIgItaL

kegiatan operasional BPjs ketenagakerjaan, tidak 

secara langsung memberikan dampak terhadap 

lingkungan. kontribusi kami pada upaya bersama untuk 

melestarikan lingkungan, diwujudkan antara lain melalui 

pengembangan teknologi informasi dan layanan digital 

kepada peserta. 

Penerapan teknologi informasi dan layanan digital 

secara signifikan akan mengurangi pemakaian kertas. 

Berkurangnya pemakaian kertas secara langsung 

akan mengurangi volume limbah yang dihasilkan dan 

mengurangi potensi pencemaran lingkungan. secara 

tidak langsung, berkurangnya pemakaian kertas akan 

mengurangi jumlah pohon yang ditebang untuk 

pembuatan bubuk kertas, bahan baku produksi kertas. 

[G4-EN27]

InformatIon technoLogy anD DIgItaL servIces

operational activities labour social security 

Administration Agency, do not directly have an impact 

on the environment. our contribution to the joint effort 

to preserve the environment is realized through the 

development of information technology and digital 

services to participants.

The application of information technology and digital 

services will significantly reduce paper usage. The 

reduced use of paper will directly reduce the volume of 

waste generated and reduce the potential environmental 

pollution. indirectly, the reduced use of paper will reduce 

the number of trees cut down for the production of pulp, 

raw material for paper production. [G4-EN27]
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selama tahun 2016, total pemakaian kertas di kantor 

Pusat jakarta mencapai 7.264 rim. jumlah tersebut turun 

1.002 rim atau 12% dibanding tahun 2015 sebanyak 8.266 

rim. Hal ini disebabkak oleh diterapkannya kebijakan 

penghematan kertas, antara lain penggunaan kembali 

kertas, e-dokumen, dan tidak menyetok kertas di unit 

kerja. 

Penerapan teknologi informasi dan layanan digital, secara 

signifikan juga mengurangi biaya yang harus dikeluarkan 

peserta saat melakukan transaksi. dari penelitian internal 

yang pernah dilakukan BPjs ketenagakerjaan, biaya yang 

dibutuhkan peserta untuk sekali transaksi dengan datang 

langsung ke kantor cabang adalah rp50.000, lebih tinggi 

jika menggunakan layanan call center sebesar rp15.000 

untuk satu kali transaksi. dengan demikian biaya yang 

dihemat mencapai rp35.000 untuk satu kali transaksi, 

atau setara dengan 5,34 liter bahan bakar minyak jenis 

premium seharga rp6.550 per liter. [G4-EN6, G4-EN7]

kondisi ini menjadikan BPjs ketenagakerjaan terus 

berupaya mengembangkan teknologi informasi dan 

layanan digital, di antaranya dengan penambahan layanan 

call center. sampai dengan akhir periode pelaporan, kami 

memiliki 14 call center sementara kebutuhan mencapai 

950 call center. Penambahan call center diyakini akan 

menambah jumlah peserta yang membutuhkan layanan 

melalui call center yang kini baru mencapai tiga persen.

Penerapan teknologi informasi memungkinkan integrasi 

antara kantor Pusat, kantor Wilayah dan kantor 

Cabang, sehingga koordinasi dapat dilakukan seketika 

dan mengurangi perjalanan dinas. selain menghemat 

anggaran, pengurangan perjalanan dinas juga 

berpengaruh pada penghematan bahan bakar. [G4-EN6, G4-

EN7]

during 2016, total paper use at the jakarta Head office 

reached 7,264 reams. The number was down 1,002 reams 

or 12% compared to 2015 of 8,266 reams. This was due to 

the implementation of paper-saving policy, such as reuse 

of paper, e-document, and no stocking up of paper at 

the work unit.

The application of information technology and digital 

services significantly reduced the cost to participants 

when making transactions. From internal research 

conducted by labour social security Administration 

Agency, the cost required by participants for one 

transaction by coming directly to the branch office was 

rp50,000, higher than using call center service for only 

rp15,000 per one transaction. Thus the cost savings 

reached rp35,000 for a single transaction, or equivalent 

to 5.34 liters of premium fuel of rp6,550 per liter. [G4-EN6, 

G4-EN7]

labour social security Administration Agency continues 

to develop information technology and digital services, 

including with the addition of call center services. As 

of the end of the reporting period, we have had 14 call 

centers, while the requirement reached 950 call centers. 

The addition of call centers is believed will increase the 

number of participants who need call center service 

which currently only reached 3 percent.

information technology application allows the integration 

between Head office, regional office and Branch office, 

that can coordinate immediately and reduce the number 

of business trips. in addition to saving the budget, the 

reduction of business trips also saved fuel consumption. 

[G4-EN6, G4-EN7]

konsumsI energI [G4-EN3]

kami juga melanjutkan komitmen untuk terus melakukan 

penghematan pemakaian energi. Upaya strategis yang 

dilakukan BPjs ketenagakerjaan selama tahun 2016 

dalam upaya mengurangi pemakaian energi meliputi:

energy consumptIon [G4-EN3]

We also continue our commitment to keep saving the 

energy. strategic efforts undertaken by labour social 

security Administration Agency during 2016 in efforts to 

reduce energy use include:

329

BPJS KetenagaKerJaan
2017 Integrated Report



 Penghematan konsumsi listrik

Penghematan listrik dilaksanakan sebagai tindak 

lanjut dari surat edaran direksi no.se/05/042016 

Tentang Penghematan energi di kantor Pusat. 

kami memberlakukan kebijakan pembatasan waktu 

operasional peralatan kantor di kantor Pusat jakarta 

untuk mengurangi pemakaian listrik. langkah ini telah 

dapat mengurangi pemakaian listrik, yang diindikasikan 

dari turunnya biaya pemakaian listrik menjadi rp3,79 

miliar pada tahun 2016 dari tahun sebelumya sebesar 

rp3,99 miliar. 

 Power consumption savings

Power consumption saving is carried out as a follow up of 

Circular letter of the Board of directors no.se/05/042016 

on energy saving at Head office. We applied a policy of 

limited operating time of office equipment at the jakarta 

Head office to reduce power consumption. This measure 

managed to reduce power consumption, as indicated by 

the decline in power consumption costs to rp3.79 billion 

in 2016 from the previous year of rp3.99 billion.

 Penyediaan fasilitas antarjemput bagi karyawan di 

Kantor Pusat Jakarta

sampai dengan akhir periode pelaporan jumlah 

kendaraan antarjemput mencapai 75 unit, dengan 

volume pemakaian bahan bakar minyak (BBM) sebanyak 

301.630 liter atau setara dengan konsumsi energi sebesar 

11.540,34 gigajoule (gj). Volume BBM yang digunakan 

pada tahun 2016 bertambah dibanding tahun 2015 yang 

mencapai 248.650 liter atau setara 9.513,33 gj. Hal ini 

disebabkan oleh naiknya jumlah kendaraaan operasional 

dan peningkatan pemberian fasilitas bahan bakar untuk 

direksi dan dewan Pengawas. Untuk memastikan 

penggunaan BBM sesuai dengan peruntukannya, 

pengisian BBM dilakukan dengan menggunakan sistem 

kupon sehingga anggaran dapat dimonitor.

 Provision of shuttle facility for employees at Jakarta 

Head Office

Until the end of the reporting period, the number of 

shuttle vehicles reached 75 units, with the volume of fuel 

consumption as much as 301,630 liters or equivalent 

with the energy consumption of 11,540.34 gigajoule 

(gj). Volume of fuel used in 2016 increased compared 

to 2015 reached 248,650 liters or equivalent 9,513.33 gj. 

This was due to the increasing number of operational 

vehicles and the increase of fuel facilities for the Board of 

directors and Board of Commissioners. To ensure the use 

of fuel in accordance with its designation, fuel filling uses 

a voucher system so that the budget can be monitored.

JUMLaH KeNDaraaN OPeraSIONaL DaN VOLUMe PeNggUNaaN BBM KeNDaraaN OPeraSIONaL DI KaNTOr PUSaT JaKarTa
number of operational Vehicles and Fuel Consumption Volume of operational Vehicles at jakarta Head office

2016

2015

2014

301.630

248.650

240.530

2016

2015

2014

11.540,34

9.513,33

9.202,66

konsUMsi VolUMe BBM
Fuel Consumption Volume

(liter)

konsUMsi energi
energy Consumption

(gigajoule)
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penghematan aIr

Penghematan air di kantor-kantor BPjs ketenagakerjaan 

juga turut menjadi perhatian kami dalam rangka turut 

menjaga kelestarian lingkungan. Beberapa upaya kami 

dalam mengampanyekan penghematan air antara lain 

dengan membuat safety sign tentang penghematan 

pemakaian air di toilet, membatasi penggunaan air 

untuk membersihkan kendaraan dinas, dan pengaturan 

overflow pada cooling tower sehingga air tidak meluber. 

Upaya ini menghasilkan penghematan biaya penggunaan 

dan pengelolaan air yang mengindikasikan penghematan 

air. 

water savIng

Water saving at labour social security Administration 

Agency offices is also a concern for us in preserving 

the environment. some of our efforts in campaigning 

for water saving include creating safety signs on water 

saving in restrooms, limiting the use of water for washing 

official vehicles, and overflow setting for cooling towers 

to prevent water overflow. These efforts resulted in cost 

saving in water consumption and management that 

indicated water saving. 

2016

2015

2014

3,79

3,99

4,01

BIaYa KONSUMSI LISTrIK KaNTOr JaKarTa* (rP MILIar)

Power Consumption Cost of jakarta office* (rp billion)

* data termasuk kantor Pusat BPjs ketenagakerjaan, Wisma Menteng, dan gedung Pusdiklat
* data includes Head office of labour social security Administration Agency, Wisma Menteng, and education & Training Center Building

2016

2015

2014

369,85

516,76

533,63

BIaYa KONSUMSI aIr KaNTOr JaKarTa* (rP JUTa)

Water Consumption Cost of jakarta office* (rp million)

* data termasuk kantor Pusat BPjs ketenagakerjaan, Wisma Menteng, dan gedung Pusdiklat
* data includes Head office of labour social security Administration Agency, Wisma Menteng, and education & Training Center Building
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keberadaan BPjs ketenagakerjaan tak hanya 

mendatangkan manfaat bagi peserta jaminan sosial. 

Manfaat langsung maupun tidak langsung juga 

diterima para pemangku kepentingan lain. Melalui 

penerapan operasi unggul, kami berharap manfaat BPjs 

ketenagakerjaan kian dirasakan bersama oleh segenap 

pemangku kepentingan.

labour social security Administration Agency does 

not only bring benefits for social security participants. 

direct and indirect benefits are also received by other 

stakeholders. Through the operational excellence 

application, we hope that the benefits of labour social 

security Administration Agency will be shared with all 

stakeholders.

keTenAgAkerjAAn 
eMPloyMenT

Pada tahun 2016 BPjs ketenagakerjaan menerapkan 

pengelolaan karyawan melalui Human Capital 

information system (HCis). dengan penerapan HCis 

maka ribuan karyawan BPjs ketenagakerjaan di seluruh 

unit kerja dikelola dengan sistem human capital yang 

teritegrasi dan berbasis kompetensi. Penerapan HCis 

meliputi proses rekrutmen, assessment center, penilaian 

kinerja dan talent management.

HCis adalah suatu aplikasi yang terintegrasi untuk 

mendukung dalam menerapkan penyelarasan 

pengelolaan sistem human capital  di dalam suatu 

organisasi. Penggunaan teknologi informasi dalam 

pengelolaan human capital dimaksudkan untuk 

mendukung implementasi penyelarasan pengelolaan 

sumber daya manusia.

Penerapan dan pengembangan HCis berada di bawah 

tanggung jawab direktorat Umum dan sdM serta 

bertanggung jawab kepada direktur Umum dan sdM. 

Penerapan HCis telah mendapatkan apresiasi melalui 

penghargaan yang diberikan berbagai pihak kepada BPjs 

ketenagakerjaan.

Bagi kami, penerapan HCis merupakan bagian dari strategi 

mewujudkan operasi unggul. dengan sistem yang telah 

dibangun, BPjs ketenagakerjaan dapat  mempersiapkan 

sumber daya manusia (sdM) andal dan memenuhi kriteria 

yang dibutuhkan, dalam memenuhi kebutuhan strategis 

jangka panjang sesuai sasaran institusi dan ukuran 

produktivitas yang diharapkan serta kebutuhan di masa 

mendatang.

in 2016, labour social security Administration 

Agency applied employee management through the 

Human Capital information system (HCis). With the 

implementation of HCis, thousands of labour social 

security Administration Agency’s employees at all work 

units are managed with an integrated and competency-

based human capital system. HCis implementation 

includes recruitment process, assessment center, 

performance assessment and talent management.

HCis is an integrated application to support in 

implementing alignment of human capital management 

system within an organization. The use of information 

technology in human capital management is intended 

to support the implementation of alignment of human 

resource management.

The implementation and development of HCis is under 

the responsibility of the directorate general Affairs and 

Human resources and reports to the director of general 

Affairs and Human resources. HCis implementation has 

received appreciation through awards to labour social 

security Administration Agency from various parties.

For us, HCis implementation is part of a strategy to 

achieve operational excellence. With the established 

system, labour social security Administration Agency 

can prepare reliable human resources (Hr) and meet the 

criteria requirement, in meeting the long-term strategic 

requirement according to the target of institution and the 

expected productivity and future needs.
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penerImaan pekerja

karyawan adalah pemangku kepentingan strategis yang 

ikut menentukan keberlanjutan BPjs ketenagakerjaan 

pada masa mendatang. seiring pengembangan kegiatan 

dan lingkup pekerjaan yang semakin luas, kami dituntut 

memiliki talent-talent yang memiliki integritas, kapabiltas 

dan profesionalitas tinggi. dengan demikian keberadaan 

mereka akan menunjang operasi unggul melalui 

pelayanan yang lebih optimal. 

sebagai bagian dari penerapan HCis, pada kurun 

waktu periode pelaporan BPjs ketenagakerjaan 

telah menerapkan pula man power planning. Melalui 

penerapan man power planning, maka kami bisa 

mengukur kebutuhan personel secara akurat dengan 

tingkat produktivitas terukur sesuai sasaran strategis 

organisasi. 

dalam upaya memenuhi kebutuhan personel, pada 

tahun 2016 BPjs ketenagakerjaan melakukan rekrutmen 

karyawan baru. kami memberikan kesempatan setara 

kepada setiap anak bangsa untuk bekerja sebagai 

karyawan. sebagai bagian dari operasi unggul, proses 

rekrutmen diawali pendaftaran secara daring (online) 

calon karyawan. 

empLoyee recruItment

employees are strategic stakeholders who are involved in 

determining the sustainability of labour social security 

Administration Agency in the future. As the development 

of activities and scope of work increasingly widespread, 

we are required to have talents who have high integrity, 

capabilities and professionalism. Thus their existence will 

support operational excellence through optimal services.

As part of HCis implementation, during the reporting 

period labour social security Administration Agency 

has also applied manpower planning. Through the 

implementation of manpower planning, we can 

accurately measure personnel needs with measurable 

productivity levels according to the organization’s 

strategic goals.

in an effort to meet the personnel needs, in 2016 labour 

social security Administration Agency recruited new 

employees. We provided equal opportunity to everyone 

to work as an employee. As part of operational excellence, 

the recruitment process begins with online registration of 

candidate employees.
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Proses pendaftaran telah dapat menjaring lebih dari 

151.000 pelamar calon karyawan. jumlah ini berlipat-

lipat dari kebutuhan karyawan baru pada tahun 2016 

yang hanya sekitar 705 orang. dengan demikian BPjs 

ketenagakerjaan bisa mendapatkan calon karyawan yang 

merupakan putra-putri bangsa terbaik, melalui proses 

seleksi yang terbuka tanpa menghiraukan latar belakang 

suku, agama, ras, dan antar golongan calon karyawan. 

selama kurun waktu periode pelaporan, BPjs 

ketenagakerjaan telah menerima 705 pekerja baru. 

Mereka terdiri dari 443 pekerja laki-laki dan 265 pekerja 

perempuan. Penempatan mereka tersebar meliputi 

kantor Pusat, kantor Wilayah, kantor Cabang maupun 

kantor Cabang Perintis. [G4-LA1]

kami memastikan tidak ada karyawan baru yang 

merupakan pekerja anak. sesuai aturan Perusahaan dan 

Perjanjian kerja Bersama (PkB), usia minimal pekerja baru 

untuk job spec s1 adalah 27 tahun dan untuk job spec 

d3 adalah 25 tahun. [G4-HR5]

rekrutmen pegawai baru didasari kebutuhan organisasi. 

selain untuk menduduki berbagai jabatan, keberadaan 

pegawai baru juga dimaksudkan untuk menggantikan 

karyawan yang telah meninggalkan BPjs ketenagakerjaan 

pada tahun 2016. Total ada 133 karyawan yang 

meninggalkan BPjs ketenagakerjaan dengan berbagai 

alasan. Terbanyak yakni 96 orang atau 72% meninggalkan 

BPjs ketenagakerjaan karena telah memasuki usia 

pensiun. [G4-LA1]

The registration process has netted more than 151,000 

applicants. The number  doubled from required new 

employees in 2016 which was only about 705 people. 

Thus labour social security Administration Agency can 

get candidate employees who are the best sons and 

daughters of the nation, through an open selection 

process regardless of their ethnic, religious, racial, and 

group background.

during the reporting period, labour social security 

Administration Agency has hired 705 new employees. 

They consist of 443 male employees and 265 female 

employees. They were placed in the Head office, 

regional offices, Branch offices or Pilot Branch offices. 

[G4-LA1]

We make sure no new employees are child labors. 

According to the Agency’s rules and Collective labor 

Agreement (ClA), the minimum age of new employee for 

job spec of Bachelor’s degree is 27 years old and for job 

spec diploma 3 is 25 years old. [G4-HR5]

recruitment of new employees is based on the needs 

of the organization. in addition to occupying various 

positions, the new employees are also intended to 

replace employees who have left labour social security 

Administration Agency in 2016. A total of 133 employees 

left labour social security Administration Agency for 

various reasons. The majority, which is 96 people or 72% 

left labour social security Administration Agency due to 

retirement. [G4-LA1]

JUMLaH PeKerJa BarU TaHUN 2016 BerDaSar geNDer DaN PeNeMPaTaN KerJa [G4-LA1]

number of new employees 2016 By gender and Work Placement

Penempatan Kerja
Work Placement

Pria
Male

Wanita
Female

Jumlah
Total

Kantor	Pusat	Jakarta	|	jakarta Head office 37 13 50

Kantor	Wilayah	|	regional office 12 3 15

Kantor	Cabang	|	Branch office 320 224 644

Kantor	Cabang	Perintis	|	Pilot Branch office 74 25 99

Jumlah	|	Total 543 265 808
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JUMLaH KarYaWaN MeNINggaLKaN BPJS KeTeNagaKerJaaN TaHUN 2016 BerDaSarKaN geNDer & KeLOMPOK USIa [G4-LA1]

number of employees leaving labour social security Administration Agency 2016 By gender and Age group

Latar Belakang
reason

Pria | Male Wanita | Female
Jumlah

Total
<30 31-50 >51 <30 31-50 >51

Pensiun	|	retirement - - 60 - - 36 96

Pensiun	Dini	|	early retirement - - - - - - -

Mengundurkan	Diri	|	resignation 5 3 - 11 7 - 26

Pemutusan Hubungan kerja
Termination of employment

2 - - 1 1 - 4

Meninggal	Dunia	|	death - - 4 1 1 - 6

Lain-lain	|	others - 1 - - - - 1

Jumlah	|	Total 7 4 64 14 9 36 133

TINgKaT PerPUTaraN KarYaWaN BPJS KeTeNagaKerJaaN BerDaSarKaN KeLOMPOK USIa DaN geNDer [G4-LA1]

employee Turnover rate of labour social security Administration Agency By Age group and gender

Kelompok Usia
Age group

Karyawan Masuk
incoming employees

Jumlah Karyawan Keluar (resign, PHK, Pensiun, Meninggal)
number of outgoing employees (resignation, Termination 

of employment, retirement, death)

JeNIS KeLaMIN | gender

Laki-laki	|	Male 444 71

Perempuan	|	Female 261 54

Total 705 125

PeNDIDIKaN | education

D3	|	Associate’s degree 219 12

S1	|	Bachelor’s degree 481 89

S2	|	Master’s degree 5 8

S3	|	doctoral degree 0 1

lainnya (sd, sMP, sMA)
others (elementary school, junior 
High school, senior High school)

0 15

kami memberikan perhatian pada keberadaan putra 

daerah dalam proses rekrutmen, terutama untuk daerah-

daerah khusus. kebijakan ini dilakukan sebagai bentuk 

pendekatan dalam upaya memperluas layanan terhadap 

pekerja lokal yang ada di suatu daerah. 

Proses rekrutmen khusus untuk mendapakan putra 

daerah pada kantor Wilayah tertentu, disesuaikan dengan 

karakteristik wilayah setempat. sampai dengan akhir 

tahun 2016 tercatat ada 1.362 pekerja putra daerah yang 

telah direkrut, seiring dengan pengembangan pelayanan 

BPjs ketenagakerjaan. jumlah tersebut mencakup 27% 

dari total karyawan BPjs ketenagakerjaan.  

We pay attention to the existence of the local manpower 

during the recruitment process, especially for particular 

egions. This policy is carried out as a form of approach to 

expand services to local workers in a region.

A special recruitment process to recruit local manpower 

at certain regional offices, was adapted to the 

characteristics of the local area. Until the end of 2016, 

a total of 1,362 local manpower have been recruited, 

along with the development of labour social security 

Administration Agency’s services. The number accounted 

for 27% of total employees of labour social security 

Administration Agency.
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ImBaL jasa pekerjaan

imbal jasa pekerjaan bagi karyawan BPjs ketenagakerjaan 

diberikan tanpa membedakan gender maupun faktor 

keberagaman lain, yang dapat mengindikasikan adanya 

praktik diskriminasi. namun demikian total besaran imbal 

jasa pekerjaan yang diterima pekerja pada jabatan yang 

sama, bisa saja berbeda. Hal ini antara lain disebabkan 

adanya faktor pembeda, di antaranya status kepegawaian, 

masa kerja dan kinerja masing-masing pekerja. [G4-LA13]

BPjs ketenagakerjaan telah menaati semua aturan yang 

berlaku terkait imbal jasa. secara umum besaran imbal jasa 

seluruh karyawan telah disesuaikan berada di atas standar 

Upah Minimum yang berlaku di wilayah operasional BPjs 

ketenagakerjaan. Pada tahun 2016 Untuk karyawan 

baru bergabung untuk wilayah kantor pusat dan jakarta 

mendapatkan gaji lebih tinggi 32% dibandingkan dengan 

upah minimum setempat. 

BPjs ketenagakerjaan senantiasa berupaya menjaga gap 

rasio gaji seluruh karyawan agar tidak terdapat perbedaan 

yang terlalu tinggi. rasio gaji tertinggi dan terendah BPjs 

ketenagakerjaan selama 2016 adalah 1 : 11

selain gaji, BPjs ketenagakerjaan juga memberikan imbal 

jasa lain kepada karyawan sebagaimana dapat dilihat 

dalam tabel di bawah ini.

compensatIon

Compensation for employees of labour social security 

Administration Agency is provided regardless of gender or 

other diversity factors, which may indicate discriminatory 

practices. However, total amount of compensation 

received by employees in the same position may vary. 

This is partly due to distinguishing factors, including 

employment status, working period and performance of 

each employee. [G4-LA13]

labour social security Administration Agency has 

complied with all applicable regulations on remuneration. 

in general, the compensation has been adjusted to be 

above the standard of minimum wage applicable in the 

operational area of labour social security Administration 

Agency. in 2016, newly hired employees for head office 

area and jakarta received salary 32% higher than local 

minimum wage.

labour social security Administration Agency continues 

to maintain the salary ratio gap of all employees so that the 

difference is not too high. The ratio between highest and 

lowest salaries of labour social security Administration 

Agency during 2016 was 1: 11.

in addition to salaries, labour social security 

Administration Agency also provides other rewards to 

employees as can be seen in the table below.

BeNTUK TUNJaNgaN DaN FaSILITaS UNTUK KarYaWaN BPJS KeTeNagaKerJaaN [G4-EC5, G4-LA2]

Benefits and Faciities for employees of labour social security Administration Agency

Bentuk Tunjangan dan Fasilitas
Benefits and Faciities

Status Kepegawaian
employment status

Karyawan
employee

Calon Karyawan
Candidate employee

Manfaat	Kesehatan	|	Health Benefit √ √

Manfaat	Pensiun	|	Pension Benefit √ √

Manfaat	Jaminan	Hari	Tua	|	old Age security Benefit √ √

Manfaat	Jaminan	Kecelakaan	Kerja	|	Work Accident Benefit √ √

Manfaat	Jaminan	Kematian	|	death Benefit √ √

Tunjangan	Hari	Raya	|	religious Holiday Allowance √ √

Cuti	Tahunan/Cuti	Besar	|	Annual leave/ sabbatical leave √ X

Cuti	Melahirkan	|	Maternity leave √ X

Cuti	Ibadah	Keagamaan	(Ibadah	Haji)	|	religious Worship leave (Hajj Pilgrimage) √ X
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kami memberikan jaminan kerja kembali bagi karyawan 

yang menjalani cuti panjang karena melahirkan, 

menjalankan ibadah haji maupun mendapat tugas belajar. 

selama tahun 2016 tercatat total ada 85 karyawan yang 

menjalani cuti panjang dan telah kembali bekerja seperti 

sedia kala. [G4-LA3]

pengemBangan karIr Dan peLatIhan

Penerapan HCis menjadikan BPjs ketenagakerjaan 

menempatkan karyawan sebagai aset yang dapat 

menentukan kesuksesan organisasi. kami terus 

menyempurnakan sistem pengelolaan (manajemen) 

karir berbasis kompetensi. Penyusunan jenjang karir 

diharapkan dapat memberikan kejelasan kepada karyawan 

mengenai kemungkinan-kemungkinan pergerakan karir 

dari jabatannya, baik promosi maupun mutasi.

 

sistem pengelolaan karir di BPjs ketenagakerjaan 

mempertimbangkan faktor kinerja. Pencapaian kinerja 

dan kompetensi karyawan dihitung dalam Career Score 

System (Css),  yang merupakan sistem perhitungan poin 

yang dapat digunakan untuk mengelola karir individu. 

BPjs ketenagakerjaan juga menerapkan dua jalur karir 

atau dual career path (dua jalur karir), yaitu jalur karir 

struktural dan jalur karir profesi (fungsional). kami juga 

telah menerapkan lelang jabatan atau job tender untuk 

mengisi kekosongan atau kebutuhan karyawan, dan 

memastikan mereka yang menduduki jabatan tersebut 

adalah karyawan dengan kemampuan terbaik. 

Proses lelang jabatan yang dilaksanakan pada tahun 2016 

meliputi 15 jabatan dengan jumlah 45 karyawan yang 

lolos. Proses lelang jabatan yang berlangsung dilakukan 

untuk mendapatkan personel terbaik untuk jabatan 

tersebut.

We provide reemployment guarantee for employees 

who are on leave due to childbirth, performing the hajj 

pilgrimage and receiving study assignments. during 

2016, a total of 85 employees who were on sabbatical 

leave and returned to work as usual. [G4-LA3]

career DeveLopment anD traInIng

With the application of HCis, labour social security 

Administration Agency places employees as an asset 

that can determine the success of the organization. 

We continue to improve our competency-based career 

management system. Career path is expected to provide 

clarity to the employees about the possibilities in career 

movement from their positions, both promotion and 

transfer.

 

Career management system at labour social security 

Administration Agency considers the performance factor. 

Achievement of employee performance and competence 

is calculated in the Career score system (Css), which is a 

calculation of points system that can be used to manage 

the career of an individual.

labour social security Administration Agency also 

implements dual career path), namely structural career 

path and professional career path (functional). We have 

also implemented job tender to fill the vacancies or 

employee requirement, and ensure that those occupying 

the positions are the best performers.

The tender process held in 2016 covered 15 positions 

with 45 employees who qualified. The job tender was 

implemented to acquire the best personnel for the job.

JUMLaH KarYaWaN KeMBaLI BeKerJa SeTeLaH CUTI PaNJaNg
number of employees return to Work after sabbatical leave

Bentuk Cuti
Type of leave

Lama Waktu Cuti
Period of leave

Jumlah Pekerja
Total employees

Cuti	Melahirkan	|	Maternity leave 3	Bulan	|	3 months 50	Orang	|	50 people

Ibadah	Haji	|	Hajj Pilgrimage 45	Hari	Kalender	|	45 calendar days 35	Orang	|	35 people

Tugas	Belajar	|	study Assignment 1	Tahun	|	1 year -
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peLatIhan karyawan

Hal penting untuk mendukung peningkatan kompetensi 

karyawan adalah pelatihan. selama tahun 2016 BPjs 

ketenagakerjaan telah melaksanakan kegiatan pelatihan 

sebanyak 456  hari pelatihan, dan diikuti oleh 3.916 

peserta. dengan demikian rerata hari pelatihan per 

karyawan pada kurun waktu periode pelaporan adalah 

0,17 hari. [G4-LA9]

empLoyee traInIng

The key factor to support the employee competence 

improvement is training. during 2016 labour social 

security Administration Agency has conducted 456 

training days, attended by 3,916 participants. Thus the 

average training days per employee during the reporting 

period was 0.17 days. [G4-LA9]

PeLaKSaNaaN PeLaTIHaN UNTUK KarYaWaN DaN reraTa HarI PeLaTIHaN Per KarYaWaN [G4-LA9]

Training for employees and Average Training days per employee

Uraian
description

2016 2015

Total Hari Pelatihan
Total Training days

456 2.432

jumlah karyawan Peserta Pelatihan
number of employees Participating in Training

3.916 6.966

rerata Hari Pelatihan Per karyawan
Average Training days per employee

0,17 0,35
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Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelatihan, 

kami menyediakan anggaran sebesar rp51.754.000.000, 

atau naik 4,5% dibanding anggaran tahun 2015 sebesar 

rp49.509.603.037. Hal ini disebabkan implementasi penuh 

konsep corporate university di BPjs ketenagakerjaan yang 

berdampak pada peningkatan jumlah penyelenggaraan 

program pengembangan dan pelaksanaan assessment 

center, pembentukan lembaga sertifikasi Profesi (lsP) 

BPjs ketenagakerjaan, penyelenggaraan Corpu summit 

tingkat asia (sebagai host), dan pelaksanaan kerja sama/

kemitraan dengan institusi pendidikan dan kelembagaan 

di dalam dan luar negeri.

pengaDuan terkaIt ketenagakerjaan

BPjs ketenagakerjaan menyediakan mekanisme saluran 

pengaduan terkait ketenagakerjaan dan hubungan 

karyawan melalui sebagai berikut :

1. Website dengan alamat : https://wbs.

bpjsketenagakerjaan.go.id

2. Telpon nomor 08001392392

3. sMs nomor 08121292392

4. Fax nomor 02152903

5. Po BoX 392/jkTM 12700

in order to support the implementation of training 

activities, we provided a budget of rp51,754,000,000, up 

4.5% from budget in 2015 of rp49,509,603,037. This was 

due to the full implementation of the corporate university 

concept at labour social security Administration 

Agency, which increased the number of development 

programs and implementation of assessment center, 

establishment of Profession Certification institution (lsP) 

of labour social security Administration Agency, the 

implementation of the Asian Corpu summit (as host), 

and implementation of cooperation/partnership with 

educational and institutional institutions in the country 

and abroad.

empLoyment reLateD compLaInt

labour social security Administration Agency provides 

grievance channel mechanism related to employment 

and employee relations through the following:

1. Website address: https://wbs.bpjsketenagakerjaan.

go.id

2. Phone number 08001392392

3. sMs number 08121292392

4. Fax number 02152903

5. Po BoX 392 / jkTM 12700
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Pada tahun 2016, terdapat 524 keluhan yang diterima, 

dengan rincian keluhan diantaranya telah ditindaklanjuti 

sebagai berikut :

1. 5 laporan pelanggaran (4 laporan telah selesai 

ditindaklanjuti dan 1 laporan yang sedang dalam 

proses pengkajian dan pemenuhan data).

2. 337 laporan klasifikasi layanan telah diserahkan kepada 

divisi Pelayanan dan jaminan untuk ditindaklanjuti.

3. 182 laporan dalam bentuk sampah (garbage).

keluhan yang disampaikan antara lain mengenai 

pelanggaran terkait masalah etika kepegawaian dan 

masalah conflict of interest serta pertanyaan peserta 

perihal operasional pelayanan.

in 2016, there were 524 complaints received, with some 

of the complaints have been followed up, as follows:

1. Five violation reports (4 reports have been settled 

and 1 report is in the process of assessment and data 

completion).

2. A total of 337 reports of service classification have 

been filed to the services and Complaints division for 

follow-up.

3. A total of 182 reports classified as garbage.

The submitted complaints, among others, concerning 

violations related to ethical issues of personnel and 

conflict of interest issues as well as participants’ inquiries 

regarding service operations.

keseHATAn dAn keselAMATAn kerjA (k3)
oCCUPATionAl HeAlTH And sAFeTy (oHs)

kegiatan usaha BPjs ketenagakerjaan menjadikan 

kegiatan yang dilaksanakan karyawan, relatif aman dari 

potensi ancaman gangguan kesehatan dan keselamatan 

kerja (k3). namun demikian kami tetap mematuhi 

ketentuan peraturan perundang-undangan tentang k3 

dan lindung lingkungan (k3ll).  Hingga akhir periode 

pelaporan tidak ada peristiwa kecelakaan kerja yang 

bersifat fatal dan menimbulkan korban jiwa. [G4-LA6]

penerapan k3LL untuk pekerja BerIsIko tInggI

kami memastikan setiap unit kerja mematuhi dan 

melaksanakan setiap aspek k3ll. Terutama pada 

lingkungan kantor Pusat di jakarta, mengingat berada di 

gedung bertingkat tinggi sehingga memiliki risiko tinggi 

k3 bagi karyawan yang bekerja di sana. [G4-LA7]

kami terus meningkatkan penerapan k3 melalui berbagai 

kebijakan, meliputi:

•	 Prosedur	 standar	 operasional	 penanganan	 situasi	

darurat di kantor Pusat.

•	 Penyediaan	alat	perlindungan	diri	(APD).

•	 Sosialisasi	video safety induction untuk karyawan.

The business activities of labour social security 

Administration Agency carried out by employees are 

relatively safe from potential threats to occupational 

health and safety (oHs). However, we continue to comply 

with the laws and regulations on oHs and environmental 

Protection (Hse). Until the end of the reporting period, 

there were no workplace accidents that caused fatalities. 

[G4-LA6]

hse appLIcatIon for hIgh rIsk empLoyees

We ensure every work unit complies with and applies 

every aspect of Hse. especially the environment of Head 

office in jakarta, which is in high-rise building so that has 

high risk of oHs for employees who work there. [G4-LA7]

We continue to improve oHs implementation through 

various policies, including:

•	 Standard	 operational	 procedures	 for	 emergency	

handling at the Head office.

•	 Provision	of	personal	protection	equipment	(PPE).

•	 Dissemination	of	safety	induction	video	for	employees.
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•	 Pemberlakuan	 Pedoman	 SMK3	 oleh	 Direktur	 Utama	

keP/98/032015 menjadi Perdir/95/092015 Tentang 

Pedoman keselamatan dan kesehatan kerja di 

lingkungan BPjs ketenagakerjaan.

•	 Pemeriksaan	 berkala	 perizinan/sertifikasi	 peralatan	

keselamatan serta instalasi utilitas yang berada di 

gedung kantor Pusat BPjs ketenagakerjaan.

kami juga telah membentuk P2k3 di lingkungan 

kantor Pusat Pembentukan P2k3 sesuai dengan 

no.keP/386/112015 Tentang Pembentukan Panitia 

Pembina keselamatan dan kesehatan kerja BPjs 

ketenagakerjaan. keanggotaan P2k3 merupakan 

perwakilan dari manajemen dan perwakilan pekerja. 

Pada kurun waktu periode pelaporan, jumlah anggota 

P2k3 ada 31 orang, terdiri dari 9 orang atau sekitar 

1,8% perwakilan manajemen dan 22 orang atau 4,4% 

merupakan perwakilan karyawan. [G4-LA5]

topIk k3LL DaLam pkB

komitmen BPjs ketenagakerjaan untuk mematuhi 

dan melaksanakan k3ll, juga diwujudkan dengan 

mencantumkan topik-topik k3ll dalam Perjanjian kerja 

Bersama (PkB). Topik tersebut meliputi perlindungan 

keselamatan kerja dan ketersediaan alat pelindung 

diri (APd), perlengkapan kerja, pemberian jaminan 

pengobatan bagi pekerja korban kecelakaan kerja, serta 

penjaminan pemeliharaan kesehatan pekerja. ketentuan 

mengenai k3ll juga tercantum dalam aturan Pedoman 

Perusahaan Perdir/95/092015 Tentang Pedoman 

keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan BPjs 

ketenagakerjaan. [G4-11] [G4-LA8]

•	 Application	 of	 OHSMS	 Guidelines	 by	 President	

director through decree no. keP/98/032015 into 

Perdir/95/092015 on guidelines on occupational 

Health and safety in the environment of labour social 

security Administration Agency.

•	 Periodic	inspection	of	licensing/certification	of	safety	

equipment and utility installations located at labour 

social security Administration Agency’s Head office 

Building.

We have also established P2k3 at the Head office. 

The P2k3 was formed in accordance with decree 

no.keP/386/112015 on the establishment of occupational 

Health and safety Committee of labour social security 

Administration Agency. P2k3 members consist of 

management and employees’ representatives. during the 

reporting period, the number of P2k3 members was 31 

people, consisting of 9 management representatives or 

about 1.8% and 22 employees’ representatives or 4.4% of 

total members. [G4-LA5]

hse topIcs In cLa

labour social security Administration Agency’s 

commitment to comply with and implement Hse, also 

realized by listing Hse topics in the Collective labor 

Agreement (ClA). These topics include occupational 

safety protection and the availability of personal 

protective equipment (PPe), work equipment, provision of 

medical treatment security for employees who become 

victims of workplace accidents, as well as health care for 

employees. The provisions on Hse are also contained 

in the Corporate guidelines through regulation no. 

Perdir/95/092015 on the occupational safety and 

Health guidelines in the environment of labour social 

security Administration Agency. [G4-11] [G4-LA8]

PaNITIa PeMBINa K3 TaHUN 2016
oHs Advisory Committee (P2k3)

Unit Kerja
Work Unit

Jumlah anggota
Total Members

Perwakilan Manajemen
Management representatives

Perwakilan Pekerja
employees’ representatives

Jumlah
Total

%
Jumlah

Total
%

kantor Pusat jakarta
jakarta Head office

31 9 1,8% 22 4,4%
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kepatuhan k3 oLeh pIhak eksternaL

BPjs ketenagakerjaan juga mendorong pemangku 

kepentingan, terutama peserta untuk lebih memperhatikan 

penerapan k3, baik pekerja maupun perusahaan/pemberi 

kerja. secara berkesinambungan pada setiap tahun kami 

memberikan penghargaan kepada perusahaan/pemberi 

kerja  yang menjadi peserta aktif jaminan sosial dan telah 

mampu mencapai kinerja k3 terbaik.

seiring perkembangan pemberian manfaat bagi peserta, 

kami juga mengembangkan manfaat dari Program 

jaminan kecelakaan kerja, melalui Program jaminan 

kecelakaan kerja - Return to Work (jkk-rTW). Program 

jkk-rTW merupakan bentuk pelayanan kepada pekerja 

yang mengalami cacat akibat kecelakaan kerja. Melalui 

program ini peserta yang mengalami cacat karena 

kecelakaan bekerja akan mendapatkan perlindungan, 

berupa biaya rehabilitasi medis serta pelatihan kejuruan 

sehingga diharapkan pekerja tersebut mampu bekerja 

kembali.

Pelaksanaan Program jkk-rTW melibatkan Trauma 

Center (TC) yang ada di fasilitas kesehatan di seluruh 

indonesia. sampai dengan akhir periode pelaporan 

telah ada 6.717 fasilitas kesehatan di seluruh indonesia, 

dengan  515  kasus kecelakaan kerja telah disertakan 

pada Program jkk-rTW sehingga terdapat 390 peserta 

telah dapat bekerja kembali dan 125 peserta yang belum 

bekerja kembali.

ohs compLIance By externaL partIes

labour social security Administration Agency also 

encourages stakeholders, especially participants to pay 

more attention to the implementation of oHs, both 

workers and companies/employers. each year we reward 

companies/employers who are active participants of 

social security and have been able to achieve the best 

oHs performance.

Along with the benefit development for participants, we 

also developed benefits from the Work Accident Benefit 

Program, through the Work Accident Benefit Program - 

return to Work (jkk-rTW). The jkk-rTW program is a 

form of service to workers experiencing disability due to 

workplace accident. Through this program, participants 

who are disabled by accident will receive protection, in 

the form of medical rehabilitation cost and vocational 

training so that the worker is expected to be able to work 

again.

The implementation of the jkk-rTW Program involves 

the Trauma Center (TC) at health facilities across 

indonesia. Up to the end of the reporting period there 

have been 6,717 health facilities throughout indonesia, 

with 515 cases of workplace accidents already included 

in the jkk-rTW Program, which saw 390 participants 

have been able to return to work and 125 participants 

have not returned to work.

PeLaKSaNaaN MaNFaaT PrOgraM JKK-rTW
implementation of jkk-rTW Benefit Program

Uraian
description

2016 2015

jumlah Fasilitas kesehatan sebagai Trauma Center
number of Health Facilities as Trauma Centers

3.492 2.669

jumlah kasus kecelakaan kerja
number of Workplace Accidents

110.272 1.981

jumlah kasus Peserta Program jkk-rTW
number of jkk-rTW Program Participants’ Cases 

304 125
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keMAsyArAkATAn
CoMMUniTy

pengenDaLIan Dampak sosIaL [G4-SO1, G4-SO2]

sampai dengan akhir tahun 2016, kami belum melakukan 

kajian mengenai dampak sosial dari keberadaan BPjs 

ketenagakerjaan terhadap masyarakat di sekitar lokasi 

berkegiatan, baik di lingkungan kantor Pusat jakarta, kantor 

Wilayah maupun kantor Cabang. kami mengendalikan 

dampak sosial dengan mempertimbangkan dinamika 

yang berlangsung sepanjang kurun waktu periode 

pelaporan. selama tahun 2016 tidak ada peristiwa yang 

diindikasikan sebagai akibat dari dampak sosial yang 

ditimbulkan dari kegiatan usaha maupun keberadaan 

kantor-kantor BPjs ketenagakerjaan.

socIaL Impact controL [G4-SO1, G4-SO2]

Until the end of 2016, we have not conducted any 

studies of the social impact of labour social security 

Administration Agency on communities around the 

activity sites, both at the jakarta Head office, regional 

offices and Branch offices. We control social impacts 

by considering the dynamics that take place over the 

reporting period. during 2016 no events were indicated 

as a result of social impacts arising from business activities 

or the presence of labour social security Administration 

Agency’s offices.
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penIngkatan kesejahteraan masyarakat

Melalui pemenuhan Tjsl, BPjs ketenagakerjaan 

juga memberikan kontribusi pada upaya bersama 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan 

pengembangan manfaat program dan pengelolaan dana 

jaminan sosial (djs) maupun dana BPjs. dengan demikian 

peserta maupun masyarakat lain merasakan manfaat 

langsung maupun tidak langsung dari keberadaan BPjs 

ketenagakerjaan. [G4-EC7, G4-EC8]

sampai dengan akhir tahun 2016 ada beberapa program 

yang telah dilaksanakan, sebagai bentuk pengembangan 

manfaat progam maupun pengelolaan djs dan dana 

BPjs. di antaranya pembangunan rumah susun sederhana 

sewa (rusunawa) untuk pekerja. Pembangunan rusunawa 

dipusatkan pada kota-kota yang selama ini diketahui 

menjadi kantung-kantung pekerja, yakni Makassar 

(sulawesi selatan), Cirebon (jawa Barat), Pasuruan (jawa 

Timur) dan Batam (kepulauan riau).

Improvement of peopLe’s weLfare

Through the fulfillment of ser, labour social security 

Administration Agency also contributes to joint efforts 

to improve people’s welfare, with the development of 

program benefits and management of social security 

funds (djs) and BPjs funds. Thus the participants and 

other members of communities feel the benefits directly 

or indirectly from the existence of labour social security 

Administration Agency. [G4-EC7, G4-EC8]

Until the end of 2016 there have been several programs 

that have been implemented, as development of program 

benefits and management of djs and BPjs funds. The 

programs included  the construction of rental flats 

(rusunawa) for workers. The development of rusunawa 

has been concentrated in the cities that are known to be 

centers of workers, namely Makassar (south sulawesi), 

Cirebon (West java), Pasuruan (east java) and Batam 

(riau islands).

PeMBaNgUNaN rUSUNaWa
Construction of rental Flats

Kota dan Provinsi
City and Province

Jumlah Unit Bangunan
number of Building Units

Jumlah Unit Kamar
number of room Units

Perkembangan Pembangunan
Construction Progress

Makassar, sulawesi selatan
Makassar, south sulawesi 

2 Twin-blocks (4 Towers) 200	kamar	|	rooms

dalam proses negosisasi pembelian 
lahan
in the negotiation process of land 
purchase

Cirebon, jawa Barat
Cirebon, West java

2 Twin-blocks (4 Towers) 200	kamar	|	rooms

survei lahan dan audiensi dengan 
Pemerintah kota Cirebon
land surveys and hearings with the 
Cirebon City government 

Pasuruan, jawa Timur
Pasuruan, east java

2 Twin-blocks (4 Towers) 200	kamar	|	rooms

Proses pencarian lahan baru, lahan 
sebelumnya tidak memenuhi 
persyaratan
new land search process, the previous 
land did not meet the requirements

Batam, kepulauan riau
Batam, riau islands

17 Twin-blocks (34 Towers) 1.642	kamar	|	rooms

Tingkat Hunian rusunawa Batam
occupancy rate of Batam rental Flats

•	 Kabil
•	 Muka	Kuning
•	 Lancang	Kuning	

: 83 %
: 99 %
: 97 %

jababeka Cikarang, Bekasi 2 Twin-blocks (4 Towers) 245	kamar	|	rooms

Tingkat Hunian rusunawa Batam
occupancy rate of Bekasi rental Flats

•	 Cikarang : 66 %

347

BPJS KetenagaKerJaan
2017 Integrated Report



selama tahun 2016 BPjs ketenagakerjaan juga melakukan 

berbagai kegiatan, yang ditujukan untuk meningkatkan 

kesejahteraan peserta maupun masyarakat yang lain.

during 2016, labour social security Administration 

Agency also conducted various activities, aimed at 

improving the welfare of participants and other members 

of community. 

PrOgraM/KegIaTaN PeNINgKaTaN KeSeJaHTeraaN MaSYaraKaT
Community Welfare improvement Program/Activity

Program/Kegiatan
Program/Activity

Biaya 
Cost

Penerima Manfaat/Bentuk Bantuan
recipients of Benefit/Assistance

BaNTUaN TerKaIT PeNINgKaTaN USaHa
BUSINeSS IMPrOVeMeNT reLaTeD aSSISTaNCe

pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja
occupational safety and Health Training

600.000.000
200 tenaga kerja
200 workers

Pelatihan dan sertifikasi tukang konstruksi
Training and Certification for construction workers

548.450.000
611 pekerja konstruksi
611 construction workers

Peralatan kerja bagi disabilitas
work equipment for disabled

442.000.000
52 tenaga kerja
52 workers

stimulus iuran
contribution stimulus

205.571.745
5.500 orang
5,500 People

BaNTUaN TerKaIT LINgKUNgaN
eNVIrONMeNTaL aSSISTaNCe

Bibit tanaman
Plant seeds

492.661.550
21.420 bibit tanaman
21,420 plant seeds

Pelatihan dan peralatan usaha
Training and business equipment

104.841.800
120 orang
120 People

Peralatan kebersihan
Cleaning equipment

57.500.000
105 tong sampah dan 25 pot bunga
105 trash bins and 25 flower pots

Bencana alam
natural disasters

445.690.000
7 daerah bencana
7 areas of disaster

BaNTUaN TerKaIT KeMaNUSIaaN
HUMaNITarIaN reLIeF

santunan anak yatim
donations for orphans

237.000.000
1.160 anak
1,160 children

Bantuan tempat ibadah
Assistance for places of worship

52.300.000
5 masjid
5 mosques

Mudik bersama
group homebound trip

3.198.896.700
7.000 penduduk
7,000 residents

Takjil gratis dan sahur on the road
Free takjil (snacks for iftar) and suhoor on the road

75.400.000
4.550 paket
4,550 sets

Pasar murah
Bazaar

5.805.160.000
70.545 paket sembako
70,545 packages of staple food

Bantuan lainnya
other assistance

245.090.000
15 bantuan
15 assistance
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Tahun 2016 BPjs ketenagakerjaan menggagas proyek 

percontohan desa Pelopor BPjs ketenagakerjaan, di 

desa Tamanan, kecamatan Banguntapan, kabupaten 

Bantul, daerah istimewa yogyakarta. Program desa 

Pelopor BPjs ketenagakerjaan adalah upaya strategis 

BPjs ketenagakerjaan untuk memperluas jangkauan 

jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja bagi pekerja 

bukan penerima upah (BPU) di pedesaan. 

Melalui program jaminan sosial bagi masyarakat pekerja 

diharapkan mampu mengurangi masalah sosial yang 

terjadi di masyarakat. kehadiran BPjs ketenagakerjaan 

masuk desa akan membantu pemerintah desa dalam hal 

pelayanan sosial masyarakat, serta lebih memudahkan 

pemantauan warga yang mengalami risiko sosial.

 

Pembayaran iuran BPjs ketenagakerjaan mandiri 

dilakukan melalui Badan keswadayaan Masyarakat (BkM) 

maupun Badan Usaha Milik desa (BUMdes), dengan 

maksud untuk memaksimalkan kemudahan layanan bagi 

masyarakat pekerja informal atau mandiri yang ada di 

pedesaan. 

BPjs ketenagakerjaan akan disinergikan dengan 

pemerintah desa untuk lebih mengoptimalkan pelayanan 

kepada masyarakat. ketika warga desa yang merupakan 

pekerja mandiri mengalami risiko sosial atau musibah, 

maka bisa langsung menginformasikan kepada 

pemerintah desa untuk dilakukan mitigasi terkait hak 

jaminan sosial pekerjanya untuk mendapatkan santunan 

kematian maupun penyakit akibat kecelakaan kerja. 

in 2016, labour social security Administration Agency 

initiated a pilot project of the Pioneer Village of labour 

social security Administration Agency, in Tamanan 

Village, Banguntapan district, Bantul regency, yogyakarta 

special region. The program is labour social security 

Administration Agency’s strategic effort to expand the 

coverage of social security and manpower protection for 

non-wage earner workers (BPU) in rural areas.

The social security program for the working community 

is expected to reduce social problems that may occur in 

the community. The presence of labour social security 

Administration Agency in villages will support village 

government in community social services, and facilitate 

the monitoring of people with social risks.

 

Contribution payments of labour social security 

Administration Agency is conducted through the 

Community self-Help Agency (BkM) as well as the Village 

owned enterprise (BUMdes), which aims to maximize the 

ease of service for the informal workers or self-employed 

community in rural areas.

labour social security Administration Agency will be 

synergized with the village administration to further 

optimize services to the community. When villagers who 

are self-employed experience social or disaster risks, 

they can directly inform the village administration for 

mitigation related to the social security rights of their 

workers to receive benefit payment for death or illness 

due to work accident.
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// PerNYaTaaN TaNggUNg JaWaB DIreKSI DaN 
DeWaN PeNgaWaS aTaS LaPOraN TaHUNaN 
TerINTegraSI TaHUN BUKU 2016 BPJS 
KeTeNagaKerJaaN
responsibility statement of the Board of directors and Board of 
Commissioners on the integrated Annual report for Fiscal year 
2016 of BPjs ketenagakerjaan

kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa semua informasi dalam laporan Tahunan Terintegrasi 

BPjs ketenagakerjaan Tahun 2016 telah dimuat secara lengkap, dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi 

laporan Tahunan ini. demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

guntur wItjaksono

ketua dewan Pengawas
Chairman of Board of Commissioners

syafrI aDnan BaharuDDIn

Anggota dewan Pengawas
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eko Darwanto
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Anggota dewan Pengawas
Member of Board of Commissioners
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We the undersigned, certify that all information in the integrated Annual report 2016 of BPjs ketenagakerjaan has been 

presented completely, and are fully responsible for the accuracy of the content of this Annual report. This statement 

is made truthfully.

sumarjono

direktur Perencanaan strategis 
dan  Teknologi informasi
director of strategic Planning and 
information Technology

e. ILyas LuBIs

direktur Perluasan kepesertaan dan 
Hubungan Antar lembaga
director of Membership expansion 
and inter-Agency relations

evI afIatIn

direktur Pelayanan
director of services

krIshna syarIf

direktur Pengembangan investasi
director of investment 
development

amran nasutIon

direktur keuangan
director of Finance

naufaL mahfuDz

direktur Umum dan sumber daya 
Manusia
director of general Affairs and 
Human resources

agus susanto

direktur Utama
President director

direksi
Board of directors
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